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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode 

tertentu harus disusun laporan keuangan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-

upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode 

tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan 

keseimbangan kecukupan penerimaan, guna dapat membiayai seluruh 

pengeluaran yang dialokasikan. Sedangkan tujuannya adalah untuk 

menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai 

perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat 

keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah 

Daerah Provinsi DKI Jakarta.  

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:  

1. Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi 

pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas 

pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya 

dalam satu periode tertentu. 
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2. Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran 

kas  selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas 

operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan. 

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, 

menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka 

pengungkapan  yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi 

pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun 

waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi 

penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target 

pendapatan, penjelasan pos belanja dan pembiayaan, Aset, Kewajiban, 

Ekuitas Dana, Arus Kas dan Posisi Dana Cadangan Daerah. 

Adapun penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang 

dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta 

Tahun Anggaran 2011 adalah berbasis Kas Menuju Akrual sebagaimana 

diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 

 

1.2  Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844);   

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4744); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
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10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor  5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4614); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

20. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 

Nomor 1); 

22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pokok-pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5); 

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2010 (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1); 

24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Tahun 2008 Nomor 10); 

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, tentang Ketentuan Umum 

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Tahun 2010); 

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011); 

27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011, tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 

Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011); 

28. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 
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29. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem dan 

Prosedur Akuntansi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

30. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.  

31. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011; 

32. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah; 

33. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja 

Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan. 

1.3  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang 

penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan 

yang memadai. Penyusunan CaLK Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 

Anggaran 2011 dibagi ke dalam 7 (tujuh) Bab, terdiri dari: 

BAB I : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud 

dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum 

penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan 

Catatan atas Laporan Keuangan . 

BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan 

keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD 

BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, 

hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target 

yang telah ditetapkan. 

BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, 

basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan 

keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan 

laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi 

berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar 
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Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos 

pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, 

pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-

komponen laporan arus kas, disamping itu memuat 

pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul 

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan 

dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, 

untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. 

BAB VI : Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan. 

BAB VII : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara 

garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 

Anggaran 2011. 
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BAB II 

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN  

PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD 

 

 

2.1 Ekonomi Makro   

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI 

Jakarta Tahun Anggaran 2011 pada dasarnya tidak lepas dari pengaruh 

kondisi perekonomian Jakarta. Pengaruh tersebut tidak saja terjadi pada 

aspek belanja daerah, tetapi juga terhadap berbagai aspek penerimaan 

Pendapatan Daerah. 

Rencana Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 

dilakukan dengan kajian yang mendalam serta mengacu pada potensi dan 

obyek pendapatan baik yang bersumber dari PAD, Dana Perimbangan dan 

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 

Adapun dasar pertimbangan asumsi perencanaan Pendapatan Daerah 

Tahun Anggaran 2011 adalah:  

1. Dalam menentukan besarnya rencana pendapatan daerah, langkah 

pertama yang dilakukan adalah melakukan simulasi pada komponen 

pendapatan daerah (Pendapatan Asli Daerah/PAD, Dana Perimbangan 

dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah) dengan menggunakan 

model Statistika. Dalam simulasi tersebut, variabel-variabel 

penjelas/penentu (exogeneous) yang diperkirakan mempengaruhi 

besaran pendapatan daerah dimasukkan ke dalam model untuk 

memperkirakan masing-masing komponen pendapatan daerah seperti 

pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, 

dan pendapatan lainnya. Selanjutnya berdasarkan komponen 

pendapatan tersebut dibuat perkiraan total Pendapatan daerah dengan 

menggunakan persamaan simultan. 

2. Adanya stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat 

yang lebih baik, sehingga kondisi ini diharapkan dapat mendukung 

berbagai aktivitas ekonomi di Jakarta.  



 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun  2011  Bab II hal   2 

Dari asumsi tersebut diatas dapat digambarkan kondisi ekonomi Jakarta tahun 

2011 sebagai berikut: 

a. Potensi Unggulan Daerah  

1) Ekspor Melalui DKI Jakarta 

Nilai ekspor melalui DKI Jakarta periode Januari-Desember 2011 

mencapai 46.475,75 juta dollar Amerika, meningkat 17,22 persen 

dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.  

2) Ekspor Produk DKI Jakarta 

Nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta pada tahun  2011 mencapai 

11.038,71 juta dollar Amerika, lebih tinggi bila dibandingkan dengan 

nilai ekspor tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 nilai ekspor 

produk-produk DKI Jakarta sebesar 8.464,90 juta dollar Amerika.  

Ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap 

perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang 

dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta 

dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun ekspor produk 

DKI Jakarta yang diekspor melalui pelabuhan lain seperti Lampung, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Rangkaian proses produksi 

maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk 

diproses hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu 

akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan men-generate 

income di DKI Jakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.1 
Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI  

tahun 2010 dan tahun 2011 (Juta US$) 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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Sepanjang tahun 2011, negara yang menjadi pasar utama di 

masing-masing kawasan adalah Singapura untuk kawasan ASEAN 

dengan nilai ekspor sebesar 1.266,89 juta dollar Amerika; Hongkong 

untuk kawasan Asia dengan nilai ekspor sebesar 834,89 juta dollar 

Amerika; Amerika Serikat untuk kawasan Amerika dengan nilai 

ekspor sebesar 1.305,68 juta dollar Amerika; dan Australia untuk 

kawasan Australia dan Oceania dengan nilai ekspor sebesar 541,95 

juta dollar Amerika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Golongan Barang Jan-Des 2011

1 Kendaraan dan Bagiannya 1,805.73

2 Mesin-mesin/ Pesawat Mekanik 946.06

3 Mesin/ Peralatan Listrik 771.51

4 Pakaian Jadi Bukan Rajutan 841.38

5 Perhiasan/ Permata 1,485.33

6 Barang-barang Rajutan 736.09

7 Ikan dan Udang 502.15

8 Lemak & Minyak Hewan/ Nabati 606.19

9
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-

wangian 265.21

10 Sabun dan Preparat Pembersih 204.87

Total 10 Komoditi 8,164.52

Lainnya 2,873.89

Total Ekspor Produk DKI Jakarta 11,038.41  

Tabel 2.1 
Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta menurut Golongan Barang 

(Juta US$) 

Grafik 2.2 
Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan 

(Juta US$) 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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3) Impor 

Berdasarkan negara asal utama barang, sampai dengan bulan 

Desember 2011 nilai impor DKI Jakarta mencapai 88.873,12 juta 

dollar Amerika, meningkat 26,84 persen dibanding periode yang 

sama tahun sebelumnya yang sebesar 70.069,08 juta dollar 

Amerika. 

 

 

 

 

Berdasarkan golongan penggunaan barang atau Broad Economic 

Category, nilai impor selama periode Januari-Desember 2011 

mengalami peningkatan dibandingkan Januari-Desember 2010 untuk 

semua golongan penggunaan barang, untuk barang konsumsi 

mengalami peningkatan sebesar 31,17 persen, nilai impor bahan 

baku dan penolong meningkat sebesar 27,58 persen, dan nilai impor 

barang modal meningkat sebesar 24,16 persen. 

 

 

 

 

Grafik 2.3 
Impor Melalui DKI Jakarta menurut Negara 

(Juta US$) 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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Selain ekspor dan impor, potensi daerah juga dapat dilihat dari 

gambaran tingkat pariwisata khususnya wisatawan mancanegara. 

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Jakarta 

melalui 3 pintu masuk (Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, dan Halim 

Perdanakusumah) pada tahun 2011 mencapai 2.003.944 kunjungan, 

jumlah ini lebih tingi dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 

1.892.866 kunjungan. Dengan pertumbuhan sebesar 5,87% (6% 

melalui pintu masuk Soekarno-Hatta; 2,05% melalui pintu masuk 

Tanjung Priok serta 7,08% melalui Halim. 

Sepuluh negara yang berperan sangat penting dalam kepariwisataan 

asing kota DKI Jakarta adalah : Malaysia, Singapura, Jepang, China, 

Korea Selatan, Australia, Amerika, India, Belanda dan Saudi Arabia. 

 
  
 
 

Grafik 2.4 
Impor melalui DKI Jakarta Menurut Golongan Penggunaan 

Barang Tahun 2010 dan 2011 (Juta US$) 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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b. Pertumbuhan Ekonomi 

Besaran PDRB DKI Jakarta tahun 2011 atas dasar harga konstan 

mencapai 422,2 triliun rupiah naik 26,5 triliun rupiah dibandingkan tahun 

2010 (sebesar 395,6 triliun rupiah), sehingga secara total pertumbuhan 

ekonomi tahun 2011 sebesar 6,7% lebih tinggi dibandingkan capaian 

pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,5%. Pertumbuhan ekonomi 

DKI Jakarta pada tahun 2011, merupakan capaian pertumbuhan tertinggi 

dalam kurun waktu lima tahun terakhir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.5 
Wisatawan Mancanegara yang Mengunjungi DKI Jakarta 

Menurut Pintu Masuk 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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Selama tahun 2011 kondisi perekonomian global berjalan lebih baik dari 

tahun 2010. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan membaiknya 

perekonomian Amerika dan negara-negara Eropa, meskipun belum 

sepenuhnya pulih dari krisis. Sebagai dampaknya, kondisi tersebut turut 

mendorong perekonomian Indonesia, termasuk Jakarta. Pulihnya 

perekonomian negara-negara tujuan ekspor mendorong kegiatan sektor 

industri di Jakarta kembali bergerak sehingga selanjutnya mampu 

menstimulus sektor lainnya untuk ikut bergerak dinamis. 

Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta yang lebih tinggi ini didorong pula 

oleh investasi yang cukup baik dan cenderung mengalami akselerasi 

sejak awal tahun, disertai pengeluaran konsumsi yang tetap kuat. Dari 

sisi internal, kondisi keamanan yang relatif stabil telah mampu 

menciptakan kondisi investasi dan penyaluran kredit yang lebih baik 

pula. Selain itu, konsumsi domestik masih menjadi faktor penggerak 

utama perekonomian Jakarta seiring dengan membaiknya perekonomian 

DKI Jakarta. 

Pertumbuhan positif PDRB DKI Jakarta tahun 2011 terjadi di seluruh 

sektor ekonomi, sektor pengangkutan-komunikasi masih menjadi sektor 

Grafik 2.6 
Laju Pertumbuhan (%), 2007-2011 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 13,9 persen. Pertumbuhan 

ini dicapai sebagai akibat dari pertumbuhan yang terjadi di sub sektor 

pengangkutan sebesar 7,2 persen dan sub sektor komunikasi sebesar 

17,1 persen. Dengan pertumbuhan yang tinggi (diatas 10 persen) sektor 

ini mampu menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Jakarta (1,6 

poin).  

Sumbangan pertumbuhan yang sama (1,6 poin) juga diberikan oleh 

sektor perdagangan-hotel-restoran yang tumbuh sebesar 7,4 persen. 

Meningkatnya ekspor-impor menjadi pendorong tingginya pertumbuhan 

sektor perdagangan-hotel-restoran di tahun 2011.  

Sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebagai sektor dominan di 

Jakarta tumbuh sebesar 5,0 persen dan menyumbang pertumbuhan 

sebesar 1,4 poin. Sementara sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa yang 

masing-masing tumbuh sebesar 7,9 persen dan 6,9 persen, 

menyumbang pertumbuhan yang sama yaitu sebesar 0,8 poin.  

Sektor industri pengolahan, sebagai salah satu sektor andalan hanya 

tumbuh sebesar 2,4 persen, sehingga sumbangan terhadap 

pertumbuhan juga hanya sebesar 0,4 persen. Sedangkan untuk sektor-

sektor yang kontribusinya terhadap PDRB dibawah 1 persen seperti 

sektor pertanian, sektor pertambangan-penggalian, dan sektor listrik-

gas-air bersih menyumbang pertumbuhan sangat kecil yakni dibawah 

0,1 poin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 2.2 
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2000 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 

2010 2011

1 2 3 4 5

Pertanian 304.3                306.7              0.8 0.0

Pertambangan dan penggalian 950.0                1,032.1           8.6 0.0

Industri pengolahan 60,567.5           62,044.6         2.4 0.4

Listrik-gas-air bersih 2,589.0             2,691.4           4.0 0.0

Konstruksi 41,143.3           44,375.4         7.9 0.8

Perdagangan-hotel-restoran 85,980.6           92,324.5         7.4 1.6

Pengangkutan-komunikasi 46,776.6           53,271.8         13.9 1.6

Keuangan-real estate-jasa perusahaan 111,280.0         116,889.9       5.0 1.4

Jasa-jasa 46,042.4           49,226.2         6.9 0.8

PDRB 395,633.7         422,162.6       6.7 6.7

Nilai (Miliar Rp.)
Laju 

Pertumbu

han 

Sumber 

Pertumbuhan 

(%)

Lapangan Usaha
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1) Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Struktur Tahun 2011 

PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada tahun 

2011 adalah sebesar Rp 982,5 triliun, sedangkan pada tahun 2010 

sebesar Rp 862,1 triliun, atau terjadi peningkatan sebesar Rp 120,5 

triliun. Peranan tiga sektor utama yakni sektor keuangan-real estat-

jasa perusahaan, sektor perdagangan-hotel-restoran, serta sektor 

industri pengolahan terhadap total perekonomian DKI Jakarta pada 

tahun 2011 sekitar 64 persen.  

Dalam tahun 2011, berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, 

sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk 

barang dan jasa terbesar adalah sektor keuangan-real estat-jasa 

perusahaan sebesar Rp. 270,9 triliun, kemudian diikuti oleh sektor 

perdagangan-hotel-restoran sebesar Rp. 204,4 triliun, dan sektor 

industri pengolahan sebesar Rp 153,5 triliun.  

Sebutan Jakarta sebagai Kota Jasa (Service City) tercermin dari 

struktur perekonomian Jakarta yang diukur dengan PDRB menurut 

sektoral (lapangan usaha). Sekitar 71,3 persen PDRB Jakarta 

berasal dari sektor tersier (perdagangan, keuangan, jasa, dan 

pengangkutan), sebesar 28,1 persen berasal dari sektor sekunder 

(industri pengolahan, konstruksi, dan listrik-gas-air bersih) dan hanya 

sebesar 0,6 persen dari sektor primer (pertanian dan 

pertambangan).  

 
 
 

2010 2011 2010 2011

1 2 3 4 5

Pertanian 849,6                   918,8                  0,1 0,1

Pertambangan dan penggalian 3.704,3                5.139,9               0,4 0,5

Industri pengolahan 135.643,2            153.486,4           15,7 15,6

Listrik gas-air bersih 9.012,3                9.667,6               1,0 1,0

Konstruksi 98.425,0              112.719,1           11,4 11,5

Perdagangan-hotel-restoran 178.357,4            204.413,0           20,7 20,8

Pengangkutan-komunikasi 87.688,4              101.189,9           10,2 10,3

Keuangan-real estate-jasa perusahaan 239.156,0            270.951,6           27,7 27,6

Jasa-jasa 109.253,6            124.053,6           12,7 12,6

PDRB 862.089,8            982.539,9           100,0 100,0

PDRB Tanpa Migas 858.385,5            977.400,0           99,6 99,5

Lapangan Usaha
Nilai (Miliar Rp.) Struktur

 

Tabel 2.3 
PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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2) PDRB Per Kapita 

Produk Domestik Regional Bruto bila dibagi dengan jumlah 

penduduk pertengahan tahun akan menggambarkan nilai PDRB per 

kapita atau tingkat kemakmuran penduduk suatu wilayah. 

PDRB per kapita DKI Jakarta atas dasar harga berlaku pada tahun 

2011 mencapai 100,98 juta rupiah atau meningkat 12,5 persen 

dibanding tahun 2010 (89,73 juta rupiah). PDRB per kapita atas 

dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kapita secara riil. 

Pada tahun 2011 PDRB per kapita meningkat 5,4 persen, yaitu dari 

Rp 41,18 juta di tahun 2010 menjadi Rp 43,4 juta di tahun 2011. 

 
 
 
 

Berlaku Konstan Berlaku Konstan

1 2 3 4 5

2010 89.728.232       41.178.429        12,4                 5,2                  

2012 100.985.324     43.389.808        12,5                 5,4                  

PDRB Per Kapita (Rp.) Perubahan PDRB Per Kapita (%)
Tahun

 
 
 

3) PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2011 

Distribusi PDRB menurut pengeluaran selama tahun 2011 terbesar 

ada pada komponen konsumsi rumah tangga yang memberikan 

kontribusi sebesar 57,0 persen, atau naik dibanding tahun 

sebelumnya yang mencapai 56,6 persen. Kontribusi terbesar kedua 

ada pada komponen ekspor sebesar 55,1 persen, komponen ini pun 

mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 

52,4 persen. Sedangkan kontribusi terkecil ada pada komponen 

konsumsi pemerintah yang hanya 9,9 persen selama tahun 2011. 

 

 

 

 

Tabel 2.4 
Nilai PDRB Per Kapita dan Perubahan PDRB Per Kapita 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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2010 2011 2010 2011

1 2 3 4 5

Konsumsi Rumah Tangga 488.283,5            560.065,2           56,6 57,0

Konsumsi Pemerintah 80.888,2              97.222,3             9,4 9,9

PMTB + Perubahan Stok 310.788,7            375.238,3           36,1 38,2

Ekspor 452.123,5            540.935,5           52,4 55,1

Minus Impor 469.994,1            590.921,2           54,5 60,1

PDRB 862.089,8            982.540,1           100 100

Komponen Pengeluaran
Nilai (Miliar Rp.) Distribusi (%)

 

 
Dilihat dari laju pertumbuhannya, secara umum selama tahun 2011 

naik 6,7 persen. Komponen yang mengalami pertumbuhan terbesar 

adalah komponen ekspor yang naik sebesar 12,2 persen. 

Meningkatnya pertumbuhan komponen ekspor ini karena dampak dari 

membaiknya perekonomian global yang mengakibatkan negara-

negara tujuan ekspor meningkatkan pembelian barang-barang ekspor. 

Terbesar kedua adalah komponen PMTB yang naik sebesar 9,9 

persen (jika komponen perubahan stok digabung dengan PMTB, 

maka pertumbuhannya menjadi 8,1 persen). Sedangkan yang terkecil 

kenaikannya adalah konsumsi pemerintah yang hanya 3,7 persen. 

               
c. Inflasi 

Tahun 2011 inflasi DKI Jakarta tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 

sebelumnya, yaitu sebesar 3,97% (yoy) dari sebelumnya sebesar 6,21% 

(yoy). Rendahnya inflasi di DKI Jakarta didukung oleh berbagai upaya 

yang ditempuh oleh forum pengendalian inflasi daerah (TPID) Jakarta 

dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi terutama pada saat 

perayaan hari keagamaan. Selain itu upaya pengendalian inflasi juga 

dilakukan dengan mengintensifkan operasi pasar bekerja sama dengan 

BULOG, penyelenggaraan pasar murah atau bazaar dengan 

mensinergikan penggunaan dana CSR perusahaan, dan kunjungan 

pasar atau pemantauan harga di beberapa pasar trasisional dan pasar 

induk. Faktor utamanya adalah ketersediaan pasokan pangan yang baik 

dari domestik maupun sumber lainnya disamping cuaca yang kondusif 

Tabel 2.5 
Nilai PDRB Menurut Pengeluaran 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 
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untuk produksi pertanian. Sementara kebiajakan pemerintah yang 

menahan tarif angkutan, air minum, dan biaya kesehatan juga turut andil 

dalam kestabilan inflasi administered. Di sisi lain, inflasi ini mengalami 

tekanan, terutama karena peningkatan harga komoditas emas dan jasa 

pendidikan. 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011

Umum 6,04 11,11 2,34 6,21 3,97

Bahan Makanan 11,40 15,48 5,17 14,80 6,22

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan 

Tembakau 5,36 12,91 8,55 8,89 4,33

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan 

Bakar 4,81 14,84 0,28 3,41 2,11

Sandang 8,15 8,56 5,31 5,61 7,33

Kesehatan 3,99 7,31 4,13 1,23 3,57

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 9,09 5,56 1,96 1,40 4,04

Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 1,14 6,20 3,87 4,56 2,39

Kelompok
Inflasi

 

Namun untuk tahun 2011, inflasi DKI Jakarta lebih tinggi dari inflasi 

nasional sebesar 3,79%. Hal ini perlu dicermati mengingat dari pola 

historis dua tahun terakhir, inflasi Jakarta cenderung dibawah inflasi 

nasional. Penyebab utama hal tersebut adalah dari faktor global 

terutama dari peningkatan harga emas sebagai dampak ketidakpastian 

ekonomi global. Mengingat peran Jakarta sebagai pusat perdagangan 

dan finansial Indonesia, maka keterkaitan dengan kondisi perdagangan 

dan ekonomi dunia menjadi dominan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.6 
Inflasi DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2007-2011 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 

Grafik 2.7 
Inflasi DKI Jakarta dan Nasional (%) Tahun 2007-2011 

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 



 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun  2011  Bab II hal   13 

2.2 Kebijakan Keuangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 

dilaksanakan dengan berpedoman pada, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah 

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. 

Sejalan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut 

maka pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada 

peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel 

dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 

masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalamnya memuat 

tentang hak dan kewajiban daerah yang dibayarkan dalam bentuk 

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta disusun sesuai dengan 

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan 

kemampuan pendapatan daerah, yang mempunyai fungsi otorisasi, 

perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi, dan 

meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja 

maupun pembiayaan.  

 

 2.2.1 Kebijakan Pendapatan 

Untuk tahun 2011, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral 

dari kebijakan ekonomi makro, akan tetap diarahkan untuk menjaga 
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stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi 

yang lebih berkualitas. dan tetap mengupayakan stimulus fiscal 

dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber 

pembiayaan yang tersedia. 

Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan 

fiskal pada tahun 2011 akan tetap difokuskan pada langkah-langkah 

antara lain: 

a. meningkatkan efisiensi pengelolaan Pendapatan Daerah; 

b. meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi PAD dan Dana Perimbangan yang lebih 

rasional dan proporsional; 

c. meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik 

dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan. 

Kebijakan pokok di bidang pendapatan daerah dilakukan dengan 

memperbaiki kebijakan perpajakan di tahun 2011. Kebijakan ini 

selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah juga akan 

diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. 

Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-

langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan 

retribusi daerah serta pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif 

sebagai berikut: 

a. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah 

Secara umum kebijakan Pendapatan Asli Daerah akan dilakukan 

dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan 

Asli Daerah yang diprediksi akan memberikan sumbangan yang 

berarti pada perolehan pendapatan. Kebijakan tersebut 

diantaranya sebagai berikut : 

1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

a) Optimalisasi Pajak Daerah melalui Online Sistem Pajak 

Hotel dan Restoran, dan implementasi Perda tentang 

Pajak Daerah; 

b) Menaikkan tarif parkir off street dengan sistem zona; 
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c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi 

Daerah; 

d) Memperluas Tim Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah; 

e) Melakukan evaluasi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Retribusi Daerah dan mempercepat Revisi Perda 

Retribusi. 

f) Mempercepat pelaksanaan pendaerahan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan dengan terbitnya UU 

nomor 28 tahun 2009. 

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

a) Meningkatkan kemampuan manajemen Pengelolaan 

bisnis BUMD melalui Kontrak Kinerja Direksi; 

b) Evaluasi terhadap seluruh perjanjian-perjanjian 

pemanfaatan asset daerah dengan Pihak Ketiga; 

c) Pengembangan asset daerah yang berada di lahan-lahan 

yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan 

Pihak Ketiga. 

b. Kebijakan Dana Perimbangan 

Untuk meningkatkan dana perimbangan, Pemerintah Provinsi 

akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh 

insentif DAU, DAK dan bagi hasil pengelolaan asset pusat di 

daerah. 

c. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Melakukan koordinasi untuk pencairan Hibah MRT yang telah 

dituangkan dalam Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) 

serta berkoordinasi untuk memperoleh Dana Penyesuaian dan 

Otonomi Khusus. 
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 2.2.2 Kebijakan Belanja 

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2011 tetap ditekankan dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya 

memenuhi kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan. Untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan diupayakan agar pelayanan 

bergeser dan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Untuk itu, 

peningkatan alokasi anggaran pada jajaran pemerintahan dari 

tingkat kotamadya/kabupaten ke bawah terus menjadi perhatian 

seiring dengan pendelegasian kewenangan pada SKPD dimaksud. 

Arah kebijakan Belanja Daerah pada tahun 2011 dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Kenaikan gaji PNS sebesar 10 persen (kebijakan pusat) dan 

acress 2,5 persen. 

b. Kenaikan TDL 10 persen dengan upaya efisiensi hanya dialokasi 

kenaikan 8 persen. 

c. Mengacu pada IKU SKPD dan pemenuhan SPM. 

d. Prioritas pada kegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian 

target strategis RPJMD 2007-2012 

e. Memenuhi belanja mengikat, antara lain TALI, Tipping Fee, 

Rekening Listrik PJU, Pembayaran Hutang Pinjaman + bunga, 

Bantuan dan hibah serta Belanja Tak Terduga. 

f. Menjamin alokasi belanja dedicated program dan multiyears. 

g. Proporsi anggaran Urusan Pendidikan minimal 20 persen dari 

total belanja 

h. Anggaran Urusan Kesehatan diupayakan lebih tinggi 8 persen 

dari belanja daerah (amanah Perda yaitu 15 persen) 

i. Mencukupi anggaran untuk JPKM-Gakin 

j. Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat 

Kota/Kabupaten, penguatan Kecamatan dan Kelurahan yang 

pelaksanaannya harus transparan sampai pada tingkat RW 

k. Efisiensi belanja non fisik, utamanya honorarium PNS (Tahun 

2008=Rp1,2 T; 2009=Rp 903 M; 2010=Rp 444 M) 
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l. Semaksimal mungkin mengakomodir usulan kegiatan dari hasil 

Musrenbang Kelurahan sampai Provinsi. 

 

 2.2.3   Kebijakan Pembiayaan 

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran 

berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan 

dan pengeluaran pembiayaan. 

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari: 

1. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas 

umum daerah, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, 

pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada 

pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Adapun 

penerimaan pembiayaan tahun 2011 diperoleh dari Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun yang lalu yaitu Tahun 

Anggaran 2010. 

2.  Pengeluaran Pembiayaan, terdiri dari: 

a. Pembentukan Dana Cadangan yang diperoleh dari 

pendapatan jasa giro dana cadangan. 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk PT 

MRT Jakarta, PT Jalan Tol. 

c. Pembayaran Pokok Utang.  

 

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD 

2.3.1  Capaian Target Kinerja Pendapatan 

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut. 

Pendapatan Daerah realisasinya sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 mencapai Rp28.296.898.825.319,82 dari target 

setelah perubahan sebesar Rp26.845.693.060.531,00 atau 105,41%, 

dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah melebihi target 
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sebesar 5,41%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan 

Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 100,27% maka 

kinerja Pendapatan Daerah tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 

5,14%. 

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) realisasinya mencapai 109,49%, dari realisasi ini 

terlihat target PAD terjadi peningkatan sebesar 9,49%. Apabila 

realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 

Anggaran 2010, tercatat realisasi PAD Tahun Anggaran 2011 naik 

sebesar 4,16%. Di sisi lain yaitu Pendapatan Transfer yang 

bersumber dari Dana Perimbangan realisasi pencapaian targetnya 

tercatat sebesar 104,93%, realisasi tersebut melampaui target 

sebesar 4,93%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2010, tercatat realisasi 

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2011 naik sebesar 10,15%. 

Sedangkan Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 realisasinya sebesar Rp8.410.777.790,00 dari 

target sebesar Rp594.000.000.000,00 atau persentasenya hanya 

1,42%. 

2.3.2  Capaian Target Kinerja Belanja Daerah 

Target pencapaian Belanja Daerah sebesar Rp30.922.361.719.302,38 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 realisasinya sebesar 

Rp26.423.682.188.697,00 atau 85,45%, sehingga sisa anggaran di 

tahun 2011 yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp4.498.679.530.605,38 atau 14,55%. Apabila dibandingkan dengan 

kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang dianggarkan 

sebesar Rp26.230.179.402.534,33 realisasinya tercatat sebesar 

Rp21.552.895.838.935,00 atau 82,17%, maka kinerja Belanja Daerah 

di tahun 2011 mengalami kenaikan persentase sebesar 3,28%. 

Adapun pencapaian target kinerja belanja menurut struktur urusan 

pembangunan adalah sebagai berikut: 
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1.    Urusan Pendidikan 

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp8.293.729.076.679,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp7.877.004.259.720,00 atau 94,98%. 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini 

antara lain:  

a. Program wajib belajar 12 tahun  

1) Terlaksananya program Kartu Gratis Sekolah/ Bantuan 

Rawan Putus Sekolah untuk 10.374  siswa miskin; 

2) Terlaksanannya pemberian BOP untuk 1.126.587  siswa 

baik untuk TK Negeri, TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, 

SDN, SMPN, SMKN dan SMAN; 

3) Terlaksananya Peneriman Peserta Didik Baru secara 

online tingkat SDN, SMPN, SMAN dan SMKN. 

b.  Program peningkatan mutu pendidikan 

1) Terlaksananya pemberian Biaya Operasional Buku 

(BOB) untuk Sekolah Swasta yaitu di lingkungan 

SMA/MA sebanyak 82.113 siswa, SMK sebanyak 

160.558 siswa; 

2) Terlaksananya pembinaan dan pelaksanaan Olimpiade 

Sains (Matematika dan IPA) Nasional tingkat SD dan 

SDLB; 

3) Terlaksananya UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar 

Nasional) tingkat SD dan SMP; 

4) Terlaksananya UN (Ujian Nasional) tingkat SMA dan 

SMK; 

5) Terlaksananya pembinaan manajemen bagi 225 orang 

pengawas sekolah TK, SD, SMP, dan SLB; 

6) Terlaksanannya tes kemampuan bagi 600 orang calon 

Kepala Sekolah; 

7) Terlaksananya program S1 dan sertifikasi bagi 12.915 

orang guru SD dan SMP. 
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c. Program pendidikan non formal dan informal 

1) Terlaksananya pembinaan pendidikan kesetaraan yaitu 

paket A sebanyak 1.526 orang, paket B sebanyak 6.871 

orang, dan paket C sebanyak 14.362 orang; 

2) Terlatihnya keterampilan 860 orang di PKBM tingkat 

dasar/terampil; 

3) Terlaksananya pemberantasan buta aksara sebanyak 

7.500 orang. 

d. Program pendidikan luar biasa 

1) Terbinanya kompetensi keterampilan siswa SLB 

sebanyak 100 siswa; 

2) Terselenggaranya lomba seni, olah raga dan science 

guru dan siswa SLB sebanyak 897 orang; 

3) Pemberian subsidi bagi sekolah penyelenggara 

pendidikan inklusi sebanyak 5 sekolah Pusat Sumber 

Inklusi. (Model Penyelenggara Inklusi tingkat SD); 

4) Terlaksananya biaya operasional pendidikan inklusi 

(berkebutuhan khusus) sebanyak 63 sekolah; 

5) Terselenggaranya pusat kegiatan pendidikan inklusi 

(berkebutuhan khusus) sebanyak  164  sekolah. 

e. Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan  

1) Terlaksananya pembangunan Tahap 1 , terdiri dari 2 

gedung baru SDN dan 2 gedung baru SMPN, 1 gedung 

baru SMAN, 1 gedung baru SMKN; 

2) Terlaksananya penyelesaian rehab total, terdiri dari 22 

gedung SDN, 20 gedung SMPN, dan 1 gedung SMAN 

dan 2 gedung SMKN; 

3) Terlaksananya rehab total 14 gedung SDN; 

4) Terlaksananya rehab total Tahap 1 untuk 14 gedung 

SDN dan 4 gedung SMPN, 3 gedung SMAN dan 2 

gedung SMKN; 
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5) Terlaksananya rehab berat 103  gedung sekolah untuk 

tingkat SDN hingga SMAN; 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada 

urusan pendidikan antara lain: 

a) Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK dari 

82,65% pada tahun 2010 menjadi 89,59 % pada tahun 2011, 

serta dipertahankannya APK pendidikan dasar di atas 100%,  

yaitu APK SD 110,92 % dan APK SMP 105,91 %; 

b) Menurunnya Angka Putus Sekolah : 

1) Tingkat SD yang semula sejumlah 584 siswa pada tahun 

2010menjadi 347 siswa pada tahun 2011. 

2) Tingkat SMP yang semula 1.592 siswa pada tahun 2010 

menjadi 1.176 siswa pada tahun 2011. 

c) Meningkatnya angka kelulusan tingkat SD dari 99,98% (2010) 

menjadi 100 % (2011), tingkat SMA dari 99,11% (2010) 

menjadi 99,53 % (2011), dan untuk tingkat SMK dari 99,77 % 

(2010) menjadi 99,82 % (2011), namun untuk tingkat SMP 

dipertahankan pada 99,99 % (2011); 

d) Tercapainya rata-rata nilai UN di atas standar nasional, yaitu 

untuk tingkat SD 7,6, tingkat SMP 6,94, SMA 7,89 (IPA), 7,55 

(IPS), 6,87 (Bahasa), dan SMK 7,38; 

e) Dipertahankannya rata-rata lama sekolah 11,40 tahun; 

f) Meningkatnya dan dipertahankannya  jumlah sekolah yang 

mendapat sertifikasi ISO 9001:2000 : 

1) SD tetap bertahan sebanyak 2  sekolah (2010). 

2) SMP dari 11 (2010) menjadi 11 (2011). 

3) SMA dari 23 (2010) menjadi 23 (2011). 

4) SMK dari 31 (2010) menjadi 60 (2011). 

g) Prestasi yang diraih pada Olimpiade Sains Nasional, yaitu : 

1) Pada Tahun 2010 tingkat SD memperoleh Juara 

Umum/Juara I tingkat juara umum (Juara I) tingkat 

nasional dengan memperoleh 3 medali emas best theory 

dan absolute winner (matematika) serta 1 medali emas 
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experiment (IPA), 1 medali perak (IPA), 1 medali 

perunggu (IPA) dan pada tahun 2011 kontingen DKI 

Jakarta dapat mempertahankan juara umum (Juara I) 

tingkat nasional dengan memperoleh 1 medali emas 

(MTK); 

2) Pada Tahun 2010 tingkat SMP memperoleh 3 medali 

emas (Fisika), 1 medali emas (Matematika) dan 2 medali 

emas (IPS), 3 medali perak (Fisika), 3 medali perak 

(matematika), 1 medali perak (IPS), 2 medali perunggu 

(Fisika), 3 medali perunggu (Biologi), 1 medali perunggu 

(Matematika) dan pada tahun 2011 kontingen DKI 

memperoleh 5 medali emas, 10 medali perak, 8 medali 

perunggu; 

3) Pada Tahun 2010 tingkat SMA memperoleh 1 medali 

emas best theory dan absolute winner (Fisika), 2 medali 

emas praktikum terbaik (Biologi), 1 medali emas best 

theory (Kimia), 1 medali emas best theory  dan best 

women contestant, 1 medali emas (Astronomi), 1 medali 

emas (Ekonomi), 1 medali emas best geosphere science 

(Kebumian), 1 medali perak (Fisika), 4 medali perak 

(Biologi), 2 medali perak (Matematika), 3 medali perak 

(Kimia), 2 medali perak (Komputer/Informatika), 1 medali 

perak (Astronomi), 3 medali perunggu (Fisika), 4 medali 

perunggu (Biologi), 4 medali perunggu (Matematika), 3 

medali perunggu (Kimia), 3 medali perunggu 

(Komputer), 4 medali perunggu (Astronomi), 7 medali 

perunggu (Ekonomi), 4 medali perunggu (Kebumian) 

dan pada tahun 2011 kontingen DKI Jakarta 

memperoleh 12 medali emas, 10 medali perak, 21 

medali perunggu; 

4) Pada Tahun 2010 tingkat Pendidikan Luar Biasa (PLB) 

untuk jenjang SMPLB memperoleh 1 medali emas best 

exploration dan absolute winner (matematika), jenjang 
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SDLB memperoleh 1 medali perak best theory 

(matematika), jenjang SDLB memperoleh 1 medali 

perunggu (IPA) dan pada tahun 2011 kontingen DKI 

Jakarta memperoleh Juara Umum Pendidikan Khusus 

Tingkat Dikmen  dengan memperoleh 2 medali emas 

dan 1 medali perak; 

5) Lomba Keterampilan Siswa (LKS) pada tahun 2010 

kontingen DKI Jakarta juara I (juara umum) dengan 

perolehan 18 medali emas, 10 medali perak dan 3 

medali perunggu dan pada tahun 2011 kontingen DKI 

Jakarta meraih juara umum, 16 medali emas,  8 medali 

perak,   3 medali perunggu, 3 medali juara harapan I dan 

2 medali harapan II; 

6) Lomba Kelompok Belajar Mandiri (LOMOJARI) SMP 

Terbuka pada tahun 2010 meraih juara I tingkat 

nasional. 

2.   Urusan Kesehatan 

Untuk urusan kesehatan pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.698.984.021.400,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.455.766.331.391,00 atau 90,99%. 

Disamping Program penerapan kaidah good governance dan 

Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang 

merupakan program untuk kegiatan operasional dan 

pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan output 

yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan antara lain: 

a. Program pencapaian dan penanggulangan penyakit 

menular 

1) Terlaksananya antisipasi dan penanggulangan KLB 

penyakit  menular di Provinsi DKI Jakarta; 

2) Terpantaunya penderita malaria import dan renew dan 

neglated disease dan dapat ditangani 100%; 

3) Terlaksananya surveilence penyakit menular berbasis 

puskesmas, rumah sakit dan laboratorium; 
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4) Terlaksananya pengendalian penyakit menular berbasis 

binatang; 

5) Terlaksananya penanganan  penyakit Tuberculosis; 

6) Tersedianya obat penyakit menular (untuk penyakit 

Tuberculosis, Kusta, Infeksi Saluran Pernapasan Atas, 

DBD, Malaria, Flu Burung dan Filariasis); 

7) Terpantaunya situasi penyakit potensial KLB di Provinsi 

DKI Jakarta selama 12 bulan; 

8) Terlaksananya pengendalian dan pemantauan cold 

chain; 

9) Terlaksananya manajemen pengelolaan  vaksin (vaksin 

meningitis bagi jemaah haji, vaksin rutin untuk bayi dan 

vaksin untuk anak usia sekolah tersedia 100% sesuai 

jumlah sasaran); 

10) Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan faktor 

resiko DBD; 

11) Terlaksananya pengobatan, dukungan dan perawatan 

bagi orang yang hidup dengan HIV dan AIDS (ODHA); 

12) Jumlah kasus AIDS yang dilaporkan pada tahun 2010 

sebanyak 1.167 kasus, sedangkan pada tahun 2011 

sebanyak 1.122 kasus; 

13) Terlaksananya pengendalian penyakit pneumonia; 

14) Terlaksananya pengendalian penyakit diare. 

b. Program penurunan angka kematian ibu dan bayi 

1) Terselenggaranya peningkatan manajemen program  

KIA/KIBBLA sebanyak 60 puskesmas dan  sudin 

kesehatan; 

2) Terlaksananya bimbingan, pengawasan dan 

pengendalian manajemen program kesehatan ibu dalam 

upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi; 

3) Terlaksananya monitoring dan evaluasi program KIBBLA 

pada 44 Puskesmas Kecamatan; 

4) Terlaksananya supervise puskesmas PONED; 
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5) Terlaksananya pelatihan kelompok pendukung Ibu; 

6) Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan/Tenaga 

Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 

mencapai 93,2%; 

7) Cakupan pelayanan kesehatan pada neonatus (0-28 

hari) pada kunjungan Neonatus mencapai 92,3%; 

8) Cakupan pelayanan kesehatan pada bayi (29 hari – 12 

bulan) mencapai 93,6%. 

c. Program peningkatan kesehatan anak balita 

1) Terlaksananya perawatan di RS terhadap seluruh balita 

gizi buruk sebanyak 169 kasus (100% dapat dirawat); 

2) Terlaksananya  perawatan pemulihan balita gizi buruk 

melalui Therapeutic Feeding Centre (TFC) / Panti 

Pemulihan Gizi di Puskesmas,dengan jumlah TFC 4 

buah yang terletak di Puskesmas Kecamatan Kali Deres, 

Puskesmas Kecamatan Jagakarsa, Puskesmas 

Kecamatan Cilincing dan Puskesmas Kecamatan 

Tambora; 

3) Terlaksananya 2  kali pemberian kapsul vitamin A untuk 

anak balita di seluruh DKI Jakarta dengan total cakupan 

71,2%; 

4) Terlaksananya Universal Child Immunization (UCI) pada 

266 kelurahan dari 267 kelurahan yang ada di DKI 

Jakarta (Kelurahan Rawajati belum melaksanakan UCI); 

5) Terlaksananya imunisasi dasar bayi lengkap 100%; 

6) Terlaksananya peningkatan kapasitas petugas dalam 

konseling menyusui untuk mendukung KP Ibu, total 

jumlah konselor sampai dengan tahun 2011 sebanyak  

346 orang konselor. 

d. Program pengembangan lingkungan sehat.  

1) Terlaksananya pengendalian vektor penyakit; 

2) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kesehatan 

lingkungan dan kesehatan kerja; 



 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun  2011  Bab II hal   26 

3) Terlaksananya pembinaan kota sehat pada tingkat 

kelurahan; 

4) Terlaksananya pemantauan  kualitas air bersih pada 5 

wilayah kota; 

5) Terlaksananya pembinaan kawasan dilarang merokok 

disarana kesehatan; 

6) Terlaksananya Hygiene sanitasi tempat – tempat umum. 

e. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

1) Terciptanya Kebijakan Publik yang mendukung 

peningkatan PHBS; 

2) Terlaksananya Pendataan, Pembinaan dan Penilaian 

Kinerja PHBS; 

a) Rumah Tangga ber- PHBS tercapai 65,56%; 

b) Penilaian Kinerja PHBS kategori Kota dan kabupaten: 

- Juara I kategori Kota, Kelurahan Cipinang Melayu, 

Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta 

Timur; 

- Juara II kategori Kota, Kelurahan Kota Bambu 

Selatan, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi 

Jakarta Barat; 

- Juara III kategori Kota, Kelurahan Karet Tengsin, 

Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi 

Jakarta Pusat; 

- Juara I kategori Kabupaten, Kelurahan Pulau 

Harapan, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara; 

- Juara II kategori Kabupaten, Kelurahan Pulau Pari, 

Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. 

3) Terlaksananya promosi kesehatan melalui berbagai 

media  melalui: 

a) Pameran kesehatan pada event PRJ; 

b) Media massa, cetak leaflet, spanduk, poster, banner; 
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c) Media elektronik radio dan televisi berupa talk show 

dan radio spot. 

4) Terjalinnya jejaring kemitraan dengan Lintas Sektor, 

Lintas program, LSM dan dunia usaha; 

5) Terlaksananya pembinaan UKBM berupa Kegiatan 

penilaian  kinerja Posyandu tingkat Provinsi, dengan hasil: 

a) Posyandu terbaik 1 : Posyandu Melati RW 010 Kramat 

Jati Jakarta Timur; 

b) Posyandu terbaik 2 : Posyandu Bungur III RW 07 

Kebayoran Lama Jakarta Selatan; 

c) Posyandu terbaik 3 : Posyandu Cempaka RW 08 

Senen Jakarta Pusat; 

6) Penambahan cakupan RW siaga aktif sebanyak 23,17%. 

f. Program pencegahan penyakit tidak menular 

1) Tersedianya pelayanan deteksi dini gangguan penyakit 

jantung dan pembuluh darah di 44 Puskesmas dan 5 

RSUD; 

2) Terselenggaranya pengembangan kelompok peduli 

penyakit tidak menular dan Posbindu di masyarakat; 

3) Tersedianya pelayanan deteksi dini dan tatalaksana 

penyakit Diabetes Mellitus di 44 Puskesmas Kecamatan 

dan 6 RSUD; 

4) Tersedianya pelayanan deteksi dini Penyakit Kanker 

Leher Rahim dan Kanker Payudara di 180 Puskesmas 

Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan dari 339 

Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan; 

5) Tersedianya pelayanan dasar Penyakit Paru Obstruktif 

Kronis di 44 Puskesmas Kecamatan dan di 6 RSUD; 

g. Program peningkatan mutu pelayanan kesehatan 

1) Terlaksananya peningkatan mutu dan layanan RSUD, 

AGD, Balai Kesehatan Karyawan, Laboratorium 

Kesehatan Daerah dan Akademi Keperawatan Jakarta; 
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2) Capaian pelayanan kesehatan yang telah mendapat 

Sertifikat ISO 9001:2008 yaitu: 

a) RSUD dan UPT  sebanyak 8 atau 73% dengan 

perincian RSUD sebanyak 4 atau 67% dan UPT 

sebanyak 4 atau 80%; 

b) Puskesmas Kecamatan sebanyak 44 puskesmas atau 

100%; 

c) Puskesmas Kelurahan sebanyak 98 puskesmas atau 

33% dari target 50% capaian pada tahun 2011. 

h. Program pengawasan obat dan makanan  

1) Tingkat pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan dan 

sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga yang 

diproses sesuai ketentuan telah mencapai 98%; 

2) Tingkat monitoring ketersediaan obat publik dan 

perbekalan kesehatan di wilayah mencapai 100%; 

3) Terlaksananya fasilitasi pada 400 sarana produksi dan 

distribusi farmasi dan alat kesehatan. 

i. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 

(JPKM) 

Terlaksananya pelayanan JPK Gakin lebih dari 2,7 juta kasus 

pada 44 puskesmas kecamatan, 295 puskesmas kelurahan 

dan 85 RS di Jakarta. 

j. Program peningkatan gizi masyarakat  

1) Terlaksananya perawatan di RS terhadap seluruh balita 

gizi buruk sebanyak 169 kasus (100% dapat dirawat); 

2) Terlaksananya  perawatan pemulihan balita gizi buruk 

melalui Therapeutic Feeding Centre (TFC); 

3) Pemberian makanan pendamping ASI dan vitamin pada 

balita terlaksana 100%; 

4) Tersedianya buffer stock MPASI tingkat Provinsi DKI 

Jakarta sejumlah 9 ton, untuk 424.494 anak usia 6 bulan 

sampai dengan 2 tahun. 
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k. Program kesehatan jiwa masyarakat 

1) Tersedianya pelayanan kesehatan jiwa di 44 Puskesmas 

Kecamatan; 

2) Terlaksananya advokasi dan koordinasi pelayanan jarum 

suntik steril dan metadon bagi pengguna napza suntik; 

3) Terselenggaranya pelayanan pertukaran jarum suntik 

steril (PJSS) di 38 Puskesmas dan pelayanan metadon 

di 12 Puskesmas Kecamatan dan 2 Rumah Sakit serta 4 

Lembaga Pemasyarakatan; 

4) Tersedianya institusi wajib lapor pecandu narkotika di 12 

Puskesmas Kecamatan dan 4 Rumah Sakit. 

l. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana 

rumah sakit 

1) Terpeliharanya sarana dan prasarana RSUD Pasar 

Rebo, RSUD Tarakan, RSUD Budhi Asih, RSUD Duren 

Sawit, RSUD Cengkareng dan RSUD Koja; 

2) Adanya peningkatan kapasitas tempat tidur di RSUD 

dari 1.566 tempat tidur menjadi 1.639  tempat tidur. 

m. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana 

dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan 

jaringannya  

1) Terlaksananya peningkatan kapasitas pelayanan rawat 

inap dan rawat jalan di Puskesmas; 

2) Tingkat pelaksanaan Quality Assurance (QA) untuk  

memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 pada Puskesmas 

Kecamatan mencapai 100%, sedangkan untuk tingkat 

Puskesmas Kelurahan 33%; 

3) Dari yang ditargetkan 50% puskesmas kelurahan 

tersertifikasi pada tahun 2011 telah tercapai sebesar  

66%. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada 

urusan kesehatan antara lain: 
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a. Meningkatnya jumlah Puskesmas yang mendapatkan 

sertifikasi manajemen pelayanan ISO 9001:2008 dari 81 

Puskesmas Kecamatan dan Kelurahan pada Tahun 2010 

menjadi 140 Puskesmas pada Tahun 2011; 

b. Angka kesakitan DBD menurun dari  202,40/100.000 

penduduk pada Tahun 2010 menjadi 70,3/100.000 penduduk 

pada Tahun 2011; 

c. Penemuan kasus kematian ibu dari 22 kasus pada Tahun 

2010 (sumber data : puskesmas dan bidan praktek swasta) 

menjadi 74 kasus pada Tahun 2011 (sumber data : 

puskesmas, bidan praktek swasta dan 60 RS); 

d. Meningkatnya pencapaian case detection rate TB dari 82 % 

pada Tahun 2010 menjadi 83,9 % pada Tahun 2011; 

e. Meningkatnya respon time kurang dari 24 jam penanganan 

kasus penyakit menular dan KLB dari 90% pada Tahun 2010 

menjadi 100 %  pada Tahun 2011; 

f. Capaian Cakupan Universal Child Imunization (UCI) 

Kelurahan pada tahun 2010 sebesar 99,20% menjadi 99,6 %  

pada tahun 2011; 

g. Terlaksananya imunisasi dasar bayi lengkap 100%; 

h. Meningkatnya jumlah RW siaga aktif dari 68,07% (2010) 

menjadi 91,24.% pada tahun 2011; 

i. Terbangunnya puskesmas rawat inap selain RB sebanyak 7 

Puskesmas pada Tahun 2011, yaitu Puskesmas Kecamatan 

Koja, Puskesmas Kecamatan Penjaringan, Puskesmas 

Kecamatan Cilincing, Puskesmas Kecamatan Kembangan, 

Puskesmas Kecamatan Tebet, Puskesmas Kecamatan 

Mampang Prapatan dan Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, 

yang sebelumnya berjumlah 3 puskesmas pada Tahun 2010, 

yaitu Puskesmas Jagakarsa, Puskesmas Tambora dan 

Puskesmas Kebon Jeruk. Sehingga total hingga Tahun 2011 

sebanyak 10  puskesmas; 
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j. Terlaksananya perawatan pemulihan balita gizi buruk melalui 

Therapeutic Feeding Center (TFC) di 2 Puskesmas pada 

Tahun 2011, yaitu Puskesmas Kecamatan Tambora dan 

Puskesmas Kecamatan Cilincing, sehingga total hingga 

Tahun 2011 sebanyak 4 PKC; 

k. Terselenggaranya peningkatan manajemen program 

Kesehatan Ibu dan Anak - Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan 

Anak (KIA-KIBBLA) sebanyak  340  puskesmas dan Sudin 

Kesehatan. 

3. Urusan Pekerjaan Umum 

Untuk urusan pekerjaan umum pada Tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp5.209.226.640.690,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp4.129.798.029.746,00 atau 

79,28%. Disamping Program penerapan kaidah good governance 

dan Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan 

yang merupakan program untuk kegiatan operasional dan 

pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan output  

yang hasilkan pada pelaksanaan urusan pekerjaan umum antara 

lain: 

a. Program pengendalian banjir 

1) Terlaksananya Pembangunan Rumah Pompa, Pompa 

Kramat Jati (Kapasitas 2 x 500 lt/dtk) dan Saluran 

Gendong Kali Cipinang; 

2) Terbangunnnya pintu Air Muara Baru Cilincing, RE 

Martadinata, Kamal Muara. 

b. Program Pengembangan Sistem Drainase  

1) Terlaksananya Inventarisasi dan Pembebasan Tanah 

Kali Pesanggrahan Jakarta Selatan seluas 673 m2; 

2) Terlaksananya Pembangunan Sheetpile Saluran 

Tubagus Angke/Kampung Gusti sepanjang 307 m2. 
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c. Program Pemeliharaan dan Operasional Infrastruktur 

Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi 

1) Terlaksananya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Sistem 

Drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri dan 

kolektor di 5 wilayah kotamadya sebanyak 81 lokasi; 

2) Penanganan Genangan di Jalan Arteri dan Kolektor di 

DKI Jakarta di 10 lokasi titik genangan; 

3) Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi 

Sistem Drainase dalam Menunjang Kegiatan Sea 

Games XXVI/2011 DKI Jakarta di 28 lokasi; 

4) Terlaksananya Perbaikan Sistem Pompa, Pintu Air di 5 

Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta (12 pompa dan 1 

pintu air); 

5) Terlaksananya Perbaikan Perkuatan Tebing Kali / 

Waduk Aliran Barat sepanjang 350 m2; 

d. Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai 

Terlaksanakannya Layanan Pembersihan saluran/kali di 42 

sungai dan di Kanal Banjir Timur. 

e. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

1) Terlaksananya Pembebasan Tanah untuk Pelebaran 

jalan pada koridor busway (Jl. Pondok Gede dan 

Perempatan TMII)  

2) RS Haji Jakarta, Pinang Ranti dan Jl. Perintis 

Kemerdekaan) seluas 2.410 m2; 

3) Terlaksananya Pemeliharaan Berkala di 5 Wilayah 

Jakarta (590.301 m2); 

4) Pemeliharaan Rutin Jalan Arteri/Kolektor di 5 Wil. DKI 

Jakarta (493.831 m2); 

5) Penanganan perbaikan sarana dan prasarana untuk 

penanggulangan kerusakan jalan dan jembatan di DKI 

Jakarta di 70 lokasi; 
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6) Pembangunan Jembatan Cakung Drain sisi Utara, 

Jembatan Muara Angke Thp. II, dan Jembatan Jl. Pluit 

Utara (Depan PLTU); 

7) Perbaikan Struktur dan Pemeliharaan Ringan Jembatan 

diatas Kali di DKI Jakarta di 65 jembatan; 

8) Perbaikan Struktur dan Pemeliharaan Ringan Flyover (3 

FO) dan underpass (8 UP) di DKI Jakarta; 

9) jembatan Jl. Jatinegara Timur 2 untuk mendukung 

penyempurnaan rute busway Koridor V; 

10) Terbangunnya jembatan Akses Marunda dan jembatan 

Tanjung Duren; 

11) Terlaksananya pembangunan jembatan Kalibata; 

12) Terlaksananya pembangunan jalan layang non tol Kp. 

Melayu-Tanah Abang ruas Mas Mansyur - Dr. Satrio – 

Casablanca (Tahap I) dan pembangunan jalan layang 

non tol Antasari - Blok M ruas Pasar Cipete - Wijaya I 

(Tahap I); 

13) Terlaksananya pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan 

Bermis - Pulo Gadung seluas 846 m2; 

14) Terlaksananya  pelebaran jalan Kembangan Raya 

seluas 8.340 m2; 

15) Terlaksananya pembangunan jalan TPnA dan TPA 

Cakung seluas 7.857 m2; 

16) Terlaksananya peningkatan jalan menuju waduk pluit 

seluas 3.266 m2; 

17) Terlaksanya pembebasan tanah jalan Kembangan Raya 

seluas 5.892  m2; 

18) Terlaksananya pemeliharaan berkala wilayah DKI 

Jakarta dengan perincian Jakarta Pusat seluas 324.184 

m2, Jakarta Utara seluas 200.240 m2, Jakarta Barat 

seluas 453.478 m2, Jakarta Selatan seluas 393.461 m2 

dan Jakarta Timur seluas 424.640 m2; 
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19) Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan Arteri/Kolektor di 

wilayah DKI Jakarta 377.088  m2; 

20) Terlaksananya penanganan perbaikan sarana prasarana 

untuk penanggulangan kerusakan infrastruktur Jalan di 

DKI Jakarta seluas 34.104  m2; 

21) Terlaksananya perbaikan jalan pada koridor busway 

seluas 260.611  m2; 

22) Terlaksananya perbaikan 45 jembatan; 

23) Terlaksananya perbaikan 1 flyover dan 13 underpass. 

f. Program pembangunan dan penataan bangunan gedung 

Pemda,  

1) Terlaksananya Pembangunan Gedung DPRD dan 

Pengembangan Balaikota; 

2) Terlaksananya Lanjutan Renovasi Gedung Blok G 

Sebagai Green Building; 

3) Terlaksananya Perbaikan/Penggantian Fassade (Kulit 

Luar) Gedung Blok G Balaikota dengan bidang yang 

terganti seluas 15.120 m2; 

4) Terlaksananya Perencanaan Interior Gedung DPRD dan 

Pengembangan Balaikota. 

g. Program penyediaan gedung untuk layanan publik dan 

pemerintahan  

Terlaksananya Pengembangan Islamic Center (Wisma) Jl. 

Kramat Raya Jakarta Utara. 

h. Program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan 

1) Tersusunnya Masterplan dan Kajian Akademis 

Persampahan; 

2) Tersusunnya Naskah Akademis Perda Persampahan; 

3) Terlaksananya pelelangan dan berjalannya proses 

pembangunan ITF (Intermediate Treatment Facility) 

Cakung Cilincing yang rencananya akan menggunakan 

teknologi MBT (Mechanical Biological Treatment); 
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4) Terlaksananya persiapan administrasi pembangunan 

Sentra 3R Pesanggrahan;  

5) Terlaksananya pengadaan 265 unit gerobak motor pilah 

yang didistribusikan ke kelurahan yang ada di Provinsi 

DKI Jakarta; 

6) Terlaksananya pengadaan 3 (tiga) unit incinerator di 

Kepulauan Seribu; 

7) Terlaksananya pengolahan sampah di TPST Bantar 

Gebang sebesar 1.888.085,22 ton sampah. 

i. Program peningkatan kebersihan kota 

Terlaksananya pengelolaan kebersihan di 5 (lima) wilayah 

kota melalui kerjasama dengan swasta meliputi 

penanggulangan sampah dengan angkutan typer, compactor 

dan arm roll. 

j. Program penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) 

1) Terlaksananya sosialisasi kebersihan melalui media 

cetak; 

2) Terlaksananya seminar dan lokakarya paradigma 

pengelolaan kebersihan kota Provinsi DKI Jakarta. 

k. Program Pengembangan Penerangan Jalan dan Sarana 

Umum 

1) Terlaksananya Normalisasi Jaringan Untuk Meterisasi di 

Wilayah DKI Jakarta sebesar 99 Kwh meter; 

2) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan pada Sisi 

Kiri KBT Seksi 1 (Dedicated) sebanyak 79 titik lampu; 

3) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan pada Sisi 

Kanan KBT Seksi 1 (Dedicated) sebanyak 76 titik lampu; 

4) Tersedianya Pengadaan Armatur Lengkap untuk 

Pencahayaan pada KBT (Dedicated) sebanyak 683 set; 

5) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Pada 

Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Muara Angke 

(Dedicated) sebanyak 32 titik lampu; 
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6) Terlaksananya Pengadaan Armature Lengkap untuk 

Pencahayaan Kawasan Pelabuhan Penyeberangan 

Muara Angke (Dedicated) sebanyak 162 titik lampu; 

7) Terlaksananya Pemasangan Lampu JPO pada Busway 

Koridor XI (Dedicated) sebanyak 398 titik lampu; 

8) Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu 

Penerangan pada Busway Koridor XI, JL. Bekasi Barat 

Raya (Dedicated) sebanyak43 titik lampu; 

9) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Kota untuk 

Pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 (Dedicated) 

sebanyak 108 buah banner/ neon box; 

10) Terlaksananya Pembangunan  Pencahayaan Kota pada 

Sarana Umum untuk Pelaksanaan SEA Games 

XXVI/2011 (Dedicated) sebanyak 3 bentangan dan 24 

free standing; 

11) Tersedianya Pengadaan Armature Lengkap dan 

Komponen untuk Pencahayaan Pelaksanaan SEA 

Games XXVI/2011 (Dedicated) sebanyak 828 buah; 

12) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Rumah 

Ibadah (Masjid Istiqlal) sebanyak 402 titik lampu; 

13) Terlaksananya Pengadaan Armatur untuk Busway 

Koridor XI (Dedicated) sebanyak 691 set; 

14) Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu 

Penerangan pada Busway Koridor XI, JL. Bekasi Timur 

Raya sebanyak 59 titik lampu; 

15) Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu 

Penerangan pada Busway Koridor XI, JL. I Gusti Ngurah 

Rai I (SMU 12 - Klender) (Dedicated) sebanyak 113 titik 

lampu; 

16) Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu 

Penerangan pada Busway Koridor XI, JL. I Gusti Ngurah 

Rai II (Klender - Teratai Putih) (Dedicated) sebanyak 112 

titik lampu; 
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17) Terlaksananya Relokasi dan Peningkatan Kulitas Lampu 

Penerangan pada Busway Koridor XI, JL.Sentral Primer 

Timur dan Jl. Pulo Gebang (Dedicated) sebanyak 84 titik 

lampu; 

18) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan pada 

sekitar Taman Ayodia sebanyak 27 titik lampu; 

19) Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pencahayaan 

dengan Lampu LED sebanyak 21 titik lampu; 

20) Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi 

Kiri KBT Seksi 2 (Dedicated) sebanyak 275 titik lampu; 

21) Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi 

Kiri KBT Seksi 3 (Dedicated) sebanyak 76 titik lampu; 

22)  Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi 

Kiri KBT Seksi 4 (Dedicated) sebanyak 84 titik lampu; 

23) TerlaksananyaPengembangan Pencahayaan pada Sisi 

Kanan KBT Seksi 2 (Dedicated) sebanyak 80 titik lampu; 

24) Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi 

Kanan KBT Seksi 3 (Dedicated) sebanyak 83 titik lampu; 

25) Terlaksananya Pengembangan Pencahayaan pada Sisi 

Kanan KBT Seksi 4 (Dedicated) sebanyak 83 titik lampu; 

26) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Kota pada 

Gang / MHT sebanyak 1025 titik lampu; 

27) Terlaksananya Penyusunan Perjanjian Kerjasama 

Program Meterisasi dan Normalisasi Jaringan 

Pencahayaan Kota Terlaksananya Penyusunan 

Perjanjian Kerjasama Program Meterisasi dan 

Normalisasi Jaringan Pencahayaan Kota sebanyak 1 

kegiatan; 

28) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Kota 

sebanyak 146 titik lampu. 
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l. Program Pemeliharaan dan Operasional Penerangan 

Jalan dan Sarana Umum Kota 

1) Pembayaran Rekening Listrik Penerangan Jalan Umum 

untuk 12 bulan; 

2) Terlaksananya Pengadaan Komponen untuk 

Pemeliharaan Penerangan Jalan Arteri sebanyak 17896 

buah; 

3) Terlaksananya Pengadaan Komponen untuk 

Pemeliharaan Penerangan Jalan Kolektor sebanyak 

30785 buah; 

4) Terlaksananya Penyediaan Komponen Penerangan 

Sarana Umum sebanyak 9083 buah; 

5) Terlaksananya Kajian Optimalisasi Lampu PJU dalam 

Rangka Efisiensi Energy di Wilayah DKI Jakarta 

sebanyak 20 Set Dokumen.      

m. Program Peningkatan Regulasi Energi dan Sumber daya 

Mineral 

1) Terlaksananya Pengawasan Pembangunan & Renovasi 

Instalasi serta Kelayakan Operasional Usaha Hilir Migas 

untuk 73 SPBU dan 5 SPBG; 

2) Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Energi 

Daerah (RUED) dengan laporan sebanyak 4 dokumen; 

3) Terlaksananya Pemeriksaan dan Evaluasi Kelayakan 

Instalasi Tenaga Listrik di 25 lokasi uji laik dan 48 lokasi 

pemeriksaan; 

4) Terlaksananya Sosialisasi di Bidang Energi (Listrik dan 

Energi) sebanyak 3 kali di Kantor Dinas Perindustrian 

dan energy. 

n. Program peningkatan energi 

1) Terlaksananya Pembangunan Kabel Bawah Laut di 

Kepulauan Seribu Utara sepanjang 34,29 km dan saat 

ini listrik dari PT PLN Disjaya dan Tangerang telah 

mengalir hingga gardu distribusi listrik yang terdapat di 
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setiap Pulau Pemukiman kecamatan Kep Seribu Utara 

serta siap melayani 3.117 eks pelanggan listrik dari 

genset PLTD. Pengoperasian listrik kabel laut akan 

dilaksanakan secara bertahap mulai Pulau Pramuka 

pada tanggal 12 Februari 2012 dan berakhir di Pulau 

Kelapa pada tanggal 16 februari 2012;  

2) Terlaksananya Audit Energi Bagi Bangunan Gedung 

Pemda di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

untuk 6 gedung; 

3) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Energi pada 

Bangunan Gedung Pemda DKI Jakarta untuk 10 

gedung; 

4) Terlaksananya Telaah Teknis Hasil Penyusunan 

Persyaratan Teknis Pembangunan dan Pedoman 

Pengawasan Usaha Hilir Migas sebanyak 4 laporan; 

5) Terlaksananya Penyempurnaan Program dan 

Pemutakhiran Database Perizinan di Bidang Energi 

(Listrik dan Migas) sebanyak 4 laporan;  

6) Terlaksananya Evaluasi dan Koordinasi Bidang 

Pengelolaan Energi, Listrik dan Migas sebanyak 12 

laporan;  

7) Terlaksananya Pembangunan Pencahayaan Energi 

Alternatif Sollar Cell di Kep Seribu sebanyak 53 titik; 

8) Terlaksananya Pencahayaan Untuk Venue SEA 

GAMES. 

o. Program pengendalian air bawah tanah 

1) Terlaksananya Pembangunan Instalasi Air Bersih 

dengan System Reverse Osmosis (RO) sebanyak 1 unit 

di Kali Baru Cilincing Jakarta Utara; 

2) Terlaksananya Pembangunan Sumur Resapan di 

Wilayah DKI Jakarta sebanyak 150 titik di Jakarta Pusat, 

Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat; 
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3) Terlaksananya Pemeliharaan Injection Well di Wilayah 

Provinsi DKI Jakarta  sebanyak 1 titik di Danau Sunter 

Timur. 

p. Program penelitian tentang geologi, geofisik dan 

geokimia 

1) Terlaksananya Pembangunan Titik Monitoring 

Penurunan Tanah dengan Ekstensometer System di 

Jakarta Pusat; 

2) Terlaksananya Pengukuran dan Evaluasi Penurunan 

Tanah di Wilayah DKI Jakarta sebanyak 1 titik 

pengeboran, 67 titik GPS, 4 Laporan; 

3) Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ekstensometer 

System Stasiun Pemantauan Amblesan Tanah di 

Daerah Tongkol dan Perintis Kemerdekaan; 

4) Terlaksananya Pengolahan Data Daya Dukung Tanah di 

Jakarta Timur dan Jakarta Selatan; 

5) Terlaksananya Kajian Potensi Respon Dinamika Gempa 

Bumi di DKI Jakarta di Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan 

Jakarta Barat pada 500 titik. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada 

urusan pekerjaan umum antara lain: 

1. Terbangunnya tanggul penahan air laut di kawasan rawan air 

laut pasang; 

2. Bertambahnya waduk dan pompa untuk sistem polder; 

3. Terselesaikannya pembangunan KBT; 

4. Terbangunnya sistem drainase; 

5. Beroperasinya secara optimal infrastruktur sistem pengendali 

banjir, drainase kota, drainase lingkungan permukiman, dan 

irigasi; dan Polder-polder yang ada berfungsi dengan efektif; 

6. Tertatanya, terbangunnya dan terpeliharanya danau, situ dan 

waduk; 

7. Tersedianya lajur yang mencukupi pada sisi kiri dan kanan di 

koridor busway; 
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8. Meningkatnya kapasitas jaringan dan kualitas pada jalan 

arteri, kolektor dan lokal terutama pada wilayah Timur dan 

Barat Kota Jakarta; 

9. Terpeliharanya jaringan jalan di DKI Jakarta serta Jembatan 

terpelihara dan berfungsi baik; 

10. Terbangunnya akses yang menghubungkan 2 tempat/titik 

serta meningkatnya jumlah kendaraan yang dapat melalui 

jembatan; 

11. Terbangunnya FO/UP termasuk di persimpangan dengan jalur 

kereta api lingkar Jakarta; 

12. optimalisasi, perluasan dan penambahan jaringan jalan 

(termasuk jalan layang) di Jakarta, terutama dalam rangka 

pengembangan wilayah Barat – Timur; 

13. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sistem 

penerangan jalan lingkungan sebanyak 1043 titik lampu di 

lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta; 

14. Dengan terbangunnya Pembangunan kabel bawah laut bagi 

masyarakat di Kepulauan Seribu Utara, aktivitas masyarakat 

khususnya di malam hari dan roda perekonomian dapat lebih 

meningkat; 

15. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur sistem 

penerangan jalan pada jalan MHT/lingkungan, sehingga dapat 

menambah keamanan dan kenyamanan masyarakat 

beraktivitas di malam hari;  

16. Meningkatnya kemampuan kualitas dan daya saing produk 

dari para pelaku industri binaan di wilayah DKI Jakarta. 

Adapun Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pekerjaan Umum 

antara lain: 

1. Permasalahan 

a. Tingginya tingkat kemacetan di Jakarta mempengaruhi 

efisiensi pengangkutan sampah dari TPS (Tempat 

Pembuangan Sementara) sampai ke TPST Bantar 

Gebang; 
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b. Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam membuang 

sampah menyebabkan kurang efektifnya upaya 

penanganan sampah di DKI Jakarta dimana masih ada 

sampah-sampah yang tercecer, terutama di sungai dan 

jalan, yang belum terjangkau oleh penanganan yang 

dilakukan;  

c. Kesulitan mencari lahan untuk TPS dan ITF (Intermediate 

Treatment Facility); 

d. Geologi lingkungan perkotaan di Jakarta belum menjadi 

kebijakan untuk dijadikan basis perencanaan dan 

penataan ruang wilayah; 

e. Pengelolaan air tanah di Jakarta yang bertujuan 

mewujudkan kelestarian, kesinambungan ketersediaan 

dan kemanfaatan air tanah berkelanjutan serta pola 

terintegrasi, saat ini pengelolaannya dilaksanakan oleh 

dua SKPD, yaitu Dinas Perindustrian dan Energi 

(konservasi air tanah) dan BPLHD (pendayagunaan dan 

pengendalian daya rusak air tanah); 

f. Kurangnya kesadaran pelaku usaha khususnya di bidang 

makanan dan minuman dalam menerapkan cara produksi 

pangan olahan yang baik sesuai dengan (Peraturan 

Menteri Perindustrian RI Nomor 75 Tahun 2010); 

g. Masih maraknya penggunaan bahan tambahan pada 

makanan yang tidak sesuai, maupun yang dilarang untuk 

digunakan seperti formalin dan borak. (Peraturan Menteri 

Kesehatan 722 Tahun 1988); 

h. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam bidang 

standarisasi dan legalitas sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

i. Terbatas dan belum meratanya pembangunan lampu PJU 

baik kualitas maupun kuantitas. 
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2. Solusi 

a. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat dalam 

pengelolaan sampah, terutama dalam penerapan prinsip 

3R (reduce, reuse, recycle); 

b. Penyediaan ITF dalam kota dengan konsep ramah 

lingkungan dan kelayakan ekonomi yang baik diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas 

pengelolaan sampah di Jakarta;  

c. Menjadikan geologi perkotaan sebagai salah satu basis 

perencanaan dan penataan ruang/wilayah kota Jakarta; 

d. Untuk mewujudkan kelestarian, kesinambungan 

ketersediaan dan kemanfaatan air tanah berkelanjutan 

serta pola terintegrasi, pengelolaan air tanah 

dilaksanakan oleh satu SKPD yang tupoksinya 

melaksanakan otonomi daerah di bidang ESDM, sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (PP 38 

Tahun 2007); 

e. Pengawasan secara berkala terhadap industri makanan 

dan minuman; 

f. Pembangunan lampu PJU lebih mengedepankan pada 

skala prioritas untuk lebih memberikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

g. Pembangunan lampu PJU lebih mengedepankan pada 

skala prioritas untuk lebih memberikan pelayanan kepada 

masyarakat; 

h. melakukan pembinaan secara berkala terhadap industri 

makanan dan minuman. 

4.   Urusan Perumahan Rakyat 

Untuk urusan perumahan rakyat pada Tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp555.787.783.946,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp310.127.372.137,00 atau 55,80%. 

Disamping Program penerapan kaidah good governance dan 

Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang 
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merupakan program untuk kegiatan operasional dan 

pemeliharaan kantor, program yang telah dilaksanakan dan output 

yang hasilkan pada pelaksanaan urusan perumahan rakyat antara 

lain: 

a. Program penyediaan perumahan rakyat  

1. Penyelesaian Pembangunan Rusun Dinas Kebakaran Boker, 

Jakarta Timur 2  Blok (2 Blok Finish Struktur 6 Lantai, 200 

Unit), Dinas Kebakaran Pegadungan, Jakarta Barat 2  Blok 

(2 Blok Finish Struktur 6 Lantai, 200 Unit), Rusun Waduk 

Pluit (Muara Baru), Jakarta Utara Blok A1, A2, A3 & A4 (4 

Blok Finish Struktur @ 6 Lantai, 200 Unit); 

2. Terlaksananya pembangunan Rusun Cipinang Besar 

Selatan 1 Blok (struktur); 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada 

urusan perumahan rakyat antara lain:  

a. Berfungsinya rusun Dinas Kebakaran Boker 200 unit, Dinas 

Kebakaran Pegadungan 200 unit, Rusun Waduk Pluit (Muara 

Baru) 200 unit; 

b. Bertambahnya Rusunawa di DKI Jakarta sesuai dengan 

RPJMD 2012. 

5. Urusan Penataan Ruang 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Penataan Ruang pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp165.015.480.460,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp134.659.826.637,00 atau 

81,60%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Penataan Ruang antara lain:  

1) Program Penerapan Kaidah Good Governance Dalam 

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang 
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a) Pameran Ketataruangan (Pembuatan Materi Pameran, 

Pameran di PRJ, Pameran Hari Tata Ruang , Pameran 

Pelayanan Publik Sedunia); 

b) Pembuatan Mobil Hias; 

c) Penambahan Materi Jakarta City Planning Gallery; 

d) Pengelolaan dan Pengembangan Website; 

e) Pembinaan Teknis Penataan Ruang; 

f) Bimbingan Teknis Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang 

Dan Jasa Pemerintah; 

g) Monitoring dan Peningkatan Pelayanan Sistem 

Komputerisasi Pelayanan (AAL); 

h) Bimbingan Teknis Pelayanan Ketatakotaan; 

i) Pelatihan Bendahara dan Kas Keuangan Daerah pada 

Unit Dinas Tata Ruang; 

j) Pengadaan Kendaraan Operasional Pengukuran 

(Roda4). 

2) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, 

kelembagaan dan regulasi penataan ruang 

a) Finalisasi RDTR; 

b) Diseminasi dan Publikasi RDTR; 

c) Finalisasi Penyusunan Masterplan KEK Marunda. 

3) Program peningkatan pelayanan ketatakotaan 

a) Pengadaan Scanner Vektor; 

b) Proses Sertifikat ISO 9001:2008 pada Seksi DTR 

Kecamatan; 

c) Registrasi dan Survellance Audit; 

d) Penunjang Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2008; 

e) Pembuatan Orthophoto; 

f) Pembuatan 3D Building; 

g) Edmatching dan Sinkronisasi; 

h) Perapatan Titik GPS dan Pengukuran Ketinggian. 

4) Program Penataan dan pengawasan bangunan 
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a) Terlaksananya 1.053 kegiatan penertiban 

pembongkaran bangunan yang melanggar ketentuan;   

b) Diterbitkannya IMB sejumlah 14.675 berkas, IPB 

sejumlah 183 berkas, dan KMB sejumlah 307 berkas.    

5) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan 

ruang 

a) Tersedianya peralatan bongkar 1 set; 

b) Tersedianya 7 jenis alat ukur  pengawasan 

penyelenggaraan bangunan gedung; 

c) Pengadaan kebutuhan ATK Penunjang Operasional 

Dinas; 

d) Pengadaan Sarana Penunjang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; 

e) Pengadaan Barang Cetakan (Kop Surat, Amplop Dinas, 

Map Dinas, Lembur, Kartu kendali); 

f) Belanja Operasional Kendaraan Dinas Bermotor (Pajak, 

BBM dan Balik Nama); 

g) Belanja Pemeliharaan komputer dan jaringan (komputer 

PC, Laptop, jaringan); 

h) Belanja Pemeliharaan Peralatan Cetak (Printer, Mesin 

Cetak, Ploter); 

i) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas (Service dan 

Pergantian Suku Cadang); 

j) Penyewaan Mesin Foto Copy; 

k) Biaya Internet; 

l) Pengadaan Konsumsi Rapat Dinas; 

m) Belanja Operasional dan Pemeliharaan Jakarta City 

Planing Galery; 

n) Pengadaan Software Pengukuran; 

o) Pengadaan Server; 

p) Pengadaan Software Lidar; 

q) Biaya Hosting Website; 
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r) Pengadaan Peralatan Ukur Distomer, GPS, dan Total 

Station. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan penataan ruang antara lain: 

a. Bertambahnya media publikasi penataan ruang dengan 

bertambahnya materi Jakarta City Planning Galery dan 

terupdate/upgradenya website Dinas Tata Ruang Provinsi 

DKI Jakarta : www.tatakota-jakartaku.net ; 

b. Tersusun, terdesiminasi dan terpublikasinya Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran RTRW 

2030; 

c. Tersusunnya Masterplan KEK Marunda sebagai acuan 

penataan ruang di Kawasan Ekonomi Strategis Marunda; 

d. Meningkatnya kualitas pelayanan ketataruangan dengan 

bertambahnya 12 (duabelas) Seksi DTR Kecamatan yang 

sudah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2008, sehingga seluruhnya berjumlah 5 (lima) SDTR 

dan 32 (tigapuluh dua) Seksi DTR Kecamatan; 

e. Tersedianya foto udara (orthophoto) untuk seluruh wilayah 

DKI Jakarta dan sebagian gambar 3 dimensi wilayah DKI 

Jakarta sebagai alat bantu (tools) dalam perencanaan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang; 

f.     Dipertahankannya pelayanan perizinan bangunan di Dinas 

P2B, Suku Dinas dan Kecamatan (16 Sertifikat); 

g. Terdaftarnya Dinas P2B sebagai Lembaga Inspeksi sesuai 

ISO 17020. 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan  

I. Semakin berkurangnya SDM karena purnabakti 

sehingga pelaksanaan program menjadi kurang 

optimal; 
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II. Kurangnya koordinasi baik internal maupun external 

dengan SKPD terkait sehingga sebagian pelaksanaan 

program menjadi kurang maksimal. 

2) Solusi  

Mengintensifkan koordinasi internal dan external melalui 

rapat-rapat koordinasi teknis program dan kegiatan, baik 

pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan secara 

periodik. 

6. Urusan Perencanaan Pembangunan 

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar Rp. 

108.131.494.480 dan setelah proses perubahan alokasi anggaran 

menjadi Rp113.312.029.620,00 dengan realisasi penyerapan 

anggaran (SP2D) pada Tahun 2011 adalah Rp71.384.148.185,00 

(63,00%). 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Perencanaan Pembangunan antara lain:  

1) Program perencanaan pembangunan perekonomian 

a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pencapaian 

kinerja SKPD dalam koordinasi Bidang Perekonomian; 

b) Terlaksananya koordinasi Perencanaan Bidang 

Perekonomian. 

2) Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat  

a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 

dalam koordinasi Bidang Kesmas; 

b) Terlaksananya koordinasi perencanaan Bidang Kesmas. 

3) Perencanaan pembangunan sarana prasarana kota  

a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD 

dalam koordinasi sub bidang pembangunan sarana 

prasarana kota; 

b) Terlaksananya koordinasi perencanaan sub bidang sarana 

prasarana kota. 
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4) Program Perencanaan pembangunan lingkungan hidup  

a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pencapaian 

kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang pembangunan 

lingkungan hidup; 

b) Terlaksananya koordinasi perencanaan sub bidang 

lingkungan hidup. 

 

5) Program Perencanaan pembangunan tata praja 

a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pencapaian 

kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang tata praja; 

b) Terlaksananya koordinasi perencanaan sub bidang tata 

praja. 

6) Program Perencanaan pembangunan aparatur 

a) Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pencapaian 

kinerja SKPD dalam koordinasi sub bidang aparatur; 

b) Terlaksananya koordinasi perencanaan sub bidang 

aparatur. 

7) Program Pengelolaan perencanaan pembangunan daerah 

a) Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) Tahun 2012 Provinsi DKI Jakarta; 

b) Terlaksananya pendampingan pelaksanaan Musrenbang; 

c) Terselenggaranya Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2011; 

d) Terlaksananya penyusunan Kebijakan Umum APBD 

Perubahan 2011; 

e) Terlaksananya Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

Perubahan 2011; 

f) Terlaksananya penyusunan Dokumen Lampiran APBD-P 

Tahun 2011; 

g) Terlaksananya penyusunan Kebijakan Umum APBD 2012; 

h) Terlaksananya penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran 

2012; 
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i) Terlaksananya penyusunan Dokumen Lampiran APBD 

Tahun 2012; 

j) Terlaksananya penyusunan dokumen LKPJ Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2010; 

k) Terlaksananya penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah 

Daerah (EKPD) 2010 Provinsi DKI Jakarta. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan perencanaan pembangunan, antara lain: 

1. Disampaikannya LKPJ sesuai ketentuan;  

2. Ditetapkannya RKPD 2011 sesuai ketentuan;  

3. Disampaikannya RAPBD-P 2011 sesuai ketentuan;  

4. Disampaikannya RAPBD 2012 sesuai ketentuan;  

5. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2010-2030; 

6. Ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. 

7. Urusan Perhubungan  

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Perhubungan pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.017.384.317.645,00 dan telah 

direalisasikan sebesar   Rp1.696.741.514.636,00 atau 84,11%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program peningkatan pengelolaan terminal bis antar 

kota  

a) Terlaksananya pemeliharaan emplasemen terminal bus 

Pulo Gadung  

b) Terlaksananya pemeliharaan bangunan terminal bus di 

10 lokasi terminal  

2) Program pembangunan fasilitas perhubungan  

a) Berfungsinya  lampu lalu lintas di 325 simpang pada 3 

Zona 
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b) Berfungsinya 46 controller  unit lampu lalulintas  

c) Terlaksananya penggantian kabel tanah lampu 

lalulintas sepanjang 75.337 m  

d) Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan lampu 

lalu lintas pada  zona 1, 2 dan 3  

3) Program peningkatan pelayanan angkutan umum  

a) Beroperasinya 44 bis sekolah dan 4 bis cadangan yang 

melayani 9 Rute, yaitu : 

b) Lapangan Banteng – Kemayoran – Pulogadung  

c) Plumpang – Sunter – Kemayoran  

d) Cilincing – Tanjung Priok – Pulogadung  

e) Pulo Gadung – Pondok Kopi 

f) Kampung Melayu – TMII 

g) Pasar Minggu – Kebayoran  

h) Pasar Minggu – Lenteng Agung 

i) Manggarai – Pasar Minggu 

j) Cawang – Plumpang  

k) Terlaksananya survey asal tujuan angkutan bus 

sekolah untuk mengidentifikasi potensi lokasi asal 

tujuan perjalanan angkutan bus sekolah untuk 

pengembangan rute berikutnya  

4) Program peningkatan kinerja jaringan lampu lalu lintas 

Terlaksananya perbaikan lampu lalulintas di 10 Koridor 

Busway  

5) Program peningkatan pelayanan pengujian kendaraan 

bermotor dan sertifikasi perangkat telekomunikasi  

a) Berfungsinya 1 unit alat uji statis, 8 unit alat uji emisi 

kendaraan bermotor, dan 3 unit mobil pengujian 

kendaraan bermotor keliling 

b) Tersedianya 150.500 set buku uji, plat uji  tanda 

samping untuk 258.000 kendaraan. 

c) Kendaraan yang lulus uji sebanyak 514.038 kendaraan. 
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6) Program pemberdayaan komunitas perhubungan 

Operasional Dewan Transportasi Kota Jakarta  

7) Program Pelaksanaan SPM lain urusan Perhubungan 

Turut sertanya Dinas Perhubungan Prov. DKI Jakarta 

dalam Forum Transportasi Internasional 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada 

urusan perhubungan antara lain: 

a. Meningkatnya jumlah masyarakat yang terlayani oleh 

angkutan umum busway dari 86,9 juta penumpang (2010) 

menjadi 114,7 juta penumpang (2011) 

b. Menurunnya jumlah pelajar yang terlayani oleh angkutan Bus 

Sekolah dari 7.738 pelajar/hari (2010) menjadi 6.778 

pelajar/hari (2011). Hal ini dikarenakan sesuai hasil kajian 

konsultan pada tahun 2010 untuk operasional bus sekolah 

tahun 2011 rute eksisting diusulkan dibagi menjadi dua, 

sehingga menyebabkan waktu tunggu bus semakin lama 

dikarenakan jumlah armada terbatas. Akibatnya besar 

kemungkinan siswa beralih menggunakan angkutan umum. 

c. Meningkatnya pelayanan uji tahun 2011, untuk PKB Cilincing 

252 kendaraan/hari; PKB Ujung Menteng 499 kendaraan/hari; 

PKB Pulogadung 307 kendaraan/hari; PKB Kedaung Angke 

482 kendaraan/hari dan PKB Jagakarsa 331 kendaraan/hari 

d. Turut berperan aktifnya Dinas Perhubungan Provinsi DKI 

Jakarta pada Forum Transportasi Internasional di Tokyo 12 – 

15 Juli 2011 (ANMC 21 Sektor Perhubungan)  

e. Tersedianya wilayah perairan yang aman untuk kegiatan 

sandar kapal di Pelabuhan Muara Angke, bertambahnya 

dermaga yang siap digunakan untuk sandar kapal, dan 

tersedianya ruang tunggu yang layak bagi penumpang di 

pelabuhan muara angke 

f. Bertambahnya fasilitas penunjang keselamatan busway 

dalam rangka mencegah atau mengurangi kejadian 

kecelakaan di jalur busway  



 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun  2011  Bab II hal   53 

g. Berfungsinya dengan baik sistem lampu lalulintas di 10 

koridor busway  

h. Tersedianya marka dan rambu lalulintas di kawasan 

penunjang MRT untuk memudahkan pengguna jalan dalam 

berlalulintas di kawasan penunjang MRT  

Adapun permasalahan yang ada pada Urusan Perhubungan 

antara lain: 

a) Keterlambatan pengiriman chasis dan komponen dari Jerman 

dan Amerika Serikat karena pada saat yang bersamaan 

musim libur di negara bersangkutan sehingga karena 

keterbatasan waktu pengadaan busway (articulated bus) 

koridor XI belum dapat dilaksanakan seluruhnya karena 

terkendala dengan pengiriman beberapa komponen impor, 

akibatnya pembayaran hanya dilakukan sesuai dengan yang 

terbangun. Sisanya akan dialokasikan di APBD Perubahan; 

Banyak jalur busway yang belum steril dari kendaraan lain. 

b) Beberapa pemilik tanah/ lahan tidak bisa menunjukkan bukti  

pembayaran PBB selama 5 tahun 

c) Masih ada beberapa warga yang kurang setuju dengan harga 

tanah yang ditetapkan pemerintah provinsi;  

d)  Ada tanah yang harganya telah disepakati namun ternyata 

dokumen tidak lengkap;  

e)  Ada yang harga tanahnya yang sudah disepakati namun 

waktu pembayaran tidak mencukupi karena akan berakhirnya 

tahun anggaran 

f) Belum dibebaskannya 3 bidang lahan yang terletak di sisi 

utara dengan luas ± 7000 m2 yang akan digunakan untuk 

SPBG dan akses keluar – masuk kendaraan pribadi. Sisi 

barat dengan luas ± 3000 m2 yang akan digunakan untuk 

akses keluar kendaraan luar kota dan sisi selatan dalam 

terminal dengan luas ± 100 m2 
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g) Pembangunan fly over yang dilaksanakan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum sampai dengan saat ini pengerjaannya 

belum dilakukan  

h) Belum diputuskannya bentuk kelembagaan operasional 

Terminal Pulo Gebang 

i) Belum tersedianya utilitas sebagai penunjang dari terminal   

Pulogebang  

j) Terminal Pulogebang masih terkendala dengan masih adanya 

sebagian lahan yang belum dibebaskan. Untuk saat ini masih 

dalam tahap negosiasi dengan beberapa pemilik tanah; Ada 

sebagian lahan yang belum dapat dibebaskan  karena masih 

dalam sengketa kepemilikan lahan 

k) Peningkatan Angkutan Umum Penyeberangan dari dan ke 

Kepulauan Seribu 

l) Kondisi lingkungan kawasan semrawut, kotor, bau, sampah 

menumpuk, sanitasi yang buruk, padat, ruang terbuka yang 

sangat minim, sangat berbeda dengan apa yang diarahkan 

UDGL 

m)  Aksesibilitas dari dan ke Kawasan Muara Angke belum 

didukung oleh Sarana Angkutan Umum yang memadai. 

Aksesibilitas di dalam lingkungan kawasan baik dari dan ke 

Pelabuhan Penyebrangan, Pasar Pusat Pelelangan, Rumah 

Susun maupun dari dan ke Dermaga Pelabuhan Perikanan 

Semrawut dan tidak lancar. Jaringan jalan yang ada telah 

berubah fungsi dan dimanfaatkan oleh pedagang untuk 

berjualan 

n)  Menumpuknya sampah seiring dengan perkembangan fungsi 

perkembangan kawasan yang semakin beragam. 

o)  Masih banyak titik genangan air dan belum tersedianya 

sarana tata air yang memadai 

p)  Makin padat dan meningkatnya pertumbuhan pemukiman 

kumuh dan liar 
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q) Menumpaknya kapal nelayan yang masuk docking menunggu 

antrian perbaikan 

r) Sertifikasi laik berlayar bagi kapal nelayan tidak memadai 

s) DPRD tidak menyetujui pengadaan satu unit kapal 

penyeberangan dalam kerangka multi years. Akibatnya, 

kegiatan tersebut terpaksa tidak dilaksanakan karena 

diasumsikan pelaksanaan pengadaan kapal tersebut lebih 

dari 1 (satu) tahun. 

8. Urusan Lingkungan Hidup 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.592.778.273.362,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.037.445.130.715,00 atau 65,13%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Penataan Ruang antara lain: 

1) Program Pengendalian pencemaran dan perusakan 

lingkungan hidup 

a) Terlaksananya Pengendalian pencemaran bersumber 

dari non instansional (Perumahan/Permukiman) di 5 

RW   

b) Terlaksananya peningkatan kompetensi personil 

pengelola air limbah (EPCM) di 20 kegiatan usaha 

melalui 

c) Terlaksananya penerapan Produksi Bersih dalam 

Pengelolaan Lingkungan pada 10 kegiatan usaha 

d) Terlaksananya penyusunan Rencana Aksi (Action 

Plan) peningkatan Kualitas DAS Ciliwung 

e) Terlaksananya pelaksanaan Program SUPER dan 

PROPER pada 60 kegiatan usaha 

f) Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Limbah 

Cair pada 120 kegiatan usaha 



 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun  2011  Bab II hal   56 

g) Terlaksananya pemulihan Mutu Kualitas Udara melalui 

Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jl. 

Sudirman – Thamrin dan di 5 Kotamadya 

h) Terlaksananya pengendalian Pencemaran Udara dari 

Sepeda Motor 

i) Terlaksananya pengendalian Pencemaran Udara dari 

Kendaraan Bermotor Roda 4 

j) Terlaksananya edukasi Kewajiban Uji Emisi Kendaraan 

Bermotor Roda 2 bagi Pengguna dan Bengkel 

Sepeda Motor 

k) Terlaksananya pengendalian Pencemaran Udara dari 

Sumber Tidak Bergerak di 70 kegiatan usaha 

l) Terlaksananya penegakan Hukum Lingkungan 

m) Terlaksananya penanganan Kasus dan Sengketa 

Lingkungan Hidup 

n) Terlaksananya penegakkan Hukum terhadap 

Pelanggar Baku Mutu Emisi Gas Buang pada 

Kegiatan Sumber Tidak Bergerak 

o) Terlaksananya penegakkan Hukum terhadap 

Pelanggar Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda 4 

p) Terlaksananya Pengawasan dan Penegakkan Hukum 

Kawasan Dilarang Merokok di 200 gedung dalam 7 

kawasan 

q) Terlaksananya Pengendalian Pencemaran Limbah B3 

pada 40 kegiatan usaha 

r) Terlaksananya Penilaian Dokumen AMDAL/ 

Lingkungan 

s) Terlaksananya Peningkatan kompetensi teknis Amdal 

dalam penglolaan lingkungan 

t) Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Implementasi 

RKL-RPL dan UKL-UPL tahap konstruksi 

u) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan 

Implementasi Dokumen UKL-UPL dan RKL-RPL  
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v) Terlaksananya Pelaksanaan P3LE dalam rangka 

Pantai Bersih Laut Lestari 

w) Penyusunan Program Perlindungan dan Pengelolaan 

Kawasan Pantai Jakarta 

x) Terlaksananya  Pemantauan Kualitas Lingkunga 

Perairan (Air Sungai, Air Tanah, Air Waduk/Situ, Laut 

dan Muara Teluk Jakarta) 

y) Terlaksananya  Pemantauan Kualitas Udara  

z) Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Stasiun 

Manual Aktif 

2) Program rehabilitasi dan pemulihan lingkungan hidup 

dan sumber daya alam 

a) Terlaksananya Pembinaan Penerapan Resapan Air 

dalam rangka pencapaian 1 juta m3 resapan air dan 1 

juta unit LRB 

b) Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban 

Pemanfaatan Air Bawah tanah di 200 lokasi 

c) Terlaksananya Pencatatan Meter Air Pelanggan Air 

Tanah di 4200 titik pelanggan 

d) Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban 

Dewatering 

e) Pemasangan dan Penggantian Meter Air 

f) Pengawasan Kegiatan Pemboran di 35 titik 

g) Terlaksana rehabilitasi mangrove Jakarta sebanyak 

47.625 pohon 

h) Terbangun breakwater di Suaka Margasatwa Pulau 

Rambut  sepanjang 252,75 m2 

i) Terlaksana rehabilitasi mangrove di Arboretum 

Mangrove 

3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan lingkungan hidup 
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a) Terlaksananya Peningkatan Peranserta Masyarakat 

dalam Pengelolaan Lingkungan (Adipura, Adiwiyata, 

Kalpataru) di 5 kotamadya 

b) Terlaksananya Sosialisasi dan Pemahaman tentang 

Penanganan Sanitasi Lingkungan 

c) Terlaksananya Pengendalian Pengelolaan Limbah 

Padat (Sampah) di 3 lokasi 

d) Terlaksananya Edukasi Penanganan Sampah di 

Bantaran sungai Ciliwung di 6 kelurahan spanjang 

Sungai Ciliwung 

4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman 

Kota 

a) Terpeliharanya areal taman seluas 769.330,00 m2 

b) Terpeliharanya areal jalur hijau seluas 1.143.231,24 

m2 

c) Terbangunnya sarana estetika kota 8 lokasi  

d) Terpeliharanya sarana estetika kota 55 lokasi  

e) Tertatanya lokasi-lokasi Ex-SPBU sebagai jalur hijau di 

6 lokasi luas 9.028,00 m2 

f) Terlaksananya kegiatan pengadaan lahan RTH 

sebanyak 29 lokasi seluas 270.628 m2 yaitu di: 

- Eks SPBU Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta 

Utara (1.478 m2) 

- Eks SPBU Jl. Enim/Tongkol, Jakarta Utara (712 

m2) 

- Eks SPBU Jl. Yos Sudarso, Jakarta Utara (3.059 

m2) 

- RTH Jl. Kebagusan Raya Kel. Ragunan Kec. 

Pasar Minggu - Jakarta Selatan (10.655 m2) 

- RTH Jl. Kopi Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, 

Jakarta Timur (7.704 m2) 

- RTH Jl. Mawar Indah Lebak Bulus, Jakarta 

Selatan (6.250 m2) 
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- RTH Jl. Muara Karang (Kebun Pisang) Lanjutan, 

Kel. Pejagalan Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 

(9.390 m2) 

- RTH Jl. Kampung Malaka, Jakarta Timur (6.539 

m2) 

- RTH Jl. Pulo Gebang, Kel. Pulo Gebang Kec. 

Cakung Jakarta Timur (5.991,09 m2) 

- RTH Jl. Kendal RW 08 Kel. Rorotan Kec. Cilincing 

Jakarta Utara (34.268 m2) 

- RTH Jl. Mufakat Kel. Pondok Rangon Kec. 

Cipayung Jakarta Timur (27.409 m2) 

- RTH Jl. Swadarma Rt 006/04 Petukangan Utara 

Pesanggrahan Jakarta Selatan (11.888,62 m2) 

- RTH Jl. Pasir Rt.005/06 Ciganjur, Jagakarsa 

Jakarta Selatan (36.530 m2) 

- RTH Jl. Benda Rt.003/01 Kel. Ciganjur Kec. 

Jagakarsa Jaksel (5.900 m2) 

- RTH Jl. H.Ipin Rt.011/01 Kel. Pondok Labu Kec. 

Cilandak (7.335 m2) 

- RTH Jl. DR.Rajiman Kel. Rawa Terate Kec. 

Cakung Jaktim (11.390 m2) 

- RTH Jl. Jatimurni Raya (2.715,24 m2) 

- RTH Jl. Aselih Kel. Cipedak Jakarta Selatan 

(8.689,71 m2) 

- RTH Jl. Makam Barat RT.007/014 Kel. Cibubur 

Kec. Ciracas (5.539 m2) 

- RTH Jl. Margasatwa Raya Kel. Pondok Labu Kec. 

Cilandak (13.949 m2) 

- RTH Jl. Pinang Kec. Cipayung Jakarta Timur 

(17.429 m2) 

- RTH Interaktif Jl. Centex Gg. Galur, Ciracas 

Jakarta Timur (5.108,99 m2) 
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- RTH Interaktif Jl. Waringin Raya, Kayu Putih, 

Jakarta Timur (3.141 m2) 

- RTH Interaktif Jl. Sadar RT 02 RW 02 Kel. 

Ciganjur Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan (8.034 

m2) 

- RTH Interaktif Jl. Jangkrik RW.05 Kel. Ciganjur 

Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan (4.598 m2) 

- RTH Interaktif Kel. P.Gebang Kec. Cakung (2.145 

m2) 

- RTH Interaktif Jl. Tanah Merdeka X Rw.006 Kel. 

Kampung Rambutan, Kec. Ciracas, Jakarta Timur 

(2.386 m2) 

- TPU di RT 001 RW 08 dan RT 11 RW 09 Kel. 

Srengseng Sawah Kec. Jagkarsa Jakarta Selatan 

(2.953 m2) 

- TPU di RW.04 Kel. Pondok Rangon Kec. 

Cipayung Jakarta Timur (7.441 m2) 

5) Program peningkatan kualitas ruang terbuka hijau 

a) Tersedianya pohon pelindung sebanyak 320 pohon 

dan tanaman hias sebanyak 7.025 pot 

b) Tertatanya taman di 3 lokasi seluas 93.302,00 m2 

c) Tertatanya areal jalur hijau tepian air di 1 lokasi seluas 

22.536,05, pedestrian di 3 lokasi seluas 5.296,75 m2, 

jalur hijau jalan eks SPBU di 6 lokasi seluas 9.028 m2 

d) Terlaksana pembebasan tanah utk hutan kota di Kel. 

Munjul Kec.  Cipayung Jakarta Timur seluas 6.835 m² 

e) Terlaksana pembangunan jalan kontrol hutan lindung 

Angke Kapuk sepanjang 285 m2 

f) Terlaksana pembangunan sarana hutan kota Munjul 

g) Terlaksana pembebasan lahan untuk RTH hutan kota 

di Jakarta Utara seluas  57.703  m2 

h) Terlaksana pembangunan sarana hutan Pondok Labu 
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i) Terlaksana pengadaan tanah RTH di Cibubur Jakarta 

Timur seluas 1.067 m2 

6) Program peningkatan pengelolaan pemakaman  

Tertatanya sarana dan prasarana TPU di 11 Lokasi, yaitu 

di TPU Karet Bivak, Jakarta, TPU Pondok Ranggon, 

Jakarta Timur, TPU Kampung Kandang, Jakarta Selatan, 

TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, TPU Semper, Jakarta 

Utara, TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur, TPU Tegal 

Alur, Jakarta Barat, TPU Karet Pasar Baru, Jakarta Pusat, 

TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan, TPU Rorotan, 

Jakarta Utara, TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan 

7) Program Adaptasi Strategi Pembangunan Daerah 

Terhadap Perubahan Iklim (Dedicated) 

Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Lapisan Ozon 

pada 20 kegiatan usaha 

8) Program Penelitian Antisipasi Terhadap Dampak 

Perubahan Iklim Di Jakarta (Dedicated) 

Terlaksananya Penyusunan Roadmap Komitmen Jakarta 

Menurunkan 30% Emisi GRK sampai 2030 

9) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan Dan Regulasi Lingkungan Hidup 

Terlaksananya Kajian Strategis dan Perencanaan Strategi 

Tingkat Ketahanan Air (Water Security) di Prov. DKI 

Jakarta 

10) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 

Lingkungan Hidup 

Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan serta 

Kalibrasi Peralatan Pengujian dan Peralatan Lapangan 

11) Program Penerapan Kaidah Good Governance Dalam 

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup 
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a) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Sumberdaya 

Aparatur Bidang Lingkungan Hidup 

b) Tersusunnya dokumen Status Lingkungan Hidup 

c) Terlaksananya Pengelolaan penerapan Sistem 

Manajemen Mutu Laboratorium Pengujian 

Terakreditasi 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan lingkungan hidup antara lain: 

1. Teridentifikasinya kondisi drainase/buangan limbah 

domestic (beban pencemar, tipoical fisik drainase ) yang 

akan masuk ke Sungai Ciliwung dan lokasi dan system 

IPAL komunal di 8 kelurahan  (Srengseng Sawah, 

Tanjung Barat, Rawajati, Kebon Baru, Manggarai, 

Cawang, Kebon Manggis, Pengangsaan, Cikini, 

Kwitang, Kenari, Pasar Baru) 

2. Sebanyak 50 kegiatan usaha telah mendapatkan 

pembinaan teknis tentang EPCM dan 25 orang telah 

mendapatkan Pelatihan Manajer Pengendali Pencemar 

Air 

3. Tersedianya dokumen konsep dan pedoman  tentang 

penerapan produksi bersih bagi indsutri kecil yang 

berada di sepanjang bantaran kali Ciliwung   

4. Tersusunnya rekomendasi program untuk rencana aksi 

(action plan) dalam rangka peningkatan kualitas DAS 

Ciliwung  

5. Terkumpulnya data dari 60 kegiatan usaha calon 

perserta Super Tahap VI dan  12 kegiatan usaha dengan 

kategori sangat baik dan  13 kegiatan usaha kategori 

baik dalam penilaian PROPER  

6. Sebanyak   2505 kegiatan usaha memenuhi baku 

mutu pembuangan limbah cair, 

7. Persentase penurunan pencemaran sebesar 35% 

(Debu/PM10), 70% (CO), 81% (NO), dan 22% (THC) 
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selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor 

(HBKB) di Jl. Sudirman – Thamrin dan di 5 Kotamadya  

8. Terinventarisasinya sebanyak  466 bengkel di bawah 

Agen Pemegang Merek (APM) yang meliputi Bajaj, 

Yamaha, Suzuki, Kawasaki, dan Honda  yang tersebar 

di wilayah DKI Jakarta dan   5 bengkel memenuhi syarat 

untuk di sertifikasi menjadi Bengkel Pelaksana Uji Emisi 

dan  33 bengkel tidak memenuhi syarat karena tidak 

memiliki alat uji emisi motor 

9. Terlaksananya  pelaksanaan uji emisi dan perawatan 

kendaraan bermotor sebanyak 15.432 kendaraan, 

dimana 12.961 kendaraan (84%) lulus uji emisi dan 

2.471 kendaraan (16%) tidak lulus uji emisi.  

10. Terselenggaranya edukasi kewajiban uji emisi di bengkel 

sepeda motor sebanyak 489 sepeda motor   dan Acara 

Edukasi Massal kewajiban uji emisi gratis  sebanyak 312 

sepeda motor, dengan total keseluruhan 801 sepeda 

motor 

11. Terlaksananya   Pengawasan secara pasif melalui 

penaatan ambang batas terhadap  170 kegiatan usaha    

12. Diberikannya  sanksi administrasi berupa paksaan 

perbaikan IPAL kepada 15 kegiatan usaha,  sanksi 

administrasi berupa paksaan penutupan sementara 

saluran outlet  2 kegiatan usaha 

13. Tertanganinya  Kasus dan Sengketa Lingkungan 

sebanyak 64 kasus 

14. Tercapainya pemenuhan baku mutu Emisi Gas Buang 

pada Kegiatan Sumber Tidak Bergerak pada 14 kegiatan 

usaha  dalam rangka penegakkan Hukum   

15. Penaatan penerapan Kawasan Dilarang Merokok di  504 

Lokasi di 5 (lima) Kota Administrasi 

16. Diberikannya  Surat Pentaatan Pelaporan Pengelolaan 

Limbah B3 setiap 3 bulan sekali kepada  76  kepada 
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kegiatan usaha dan  Surat Pemberitahuan Agar 

Mengajukan Izin Penyimpanan Sementara kepada  16 

kegiatan usaha. 

17. Diterbitkannya rekomendasi  Dokumen Lingkungan  

sebanyak  382  dokumen 

18. Meningkatnya penilai amdal yang handal sebanyak  91 

orang   

19. Dilakukannya  pengawasan terhadap kegiatan tahap 

konstruksi bagi kegiatan yang memiliki dokumen 

lingkungan sebanyak 35 kegiatan dan diberikannya surat 

teguran kepada 26 perusahaan yang belum 

menyampaikan laporan implementasi  

20. Meningkatnya kesadaran 319 kegiatan usaha dalam 

mengimplementasikan dokumen lingkungannya  

21. Tersedianya dokumen Program Perlindungan dan 

Pengelolaan Kawasan Pantai Jakarta 

22. Didapatnya data hasil  Pemantauan Kualitas Lingkunga 

Perairan  

23. Air Sungai : 45 titik; 5 periode 

24. Air Tanah : 75 titik, 2 periode 

25. Air Waduk/Situ : 30 situ / waduk 

26. Laut dan Muara Teluk Jakarta :  45 titik/periode; 3 

periode 

27. Tersedianya  data dan status mutu kualitas udara 

ambien 7 lokasi / periode selam 18 periode  

28. Telah dilakukan relokasi stasiun manual aktif untuk 

cilincing ke Marunda, Lubang buaya ke Ciracas, Kahfi 

dipindahkan ke Kebayoran Baru  dan penggantian 

sparepart dan kalibrasi  di 9 stasiun manual aktif  

29. Meningkatnya Konservasi Air Tanah melalui 

berfungsinya Sumur Resapan sebanyak 124.908 titik 

sumur dengan volume 379.359,41 m3, lubang resapan 
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biopori sebanyak 4.010.042 titik dan kolam resapan 

sebanyak 15 titik dengan volume 19.478 m3 

30. Dilakukannya penyegelan sebanyak : 76 lokasi, 

pengecoran: 3 lokasi, Sanksi Perdata (dikenakan 

kewajiban membayar Pajak Air Tanah), karena sumur 

illegal atau meter air tidak berfungsi: 49 kegiatan usaha.   

31. Terlaksananya pencatatan meter air sebanyak 4.142 

pelanggan air tanah 

32. Terlaksananya pengawasan Dewatering 50 kali 

pengawasan dengan rincian:  penutupan: 13 Kegiatan,  

dalam proses pengawasan: 15 kegiatan  

33. Terpasang dan tergantinya meter air sebanyak 191 titik 

sumur  

34. Tersedianya data hasil pengeboran sebanyak 40 titik 

lokasi 

35. Hasil penilaian Adipura Tahun 2010/2011 untuk lima 

wilayah kota Jakarta adalah:  Jakarta Selatan 72.09 

(Peringkat 4) Jakarta Pusat 71.95 (Peringkat 6), Jakarta 

Utara 70.97 (Peringkat 8), Jakarta Timur 70.63 

(Peringkat 9), dan Jakarta Barat 70.55 (Peringkat 10) 

36. Hasil Penilaian Kalpataru Tahun 2011 telah terpilih calon 

penerima penghargaan kalpataru tingkat Provinsi DKI 

Jakarta adalah 

37. Mahmudin, kategori Penyelamat Lingkungan 

38. Usman Firdaus, Kategori Pembina Lingkungan 

39.  Aan Ardjali, S.Ag, Apt. MS Kategori Pengabdi 

Lingkungan 

40. Telah dilakukan sosialisasi pengelolaan limbah pada di 3 

kelurahan (Pancoran, Pejaten Timur, Kp Melayu), Pasar 

Tradisional (PD. Pasar Jaya Klender SS, PD. Pasar 

Jaya Perumnas Klender dan PD. Pasar Jaya 

Rawamangun) 
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41. Ditutupnya 10 titik TPS ilegal di Bantaran Sungai 

Ciliwung dalam rangka penanganan sampang di 

Ciliwung dalam rangka edukasi  Penanganan Sampah di 

Bantaran sungai Ciliwung 

42. Disusunnya Draft Peraturan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta tentang Pengawasan Peredaran Bahan Perusak 

Ozon (BPO) dan Perlindungan Lapisan Ozon (PLO) di 

DKI Jakarta dan terlaksananya  Sosialisasi tentang 

Perlindungan Lapisan Ozon   

43. Tersedianya dokumen Roadmap Komitmen Jakarta 

Menurunkan 30% Emisi GRK sampai 2030 

44. Tersedianya  dokumen Strategis dan Perencanaan 

Strategi Tingkat Ketahanan Air (Water Security) di Prov. 

DKI Jakarta 

45. Tersedianya 70 peralatan yang dapat menghasilkan  

pengujian yang valid, akurat dan cepat   

46. Tersosialisasinya peraturan kepegawaian kepada  260 

orang pegawai  dan 15 orang lulus sebagai ahli 

pengadaan nasional  

47. Tersusunya buku  status lingkungan hidup DKI Jakarta 

48. Dipertahankannya akreditasi 28 parameter pengujian  

Laboratorium LLHD 

49. Luas RTH Hutan Kota  meningkat sebesar 4,4 % (6,56  

Ha) 

50. Rehabilitasi mangrove meningkat sebesar 3 % ( s/d 

tahun 2010 sebanyak 1.589.579 pohon) tahun 2011 

sebanyak 47.625 pohon 

51. Panjang breakwater di P. Rambut  meningkat sebesar 

99 % (252,75 m2) 

52. Panjang jalan control di hutan lingdung angke kapuk 

meningkat sebesar 16,42% (285 m2) 
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c. Permasalahan dan Solusi 

1. Permasalahan 

a) Kurangnya koordinasi dan sinergitas antar sektor 

terkait didalam pengelolaan lingkungan hidup di DKI 

Jakarta 

b) Kurangnya dukungan pendanaan didalam mengatasi 

permasalahan lingkungan hidup di DKI Jakarta 

c) Masih kurangnya payung hukum di dalam pengelolaan 

lingkungan hidup baik di tingkat pusat maupun provinsi 

d) Kurangnya sumberdaya manusia di dalam 

melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup 

e) Keterbatasan lahan dalam mewujudkan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) guna peningkatan kualitas 

lingkungan hidup di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang 

f) Kesadaran sebagian pihak terhadap RTH/ hutan kota 

dan hutan Negara masih rendah sehingga dibeberapa 

kawasan masih terjadi perambahan/penyerobotan 

lahan secara illegal 

g) Kesadaran sebagian masyakarat/ pihak dalam 

mendukung program Pemerintah "One Billion Trees" / 

program Penanaman Satu Milyar Pohon masih belum 

optimal 

2. Solusi 

a) Berupaya meningkatkan koordinasi dengan sektor – 

sektor terkait di dalam pengelolaan lingkungan hidup 

b) Membuat perencanaan yang tepat didalam 

pelaksanaan kegiatan lingkungan hidup 

c) Mengoptimalkan dana yang dianggarkan didalam 

pengelolaan lingkungan hidup 

d) Mengoptimalkan  sumber daya manusia yang ada 
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e) Membuat payung hukum di tingkat pemerintah provinsi 

ataupun SOP dalam pengelolaan lingkungan hidup 

f) Pembebasan lahan milik/privat dengan APBD Provinsi 

DKI Jakarta 

g) Peningkatan pengamanan dan pengawasan kawasan, 

Pembangunan pos jaga dan  pagar pengaman, Operasi 

terpadu, Koordinasi lintas sektor, Pembuatan papan 

peringatan/larangan, Penindakan 

h) Sosialisasi, Penggalangan "CSR/Coorporate Social 

Responsibility pada BUMN, BUMS untuk ikut 

berpartisipasi mendukung pelaksanaan penanaman 

pohon, sumbangan bibit (buah-buahan dan tanaman 

pelindung) secara cuma-cuma. 

9. Urusan Pertanahan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp8.100.000.000,00, dan telah 

direalisasikan sebesar Rp6.255.965.314,00 atau 77,23%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Pertanahan antara lain Pendataan Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T), yaitu: 

1) Otomasi P4T di 9 Kelurahan (Pelaksanaan Kegiatan 

Sesudah dilaksanakan Pendataan dari Wilayah) 

2) Integrasi Data P4T Tahun 2005 - 2008 

3) Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah (P4T)  Jakarta Pusat 

4) Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 

Pemanfaatan Tanah (P4T)  Jakarta Selatan 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan pertanahan antara lain bertambahnya data P4T 

(Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan 
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Tanah) yang dapat diintegrasikan ke dalam Sistem P4T Tata 

Ruang alat bantu (tools) dalam penataan dan pelayanan 

ketataruangan. 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

Belum diterapkannya teknologi informasi dalam 

melaksanakan program-program pelayanan ketatakotaan 

dan P4T sehingga pelayanan belum optimal; 

2) Solusi 

Menerapkan Teknologi Informasi dalam melaksanakan 

program-program, khususnya program peningkatan 

pelayanan ketatakotaan dan P4T, melalui pengembangan 

Aplikasi Administrasi Layanan (AAL) dan Sistem Informasi 

P4T untuk mengoptimalkan pelayanan dan perencanaan. 

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp134.743.146.115,00 serta telah direalisasikan sebesar 

Rp105.614.331.227,00 atau 78,38% 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:  

1) Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan 

Kependudukan 

a) Terlaksananya Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) 

sebanyak 5 putaran di masing-masing 5 wilayah kota, 

menjaring 3.493 orang, disidangkan 2.526 orang, serta 

835 orang dibebaskan.  

b) Terlaksananya penertiban dokumen adminduk 

terhadap 414 orang asing dan pemantauan mobilitas 
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serta penyebaran orang asing pada 33 perusahaan di 5 

wilayah kota. 

c) Terlaksananya pendataan penduduk rentan bagi 746 

orang  

d) Terlaksananya pendataan arus mudik/balik Idul Fitri 

1432 H terhadap 5.116.368 orang mudik, serta 

5.168.243 orang balik. 

2) Program Peningkatan  Mutu  Layanan  Kependudukan  

dan   Catatan  Sipil   

a) Terlaksananya back up data register akta sebanyak 

50.000 akta.                  

b) Terlaksananya penyajian data dan informasi 

kependudukan sebanyak 215 buku. 

c) Terlaksananya penjilidan dan register akta pencatatan 

sipil tahun berjalan sebanyak 105 buku. 

d) Terlaksananya penjilidan register akta sebanyak 660 

buku. 

e) Terlaksananya penyusunan data informasi orang asing 

pendatang di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 108 buku. 

f) Terlaksananya program dispensasi pembuatan akta 

kelahiran bagi anak yang lahir setelah Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 sebanyak 70.123 akta kelahiran. 

g) Jumlah pelayanan jemput bola akta kelahiran di 267 

kelurahan sebanyak 25.033 akta kelahiran. 

h) Meningkatnya jumlah mobil operasional pelayanan 

keliling dari 10 unit (2010) menjadi 16 unit (2011) dan 

jumlah motor operasional keliling dari 0 unit (2010) 

menjadi 12 unit (2011). 

3) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi 

Kependudukan 

a) Terlaksananya penerapan pemassalan e-KTP di 

Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari pencetakan surat 

pemanggilan sebanyak 3.033.139 lembar, daftar absen 
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sebanyak 320.555 lembar, tanda bukti penyerahan 

sebanyak 160.275 lembar, berita acara sebanyak 

61.451 lembar dan penambahan catu daya listrik di 261 

Kelurahan. 

b) Terlaksananya pelayanan penerbitan 19.627 KTP, 

10.051 KK dan 5.969 Akta Kelahiran melalui pelayanan 

mobile setiap hari Sabtu. 

c) Terlaksananya pelayanan penerbitan 13.858 KTP, 

4.791 KK dan 3.481 Akta Kelahiran melalui pelayanan 

terpadu malam hari. 

d) Terlaksananya penerapan pemassalan e-KTP bagi 

4.979.338 wajib KTP (66,64%) dari 7.472.259 jumlah 

wajib KTP. 

e) Terlaksananya Penyajian Daftar Data Penduduk 

Pemilih Potensial Pemilu (DP4) dan penyerahan DP4 

ke KPUD Provinsi DKI Jakarta sebanyak 600.000 

lembar. 

4) Program Sistem    Informasi   Administrasi   

Kependudukan  (SIAK)   

a) Terlaksananya implementasi data recovery center di 

Dinas dengan tersedianya 1 unit server, 1 unit HUB 

dan 1 unit router. 

b) Terlaksananya pengembangan aplikasi pelayanan KTP 

mobile pada mobil pelayanan keliling. 

c) Terlaksananya pengadaan jaringan SIAK di Kab. Adm. 

Kepulauan Seribu dengan tersedianya 8 unit modem 

3G termasuk penggunaan jaringan selama 12 bulan, 4 

unit booster penguat sinyal dan 1 unit router. 

d) Terlaksananya pemeliharaan software komputer 

pelayanan Dinas DUKCAPIL. 

e) Terlaksananya pemeliharaan hardware komputer 

pelayanan DUKCAPIL DKI Jakarta berupa 



 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun  2011  Bab II hal   72 

pemeliharaan komputer mainframe/server dan 

pemaliharaan jaringan LAN. 

f) Terlaksananya pengembangan data center di Dinas 

dengan tersedianya 1 unit server, 1 unit HUB, 1 unit 

router dan 1 paket cabling. 

g) Terlaksananya pengembangan aplikasi pelaporan 

statistik vital. 

h) Terlaksananya penyajian data statistik vital kelahiran 

sebanyak 140 buku. 

i) Terlaksananya pendamping KTP Nasional (e-KTP) 

yang terdiri dari sosialisasi penerapan e-KTP pada RW 

dan tokoh masyarakat, bimbingan teknis bagi para 

petugas pelaksana dan sebagian pengadaan perangkat 

e-KTP. 

j) Terlaksananya pengadaan perangkat komputer 

kebutuhan operasional Unit Pengelola Teknologi 

Informasi Kependudukan dalam rangka menghasilkan 

database yang akurat sebanyak 10 unit PC dan 6 unit 

printer. 

k) Terlaksananya sewa jaringan website sehingga website 

dapat di akses masyarakat. 

l) Terlaksananya monitoring pelayanan KTP / pelayanan 

mobil keliling. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan kependudukan dan catatan sipil, antara lain: 

1. Tersediannya Perda 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran 

Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti 

Perda 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan 

Pencatatan Sipil. 

2. Meningkatnya pelayanan KTP dari 1.607.536 KTP 

(2010) menjadi 3.325.934 KTP (2011) dan 22.854 KK 

(2010) menjadi 2.392.362 KK (2011). 
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3. Meningkatnya kepemilikan KTP dari 97,5% (2010) 

menjadi 97,8% (2011). 

4. Meningkatnya database KK dari 90% (2010) menjadi 

91% (2011). 

5. Meningkatnya penerbitan 498 akta kelahiran (2010) 

menjadi 1.256 akta kelahiran (2011) melalui e-akta di 

puskesmas. 

c. Permasalahan dan Solusi  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan 

kebijakan pemerintah pusat (Kemendagri) sesuai Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri No. 471.13/4141/SJ tanggal 13 Oktober 

2010 yang antara lain mengatur tentang pembagian tanggung 

jawab dan kewajiban antara pemerintah pusat, pemerintah 

provinsi dan pemerintah kab/kota dalam pelayanan e-KTP 

khususnya mengenai pengadaan perangkat e-KTP baik reguler 

dan khusus tidak dapat terserap pada anggaran 2011, hal ini 

disebabkan antara lain:  

1. Adanya perubahan kebijakan di pemerintah pusat 

(kemendagri);  

2. Proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan 

tersebut gagal lelang yang disebabkan antara lain peserta 

pengadaan barang dan jasa tersebut tidak ada yang daftar 

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran kepada 7 

SKPD/UKPD sebesar Rp4.975.987.600,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp4.708.381.930,00 atau 94,62 %. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara 

lain:  
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1) Program prinsip good governance dalam 

penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta yaitu: 

a) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 

Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan 

Anak dari Tindak Kekerasan. 

b) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

394/2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta 

Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota 

Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota 

Pengembangan Kota Layak Anak. 

c) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota 

Layak Anak. 

d) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

1289/2011 tentang Kelurahan Juara Pelaksana 

Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju 

Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkar 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011. 

e) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

1688/2011 tentang Penetapan Kecamatan Sayang Ibu 

Terbaik Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011.  

2) Program kebijakan tentang keserasian peningkatan 

kualitas  anak dan perempuan 

a) Terlaksananya Rakor Teknis Bidang Pemberdayaan 

Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di 

Tingkat Provinsi dan 6 Kota/Kabupaten 

b) Terfasilitasinya Penanganan Korban Kekerasan 

terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan 

(KiA dan KiP) 
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c) Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi tentang 

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak 

Kekerasan di Tingkat Provinsi dan 6 Kota/Kabupaten. 

d) Terlaksananya persiapan pelaksanaan menuju Kota 

Layak Anak (KLA) di 3 (tiga) Kota Administrasi yaitu 

Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kota Administrasi 

Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Selatan 

3) Program peningkatan kualitas  perlindungan 

perempuan  

a) Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Program Mitra 

Praja Utama (MPU) dalam penanganan tindak 

kekerasan terhadap perempuan dan anak dan 

perdagangan orang dengan 10 Provinsi di Indonesia. 

b) Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kerjasama 

dengan Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak sebanyak 63 Organisasi se DKI 

Jakarta. 

c) Sosialisasi Pencegahan dan Penangan KDRT di 

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur 

4) Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan 

gender dan anak 

a) Terlaksananya Pelatihan Kepemimpinan Perempuan 

pada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan 

sebanyak 630 Orang yaitu Kota Administrasi Jakarta 

Pusat sebanyak 250 Orang, Jakarta Utara sebanyak 

150 orang, Jakarta Selatan sebanyak 80 Orang dan 

Jakarta Timur sebanyak 150 orang. 

b) Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Perempuan di 

Tingkat Provinsi.  

5) Program pemberdayaan perempuan dalam ekonomi 

keluarga dan masyarakat,  
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a) Terselenggaranya Lomba dan Pembinaan P2WKSS 

Tingkat Provinsi DKI Jakarta dan 6 Kota/Kabupaten. 

b) Terselenggaranya Peningkatan jumlah kelompok 

perempuan dalam pelatihan melalui dana PPMK Bina 

Sosial sebanyak 279 orang.  

c) Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Gerakan 

Sayang Ibu (GSI) di 6 Kota/Kabupaten 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 

antara lain: 

1. Dipertahankannya jumlah organisasi perempuan yang aktif 

dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak sebanyak 63 organisasi pada Tahun 2010 dan 2011 

sebanyak 63 organisasi yang aktif. 

2. Berkembangnya kelompok ekonomi perempuan yang 

produktif dan mandiri dari 734 kelompok (2010) menjadi 740 

kelompok (2011). 

3. Pada Tahun 2010 diterima Penghargaan bagi Provinsi DKI 

Jakarta dalam bentuk Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 

yang diterima oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta dari 

Presiden RI pada saat Perayaan Hari Ibu ke-83. Namun 

sangat disayangkan pada tahun 2011 karena berbagai 

pertimbangan, penghargaan sejenis tidak dapat diterima 

kembali. 

4. Tersedianya Peraturan Daerah Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

yaitu: 

a. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 

2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari 

Tindak Kekerasan. 

b. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

394/2011 tentang Penetapan Kota Administrasi Jakarta 

Pusat, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota 
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Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kota 

Pengembangan Kota Layak Anak. 

c. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota 

Layak Anak. 

d. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

1289/2011 tentang Kelurahan Juara Pelaksana Program 

Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga 

Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Tingkar Provinsi DKI 

Jakarta Tahun 2011. 

e. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

1688/2011 tentang Penetapan Kecamatan Sayang Ibu 

Terbaik Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011.  

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga 

Sejahtera (KS) pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

kepada 8 SKPD/UKPD sebesar Rp34.181.232.349,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp25.916.766.755,00 atau 

75,82%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) antara 

lain:  

1) Program Keluarga Berencana  

a) Terselenggaranya penggalangan TNI Manunggal KB 

Kesehatan / Bhayangkara Tingkat Provinsi dengan 7 

Sektor terkait 

b) Terselenggaranya pelayanan KB melalui mobil unit KB 

keliling dengan jumlah akseptor sebanyak 2.831 PUS  

c) Terselenggaranya pemantapan komitmen teknis medis 

pelayanan KB kepada 600 provider  
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d) Terselenggaranya Pembinaan, Peningkatan dan 

Intensifikasi Program KB Pria kepada 267 Kelompok 

Paguyuban KB Pria.   

e) Terselenggaranya penggalangan komitmen dan 

Lomba Kesatuan Gerak KB-Kesehatan di 6 

Kota/Kabupaten. 

f) Terselenggaranya Peningkatan Pelayanan KB di DKI 

Jakarta melalui pelayanan KB gratis di Puskesmas 

Kecamatan/Kelurahan, RSUD dan Rumah Sakit yang 

ditunjuk sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta  Nomor 162 Tahun 2010. 

g) Terselenggaranya Pemantapan KIE Program KB 

kepada Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 

sebanyak 722 orang. 

h) Terselenggaranya advokasi dan KIE Program 

Kependudukan sebanyak 150 orang. 

i) Terlaksananya Pengadaan Mobil Unit Pelayanan KB 

sebanyak 3 Unit. 

2) Program kesehatan reproduksi remaja 

a) Terselenggaranya peningkatan wawasan dan 

pemahaman Kesehatan Reproduksi Remaja kepada  

150 remaja di Tingkat Provinsi, Jakarta Barat. 

b) Terselenggaranya gebyar kreativitas kesehatan 

reproduksi remaja di Tingkat Provinsi dan 5 Kota yang 

diikuti oleh 1.230 peserta 

c) Terselenggaranya advokasi dan KIE Penyiapan 

Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) 

sebanyak 250 orang. 

3) Program pelayanan kontrasepsi 

a) Tersusunnya Kebutuhan Alat Kontrasepsi. 

b) Terlaksananya distribusi alat kontrasepsi (alkon) dan 

non alkon di 5 wilayah kota administrasi. 
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c) Terlaksananya Pengadaan Alat Kontrasepsi di 6 

Kota/Kabupaten.  

4) Program pengembangan pusat pelayanan informasi 

dan konseling remaja 

a) Terselenggaranya Peningkatan Kuantitas dan 

Pembentukan Baru Pusat Informasi dan Konseling 

(PIK) Remaja sebanyak 60 PIK melalui Jalur Sekolah, 

Masyarakat dan Perguruan Tinggi. 

b) Terselenggaranya Rakor Pengurus Pusat Informasi 

dan Konseling (PIK) Remaja sebanyak 197 orang. 

c) Program peningkatan pengetahuan keluarga tentang 

penyakit menular seksual 

d) Terselenggaranya KIE dan Dialog Interaktif 

pencegahan penularan HIV/AIDS dan Penyakit 

Menular seksual Ibu Hamil kepada Anaknya sebanyak 

200 Ibu Hamil di Tingkat Provinsi dan Jakarta Pusat. 

5) Program Pengembangan model operasional  BKB 

(Bina Keluarga Balita) – Posyandu.  

a) Terselenggaranya Kemitraan Bina Keluarga Balita 

(BKB) dan Posyandu sebanyak 180 BKB – Posyandu. 

b) Terlaksananya Gelar Kreatifitas  Kelompok Bina 

Keluarga Balita (BKB) di Tingkat Provinsi dan 5 Kota 

Administrasi sebanyak 1.135 orang. 

c) Terpilihnya Pengelola dan Kelompok BKB terbaik 

sebanyak 6 Pengelola  dan 6 Kelompok BKB. 

d) Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan 

Perkuatan Kelompok BKB-Posyandu sebanyak 180 

BKB – Posyandu. 

6) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam 

pelayanan KB/KR yang mandiri  
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a) Terselenggaranya pemilihan Penyuluh KB (PKB) dan 

Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP/PPKB RW) 

terbaik sebanyak 6 PKB dan 6 PPKB RW. 

b) Terselenggaranya Pembinaan kepada Petugas 

Pembantu Pembina KB (PPKB) RW sebanyak 2.674 

Petugas 

c) Terselenggaranya Temu Kader Pembantu Pembina KB 

(PPKB) RW sebanyak 2.674 PPKB RW. 

7) Program pelaksanaan SPM lain urusan keluarga 

berencana dan keluarga sejahtera 

a) Terselenggaranya pembinaan kepada 734 Kelompok 

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera 

(UPPKS) 

b) Terselenggaranya penggalangan kemitraan dan gelar 

produk kelompok UPPKS bagi 140 Kelompok 

c) Terpilihnya pengelola kelompok UPPKS terbaik 

sebanyak 6 pengelola 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera 

antara lain : 

1) Meningkatnya kelangsungan pemakaian alat dan obat 

kontrasepsi pasangan usia subur dari 82.36% (2010) 

menjadi 81,30 % (2011) prosentase ini turun diakibatkan 

karena sebanyak kurang lebih 2.000 peserta KB mantap 

(MOW dan MOP) serta 1.000 peserta KB Implant telah 

memasuki masa menopause. 

2) Meningkatnya jumlah peserta KB Aktif yang 

menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek (pil, 

suntik, kondom) dari 672.879 peserta (2010) menjadi 

719.786  peserta Tahun 2011 yaitu Pil = 270.685, Suntik = 

377.141 dan Kondom = 36.963 Akseptor. 

3) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif yang menggunakan 

metode kontrasepsi jangka panjang (IUD, MOW, MOP, 
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Implan) dari 336.700 peserta (2010) dan menjadi 314.335 

pada tahun 2011 yaitu IUD = 231.085, MOW=35.734, 

MOP=10.553 dan IMPLANT = 71.960 akseptor. 

4) Meningkatnya jumlah keluarga yang aktif dalam kegiatan 

BKB dan Posyandu dari 37.510 Keluarga (2010) menjadi 

45.048 Keluarga (2011). 

5) Meningkatnya Jumlah Kelompok BKB dari 1.085 

Kelompok Tahun 2010 menjadi 1.280 Kelompok BKB 

pada Tahun 2011. 

6) Meningkatnya angka peran serta Pembantu Pembina 

Keluarga Berencana (PPKB) RW dalam pelayanan KB/KR 

yang mandiri dari 58.37% (2010) menjadi 60 % (2011) 

7) Meningkatnya jumlah Pengembangan Pusat Informasi 

dan Konsultasi (PIK) Remaja dalam pelaksanaan KIE bagi 

Siswa Sekolah dari 197 PIK Remaja (2010) menjadi 257 

PIK Remaja (2011) 

8) Tersedianya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga 

Berencana, dalam rangka pemberian Pelayanan KB 

Gratis di Puskesmas Kecamatan/Kelurahan, RSUD dan 

Rumah Sakit yang ditunjuk ( 311 Puskesmas, 7 RSUD 

dan 8 Rumah Sakit) dan pada tahun 2011 telah 

meningkat menjadi 311 Puskesmas, 7 RSUD  dan 20 

Rumah Sakit yang melakukan kerjasama. 

9) Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2011. 

a) Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari 

Presiden RI berupa Satyalancana Wira karya 

kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak 

DR.Ing.H. Fauzi Bowo. 

b) Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari 

Kepala BKKBN berupa Manggala Karya Kencana 

kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI 

Jakarta Ibu Sri Hartati Fauzi. 
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c) Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari 

Kepala BKKBN berupa Manggala Karya Kencana 

kepada Walikota Administrasi Jakarta Selatan Bapak 

Syahrul Effendi. 

d) Diterimanya Penghargaan Tertinggi Bidang KB dari 

Kepala BKKBN berupa Manggala Karya Kencana 

kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kota Jakarta 

Selatan Ibu Astati Syahrul Effendi. 

e) Pemenang Lomba Pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-

KB-Kesehatan Terbaik I Tingkat Nasional, atas 

nama Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, 

Kota Administrasi Jakarta Barat. 

f) Pemenang Lomba Kader Bina Keluarga Balita Terbaik 

I Tingkat Nasional atas nama Ehat Solehat dengan 

nama kelompok Bungkur IV, Alamat Kelurahan 

Cijantung, Kecamatan Pasar Rebo, Kota 

Administrasi Jakarta Timur. 

g) Pengelola Teladan Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB) 

Tingkat Nasional atas nama Suwarti, Kelurahan 

Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi 

Jakarta Timur. 

h) Pemenang Lomba Kelompok KB Pria Terbaik I Tingkat 

Nasional, Kategori Motivator KB Pria atas nama 

Kelompok KB Pria “PUMA” , Kelurahan Petamburan, 

Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta 

Pusat. 

i) Pemenang Lomba Pusat Informasi dan Konseling 

(PIK) Remaja Terbaik II Tingkat Nasional, Kategori 

PIK Remaja Tahap Tegar atas nama PIK Remaja 

Kawat SMK 50, Kota Administrasi Jakarta Timur. 

j) Pemenang Lomba Poster Kategori SMP diberikan 

kepada Mahesha Denis dari SMP 127 pada acara 

Genre (Generasi Berencana). 
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k) Diperolehnya Piagam Apresiasi BKKBN kepada Harry 

Surya P dari kategori umum sebagai Peserta Dalam 

Acara Grand Final National Rap Contest 2011 di 

Taman Menteng, Jakarta. 

13. Urusan Sosial 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan sosial pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp377.776.481.311,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp354.562.438.867,00 atau 93,86%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

social antara lain:  

 

1) Program pelayanan dan rehabilitasi sosial 

a) Terlaksananya Pemberdayaan sosial keluarga miskin 

kepada  orang 950 keluarga 

b) Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin 

melalui KUBE, LKMS sebanyak 31 LKMS 

c) Terlaksananya penertiban sosial PMKS jalanan 

sebanyak 10.292 orang 

d) Terlaksananya pelayanan sosial orang terlantar dan 

korban tindak kekerasan sebanyak 4.985 Orang  

e) Terlaksananya pengadaan sarana prasarana 

penanggulangan bencana berupa peralatan dapur 

umum mandiri sebanyak 40  set/20 titik 

f) Terlaksananya pemberian makanan siap saji bagi 

korban bencana sebanyak 1.500.000  box 

g) Terlaksananya pelatihan taruna siaga bencana 

sebanyak 100  orang  

h) Terlaksananya perlindungan sosial kepada Lanjut Usia 

(Lansia) sebanyak 150 orang 
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i) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut 

usia sebanyak 3.161  orang  

j) Terlaksananya penguatan kemandirian lansia 

sebanyak 350  orang  

k) Terlaksananya kegiatan apresiasi kompetisi 

penyandang cacat Tingkat provinsi sebanyak 115  

orang  

l) Terlaksananya penyaluran sosial PMKS jalanan hasil 

penertiban ke daerah asalnya sebanyak 1.200  orang 

m) Terlaksananya kegiatan silaturrahmi gubernur dengan 

para perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan dan 

pejuang lainnya sebanyak 264 orang  

n) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar Panti 

Sosial Asuhan Anak (PSAA)/Non Panti Sosial Asuhan 

Anak (NPSAA) sebanyak 3.394  orang 

o) Terlaksananya kegiatan pemberian santunan sosial 

bagi penyandang cacat sebanyak 1.200  orang  

p) Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan perawatan 

WBS psikotik di Yayasan Sinar Jati Lampung sebanyak 

50  orang  

q) Terlaksananya Pembinaan dan perawatan WBS cacat 

ganda di Yayasan Bhakti Luhur Malang sebanyak 50  

orang 

r) Terlaksananya Pembinaan dan perawatan WBS cacat 

psikotik di Yayasan Nurusalam Sayung Demak 

sebanyak 40  orang 

s) Terlaksananya pelayanan dan rehabilitasi sosial WBS 

di 27 panti 

t) Terlaksananya perlindungan sosial kepada anak 

terlantar dan anak jalanan sebanyak 4.970  orang  

u) Terlaksananya penguatan kemandirian sosial dan 

pengembangan KUBE bekas hukuman sebanyak 200  

orang  
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v) Terlaksananya pemberian bantuan dan perlindungan 

sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 

sebanyak 14.049  orang  

w) Terlaksananya pembinaan keterampilan dan bantuan 

modal bagi PMKS sebanyak 2.250 orang  

x) Terlaksananya penertiban PMKS sebanyak 10.292  

orang 

y) Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial 

WBS di Panti Sosial pada Dinas Sosial sebanyak 27 

Panti. 

2) Program pembinaan peran serta lembaga 

kesejahteraan sosial 

a) Terselenggaranya pembinaan kelembagaan karang 

taruna, pokja kesuma dan orsos dalam peningkatan 

pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) 

sebanyak 300  lembaga 

b) Terlaksananya pemberian operasional karang taruna 

kepada 45  karang taruna  

c) Terlaksananya pembuatan dan penayangan tentang 

kesejahteraan sosial sebanyak 7 jenis tayangan melalui 

TV dan Radio 

d) Terlaksananya penguatan kinerja tenaga pendamping 

penyelenggara pelayanan Kesos anak, remaja, 

keluarga dan lansia sebanyak 100  orang  

e) Terlaksananya pelatihan pekerja sosial bagi tenaga 

kesejahteraan sosial sebanyak 344  orang 

f) Terlaksananya layanan mobil penyuluhan sosial 

selama 24 lokasi di 5 wilayah kota administrasi 

3) Program pembinaan lembaga mental spiritual 

Terlaksananya pelayanan jamaah haji provinsi DKI Jakarta 

di Tanah Suci sebanyak 8111 orang  

4) Program peningkatan sarana dan prasarana sosial 
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1) Terlaksananya perencanaan rehab panti sosial 

sebanyak 7  panti sosial dan 13 LBK 

2) Terlaksananya Pengadaan Sarana Pendukung 

Pelayanan Sosial Pemerintah bagi 8  panti sosial 

berupa alat kesenian 

3) Terlaksananya rehab panti sosial sebanyak 11 panti 

sosial dan 2 Taman Asuhan Anak 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan sosial antara lain : 

1. Meningkatnya Jumlah penyandang cacat yang dapat 

beraktivitas dengan lancar sebanyak 300 orang (2010) dan 

333 orang (2011) 

2. Meningkatnya Jumlah anak terlantar yang dapat dipenuhi 

kebutuhan dasarnya dari 1.500 orang (2010) menjadi 3.394 

orang (2011) dan yang dapat ditampung di panti sosial dari 

866 orang (2010) menjadi 875 orang (2011) 

3. Meningkatnya Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup 

mandiri sebanyak 835 keluarga (2010) menjadi 950 

keluarga (2011) 

4. Meningkatnya Jumlah lanjut usia yg dapat dilayani 

sebanyak sebanyak 1.500 orang (2010) dan 3.161 orang 

(2011) 

5. Meningkatnya Jumlah korban bencana yang dapat dilayani 

kebutuhan makannya selama di pengungsian sebanyak 

133.658 orang (2010) menjadi 135.455 orang (2011) 

6. Respon time penanganan bencana di DKI Jakarta oleh 

Dinas Sosial 3 jam (2010) menjadi 3 jam (2011). 

7. Berkurangnya populasi PMKS jalanan sebanyak 10.088 

orang (2010) dan 10.292 orang (2011). 

8. Meningkatnya Jumlah WBS panti sosial yang dapat hidup 

mandiri setelah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi 

sosial di panti sosial sebanyak 534 orang (2010) dan 745 

orang (2011) 
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9. Meningkatnya Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Masyarakat yang mendapatkan pelatihan dalam 

memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat 

sebanyak 1.323 orang (2010) dan 1.683 orang (2011) 

10. Meningkatnya Jumlah Lembaga Kesos yang mendapatkan 

pelatihan manajemen pengelolaan lembaga kesos dalam 

memberikan pelayanan kesos kepada masyarakat 

sebanyak 887 lembaga (2010) dan 1.187 lembaga (2011) 

14. Urusan Ketenagakerjaan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan ketenagakerjaan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp307.716.598.218,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp280.138.466.853,00 atau 

91,04%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program peningkatan kesempatan kerja 

a) Program peningkatan kesempatan kerja adalah 

program yang berupaya untuk mengatasi 

pengangguran melalui kegiatan yang langsung 

menyentuh kepada masyarakat.  

b) Terlaksananya pengisian lowongan kerja pada sektor 

formal, dengan memberikan pembekalan kepada 

pencari kerja sebanyak 600 orang pada tahun 2010 

menjadi 630 orang pada tahun 2011. Penyerapan 

Tenaga Kerja pada sektor formal merupakan 

penempatan tenaga kerja pada perusahaan-

perusahaan yang terjalin hubungan kerja. 

c) Terlaksananya penyerapan Tenaga Kerja pada sektor 

informal melalui pembekalan keterampilan kepada 

pencari kerja. Penyerapan Tenaga Kerja pada sektor 

informal merupakan penempatan tenaga kerja melalui 

perluasan kerja dengan menciptakan kesempatan kerja 

melalui kegiatan usaha mandiri, teknologi tepat guna 
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dan wirausaha baru dengan rincian pembentukan 

Tenaga Kerja Mandiri 125 orang, Wira Usaha Baru di 

Kec. Johar Baru Jakarta Pusat 115 orang dan Kab. 

Kepulauan Seribu, penerapan dan pendayaan 

Teknologi Tepat Guna 135 orang. 

d) Terlaksananya pengembangan sistem informasi Bursa 

Kerja Online (BKOL) sebagai sarana pelayanan untuk 

mempertemukan antara pencari kerja 13.965 orang 

dengan pemberi kerja 335 perusahaan, melalui sistem 

online (http://www.bkol-dki.com), untuk mempermudah 

para pencari kerja dalam mencari lowongan kerja dan 

pemberi kerja dalam mendapatkan tenaga kerja sesuai 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan. 

e) Terlaksananya monitoring terhadap kelompok kerja 

WUB (Wira Usaha Baru), TKM (Tenaga Kerja Mandiri) 

dan TTG (Teknologi Tepat Guna) yang menyerap 

pencari kerja sebanyak 2.472 orang  

f) Terlaksananya Pameran Bursa Kerja/Job Fair 5 kali. 

Acara ini juga dinilai sangat efektif dalam 

mempertemukan pencari kerja 14.000 orang dengan 

pemberi kerja 540 perusahaan, secara langsung 

dengan dilakukan seleksi psikotes dan wawancara 

langsung oleh perusahaan pada saat bursa kerja 

berlangsung. 

g) Terlaksananya Pameran Ketenagakerjaan pada Pekan 

Raya Jakarta yang isinya menginformasikan program-

program, peraturan-peraturan ketenagakerjaan dan 

pelayanan bursa kerja Online kepada 2500 pengunjung,  

juga dilakukan pemberian Kartu Pendaftaran Pencari 

kerja (AK1) sebanyak 1.430 orang, diikuti oleh 65 

Perusahaan yang menyerap 620 pencari kerja. 
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h) Terlaksananya penempatan tenaga kerja Antar Kerja 

Antar daerah (AKAD) melalui pembekalan orientasi 

prakeberangkatan sebanyak 60 orang. 

i) Terlaksananya penyerapan tenaga kerja melalui 

pendayagunaan tenaga kerja pemuda, wanita dan 

penyandang cacat di bidang komputer, otomotif, dan 

service HP 300 orang  

j) Terlaksananya pembekalan dan penempatan tenaga 

kerja asal DKI ke luar negeri sebanyak 220 orang 

(Hongkong 4 orang, Singapura 40 orang, Malaysia 40 

orang, Taiwan 8 orang, Qatar 128 orang) pada 13 

perusahaan. 

2) Program perlindungan dan pengembangan lembaga 

ketenagakerjaan 

a) Terlaksananya pembinaan norma ketenagakerjaan 

kepada 100 perusahaan. 

b) Terlaksananya pemeriksaan obyek Keselamatan 

Kecelakaan Kerja  (K3) Gedung Perkantoran di DKI 

Jakarta sebanyak 20 gedung. 

c) Terlaksananya pembinaan K3 pengguna bejana tekan 

bagi pekerja perusahaan sebanyak 100 orang. 

d) Tersahkannya dan terlaksananya sosialisasi 2 Pergub 

Upah Minimum Provinsi di DKI Jakarta. 

e) Terlaksananya pembinaan fasilitas kesejahteraan 

pekerja sebanyak 100 orang. 

f) Terlaksananya penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial sebanyak 55 kasus. 

g) Terlaksananya monitoring pengesahan PP dan 

pendaftaran PKB perusahaan kepada 1200 

perusahaan. 

h) Terlaksananya pembinaan peningkatan fungsi 

pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja kepada 50 

perusahaan. 
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i) Terlaksananya pembinaan prosedur pencatatan SP/SB 

kepada 50 orang.  

3) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga 

kerja  

a) Terselenggaranya pelatihan keterampilan kerja dengan 

20 kejuruan (diantaranya pelatihan las pipa, las plat, las 

bawah air, otomotif roda 2, otomotif roda 4, pelatihan 

teknik informatika) kepada 480 orang 

b) Terselenggaranya uji sertifikasi kompetensi lulusan 

BLK, di antaranya kejuruan las plat, otomotif, mesin 

logam, teknik pendingin, sebanyak 80 orang 

c) Terlaksananya pelatihan pra pemberangkatan bagi 

peserta (lulusan Teknik) program magang IMM 

(association International Manpower Development of 

Medium and Small Enterprises Japan) ke Jepang 

sebanyak 250 orang 

d) Terlaksananya pemasaran dalam rangka penempatan 

lulusan BLK sebanyak 500 orang pada BLK/BLKD dan 

dapat ditempatkan sebanyak 125 orang 

e) Terlaksananya pemagangan sister city Jakarta-Seoul 

sebanyak 15 orang (jurusan otomotif, web program, 

web master, jewelry design, interior design, cooking, 

cosmetic) 

4) Program Pengembangan WilayahTransmigrasi 

a) Terlaksananya pembekalan /pelatihan dasar umum 

(PDU) kepada calon transmigran (kepala keluarga dan 

isteri) sebanyak 150 KK. 

b) Terlaksananya penempatan dan perpindahan 

transmigran asal DKI Jakarta sebanyak 150 KK, 

sehingga total yang sudah ditempatkan sebanyak 150 

KK, 358 jiwa. 
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Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan ketenagakerjaan antara lain: 

1. Terlaksananya pembekalan dan penempatan tenaga 

kerja asal DKI ke luar negeri sebanyak 220 orang 

(Hongkong 4 orang, Singapura 40 orang, Malaysia 40 

orang, Taiwan 8 orang, Qatar 128 orang) pada 13 

perusahaan. 

2. Tingkat penganggur terbuka mengalami penurunan pada 

tahun 2010 mencapai 12.05% menjadi 11.87% pada 

tahun 2011 

3. Meningkatnya standar Upah Minimum Provinsi (UMP) 

dari Rp. 1.290.000,- pada tahun 2011 menjadi Rp 

1.529.150,- pada tahun 2012 

4. Meningkatnya jumlah tenaga kerja terampil (lulusan 

BLK) yang siap memasuki dunia kerja sebanyak 5.100 

orang pada tahun 2010 menjadi 5.355 orang pada tahun 

2011 

5. Meningkatnya jumlah transmigran asal DKI Jakarta ke 

Daerah tujuan transmigrasi pada tahun 2010 sebanyak 

152 KK dan pada tahun 2011 sebanyak 150 KK, 

sehingga total transmigran dari tahun 2007 sebanyak 

338 KK. 

c. Permasalahan dan Solusi   

1) Permasalahan 

a) Masih minimnya penempatan pencari kerja di 

perusahaan sehingga penurunan jumlah pengangguran 

kurang siginifikan 

b) Informasi Kesempatan kerja yang tidak diketahui oleh 

Pencari Kerja 

c) Adanya lowongan kerja yang tidak terisi oleh pencari 

kerja karena kualitas pencari kerja untuk mengisi 

lowongan kerja yang tersedia 
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d) Sarana pelatihan di BLK yang belum mengikuti 

perkembangan tehnologi 

e) Jumlah instruktur di BLK yang kurang dari kebutuhan 

pelatihan 

f) Masih rendahnya keaadaran perusahaan untuk 

melaksanakan peraturan di bidang ketenagakerjaan 

2) Solusi 

a) Sosialisasi lowongan kerja dan informasi kesempatan 

kerja melalui acara Job Fair dan peluncuran Bursa 

Kerja On Line pada www.bkol-dkijakarta.com yang 

dapat menarik minat pencari kerja untuk 

mengunjunginya. 

b) Informasi Pasar Kerja yang terus dikembangkan baik 

melalui Leaflet, Brosur, dan Berita Pasar Kerja. 

c) Revitalisasi pada BLK maupun BLKD di lingkungan 

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui 

pembenahan dan pengadaan sarana dan prasarana 

sesuai dengan kebutuhan pasar dan perkembangan 

tehnologi. 

d) Up Grading dan Pendidikan Latihan bagi Instruktur 

sehingga outcome nya dapat memenuhi kebutuhan 

pelatihan pada beberapa kejuruan di BLK maupun 

BLKD. 

e) Sosialisasi dan Bimbingan Teknis di bidang 

Pengawasan Ketanagakerjaan dan Kesejahteraan 

Pekerja terus dilakukan dalam rangka menciptakann 

ketenangan bekerja baik untuk Pengusaha dan 

Pekerjanya. 

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 
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Rp122.342.920.687,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp94.528.331.138,00 atau 77,27%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga 

Koperasi dan UKM 

a) Terlaksananya pemeringkatan terhadap 285 Koperasi di 

lima wilayah kota administrasi. 

b) Terlaksananya fasilitas pengembangan usaha koperasi 

melalui Pekan Raya Koperasi dengan mengikutsertakan 

20 koperasi. 

c) Terselenggaranya penilaian kesehatan KSP/USP 

sebanyak 250 koperasi di lima wilayah kota administrasi. 

d) Terlaksananya peningkatan dan penguatan 

kelembagaan 160 koperasi di lima wilayah kota 

administrasi. 

e) Terlaksananya revitalisasi koperasi bagi masyarakat di 3 

(tiga) kelurahan kumuh di Wilayah Kota Administrasi 

Jakarta Selatan. 

2) Program Penerapan Prinsip Good Governance dalam 

Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM 

Terselenggaranya pengembangan jaringan kerjasama usaha 

75 koperasi pasar dan KSU (Koperasi Serba Usaha) 

3) Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro Kecil 

Menengah 

a) Terselenggaranya gelar pasar rakyat sebanyak 19 kali di 

5 (lima) Wilayah Kota Administrasi. 

b) Terselenggaranya bimtek akses terhadap kredit 

perbankan melalui penerapan manajemen usaha 

modern bagi 110 UKM. 
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4) Program pembinaan kewirausahaan dan keunggulan 

UKM 

a) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Manajemen, 

Akuntansi dan Pemasaran bagi Pengurus, Pengawas, 

dan Pengelola KJK PEMK sebanyak 445 orang. 

b) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan 

Kapasitas bagi Pengurus Koperasi Jasa Keuangan 

PEMK sebanyak 240 orang. 

c) Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan 

Pengembangan Produk Ekspor bagi 50 UKM. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah antara 

lain: 

a. Meningkatnya pemeringkatan Koperasi dari 250 pada tahun 

2010 menjadi 285 koperasi pada tahun 2011 

b. Meningkatnya jaringan pemasaran UKM dalam dan luar 

negeri dari 100 UKM (2010) menjadi 150 UKM (2011) 

c. Meningkatnya tenaga terampil dan profesional pada 

Pengurus, pengelola dan pengawas KJK PEMK dari 267 

orang menjadi 445 orang 

c. Permasalahan dan Solusi  

1) Permasalahan 

a) Belum optimalnya kinerja Koperasi dan UMKM dan 

perdagangan karena terbatasnya dukungan SDM.  

b) Masih relatif rendahnya kualitas dan kompetensi 

kewirausahaan sumber daya manusia. 

c) Belum optimalnya penyediaan fasilitas pembiayaan dan 

penyediaan teknologi, serta perbaikan kinerja wadah 

kelembagaan usahanya melalui koperasi. 

d) Masih terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada  

pemasaran sehingga mempengaruhi peningkatan kapasitas 

produksi dan usahanya. Di samping itu, kinerja lembaga 
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koperasi juga belum menunjukkan perbaikan kualitas 

berkoperasi yang berarti karena masih banyak UMKM yang 

kurang memahami prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang 

benar dalam berkoperasi. 

e) Masih relatif rendahnya produktivitas UMKM sehingga 

mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki 

tingkat kompetitif dan kualitas yang baik dalam memenuhi 

permintaan pasar domestik dan pasar internasional.  

f) Pengawasan kualitas komoditi yang diperdagangkan serta 

produk ilegal masih perlu ditingkatkan. 

g) Terjadi persaingan yang kurang sehat antar pasar modern 

(swalayan, mal, dan pusat perbelanjaan modern lainnya) 

dengan pasar tradisional. 

2) Solusi  

a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang 

urusan Koperasi, UMKM dan urusan Perdagangan melalui 

Peningkatan Ketrampilan SDM Dinas KUMKM dan 

Perdagangan Provinsi DKI Jakarta, percepatan dan 

pendekatan pelayanan pengesahan BH Koperasi, Penerbitan 

dan Perpanjangan SIUP, TDP, TDG, SIUP MB, Tanda Daftar 

Waralaba, SKA, API, Pelayanan Metrologi. 

b) Meningkatkan keterampilan SDM/Jiwa Kewirausahaan 

Pengelola Koperasi dan UMKM dibidang manajemen 

organisasi,  Usaha dan Permodalan, serta Pemeringkatan 

dan Revitalisasi Koperasi dalam rangka Pengembangan 

Kelembagaan dan  Usaha Koperasi sebagai wadah ekonomi 

rakyat. 

c) Fasilitasi dan dukungan akses pasar dan peluang pasar bagi 

Koperasi dan UMKM dengan menyediakan sarana prasarana 

promosi dan perdagangan, menyelenggaraan pameran 

promosi dan partisipasi pameran promosi dalam dan luar 

negeri serta peningkatan jaringan usaha antar Koperasi, 

UMKM dan Badan Usaha lainnya. 
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d) Fasilitasi akses permodalan Koperasi dan UMKM melalui 

Pengembangan KJK PEMK, Perintisan Pembentukan PPKD, 

dan Pengembangan Kemitraan dengan BUMN/D, Perbankan, 

Lembaga Keuangan Non Bank serta Sosialisasi Program 

Pembiayaan Kredit oleh Pemerintah Pusat (KUR, LPDB, 

Kredit Program lainnya). 

16. Urusan Penanaman Modal  

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Penanaman Modal pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp46.055.010.378,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp28.700.893.113,00 atau 62,32%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Penanaman Modal antara lain: 

1) Program peningkatan investasi  

a) Terlaksananya pengawasan dan pengendalian 

persetujuan penanaman modal 

b) Terlaksananya implementasi lingkungan dalam 

pelaksanaan penanaman modal 

c) Terlaksananya koordinasi perencanaan dan 

pengembangan penanaman modal antar wilayah 

Provinsi DKI Jakarta 

d) Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan penanaman 

modal di Provinsi DKI Jakarta melalui task force 

e) Terlaksananya penahapan operasional pelayanan 

terpadu satu pintu 

2) Program peningkatan promosi investasi 

a) Terinformasikannya peluang investasi dan kondisi 

perekonomian Jakarta dan Indonesia melalui promosi 

dalam dan luar negeri serta business forum maupun 

Pekan Raya Jakarta  
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b) Terlaksananya kerjasama investasi dengan daerah 

sekitar terutama dalam perencanaan dan promosi  

c) Terlaksananya promosi investasi luar negeri di 2 negara, 

yaitu : 

- HIG Point Market Expo, North Carolina, USA 

- Import Shop Berlin, Jerman 

d) Terlaksananya promosi investasi dalam negeri di 4 

daerah Indonesia, yaitu : 

- Pekan Raya Sumatera Utara ke-40, Sumatera Utara 

- Pameran Nusantara Expo 2011, Pontianak 

- The 9th NTB Expo 2011, Nusa Tenggara Barat 

- KTI Expo dan Forum 2011, Makassar 

e) Terlaksananya partisipasi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta pada Pameran Pasar Malam Indonesia 2011 di 

Malieveld, Den Haag - Belanda 

f) Terlaksananya forum bisnis investasi di 3 negara, yaitu : 

- Beijing, China : diikuti dengan 7 BUMD Provinsi DKI 

Jakarta serta gabungan pengusaha HIPMI Jaya dan 

KADIN Jaya, 

- Seoul, Korea Selatan : diikuti dengan 7 BUMD 

Provinsi DKI Jakarta serta gabungan pengusaha 

HIPMI Jaya dan KADIN Jaya, 

- Sydney, Australia : diikuti dengan 3 BUMD Provinsi 

DKI Jakarta dan perwakilan dari BKPM RI. 

g) Terlaksananya forum bisnis dalam negeri tahun 2011 di 

2 provinsi, yaitu : 

- Surabaya, Jawa Timur : yang diikuti oleh 3 BUMD 

Provinsi DKI Jakarta dan dihadiri oleh 150 peserta. 

- DKI Jakarta :  yang dihadiri oleh 250 pengusaha 

yang tergabung dalam HIPMI Jaya, KADIN Jaya 

serta BUMD Provinsi DKI Jakarta. 
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h) Terlaksananya informasi kepada masyarakat tentang 

peluang investasi melalui media bahan promosi dan 

media elektronik 

3) Program peningkatan sarana dan prasarana penanaman 

modal 

a) Tersedianya sarana dan prasarana penunjang 

pelayanan kantor BPMP Provinsi DKI Jakarta. 

b) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana yang telah 

ada. 

4) Program peningkatan BUMD 

a) Tersedianya hasil evaluasi RKAP BUMD  

b) Tersedianya calon pengurus BUMD yang diseleksi 

melalui fit and proper test.  

c) Terlaksananya monitoring, pembinaan, pengendalian 

dan pengembangan BUMD serta pembinaan terhadap 

pengurus BUMD.  

d) Meningkatnya pengetahuan pengurus BUMD sehingga 

akan terjadi ketepatan dalam pengelolaan BUMD sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan penanaman modal antara lain: 

1. Meningkatnya PMA dari tahun 2009 sebesar US$ 5,51 

milyar (Rp.50,69 triliun, kurs Rp.9.200,-) menjadi US$ 6,43 

milyar (Rp.59,16 triliun, kurs Rp9.200,-) pada tahun 2010. 

Sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan nilai PMA 

menjadi US$4,82 milyar (Rp43,42 triliun, kurs Rp9.000,-)  

2. Terealisasinya PMDN sebesar Rp4,6 triliun (2010) dan 

Rp9,3 triliun (2011)  

3. Meningkatnya PAD yang bersumber dari BUMD dari Rp218 

milyar (2010) menjadi Rp276,4 milyar (2011) 

4. Tercapainya penyelesaian waktu perizinan penanaman 

modal paling lama 38 hari kerja.  
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5. Meningkatnya hubungan kemitraan bisnis dengan 

pengusaha di 6 negara (Spanyol, Jepang, Singapura, 

China, Korea Selatan dan Australia) 

 

c. Permasalahan dan Solusi  

1) Permasalahan 

a) Penempatan petugas teknis SKPD menjadi tidak optimal 

(cenderung menganggur) karena SKPD teknis masih 

membuka loket penerimaan berkas. 

b) PTSP masih sebagai hub (PTSP Kantor Pos), hanya 

sebatas menerima berkas untuk izin dan non izin yang 

menjadi kewenangan SKPD. Proses penerbitan izin masih 

dilakukan oleh SKPD terkait. PTSP ini terkesan 

menambah simpul dalam alur proses perizinan.  

2) Solusi 

a) Pengalihan loket ke PTSP 

b) Pelimpahan kewenangan ke PTSP 

17. Urusan Kebudayaan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Kebudayaan pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp341.212.008.099,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp281.894.165.843,00 atau 82,62% 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Kebudayaan antara lain:  

1) Program pengelolaan keragaman budaya 

a) Terlaksananya pergelaran Kesenian Terpilih yang diikuti 

279 group kesenian 

b) Terlaksananya Penyelenggaraan Jakarta Binalle yang 

diikuti oleh 13 komunitas (300 orang) dan dikunjungi 

10.000 selama 1 bulan pameran, 682 kali pergelaran 

130 sanggar/2.600 Seniman Pelaku 7.500 penonton 
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c) Terlaksananya pagelaran seni di ruang publik yang 

diikuti oleh 13 komunitas (300 orang) dan dikunjungi 

10.000 pengunjung selama 1 bulan pameran. 682 kali 

pergelaran/130 sanggar/2.600 seniman pelaku/7.500 

penonton. 

d) Dukungan Pelaksanaan Sea Games XXVI/2011 

e) Terselenggaranya Lokakarya Manajemen Seni 

Pertunjukan Bagi Kelompok Kesenian yang diikuti oleh 

125 peserta 

f) Terlaksananya Pesta Seni Pelajar (PSP) Tingkat 

Provinsi DKI Jakarta yang diikuti oleh 125 group/sekolah. 

g) Terselenggaranya Lomba Perkusi Betawi, Nasyid, 

Marawis dan Qassidah Tingkat Provinsi DKI Jakarta 

yang diikuti oleh 50 group 

h) Terlaksananya partisipasi pada Festival Seni 

Pertunjukan Tingkat Nasional yang diikuti oleh 38 orang 

i) Terselenggaranya Jakarta International Literary Festival 

(Jilfest) yang diikuti oleh 158 pembicara/300 peserta 

workshop pementasan puisi, cerpen dan musikalisasi 

puisi. 

j) Terselenggaranya Jakarta Berlin Art Festival, yang diikuti 

oleh 64 orang 

k) Terlaksananya Audisi dan Pengiriman Tim Gita Bahana 

Nusantara Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 180 orang 

pelajar 

l) Terlaksananya Revitalisasi Kebudayaan Betawi 

2) Program pengelolaan kekayaan budaya 

a) Terlaksananya Pengawasan Pelestarian Bangunan 

Cagar Budaya Kelas A di Provinsi DKI Jakarta, 

Lingkungan Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya 

Hasil Konservasi Fisik,  Pengawasan Pengendalian 

Benda Cagar Budaya Bergerak (BCBB)  
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b) Terlaksananya Pelayanan Pelestarian dan Lingkungan 

Cagar Budaya seperti konservasi bangunan Museum 

Seni Rupa, Museum Wayang, pembuatan Tata Pamer 

Museum Wayang (kegiatan tahunan)  

c) Terlaksananya Pemeliharaan ME Gedung Teater 

Jakarta 

d) Terlaksananya Audit instalasi kelistrikan dan 

perencanaan pada gedung badan pengelola PKJ-TIM 

3) Program pengembangan nilai budaya 

a) Terlaksananya Pembuatan Kurikulum dan Silabus Diklat 

Seni dan budaya 

b) Terlaksananya pembuatan buku pesona kuliner Betawi 

sebanyak 3.000 eksemplar 

c) Workshop Optimalisasi Silat Tradisional Betawi yang 

diikuti oleh 30 orang 

d) Terlaksananya pameran batik warisan budaya dunia dan 

pameran mengenang karya batik Iwan Tirta 

e) Terlaksananya Pameran Untaian Wastra Asia Tenggara 

(Pada Acara ASEAN SUMMIT di Bali) 

f) Terlaksananya festival seni dan budaya Betawi yang 

diikuti oleh 125 group/ 12500 orang 

4) Program Peningkatan Sarana  Prasarana Kebudayaan 

a) Terlaksananya Konservasi Bangunan eks Kodim 0505 

Jakarta Timur  

b) Terlaksananya Pembangunan Perkampungan Budaya 

Betawi di Situ Babakan 

c) Pembangunan Pusat Kebudayaan Betawi di eks Kodim 

Jakarta Timur 

d) Terlaksananya Konservasi Gedung Kesenian Jakarta 

e) Renovasi MAPOMDAM 

f) Terlaksananya Pembebasan tanah di perkampungan 

budaya Betawi Situ Babakan 

g) Terlaksananya Konservasi Fisik Gedung MSRK 
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h) Terlaksananya Rehab Tanggul Pulau Onrust 

i) Terlaksananya Rehab Gedung Balai Latihan Kesenian 

Jakarta Timur 

j) Terlaksananya Pembangunan dan Penataan Prasarana 

Kawasan Pangeran Jayakarta 

k) Terlaksananya Pembebasan Lahan Kawasan Makam 

Pangeran Jayakarta 

l) Terlaksananya pengadaan system pengawasan terpadu 

CCTV di Museum Sejarah, Museum Seni Rupa dan 

Keramik, Musemum Wayang, Museum Bahari, Museum 

Tekstil, Balai Konservasi, Monas dan Graha Wisata TMII 

c. Permasalahan dan Solusi 

a) Permasalahan 

a) Masih terdapat fasilitas budaya yang perlu ditingkatkan 

melalui kegiatan rehabilitasi gedung-gedung pertunjukan 

seni budaya dan konservasi terhadap Bangunan 

museum-museum Daerah Provinsi DKI Jakarta. 

b) Perlu upaya yang terus dilakukan terhadap seni budaya 

betawi agar memiliki kesetaraan terhadap keberadaan 

kesenian daerah lainnya, melalui upaya penggalian, 

pendokumentasian dan pengembangan. Sedangkan 

untuk kesenian daerah lain yang tumbuh berkembang di 

Provinsi DKI Jakarta agar supaya lebih diberikan 

kesempatan untuk berkembang seluas-luasnya agar 

supaya menyemarakkan keberadan Jakarta sebagai 

objek wisata budaya. Melalui penyelenggaraan event-

event seni budaya daerah di Provinsi DKI Jakarta. 

c) Kualitas pelayanan dan pengunjung museum perlu 

ditingkatkan. 

d) Perlunya pembinaan yang baik terhadap sanggar-

sanggar seni budaya. 

e) Pemanfaatan berbagai gedung bersejarah sebagai 

kawasan dan pusat kebudayaan belum optimal.  
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f) Peningkatan standar kompetensi para pelaku seni 

budaya tingkat dasar dan madya harus dapat 

ditingkatkan.  

g) Kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan    kekayaan budaya perlu dioptimalkan 

atau ditingkatkan. 

h) Belum optimalnya upaya untuk meningkatkan apresiasi 

masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya.  

i) Sumber daya di bidang kebudayaan, baik dari sisi 

kualitas maupun kuantitas masih terbatas. 

j) Belum dimanfaatkannya potensi budaya sebagai salah 

satu potensi industri kreatif kota 

b) Solusi 

a) Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, 

pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya 

agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai 

sarana edukasi melalui perlindungan, pengembangan, 

dan pemanfaatan peninggalan bersejarah dan cagar 

budaya serta  pengembangan permuseuman termasuk 

pengelolaan museum daerah sebagai sarana edukasi, 

rekreasi, serta pemahaman kekayaan budaya daerah. 

b) Meningkatkan apresiasi seni masyarakat terhadap 

berbagai bentuk nilai dan keragaman melalui 

penyediaan fasilitas dan pembinaan seni budaya yang 

terkelola dengan baik, melalui kelembagaan pendidikan 

dan sanggar-sanggar yang ada di masyarakat, dengan 

agenda yang terjadwal secara reguler serta memfasilitasi 

berbagai aktivitas komunitas seni budaya.  

c) Meningkatkan kapasitas sumber daya seni dan 

kebudayaan, pengembangan kompetensi dan 

profesionalisme sumber daya manusia kebudayaan; 

peningkatan persahabatan antardaerah dan antarbangsa 

yang didukung oleh pengembangan diplomasi 
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kebudayaan, promosi kebudayaan, dan pertukaran 

kebudayaan; peningkatan kualitas informasi dan basis 

data kebudayaan; dan pengembangan kemitraan antar 

pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah. 

d) Mengembangkan kawasan budaya sebagai bentuk 

pengembangan nilai budaya dan ekonomi kreatif 

berbasis budaya. 

e)   Seminar, Lokakarya, Temu Wicara dan Kongres 

Budaya Betawi 

f)   Penyelenggaraan festival seni budaya daerah. 

g)   Kerjasama bidang seni budaya antar anggota Mitra 

Praja Utama     (MPU) 

18. Urusan Olahraga dan Pemuda 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Olahraga dan Pemuda pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp460.363.622.437,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp372.367.579.050,00 atau 

80,89%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Olahraga dan Pemuda antara lain:  

1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 

a) Terselenggaranya pembinaan prestasi 43 cabang 

olahraga pada tahun 2011 

b) Terselenggaranya pemassalan 9 kegiatan olahraga 

pada tahun 2011 

c) Terselenggaranya pengiriman atlet pada 3 event 

olahraga tingkat Internasional dan 3 event olahraga 

tingkat nasional pada tahun 2011 

d) Terselenggaranya pelaksanaan 5 event olahraga 

tingkat Internasional di Jakarta pada tahun 2011 
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2) Program pembinaan peran serta masyarakat terhadap 

pemuda 

a) Terbinanya 100 organisasi kepemudaan di Provinsi 

DKI Jakarta pada tahun 2011 

b) Terpilihnya 2 orang putra putri utusan DKI Jakarta 

sebagai paskibraka tingkat nasional pada tahun 2011 

c) Terpilihnya pemuda DKI Jakarta sebagai juara II 

bidang kebaharian dan juara harapan 1 bidang 

teknologi tepat guna, seni dan budaya pada pemilihan 

Pemuda Pelopor tingkat Nasional tahun 2011 

d) Terpilihnya 30 Kelompok Usaha Pemuda Produktif 

sebagai perintis dan pengembang usaha pemuda 

kreatif di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi dan 

Kabupaten Kepulauan Seribu  

3) Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda 

olahraga 

a) Terselenggaranya rehabilitasi 3 prasarana olahraga 

dan pemuda milik Pemda DKI pada tahun 2011 

b) Terselesaikannya pembangunan/rehabilitasi total 4 

prasarana olahraga dan pemuda milik Pemda DKI 

pada tahun 2011 

c) Terselesaikannya DED Gelanggang Remaja 

Kecamatan Cengkareng dan Gelanggang Olahraga 

Gelora Ragunan. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan olah raga dan pemuda antara lain: 

1. Tercapainya prestasi pada event olahraga dan pemuda: 

1) Juara I Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional 

(POMNAS) XII/2012 di Batam, Kepulauan Riau 

2) Juara III Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) 

XI/2012 di Pekanbaru, Provinsi Riau 

3) Juara III Enjoy Jakarta Basket Ball Tournament  2011 
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4) Juara I, II Ganda Putri dan Juara II Tunggal Putri 

kelompok 12 tahun Tenis Piala Thamrin 

5) Juara I, III Tunggal Putra dan Juara III Tunggal Putri 

kelompok 14 tahun Tenis Piala Thamrin 

6) Juara I Tunggal Putra dan Putri kelompok 16 tahun 

Tenis Piala Thamrin 

7) Juara II Tunggal Putri dan Juara III Ganda Putra 

kelompok umum Tenis Piala Thamrin 

8) Juara I Tim Putri Polo Air Betawi Cup 

9) Juara III Putra Polo Air Betawi Cup 

10) Juara I, III Beregu Putri dan Juara II Beregu Putra 

Jakarta World Junior Golf Championship 

11) Memperoleh 3 medali emas, 2 medali perak dan 3 

medali perunggu pada Special Olympics World 

Summer Games (SOWG) ke 13 di Athena, Yunani   

12) Juara II ASEAN Paragames Tahun 2011 di Solo Jawa 

Tengah (19 Atlet asal DKI Jakarta dengan perolehan 

medali 19 emas, 16 perak dan 11 perunggu)   

13) 8 Besar The 3rd Badminton Championship Deaf Korea 

Selatan.  

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran penetapan 

sebesar Rp47.754.552.148,00 dan setelah proses perubahan 

menjadi sebesar Rp71.154.097.089,00 serta telah 

direalisasikan sebesar Rp62.215.901.981,00 atau 87,44%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri antara lain:  

1) Program pengembangan wawasan kebangsaan 
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a) Terlaksananya Kegiatan Dialog Interaktif Tentang 

Wawasan Kebangsaan sebanyak 2 angkatan 

b) Terlaksananya pemberian izin rekomendasi dan 

pengawasan lapangan terhadap artis asing di DKI 

Jakarta 

c) Terlaksananya kegiatan Sarasehan Pengenalan Sejak 

dini tentang Nilai-nilai Wasbang sebanyak 2 angkatan 

d) Terlaksannya kegiatan peningkatan peranan 

pembauran bagi siswa SLTA dalam rangka 

memperkokoh persatuan dan kesatuan sebanyak 2 

angkatan 

e) Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman 

nilai-nilai pembauran bagi tokoh etnis sebanyak 2 

angkatan 

f) Terlaksananya  kegiatan peningkatan peranan 

pengurus tempat ibadat dalam rangka memantapkan 

kerukunan hidup umat bergama sebanyak 2 angkatan 

g) Terlaksannya kegiatan peningkatan peranan tokoh 

agama dalam memperkuat kerukunan hidup umat 

beragama sebanyak 2 angkatan 

h) Terlaksananya kegiatan pemantapan ketahanan 

nasional dalam perspektif pertahanan negara bagi 

generasi muda sebanyak 2 angkatan 

i) Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai bela negara 

bagi anggota pramuka sebanyak 2 angkatan 

j) Terlaksananya Forum silahturahmi tokoh masyarakat, 

pengurus organisasi agama, pengurus organisai 

suku/etnis dengan pimpinan daerah Provinsi DKI 

Jakarta sebanyak 6 angkatan 

k) Terlaksananya kegiatan Pemahaman dasar nilai 

kerukunan umat beragama bagi siswa SLTA Prov DKI 

Jakarta 
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l) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kerukunan 

suku/etnis di daerah rawan konflik 

m) Terlaksananya kegiatan Peningkatan harmonisasi dan 

kerukunan antar umat beragama bagi generasi muda 

lintas agama 

n) Terlaksananya kegiatan sosialisasi modul wawasan 

kebangsaan bagi guru SLTA Provinsi DKI Jakarta 

o) Terlaksananya kegiatan peningkatan peranan tokoh 

suku dan etnis dalam rangka memperkokoh persatuan 

dan kesatuan bangsa 

p) Terlaksananya kegiatan peningkatan semangat bela 

negara dan cinta tanah air bagi pelajar 

q) Terlaksananya kegiatan peranan generasi muda, suku 

dan etnis dalam rangka memperkuat NKRI 

r) Terlaksananya kegiatan peningkatan wawasan 

kebangsaan bagi generasi muda dalam rangka 

memperkokoh NKRI 

2) Program pencegahan dan penanggulangan konflik  

a) Terlaksananya kegiatan pembinaan Generasi muda 

dalam menciptakan situasi kondusif sebanyak 2 

angkatan 

b) Terlaksananya kegiatan pemantauan Ipoleksosbud 

c) Terlaksananya Efektifitas dan Pelaksanaan Komunitas 

Intelijen Daerah (KOMINDA) 

d) Terlaksananya Operasionalisasi FKDM 

e) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemahaman 

terhadap potensi konflik dan kerawanan sosial 

f) Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahman 

sistem diteksi dini 

g) Terlaksananya kegiatan Peningkatan pemahman 

tentang ancaman aksi teroris sebanyak 2 angkatan 
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h) Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman ttg 

kerawanan ideologi yang berdampak terhadap 

stabilitias politik di DKI Jakarta sebanyak 2 angkatan 

i) Terlaksananya kegiatan revitalisasi ideologi bangsa 

dalam menghadapi perubahan 

j) Terlaksananya kegiatanKewaspadaan Dini Masyarakat 

terhadap bahaya terorisme di Prov DKI Jakarta 

sebanyak 15 angkatan 

k) Terlaksananya kegiatan Pemetaan Kerawanan Sosial 

di DKI Jakarta 

l) Terlaksananya kegiatan Dialog Publik Gubernur 

dengan Masyarakat miskin dalam rangka antitisipasi 

dini gejala sosial 

m) Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pemahaman 

Pancasila dalam membangun karakter bangsa bagi 

generasi muda 

n) Terlaksananya kegiatan Peningkatan deteksi dini bagi 

pengurus serikat pekerja di DKI Jakarta 

3) Program pendidikan politik masyarakat  

a) Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai 

demokrasi dan etika politik bagi kalangan ormas 

sebanyak 3 angkatan 

b) Terlaksananya kegiatan aktualisasi pengembangan 

demokrasi pancasila bagi komponen masyarakat 

c) Terlaksananya kegiatan forum silahturahmi LSM 

dengan Pimpinan Daerah  

d) Terlaksananya forum silahturahmi Parpol dengan 

Pimpinan Daerah 

e) Terselenggaranya sosialisasi Peraturan Pemilu Kada 

Tahun 2012 bagi Komponen Masyarakat sebanyak 5 

angkatan 

f) Terlaksannya kegiatan peningkatan kesadaran etika 

dan moral politik sebanyak 2 angkatan 
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g) Terlaksannya kegiatan peningkatan implementasi nilai-

nilai HAM bagi guru-guru SLTA sebanyak 2 angkatan 

h) Terlaksannya sosialisasi HAM bagi pelajar SLTA di 

Provinsi DKI Jakarta 

i) Terlaksananya peningkatan pendidikan politik 

perempuan menjelang pemilu kada 2012 sebanyak 2 

angkatan 

j) Terlaksannya kegiatan Sosialisasi pada hubungan 

lembaga dibidang hubungan eksekutif dan legislatif 

sebanyak 2 angkatan 

c. Permasalahan dan Solusi  

1) Permasalahan/ Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: 

a) Kurang memadainya jumlah sumber daya manusia 

dalam rangka mendukung upaya pembangunan di 

Bidang Persatuan dan Kesatuan bangsa di Provinsi 

DKI Jakarta. 

b) Belum mantapnya koordinasi instansi terkait dengan 

potensi potensi masyarakat. 

2)  Solusi yang disarankan dalam memecahkan 

permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: 

a) Peningkatan Sumber Daya Manusia baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif pada Badan Kesatuan 

Bangsa yang dapat mendukung upaya dan langkah 

pembangunan persatuan dan kesatuan bangsa serta 

politik di Provinsi DKI Jakarta. 

b) Perlu meningkatkan koordinasi pembangunan yang 

dilaksanakan pada berbagai instansi terkait khususnya 

pembangunan berdimensi persatuan dan kesatuan 

bangsa serta politik sehingga dapat mengurangi 

ketidaksesuaian nama kegiatan yang diberikan. 
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20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan Persandian pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp6.789.530.170.590,38 dan 

serta telah direalisasikan sebesar Rp5.696.923.054.728,00 

atau 83,91%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

antara lain:  

1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan 

Kota/Kabupaten Administrasi 

a) Terlaksananya Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Administrasi Jakarta Pusat 

b) Terlaksananya Pekan panutan pembayaran Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) di Kota/Kabupaten Administrasi 

c) Koordinasi, monitoring dan evaluasi program bangun 

praja. 

2) Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan 

Kota/Kabupaten Administrasi 

Terbentuknya Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) di 

Provinsi DKI Jakarta 

3) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan 

Kecamatan 

a) Terlaksananya kegiatan operasional kecamatan 

b) Terlaksananya kegiatan Kecamatan terhadap 13 

kewenangan yang dimiliki  



 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun  2011  Bab II hal   112 

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan 

Kelurahan 

a) Terlaksananya kegiatan operasional kelurahan 

b) Terselenggaranya kegiatan dalam rangka implementasi 

3 (tiga) kewenangan kelurahan yaitu kebersihan, 

kesehatan masyarakat serta ketentraman dan ketertiban 

umum. 

c) Terselenggaranya operasional kelembagaan masyarakat 

(RT, RW dan LMK) 

5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

a) Terselenggaranya workshop reformasi birokrasi yang 

diikuti oleh 300 pegawai yang terdiri dari para camat, 

lurah, pejabat eselon III dan IV 

b) Tercapainya 3 jenis layanan berbasis web yaitu 

pemutakhiran data kepegawaian, informasi kepegawaian 

dan monitoring kehadiran penilaian kinerja. 

c) Terselenggaranya uji kompetensi bagi 709 orang yang 

terdiri dari pejabat dan pegawai 

6) Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai 

a) Diterbitkannya Revisi Pergub Nomor 38 Tahun 2011 

sebagai perubahan dari Pergub Nomor 41 Tahun 2010 

tentang Tunjangan Kinerja Daerah 

b) Terbentuknya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI 

Provinsi DKI Jakarta 

7) Program Pendidikan dan Pelatihan 

a) Terselanggaranya Diklat Prajabatan bagi  7.180 orang 

CPNS 

b) Terselenggaranya Diklatpim tingkat IV dan III bagi 130 

orang pegawai 

c) Terlaksananya program tugas belajar jenjang pendidikan 

D3, S1 dan S2 (dalam dan luar negeri) sebanyak 98 

orang 
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d) Terlaksananya diklat pengelolaan barang daerah 

e) Terlaksananya diklat dan ujian sertifikasi pengadaan 

barang dan jasa  

f) Terlaksananya diklat pengelolaan dan pelaporan 

keuangan daerah 

8) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

a) Terlaksananya evaluasi kelembagaan berdasarkan 

Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah 

b) Tersusunnya satu laporan naskah akademis Usulan 

Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah 

c) Tersusunnya raperda tentang Perubahan Perda Nomor 

10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

d) Terbitnya Peraturan Gubernur nomor 74 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu pada Kota Administrasi  

e) Terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2011 

tentang Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kota 

Administrasi 

f) Terlaksananya sosialisasi Pedoman Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu di Kota Administrasi. 

9) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 

a) Terlaksananya pembinaan Keluarga Sadar Hukum 

(Kadarkum) untuk Organisasi Wanita dan Karang Taruna 

serta penyuluhan hukum terpadu bagi aparat dengan 

jumlah keseluruhan 550 peserta. 

b) Terlaksananya pertemuan berkala Jaringan 

Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi 250 anggota. 

10) Program Pelayanan dan Bantuan Hukum, 

a) Terlaksananya pengurusan 82 perkara perdata dan TUN 
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b) Terselesaikannya 349 masalah sengketa pertanahan di 

Provinsi DKI Jakarta 

11) Program peningkatan pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, 

a) Tersusunnya 418 LHP tepat waktu  

b) Tersusunnya 20 laporan periodik hasil monitoring dan 

status penyelesaian TLHP BPK-RI dan satu laporan 

APIPP 

c) Tersusunnya laporan periodik hasil monitoring dan 

status penyelesaian TLHP APIP sebanyak 2 (dua) 

laporan. 

d) Tersusunnya laporan hasil review keuangan pemerintah 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010   

12) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan 

rakyat daerah,  

a) Terselesaikannya pembahasan 8 Peraturan Daerah  

b) Terlaksananya kegiatan pembahasan panitia khusus dan 

kepanitiaan dewan yaitu sebanyak 10 pansus  

c) Terselesaikannya penerimaan delegasi masyarakat 

sebanyak 24 kali   

13) Program Keprotokolan Daerah 

a) Terlaksananya kegiatan keprotokolan pimpinan daerah 

sebanyak 2.450 acara 

b) Terlaksananya jamuan resmi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sebanyak 612 jamuan 

14) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 

a) Terfasilitasinya penyelenggaraan olahraga dan 

kebudayaan program sister city 

b) Keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 

UCLG ASPAC, UCLG World, ANMC 21 dan C 40 Tahun 

2011 
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c) Partisipasi Jakarta pada event-event yang 

diselenggarakan oleh kota-kota sister city 

d) Terlaksananya fasilitasi kerjasama FKD-MPU sebanyak 

5 SKB 

e) Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan 

Lembaga/Badan ( 7 PKS/ Naskah Perjanjian Kerja 

Sama) 

15) Program pelayanan kerumahtanggaan dan persandian 

Terlaksananya pelatihan MFD dan komunikasi bagi 

anggota satpamdal 

a) Terlaksananya pembangunan sistem penemuan kembali 

naskah Dinas in Aktif/ Arsip dengan menggunakan 

perangkat elektronik 

b) Terlaksananya penyusunan Sistem Informasi 

Manajemen (SIM) Tata Naskah Dinas 

c) Terlaksananya renovasi lantai 5 Blok G Balaikota DKI 

Jakarta untuk Ruang Kerja Deputi dan Asisten Deputi 

Gubernur 

16) Program peningkatan kinerja ketentraman dan 

ketertiban umum,  

a) Terlaksananya  pelayanan perizinan UUG sebanyak 

2.973 izin baru.  

b) Terlaksananya pengawasan dan penertiban PMKS, PK-

5 dan PSK di Jalan Protokol pada 6 (enam) titik sasaran 

yaitu Jl. Sisingamangaraja , Jl. Jend. Sudirman, Jl. M.H. 

Thamrin, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. Hayam Wuruk 

dan Jl. Gajah Mada. 

c) Terlaksananya penertiban bangunan liar di bantaran kali, 

jalur saluran dan kawasan prioritas pada 1.504 

bangunan liar.  Terdapat peningkatan jumlah bangunan 

liar yang ditertibkan jika dibandingkan Tahun 2010 yakni 

sebanyak 1.257 bangunan liar 
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d) Terlaksananya Diklat Polisi Pamong Praja tingkat dasar 

bagi 225 orang  

e) Terlaksananya lomba Siskamling yang diikuti oleh 43 

kelompok. 

f) Terlaksananya Pemolisian Masyarakat tingkat RW bagi 

4.775 orang/ 124 RW. Adapun jumlah  peserta yang ikut 

serta dalam kegiatan ini mengalami peningkatan jika 

dibandingkan Tahun 2010 yang diikuti oleh 1.715 orang. 

17) Program peningkatan pengelolaan bahaya kebakaran,  

a) Terlaksananya Sosialisasi Modul Sistem Ketahanan 

Kebakaran Lingkungan (SKKL) di 5 wilayah kota dan 1 

kabupaten Kepulauan Seribu 

b) Terlaksananya pemeriksaan sewaktu-waktu secara 

berkala kepada 233 bangunan gedung tinggi 

c) Terlaksananya pengadaan mobil pompa sebayak 27 unit 

yang terdiri dari: 

-  Mobil pompa berat (heavy duty) high pressure 

sebanyak 20 unit 

-  Mobil pompa sedang (medium duty) medium 

pressure sebanyak 5 unit 

-  Pengadaan mobil pemadam kebakaran pompa kecil 

(kapasitas 2000-3000 liter) 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada  urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, 

administrasi  keuangan daerah, perangkat daerah, 

kepegawaian dan  persandian antara lain: 

1. Tersusunnya konsep kelembagaan pelayanan terpadu satu 

pintu (PTSP) di tingkat kota administrasi 

2. Dipertahankannya response time pemadam kebakaran 15 

menit 

3. Diterapkannya sistem remunerasi TKD 

 



 
Catatan atas Laporan Keuangan Tahun  2011  Bab II hal   117 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan yang dihadapi dalam urusan Otonomi 

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan 

Persandian : 

Terkait kegiatan reformasi birokrasi di Pemrov DKI Jakarta 

terdapat kendala dalam hal pemenuhan kebutuhan aparatur. 

Target jumlah CPNS yang diseleksi melalui e-rekrutmen 

pegawai sebanyak 3000 orang tidak dapat tercapai karena 

ada kebijakan Pemerintah Pusat mengenai moratorium PNS 

yakni Peraturan Bersama Menteri PAN dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 02/ SPB/M.PAN-RB/8/2011; Menteri Dalam 

Negeri No 800-632 Tahun 2011 dan Menteri Keuangan 

Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara 

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 

2) Solusi yang telah dilakukan: 

Terkait pemenuhan kebutuhan aparatur yang masih 

terkendala di Tahun 2011 maka Badan Kepegawaian 

Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap berupaya 

mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pengadaan CPNS 

di lingkungan Pemprov. DKI Jakarta pada TA. 2012   

21. Urusan Ketahanan Pangan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp30.371.408.757,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp24.485.337.449,00 atau 80,62% 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

ketahanan pangan antara lain : 

1) Program pengamanan sembilan bahan pokok (sembako) 

a) Terlaksana pasar murah ramadhan dan menjelang Idul 

Fitri sebanyak 30 ton  
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b) Terlaksana pemantauan harga pangan 

c) Terlaksana penyusunan pola pangan harapan dan neraca 

bahan makanan tahun Tahun 2011 

d) Terlaksana temu usaha kemitraan 2 kali 

2) Program pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan 

pangan 

a) Terlaksana pemberdayaan masyarakat rawan pangan 

sebanyak 80 kk rawan pangan dan 40 kk gizi kurang 

b) Terlaksana pemberdayaan dan pembinaan masyarakat 

ketahanan pangan dan hatinya PKK sebanyak 60 orang 

3) Program peningkatan sarana dan prasarana ketahanan 

pangan 

a) Terlaksana pembangunan gedung alsintal seluas 200 m 

dan perencanaan pembangunan gedung terpadu/serba 

guna klender 3 lantai 

b) Terlaksana koordinasi dan operasional pupuk dan 

pestisida di 4 wilayah DKI Jakarta dan terlaksananya 

bimbingan dan pelatihan pupuk dan pestisida sebanyak 2 

angkatan 

4) Program pelaksanaan SPM lain urusan Ketahanan 

Pangan,  

Terlaksana gerakan gemar bertanam dan makan sayur bagi 

anggota PKK Provinsi DKI Jakarta sebanyak 100 orang dan 

diberi paket mini hidroponik 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan ketahanan pangan antara lain : 

1. Terinformasinya harga kebutuhan pokok masyarakat 

2. Tersedianya kebutuhan pokok masyarakat berupa : 

a. Pasokan beras  855.936 ton 

b. Sayur-mayur 423.036 ton 

c. Buah-buahan 301.845 ton 

d. Umbi-umbian 4.968 ton 
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e. Pasokan daging sapi 60.000 ton 

f. Pasokan daging ayam 800.000 ekor/hari 

g. Pasokan telur 401.500 ton 

h. Pasokan ikan 159.861,52 ton 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

Supply produk hasil pertanian berasal dari luar Jakarta. 

2) Solusi 

Melakukan kerjasama dengan daerah produsen.                        

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran kepada 7 

SKPD/UKPD sebesar Rp143.106.160.661,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp135.120.530.448,00 atau 94,42%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan\ 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain:  

1) Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, 

kelembagaan dan regulasi Pemberdayaan Masyarakat 

a) Terlaksananya Rapat Koordinasi TKPK di Tingkat 

Provinsi bagi 125 SKPD dan pemangku kepentingan 

dan Rakortek TKPK di 5 kota dan 1 kabupaten. 

b) Terlaksananya peningkatan monitoring dan evaluasi 

kegiatan program penanggulangan kemiskinan di 5 

kota dan 1 kabupaten  

2) Program peningkatan keberdayaan masyarakat 

kelurahan,   

a) Terlaksananya Pengembangan Posyantek 

Percontohan sebanyak 38 Posyantek se DKI Jakarta. 

b) Terlaksananya Kerjasama Kajian Pengembangan TTG 

sebanyak 4 Lembaga/Pendidikan. 
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c) Terlaksananya keikutsertaan dalam rangka 

Gelar/Pameran TTG di Kendari – Sulawesi Tenggara. 

d) Terlaksananya Pendampingan Kader Pemberdayaan 

Masyarakat sebanyak 202 Kader. 

e) Terselenggaranya TOT TTG bagi Kader Posyantek 

sebanyak 150 Kader. 

f) Terlaksananya Integrasi Perencanaan Partisipatif 

kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial PPMK 

dengan PNPM Mandiri Perkotaan. 

g) Terlaksananya Asistensi Penyelesaian Permasalahan 

Keuangan PPMK kepada 267 Kelurahan, dengan 

restrukturisasi Satgas Kelurahan setelah berakhirnya 

masa bhakti Dewan Kelurahan berdasarkan SK Lurah 

masing-masing. 

h) Tersusunnya model Pendampingan Bina Fisik 

Lingkungan dan Bina Sosial PPMK. 

i) Terlaksananya kegiatan dan diketahuinya 

perkembangan kegiatan Bina Fisik Lingkungan dan 

Bina Sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

j) Terlaksananya kegiatan evaluasi dan Pelaporan PPMK 

Bina Fisik Lingkungan dan Bina Sosial.  

k) Terpilihnya 6 kelurahan terbaik, dan juara I (satu) 

Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran Kota 

Administrasi Jakarta Selatan. 

l) Terfasilitasinya 267 kelurahan yang mendapatkan 

bantuan hibah bina fisik lingkungan dan bina sosial 

PPMK. 

m) Terfasilitasinya 264 kelurahan yang mendapatkan 

bantuan hibah DDUB PNPM Mandiri Perkotaan. 

n) Terlaksananya bulan bakti gotong royong masyarakat 

di 267 kelurahan 

o) Terlaksananya Optimalisasi Peran RW dalam 

Penataan Pemukiman Kumuh terhadap 50 RW kumuh.  
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p) Terlaksananya Penyusunan Action Plan 

Penanggulangan Kemiskinan  

q) Terlaksananya Rakor Penanggulangan Masalah di 

daerah rawan konflik dari 5 kota  

3) Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun kelurahan 

a) Terfasilitasinya perencanaan pembangunan partisipatif 

masyarakat kelurahan dalam mendukung Musrenbang 

kepada 267 Kelurahan. 

b) Terintegrasinya Perencanaan partisipatif PPMK Bina 

FisikLingkungan dan Bina Sosial dengan PNPM 

Mandiri Perkotaan sebanyak  534 orang. 

c) Terlaksananya Pelatihan perencanaan partisipatif 

pembangunan masyarakat kelurahan (P3MK) 

sebanyak 100 orang 

d) Terlaksananya Pemaduan Program adat dan sosial 

budaya masyarakat. 

e) Terfasilitasinya RT/RW dalam pelaksanaan 

Musrenbang sebanyak 616 RT/RW. 

4) Program pembangunan sarana dan prasarana 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) 

a) Terlaksanakannya Bimtek Lumbung Pangan Kelurahan 

bagi 350 orang 

b) Terlaksanakannya penyusunan draft Revitalisasi LPK 

dan penyusunan panduan penanggulangan kemiskinan 

bagi anggota TKPK 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa antara lain: 

1. Bertambahnya jumlah Posyantek yang berfungsi dari 20 

Posyantek pada Tahun 2010 menjadi 38 Posyantek 

Percontohan pada Tahun 2011. 
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2. Kerjasama Kajian Pengembangan TTG Tahun 2010 

sebanyak 2 MoU dan Tahun 2011 sebanyak 4 MoU yaitu 

Universitas Nasional, Universitas Pancasila, Bengkel TTG 

Posyantek Makasar dan Posyantek Kec.Cempaka Putih. 

3. Bertambahnya Balai Warga yang terbina dari 20 Balai 

Warga pada Tahun 2010 untuk Tahun 2011 tetap sebanyak 

20 Balai Warga, karena kegiatan tahun 2011 tidak 

dilaksanakan. 

4. Bertambahnya Kader Pemberdayaan Masyarakat dari 1006 

kader pada Tahun 2010 menjadi 1.375 kader pada Tahun 

2011. 

5. Lembaga Masyarakat yang berperan aktif dalam 

pemberdayaan masyarakat sebanyak 267 LMK. 

6. Bertambahnya kader motivator Teknologi Tepat Guna 

(TTG) yang berperan aktif dari 220 Kader menjadi 300 

Kader Tahun 2011. 

7. Tersedianya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta 

dalam Pemberdayaan Masyarakat yaitu : 

a) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 77  

Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan.  

b) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 

Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui 

Pengelolaan Teknologi Tepat Guna. 

c) Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

1033/2011 tentang Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat 

Provinsi Tahun 2011. 

8. Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2011 berupa 

diterimanya Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI 

kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai Juara II Penilaian 

TTG 

9. Penghargaan/Hasil Lomba Tk.Nasional Tahun 2011 berupa 

diterimanya Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI 
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kepada Provinsi DKI Jakarta sebagai Juara II Penilaian 

TTG 

23. Urusan Kearsipan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Kearsipan pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp30.641.511.803,00 sedangkan 

realisasinya sebesar Rp22.715.051.137,00 atau 74,13%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Kearsipan antara lain: 

1) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip 

Daerah  

a) Tersedianya lemari simpan arsip berpengaman (dengan 

akses kontrol) sebanyak 3 unit, yang terdiri dari 168 

lemari/bays, 1.008 kompartemen, dengan daya tampung 

mencapai 6.048 box arsip. 

b) Terlaksananya Rehab Total Eks. Gedung Kantor 

Perpustakaan Umum Jakarta Utara menjadi 

Perpustakaan Kecamatan Percontohan dan Depo Arsip 

Transit, yang berlokasi di Jl. Gereja Tugu Semper – 

Jakarta Utara. 

2) Program Peningkatan pelayanan arsip daerah 

a) Terlaksananya penyusutan arsip di 15 (lima belas) 

SKPD 

b) Tercapainya penyelamatan dan penggunaan 

arsip/dokumen yang bernilai guna dari 15 SKPD 

c) Terakuisinya arsip penting daerah dari 15 SKPD 

d) Terlaksananya liputan peristiwa daerah yang 

penting/fenomenal sebanyak 185 liputan/rekaman 

3) Program Penyelamatan Arsip Daerah 

a) Meningkatnya kualitas tenaga SDM dalam rangka 

penyelamatan arsip dengan dilakukannya penilaian 
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angka kredit jabatan fungsional Arsiparis sebanyak 28 

orang 

b) Meningkatnya kemampuan 92 orang pengelola 

kerasipan di SKPD / UKPD dalam mengelola dan 

menyelematkan arsip yang dilaksanakan melalui 

kegiatan Workshop dan Bimbingan Teknis Kearsipan 

4) Program peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan,  

Bertambahnya sarana dan prasara penunjang layanan 

kearsipan berupa : 

a) 3 unit Dehumadifier 

b) 8 unit alat pengukur/penetralisir kelembaban udara. 

c) 38 buah rak arsip 

d) 12 unit lemari arsip peta gambar 

5) Program pelaksanaan SPM lain urusan Kearsipan,  

a) Tersedianya sarana penunjang layanan kearsipan yang 

terdiri dari 35.825 buah map arsip, 35 jenis ATK dan 10 

jenis cetakan khusus; 

b) Meningkatnya kenyamanan Gedung Arsip Jayakarta 

dengan dilakukannya pemeliharaan gedung yang 

mencakup jasa kebersihan, pemeliharaan ME, dan jasa 

keamanan 

c) Terpeliharanya sarana kearsipan yang terdiri dari 12 unit 

mobil operasional dan mobil operasional khusus, 2 unit 

motor operasional, 50 unit komputer PC, 20 unit printer, 

20 buah notebook dan 30 unit lemari simpan arsip 

(Kardex) serta 1 set peralatan microfilm 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan kearsipan antara lain: 

1. Pengelolaan kearsipan di Provinsi DKI Jakarta sudah 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang No. 43 

Tahun 2009 tentang Kearsipan 
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2. Terdigitalisasinya arsip penting daerah sebanyak 250.000 

lembar arsip 

24. Urusan Komunikasi dan Informatika   

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp176.977.549.269,00 

serta telah direalisasikan sebesar Rp147.507.258.222,00 atau 

83,35%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Komunikasi dan Informatika antara lain:  

1) Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah 

a) Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui 

jingle/spot di radio sebanyak 5 tema 

b) Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui PSA 

di Televisi sebanyak 3 versi dan 350 spot 

c) Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui jingle 

spot di radio dalam 5 (lima) tema 

d) Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui 

running text di televisi 

e) Terlaksananya kegiatan kebijakan dan program 

Provinsi DKI Jakarta melalui televisi dengan 12 kali 

penayangan 

f) Terlaksananya pemuatan advetorial dan sponsor artikel 

di media cetak selama 12 bulan dengan 18 tema dan 

45 kali pemuatan 

g) Terlaksananya kegiatan TV Magazine Jakarta Untuk 

Semua dengan 5 kali penayangan 

h) Terlaksananya komunikasi publik melalui tatap muka 

sebanyak 6 kali 
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2) Program pengembangan komunikasi informasi dan 

media massa  

a) Terlaksananya pelayanan informasi melalui media 

online Warta DKI www.beritajakarta.com sebanyak 

5.237 berita bahasa Indonesia dan 3.897 berita bahasa 

Inggris 

b) Kunjungan website www.jakarta.go.id  hingga Tahun 

2011 sebanyak 2.804.701 pengunjung  

c) Terlaksananya informasi melalui dialog radio dengan 

34 tema 

d) Terlaksananya kegiatan kontribusi untuk radio 

sebanyak 682 berita 

e) Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan 

website resmi Pemerintah provinsi DKI Jakarta 

3) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 

a) Terlaksananya dukungan teknis operasional Sistem 

Informasi Pajak Kendaraan Bermotor 

b) Terlaksananya e-announcement ke portal pengadaan 

Nasional dengan jumlah 468 SKPD 

c) Telah terbangunnya 2 aplikasi yang dikembangkan 

sesuai RITIK yaitu Sistem Informasi Fixed Asset serta 

E-Procurement Nasional di lingkungan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. Adapun E-Procurement Nasional  

sudah berhasil di uji coba untuk 1.314 paket lelang 

dengan total pagu Rp 2.175.625.736.592,- 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan 

program pada   urusan komunikasi dan informatika, 

antara lain : 

- Beroperasionalnya Sistem Informasi Pengelolaan 

Keuangan Daerah (SIPKD) dan sistem pengadaan 

barang/jasa secara elektronik (e-procurement) 

dalam mendukung penerapan good governance di 

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
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- Meningkatnya pendayagunaan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam mendukung reformasi 

birokrasi dan peningkatan pelayanan SKPD kepada 

masyarakat (samsat PKB, samsat mobile, drive 

thru, gerai pajak, KTP Mobile dan e-procurement). 

- Terlaksananya pemberian ijin jasa perposan dan 

pertelekomunikasian secara tepat waktu sesuai 

standar yang telah ditetapkan. 

- Meningkatnya (hit count) pengakses website 

“beritajakarta.com” dari 2.311.040 (Tahun 2010) 

pengakses menjadi 2.391.997 (Tahun 2011) 

pengakses. 

- Berfungsinya informasi publik daerah Provinsi DKI 

Jakarta dengan terbentuknya 2 (dua) kelembagaan 

informasi publik daerah yaitu Komisi Informasi 

Publik Daerah dan Komisi Penyiaran Indonesia 

Daerah (KPID). 

- Terpeliharanya jaringan komunikasi informatika 

Provinsi DKI Jakarta (intranet/internet) di SKPD/ 

UKPD yang meliputi 44 Kecamatan,  267 

Kelurahan dan 74 SKPD/ UKPD. 

-  Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dan 

keuangan berbasis internet. 

- Berfungsinya sistem monitoring pelaksanaan APBD 

berbasis internet (e-monev) dan dapat diakses 

melalui mobile device (M-Gov).  

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan yang dihadapi dalam urusan 

Komunikasi dan Informatika : 

a) Belum optimalnya kapasitas dan peran kelembagaan 

dalam mengakses, mengintegrasikan dan 

mempublikasikan data/ informasi. 
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b) Belum adanya kesepahaman dalam pengelolaan 

data/informasi dan peningkatan layanan publik yang 

terintegrasi. 

c) Kurangnya SDM yang handal, profesional dan 

berkomitmen tinggi dalam urusan komunikasi, 

informatika dan kehumasan. 

2) Solusi/ saran sebagai usulan langkah perbaikan: 

a) Perlunya peningkatan koordinasi dengan berbagai 

instansi untuk mensinergikan dan mengharmoniskan 

berbagai kebijakan yang terkait dengan urusan 

komunikasi dan informatika. 

b) Perlunya penambahan dan pembinaan terkait SDM 

terhadap komunikasi, informatika dan kehumasan. 

25. Urusan Perpustakaan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Perpustakaan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp122.299.940.780,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp106.217.278.343,00 atau 

86,85%. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Perpustakaan antara lain:  

1) Program pengembangan perpustakaan Jakarta 

a) Tersedianya Gedung Perpustakaan Umum Kota 

Administrasi Jakarta Barat yang baru sebagai upaya 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan 

pelayanan perpustakaan kepada masyarakat. 

b) Tersusunnya DED/Dokumen Perencanaan 

Pembangunan dan Rehab Berat eks. Gedung Arsip 

Jayakarta menjadi Gedung Perpustakaan Provinsi 

DKI Jakarta yang bertaraf Internasional; 
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2) Program pemberdayaan komunitas perpustakaan 

dalam pengelolaan perpustakaan 

a) Bertambahnya bahan perpustakaan (siap layan) 

sebanyak 4.589 judul / 28.206 eksemplar, koleksi 

bahan perpustakaan elektronik dalam bentuk e-book 

sebanyak 507 judul, dan langganan e-journal (10 

subyek) selama 1 tahun, 87 judul / 435 eksemplar 

kamus bahasa, 30 judul / 194 eksemplar buku 

ensiklopedi terbaru, 55 judul dvd ilmu pengetahuan 

dan 206 set koleksi tentang herbarium dan 

insektarium. 

b) Terlaksananya penyediaan alat promosi dan publikasi 

sebanyak 8 jenis untuk 4 kali pameran dan promosi 

BPAD. 

c) Terselenggaranya Pemilihan Abang dan None Buku 

dan Hari Anak Jakarta Membaca yang diikuti oleh 

lebih dari 4.000 anak Jakarta, para pengelola TBM 

dan Lembaga Swadaya Masyarat; 

d) Terjalinnya kerjasama dengan IKANOBU (Ikatan 

Abang dan Nona Buku) dan Forum Taman Bacaan 

se-DKI Jakarta. 

e) Tersosialisasikannya kegiatan BPAD Provinsi DKI 

Jakarta melaui penerbitan Buletin Mantap 

(Memasyarakatkan Arsip dan Perpustakaan) dan 

penayangan di Website www.bpadjakarta.net. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan 

a) Meningkatnya sistem pengelolaan sekaligus 

pengamanan koleksi perpustakaan dengan 

pemasangan RFID System dan pengembangan Sistem 

Informasi Perpustakaan yang telah memenuhi syarat 

pertukaran data koleksi secara Internasional yang 
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diberinama SIPMarc (Sistem Informasi Perpustakaan 

Berbasis IndoMARC); 

b) Meningkatnya sarana computer sebanyak 2 unit server 

untuk layanan penelusuran informasi e-book dan e-

journal yang aksesnya diberikan secara gratis kepada 

masyarakat yang telah menjadi anggota perpustakaan 

umum Provinsi DKI Jakarta. 

c) Bertambahnya 3 unit mobil layanan keliling untuk 

peningkatan jangkauan layanan perpustakaan 

umum.Pusat 

4) Program pelaksanaan SPM lain urusan perpustakaan 

1) Terhimpunnya 11.633 judul dan 12.769 eksemplar 

sebagai hasil pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak 

dan Karya Rekam di Provinsi DKI Jakarta. 

2) Terlaksananya perpanjangan jam layanan 

perpustakaan kepada masyarakat selama 7 Hari dalam 

seminggu selama 52 minggu (1 Tahun) 

3) Terselenggaranya layanan perpustakaan keliling di 40 

Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta 

4) Beroperasionalnya layanan perpustakaan di 

Kepulauan Seribu 

5) Tersusunnya Pergub No. 73 tahun 2011 tentang 

Layanan Perpustakaan. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan perpustakaan antara lain: 

1. Sampai saat ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 

memiliki 2 Gedung Perpustakaan Kabupaten/Kota yang 

telah sesuai standar nasional perpustakaan (SNp), yaitu 

Pepustakaan Umum Jakarta Utara dan Jakarta Barat. 

2. Bertambahnya jumlah pengunjung perpustakaan dari 

604.245 orang tahun 2010, menjadi 673.733 orang pada 

tahun 2011 atau meningkat 11,5%. 
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3. Bertambahnya jumlah TBM (Taman Bacaan Masyarakat) 

dari 140 TBM tahun 2010, menjadi150 TBM pada tahun 

2011 

4. Jumlah perpustakaan keliling tahun 2010 berjumlah 25 

mobil tahun 2010, menjadi 28 unit pada tahun 2011 

5. Meningkatnya kompetisi pengelola taman bacaan dari 140 

orang pada Tahun 2010 menjadi 150 orang pada Tahun 

2011 

Adapun pencapaian target kinerja belanja menurut Pemerintahan Pilihan 

adalah sebagai berikut: 

1. Urusan Pariwisata 

a. Program dan Kegiatan 

Untuk urusan Pariwisata pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp137.945.558.960,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp118.494.835.573,00 atau 85,90% 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Pariwisata  antara lain:  

1) Program pengembangan destinasi pariwisata 

a) Terselenggaranya Jakarta Internasional Kite Festival 

yang diikuti oleh  13 partisipan Luar Negeri dan 11 

Partisipan Dalam Negeri 

b) Terselenggaranya pemilihan Abang dan None Jakarta 

Tahun 2011 yang diikuti oleh 18 pasang finalis 

c) Terselenggaranya pemberdayaan Abang dan None 

Jakarta yang diikuti oleh 18 finalis/18 pasang 

d) Terselenggaranya Jakarnaval yang diikuti  40 group, 15 

komunitas, 25 mobil Dinas. 

e) Terselenggaranya Festival SundaKelapa, Festival Teluk 

Jakarta, Festival Teater Jakarta diikuti 15 grup, Jakarta 

Music Festival 
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2) Program pengembangan pemasaran pariwisata 

a) Terlaksananya promosi pariwisata luar negeri  sebanyak 

9  negara/13 event (Promosi Pariwisata di Kawasan UEA 

dan Saudi Arabia, di China, Pasar Malam Indonesia di 

Belanda,di ITB Berlin, Festival Indonesia di Melbourne-

Australia) 

b) Terlaksananya Promosi Pariwisata Dalam Negeri 

sebanyak 2 event/6 kota (Jakarta Tourism Expo/JTE 

2011) 

c) Terlaksananya partisipasi pada Turnamen Goly Enjoy 

Jakarta Indonesia Open 2011 yang diikuti oleh 300 

peserta 

d) Terlaksananya Pemasangan iklan di media cetak dalam 

negeri sebanyak 20 media cetak. 

e) Terselenggaranya World Delta Summit 2011 

f) Tersedianya Penyediaan bahan informasi pariwisata dan 

budaya Jakarta berupa leaflet sebanyak 119.480 

eksempalar  dan booklet sebanyak 19.830 eksemplar 

g) Terlaksananya mapping data Industri pariwisata  

3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata  

a) Terlaksananya klasifikasi dan reklasifikasi usaha 

akomodasi sebanyak 608 usaha 

b) Terlaksananya penilaian adhikarya wisata bagi pelaku 

kepariwisataan   

c) Terlaksananya forum kemitraan pengrajin dan pemilik 

home industri dengan pengelola industri pariwisata  

d) Terlaksananya pemberian penghargaan adhikarya 

wisata pada pelaku kepariwisataan yang diikuti oleh 25 

finalis 

e) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di lokasi 

potensi wisata  

f) Terlaksananya Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah 

(Sensor Artis Asing) 
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g) Terlaksananya penilaian Adi Karya Wisata 

4) Program Fasilitasi Wisata Meeting, Incentive, 

Convention Exhibition (MICE) 

a) Terlaksananya promosi pariwisata MICE Jakarta  

b) Terlaksananya operasional Biro Konvensi Jakarta (JCB)  

c) Terselenggaranya Familiarrization Trip 

5) Program Pembinaan Keanggotaan pada 

Lembaga/Forum Kepariwisataan Nasional dan 

Internasional 

a) Penyediaan Jasa Registrasi Keanggotaan Organisasi 

Kepariwisataan Nasional dan Internasional 

b) Terlaksananya Forum Friends of Jakarta Tourism  

c) Terlaksananya Keikutsertaan pada Council of Promotion 

Tourism in Asia (CPTA), Tourism Promotion 

Organization (TPO) Forum, International Congress and 

Convention Association (ICCA), Asian Network of Major 

Cities 21 di Tokyo  

6) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pariwisata 

a) Terlaksananya Rehab Gedung Akademi Pariwisata 

Jakarta 

b) Terlaksananya  Pemasangan Sistem Proteksi 

Kebakaran pada Komplek Gedung Kantor Dinas 

Pariwisata 

c) Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Sangkrini Jaya Raya 

(lanjutan) 

d) Terlaksananya Rehab Gedung Graha Wisata TMII 

e) Terlaksananya Penyempurnaan kanopi Pasar Baru 

 Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan pariwisata antara lain : 

a. Jumlah kunjungan wisman dari 1.892.866 orang (2010) 

menjadi 2.003.944 orang (2011), kunjungan wisnus dari 

18.045.541 orang (2010) menjadi  26.760.000 orang (2011) 
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b. Meningkatnya lama tinggal wisman 8 hari (2010) menjadi 

12 hari (2011) 

c. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor 

pariwisata, pada tahun 2011 mencapai  Rp. 

2.178.459.673.723,00 atau mengalami kenaikan 16,62% 

dibanding tahun 2010 ( Rp. 1.867.949.106.953,00) 

c. Permasalahan dan Solusi  

1) Permasalahan 

a) Keterpaduan promosi yang selama ini dilakukan belum 

optimal sehingga cakupan layanan informasi pariwisata 

Jakarta kurang memadai. 

b) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah 

dan swasta serta kerjasama 

komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan 

dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata 

belum optimal. 

c) Partisipasi dan sadar wisata masyarakat untuk 

meningkatkan iklim pariwisata yang kondusif belum 

optimal karena belum membaiknya kondisi ekonomi dan 

situasi keamanan. 

d) Belum optimalnya pemanfaatan ikon pariwisata dan 

budaya di DKI Jakarta. 

e) Penyelenggaraan promosi pariwisata Provinsi DKI Jakrta 

perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan penyelenggaran 

event-event Dalam Negeri maupun keikutsertaan pada 

event-event di Luar Negeri. 

f) Penyebarluasan informasi pariwisata Provinsi DKI 

Jakarta perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan 

sosialisasi masyarakat untuk sadar wisata, penyediaan 

sarana informasi pariwisata (leaflet, booklet dan sarana 

informasi lainnya dilingkup Nasional maupun 

Internasional ). 
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g) Keterpaduan promosi yang selama ini dilakukan belum 

optimal sehingga cakupan layanan informasi pariwisata 

Jakarta kurang memadai. 

h) Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antara pemerintah 

dan swasta serta kerjasama 

komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan 

dalam pengembangan destinasi dan promosi pariwisata 

belum optimal. 

i) Partisipasi dan sadar wisata masyarakat untuk 

meningkatkan iklim pariwisata yang kondusif belum 

optimal karena belum membaiknya kondisi ekonomi dan 

situasi keamanan. 

j) Belum optimalnya pemanfaatan ikon pariwisata dan 

budaya di DKI Jakarta. 

2) Solusi     

a) Mengembangkan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan 

lingkungan wisata tematik; serta meningkatkan standar 

kualitas pelayanan infrastruktur penunjang wisata, 

sehingga Jakarta mampu memenuhi kenyamanan, 

keamanan  dan kepuasan wisatawan 

b) Mewujudkan citra Jakarta sebagai salah satu destinasi 

utama wisata Meeting, Incentives, Convention, Exhibition 

(MICE) 

c) Melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha 

industri pariwisata, perdagangan, investasi, dan 

kebudayaan. 

d) Meningkatkan cakupan event promosi Jakarta baik 

dalam maupun luar negeri 

e) Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat 

pariwisata melalui berbagai pelatihan untuk 

meningkatkan kompetensi jasa layanan pariwisata. 

f) Meningkatkan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja 

sama dan aliansi strategis dari 
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komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan 

nasional, regional, dan internasional dalam memacu 

percepatan pertumbuhan pariwisata Ibukota Jakarta 

g) Meningkatkan standar kualitas pelayanan fasilitas dan 

objek wisata  kepada masyarakat dan kalangan pelaku 

industri pariwisata maupun industri pendukung 

h) Optimalisasi pemanfaatan ikon pariwisata dan budaya di 

DKI Jakarta, serta program-program pendukung seperti 

promosi dan sosialisasi, baik di tingkat lokal maupun 

internasional. Program-program yang sudah ada dinilai 

kurang efektif, belum tepat sasaran, dan belum terlihat 

integrasinya di masyarakat 

i) Meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar 

negeri 

j) Penyelenggaraan event-event pariwisata tingkat 

Nasional maupun Internasional di Provinsi DKI Jakarta 

k) Pemasangan iklan di media cetak dan elektronik Dalam 

Negeri maupun Luar Negeri 

l) Penyelenggaraan Sosialisasi masyarakat sadar wisata. 

m) Perlunya optimalisasi perwujudan Jakarta sebagai pusat 

destinasi wisata 

n) Perlunya optimalisasi perwujudan Jakarta sebagai pusat 

destinasi wisata 

2. Urusan Kelautan dan Perikanan 

a. Program dan Kegiatan 

Untuk urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp322.151.066.213,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp291.902.972.004,00 atau 90,61% 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan  

Kelautan dan Perikanan antara lain : 
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1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran 

produksi perikanan 

a) Terlaksana pembinaan dan pengawasan mutu hasil 

perikanan kepada 50 orang pemasok 

b) Terlaksana pengawasan mutu hasil perikanan di pasar 

swalayan dan sentra hasil di DKI Jakarta terhadap 50 

pasar swalayan 

c) Terlaksana pembinaan sistem jaminan mutu dan 

keamanan hasil perikanan di DKI Jakarta terhadap 50 

orang. 

d) Terlaksana optimalisasi pengawasan mutu hasil 

perikanan di TPI, PPI DKI Jakarta 

e) Terlaksana Gelar Hasil Perikanan 1 kali 

f) Terlaksana kampanye gemar ikan dalam rangka 

pembentukan FORIKAN 

g) Terlaksana diversifikasi produk olahan hasil perikanan 

terhadap 60 pengolah skala rumah tangga 

h) Terlaksana pembinaan sistem jaminan mutu dan 

keamanan hasil perikanan di DKI Jakarta kepada 60 

orang 

i) Terlaksana pengawasan mutu di UPI (Pra SKP dan 

Verifikasi HACCP) 

j) Terlaksana pengembangan pemasaran hasil perikanan 

bagi KTNA kepada 60 orang 

k) Terlaksana pengawasan mutu ikan diatas kapal 

penangkap dan pengangkut ikan 

2) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan 

dan pengendalian sumberdaya kelautan 

a) Terlaksana pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 

Bidang Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta  

kepada 6 kelompok usaha bidang perikanan 

b) Terlaksana pengembangan teknologi penangkapan ikan 

lebih dari 30 GT  kepada 60 nelayan 
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c) Terlaksana pelatihan Keahlian Teknologi Nautika 

Penangkapan Ikan (ANKAPIN) bagi 50 nelayan 

d) Terlaksana pelatihan Keahlian Teknoligi Teknik Kapal 

Perikanan (ATKAPIN) bagi 50 nelayan 

e) Terlaksana Pemberdayaan Pokmaswas kepada 12 

kelompok 

f) Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program/kegiatan pembangunan perikanan tangkap 

g) Terlaksana pengelolaan sumberdaya ikan untuk kapal 

andon (Kalimantan Selatan dan Bengkulu) 

3) Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan, 

kelautan dan peternakan 

a) Pengembangan Sistem Rantai Dingin pada 5 TPI/PPI 

b) Terbangun Dermaga Barat Muara Angke 5.135,4 m2 

c) Terbangun breakwater di Muara angke sepanjang 372 m2 

d) Terlaksana Pengembangan Sarana dan Prasarana 

Perikanan Tangkap (GPS, Elektronik Fish, Mesin Kapal 

Perikanan, Alat Tangkap Ikan) 

e) Terlaksana Pengadaan sarana teknologi Budidaya laut 

sebanyak 10 unit Keramba Jaring Apung, 7.040 bibit ikan 

dan 10 paket pakan ikan (Dinas) 

f) Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Sea 

Farming berupa 40 keramba Jaring Apung (Sudin Kep. 

Seribu) 

g) Terlaksana Rehabilitasi Tambak 

h) Terlaksana Peninggian halaman Parkir Pelabuhan Muara 

Angke 

i) Terlaksana Rehab Pasar Grosir Pelabuhan Muara Angke 

j) Terlaksana Rehab Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 

Pelabuhan Muara Angke  

k) Terlaksana peninggian Jalan Keluar Kawasan Pelabuhan 

Muara Angke 
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l) Terlaksana pembuatan rumpon dasar permukaan 

sebanyak 96 unit 

m) Terlaksana pengadaan alat pemotongan ayam untuk RPU 

Rawakepiting 

4) Program pengembangan usaha peternakan, budidaya 

ikan konsumsi, ikan hias dan perikanan tangkap 

a) Terlaksana Bimbingan Usaha Hasil Perikanan 

b) Terlaksana Pengembangan Mutu Hasil Perikanan dalam 

rangka Peningkatan Kapasitas Otoritas Kompeten (OK) 

75 UPI / UMKM pengolahan 

c) Terlaksana Peningkatan Nilai Tambah Komoditi 

Perikanan Budidaya    5 wilayah 

d) Terlaksana Peningkatan Usaha Perikanan Budidaya  6 

wilayah 

e) Terlaksana Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan 

Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) 6 wilayah 

f) Pemberdayaan Kelompok Ikan Hias dalam Rangka 

Sertifikasi kepada 55 Orang Nelayan Ikan Hias 

5) Program pengelolaan sumberdaya peternakan perikanan 

dan kelautan 

a) Terlaksana transplantasi karang sebanyak 2068 unit 

substrat dan ditenggelamkan di perairan Kepulauan 

Seribu 

b) Terlaksana Festival Bahari 2011 dengan terselenggara 

Bina Kader Cinta Laut, Lomba foto bawah laut dan pesisir, 

serta underwater claen up dengan dibuka oleh Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta 

c) Terlaksana pembuatan dan penenggelaman Fish Shelter 

sebanyak 165 unit yang ditenggelamkan di Perairan 

Kepulauan Seribu termasuk juga dilakukan kunsultasi 

tentang Potensi lokasi penenggelaman Fish Shelter dan 

luasan tutupan terumbu karang di Kepulauan seribu 

d) Terlaksana Pemberdayaan Wanita Nelayan 4 kelompok. 
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6) Program peningkatan produksi hasil peternakan 

a) Terlaksana peningkatan koordinasi pengawasan mutu 

bibit ternak di daerah produsen 

b) Terlaksana pembinaan pelaku Usaha 5 buah kandang  

c) Terlaksana pengawasan mutu pakan ternak/Hewan 

Kesayanga 3 tempat 

d) Terbina Usaha pengolahan Hasil Peternakan 

7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 

ternak 

a) Terlaksana koordinasi suplai demand ternak dan hasil 

ternak (MPU)  10 provinsi 

b) Terlaksana lanjutan pembangunan RPH Babi Kapuk 1 

paket pemasangan alat pomotongan RPH babi kapuk, 

dan 7 unit pekerjaan lanjutan pembangunan 

c) Terlaksana pengawasan dan pengendalian peredaran 

lalulintas ternak dan hasil ternak 

d) Terlaksana pengendalian, penanggulangan 

pemberantasan penyakit hewan menular 

e) Terbangun tempat penampungan ayam kampung di RPU 

Rawakepiting 16 unit @ 32 m² 

f) Terlaksananya pemeriksaan kesehatan pemotongan 

hewan pada hari besar keagamaan 13.525 ekor 

sapi/kerbau, 32.003 ekor kambing/ domba dan 11.141 

ekor babi 

g) Terlaksana pemeriksaan dan supervisi aspek sanitasi dan 

higiene penanganan pangan asal hewan 

h) Terlaksana monitoring peredaran pangan asal hewan 

i) Terlaksana penerapan rantai dingin 1 unit blast freezer 

j) Terlaksana pengadaan label daging ayam di RPU yakni 

Kantung Plastik khusus sebanyak  3000 kg (bahan tahan 

di suhu -18°C) dan Label Daging Ayam sebanyak 10 ribu 

rol untuk RPU Rawa Kepiting dan RPU Petukangan Utara 
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k) Terlaksana pengendalian penyakit Avian Influenza 

l) Terlaksana operasional malam hari RPH Cakung dan 

RPH Kapuk 

m) Terlaksananya pengadaan peralatan pemotongan ayam 

di RPU Petukangan Utara sebanyak 13 paket peralatan, 

total sebanyak 121 item alat, sehingga dapat 

meningkatkan jumlah potong ayam menjadi 32.000 ekor 

ayam. 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan perikanan, kelautan dan peternakan antara lain: 

1. Terpenuhi pasokan kebutuhan daging murah ke 

masyarakat pada hari-hari besar keagamaan sebanyak 300 

ton,  

2. Jaminan keamanan ikan yang dipasarkan di swalayan dan 

sentra pemasaran meningkat sebesar 2%, 

3. Optimalisasi penangkapan ikan dan produksi hasil 

perikanan meningkat rata-rata 5% per tahun yakni 

sebanyak 151.383 ton pada tahun 2011, 

4. Populasi ikan konsumsi di perairan umum wilayah DKI 

Jakarta meningkat sebesar 5%, 

5. Sertifikat Mutu Ekspor hasil perikanan yang dikeluarkan 

sebanyak      14.302 sertifikat, dengan volume ekspor 

55.350.327 kg dengan nilai  US$ 431.787.381 

6. Sertifikat Hasil Uji yang dikeluarkan oleh Laboratorium 

Kesmavet sebanyak 7.560 Sertifikat, 

7. Jumlah produksi ikan di Pelabuhan Muara Angke sebanyak 

18.454.951 kg, dengan nilai Rp. 56.525.117.610 dengan 

jumlah kapal yang dilayani/berlabuh sebanyak 12.279 

kapal,  

8. Produksi hasil perikanan budidaya air laut di DKI  Jakarta 

sebesar      808,55 ton, 

9. Produksi hasil perikanan budidaya air tawar di DKI Jakarta 

sebesar  5.631,30 ton, 
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10. Produksi hasil perikanan budidaya air payau di DKI Jakarta 

sebesar  2.038,67 ton 

c. Permasalahan dan Solusi 

1) Permasalahan 

a) Belum optimalnya penataan kawasan pangkalan 

pendaratan ikan Muara Angke 

b) Belum optimalnya kualitas mutu produk perikanan dan 

produk hewan 

c) Supply produk hewan dan produk perikanan berasal 

dari luar Jakarta      

2) Solusi 

a) Penataan Kawasan Pelabuhan Muara Angke 

b) Pembinaan dan pengawasan kualitas mutu produk 

perikanan dan produk hewan             

c) Melakukan kerjasama dengan daerah produsen 

3. Urusan Perdagangan 

a. Program dan Kegiatan 

Untuk urusan Perdagangan pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp86.840.049.994,00 dan telah 

direalisasikan sebesar   Rp73.663.932.648,00 atau 84,83% 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan 

Perdagangan antara lain:  

1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan 

perdagangan 

a) Terlaksananya pengawasan barang beredar sebanyak 

11 kali ke pasar swalayan dan pasar tradisioanal di 5 

(lima) wilayah kota administrasi. 

b) Terselenggaranya peningkatan pelayanan prima pada 

17 lokasi di 5 (lima) wilayah kota administrasi. 
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2) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam 

negeri 

Terlaksananya kegiatan pasar murah sebanyak 10 kali di 5 

(lima) Wilayah Kota Administrasi. 

3) Program peningkatan promosi dan pengembangan 

ekspor 

a) Dukungan bagi pelaksanaan SEA GAMES 2011 di 

Jakarta. 

b) Terselenggaranya Partisipasi Pameran dan Promosi baik 

baik dalam dan luar daerah sebanyak 26 kali di 5 (lima) 

wilayah kota administrasi. 

c) Partisipasi pada forum pameran di Eropa Timur dan Asia 

dengan mengikutsertakan 11 UKM ke Negara Hungaria, 

Moscow, dan Hongkong. 

d) Partisipasi Pameran Dalam Negeri dengan 

mengikutsertakan 8 UKM pada Batam TTI, Ramadhan 

Fair, NTB Expo, PRJ, Fashion &Craft Expo. 

4) Program Pengembangan Strategi Industri Kecil dan 

Menengah 

a) Terlaksananya Konvensi Gugus Kendali Mutu Industri 

Kecil Menengah Tingkat Provinsi dan Nasional, Output 

Kegiatan GKM-IKM tingkat Provinsi dan Nasional adalah 

berhasilnya GKM-IKM dalam meningkatkan efisiensi dan 

mutu produksi IKM yang dituangkan dalam risalah gugus 

dan laporan. Kegiatan GKM-IKM adalah merupakan 

kegiatan untuk menunjukan kemampuan para gugus 

disamping sebagai ajang tukar-menukar informasi serta 

sebagai sarana evaluasi keberhasilan penerapan GKM 

di  perusahaan-perusahaan IKM di DKI Jakarta di tingkat 

Provinsi dan Nasional yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu dan produktivitas serta kinerja suatu 

unit satuan kerja baik dunia usaha maupun lembaga 

lainnya. Untuk konvensi GKM tingkat Provinsi diikuti oleh 
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5 peserta dari 5 wilayah kota, dan dimenangkan oleh 

GKM Barnama dari wilayah kota Jakarta Timur. Untuk 

konvensi GKM tingkat Nasional diikuti oleh peserta dari 

berbagai provinsi di Indonesia. Dari ke 3 (tiga) model 

yang diperlombakan didapat nominasi terbaik sebanyak 

19 gugus. GKM Barnama wakil dari Provinsi DKI Jakarta 

keluar sebagai pemenang terbaik pertama kategori 

Model 3P.  

b) Terlaksananya Pemilihan Nominasi Penerima 

Penghargaan UPAKARTI Tahun 2011. Dari 2 calon yang 

mewakili Provinsi DKI Jakarta yaitu PT.Inti Kiat Alam dari 

Jakarta Utara untuk kategori jasa kepeloporan dan 

Hartono Sumarsono dari Jakarta Selatan untuk Jasa 

Kepedulian, ditetapkan Hartono Sumarsono sebagai 

penerima penghargaan Upakarti pada kategori Jasa 

Keperdulian Terlaksananya Workshop Aplikasi Industri 

Software (Web dan Desain Grafis) untuk 31 orang 

c) Terlaksananya Pemanfaatan Workshop Industri di PIK 

Penggilingan, Kegiatan ini merupakan kegiatan 

pemeliharaan 2 buah mesin CNC dan 1 buah mesin 

bubut yang ada di PIK Penggilingan, dimana mesin ini 

sebelumnya sudah lama berfungsi. Dengan adanya 

kegiatan Pemanfaatan Workshop Industri di PIK 

Penggilingan ini, maka mesin tersebut dapat digunakan 

pada perajin / Industri Kecil dan Menengah dimana 

mesin ini dapat berfungsi sebagai alat mebuat cetakan 

(mall) bagi produk-produk yang dibutuhkan IKM  

d) Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 

Bidang Industri Alat Transportasi, Telematika dan IKM 

sebanyak 70 orang 

e) Terlaksananya Penyusunan Strategi Pengembangan 

Industri kecil dan menengah Provinsi DKI Jakarta berupa 

dokumen laporan yang muatannya berupa rekomendasi 
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strategi pembinaan IKM unggulan di DKI Jakarta yaitu 

IKM Meubel, IKM Pakaian Jadi, IKM Makanan dan 

Minuman, dan IKM Batu aji 

f) Terlaksananya Pameran Pekan Produk Kreatif Daerah 

(PPKD) Provinsi DKI Jakarta sebanyak 110 stand 

g) Terlaksananya Pengembangan Wawasan dalam Rangka 

Peningkatan IKM 

h) Terlaksananya Gelar Produk IKM pada Ina Craft, IKM 

Expo, Jak Craft, Pekan Raya Jakarta, Pekan Produk 

Kreatif Indonesia, sebanyak 148 IKM yang mengikuti 

i) Terlaksananya Gelar Produk IKM Batam, Menado, 

Medan, Pekan Baru sebanyak 18 IKM yang mengikuti 

j) Terlaksananya Koordinasi dengan Instansi Terkait dalam 

rangka pengembangan IKM sebanyak 5 kali 

k) Terlaksananya Penyusunan Profil Komoditi IKM 

sebanyak 2400 buku 

5) Program Peningkatan Kualitas Produk Sentra Industri 

a) Terlaksananya Partisipasi Kegiatan MPU dan Daerah 

Lainnya Bidang Industri dan Energi sebanyak 5 kali 

b) Terlaksananya Pendampingan Teknis Peningkatan Mutu 

Industri Alas Kaki untuk 3 industri 

c) Terlaksananya Pendampingan Penerapan Standar 

Keamanan Pangan GMP pada Industri Makanan dan 

Minuman untuk 3 industri 

d) Terlaksananya Pendampingan Tabung Gas dan 

Asesorisnya untuk 2 industri 

e) Terlaksananya Sertifikasi SNI Wajib Komoditi Helm 

(Lanjutan) untuk 2 industri 

f) Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Industri 

ILMTA dan AK untuk mengetahui kelengkapan aspek 

legalitas industri ILMTA dan IAK melalui dokumen 

legalitas yang dimiliki 
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g) Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pelaku Bisnis 

Bidang ILMTA & IAK di China dan Batam 

h) Terlaksananya Kajian Pengembangan Teknologi 

Substitusi Bahan Tambahan Pangan 

Berbahaya/Formalin (salta) pada proses pengolahan 

produk pangan sebanyak 1 laporan 

i) Terlaksananya Pelatihan Tenaga Auditor Pangan untuk 

25 orang 

j) Terlaksananya Focus Group Discussion (FGD) 

Pembinaan ILMTA dan IAK (sinergi antara Produsen, 

Konsumen, Asosiasi, Pemerintah dan Lembaga Peneliti) 

P3DN sebanyak 5 forum FGD 

Adapun outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program 

pada urusan perdagangan antara lain: 

a. Bertambahnya perusahaan yang berkualitas ekspor 

sebanyak 11 UKM. 

b. Meningkatnya kualitas pelayanan prima di 17 lokasi di 5 

(lima) wilayah kota administrasi. 

c. Meningkatnya nilai ekspor berdasarkan penerbitan dokumen 

Surat Keterangan Asal (SKA) dari US$ 13.693.846.929,73 

(2010) menjadi US$ 11.876.159.0636,10 (2011) atau 

mengalami kenaikan sebesar 15%. 

c. Permasalahan dan Solusi   

1) Permasalahan 

a) Pada penyediaan bahan kebutuhan pokok adanya 

pengurangan jumlah stok bahan pokok untuk Jakarta 

disebabkan isu bahwa khususnya beras telah diisi dengan 

beras impor sehingga pemasukan dari daerah lain 

berkurang atau tidak masuk melalui Jakarta. 

b) Masih relatif rendahnya produktivitas UMKM sehingga 

mengakibatkan produk yang dihasilkan kurang memiliki 

tingkat kompetitif dan kualitas baik dalam memenuhi 

permintaan pasar domestik dan pasar internasional. 
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c) Rendahnya tingkat pengawasan terhadap kualitas 

komoditi yang diperdagangkan serta masih adanya 

produk illegal. 

d) Terjadi persaingan yang kurang sehat antar pasar modern 

(swalayan, mall, dan pusat perbelanjaan modern lainnya) 

dengan pasar tradisional 

2) Solusi 

a) Melakukan monitoring terhadap stok bahan kebutuhan 

pokok yang melalui distribusi daerah Jakarta dan 

pemasukan dari daerah lain sehingga akan selalu 

terpenuhi kebutuhan pokok untuk daerah Jakarta.  

b) Meningkatkan kualitas untuk produk UMKM yang akan 

melakukan ekspor melalui pelatihan inovasi produk agar 

mampu bersaing di pasar domestik dan internasional. 

c) Meningkatkan intensitas pengawasan terhadap kualitas 

komoditi unggulan di pasar swalayan (modern), pasar 

tradisional, dan pasar UKM. 

d) Meminimalisir jumlah pasar modern yang melakukan 

usaha berdekatan dengan pasar tradisional dengan 

pemberlakuan Peraturan Gubernur agar tidak terjadi 

kanibalisme terhadap target konsumen antar kedua belah 

pihak. 
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BAB III 

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan. 

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD 

Tahun Anggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut: 

3.1.1 Pendapatan Daerah 

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun 

Anggaran 2011 telah mencapai hasil yang optimal. Hal ini 

tergambar pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang 

semula ditargetkan sebesar Rp26.079.200.674.665,00 setelah 

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target Pendapatan 

Daerah naik sebesar Rp766.492.385.866,00 atau 2,94% menjadi 

Rp26.845.693.060.531,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 tercatat sebesar Rp28.297.361.482.869,82 atau 

105,41%. Dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah Tahun 

Anggaran 2011 melebihi target sebesar Rp1.451.668.422.338,82 

atau 5,41%. 

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 

Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp23.025.986.993.128,05, 

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2011 mengalami peningkatan 

sebesar Rp5.271.374.489.741,77 atau 22,89%. 

 

3.1.2 Belanja Daerah 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp27.875.807.120.065,00. Setelah ditetapkannya perubahan 

anggaran tahun 2011 target Belanja Daerah naik sebesar 

Rp3.046.554.599.237,38 atau 10,93% menjadi sebesar 

Rp30.922.361.719.302,38. Realisasi Belanja Daerah sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp26.423.599.893.297,00 atau 85,45%. Dengan demikian jumlah 
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anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp4.498.761.826.005,38 atau 

14,55%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat 

Rp21.552.895.838.935,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011 naik sebesar Rp4.870.704.054.362,00 atau 

22,60%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja Belanja Daerah tahun 

2011 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.  

Sejalan dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang mengatur tentang surplus/defisit 

anggaran, selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan 

anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau 

defisit anggaran. Dilihat dari ketentuan tersebut APBD Provinsi DKI 

Jakarta Tahun Anggaran 2011 mengalami surplus. Realisasi 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp28.297.361.482.869,82 sedangkan Realisasi Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp26.423.599.893.297,00, 

sehingga kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2011 

mengalami surplus sebesar Rp1.873.761.589.572,82 atau 6,62%. 

 

3.1.3  Pembiayaan Daerah 

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010 yang 

tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 

sebesar Rp4.911.196.018.129,38 dan penerimaan pembiayaan dari 

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 

Rp14.882.248.025,00. Sehingga total realisasi Pembiayaan dari sisi 

penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp4.926.078.266.154,38. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah 

dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 
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sebesar Rp329.221.365.219,00 atau 39,45% dari target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011 sebesar 

Rp834.527.359.358,00. Dengan demikian target anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp505.305.994.139,00 atau 60,55%. 

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ini terdiri dari: 

1.  Pembentukan Dana Cadangan 

Pembentukan Dana Cadangan terealisasi pada tahun 2011 

sebesar Rp54.556.325.705,00 yang diperoleh dari pengelolaan 

Dana Cadangan dari jasa giro. 

2.  Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011 

sebesar Rp694.000.000.000,00 sedangkan realisasi sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp136.780.777.790,00 atau 19,71%. 

3.  Pembayaran Pokok Utang 

Target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011 

sebesar Rp11.228.300.000,00 sedangkan realisasi sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp11.227.980.606,00 atau 99,99%. Dengan demikian target 

anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp319.394,00 atau 

0,01%. 

4.  Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga  

Target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011 

sebesar Rp126.998.134.220,00, realisasi sampai dengan akhir 

tahun anggaran 2011 sebesar Rp120.985.101.023,00 atau 

95,27%. 

5.  Pembayaran Utang Kepada Pegawai 

Target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011 

sebesar Rp2.300.925.138,00, realisasi sampai dengan akhir 
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tahun anggaran 2011 sebesar Rp1.346.657.473,00 atau 

58,53%. 

6.  Pemberian Pinjaman Daerah  

Pemberian Pinjaman Daerah yang merupakan hasil pengelolaan 

dana bergulir yang digulirkan kembali kepada masyarakat 

terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp4.324.522.622,00. 

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 

tersebut dapat dilihat posisi SiLPA Tahun Anggaran 2011 sebagai 

berikut: 

1. Pendapatan yang melebihi target 

di Tahun Anggaran 2011 

Rp 1.451.668.422.338,82 

2. Sisa anggaran belanja yang tidak 

dapat diserap sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 

Rp 4.498.761.826.005,38 

3. Sisa anggaran pembiayaan  Rp  520.188.242.164,00 

Dengan demikian jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2011 tercatat 

sebesar Rp6.470.618.490.508,20.  

Dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut diatas 

dapat digambarkan pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 

2011 sebagaimana terlihat pada ringkasan realisasi APBD  dalam 

tabel 3.1. 
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TABEL 3.1 

RINGKASAN REALISASI APBD PROVINSI DKI JAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

 

Anggaran 

Semula 

Anggaran 

Setelah Perubahan 

Realisasi 

2011 
∆% 

Realisasi 

2010 

1 2 3 4 5 6(5:4) 7 

1 PENDAPATAN 26.079.200.674.665,00 26.845.693.060.531,00 28.297.361.482.869,82 105,41 23.025.986.993.128,05  

1.1 
Pendapatan Asli 

Daerah 
16.022.580.846.665,00  16.280.133.657.370,00  17.825.987.294.430,82 109,49 12.891.992.182.041,05 

1.2 Pendapatan Transfer 9.462.619.828.000,00   9.971.559.403.161,00  10.462.963.410.649,00 104,93 10.133.994.811.087,00  

1.3 
Lain-lain Pendapatan 

Yang Sah 
594.000.000.000,00 594.000.000.000,00 8.410.777.790,00  69,30  0,00  

2 BELANJA 27.875.807.120.065,00 30.922.361.719.302,38 26.423.599.893.297,00   85,45 21.552.895.838.935,00  

2.1 Belanja Operasi 19.734.794.389.131,30 21.160.423.456.267,32 19.107.266.558.546,00 90,30 16.309.749.142.137,00 

2.2 Belanja Modal 8.057.934.260.752,66 9.707.228.263.035,06 7.316.333.334.751,00 75,37 5.243.146.696.798,00 

2.3 Belanja Tak Terduga 83.078.470.181,00 54.710.000.000,00 0,00 0,00  0,00 

Surplus/Defisit (1.796.606.445.400,00) (4.076.668.658.771,38) 1.873.761.589.572,82 45,96 1.473.091.154.193,05 

3 PEMBIAYAAN 1.796.606.445.400,00 4.076.668.658.771,38 4.596.856.900.935,38 112,76   3.438.104.863.936,33 

3.1 
Penerimaan 

Pembiayaan 
2.428.534.745.400,00 4.911.196.018.129,38   4.926.078.266.154,38 100,30   3.748.512.147.298,33 

3.2 
Pengeluaran 

Pembiayaan 
631.928.300.000,00 834.527.359.358,00 329.221.365.219,00  39,45 310.407.283.362,00  

4 SiLPA 0,00 0,00    6.470.618.490.508,20  0,00     4.911.196.018.129,33  

 Total APBD 28.507.735.420.065,00 31.756.889.078.660,38 26.752.821.258.516,00 84,24 21.863.303.122.297,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang 

Telah Ditetapkan 

3.2.1 Pendapatan Daerah 

Secara umum realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 

2011 melebihi target yang direncanakan. Namun demikian masih 

terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam merealisasikan 

target penerimaan pajak daerah, antara lain sebagai berikut : 

1)   Pajak Hiburan 

Adanya penetapan tarif spesifik atas impor film berdasarkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.011/2011 tentang 

Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi 

Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. 

Hal ini menyebabkan tidak adanya film impor yang masuk ke 
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bioskop-bioskop Indonesia dan DKI Jakarta pada periode bulan 

Februari sampai dengan September 2011 (selama 7 bulan) 

mengakibatkan kehilangan potensi pajak hiburan dari 

pertunjukkan film bioskop sebanyak 11.859.300 penonton. 

Selanjutnya berdasarkan data penonton tahun 2010 jumlah 

penonton tercatat sebanyak 20.330.229 orang dengan rata-rata 

penonton per bulan sebanyak 1.694.185 orang. Sehingga 

diperkirakan potensi penonton yang hilang pada tahun 2011 

akibat penerapan kebijakan tersebut selama 7 (tujuh) bulan 

adalah sebanyak 1.694.185 x 7 = 11.859.300 penonton. Jika 

rata-rata tiket bioskop Rp50.000,00 tarif pajak 10%, maka 

potensi penerimaan pajak hiburan (bioskop) yang hilang adalah  

Rp50.000,00 x 10% x 11.859.300 = Rp59.296.500.000,00. 

(Sumber Data : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 

Jakarta) 

Penurunan Tarif Pajak Hiburan pada Perda baru Nomor 13 

Tahun 2010 untuk beberapa jenis Pajak Hiburan menyebabkan 

hilangnya potensi penerimaan Pajak Hiburan di tahun 2011. 

Jenis Pajak Hiburan yang mengalami penurunan tarif antara lain 

sebagai berikut : 

JenisPajak 

Tarif 

Perda No. 6 Tahun 2003 
(Pasal 6) 

Perda No. 13 
Tahun 2010 
(Pasal 7) 

Pertunjukan Film di Bioskop 

HTM >Rp. 35rb : 15% 
HTM >Rp. 10rb – 35rb : 10% 
Tarifefektif : 12,5%  

10% 

Pagelaran kesenian, musik, tari 
dan/atau busana  

15% 10% 

Penyelenggaraan hiburan 
insidental  

15% 10% 

Permainan ketangkasan  20% 10% 

Pameran  15% 10% 

Pertandingan olah raga  10% 5% 

 

 

 

 Sumber : Laporan kinerja DPP Provinsi DKI  tahun 2007-2011  
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Terjadinya kasus-kasus tindakan aparat Kepolisian yang  

melakukan operasi dan penyegelan pada beberapa tempat 

hiburan yang potensial sehingga mempengaruhi tingkat 

kunjungan pelanggan mengingat tempat hiburan sangat sensitif 

terhadap gangguan kenyamanan pelanggan tersebut. 

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya 

antara lain : 

a) Melakukan instensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek 

Pajak Hiburan. 

b) Melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap tempat-

tempat Hiburan yang khususnya berada di Hotel. 

c) Melakukan pemeriksaan dengan membentuk Tim Gabungan 

bersama BPKP untuk objek Pajak Hiburan Diskotik, DJ dan 

Karaoke. 

d) Melalui kegiatan pencairan tunggakan Pajak Hiburan, 

dimana Tahun 2011 terealisasi sebesar 

Rp14.104.183.688,25 dari total piutang Pajak Hiburan 

sebesar Rp18.173.812.923,25 (77,61%). 

e) Dengan terbentuknya UPPD kecamatan diharapkan dapat 

menggali potensi pajak yang belum tersentuh seperti spa, 

kebugaran, fitness center, golf. 

2)   Pajak Reklame 

a) Adanya Pengakhiran Izin Penyelenggaraan Reklame 

Kawasan Interchange Pluit (pemetaan batas reklame) 

dengan total potensi penerimaan yang hilang sebesar   

Rp426.320.000,00 (4 titik reklame) berdasarkan Nota Dinas 

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Nomor 417/-

1.752.11 tanggal 27 Desember 2010. 

b) Adanya pembangunan Jalan Layang Non Tol dengan total 

potensi penerimaan yang hilang sebesar Rp749.612.500,00 

(31 titik reklame) berdasarkan Surat Kepala Dinas Pekerjaan 

Umum No. 836/-1.752.11 tanggal 7 Februari 2011.  
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c) Tertundanya penerimaan akibat masih terdapatnya 

permohonan izin penyelenggaraan reklame yang masih 

dalam proses di instansi terkait 

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya 

antara lain : 

a) Melakukan penertiban terhadap reklame yang habis masa 

izinnya di 5 (lima) wilayah kota khususnya reklame diatas 

24m2. 

b) Melakukan penertiban terhadap reklame dinding oleh semua 

Sudin dan UPPD Kecamatan. 

c) Dengan diberlakukannya Perda No.12 Tahun 2011 tentang 

Pajak Reklame akan memberikan kontribusi dalam 

peningkatan penerimaan pajak reklame dikarenakan adanya 

perubahan nilai sewa reklame untuk kelas jalan. 

d) Melaksanakan Intruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak 

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Intensifikasi 

dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah di area PD Pasar 

Jaya dan Reklame Indoor di Mall dan Pusat Perbelanjaan 

dan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah di 

masing-masing UPPD dan Suku Dinas Pelayanan Pajak. 

e) Dengan terbentuknya UPPD disetiap kecamatan diharapkan 

dapat menggali potensi Pajak Reklame. 

3)   Pajak Air Tanah 

Adanya program BPLHD yang bekerja sama dengan PAM Jaya 

(PT Palyja dan PT Aetra) untuk melakukan upaya “Zero 

Deepwell Consumption” berupa konversi 

penggunaan/pemanfaatan air tanah beralih menjadi 

pengguna/memanfaatkan air perpipaan PAM dengan melalui 

pelaksanaan operasi bersama pada wilayah yang secara teknis 

sudah dapat dilayani oleh air perpipaan PAM. Terkait program 

tersebut, telah dilakukan penutupan sumur sebanyak 86 titik 
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dengan rincian potensi penerimaan Pajak Air Tanah yang hilang 

sebagai berikut:  

Wilayah Air 
Perpipaan 
(PAM) 

Jumlah 
Titik 

Potensi yang hilang / bulan Potensi yang hilang / tahun 

Jumlah 
Pemakaian 

Jumlah Pajak 
Jumlah 

Pemakaian 
Jumlah Pajak 

PT AETRA 34 titik 43.559      684.846.896,00  522.708 8.218.162.752,00 

PT PALYJA 52 titik 66.275   1.042.614.810,00  795.300 12.511.377.720,00 

JUMLAH 86 titik 109.834   1.727.461.706,00  1.318.008 20.729.540.472,00 

 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total potensi penerimaan 

Pajak Air Tanah yang hilang sampai dengan akhir tahun 2011 

adalah sebesar Rp20.729.540.472,00. 

Banyaknya SKPD yang terbit dengan nominal Nihil dari total 

SKPD terbit setiap bulan, antara lain disebabkan karena 

digunakan sebagai sumur cadangan sebanyak 3.272, adanya 

sumur yang rusak sebanyak 764, sumur yang tutup sebanyak 

898, beralihnya pemakaian air ke PAM sebanyak 157, dan 

adanya pemakaian oleh kantor-kantor pemerintah sebanyak 

2.215 sehingga menimbulkan potensi loss terhadap penerimaan 

Pajak Air Tanah. 

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya 

antara lain: 

a) Melakukan Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap 3.272 

sumur cadangan dan 764 sumur rusak akan dilakukan secara 

intensif oleh UPPD Kecamatan. 

b) Melakukan koordinasi dengan BPLHD untuk program 

penertiban. 

 

 

 

 Sumber : Laporan kinerja DPP Provinsi DKI  tahun 2011  
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4)   Pajak Parkir 

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Parkir sampai 

dengan Desember 2011 disebabkan antara lain karena Sistem 

pemungutan pajak parkir yang menerapkan self assessment 

menuntut tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam 

menghitung dan memperhitungkan serta menyetorkan sendiri 

pajaknya. Saat ini sistem tersebut dirasakan masih belum 

berjalan secara maksimal, dan ada kecenderungan wajib pajak 

belum sepenuhnya melaporkan besarnya pajak yang harus 

dibayar sesuai dengan yang seharusnya. 

Langkah pemecahannya adalah melakukan upaya-upaya 

antara lain: 

a) Melakukan pemeriksaan terhadap semua Wajib Pajak parkir 

dengan membentuk Tim Gabungan bersama BPKP 

Perwakilan DKI Jakarta. 

b) Melakukan Online Sistem terhadap Wajib Pajak Parkir. 

c) Akan melakukan upaya penagihan piutang pajak parkir 

sampai dengan tahun 2011. 

d) Dengan terbentuknya UPPD pada setiap kecamatan 

diharapkan potensi-potensi terhadap pajak parkir dapat lebih 

optimal. 

 

3.2.2 Belanja Daerah 

Beberapa permasalahan yang menyebabkan penyerapan terutama 

Belanja Langsung yang relatif rendah antara lain: 

a) Lambatnya proses lelang, bahkan adanya kegagalan dalam 

lelang, karena proses pelelangan barang dan jasa memerlukan 

kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi, sehingga panitia lelang 

terkesan lamban dalam melakukan lelang, karena semakin 

ketatnya peraturan keuangan dan adanya tuntutan hukum di 

kemudian hari bila terjadi kesalahan. 
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b) Masih kurang ketatnya monitoring anggaran mulai dari proses 

perencanaan, jadwal pekerjaan, sampai dengan pelaksanaan 

pekerjaan. 

c) Masih adanya permasalahan dalam pembebasan lahan seperti 

tidak tercapainya kesepakatan harga dengan pemilik tanah, 

administrasi teknis tanah tidak memenuhi syarat, terbentur 

masalah sengketa atau dalam proses hukum. 

d) Adanya rencana pembangunan fisik yang dianggarkan pada 

APBD Perubahan, ternyata tidak cukup waktunya untuk 

dilaksanakan tahun ini juga, sehingga pelaksanaan pembangunan 

tersebut ditunda. 

e) Masih adanya kecenderungan pihak ke-III selaku pelaksana 

pekerjaan melakukan penagihan pembayaran termin secara 

sekaligus diakhir tahun (tidak berdasarkan tahapan pembayaran 

termin sebagaimana tertuang dalam kontrak), sehingga 

penyerapan anggaran terkesan rendah pada awal tahun 

anggaran. 

Langkah pemecahan dan upaya-upaya  yang dilakukan antara 

lain: 

a) Meningkatkan kemampuan SKPD dalam perencanaan dan 

pengelolaan administrasi kegiatan serta perbaikan sistem 

pengelolaan keuangan daerah. 

b) Lebih meningkatkan monitoring pelaksanaan program dan 

kegiatan tanpa mengesampingkan unsur kehati-hatian. 

c) Mempercepat proses administrasi, perijinan dan pelelangan 

dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengadaan barang dan jasa. 

d) Mempercepat pembayaran atas tagihan, baik dari pengembang 

yang tengah mengerjakan proyek fisik pembangunan infrastruktur 

di ibukota, maupun dari rekanan pengadaan barang dan jasa. 

e) Menyusun mekanisme pemberian reward dan punishment bagi 

seluruh dinas di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, terkait dengan 

penyerapan anggaran. 
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3.2.3 Pembiayaan Daerah 

Rendahnya realisasi pengeluaran pembiayaan terutama pada 

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah untuk PT MRT 

sebesar Rp555.000.000.000,00 untuk konstruksinya yang  tidak 

terealisasinya karena penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat tidak 

ada. 
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BAB IV      

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa Laporan keuangan merupakan 

laporan yang terstruktur  mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang 

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah 

menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, 

dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para  

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi  

sumber daya.  

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan 

informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan 

akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, 

dengan: 

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi,  kewajiban, 

dan ekuitas dana pemerintah; 

2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya  ekonomi, 

kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;  

3.  menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber 

daya ekonomi; 

4.  menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; 

5.  menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai 

aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;  

6.  menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai 

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;  

7.  menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan 

entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. 

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai  peranan prediktif dan 

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya 

sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya 
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yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian 

yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna 

mengenai: 

1. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

anggaran; dan 

2. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan 

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD. 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 

Anggaran 2011 berpedoman pada lampiran II  Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang terdiri dari beberapa 

komponen yaitu: 

1. Neraca; 

2. Laporan Realisasi Anggaran:  

3. Laporan Arus Kas, dan: 

4. Catatan atas Laporan Keuangan.  

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas 

akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang 

hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan 

Pengelola Keuangan  Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 

Badan Pengelola Keuangan  Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah. 

Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan 

kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya 

ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk 

melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.  

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai apakah sumber daya 

ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran yang telah 

ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran memuat anggaran dan realisasi. 

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam  bentuk barang dan jasa 

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada  tanggal 
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transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dapat 

memberikan semua informasi yang relevan mengenai  bentuk dari pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan yang diterima.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 

2011 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD-SKPD selaku 

entitas akuntansi sebanyak 727 SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi  46 entitas 

akuntansi penggabungan. Laporan Keuangan SKPD merupakan gabungan dari 

UKPD dibawahnya. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi / 

Kabupaten  merupakan gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan, 

Suku Dinas – Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-

dinas, sedangkan untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan 

keuangan Suku Dinas – Suku Dinas juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, 

untuk Laporan Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. 

Hal ini diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1284 

Tahun 2011 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Penggabungan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. 

Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan 

menjumlahkan akun yang ada antara SKPD satu dengan UKPD lainnya yang 

secara organisatoris berada di bawahnya  tanpa mengeliminasi akun timbal balik. 

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi / Kabupaten  

merupakan gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan, Suku Dinas – 

Suku Dinas dan Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-dinas, sedangkan 

untuk Dinas Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas – 

Suku Dinas juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, untuk Laporan 

Keuangan Biro-Biro menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah.  

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, 

dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada 

pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan 

Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan 
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Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). 

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah 

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih 

entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, 

wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan 

keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan 

perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:  

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan 

kekayaan dari anggaran;  

b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;  

c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat 

atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan 

d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun 

tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui 

anggaran.  

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna 

barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan 

menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. 

Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, 

menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan 

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan 

kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara 

intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka 

penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.  

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan 

laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris 

berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 
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4.2 Basis Akuntansi  yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar cash towards accrual yaitu 

merupakan berbasis kas menuju akrual. Dalam penyusunan laporan 

keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah : 

a. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu 

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa 

lainnya pada  saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum 

Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. 

b. Penyajian pos-pos necara berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana 

diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas 

aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau 

setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah. 

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan 

Keuangan 

4.3.1  Pendapatan 

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah yang 

menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang 

bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu 

dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada 

saat kas diterima oleh Kas Umum Daerah. Akuntansi pendapatan 

dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan 

penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai 

dengan jenis pendapatan. 

4.3.2  Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah yang 

mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang 

bersangkutan, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran 

kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara 

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat 

pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan. 
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Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal 

(nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria 

sebagai berikut: 

a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 

12 (dua belas) bulan. 

b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang 

tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara. 

c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk 

dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.  

d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 

pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi 

aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria 

material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

133 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  sebagai berikut: 

 

No. Uraian 
Jumlah Harga 

Lusin/Set/Satuan 
(Rp) 

1 Tanah  1 

2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:  

2.1 Alat-alat Berat  5.000.000 

2.2 Alat-alat Angkutan  1.500.000 

2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur  600.000 

2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000 

2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga  

 - Alat-alat Kantor 500.000 

 - Alat-alat Rumah Tangga 300.000 

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi  500.000 

2.7 Alat-alat Kedokteran 1.600.000 

2.8 Alat-alat Laboratorium  1.000.000 

2.9 Alat Keamanan  1.000.000 

3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:  

3.1 Bangunan Gedung 10.000.000 

3.2 Bangunan Monumen 10.000.000 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:  

4.1 Jalan dan Jembatan 10.000.000 

4.2 Bangunan Air/Irigasi 10.000.000 

4.3 Instalasi 10.000.000 

4.4 Jaringan 10.000.000 
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No. Uraian 
Jumlah Harga 

Lusin/Set/Satuan 
(Rp) 

5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:  

5.1 Buku dan Perpustakaan 100.000 

5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 
/Olahraga 

200.000 

5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 200.000 

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 

 

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai 

belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi 

kedua kriteria poin (a) dan (b) sebagai berikut: 

a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:  

1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau 

2) bertambah umur ekonomis, dan/atau 

3) bertambah volume, dan/atau  

4) bertambah kapasitas produksi, dan/atau 

5) bertambah estetika/keindahan/kenyamanan.   

b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset 

tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset 

tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan 

minimal kapitalisasi aset tetap, sebagai berikut: 

 

No. Uraian Jumlah Harga 
Satuan (Rp) 

1 Tanah  1 

2 Peralatan dan Mesin, terdiri atas:  

2.1 Alat-alat Berat  5.000.000 

2.2 Alat-alat Angkutan: 1.500.000 

2.3 Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 600.000 

2.4 Alat-alat Pertanian/Peternakan 1.000.000 

2.5 Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga  

 - Alat-alat Kantor 500.000 

 - Alat-alat Rumah Tangga 300.000 

2.6 Alat Studio dan Alat Komunikasi  500.000 

2.7 Alat-alat Kedokteran 1.600.000 

2.8 Alat-alat Laboratorium 1.000.000 
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No. Uraian Jumlah Harga 
Satuan (Rp) 

2.9 Alat Keamanan 1.000.000 

3 Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas:  

3.1 Bangunan Gedung 10.000.000 

3.2 Bangunan Monumen 10.000.000 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas:  

4.1 Jalan dan Jembatan 10.000.000 

4.2 Bangunan Air/Irigasi 10.000.000 

4.3 Instalasi 10.000.000 

4.4 Jaringan 10.000.000 

5 Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas:  

5.1 Buku dan Perpustakaan 100.000 

5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan 200.000 

5.3 Hewan/Ternak dan Tumbuhan 200.000 

 

4.3.3   Pembiayaan 

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, 

baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan 

diterima kembali,  dalam penganggaran pemerintah daerah terutama 

dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus 

anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas 

Umum Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Kas 

Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan 

berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan 

bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi 

dengan pengeluaran). 

 
4.3.4  Dana Cadangan 

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung 

kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 

dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut 

tujuan pembentukannya.  
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4.3.5  Aset 

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 

oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan 

dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 

diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun 

oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 

sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa 

bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara 

karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak 

termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, 

dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi 

manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau 

pada saat hak kepemilikan berpindah. 

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan 

Aset Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut: 

 
4.3.5.1  Aset Lancar 

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 

1) diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki 

untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak 

tanggal pelaporan, atau 

2) berupa kas dan setara kas. 

b. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi 

jangka pendek piutang, dan persediaan. 

c. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 

setiap saat dapat dipergunakan untuk membiayai 

kegiatan pemerintah daerah, kas disajikan di neraca 

dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk 

valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan 

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. 

d. Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan di bawah 

tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari: 
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1) Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-

rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, 

bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan 

pengeluaran; 

2) Setara kas, antara lain berupa surat utang Negara 

(SUN) / obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, 

yang dikelola oleh bendahara umum daerah; 

3) Uang tunai di bendahara umum daerah. 

e. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 

pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang 

dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-

undangan atau akibat lainnya yang sah. Pos-pos piutang 

antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan 

angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang 

diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan 

setelah tanggal  pelaporan. Pengukuran piutang dicatat 

sebesar nilai nominal. 

f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau 

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung 

kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang 

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan 

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi 

masa depan diperoleh pemerintah daerah dan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan 

andal. 

 

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak 

kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. 

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname). 
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Persediaan dicatat di neraca berdasarkan: 

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 

2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi 

sendiri; 

3) Nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila 

diperoleh dengan cara lainnya seperti 

donasi/rampasan. 

 

4.3.5.2  Investasi  

a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk 

memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan 

royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. 

b. Investasi pemerintah daerah diklasifikasikan ke dalam 

investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. 

Investasi jangka pendek adalah  Investasi jangka pendek 

adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan 

atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi 

yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu 

tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat 

penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan 

permanen. 

1) Investasi Non Permanen 

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka 

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak 

berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah 

kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 

12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki 

terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan 

atau menarik kembali. 
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Investasi non permanen yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah, antara lain berupa:  

a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang 

yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan 

tanggal jatuh tempo oleh pemerintah daerah;  

b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan 

yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;  

c) Dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan 

modal kerja secara bergulir kepada kelompok 

masyarakat;  

d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak 

dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah 

secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal 

yang dimaksudkan untuk penyehatan/ 

penyelamatan perekonomian. 

 

2) Investasi Permanen  

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang 

yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. 

Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan 

dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan 

dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi 

seluruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMP) 

pada perusahaan daerah, lembaga internasional, dan 

badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. 

 

PMP dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu 

perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu 

kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada 

perusahaan yang bukan perseroan. 
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c. Metode Penilaian Investasi pemerintah dilakukan dengan 

tiga metode yaitu: 

1) Metode biaya (cost method) 

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat 

sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi 

tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan 

tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan 

usaha/badan hukum yang terkait. 

2) Metode ekuitas (equity method) 

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah 

mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan 

ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi 

pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba 

kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima 

pemerintah akan mengurangi nilai investasi 

pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. 

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan 

dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 

Penggunaan ketiga metode tersebut didasarkan pada 

kriteria sebagai berikut: 

1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode 

biaya (cost method); 

2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan 

kurang dari 20%, tetapi memiliki pengaruh yang 

signifikan menggunakan metode ekuitas (equity 

method); 

3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode 

ekuitas; 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan metode 

biaya dan metode ekuitas untuk investasi permanen 
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tergantung besarnya kepemilikan/investasi pemerintah 

daerah pada perusahaan tersebut. 

 

4.3.5.3  Aset Tetap  

a. Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan 

oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan 

publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua 

belas) bulan.  

b. Aset tetap terdiri dari:  

1) Tanah  

2) Peralatan dan mesin 

3) Gedung dan Bangunan 

4) Jalan, irigasi dan jaringan 

5) Aset tetap lainnya 

6) Konstruksi dalam pengerjaan 

c. Penilaian Aset Tetap 

Penilaian barang aset tetap untuk pengadaan Tahun 

Anggaran 2011 dinilai dengan menghitung biaya 

perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 

menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, 

maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada 

saat perolehan, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan 

biaya perolehan terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya 

yang dapat diatribusikan secara langsung dalam 

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat 

aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan.  

2) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. 

Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau 

biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan 
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dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, 

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang 

dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai 

tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak 

pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua 

tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.  

3) Biaya perolehan peralatan dan mesin 

menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah 

dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin 

tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain 

meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya 

instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk 

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan 

dan mesin tersebut siap digunakan.  

4) Biaya perolehan gedung dan bangunan 

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai 

siap pakai.  

5) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan 

menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan 

untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai 

siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau 

biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang 

dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut 

siap pakai.  

6) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan 

seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 

aset tersebut sampai siap pakai.  

7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan 

merupakan suatu komponen biaya aset tetap 

sepanjang biaya tersebut, tidak dapat diatribusikan 

secara langsung pada biaya perolehan aset atau 

membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula 
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biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi 

serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset 

kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke 

kondisi kerjanya.  

 
4.3.5.4  Aset Lainnya 

a. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset 

lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. 

Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan 

Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak 

Berwujud, dan Aset di BP THR Lokasari  

b. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah 

yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah 

daerah secara angsuran kepada pihak ketiga, yang dinilai 

sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan 

aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan 

angsuran yang telah dibayar oleh pihak ketiga ke kas 

daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. 

c. Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian 

antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen 

untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan 

bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha 

yang dimiliki. 

d. Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat 

dikategorikan ke dalam kelompok tersebut di atas, seperti 

aset tetap rusak berat, Aset lain-lain BLUD, uang 

konsinyasi tanah, Aset Fasos Fasum dan Aset yang akan 

diserahkan kepada instansi lain. 

 
4.3.5.5  Pengakuan  penghentian/penghapusan Aset  

a. Suatu aset tetap dapat dihapus dari neraca ketika 

dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan 

penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa 

yang akan datang dengan menerbitkan Surat Keputusan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta. 
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b. Apabila Aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya 

dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus 

dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai 

yang tercatat, misalnya Aset Rusak Berat. 

c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah 

tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran 

dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 

tahun dari sejak diperoleh. 

d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan 

setelah dilakukan pemeriksaan fisik (stock opname) 

dengan berita acara. 

e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan 

tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang 

disertai berita acara. 

f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya 

kadaluarsa dihapus. 

 

4.3.6  Kewajiban 

a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang 

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya 

ekonomi pemerintah.  

b. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan 

tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam 

konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena 

penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, 

lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga 

internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena 

perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, 

kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, 

kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, 

alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban 

dengan pemberi jasa lainnya. 
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c. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai 

konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan 

perundang-undangan. 

d. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban 

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. 

1) Kewajiban Jangka Pendek 

a) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar 

atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah 

tanggal pelaporan. 

b) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak 

Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Utang 

Pajak di SKPD, Utang Bunga, Bagian Lancar Utang 

Jangka Panjang baik pokok maupun bunganya, dan Utang 

Jangka Pendek Lainnya seperti utang telepon, air  dan 

listrik (TAL) 
 

2) Kewajiban Jangka Panjang 

a) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo 

dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal 

pelaporan. 

b) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari 

utang luar negeri dan utang dalam negeri. 

c) Utang luar negeri pemerintah daerah adalah pinjaman ke 

pihak ketiga di luar negeri yang dikelola Badan Pengelola 

Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan 

perundangan-undangan. 
 

e. Pengukuran Kewajiban 

1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai 

kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi 

berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi 

pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs 
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mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan 

nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat 

kewajiban tersebut. 

2) Utang bunga atas utang pemerintah dicatat sebesar biaya 

bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud 

berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun 

luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang 

belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan 

sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. 

3) Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah 

menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah 

menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas 

jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah 

kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan 

harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit 

nonpemerintahan.  

4) Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa 

PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir 

periode pelaporan. 

5) Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh 

Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum 

disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan. 

6) Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat 

berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI 

kepada SKPD/UKPD. 

7) Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar 

utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam 

waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. 

f. Kewajiban kontinjensi 

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul 

dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan 

terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada 

masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali 
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pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa 

lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar pemerintah 

daerah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung 

manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut 

tidak dapat diukur dengan andal. 

 

4.3.7  Ekuitas Dana 

a. Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, 

yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah. Ekuitas 

dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana 

Investasi serta Ekuitas Dana Cadangan. 
 

b. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan 

kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar terdiri dari: 

1) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), yaitu akun lawan 

yang menampung kas dan setara kas serta investasi jangka 

pendek. 

2) Pendapatan yang Ditangguhkan, yaitu akun lawan untuk 

menampung Kas di Bendahara Penerimaan. 

3) Cadangan Piutang, yaitu akun lawan untuk menampung 

piutang. 

4) Cadangan Persediaan,  yaitu akun lawan untuk menampung 

persediaan. 

5) Dana yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang 

Jangka Pendek, yaitu akun lawan untuk menampung 

kewajiban jangka pendek. 

c. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah 

yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan 

aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. 

Ekuitas dana investasi meliputi: 

1) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yaitu akun 

lawan dari Investasi Jangka Panjang. 

2) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yaitu akun lawan dari Aset 

Tetap. 
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3) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya, yaitu akun lawan 

dari Aset  Lainnya. 

4) Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang 

Jangka Panjang, yaitu akun lawan dari seluruh Utang 

Jangka Panjang. 
 

d. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah 

yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 
4.3.8     Selisih Kurs 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, transaksi dalam mata 

uang asing harus dibukukan dalam mata uang asing tersebut 

menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Utang 

pemerintah daerah dalam mata uang asing dicatat dengan 

menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi. 

Pada setiap tanggal neraca, pos kewajiban moneter dalam mata 

uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan 

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. 

Kemudian, selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata 

uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat 

sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. 

 

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang 

Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

tahun anggaran 2011  sudah menerapkan kebijakan akuntansi  berdasarkan 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor  24 Tahun 2005  

tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. 

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, 

namun  dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan 

acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan  untuk memenuhi 

pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai 
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dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam 

pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka 

dilakukan perbaikan melalui media “adjustment” atau jurnal koreksi atas 

pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan “auditable” 

sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan 

keuangan ini (auditable). 

Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan 

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu  aset tetap belum 

dilakukan penyusutan. Kebijakan Akuntansi tentang penyusutan aset tetap 

telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2007 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam Peraturan 

Gubernur ini juga menetapkan penyusutan akan dilaksanakan mulai tahun 

anggaran 2014, sebab pada tahun anggaran 2014 proses reinventarisasi 

dan apraisal diharapkan telah selesai dilaksanakan. 

Kebijakan Akuntansi lainnya yang belum diterapkan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan yaitu penyisihan piutang tak tertagih belum 

dilakukan karena kebijakan peraturan yang mengatur atas akun dimaksud 

sedang dalam proses penyusunan, yaitu penentuan besarnya persentase 

penyisihan piutang tidak tertagih termasuk umur piutang yang dibedakan 

menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan 

besaran yang akan disisihkan. 
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BAB V 

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN  

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2011 

 

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan 

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 

Anggaran 2011 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diubah pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Lampiran II, Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik 

penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu 

penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural 

berada dibawahnya, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi 

DKI Jakarta Nomor 1284 Tahun 2011 tentang Penetapan Entitas Akuntansi 

dan Entitas Akuntansi Penggabungan Tahun Anggaran 2011. 

Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, 

sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). 

5.1.1 Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang 

bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Tahun Anggaran 2011 dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut. 

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp26.079.200.674.665,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran 

tahun 2011 target tersebut naik sebesar Rp766.492.385.866,00  atau 
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2,94% menjadi Rp26.845.693.060.531,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp28.297.361.482.869,82 atau 

105,41% dari anggarannya, dengan demikian realisasi Pendapatan 

Daerah melampaui target yang ditetapkan sebesar 

Rp1.451.668.422.338,82 atau 5,41%.  

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) sebesar Rp17.825.987.294.430,82, dan Pendapatan 

Transfer sebesar Rp10.462.963.410.649,00, sedangkan untuk Lain-lain 

Pendapatan yang Sah sebesar Rp8.410.777.790,00. 

Apabila realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang 

mencapai sebesar Rp28.297.361.482.869,82 dibandingkan dengan 

realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp23.025.986.993.128,05, realisasi Pendapatan Daerah di 

Tahun Anggaran 2011 mengalami peningkatan sebesar 

Rp5.271.374.489.741,77 atau 22,89%. 

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 

2011 dapat digambarkan pada tabel 5.1 berikut ini. 

TABEL 5.1 

Realisasi Pendapatan Daerah   

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

Jenis 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi 

2010 
Anggaran  
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 (4:3) 6 

� Pendapatan Asli 
Daerah 

16.022.580.846.665,00  16.280.133.657.370,00 17.825.987.294.430,82 109,50 12.891.992.182.041,05 

� Dana Transfer 9.462.619.828.000,00  9.971.559.403.161,00  10.462.963.410.649,00 104,93 10.133.994.811.087,00 

� Lain-lain 
Pendapatan Yang  
Sah 

594.000.000.000,00 594.000.000.000,00 8.410.777.790,00 1,42 0,00 

   Jumlah 26.079.200.674.665,00 26.845.693.060.531,00 28.297.361.482.869,82 105,41 23.025.986.993.128,05 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah  Prov. DKI Jakarta 
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5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah 

yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 

menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi 

daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 

PAD Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp16.022.580.846.665,00 setelah ditetapkannya perubahan 

anggaran tahun 2011 target tersebut naik 

Rp257.552.810.705,00 atau 1,61% menjadi 

Rp16.280.133.657.370.00. Realisasi PAD sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp17.825.987.294.430,82 

atau 109,50%. Realisasi PAD tersebut melampaui target 

sebesar Rp1.545.848.084.060,77 atau 9,50%.  

Apabila realisasi PAD tahun 2011 dibandingkan dengan 

realisasi PAD tahun 2010 yang tercatat sebesar 

Rp12.891.992.182.041,05, pendapatan PAD di tahun 2011 

terjadi peningkatan sebesar Rp4.933.995.112.389,80 atau 

38,27%. 

Peningkatan realisasi PAD di tahun 2011 dapat dicapai karena 

dilakukannya berbagai langkah dan upaya yang optimal, seperti 

intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah,  

kerja keras yang telah dilakukan oleh petugas-petugas 

pemungut di lapangan untuk peningkatan PAD, peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kelengkapan 

dasar hukum pajak daerah, peningkatan koordinasi dengan unit 

satuan kerja terkait dan peningkatan pengawasan kepada 

aparat pemungut maupun masyarakat serta peningkatan survei  

atau observasi di lapangan melalui pemeriksaan kepada wajib 

pajak dan retribusi. 

Secara garis besar gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 

2011 dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah  ini.  
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TABEL 5.2 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Tahun Anggaran 2011 

          (dalam rupiah) 

 
Jenis  

 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi 

2010 
Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 (4:3) 6 

� Pajak Daerah 
13.709.000.000.000,00  13.965.000.000.000,00  15.221.249.152.689,46 109,00 10.751.745.151.388,10 

� Retribusi Daerah 
425.000.000.000,00  456.248.032.680,00  609.349.051.004,00 133,56 439.210.908.273,00 

� Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah 
Yang Dipisahkan 

225.000.000.000,00 243.677.628.025,00  278.789.767.934,40 114,41 223.005.615.402,00 

� Lain-lain PAD 1.663.580.846.665,00 1.615.207.996.665,00  1.716.599.322.802,96 106,28 1.478.030.506.977,95 

    Jumlah 16.022.580.846.665,00  16.280.133.657.370.00 17.825.987.294.430,82  109,50 12.891.992.182.041,05 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD 

disampaikan berikut ini. 

5.1.1.1.1 Pajak Daerah 

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan 

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang 

pribadi  atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung 

yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dan pembangunan daerah. 

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 seperti 

tampak pada tabel tersebut di atas, melampaui target 

anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. Pajak Daerah 

Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp13.709.000.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan 

anggaran tahun 2011 target tersebut naik sebesar 

Rp256.000.000.000,00  atau 1,87% menjadi 

Rp13.965.000.000.000,00. Realisasi  sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp15.221.249.152.689,46 
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atau 109,00%, dengan demikian realisasi Pajak Daerah 

melampaui target sebesar Rp1.256.249.846.253,46 atau 

9,00%.  

Apabila realisasi Pajak Daerah tahun 2011 dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2010 yang jumlahnya tercatat 

sebesar Rp10.751.745.151.388,10, maka terlihat 

pendapatan pajak di Tahun Anggaran 2011 naik sebesar 

Rp4.469.504.001.301,30 atau 41,57%. 

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah 

Tahun Anggaran 2011 digambarkan pada tabel 5.3. 

TABEL 5.3 

Realisasi  Penerimaan Pajak Daerah  

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

  % 
Realisasi 

2010 
Anggaran 

Semula 

Anggaran 

Setelah Perubahan 

Realisasi 

2011 

1 2 3 4 5 
6 

(5:4) 
7 

1. Pajak Kendaraan 
Bermotor 

3.500.000.000.000,00 3.500.000.000.000,00 3.664.400.165.006,00 104,70 3.107.744.107.420,00 

2. BBN Kendaraan 
Bermotor 

4.000.000.000.000,00 4.200.000.000.000,00 4.582.084.588.660,00 109,10 3.997.470.274.150,00 

3. Pajak Bahan Bakar 
Kendaraan Bermotor 

824.000.000.000,00 824.000.000.000,00 848.569.568.929,00 102,98 727.327.812.376,00 

4. Pajak Pemanfaatan Air 
Bawah Tanah  

190.000.000.000,00 170.000.000.000,00  114.442.293.835,54 67,32 156.690.521.376,00 

5. Pajak Hotel  815.000.000.000,00 815.000.000.000,00 858.337.282.672,60 105,32 744.252.246.359,00 

6. Pajak Restoran 900.000.000.000,00 976.000.000.000,00  1.031.995.530.296,00 105,74 880.920.581.945,14 

7. Pajak Hiburan 350.000.000.000,00 350.000.000.000,00 296.519.831.376,32 84,72 293.356.000.260,00 

8. Pajak Reklame 330.000.000.000,00 330.000.000.000,00 269.666.970.840,00 81,72 258.171.510.385,00 

9. Pajak Penerangan Jalan 465.000.000.000,00 465.000.000.000,00 511.449.292.512,00 109,99 456.404.904.171,00 

10. Pajak Parkir 185.000.000.000,00 185.000.000.000,00 158.256.146.738,00 85,54 129.407.192.946,00 

11. Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan 

2.150.000.000.000,00 2.150.000.000.000,00 2.885.527.481.824,00 134,21 0,00 

Jumlah 13.709.000.000.000,00 13.965.000.000.000,00 15.221.249.152.689,46 109,00 10.751.745.151.388,10 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 
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Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak 

Daerah Tahun Anggaran 2011 diuraikan sebagai berikut: 

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan sebesar Rp3.500.000.000.000,00 setelah 

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target 

tersebut tetap sebesar Rp3.500.000.000.000,00. Realisasi  

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp3.664.400.165.006,00 atau 104,70%, realisasi 

penerimaan pajak ini melampaui target sebesar 

Rp164.400.165.006,00 atau 4,70%. Apabila realisasi 

tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah 

Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat 

sebesarRp3.107.744.107.420,00, terlihat kontribusi 

pendapatan PKB di tahun 2011 meningkat sebesar 

Rp556.656.057.586,00  atau 17,91%. 

Terjadinya pelampauan pencapaian target penerimaan 

pajak kendaraan bermotor pada Tahun Anggaran 2011, 

disebabkan oleh: 

a. Dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, dimana 

angka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta tercatat 

6,7%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-

rata nasional sebesar 6,5% dan jika dibandingkan 

dengan tahun 2010 yang hanya sebesar 6,48%. 

Sedangkan angka inflasi tahun 2011 hanya 3,35%, 

lebih kecil jika dibandingkan angka inflasi tahun 2010 

sebesar 4,83%. Dengan kondisi perkonomian yang 

relatif baik tersebut dapat meningkatkan daya beli 

masyarakat yang berdampak positif terhadap 

peningkatan penerimaan pajak. (Sumber Data: 

Jakarta.go.id) 
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b. Selanjutnya pertumbuhan sektor industri manufaktur 

besar dan sedang pada tahun 2011 mengalami 

peningkatan yaitu sebesar 1,50% dibanding tahun 

2010. Salah satu jenis industri yang mengalami 

peningkatan yang signifikan adalah industri Kendaraan 

Bermotor dan industri Alat Angkutan yang meningkat 

sebesar 17,26%. (Sumber Data: Data BPS Provinsi 

DKI Jakarta No. 44/11/31/Th. XIII, 2011). 

c. Disamping itu juga adanya peningkatan terhadap 

jumlah Wajib Pajak PKB pada tahun 2010 sebanyak 

5.886.266 menjadi 6.154.523 pada tahun 2011  atau 

mengalami pertumbuhan sebesar 4,56%. Peningkatan 

terhadap jumlah wajib pajak tersebut memberikan 

kontribusi positif terhadap penerimaan PKB tahun 2011 

yaitu sebesar Rp3.664.400.165.006,00   atau 104,70%  

dari target penerimaan tahun 2011 sebesar 

Rp3.500.000.000.000,00. (Sumber Data: Data diolah 

Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah) 

d. Diberlakukannya penerapan pajak progresif terhadap 

kendaraan bermotor sejak Januari 2011 memberikan 

kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun 2011. 

Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan pada 

Tahun Anggaran 2011 antara lain: 

a) Melakukan kegiatan pencairan tunggakan PKB, 

dimana pada Tahun 2011 terealisasi sebesar 

Rp2.361.485.650,00 dari total piutang PKB Tahun 

2011 sebesar Rp3.928.771.050,00 (60,11%). 

b) Pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB di 5 (lima) 

wilayah Kota Administrasi melakukan kegiatan melalui 

Surat Pemanggilan Kepada Wajib Pajak Yang Belum 

Daftar Ulang dengan hasil sebagai berikut: 
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1) Wilayah Jakarta Barat: dari 7.500 surat yang 

dikirim, sebanyak 1.769 kendaraan bermotor telah 

membayar pajak sebesar Rp4.957.718.150,00. 

2) Wilayah Jakarta Selatan: dari 7.500 surat yang 

dikirim, sebanyak 1.824 kendaraan bermotor telah 

membayar pajak sebesar Rp7.483.022.200,00. 

3) Wilayah Jakarta Timur: dari 7.500 surat yang 

dikirim, sebanyak 1.908 kendaraan bermotor telah 

membayar pajak sebesar Rp5.689.133.290,00. 

4) Wilayah Jakarta Pusat: dari 7.500 surat yang 

dikirim, sebanyak 1.730 kendaraan bermotor telah 

membayar pajak sebesar Rp4.275.052.450,00. 

5) Wilayah Jakarta Utara: dari 7.500 surat yang 

dikirim, sebanyak 4.090 kendaraan bermotor telah 

membayar pajak sebesar Rp8.599.903.000,00. 

c) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wajib 

Pajak) melalui pemberian pelayanan antara lain: 

1) Drive Thru di 4 (empat) wilayah Jakarta Pusat, 

Jakarta Barat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. 

2) Samsat Keliling sebanyak 5 (lima) kendaraan untuk  

5 (lima) wilayah. 

3) 3 (tiga) Gerai Samsat berlokasi di Mal PGC Jakarta 

Timur, Mal Taman Palem Jakarta Barat dan Mal 

Artha Gading Jakarta Utara. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) 

BBN-KB Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp4.000.000.000.000,00, setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut naik 

sebesar Rp200.000.000.000,00  atau 5,00% menjadi 

Rp4.200.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp4.582.084.588.660,00  

atau 109,10%, dengan demikian peneriman BBN-KB 
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melampaui target sebesar Rp382.084.588.660,00  atau 

9,10%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat 

sebesar Rp3.997.470.274.150,00, maka BBN-KB di tahun 

2011 naik sebesar Rp584.614.314.510,00  atau 14,62%. 

Terjadinya pelampauan pencapaian target penerimaan 

BBN-KB pada Tahun Anggaran 2011  disebabkan oleh: 

a. Dilihat dari aspek pertumbuhan ekonomi, dimana 

angka pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta tercatat 

6,7%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-

rata nasional sebesar 6,5% dan jika dibandingkan 

dengan tahun 2010 yang hanya sebesar 6,48%. 

Sedangkan angka inflasi tahun 2011 hanya 3.35%, 

lebih kecil jika dibandingkan angka inflasi tahun 2010 

sebesar 4,83%. Dengan kondisi perkonomian yang 

relatif baik tersebut dapat meningkatkan daya beli 

masyarakat yang berdampak positif terhadap 

peningkatan penerimaan pajak. (Sumber Data: 

Jakarta.go.id). 

b. Berdasarkan data dari Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (Gaikindo) realisasi penjualan 

mobil secara nasional hingga kuartal III 2011 mencapai 

659.857 unit  atau naik 18,6% dari penjualan periode 

yang sama di 2010, maka pada Oktober-Desember 

2011 penjualan mobil berpotensi mencapai 219.952 

unit, sehingga total penjualan mobil hingga akhir tahun 

2011 bisa mencapai 880 ribu unit, lebih tinggi 

dibandingkan penjualan mobil secara nasional tahun 

2010 sebanyak 764.710 unit. Peningkatan data 

penjualan mobil tersebut memberikan kontribusi positif 

terhadap penerimaan BBN-KB. 
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c. Meningkatnya jumlah BBN-KB dimana pada tahun 

2010 sebanyak 987.293 KBm dan di tahun 2011 

menjadi 1.138.234 KBm  atau mengalami pertumbuhan 

sebesar 15,29%. Dengan peningkataan jumlah 

kendaran tersebut maka memberikan kontribusi positif 

terhadap penerimaan BBN-KB pada tahun 2011. 

Langkah-langkah dan upaya intensif telah dilakukan pada 

tahun 2011, antara lain: 

a. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan BBN-KB, 

dimana pada tahun 2011 terealisasi sebesar 

Rp1.862.469.400,00 dari total piutang BBN-KB 

sebesar Rp2.860.056.200,00 (65,12%). 

b. Peningkatan pelayanan BBN-KB yang belum 

tercantum dalam Peraturan Gubernur tentang 

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB. 

c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Wajib 

Pajak) melalui pemutakhiran data NJKB berdasarkan 

Pergub, SK Kepala Dinas dan Perubahan Data 

Kepemilikan kendaraan Bermotor. 

d. Pelaksanaan survey di lapangan dalam rangka 

pengumpulan data lainnya untuk menentukan Harga 

Pasaran Umum (HPU) Kendaraan Bermotor di wilayah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.  

e. Pelaksanaan koordinasi yang lebih intensif baik 

dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta, 

seperti: Agen Tunggal Pemegang Merk Asosiasi 

Importir Kendaraan Bermotor, Gaikindo dan 

Pengusaha/Pemilik Show Room. 

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)  

PBB-KB Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp824.000.000.000,00 setelah ditetapkannya 
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perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tetap 

sebesar Rp824.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp848.569.568.929,00  atau 102,98%, dengan demikian 

realisasi pajak melampaui target perubahan yang 

ditetapkan sebesar Rp24.569.568.929,00  atau 2,98%.  

Apabila realisasi PBB-KB  tersebut  dibandingkan  dengan  

realisasi PBB-KB Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya 

tercatat sebesar Rp727.327.812.376,00 penerimaan PBB-

KB Tahun Anggaran 2011 naik sebesar 

Rp121.241.756.553,00  atau 16,67%. 

Alasan pelampauan pencapaian target penerimaan PBB-

KB pada Tahun Anggaran 2011 antara lain: 

a. Adanya kenaikan volume pemakaian bahan bakar 

kendaraan bermotor di wilayah Provinsi DKI Jakarta 

dari 3.619.710.576,41 liter pada tahun 2010 menjadi 

4.043.165.730,20 liter pada tahun 2011 atau 

mengalami kenaikan sebesar 423.455.153,79 liter 

(11,70%). Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan jumlah 

kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta yang 

mengalami peningkatan.  

b. Adanya penambahan 3 (tiga) penyedia bahan bakar 

yang dikukuhkan sebagai wajib pajak baru. Dari 2 

(dua) diantaranya sudah beroperasi dan memberikan 

kontribusi sebanyak 261.000 liter.    

c. Adanya penambahan 2 SPBU dari 324 (Tahun 2010) 

menjadi 326 (Tahun 2011) yaitu dari penyalur bahan 

bakar PT SHELL. 

d. Adanya koordinasi dan konfirmasi data pembayaran 

dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor 

secara rutin per triwulan. 
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Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan agar 

tercapainya target penerimaan PBB-KB Tahun Anggaran 

2011 antara lain: 

a. Melakukan koordinasi rutin dengan wajib pajak PBB-

KB yaitu PT Pertamina dan penyedia Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor lainnya, melalui kegiatan 

rekonsiliasi data jumlah penjualan bahan bakar 

kendaraan bermotor dan kaitannya dengan kewajiban 

yang harus disetorkan.  

b. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak 

PBB-KB, dimana dari kegiatan tersebut dapat diketahui 

adanya penambahan sebanyak 3 (tiga) wajib pajak 

sehingga jumlah wajib pajak PBB-KB di tahun 2011 

menjadi 19 wajib pajak. 

4. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 

2011 semula ditargetkan sebesar Rp190.000.000.000,00, 

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 

target tersebut turun sebesar Rp20.000.000.000,00  atau 

10.53% menjadi Rp170.000.000.000,00. Realisasi sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp114.442.293.835,54 atau 67,32%, dengan demikian 

realisasi penerimaan pajak ini tidak dapat mencapai target 

sebesar Rp55.557.706.164,46 atau 32,68%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2010 yang 

jumlahnya tercatat sebesar Rp156.690.521.376,00, maka 

terlihat penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2011 turun 

sebesar Rp42.248.227.540,46 atau 26,96%. 

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Air Tanah 

disebabkan: 
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a. Adanya program BPLHD yang bekerja sama dengan 

PAM Jaya (PT Palyja dan  PT Aetra) untuk melakukan 

upaya “Zero Deepwell Consumption” berupa konversi 

penggunaan/pemanfaatan air tanah beralih menjadi 

pengguna/memanfaatkan air perpipaan PAM dengan 

melalui pelaksanaan operasi bersama pada wilayah 

yang secara teknis sudah dapat dilayani oleh air 

perpipaan PAM. Terkait program tersebut, telah 

dilakukan penutupan sumur sebanyak 86 titik sehingga 

mempengaruhi penurunan potensi penerimaan Pajak 

Air Tanah. 

b. Banyaknya SKPD yang terbit dengan nominal Nihil dari 

total SKPD terbit setiap bulan, antara lain disebabkan 

karena digunakan sebagai sumur cadangan sebanyak 

3.272, adanya sumur yang rusak sebanyak 764, sumur 

yang tutup sebanyak 898, beralihnya pemakaian air ke 

PAM sebanyak 157, dan adanya pemakaian oleh 

kantor-kantor pemerintah sebanyak 2.215 sehingga 

menimbulkan potensi loss terhadap penerimaan Pajak 

Air Tanah. 

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan untuk 

mendorong pencapaian target penerimaan pajak ini antara 

lain: 

a. Melakukan Pemantauan dan Pemeriksaan terhadap 

3.272 sumur cadangan dan 764 sumur rusak akan 

dilakukan secara intensif oleh UPPD Kecamatan; 

b. Melakukan koordinasi dengan BPLHD untuk program 

penertiban. 

5. Pajak Hotel 

Pajak Hotel Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp815.000.000.000,00, setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tetap 
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sebesar Rp815.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp858.337.282.672,60 atau 105,32%, dengan demikian 

realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar 

Rp43.337.282.672,60 atau 5,32%.  

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2010 yang 

jumlahnya tercatat sebesar Rp744.252.246.359,00 terlihat 

realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2011 naik sebesar 

Rp114.085.036.313,60  atau 15,33%. 

Tercapainya target penerimaan Pajak Hotel pada Tahun 

Anggaran 2011 disebabkan: 

a. Dilihat dari faktor pertumbuhan PDRB DKI Jakarta 

tahun 2011 sebesar 6,7% dimana sektor perdagangan-

hotel-restoran mengalami peningkatan sebesar 7,9% 

jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 

2010 (Sumber Data: BPS Provinsi DKI Jakarta No. 

45/11/31/Th.XIII, 2011). 

b. Selanjutnya tingkat adanya peningkatan pertumbuhan 

Wisman (Wisata mancanegara) untuk di DKI Jakarta 

Tahun 2011 mencapai 1.957.015 Wisman  atau 

mengalami peningkatan sebesar 13,38% jika 

dibandingkan dengan kunjungan Wisman di Tahun 

2010 sebanyak 1.859.133 Wisman (Sumber Data: 

Data BPS Prov DKI Jakarta No. 49/12/31Th.XIII, 

2011). 

c. Peningkatan jumlah Wajib Pajak Hotel berdasarkan 

hasil pendataan dan pemeriksaan, dimana pada tahun 

2010 sebanyak 1.115 Wajib Pajak dan pada tahun 

2011 naik menjadi 1.214 Wajib Pajak, hal ini berarti 

terdapat penambahan potensi penerimaan dari Wajib 

Pajak baru sebanyak 99 Wajib Pajak. 
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Untuk pencapaian target penerimaan pajak ini, berbagai 

langkah dan upaya yang optimal telah dilakukan, seperti: 

a. Melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi 

terhadap objek Pajak Hotel; 

b. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan Pajak Hotel, 

dimana pada tahun 2011 terealisasi sebesar 

Rp6.585.435.777,75,00 dari total piutang Pajak Hotel  

Tahun 2011 sebesar  Rp8.885.194.038,75 (74,12%); 

c. Melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak hotel 

yang terindikasi setoran pajaknya menurun atau 

kurang tertib dalam melakukan pembayaran pajaknya; 

d. Memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak Hotel. 

6. Pajak Restoran 

Pajak Restoran Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp900.000.000.000,00 setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut naik 

sebesar Rp76.000.000.000,00  atau 8,44% menjadi 

Rp976.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp1.031.995.530.296,00 

atau 105,74%, dengan demikian, realisasi penerimaan 

pajak ini dapat melampaui target sebesar 

Rp55.995.530.296,00  atau 5,74%.  

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2010 yang 

jumlahnya mencapai Rp880.920.581.945,14 maka terlihat 

kontribusi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2011 naik 

sebesar Rp151.074.948.350,86  atau 17,15%. 

Terjadinya pelampauan pencapaian target penerimaan 

Pajak Restoran pada Tahun Anggaran 2011 disebabkan 

antara lain: 

a. Dilihat dari faktor pertumbuhan PDRB DKI Jakarta 

tahun 2011 sebesar 6,7% dimana sektor perdagangan 
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- hotel - restoran mengalami peningkatan sebesar 

7,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama di 

tahun 2010 (Sumber Data: Data BPS Provinsi DKI 

Jakarta No. 45/11/31/Th.XIII, 2011).  

b. Disamping itu dalam laju pertumbuhan PDRB DKI 

Jakarta menurut komponen pengeluaran untuk 

konsumsi rumah tangga tahun 2011 juga meningkat 

sebesar 7,0% jika dibandingkan dengan tahun 2010. 

Hal ini mencerminkan adanya peningkatan pola 

konsumsi dan daya beli masyarakat. (Sumber Data: 

Data BPS Provinsi DKI Jakarta No. 45/11/31/Th.XIII, 

2011). 

c. Adanya peningkatan jumlah Wajib Pajak restoran 

berdasarkan hasil pendataan dan pemeriksaan, 

dimana pada tahun 2010 sebanyak 6.688 Wajib Pajak  

dan pada tahun 2011 naik menjadi 7.559 Wajib Pajak, 

hal ini berarti terdapat penambahan potensi 

penerimaan dari Wajib Pajak baru sebanyak 871 Wajib 

Pajak. (Sumber Data: Data diolah Bidang Sistem 

Informasi Pajak Daerah). 

Langkah-langkah dan upaya yang efektif telah dilakukan 

pada tahun 2011 antara lain: 

a. Melalui Intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap objek 

Pajak Restoran. 

b. Suku Dinas Pelayanan Pajak dan UPPD secara 

intensif melakukan pemantauan terhadap pembayaran 

setoran masa  Wajib Pajak Restoran. 

c. Melakukan kegiatan pencairan tunggakan Pajak 

Restoran, dimana untuk Tahun 2011 terealisasi 

sebesar Rp24.658.224.922,55 dari total piutang Pajak 

Restoran sebesar Rp42.345.485.252,75,00 (58.23%). 
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d. Melakukan pemeriksaan terhadap objek pajak restoran 

yang terindikasi setoran pajaknya menurun atau 

kurang tertib dalam melakukan pembayaran pajaknya. 

e. Memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak 

restoran. 

7. Pajak Hiburan 

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp350.000.000.000,00, setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tetap 

sebesar Rp350.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp296.519.831.376,32 atau 84,72%, dengan demikian 

realisasi Pajak Hiburan tidak mencapai target sebesar 

Rp53.480.168.623,68  atau 15,28%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya 

tercatat sebesar Rp293.356.000.260,00, terlihat realisasi 

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2011 naik sebesar 

Rp3.163.831.116,32  atau 1,08%. 

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Hiburan pada 

Tahun Anggaran 2011, antara lain didorong oleh: 

a. Adanya penetapan tarif spesifik atas import film 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

90/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kedelapan atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem 

Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk 

atas Barang Impor. Hal ini menyebabkan tidak adanya 

film impor yang masuk ke bioskop-bioskop Indonesia 

dan DKI Jakarta pada periode bulan Februari sampai 

dengan September 2011 (selama 7 bulan) 

mengakibatkan kehilangan potensi pajak hiburan dari 
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pertunjukkan film bioskop sebanyak 11.859.300 

penonton. 

Selanjutnya berdasarkan data penonton tahun 2010 

jumlah penonton tercatat sebanyak 20.330.229 orang 

dengan rata-rata penonton per bulan sebanyak 

1.694.185 orang. Sehingga diperkirakan potensi 

penonton yang hilang pada tahun 2011 akibat 

penerapan kebijakan tersebut selama 7 (tujuh) bulan 

adalah sebanyak 1.694.185 x 7 = 11.859.300 

penonton. Jika rata-rata tiket bioskop Rp50.000,00 tarif 

pajak 10%, maka potensi penerimaan pajak hiburan 

(bioskop) yang hilang adalah  Rp50.000,00 x 10% x 

11.859.300 =Rp59.296.500.000,00.(Sumber Data: 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 

Jakarta) 

b. Penurunan Tarif Pajak Hiburan pada Peraturan Daerah 

baru Nomor 13 Tahun 2010 untuk beberapa jenis 

Pajak Hiburan menyebabkan hilangnya potensi 

penerimaan Pajak Hiburan di tahun 2011. 

c. Terjadinya kasus-kasus tindakan aparat Kepolisian 

yang  melakukan operasi dan penyegelan pada 

beberapa tempat hiburan yang potensial sehingga 

mempengaruhi tingkat kunjungan pelanggan 

mengingat tempat hiburan sangat sensitif terhadap 

gangguan kenyamanan pelanggan tersebut. 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya 

pencapaian target penerimaan Pajak Hiburan pada tahun 

berikutnya antara lain: 

a. Melakukan instensifikasi dan ekstensifikasi terhadap 

objek Pajak Hiburan. 
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b. Melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap 

tempat-tempat Hiburan yang khususnya berada di 

Hotel. 

c. Melakukan pemeriksaan dengan membentuk Tim 

Gabungan bersama BPKP untuk objek Pajak Hiburan 

Diskotik, DJ dan Karaoke. 

d. Melalui kegiatan pencairan tunggakan Pajak Hiburan, 

dimana Tahun 2011 terealisasi sebesar 

Rp15.790.200.250,25 dari total piutang Pajak Hiburan 

sebesar Rp21.276.061.506,00 (74,22%).  

e. Dengan terbentuknya UPPD kecamatan diharapkan 

dapat menggali potensi pajak yang belum tersentuh 

seperti spa, kebugaran, fitness centre, golf. 

8. Pajak Reklame 

Pajak Reklame Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp330.000.000.000,00, setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tetap 

sebesar Rp330.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp269.666.970.840,00 atau 81,72%, dengan demikian 

realisasi Pajak Reklame tidak dapat mencapai target 

sebesar Rp60.333.029.160,00  atau 18,28%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2010 yang 

jumlahnya tercatat Rp258.171.510.385,00, terlihat 

kontribusi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2011 naik 

sebesar Rp11.495.460.455,00  atau 4,45%. 

Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Reklame pada 

Tahun Anggaran 2011 disebabkan antara lain: 

a. Adanya Pengakhiran Izin Penyelenggaraan Reklame 

Kawasan Interchange Pluit (pemetaan batas reklame) 
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dengan total potensi penerimaan yang hilang sebesar   

Rp426.320.000,00 (4 titik reklame) berdasarkan Nota 

Dinas Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup 

Nomor 417/-1.752.11 tanggal 27 Desember 2010. 

b. Adanya pembangunan Jalan Layang Non Tol dengan 

total potensi penerimaan yang hilang sebesar 

Rp749.612.500,00 (31 titik reklame) berdasarkan Surat 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor 836/-1.752.11 

tanggal 7 Februari 2011.  

c. Tertundanya penerimaan akibat masih terdapatnya 

permohonan izin penyelenggaraan reklame yang 

masih dalam proses di instansi terkait. 

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada 

tahun berikutnya antara lain: 

a. Melakukan penertiban terhadap reklame yang habis 

masa izin nya di 5 (lima) wilayah kota khususnya 

reklame diatas 24m; 

b. Melakukan penertiban terhadap reklame dinding oleh 

semua Sudin dan UPPD Kecamatan; 

c. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pajak Reklame akan memberikan 

kontribusi dalam peningkatan penerimaan pajak 

reklame dikarenakan adanya perubahan nilai sewa 

reklame untuk kelas jalan; 

d. Melaksanakan Intruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak 

Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan 

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Potensi Pajak Daerah di 

area PD Pasar Jaya dan Reklame Indoor di Mal dan 

Pusat Perbelanjaan dan Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Pelaksanaan Intensifikasi dan Ekstensifikasi 

Potensi Pajak Daerah di masing-masing UPPD dan 

Suku Dinas Pelayanan Pajak. 
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e. Dengan terbentuknya UPPD di setiap kecamatan 

diharapkan dapat menggali potensi Pajak Reklame.  

9. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan sebesar Rp465.000.000.000,00 setelah 

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target 

tersebut tetap sebesar Rp465.000.000.000,00. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp511.449.292.512,00  atau 109,99%, dengan demikian 

realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui target 

yang telah ditetapkan sebesar Rp46.449.292.512,00  atau 

9,99%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi  

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2010 yang 

jumlahnya tercatat sebesar Rp456.404.904.171,00 maka 

kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 

terjadi peningkatan sebesar Rp55.044.388.341,00  atau 

12,06%. 

Tercapainya target penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

Tahun Anggaran 2011 disebabkan antara lain: 

a. Adanya peningkatan jumlah pelanggan PPJ, dimana 

pada tahun 2010 sebanyak 2.066.471 pelanggan  dan 

pada akhir tahun 2011 naik menjadi 2.276.077 

pelanggan, hal ini berarti terdapat penambahan 

sebanyak  209.606 pelanggan baru (Sumber Data: 

pln.co.id/disjaya “Hasil Kinerja PT PLN Disjaya Tahun 

2011”).  

b. Peningkatan koordinasi secara intensif dengan pihak 

PT PLN sebagai mitra kerja dalam pemungutan Pajak 

Penerangan Jalan.  
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c. Melakukan kegiatan evaluasi terhadap penerimaan 

Pajak Penerangan Jalan secara intensif.  

d. Peningkatan pengawasan terhadap penyetoran Pajak 

Penerangan Jalan. 

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam upaya 

pencapaian target penerimaan Pajak Penerangan Jalan 

pada tahun 2011 antara lain: 

a. Melakukan koordinasi dengan PT PLN (Persero) 

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang melalui rapat-

rapat koordinasi antara Dinas Pelayanan Pajak dengan 

PT PLN dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah 

Provinsi  DKI Jakarta. 

b. Pemantauan pembayaran Pajak Penerangan Jalan 

setiap bulan pada BPKD dan PT PLN (Persero) 

Disjaya dan Tangerang. 

10. Pajak Parkir 

Pajak Parkir Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp185.000.000.000,00, setelah perubahan 

anggaran tahun 2011 tetap sebesar 

Rp185.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp158.256.146.738,00  

atau 85,54%, dengan demikian realisasi Pajak Parkir tidak 

dapat mencapai target sebesar Rp26.743.853.262,00  

atau 14,46%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan Pajak Parkir Tahun Anggaran 2010 yang 

jumlahnya tercatat Rp129.407.192.946,00 terlihat 

kontribusi Pajak Parkir Tahun Anggaran 2011 terjadi 

kenaikan sebesar Rp28.848.953.792,00  atau 22,29%.  

Alasan tidak tercapainya target penerimaan Pajak Parkir 

pada tahun 2011 adalah karena tidak tercapainya target 
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penerimaan Pajak Parkir sampai dengan Desember 2011, 

disebabkan antara lain karena Sistem pemungutan pajak 

parkir yang menerapkan self assessment menuntut 

tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak dalam 

menghitung dan memperhitungkan serta menyetorkan 

sendiri pajaknya. Saat ini sistem tersebut dirasakan masih 

belum berjalan secara maksimal, dan ada kecenderungan 

wajib pajak belum sepenuhnya melaporkan besarnya 

pajak yang harus dibayar sesuai dengan yang 

seharusnya. 

Langkah-langkah dan upaya yang akan dilakukan pada 

tahun berikutnya antara lain: 

a. Melakukan pemeriksaan terhadap semua Wajib Pajak 

parkir dengan membentuk Tim Gabungan bersama 

BPKP Perwakilan DKI Jakarta. 

b. Melakukan Online Sistem terhadap Wajib Pajak Parkir.  

c. Akan melakukan upaya penagihan piutang pajak 

parker. yang s.d tahun 2011 masih terdapat piutang 

pajak parkir sebesar Rp3.335.167.611,94. 

d. Dengan terbentuknya UPPD pada setiap kecamatan 

diharapkan potensi-potensi terhadap pajak parkir dapat 

lebih optimal.  

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek 

pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian distresi 

dalam penetapan tarif. Dalam hal perluasan objek pajak 

daerah maka sejak tahun 2011 Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut oleh pemerintah 

daerah. 
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Peralihan BPHTB menjadi pajak daerah yang 

pengelolaannya dan pemanfaatannya dikembalikan ke 

daerah seratus persen dituangkan dalam Keputusan 

Bersama Dua Menteri yaitu Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 186/PMK/2010 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 55 Tahun 2010 Pasal 2 (dua), disebutkan 

bahwa kewenangan pemungutan BPHTB dialihkan dari 

Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai 1 Januari 

2011. 

Adapun peraturan mengenai pengelolaan Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan Provinsi DKI Jakarta 

dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta 

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan. Dengan adanya penambahan jenis 

pungutan BPHTB diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

keuangan daerah yang selama ini dirasakan belum 

mencukupi. 

Mekanisme mengenai pemungutan BPHTB diatur dalam 

Keputusan Gubernur Nomor 487 Tahun 2011 tanggal 4 

April 2011. Dalam surat keputusan tersebut mengatur 

mengenai penunjukan Bank sebagai tempat pembayaran 

dan rekening penampungan penerimaan BPHTB. Adapun 

bank yang ditunjuk sebagai bank penerima dan 

penampung pendapatan BPHTB adalah Bank DKI 

sebanyak 6 (enam) rekening penampungan, Bank Mandiri, 

Bank BRI, Bank BNI masing-masing 1 (satu) rekening 

penampungan. Untuk lebih mengikat, maka dibuatlah 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur mengenai 

mekanisme penerimaan, hak dan kewajiban bank 

pengelola rekening penampungan penerimaan BPHTB 

dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme 

pelimpahan saldo penerimaan BPHTB, tata cara 

pelaporan dan sanksi. 
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BPHTB Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar 

Rp2.150.000.000.000,00. Realisasi sampai  dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp2.885.527.481.824,00   

atau 134,21%.  

Tercapainya target penerimaan BPHTB Tahun Anggaran 

2011 disebabkan antara lain: 

a. Jika dilihat dari PDRB DKI Jakarta tahun 2011 

dibandingkan dengan tahun 2010 secara total tumbuh 

6,7%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor 

pengangkutan dan komunikasi, yakni sebesar 13,4%, 

kemudian diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 8,5% 

serta sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 

7,9%. Meningkatnya pertumbuhan dari sektor 

konstruksi menunjukkan adanya penambahan 

bangunan-bangunan di wilayah DKI Jakarta yang 

memberikan kontribusi terhadap peningkatan 

penerimaan BPHTB. (Sumber Data: Data BPS Prov 

DKI No. 45/11/31/Th. XIII, 2011). 

b. Disamping itu dalam laju pertumbuhan PDRB DKI 

Jakarta menurut komponen pengeluaran untuk 

konsumsi rumah tangga tahun 2011 juga meningkat 

sebesar 7,0% jika dibandingkan dengan tahun 2010. 

Hal ini mencerminkan adanya peningkatan pola 

konsumsi dan daya beli masyarakat. (Sumber Data: 

Data BPS Provinsi DKI Jakarta No. 45/11/31/Th.XIII, 

2011). 

c. Meningkatnya pertumbuhan produksi real estate di 

tahun 2011 yang mencapai 230.000 unit  atau naik 

15% dibanding tahun 2010 sebesar 200.000 unit. 

Pertumbuhan properti terbanyak di kelas menengah, 

yakni sekitar 65%, apartemen 5-10%, dan selebihnya 
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kelas atas. (Sumber Data: kompas.com, Jumat-11 

Nopember 2011) 

Langkah-langkah dan upaya yang intensif  telah dilakukan 

pada tahun 2011 antara lain: 

a. Melakukan koordinasi dengan Pejabat Pembuat Akte 

Tanah (PPAT) dan Badan Pertanahan Nasional secara 

rutin. 

b. Melakukan sosialisasi tentang BPHTB.  

c. Pendekatan pelayanan BPHTB kepada wajib pajak 

disetiap kecamatan melalui Unit Pelayanan Pajak 

Daerah. 

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah 

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan 

Asli Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat 

pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan 

tertentu.  

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

Rp425.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 

2011 target tersebut naik sebesar Rp31.248.032.680,00 atau 

sebesar 7,35% menjadi Rp456.248.032.680,00. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp609.349.051.004,00 atau 133,56%, dengan demikian 

realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat melampaui 

target perubahan yang ditetapkan sebesar 

Rp153.101.018.324,00 atau 33,56%. 

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2011 dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2010 yang jumlahnya tercatat 

Rp439.210.908.273,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah 
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tahun 2011 meningkat sebesar Rp170.138.142.731,00 atau 

38,74%. 

Dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah 

berbagai upaya yang intensif telah dilaksanakan seperti: 

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui 

pemberian pelayanan prima; 

2. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan 

masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah 

dapat dicapai dengan optimal; 

3. Dilakukannya intensifikasi terhadap penerimaan Retribusi 

Daerah; 

4. Peningkatan pengawasan di lapangan; 

5. Dilakukannya koordinasi yang intensif kepada unit 

pemungut retribusi dan  unit satuan kerja terkait. 

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi 

Daerah Tahun Anggaran  2011 sebagaimana tergambar pada 

tabel 5.4. 

TABEL 5.4 

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah  

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No 
Jenis 

Pendapatan 

Tahun Anggaran 2011 

    % 
Realisasi 2010 Anggaran 

Semula 

Anggaran 

Setelah Perubahan 

Realisasi 

2011 

1 2 3 4 5 6(5:4) 7 

I 
Retribusi Jasa 
Umum 

103.054.368.000,00 86.694.593.000,00  92.079.333.783,00 106,21 77.562.733.715,00 

II 
Retribusi Jasa 
Usaha 

69.314.125.450,00 62.099.160.130,00  52.126.699.597,00 83,94 69.989.172.419,00 

III 
Retribusi 
Perizinan 
Tertentu 

252.631.506.550,00 307.454.279.550.00 465.143.017.624,00 151,29 291.659.002.139,00 

Jumlah 425.000.000.000,00  456.248.032.680,00 609.349.051.004,00 133,56 439.210.908.273,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 
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Penjelasan lebih lanjut  mengenai rincian realisasi per jenis 

pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai 

berikut: 

1. Retribusi Jasa Umum 

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang 

disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 

dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan Rp103.054.368.000,00 setelah ditetapkan 

perubahan anggaran tahun 2011 turun 

Rp16.359.775.000,00 atau 15,87% menjadi 

Rp86.694.593.000,00.  Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp92.079.333.783,00 

atau 106,21%, dengan demikian realisasi penerimaan 

Retribusi Jasa Umum melampaui dari target perubahan 

yang ditetapkan sebesar Rp5.384.740.783,00 atau 6,21%. 

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2010 

yang jumlahnya tercatat Rp77.562.733.715,00, terlihat 

penerimaan Retribusi Jasa Umum di tahun 2011 naik 

sebesar Rp14.516.600.068,00 atau 18,72%.  

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi 

Jasa Umum Tahun Anggaran 2011 seperti tergambar 

pada tabel 5.5. 
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TABEL 5.5 

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Jenis Pendapatan 

Tahun Anggaran 2011 

    % 

 

Realisasi  

2010 

Anggaran  
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6(5:4) 7 

I 
Retribusi Jasa 
Umum 

 
    

a Retribusi Pengujian 
Kendaraan Bermotor 

32.727.213.000,00  28.887.998.000,00  19.478.050.040,00 67,43 18.740.242.500,00 

b Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak Peta 

800.000.000,00  800.000.000,00  472.129.700,00  59,02 352.656.350,00  

c Retribusi Pelayanan 
Tera/Tera Ulang 

3.000.000.000,00  3.000.000.000,00  8.127.681.300,00  270,92 4.005.395.050,00  

d Retribusi Penggantian 
Biaya Cetak dan Jasa 

10.100.570.000,00 10.100.570.000,00  9.633.491.000,00  95,38 7.781.982.000,00  

e Retribusi Pemeriksaan 
Alat Pemadam 
Kebakaran 

1.015.020.000,00 1.015.020.000,00  310.978.000,00  30,64 554.846.735,00  

f Retribusi Pengujian 
Kapal Perikanan 

0,00 10.000.000,00  0,00  0,00 0,00  

g Retribusi Pengukuran 
& Pengujian Hasil 
Hutan 

2.547.136.000,00 2.547.136.000,00  1.871.051.741,00  73,46 2.213.986.333,00  

h Retribusi 
Pemanfaatan Air 
Bersih 

7.500.000,00 7.500.000,00  61.928.000,00  825,71 17.439.000,00  

I Retribusi 
Pemanfaatan 
Ketenagalistrikan di 
Kep.Seribu 

100.000.000,00 100.000.000,00  299.522.050,00  299,52 306.393.560,00  

J Retribusi Jasa 
Rekomendasi Antar 
Daerah 

0,00 30.000.000,00  0,00  0,00 0,00 

k Retribusi 
Persampahan/Kebersi
han 

23.103.880.000,00 10.479.200.000,00  10.622.964.550,00  101,37 10.595.913.100,00  

l Retribusi Pemakaian 
Tempat Pemakaman 

8.000.000.000,00  8.000.000.000,00  8.639.295.000,00  107,99 7.853.040.000,00  

m Retribusi Pengukuran 
Situasi Tanah 

5.500.000.000,00  5.500.000.000,00  6.718.135.410,00  122,15 6.569.489.206,00  

n Retribusi Pematokan 
untuk Penerapan 
Rencana Kota 

2.050.000.000,00 2.050.000.000,00  3.192.082.750,00  155,71 2.142.566.601,00  

o Retribusi Survey dan 
Perencanaan Trace Jalur

600.000.000,00  600.000.000,00  1.752.858.150,00  292,14 2.864.464.230,00  

p Retribusi Penataan 
Perpetakan pada Jalur 
Jalan Utama & 
Sekunder 

13.000.000.000,00  13.000.000.000,00 19.079.051.592,00  146,76 13.564.319.050,00  

q Retribusi Jasa 
Pemetaan, 
Pengukuran dan 
Pertanahan 

152.326.000,00 152.326.000,00  1.682.399.000,00  1.104,47 0,00  
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No Jenis Pendapatan 

Tahun Anggaran 2011 

    % 

 

Realisasi  

2010 

Anggaran  
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6(5:4) 7 

r Retribusi 
Pemeliharaan Data 
dan Penggantian 
Biaya Cetak Peta 

254.843.000,00 254.843.000,00  0,00  0,00 0,00  

s Retribusi Pelayanan 
Peralatan Pengukuran 
dan Pemetaan 

10.000.000,00  25.000.000,00  0,00  0,00 0,00  

t Retribusi Pengujian 
Barang Dalam 
Keadaan Terbungkus 

0,00 10.000.000,00  0,00  0,00  0,00  

u Retribusi Pelayanan 
Kesehatan 

85.880.000,00 125.000.000,00 137.715.500,00  110,17 0,00  

Jumlah 103.054.368.000,00  86.694.593.000,00 92.079.333.783,00 106,21 77.562.733.715,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakart 

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa 

Umum Tahun Anggaran 2011 antara lain sebagai berikut: 

a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan 

retribusi atas pelayanan perhubungan termasuk 

kendaraan bermotor di air, yang diukur berdasarkan 

jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya 

pemeriksaan emisi gas buang, biaya pemeriksaan 

lampu-lampu, perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya 

pengetokan, sumber uji, biaya tanda uji dan segel, biaya 

pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya 

operasional dan pemeliharaan dan kemampuan 

masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan. 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 

Anggaran 2011, semula dianggarkan sebesar 

Rp32.727.213.000,00, setelah ditetapkan perubahan 

anggaran tahun 2011 turun sebesar Rp3.839.215.000,00 
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atau 11,73%  menjadi Rp28.887.998.000,00. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp19.478.050.040,00 atau 67,43% dari anggaran yang 

ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan 

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat 

mencapai target sebesar Rp9.409.947.960,00  atau 

32,57%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 

Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 

Rp18.740.242.500,00, maka penerimaan tahun 2011 

naik sebesar Rp737.807.540,00 atau 3,94%. 

Tidak tercapainya target penerimaan retribusi ini, 

utamanya disebabkan oleh penurunan volume pengujian 

terhadap kendaraan mobil barang, bus & kendaraan 

khusus dan mobil berpenumpang umum. Penurunan 

tersebut terjadi karena banyak kendaraan yang dimutasi 

ke daerah sehingga kendaraan-kendaraan tersebut tidak 

melakukan pengujian. 

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi 

penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

antara lain: 

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja 

terkait. 

3) Peningkatan pengawasan dengan dilakukannya 

penertiban terhadap kendaraan umum. 

4) Melaksanakan pengujian dengan cepat dan mudah 

dengan sistem Drive Thru. 

5) Melakukan penyuluhan kepada awak angkutan 

umum dan mengadakan penertiban di lapangan. 
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b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan 

retribusi atas pelayanan pertambangan yang  

memperhitungkan biaya pencetakan dan 

pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, 

teknis pencetakan dan jumlah peta dengan 

memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya 

survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional 

dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata 

Ruang dan Pertanahan. 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun 

Anggaran 2011, semula dianggarkan sebesar 

Rp800.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

mencapai Rp472.129.700,00 atau 59,02% dari anggaran 

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tidak dapat 

mencapai target sebesar Rp327.870.300,00 atau 

40,98%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Tahun 

Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 

Rp352.656.350,00, maka penerimaan tahun 2011 naik 

sebesar Rp119.473.350,00 atau 33,88%. 

c. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan 

retribusi atas pelayanan perindustrian dan perdagangan 

meliputi pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, 

timbang, dan perlengkapannya; dan pengujian barang 

dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

dengan memperhatikan biaya investasi, biaya 
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operasional, biaya perawatan/pemeliharaan dengan 

memperhatikan kemampuan masyarakat serta aspek 

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan. 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun Anggaran 

2011, semula dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00 

dan tidak ada perubahan anggaran. Realisasi sampai 

dengan akhir Tahun 2011 mencapai 

Rp8.127.681.300,00 atau 270,92% dari anggaran yang 

ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan 

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang telah melampaui 

target sebesar Rp5.127.681.300,00 atau 170,92%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Tahun 

Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 

Rp4.005.395.050,00, maka penerimaan tahun 2011 naik 

sebesar Rp4.122.286.250,00 atau 102,92%. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 

pendapatan retribusi ini antara lain: 

1) Pengawasan secara intensif terhadap Wajib Retribusi. 

2) Mempromosikan mesin sarana produksi kepada 

pengrajin di sekitar lokasi. 

3) Melaksanakan pelayanan one day service SIUP di 

pusat perbelanjaan dan perkantoran. 

d. Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa 

memperhitungkan biaya pencetakan dan 

pengadministrasian terkait dengan dokumen 

kependudukan dan pencatatan sipil yang diukur 

berdasarkan jumlah akta/salinan yang diterbitkan dan 

jasa yang diberikan dengan memperhatikan biaya cetak, 

biaya pengadaan blanko, proses penerbitan, 
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pemeliharaan dokumen kependudukan dan catatan sipil, 

dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa Tahun 

Anggaran 2011, semula dianggarkan sebesar 

Rp10.100.570.000,00 dan tidak ada perubahan 

anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 mencapai Rp9.633.491.000,00 atau 

95,38% dari anggaran yang ditetapkan, dengan demikian 

realisasi penerimaan retribusi ini tidak mencapai target 

sebesar Rp467.079.000,00  atau 4,62%. 

Penerimaan retribusi ini utamanya diperoleh dari 

penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK), biaya 

pencatatan mutasi data, penggantian biaya cetak KTP 

dan Kartu Identitas Pendatang. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa 

Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp7.781.982.000,00, maka penerimaan tahun 2011 naik 

sebesar Rp1.851.509.000,00 atau 23,79%. 

Hambatan tidak tercapainya target dari pendapatan 

retribusi ini antara lain: 

1) Kenaikan tarif retribusi belum diberlakukan dan 

Rancangan Peraturan Daerah Retribusi yang baru 

belum disahkan. 

2) Menurunnya keinginan masyarakat untuk 

mencatatkan perkawinan secara sah. 

3) Kurangnya kesadaran masyarakat melakukan 

pengesahan perjanjian perkawinan pada pencatatan 

perkawinannya yang dilaksanakan di daerah atau 

luar negeri. 
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Upaya yang dilakukan dalam mengoptimalkan 

penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan Jasa 

khususnya KTP antara lain: 

1) Sosialisasi yang intensif kepada masyarakat baik 

secara langsung maupun tidak langsung mengenai 

peraturan-peraturan kependudukan, sehingga 

dengan sosialisasi ini diharapkan adanya kesadaran 

masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan-

peraturan yang berlaku mengenai kependudukan; 

2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib 

retribusi; 

3) Peningkatan koordinasi dan pengawasan dilapangan 

kepada masyarakat melalui Operasi Yustisi 

Kependudukan. 

e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

merupakan retribusi atas pelayanan penanggulangan 

kebakaran yang diukur berdasarkan gambar rencana 

yang diteliti, luas lantai pengujian akhir pemasangan 

instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan 

persyaratan pencegahan kebakaran, jenis dan tipe 

peralatan pencegahan pemadam kebakaran dengan 

memperhatikan biaya penyediaan peralatan, biaya 

pemeriksaan/pengecekan, biaya segel, biaya 

operasional/pemeliharaan dan memperhatikan 

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana. 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 

Anggaran 2011, semula dianggarkan sebesar 

Rp1.015.020.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 
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mencapai Rp310.978.000,00 atau 30,64% dari anggaran 

yang ditetapkan, dengan demikian realisasi penerimaan 

retribusi ini tidak mencapai target sebesar 

Rp704.042.000,00  atau 69,36%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya 

tercatat sebesar Rp554.846.735,00, maka penerimaan 

tahun 2011 turun sebesar Rp243.868.735,00 atau 

43,95%. 

Hambatan tidak tercapainya target pendapatan dari 

Retribusi ini antara lain: 

1) Retribusi yang menjadi kewajiban pemohon 

rekomendasi pengujian akhir proteksi kebakaran 

tidak terlalu signifikan jumlahnya. 

2) Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan 

Bahaya Kebakaran, bahwa untuk Pemeriksaan 

berkala atas kelengkapan sarana proteksi kebakaran 

tidak lagi dikenakan pemungutan retribusi daerah. 

f. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

Retribusi Pengujian Kapal Perikanan merupakan 

retribusi pelayanan peternakan, perikanan, dan kelautan 

yang diukur berdasarkan berat kapal (Gross Tonnage), 

jumlah kapal yang diuji dan waktu dengan 

memperhatikan biaya investasi, biaya pemeriksaan 

perlengkapan dan peralatan lainnya, biaya tanda uji dan 

segel, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan 

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Kelautan dan Pertanian. 
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Retribusi Pengujian Kapal Perikanan ditargetkan pada 

anggaran perubahan Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp10.000.000,00.  Sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 tidak terdapat realisasi Retribusi 

Pengujian Kapal Perikanan. Hal tersebut disebabkan 

kewenangan pengujian berada di Kementrian 

Perhubungan (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut). 

g. Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 

Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan 

merupakan retribusi pelayanan pertanian dan kehutanan 

yang diukur berdasarkan jenis, ukuran, dan volume hasil 

hutan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya 

perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang 

berkaitan langsung dengan penyediaan jasa. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Kelautan dan Pertanian. 

Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Tahun 

Anggaran 2011, semula dianggarkan sebesar 

Rp2.547.136.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

mencapai Rp1.871.051.741,00 atau 73,46% dari 

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi 

penerimaan retribusi ini tidak mencapai target sebesar 

Rp676.084.259,00 atau 26,54%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pengukuran dan Pengujian Hasil 

Hutan Tahun  Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat 

sebesar Rp2.213.986.333,00, maka penerimaan tahun 

2011 turun sebesar Rp342.934.592,00 atau 15,49%.  

Tidak tercapainya target retribusi tersebut disebabkan 

berkurangnya kayu yang masuk ke Jakarta, karena 

terkait dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
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P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil 

Hutan yang Berasal dari Hutan Negara. 

h. Retribusi Pemanfaatan Air Bersih 

Retribusi Pemanfaatan Air Bersih merupakan retribusi 

atas pelayanan pertambangan dan energi yang diukur 

berdasarkan resiko, volume, dan kualitas air dengan 

memperhatikan biaya perencanaan, biaya operator, 

biaya peralatan, biaya pemeriksaan kualitas air, biaya 

operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya 

sosialisasi, kemampuan masyarakat serta aspek 

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian dan Energi.  

Retribusi Pemanfaatan Air Bersih Tahun Anggaran 2011, 

semula dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00 dan tidak 

ada perubahan anggaran. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp61.928.000,00 

atau 825,71% dari anggaran yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi penerimaan retribusi ini telah 

melampaui target sebesar Rp54.428.000,00 atau 

725,71%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pemanfaatan Air Bersih Tahun  

Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 

Rp17.439.000,00, maka penerimaan tahun 2011 naik 

sebesar Rp44.489.000,00 atau 255,11%.  

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi 

tersebut adalah melakukan perbaikan Reverse Osmosis 

(RO) sebanyak 9 (Sembilan) unit, sehingga terjadi 

peningkatan permintaan dari masyarakat. 
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i. Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di 

Kepulauan Seribu 

Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan 

Seribu merupakan retribusi atas pelayanan 

pertambangan dan energi yang tingkat penggunaan 

jasanya diukur berdasarkan jenis, kapasitas dan waktu 

dengan tarif retribusi disesuaikan dengan ketentuan tarif 

PLN dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya 

operator, biaya peralatan, biaya pemeriksaan/uji laik, 

biaya operasional/pemeliharaan, biaya penyusutan, 

biaya bahan bakar, biaya sosialisasi, biaya penertiban 

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian dan Energi. 

Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di Kepulauan 

Seribu Tahun Anggaran 2011, semula dianggarkan 

sebesar Rp100.000.000,00 dan tidak ada perubahan 

anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 mencapai Rp299.522.050,00 atau 

299,52% dari anggaran yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi penerimaan retribusi ini telah 

melampaui target sebesar Rp199.522.050,00 atau 

199,52%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pemanfaatan Ketenagalistrikan di 

Kepulauan Seribu Tahun  Anggaran 2010 yang 

jumlahnya tercatat sebesar Rp306.393.560,00, maka 

penerimaan tahun 2011 turun sebesar Rp6.871.510,00 

atau 2,24%.  

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi 

tersebut adalah melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat agar membayar tunggakannya berkaitan 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 40 

 

 

akan terjadinya pengalihan pemakaian listrik dari 

Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

j. Retribusi Persampahan/Kebersihan 

Retribusi Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi 

atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur 

berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan 

jangka waktu pelayanan meliputi 

pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke 

lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah 

dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara 

ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan 

penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir 

sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan 

sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya 

penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan 

sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan 

akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan 

masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kebersihan. 

Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 

2011, semula dianggarkan sebesar 

Rp23.103.880.000,00, setelah ditetapkan perubahan 

anggaran tahun 2011 turun sebesar 

Rp12.624.680.000,00 atau 54,64%  menjadi 

Rp10.479.200.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp10.622.964.550,00 

atau 101,37% dari anggaran yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi penerimaan retribusi ini telah 

melampaui target sebesar Rp143.764.550,00 atau 

1,37%.  

Realisasi Retribusi ini diperoleh antara lain dari, 

pengangkutan sampah industri, pengangkutan sampah 
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pedagang kaki lima dan penyediaan tempat 

pembuangan/pemusnahan akhir sampah.  

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

Retribusi Persampahan/Kebersihan Tahun Anggaran 

2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 

Rp10.595.913.100,00, maka penerimaan tahun 2011 

naik sebesar Rp27.051.450,00 atau 0,26%. 

Walaupun retribusi ini mencapai target, terdapat juga 

hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut 

antara lain: 

1) Banyak kendaraan pengangkutan sampah yang 

rusak berat dan sudah diusulkan didum. 

2) Tidak ada kendaraan khusus untuk pengangkutan 

sampah industri. 

3) Beberapa perusahaan menggunakan kendaraan 

sendiri untuk mengangkut sampahnya setelah 

memperoleh izin dari Dinas Kebersihan. 

4) Berkurangnya volume buang kendaraan penyedotan 

kakus milik perusahaan/badan/perorangan ke Lokasi 

Instalasi Pengolahan Air Limbah Buangan (LIPAB). 

5) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk 

memungut retribusi khususnya di tingkat kecamatan. 

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai target 

penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan antara lain: 

1) Peningkatan pengendalian dan pengawasan 

terhadap pemungutan retribusi; 

2) Intensifikasi melalui sosialisasi dan penyuluhan yang 

intensif oleh masing-masing Kepala Seksi Dinas 

Kebersihan Kecamatan secara rutin kepada 
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masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat; 

3) Peningkatan pelayanan dalam pemungutan retribusi; 

4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja 

terkait; 

5) Pemberdayaan RT/RW lebih optimal dalam 

pemungutan retribusi sampah. 

k. Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman 

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman merupakan 

retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang diukur 

berdasarkan klasifikasi blok tempat pemakaman dan 

jangka waktu sewa tempat pemakaman dengan 

memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan 

jenazah, biaya penguburan, biaya operasional dan 

pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek 

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Pertamanan dan Pemakaman. 

Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp8.000.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

mencapai Rp8.639.295.000,00 atau 107,99% dari 

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi 

penerimaan retribusi ini telah melampaui target sebesar 

Rp639.295.000,00 atau 7,99%.  

Realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman, 

diperoleh dari sewa tanah makam untuk jangka waktu 3 

(tiga) tahun, sewa tanah makam tumpangan 25%, dan 

perpanjangan sewa tanah makam.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pemakaian Tempat Pemakaman 

Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 43 

 

 

Rp7.853.040.000,00, maka penerimaan tahun 2011 naik 

sebesar Rp786.255.000,00 atau 10,01%. 

Upaya yang dilakukan untuk pencapaian target realisasi 

penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman antara 

lain: 

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

2) Penyuluhan yang intensif kepada masyarakat 

bekerjasama dengan yayasan yang bergerak di 

bidang pemakaman, dengan tujuan untuk 

menumbuhkembangkan tingkat kesadaran  

masyarakat terhadap kewajibannya seperti 

perpanjangan sewa tanah makam agar dapat 

dilakukan tepat pada waktunya. 

l. Retribusi Pengukuran Situasi Tanah 

Retribusi Pengukuran Situasi Tanah merupakan retribusi 

atas pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan 

luas tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, 

jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat dengan 

memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya 

survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya 

pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya 

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 

Pertanahan. 

Retribusi Pengukuran Situasi Tanah Tahun Anggaran 

2011, semula ditargetkan sebesar Rp5.500.000.000,00, 

sama dengan target yang ditetapkan setelah perubahan 

anggaran tahun 2011. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.718.135.410,00 

atau 122,15%, dengan demikian realisasi retribusi ini 

dapat melampaui target sebesar Rp1.218.135.410,00 

atau 22,15%.  
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Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pengukuran Situasi Tanah di Tahun 

Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 

Rp6.569.489.206,00, maka penerimaan tahun 2011 naik 

sebesar Rp148.646.204,00 atau 2,26%. 

Peningkatan realisasi retribusi ini, dapat dicapai dengan 

upaya-upaya seperti: 

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja 

terkait; 

3) Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada wajib 

retribusi yang menunggak; 

4) Pelaksanaan terpadu di 5 (lima) wilayah kotamadya. 

m. Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota 

Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota 

merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang 

diukur berdasarkan jenis peruntukan tanah rinci sesuai 

ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan 

biaya pengukuran dan pematokan, biaya survei, biaya 

transportasi, biaya pemetaan, biaya pemutakhiran data, 

nilai manfaat serta biaya pengawasan dan 

pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan 

oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. 

Retribusi Pematokan untuk Penerapan Rencana Kota 

Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp2.050.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

mencapai Rp3.192.082.750,00 atau 155,71% dari 

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi 

penerimaan retribusi ini telah melampaui target sebesar 

Rp1.142.082.750,00 atau 55,71%. 
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Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Pematokan untuk Penerapan 

Rencana Kota di Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya 

tercatat sebesar Rp2.142.566.601,00, maka penerimaan 

tahun 2011 naik sebesar Rp1.049.516.149,00 atau 

48,98%. 

n. Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur 

Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur 

merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan yang 

diukur berdasarkan luas tanah, jenis alat yang 

digunakan, klasifikasi jalan, jembatan, saluran dan 

utilitas serta nilai manfaat.  Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan.  

Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp600.000.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

mencapai Rp1.752.858.150,00 atau 292,14% dari 

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi 

retribusi ini telah melampaui target sebesar 

Rp1.152.858.150,00 atau 192,14%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Survey dan Perencanaan Trace Jalur 

di Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat 

sebesar Rp2.864.464.230,00, maka penerimaan tahun 

2011 turun sebesar Rp1.111.606.080,00 atau 38,81%. 

o. Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan 

Utama dan Jalur Jalan Sekunder 

Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Utama 

dan Jalur Jalan Sekunder merupakan retribusi atas 

pelayanan ketatakotaan yang diukur berdasarkan luas 

tanah, jenis alat yang digunakan, klasifikasi jalan, 
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jembatan, saluran dan utilitas serta nilai manfaat dengan 

memperhatikan biaya pengukuran dan pematokan, biaya 

survei, biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya 

pemutakhiran data, nilai manfaat serta biaya 

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 

Pertanahan. 

Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur Jalan Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp13.000.000.000,00 dan tidak ada perubahan 

anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 mencapai Rp19.079.051.592,00 atau 

146,76% dari anggaran yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target 

sebesar Rp6.079.051.592,00 atau 46,76%. 

Retribusi ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan 

pelaksanaan pemungutannya efektif mulai tahun 2007. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Penataan Perpetakan pada Jalur 

Jalan Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat 

Rp13.564.319.050,00, maka penerimaan tahun 2011 

naik sebesar Rp5.514.732.542,00 atau 40,66%. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian 

target retribusi ini antara lain: 

1) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja 

terkait; 

2) Peningkatan pengawasan di lapangan;  

3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 47 

 

 

p. Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan 

Pertanahan 

Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan 

merupakan retribusi atas pelayanan pertanahan dan 

pemetaan yang diukur berdasarkan tingkat akurasi, 

lokasi, skala, ukuran, jenis, teknis, pelaksanaan dan hari 

orang kerja (HOK) dengan memperhatikan biaya 

investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya 

pengukuran/pematokan, biaya operasional dan 

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata 

Ruang dan Pertanahan. 

Retribusi Jasa Pemetaan, Pengukuran dan Pertanahan 

Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp152.326.000,00 dan tidak ada perubahan anggaran. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

mencapai Rp1.682.399.000,00 atau 1104,47% dari 

anggaran yang ditetapkan, dengan demikian realisasi 

retribusi ini telah melampaui target sebesar 

Rp1.530.073.000,00 atau 1.004,47%.  

q. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis 

pelayanan kesehatan di puskesmas, jenis pelayanan 

kesehatan dasar, dan jenis pelayanan kesehatan di 

rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya 

investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya 

operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat 

serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan. 

Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2011, 

semula ditargetkan sebesar Rp85.880.000,00, setelah 

ditetapkan perubahan anggaran tahun 2011 naik 

sebesar Rp39.120.000,00 atau 45,55%  menjadi 
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Rp125.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp137.715.500,00 atau 

110,17% dari anggaran yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target 

sebesar Rp12.715.500,00 atau 10,17%.  

Pencapaian realisasi retribusi tersebut disebabkan 

penerimaan RSUD Kepulauan Seribu tahun 2010 

disetorkan di tahun 2011 sebesar Rp85.928.500,00. 

2. Retribusi Jasa Usaha 

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau 

badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa 

usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah 

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah 

dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan 

dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah 

yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan sebesar Rp69.314.125.450,00, setelah 

ditetapkan perubahan anggaran tahun 2011 turun sebesar 

Rp7.214.965.320,00 atau 10,41% menjadi sebesar 

Rp62.099.160.130,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp52.126.699.597,00 

atau 83,94%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak 

mencapai target sebesar Rp9.972.460.533,00 atau 

16,06%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2010 yang 

jumlahnya tercatat sebesar Rp69.989.172.419,00 terlihat 

realisasi retribusi ini di tahun 2011 turun sebesar 

Rp17.862.472.822,00 atau 25,52%.  

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun 

Anggaran 2011 disajikan lebih rinci pada tabel 5.6.  
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TABEL 5.6 

Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Jenis Pendapatan 

Tahun Anggaran 2011 

% 
Realisasi  

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6(5:4) 7 

II Retribusi Jasa Usaha      

a Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

34.743.922.450,00 33,035,230,130.00  28,647.777.375.00 86,72 33,803,834,668.00  

b Retribusi Tempat 
Pelelangan Ikan 

2.400.000.000,00  2,400,000,000.00  3,217,696,301.00 134,07 2,773,979,890.00  

c Retribusi Tempat 
Penginapan Nelayan 

0,00 11,500,000.00  0.00 0,00  0,00 

d Retribusi Tempat 
Pendaratan Kapal 

20.020.000,00  20,020,000.00  21,852,000.00 109,15 21,371,000.00  

e Retribusi Tempat 
Rekreasi 

6.800.000.000,00 6,800,000,000.00  6,578,026,375.00 96,74 20,589,208,050.00  

f Retribusi Tempat 
Rekreasi dan Olahraga 

3.125.200.000,00 2,623,300,000.00  3,048,082,075.00 116,19 2,582,612,300.00  

g Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah 

115.000.000,00 115,000,000.00  250.113.600.00 217,49 136,711,500.00  

h Retribusi Potong Hewan 1.420.000.000,00 1,420,000,000.00  961,187,884.00 67,69 1,032,525,000.00  

i Retribusi Fasilitas 
Akomodasi Milik Daerah 

1.175.000.000,00 1,175,000,000.00  604,915,000.00 51,48 1,364,360,000.00  

j Retribusi Jasa 
Pemakaian Fasilitas 
Ketenagakerjaan 

580.000.000,00  550,000,000.00  552,765,000.00 100,50 551,125,000.00  

k Retribusi Penyedotan 
Kakus 

4.853.520.000,00 1,520,800,000.00  1,255,100,000.00 82,53 1,227,035,000.00  

l Retribusi Jasa Terminal 12.845.170.000,00 11,338,310,000.00  5,141,993,204.00 45,35 5,120,863,647.00  

m Retribusi Jasa 
Kepelabuhan, 
Kenavigasian 

11.329.000,00 10,000,000.00  330,500.00 3,31 1,936,364.00  

n Retribusi Jasa 
Perhubungan Udara 

1.224.964.000,00 1,080,000,000.00  1,846,860,283.00 171,01 783,610,000.00  

 
 

Jumlah 69.314.125.450,00 62.099.160.130,00 52.126.699.597,00 83,94 69.989.172.419,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi 

Jasa Usaha Tahun Anggaran 2011 antara lain sebagai 

berikut: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi 

atas segala pemakaian kekayaan di daerah. 

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan 

Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak 

mengubah fungsi dari tanah tersebut. Prinsip 

penetapan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah sebagaimana dimaksud adalah untuk 

memperoleh keuntungan yang layak dengan 
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mempertimbangkan biaya administrasi, biaya 

pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya 

penyusutan dan biaya pembinaan. 

Retribusi tersebut dipungut oleh dinas-dinas dan badan 

yang terkait antara lain Dinas Perhubungan, Dinas 

Kesehatan, Dinas Perindustrian Dan Energi, Dinas 

Pariwisata Dan Kebudayaan, Dinas Pemadam 

Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana, Dinas 

Kelautan Dan Pertanian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, 

Kecil Dan Menengah, Dan Perdagangan, Dinas Olah 

Raga Dan Pemuda, Dinas Kebersihan, Dinas 

Pertamanan Dan Pemakaman, Dinas Pekerjaan Umum 

dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp34.743.922.450,00, setelah ditetapkan perubahan 

anggaran tahun 2011 turun sebesar 

Rp1.708.692.320,00 atau 4,92%  menjadi 

Rp33.035.230.130,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp28.647.777.375,00 

atau 86,72% dari anggaran yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai 

target  sebesar  Rp4.387.452.755,00 atau 13,28%. 

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp33.803.834.668,00, maka penerimaan tahun 2011 

turun sebesar Rp5.156.057.293,00 atau 15,25%. 

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah bersumber dari hasil optimalisasi 

pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang 

terdapat pada beberapa unit  satuan kerja, seperti 
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pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, 

pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian 

target penerimaan antara lain: 

1) Peningkatan pengawasan terhadap aparat 

pemungut retribusi; 

2) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan kerja 

terkait; 

3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan  

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat 

Pelelangan Ikan adalah dengan memperhatikan biaya 

investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya 

rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan 

penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang 

mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh 

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang 

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta 

beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga 

pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pelelangan 

Ikan diukur berdasarkan persentase volume dan harga 

transaksi. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan 

dan Pertanian. 

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Tahun Anggaran 

2011, ditargetkan sebesar Rp2.400.000.000,00 dan 

tidak ada perubahan anggaran. Realisasi sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp3.217.696.301,00 atau 134,07% dari anggaran yang 

ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah 

melampaui target  sebesar Rp817,696,301,00  atau 

34,07%. 
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Pelampauan target retribusi tersebut disebabkan 

terjadinya peningkatan produksi dan mutu sehingga 

terjadi peningkatan harga jual. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi retribusi Tempat Pelelangan Ikan 

Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp2.773.979.890,00, maka penerimaan tahun 2011 

naik sebesar Rp443,716,411,00 atau 16,00%. 

c. Retribusi Tempat Penginapan Nelayan 

Retribusi Tempat Penginapan Nelayan  Tahun 2011, 

ditetapkan pada perubahan anggaran tahun 2011 

sebesar Rp11.500.000,00. Sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 tidak terdapat realisasi karena telah 

dibangun cold storage untuk menyimpan dan menjaga 

kesegaran hasil tangkapan pada lokasi tempat 

penginapan nelayan. 

d.  Retribusi Tempat Pendaratan Kapal 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat 

Pendaratan adalah dengan memperhatikan biaya 

penyediaan fasilitas pendaratan dan transit, biaya 

perawatan/ pemeliharaan, biaya pembinaan, biaya 

rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan 

penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang 

mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh 

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang 

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta 

beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga 

pasar. Tingkat penggunaan jasa Tempat Pendaratan 

Kapal diukur berdasarkan Berat Kapal (GT) dan waktu 

pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas Kelautan 

dan Pertanian. 
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Retribusi Tempat Pendaratan Kapal  Tahun 2011, 

adalah sama antara anggaran semula dengan 

anggaran perubahan tahun 2011, yaitu sebesar 

Rp20.020.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 tercatat sebesar 

Rp21.852.000,00 atau 109,15% dari target yang 

ditetapkan, realisasi penerimaan retribusi ini melebihi 

dari yang ditetapkan sebesar Rp1,832,000,00 atau 

9,15%, sebagai akibat dari meningkatnya jumlah kapal 

yang mendarat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara 

Angke. 

e. Retribusi Tempat Rekreasi 

Prinsip penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi 

adalah untuk memperoleh keuntungan yang layak 

dengan mempertimbangkan biaya administrasi, biaya 

pengadaan, biaya perawatan/pemeliharaan dan biaya 

pembinaan. Tingkat penggunaan Jasa Tempat 

Rekreasi diukur berdasarkan frekuensi masuk, jenis 

pemakaian, jenis pertunjukan, jenis kendaraan dan 

jumlah orang. Retribusi ini dipungut oleh Dinas 

Pariwisata Dan Kebudayaan. 

Realisasi Retribusi Tempat Rekreasi diperoleh dari 

tempat rekreasi kebudayaan dan permuseuman, 

Taman Marga Satwa Ragunan dan pertunjukan 

Planetarium dan Observatorium. 

Retribusi Tempat Rekreasi Tahun Anggaran 2011, 

ditargetkan sebesar Rp6.800.000.000,00 dan tidak ada 

perubahan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp6.578.026.375,00 

atau 96,74% dari target yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target 

sebesar Rp221,973,625,00 atau 3,26%.  
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Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi Tahun 

Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp20.589.208.050,00, maka penerimaan tahun 2011 

turun sebesar Rp14,011.181.675,00 atau 68,05%.  

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target retribusi 

ini antara lain: 

1) Melakukan promosi melalui media cetak. 

2) Melakukan sosialisasi ke sekolah untuk wajib 

kunjung ke museum. 

3) Melakukan pembinaan terhadap industri pariwisata. 

4) Melakukan penilaian dan pemberian penghargaan 

terhadap industri pariwisata. 

f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga adalah dengan memperhatikan 

biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya 

penyusutan, biaya asuransi, angsuran bunga pinjaman 

biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan 

penyediaan jasa dalam rangka pembinaan dan prestasi 

olah raga serta berusaha untuk memperoleh 

keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang 

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis serta 

beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga 

pasar. Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan 

Olah raga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah 

orang, jenis olah raga dan jenis organisasi. Retribusi ini 

dipungut oleh Dinas Olah Raga Dan Pemuda. 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2011, 

semula ditargetkan sebesar Rp3.125.200.000,00, 

setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2011 
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turun sebesar Rp501.900.000,00 atau 16,06% menjadi 

Rp2.623.300.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp3.048.082.075,00 

atau 116,19% dari target yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target 

sebesar Rp424.782.075,00 atau 16,19%.  

Penerimaan retribusi ini diperoleh utamanya dari 

pemakaian kolam renang, gedung olah raga dan 

stadion olah raga.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp2.582.612.300,00, maka penerimaan tahun 2011 

naik  sebesar Rp465.469.775,00 atau 18,02%. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target 

penerimaan retribusi ini, antara lain:  

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

2) Peningkatan pengawasan kepada aparat pemungut 

retribusi. 

g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi 

Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah dengan 

memperhatikan biaya investasi, biaya 

perawatan/pemeliharaan, biaya rutin/periodik yang 

berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya 

administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa 

untuk memperoleh keuntungan yang layak 

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh 

pengusaha swasta sejenis, serta beroperasi secara 

efisien dengan orientasi pada harga pasar. Tingkat 

penggunaan jasa Produksi Usaha Daerah Penjualan 

Benih Ikan dan Bibit Ternak diukur berdasarkan jenis, 
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volume dan harga pedoman. Retribusi ini dipungut oleh 

Dinas Kelautan dan Pertanian. 

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun 

2011, adalah sama antara anggaran yang semula 

ditargetkan dengan anggaran setelah perubahan yaitu 

sebesar Rp115.000.000.00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp250.113.600,00 atau 217,49%, realisasi retribusi ini 

melampaui target sebesar Rp135.113.600,00 atau 

117,49%.  

Pelampauan target retribusi tersebut diantaranya 

karena peningkatan penjualan benih ikan sehingga 

produksi ikan ikut meningkat, dan meningkatnya 

produksi dan penjualan bibit sayuran. Selain hal 

tersebut adalah melakukan optimalisasi uji 

Laboratorium Balai Kesehatan Hewan dan Ikan (BKHI), 

agar layak dikonsumsi masyarakat.  

h. Retribusi Potong Hewan 

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi atas 

pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan 

hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan 

kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah.  

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Rumah 

Potong Hewan dan pemakaian kekayaan Daerah 

fasilitas/peralatan peternakan adalah dengan 

memperhatikan biaya investasi, biaya 

perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya 

asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan dengan 

penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang 

mendukung penyediaan jasa untuk memperoleh 
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keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang 

pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis, serta 

beroperasi secara efisien dengan orientasi pada harga 

pasar. Tingkat penggunaan jasa Rumah Potong Hewan 

diukur berdasarkan jenis, volume dan waktu. Retribusi 

ini dipungut oleh Dinas Kelautan dan Pertanian. 

Retribusi Potong Hewan Tahun 2011, ditargetkan 

sebesar sebesar Rp1.420.000.000.00 dan tidak ada 

perubahan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp961.187.884,00 

atau 67,69% dari target yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target 

sebesar Rp458.812.116,00 atau 32,31%. Hal tersebut 

disebabkan terjadinya fluktuasi harga, sehingga 

mengurangi daya beli masyarakat. 

i. Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah 

Tingkat penggunaan Jasa Fasilitas Akomodasi Milik 

Daerah diukur berdasarkan jumlah orang, klasifikasi 

fasilitas tempat, dan waktu pemakaian. Retribusi ini 

dipungut oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan. 

Retribusi Fasilitas Akomodasi Milik Daerah Tahun 

2011, ditargetkan sebesar Rp1.175.000.000.00 dan 

tidak ada perubahan anggaran. Realisasi sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp604.915.000,00 atau 51,48% dari anggaran yang 

ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak 

mencapai target sebesar Rp570.085.000,00 atau 

48,52%.  

Tidak tercapainya target pendapatan dari Retribusi ini 

diantaranya pada pendapatan yang dikelola oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan karena belum terbayarnya 
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penggunaan akomodasi yang digunakan oleh Persija 

sebesar Rp2.545.485.000,00. 

j. Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas 

Ketenagakerjaan 

Tingkat penggunaan Jasa Pemakaian Fasilitas 

Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah diukur 

berdasarkan jenis barang, volume, resiko, keahlian dan 

waktu. Prinsip penetapan tarif Izin Pemakian Fasilitas 

Ketenagakerjaan Milik Pemerintah Daerah adalah 

dengan memperhatikan biaya pemakaian bahan, 

investasi, biaya penyusutan serta biaya pengawasan 

dan pengendalian. Retribusi ini dipungut oleh Dinas 

Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 

Retribusi Jasa Pemakaian Fasilitas Ketenagakerjaan 

Tahun 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp580.000.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 

2011 turun sebesar Rp30.000.000,00 atau 0,05% 

menjadi Rp550.000.000,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp552.765.000,00 atau 100,50% dari target yang 

ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini telah 

melampaui target sebesar Rp2.765.000,00 atau 0,5%. 

Tercapainya target karena dilakukan sosialisasi ke 

perusahaan-perusahaan tentang kewajiban 

perusahaan untuk melakukan pengujian lingkungan 

kerja. 

k. Retribusi Penyedotan Kakus 

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

adalah retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau 

penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah 

Daerah.  
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Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi 

Penyedotan Kakus adalah dengan memperhatikan 

biaya penyedotan, biaya pembuangan/pengolahan, 

biaya pengadaan dan perawatan, biaya rutin/periodik 

yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, 

biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan 

jasa untuk memperoleh keuntungan yang layak 

sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh 

pengusaha swasta sejenis serta beroperasi secara 

efisien dengan orientasi pada harga pasar. Retribusi ini 

dipungut oleh Dinas Kebersihan. 

Retribusi Penyedotan Kakus Tahun 2011, semula 

ditargetkan sebesar Rp4.853.520.000,00, setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 turun sebesar 

Rp3.332.720.000,00 atau 68,66% menjadi 

Rp1.520.800.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp1.255.100.000,00 

atau 82,53% dari target yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target 

sebesar Rp265.700.000,00 atau 17,47%.  

Tidak tercapainya target karena adanya kendaraan 

yang rusak berat dan sudah diusulkan untuk didum, 

sehingga permohonan penyedotan dari masyarakat 

yang bias diproses menjadi berkurang. 

l. Jasa Terminal 

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan 

penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang 

dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas 

lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan 

jenis usaha, jenis kendaraan jumlah kendaraan dan 
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jangka waktu pemakaian. Retribusi ini dipungut oleh 

Dinas Perhubungan. 

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2011, semula 

ditargetkan sebesar Rp12.845.170.000,00, setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 turun sebesar 

Rp1.506.860.000,00 atau 11,73% menjadi sebesar 

Rp11.338.310.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp5.141.993.204,00 

atau 45,35% dari target yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai 

target sebesar Rp6.196.316.796,00 atau sebesar 

54,65%. 

Target yang tidak dapat dicapai pada retribusi ini antara 

lain pemakaian fasilitas di terminal penumpang, 

pemakaian fasilitas terminal mobil barang dan 

pemakaian pangkalan taksi. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun 

Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp5.120.863.647,00, maka penerimaan tahun 2011 

naik sebesar Rp21.129.557,00 atau 0,41%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi tersebut 

antara lain: 

1) Banyak kendaraan yang tidak masuk terminal 

sehingga tidak membayar retribusi. 

2) Berkurangnya jumlah penumpang bus karena beralih 

ke jenis angkutan lain. 

3) Ada beberapa terminal bus diantaranya Terminal 

Cililitan dan Manggarai yang tidak dipungut 

retribusinya disebabkan pembangunan jalur busway. 

4) Tidak dipungutnya retribusi pemakaian fasilitas 

terminal mobil barang yaitu penyimpanan 
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barang/gudang di TMB Tanah Merdeka karena 

terkena pembangunan stasiun pengisian BBG. 

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian target 

realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Terminal 

antara lain: 

1) Peningkatan pembinaan  kepada Wajib Retribusi; 

2) Peningkatan pemantauan di terminal-terminal; 

3) Peningkatan penertiban dan pengawasan di 

terminal; 

4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

m. Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian dan 

Perkapalan 

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Kenavigasian, 

dan Perkapalan adalah retribusi atas pelayanan jasa 

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di 

lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Retribusi ini 

dipungut oleh Dinas Perhubungan. 

Retribusi Jasa Kepelabuhan, Kenavigasian, dan 

Perkapalan Tahun 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp11.329.000,00, setelah perubahan anggaran tahun 

2011 turun sebesar Rp1.329.000,00 atau 11,73% 

menjadi Rp10.000.000,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp330.500,00 

atau 3,31% dari target yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target 

sebesar Rp9.669.500,00 atau 96,70%. 

Tidak tercapainya target retribusi tersebut karena untuk 

izin Pas Kapal yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta adalah kapal-kapal yang berbobot 

kurang dari 7 GT (GrossTonnage), selain itu izin Pas 

Kapal dapat dilakukan/diproses di luar DKI Jakarta.  
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n. Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan 

Rel dan Penyeberangan 

Retribusi Jasa Perhubungan Udara, Angkutan Jalan 

Rel dan Penyeberangan Tahun 2011, semula 

ditargetkan sebesar Rp1.224.964.000,00, setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 turun sebesar 

Rp144.964.000,00 atau 11,83% menjadi 

Rp1.080.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp1.846.860.283,00 

atau 171,01% dari target yang ditetapkan, dengan 

demikian realisasi retribusi ini telah melampaui target 

sebesar Rp766.860.283,00 atau 71,01%. Pelampauan 

target terjadi karena adanya peningkatan permintaan 

terhadap jasa pelayanan ini. Retribusi ini dipungut oleh 

Dinas Perhubungan. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu 

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi 

atau badan yang memperoleh izin tertentu dari 

Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah 

kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, 

pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, 

barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2011, 

semula ditargetkan sebesar Rp252.631.506.550,00, 

setelah perubahan anggaran tahun 2011 naik sebesar 

Rp54.822.773.000,00 atau 21,70% menjadi 

Rp307.454.279.550,00. Realisasi sampai dengan akhir 
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Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp465.143.017.624,00 

atau 151,29%, dengan demikian realisasi retribusi ini 

melampaui target sebesar Rp157.688.738.074,00 atau 

51,29%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 

2010 yang tercatat sebesar Rp291.659.002.139,00, 

terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar 

Rp173.484.015.485,00 atau 59,48%. 

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan 

Tertentu Tahun Anggaran 2011 disajikan lebih rinci pada 

tabel 5.7.  

TABEL 5.7 

Realisasi Penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Jenis Pendapatan 

Tahun Anggaran 2011 

% 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

III Retribusi Perizinan Tertentu      

a Retribusi Izin Trayek 2,309,813,000.00  2,038,850,000.00  93,000,000.00 4,56 128,700,000.00  

b 
Retribusi Jasa Perposan dan 
Pertelekomunikasian 

1,700,000,000.00  1,700,000,000.00  520,950,000.00 30,64 1,289,725,000.00  

c 
Retribusi Perizinan 
Perhubungan Laut, Penerbi 

33,987,000.00  30,000,000.00  33,700,000.00 112,33 11,800,000.00  

d 
Retribusi Perizinan 
Perhubungan Udara, Angkut 

33,987,000.00  30,000,000.00  0.00 0,00 21,000,000.00  

e 
Izin Gangguan Undang-
Undang Gangguan 

6,000,000,000.00  6,000,000,000.00  4,533,556,250.00 75,56 4,602,502,125.00  

f 
Retribusi Bidang Perindustrian 
dan Perdagangan 

5,456,698,000.00  5,456,698,000.00  19,302,435,000.00 353,74 15,458,710,000.00  

g 
Retribusi Perizinan Bidang 
Peternakan 

0.00  200,000,000.00  242,885,588.00 121,44 194,865,000.00  

h 
Retribusi Perizinan Bidang 
Perikanan 

55,000,000.00  55,000,000.00  58,075,000.00 105,59 89,225,000.00  

i 
Retribusi Izin Usaha Industri 
Pariwisata 

2,000,000,000.00  2,000,000,000.00  3,654,000,000.00 182,70 2,870,800,000.00  

j 
Retribusi Izin 
Ketenagalistrikan 

0.00  10,000,000.00  16,000,000.00 160,00 11,750,000.00  

k 
Retribusi Izin 
Penggalian/Pengurugan dan 
Pengeboran 

0.00  25,000,000.00  0.00 0,00 0.00  

l 
Retribusi Izin Pengusahaan 
Minyak dan Gas Bumi 

0.00  250,000,000.00  411,500,000.00 164,60 518,500,000.00  

m 
Retribusi Izin Pemboran dan 
Pemanfaatan Air B 

950,000,000.00  500,000,000.00  429,900,000.00 85,98 338,100,000.00  

n 
Retribusi Izin Operasional 
Fasilitas Olahraga 

0.00  3,700,000.00  1,145,000.00 30,95 1,850,000.00  

o 
Retribusi Izin Pemakaian 
Mesin 

0.00  5,000,000.00  6,750,000.00 135,00 18,150,000.00  

p 
Retribusi Izin Pemakaian 
Bahan Kimia Berbahaya 

0.00  0.00  3,967,350.00 ~ 7,975,000.00  

q 
Retribusi Izin Operasional 
Penyedia dan Penyalur 

0.00  21,010,000.00  300,000.00 1,43 0.00  

r 
Retribusi Tempat 
Penampungan Tenaga Kerja 

0.00  32,000,000.00  8,800,000.00 27,50 21,200,000.00  

s 
Retribusi Izin Pelayanan 
Pemakaman 

350,210,000.00  350,210,000.00  321,915,000.00 91,92 268,467,000.00  
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No Jenis Pendapatan 

Tahun Anggaran 2011 

% 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

t 
Retribusi Izin Ketetapan 
Rencana Kota 

2,000,000,000.00  2,000,000,000.00  2.039.886.600.00 101,99 1,440,054,053.00  

u 
Retribusi Izin Rencana Tata 
Letak Bangunan 

17,947,831,000.00  17,947,831,000.00  19,606.132.158.00 109,24 18,818,214,650.00  

v 
Retribusi Izin Persetujuan 
Prinsip Penyesuaian Rencana 
Peruntukan Tanah Rinci 

35,000,000,000.00  35,000,000,000.00  93,527,759,000.00 267,22 66,421,746,650.00  

w 

Retribusi Perizinan 
Persetujuan Prinsip 
Penyesuaian Koefisien Lantai 
Bangunan 

30,000,000,000.00  97,500,000,000.00  160,950,335,957.00 165,08 31,155,339,665.00  

x 
Retribusi Izin Penunjukan 
Penggunaan Tanah 

30,000,000,000.00  30,000,000,000.00  37,596,771,240.00 125,32 21,464,215,290.00  

y 
Retribusi Izin Mendirikan 
Bangunan 

114,250,000,000.00  96,750,000,000.00  112,204,616,872.00 115,97 115,963,592,400.00  

z 
Retribusi Kelayakan 
Menggunakan Bangunan 

0.00  5,000,000,000.00  5,243,161,535.00 104,86 7.301.759.358,00  

aa 
Retribusi Izin Pelaku Teknis 
Bangunan 

0.00  150,000,000.00  95,700,000.00 63,80 102.300.000,00 

bb 
Retribusi Administrasi 
Perizinan Bangunan 

1,100,000,000.00  950,000,000.00  371,516,530.00 39,11 344,286,022.00  

cc 
Retribusi Izin Pembuangan 
Limbah Cair 

20,000,000.00  20,000,000.00  13,600,000.00 68,00 5,800,000.00  

dd 
Retribusi Izin Penempatan 
Jaringan Utilitas 

741,480,550.00  741,480,550.00  1,289,889,928.00 173,96 971,954,926.00  

ee 
Retribusi Izin Penebangan 
Pohon Pelindung 

120,000,000.00  120,000,000.00  72,300,000.00 60,25 38,180,000.00  

ff 
Retribusi Surat Izin Bekerja 
Ahli Pengukuran 

0.00  5,000,000.00  0.00 0,00 0.00  

gg 
Retribusi Izin Sarana/Fasilitas 
Kesehatan 

2,562,500,000.00  2,562,500,000.00  2,492,468,616.00 97,27 1,778,240,000.00  

 Jumlah 252.631.506.550,00 307.454.279.550,00 465.143.017.624.00  151,29 291,659,002,139.00  

 

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi 

Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2011 antara lain 

sebagai berikut: 

a. Retribusi Izin Trayek 

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas 

pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan 

jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka 

waktu. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Perhubungan. 

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2011, semula 

ditargetkan sebesar Rp2.309.813.000,00 setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 turun sebesar 

Rp270.963.000,00 atau 11,73% menjadi 

Rp2.038.850.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp93.000.000,00 

atau 4,56%, dengan demikian tidak mencapai target 

sebesar Rp1.945.850.000,00 atau 95,44%. 
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Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Trayek Tahun 

Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp128.700.000,00, terlihat mengalami penurunan di 

tahun 2011 sebesar Rp35.700.000,00 atau 27,74%. 

Tidak tercapainya target retribusi tersebut 

disebabkan diantaranya karena: 

1) Adanya trayek bus besar dengan pelayanan bus 

non ekonomi yang berhimpitan dengan busway 

yang dicabut trayeknya. 

2) Kecilnya realisasi angkutan umum yang 

beroperasi dengan izin. 

b. Retribusi Jasa Perposan dan 

Pertelekomunikasian 

Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian 

merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan 

yang diukur berdasarkan jenis perangkat, jumlah dan 

jangka waktu. Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informasi, dan 

Kehumasan.  

Retribusi Jasa Perposan dan Pertelekomunikasian 

Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp1.700.000.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp520.950.000,00 atau 30,64%, 

dengan demikian tidak mencapai target sebesar 

Rp1.179.050.000,00 atau 69,36%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Jasa Perposan dan 

Pertelekomunikasian Tahun Anggaran 2010 yang 

tercatat sebesar Rp1.289.725.000,00, terlihat 
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mengalami penurunan di tahun 2011 sebesar 

Rp768.775.000,00 atau 59,61%. 

c. Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, 

Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, 

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan 

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan 

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan 

Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan 

Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan 

Kepentingan Pelabuhan merupakan retribusi atas 

pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan 

jenis, jumlah, volume, ukuran, dan jangka waktu. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan. 

Retribusi Perizinan Perhubungan Laut, Penerbitan 

Rekomendasi Perhubungan Laut, Penetapan 

Daerah Lingkungan Kerja dan Lingkungan 

Kepentingan Pelabuhan Tahun Anggaran 2011, 

semula ditargetkan sebesar Rp33.987.000,00 

setelah perubahan anggaran tahun 2011 turun 

sebesar Rp3.987.000,00 atau 11,73% menjadi 

Rp30.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp33.700.000,00 

atau 112,33%, dengan demikian terjadi pelampauan 

target sebesar Rp3.700.000,00 atau 12,33%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Perizinan Perhubungan Laut, 

Penerbitan Rekomendasi Perhubungan Laut, 

Penetapan Daerah Lingkungan Kerja dan 

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan Tahun 

Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 
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Rp11.800.000,00, terlihat mengalami kenaikan di 

tahun 2011 sebesar Rp21.900.000,00 atau 185,59%. 

Meskipun dapat mencapai target, retribusi 

mengalami hambatan diantaranya karena 

berkembangnya perokonomian pelayanan jasa 

khususnya untuk pengiriman domestic, selain itu 

perusahaan yang sudah ada telah mencapai titik 

jenuh karena permintaan masyarakat untuk 

pelayanan ini sangat minim. 

d. Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, 

Angkutan Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau 

dan Penyebrangan 

Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan 

Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan 

Penyebrangan merupakan retribusi atas pelayanan 

perhubungan yang diukur berdasarkan jenis, jumlah, 

volume, ukuran, dan jangka waktu. Pengelolaan atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan. 

Retribusi Perizinan Perhubungan Udara, Angkutan 

Jalan Rel dan Angkutan Sungai, Danau dan 

Penyebrangan Tahun Anggaran 2011, semula 

ditargetkan sebesar Rp33.987.000,00 setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 turun sebesar 

Rp3.987.000,00 atau 11,73% menjadi 

Rp30.000.000,00. Tidak ada realisasi sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011. 

Tidak ada realisasi dari retribusi tersebut karena 

berkaitan dengan Peraturan Gubernur Nomor 89 

Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Nomor 138 

Tahun 2007, semua rekomendasi yang dikeluarkan 

yang berdasarkan Peta Arahan Menara 

Telekomunikasi harus memenuhi kriteria Ingrid untuk 
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mengurangi/membatasi jumlah menara di wilayah 

Jakarta maka pengeluaran Rekomendasi berlaku 

secara surut otomatis jumlah rekomendasi akan 

berkurang. 

e. Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan 

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan 

merupakan retribusi pelayanan ketentraman, 

ketertiban, dan perlindungan masyarakat yang 

diukur berdasarkan perkalian luas areal usaha, 

indeks gangguan, indeks lokasi, dan jenis usaha. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Satpol 

PP. 

Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp6.000.000.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp4.533.556.250,00 atau 75,56%, 

dengan demikian tidak mencapai target sebesar 

Rp1.466.443.750,00 atau 24,44%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Undang-Undang 

Gangguan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp4.602.502.125,00, terlihat mengalami 

penurunan di tahun 2011 sebesar Rp68.945.875,00 

atau 1,50%. 

Tidak tercapainya target realisasi tersebut 

diantaranya disebabkan: 

1) Objek retribusi tempat usaha yang berskala 

besar seperti Pengelola Gedung Perkantoran, 

Pertokoan dan Perhotelan di wilayah Jakarta 

yang memberi kontribusi besar terhadap 
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Retribusi Izin Undang-Undang Gangguan 

jumlahnya tidak bertambah. 

2) Bahwa di wilayah Jakarta dengan kondisi 

keterbatasan lahan, yang terjadi hanya tren jenis 

usaha yang berubah pada lokasi yang sama 

sehingga pada kondisi yang sebenarnya adalah 

tidak ada penambahan jumlah usaha. Namun, 

yang terjadi hanya perubahan jenis usaha. Ini 

dapat dilihat dari permintaan permohonan izin 

yang diterbitkan pada tahun 2010 sebanyak 

3824 izin sedangkan pada ahun 2011 sebanyak 

3111 izin. 

f. Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

merupakan retribusi atas pelayanan perindustrian 

dan perdagangan yang diukur berdasarkan jenis 

kegiatan usaha dan jangka waktu dengan 

memperhatikan biaya survei, biaya pemeriksaan 

dan biaya pembinaan dalam rangka pengawasan 

dan pengendalian. Pengelolaan retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Energi. 

Retribusi Bidang Perindustrian dan Perdagangan 

Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp5.456.698.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp19.302.435.000,00 atau 353,74%, 

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar 

Rp13.845.737.000,00 atau 253,74%. Penerimaan 

retribusi ini utamanya diperoleh dari surat tanda 

daftar rekanan dan surat izin usaha perdagangan 

minuman beralkohol. 
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Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Bidang Perindustrian dan 

Perdagangan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp15.458.710.000,00, terlihat mengalami 

kenaikan di tahun 2011 sebesar Rp3.843.725.000,00 

atau 24,86%. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam 

pencapaian target Retribusi Bidang Perindustrian 

dan Perdagangan, antara lain:  

1) Peningkatan pengawasan di lapangan; 

2) Mengajukan pengadaan mobil tangga pada 

Tahun Anggaran 2012; 

3) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

4) Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja 

terkait. 

g. Retribusi  Perizinan Bidang Peternakan 

Retribusi Perizinan Bidang Peternakan merupakan 

retribusi atas pelayanan peternakan, perikanan, dan 

kelautan yang diukur berdasarkan klasifikasi, 

volume, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain 

izin/rekomendasi pemasukan/pengeluaran ternak 

dan daging, izin perusahaan daging, izin usaha 

pemotongan ternak, izin usaha 

pengangkutan/kendaraan daging, izin/rekomendasi 

unggas, izin/usaha persusuan, dan izin/rekomendasi 

berdagang dan berusaha hewan kesayangan. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Kelautan dan Pertanian. 

Retribusi Perizinan Bidang Peternakan Tahun 

Anggaran 2011 semula tidak ditargetkan, setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 menjadi 

Rp200.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 
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Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp242.885.588,00 

atau 121,44%, dengan demikian terjadi pelampauan 

target sebesar Rp42.885.588,00 atau 21,44%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Perizinan Bidang 

Peternakan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp194.865.000,00, terlihat mengalami 

kenaikan di tahun 2011 sebesar Rp48.020.588,00 

atau 24,64%. 

h. Retribusi  Perizinan Bidang Perikanan 

Retribusi Perizinan Bidang Perikanan merupakan 

retribusi atas pelayanan peternakan, perikanan, dan 

kelautan yang diukur berdasarkan klasifikasi, 

volume, dan waktu. Izin yang diberikan antara lain 

perizinan usaha bidang perikanan bidang 

penangkapan ikan, pemberian tanda daftar usaha 

perikanan, pengolahan dan pengangkutan hasil 

perikanan, rekomendasi pemasukan 

ikan/pakan/obat-obatan ikan, dan pemberian surat 

penangkapan ikan dengan alat. Pengelolaan atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Kelautan dan 

Pertanian. 

Retribusi Perizinan Bidang Perikanan Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp55.000.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp58.075.000,00 atau 105,59%, 

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar 

Rp3.075.000,00 atau 5,59%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Perizinan Bidang 
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Perikanan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp89.225.000,00, terlihat mengalami 

penurunan di tahun 2011 sebesar Rp31.150.000,00 

atau 34,91%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut antara lain: 

1) Terdapat beberapa perusahaan ekspor/impor 

ikan hias yang beralih fungsi ke usaha lain. 

2) Adanya Peraturan Kementerian KPP Nomor 

17/2010 yang mengatur bahwa rekomendasi 

impor harus melalui dinas yang ditunjuk. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 

retribusi tersebut diantaranya dengan melakukan alih 

fungsi lokasi pemasaran ikan hias. 

i. Retribusi  Izin Usaha Industri Pariwisata 

Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata merupakan 

retribusi atas pelayanan kepariwisataan yang diukur 

berdasarkan jenis dan klasifikasi industri pariwisata 

serta jangka waktu. Izin yang diberikan antara lain 

izin usaha akomodasi, izin usaha penyediaan 

makanan dan minuman, izin usaha jasa pariwisata, 

izin usaha rekreasi dan hiburan, dan izin usaha 

kawasan pariwisata. Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Retribusi Izin Usaha Industri Pariwisata Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp2.000.000.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp3.654.000.000,00 atau 182,70%, 

dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar 

Rp1.654.000.000,00 atau 82,70%.  
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Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Usaha Industri 

Pariwisata Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp2.870.800.000,00, terlihat mengalami 

kenaikan di tahun 2011 sebesar Rp783.200.000,00 

atau 27,28%. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 

retribusi tersebut diantaranya dengan melakukan 

penilaian dan pemberian penghargaan terhadap 

industri pariwisata, serta melakukan pengawasan 

dan pengendalian terhadap industri wisata.  

j. Retribusi Izin Ketenagalistrikan 

Retribusi Izin Ketenagalistrikan merupakan retribusi 

atas pelayanan pertambangan yang diukur 

berdasarkan kapasitas, jenis pemanfaatan, resiko, 

dan waktu. Izin yang diberikan antara lain Izin usaha 

penyediaan tenaga listrik, perpanjangan izin usaha 

penyediaan tenaga listrik, izin operasional 

penyediaan tenaga listrik, perpanjangan izin 

operasional penyediaan tenaga listrik, tanda daftar 

penyediaan tenaga listrik, perpanjangan tanda daftar 

penyediaan tenaga listrik, izin usaha penunjang 

tenaga listrik, perpanjangan izin usaha penunjang 

tenaga listrik, dan pengesahan penanggung jawab 

teknik. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Perindustrian dan Energi. 

Retribusi Izin Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 

2011 semula tidak ditargetkan, setelah perubahan 

anggaran tahun 2011 menjadi Rp10.000.000,00. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp16.000.000,00 atau 160,00%, 
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dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar 

Rp6.000.000,00 atau 60,00%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Ketenagalistrikan 

Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp11.750.000,00, terlihat mengalami kenaikan di 

tahun 2011 sebesar Rp4.250.000,00 atau 36,17%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut diantaranya adalah pelayanan perizinan 

sesuai dengan permohonan yang diajukan pihak 

ketiga. 

k. Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan 

Pengeboran 

Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan 

Pengeboran merupakan retribusi atas pelayanan 

pertambangan yang diukur berdasarkan volume, 

lokasi, resiko, luas area dan waktu. Izin yang 

diberikan adalah izin penggalian/pengurugan dan 

pengangkutan tanah. Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. 

Retribusi Izin Penggalian/Pengurugan dan 

Pengeboran Tahun Anggaran 2011 semula tidak 

ditargetkan, setelah perubahan anggaran tahun 

2011 menjadi Rp25.000.000,00. Tidak ada realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011. 

l. Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas 

Bumi 

Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi 

merupakan retribusi atas pelayanan pertambangan 

yang diukur berdasarkan volume, resiko, dan waktu 

dengan memperhatikan biaya perencanaan, biaya 

sosialisasi, biaya pemeriksaan, biaya pengujian, 
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biaya analisa laboratorium, biaya 

pengumpulan/pengolahan dan analisa data, biaya 

koordinasi, biaya konservasi dan penertiban, 

kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Perindustrian dan Energi. 

Retribusi Izin Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi 

Tahun Anggaran 2011 semula tidak ditargetkan, 

setelah perubahan anggaran tahun 2011 menjadi 

Rp250.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp411.500.000,00 

atau 164,60%, dengan demikian terjadi pelampauan 

target sebesar Rp161.500.000,00 atau 64,60%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Pengusahaan Minyak 

dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp518.500.000,00, terlihat mengalami 

penurunan di tahun 2011 sebesar Rp107.000.000,00 

atau 20,64%. 

Hambatan dalam pencapaian terget retribusi 

tersebut diantaranya disebabkan pelayanan 

perizinan sesuai dengan permohonan yang diajukan 

pihak ketiga. 

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target 

retribusi tersebut adalah dengan melakukan 

monitoring masa berlaku izin pengusahaan minyak 

dan gas bumi. 

m. Retribusi  Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air 

Bersih 

Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air 

Bersih merupakan retribusi pelayanan 

pertambangan yang diukur berdasarkan kedalaman 
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pemboran, jenis pemanfaatan air bawah tanah, 

volume, resiko dan waktu dengan memperhatikan 

biaya perencanaan, biaya sosialisasi, biaya 

pengumpulan/pengolahan dan analisa data 

hidrogeologi, biaya analisa air, biaya pemeriksaan, 

biaya meter air, biaya segel, biaya konservasi, biaya 

penertiban, kemampuan masyarakat serta aspek 

keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan 

oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. 

Retribusi Izin Pemboran dan Pemanfaatan Air Bersih 

Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp950.000.000,00 setelah perubahan anggaran 

turun sebesar Rp450.000.000,00 atau 47,37% 

menjadi Rp500.000.000,00. Realisasi sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 tercatat sebesar 

Rp429.900.000,00 atau 85,98%, atau tidak 

mencapai target sebesar Rp70.100.000,00 atau 

14,02%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Pemboran dan 

Pemanfaatan Air Bersih Tahun Anggaran 2010 yang 

tercatat sebesar Rp338.100.000,00, terlihat retribusi 

ini di tahun 2011 naik sebesar Rp91.800.000,00 atau 

27,15%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut antara lain: 

1) Adanya pembatasan pemberian izin pemboran air 

tanah, berkaitan dengan upaya perlindungan dan 

pelestarian air tanah sesuai dengan pola 

konservasi air tanah. 

2) Adanya kebijakan untuk tidak memberikan 

perpanjangan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah 
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(SIPA) kepada perusahaan yang sudah berada 

dalam jangkauan PAM (sesuai dengan program 

Zero Well). 

3) Tidak ada penambahan perusahaan pemboran air 

tanah, sehingga tidak ada penerbitan Surat Izin 

Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah. 

4) Tidak ada penambahan maupun perpanjangan 

izin juru bor. 

n. Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga 

Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga 

merupakan retribusi pelayanan keolahragaan yang 

diukur berdasarkan waktu, luas areal, lokasi, 

gangguan dan jenis usaha dengan memperhatikan 

biaya pengecekan, biaya pengukuran, biaya 

pemeriksaan, biaya transportasi dalam rangka 

pengawasan dan pengendalian serta biaya 

pembinaan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan 

oleh Dinas Olahraga dan Pemuda. 

Retribusi Izin Operasional Fasilitas Olahraga Tahun 

Anggaran 2011, semula tidak ditargetkan, pada 

perubahan anggaran menjadi sebesar 

Rp3.700.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.145.000,00 atau 

30,95%, dengan demikian tidak mencapai target 

sebesar Rp2.555.000,00 atau 69,05%. 

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Operasional Fasilitas 

Olahraga Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp1.850.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 

2011 turun  sebesar Rp705.000,00 atau 38,11%. 
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o. Retribusi Izin Pemakaian Mesin 

Retribusi Izin Pemakaian Mesin merupakan retribusi 

atas pelayanan ketenagakerjaan yang diukur 

berdasarkan jenis, jumlah, dan waktu dengan 

memperhatikan biaya penelitian gambar, 

perhitungan konstruksi, pemeriksaan fisik mesin dan 

kamar diesel, pengujian suara/kebisingan dan alat-

alat pengaman serta biaya pengawasan dan 

pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

Retribusi Izin Pemakaian Mesin Tahun Anggaran 

2011, semula tidak ditargetkan, pada perubahan 

anggaran menjadi sebesar Rp5.000.000,00. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp6.750.000,00 atau 135,00%, 

dengan demikian melampaui target sebesar 

Rp1.750.000,00 atau 35,00%. 

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Pemakaian Mesin 

Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp18.150.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2011 

turun  sebesar Rp11.400.000,00 atau 62,81%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut diantaranya disebabkan karena telah 

terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 

dimana perizinan tersebut telah dicabut. 

p. Retribusi  Izin Pemakaian Bahan Kimia 

Berbahaya 

Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya 

merupakan retribusi atas pelayanan 

ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan jumlah 
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dan resiko dengan memperhatikan biaya penelitian 

dokumen, pemeriksaan fisik barang, volume dan 

cara penyimpanan serta biaya pengawasan dan 

pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi. 

Retribusi Izin Pemakaian Bahan Kimia Berbahaya 

tidak ditargetkan untuk Tahun Anggaran 2011. 

Namun, mencatat pendapatan atas retribusi sebesar 

Rp3.967.350,00. 

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Pemakaian Bahan 

Kimia Berbahaya Tahun Anggaran 2010 yang 

tercatat sebesar Rp7.975.000,00, terlihat retribusi ini 

di tahun 2011 turun  sebesar Rp4.007.650,00 atau 

50,25%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut diantaranya disebabkan karena telah 

terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 

dimana perizinan tersebut telah dicabut. 

q. Retribusi Izin Operasional Penyedia dan 

Penyalur Pramuwisma 

Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur 

Pramuwisma merupakan retribusi atas pelayanan 

ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan fasilitas, 

jumlah dan waktu dengan memperhatikan biaya 

kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi 

terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 

Retribusi Izin Operasional Penyedia dan Penyalur 

Pramuwisma Tahun Anggaran 2011, semula tidak 
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ditargetkan, pada perubahan anggaran menjadi 

sebesar Rp21.010.000,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp300.000,00 

atau 1,43%, dengan demikian tidak mencapai target 

sebesar Rp20.710.000,00 atau 98,57%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut diantaranya disebabkan karena telah 

terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 

dimana perizinan tersebut telah dicabut. 

r. Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja 

Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja 

merupakan retribusi atas pelayanan 

ketenagakerjaan yang diukur berdasarkan fasilitas, 

jumlah dan waktu dengan memperhatikan biaya 

kunjungan lapangan, koordinasi dengan instansi 

terkait, serta biaya pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Tenaga kerja dan Transmigrasi. 

Retribusi Tempat Penampungan Tenaga Kerja 

Tahun Anggaran 2011, semula tidak ditargetkan, 

pada perubahan anggaran menjadi sebesar 

Rp32.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp8.800.000,00 atau 

27,50%, dengan demikian tidak mencapai target 

sebesar Rp23.200.000,00 atau 72,50%. 

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Tempat Penampungan 

Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp21.200.000,00, terlihat retribusi ini di 

tahun 2011 turun  sebesar Rp12.400.000,00 atau 

58,49%. 
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Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut diantaranya disebabkan karena telah 

terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 

dimana perizinan tersebut telah dicabut. 

s. Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman 

Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman merupakan 

retribusi atas pelayanan pemakaman umum yang 

diukur berdasarkan tingkat pengendalian dan 

pengawasan terhadap perizinan pelaksanaan 

tersebut dengan memperhatikan biaya administrasi 

umum yang mendukung penyediaan jasa, serta 

biaya cetak formulir. Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. 

Retribusi Izin Pelayanan Pemakaman Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp350.210.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 tercatat sebesar Rp321.915.000,00 atau 

91,92%, atau tidak mencapai target sebesar 

Rp28.295.000,00 atau 8,08%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Pelayanan 

Pemakaman Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp268.467.000,00, terlihat retribusi ini di 

tahun 2011 naik sebesar Rp53.448.000,00 atau 

19,91%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut antara lain: 

1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman sudah 

memfasilitasi dengan kegiatan plaketisasi 
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2) Kurangnya permintaan masyarakat untuk 

mengangkut jenazah ke luar wilayah maupun luar 

negeri. 

3) Kurangnya permintaan masyarakat untuk 

mengabu jenazah. 

t. Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota 

Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota merupakan 

retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur 

berdasarkan luas tanah, jumlah persil dan 

perpetakan dengan memperhatikan biaya survei, 

biaya transportasi, biaya pemetaan, biaya ketetapan 

rencana kota, biaya pemutakhiran data serta biaya 

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 

Pertanahan. 

Retribusi Izin Ketetapan Rencana Kota Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp2.000.000.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 tercatat sebesar Rp2.039.886.600,00 atau 

101,99%, atau melampaui target sebesar 

Rp39.886.600,00 atau 1,99%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Ketetapan Rencana 

Kota Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp1.440.054.053,00, terlihat retribusi ini di tahun 

2011 naik sebesar Rp599.832.547,00 atau 41,65%. 

u. Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan 

Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan 

merupakan retribusi atas pelayanan tata kota yang 

diukur berdasarkan luas tanah, jenis peruntukan 
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tanah rinci, penggunaan bangunan dan intensitas 

ruang dengan memperhatikan biaya survei, biaya 

transportasi, biaya studio gambar, biaya rencana 

tata letak bangunan, biaya penataan perpetakan, 

biaya konsultasi, biaya perencanaan Intensitas 

ruang serta biaya pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Tata Ruang dan Pertanahan. 

Retribusi Izin Rencana Tata Letak Bangunan Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp17.947.831.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 tercatat sebesar Rp19.606.132.158,00 atau 

109,24%, atau melampaui target sebesar 

Rp1.658.301.158,00 atau 9,24%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Rencana Tata Letak 

Bangunan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp18.818.214.650,00, terlihat retribusi ini di 

tahun 2011 naik sebesar Rp787.917.508,,00 atau 

4,19%. 

Adapun upaya-upaya yang efektif telah dilakukan 

dalam pencapaian target antara lain: 

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

2) Peningkatan pengawasan di lapangan; 

3) Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait; 

4) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan. 
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v. Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian 

Rencana Peruntukan Tanah Rinci 

Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian 

Rencana Peruntukan Tanah Rinci merupakan 

retribusi atas pelayanan tata kota yang diukur 

berdasarkan nilai manfaat dan zona dengan 

memperhatikan biaya survei, biaya transportasi, 

biaya pemetaan, biaya penyesuaian peruntukan 

tanah rinci dan nilai manfaat serta biaya 

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 

Pertanahan. 

Retribusi Izin Persetujuan Prinsip Penyesuaian 

Rencana Peruntukan Tanah Rinci Tahun Anggaran 

2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp35.000.000.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp93.527.759.000,00 atau 267,22%, 

dengan demikian melampaui target sebesar 

Rp58.527.759.000,00 atau 167,22%. Penerimaan 

tersebut utamanya di peroleh dari Persetujuan 

Prinsip Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah 

Rinci. 

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Persetujuan Prinsip 

Penyesuaian Rencana Peruntukan Tanah Rinci 

Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp66.421.746.650,00, terlihat retribusi ini di tahun 

2011 naik  sebesar Rp27.106.012.350,00 atau 

40,81%. 

Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian 

target realisasi penerimaan retribusi ini antara lain:  
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1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;  

2) Peningkatan pengawasan di lapangan; 

3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan; 

4) Koordinasi yang intensif dengan unit satuan Kerja 

terkait. 

w. Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip 

Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan 

Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip 

Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan 

merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan 

yang diukur berdasarkan intensitas ruang dan zona 

dengan memperhatikan biaya survei, biaya 

transportasi, biaya perencanaan intensitas ruang 

dan nilai manfaat serta biaya pengawasan dan 

pengendalian. Pengelolaan atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. 

Retribusi Perizinan Persetujuan Prinsip 

Penyesuaian Koefisien Lantai Bangunan Tahun 

Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp30.000.000.000,00 setelah perubahan anggaran 

tahun 2011 naik sebesar Rp67.500.000.000,00 

atau 225,00% menjadi Rp97.500.000.000,00. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp160.950.335.957,00 atau 

165,08%, dengan demikian realisasi retribusi ini 

melampaui target sebesar Rp63.450.335.957,00 

atau 65,08%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Perizinan Persetujuan 

Prinsip Penyesuaian Tahun Anggaran 2010 yang 

tercatat sebesar Rp31.155.339.665,00, terlihat 
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retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar 

Rp129.794.996.292,00 atau 416,61%. 

 Pencapaian target penerimaan retribusi ini 

dilakukan upaya-upaya yang intensif seperti: 

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

wajib retribusi; 

2) Peningkatan pengawasan di lapangan; 

3) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan 

Kerja terkait maupun wajib retribusi. 

x. Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah 

Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah 

merupakan retribusi atas pelayanan ketatakotaan 

yang diukur berdasarkan luas tanah, jenis 

peruntukan tanah rinci, penggunaan bangunan dan 

intensitas ruang dengan memperhatikan biaya 

survei, biaya transportasi, biaya perencanaan ruang, 

biaya pemberian izin penggunaan tanah serta biaya 

pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 

Pertanahan. 

Retribusi Izin Penunjukan Penggunaan Tanah Tahun 

2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp30.000.000.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 mencapai Rp37.596.771.240,00 atau 125,32%, 

dengan demikian realisasi tersebut melampaui target 

sebesar Rp7.596.771.240,00 atau 25,32%.  

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Penunjukan 

Penggunaan Tanah Tahun Anggaran 2010 yang 

tercatat sebesar Rp21.464.215.290,00, realisasi 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 87 

 

 

retribusi ini di tahun 2011 mengalami peningkatan 

sebesar Rp16.132.555.950,00 atau 75,16%. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 

realisasi penerimaan Retribusi Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah antara lain: 

1) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat; 

2) Peningkatan tagihan dengan pola aktif kepada 

wajib retribusi yang menunggak; 

3) Pelaksanaan pelayanan terpadu di 5 (lima) 

wilayah kotamadya; 

4) Peningkatan Koordinasi dengan unit Satuan 

Kerja terkait. 

y. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan 

retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan 

bangunan yang diukur berdasarkan kelompok 

bangunan, jenis bangunan, luas bangunan, jumlah 

lantai, luas perkerasan, panjang pagar dan jumlah 

saluran penghantar atau unit dari bangunan-

bangunan dengan memperhatikan biaya 

pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan 

administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Pengawasan dan Penertiban Bangunan. 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 

2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp114.250.000.000,00 setelah perubahan anggaran 

tahun 2011 turun sebesar Rp17.500.000.000,00 atau 

15,32% menjadi Rp96.750.000.000,00. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

mencapai Rp112.204.616.872,00 atau 115,97%, 

dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini 
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melampaui target sebesar Rp15.454.616.872,00  

atau 15,97%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp115.963.592.400,00, retribusi ini di tahun 2011 

mengalami penurunan sebesar Rp3.758.975.528,00 

atau 3,24%. 

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target 

diantaranya dengan: 

1) Penyederhanaan proses administrasi 

kepengurusan Izin Pendahuluan Izin Mendirikan 

Bangunan melalui percepatan proses pelayanan; 

2) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat 

yang berkaitan dengan pengurusan IPMB/IMB;  

3) Peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada 

masyarakat tentang persyaratan permohonan 

IMB; 

4) Peningkatan pengawasan di lapangan berkaitan 

dengan kegiatan pembangunan di 5 wilayah 

kotamadya dan menindak tegas pemilik 

bangunan yang membangun tanpa memiliki izin. 

5) Meningkatkan pengawasan di lapangan dan 

melakukan pemeriksaan berkala untuk 

pelaksanaan pembangunan. 

6) Melakukan pelayanan prima, melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat 

memahami dan taat pada ketentuan yang 

berlaku dalam melaksanakan pembangunan. 
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z. Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan 

Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan 

merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan 

pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan 

kelompok bangunan, jenis bangunan, luas 

bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang 

pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari 

bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya 

pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan 

administrasi, biaya pengawasan dan pengendalian. 

Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Pengawasan dan Penertiban Bangunan. 

Retribusi Kelayakan Menggunakan Bangunan Tahun 

Anggaran 2011 semula tidak ditargetkan, setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 ditargetkan 

sebesar Rp5.000.000.000,00. Realisasi retribusi ini 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp5.243.161.535,00 atau 104,86%, dengan 

demikian realisasi retribusi ini melampaui target 

sebesar Rp243.161.535,00 atau 4,86%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Kelayakan Menggunakan 

Bangunan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp7.301.759.358,00, terlihat penerimaan 

retribusi ini di tahun 2011 mengalami penurunan 

sebesar Rp2.058.597.823,00 atau 28,19%. 

Terlampauinya target retribusi ini disebabkan 

banyaknya permohonan KMB atas bangunan yang 

telah berdiri dan adanya sosialisasi petugas kepada 

masyarakat dengan keinginan sendiri mengajukan 

KMB. Namun, sesuai dengan peraturan terbaru 

tentang Sertifikat Layak Fungsi (SLF), tentunya 

retribusi kelayakan menggunakan bangunan untuk 
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berikutnya sudah tidak ditargetkan lagi karena untuk 

proses SLF adalah nihil. 

Upaya-upaya yang dilakukan untuk pencapaian 

target retribusi ini antara lain: 

1) Peningkatan pelayanan kepada Wajib Retribusi; 

2) Peningkatan pengawasan kepada Wajib 

Retribusi; 

3) Peningkatan penyuluhan kepada petugas 

pemungut dan Wajib Retribusi; 

4) Peningkatan koordinasi dengan unit satuan 

Kerja terkait. 

aa. Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan 

Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan merupakan 

retribusi atas pelayanan penataan dan pengawasan 

bangunan yang diukur berdasarkan klasifikasi dan 

penggolongan dengan memperhatikan biaya 

pemeriksaan administrasi, biaya pengendalian dan 

pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan. 

Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan Tahun 

Anggaran 2011 semula tidak ditargetkan, setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 ditargetkan 

sebesar Rp150.000.000,00. Realisasi retribusi ini 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp95.700.000,00 atau 63,80%, dengan demikian 

realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar 

Rp54.300.000,00 atau 36,20%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Pelaku Teknis 

Bangunan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp102.300.000,00, terlihat penerimaan 

retribusi ini di tahun 2011 mengalami penurunan 

sebesar Rp6.600.000,00 atau 6,45%. 
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Upaya yang dilakukan dalam pencapaian terget 

retribusi tersebut diantaranya dengan memberikan 

sosialisasi kepada Asosiasi profesi dan pelaku teknis 

di bidang pembangunan tentang pentingnya Izin 

Pelaku Teknis Bangunan. 

bb. Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan 

Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan 

merupakan retribusi atas pelayanan penataan dan 

pengawasan bangunan yang diukur berdasarkan 

kelompok bangunan, jenis bangunan, luas 

bangunan, jumlah lantai, luas perkerasan, panjang 

pagar dan jumlah saluran penghantar atau unit dari 

bangunan-bangunan dengan memperhatikan biaya 

pemeriksaan, biaya penelitian teknis dan 

administrasi serta biaya pengendalian. Pengelolaan 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan 

Penertiban Bangunan. 

Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan Tahun 

Anggaran 2011 semula sebesar 

Rp1.100.000.000,00, setelah perubahan anggaran 

tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 

Rp150.000.000,00 atau 13,64% menjadi sebesar 

Rp950.000.000,00. Realisasi retribusi ini sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp371.516.530,00 atau 39,11%, dengan demikian 

realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar 

Rp578.483.470,00 atau 60,89%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Administrasi Perizinan 

Bangunan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp344.286.022,00, terlihat penerimaan 

retribusi ini di tahun 2011 mengalami kenaikan 

sebesar Rp27.230.508,00 atau 7,91%. 
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Untuk Retribusi Administrasi Perizinan Bangunan 

berupa balik nama, pemecahan dan salinan 

seyogyanya tidak ditargetkan karena pelayanan 

perizinan ini sangat tergantung pada kepentingan 

masyarakat itu sendiri sehingga agak sulit untuk 

pencapaiannya. 

cc. Retribusi  Izin Pembuangan Limbah Cair 

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair merupakan 

retribusi atas pelayanan pengelolaan lingkungan 

hidup yang diukur berdasarkan volume, waktu, jenis 

usaha dan tingkat pencemaran yang ditimbulkan 

dengan memperhatikan biaya evaluasi, verifikasi 

dan pembinaan dalam rangka pengawasan dan 

pengendalian pencemaran. Pengelolaan retribusi ini 

dilakukan oleh Badan Pengelola Lingkungan Hidup 

Daerah. 

Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair Tahun 

Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp20.000.000,00, sama dengan anggaran 

perubahan. Realisasi retribusi ini sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp13.600.000,00 atau 68,00%, dengan demikian 

realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar 

Rp6.400.000,00 atau 32,00%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Pembuangan Limbah 

Cair Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp5.800.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini di 

tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 

Rp7.800.000,00 atau 134,48%. 
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Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut antara lain: 

1) Untuk menerbitkan Izin Pembuangan Limbah Cair 

harus memenuhi persyaratan administrasi dan 

teknis. 

2) Banyak perusahaan yang mengajukan izin tetapi 

tidak memenuhi persyaratan administrasi. 

3) Perusahaan yang belum memperbaiki instalasi 

pengolahan air limbahnya dan belum memenuhi 

baku mutu tidak dapat dikeluarkan izinnya karena 

tidak memenuhi persyaratan teknis. 

dd. Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas 

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas 

merupakan retribusi atas pelayanan penerangan 

jalan umum dan sarana jaringan utilitas yang diukur 

berdasarkan lokasi, jenis, ketinggian dan waktu 

dengan memperhatikan biaya transportasi, biaya 

survei, biaya pengawasan dan pengendalian serta 

pembinaan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Pekerjaan Umum. 

Retribusi Izin Penempatan Jaringan Utilitas Tahun 

Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp741.480.550,00, sama dengan anggaran 

perubahan. Realisasi retribusi ini sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp1.289.889.928,00 atau 173,96%, dengan 

demikian realisasi retribusi ini melampaui target 

sebesar Rp548.409.378,00 atau 73,96%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Penempatan Jaringan 

Utilitas Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp971.954.926,00, terlihat penerimaan retribusi ini di 
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tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 

Rp317.935.002,00 atau 32,71%. 

ee. Retribusi  Izin Penebangan Pohon Pelindung 

Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung 

merupakan retribusi atas pelayanan pertamanan 

yang diukur berdasarkan diameter dan jumlah 

pohon dengan memperhatikan biaya pengawasan, 

pengendalian dan pembinaan. Pengelolaan retribusi 

ini dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan 

Pemakaman. 

Retribusi Izin Penebangan Pohon Pelindung Tahun 

Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp120.000.000,00, sama dengan anggaran 

perubahan. Realisasi retribusi ini sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp72.300.000,00 atau 60,25%, dengan demikian 

realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar 

Rp47.700.000,00 atau 39,75%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Penebangan Pohon 

Pelindung Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp38.180.000,00, terlihat penerimaan 

retribusi ini di tahun 2011 mengalami kenaikan 

sebesar Rp34.120.000,00 atau 89,37%. 

Saat ini berkurang permintaan masyarakat untuk 

mengajukan izin penebangan pohon pelindung 

karena telah tumbuhnya kesadaran masyarakat 

akan arti pentingnya pohon, sehingga berusaha ikut 

melestarikan lingkungan dengan seminimal mungkin 

melakukan penebangan pohon. 
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ff. Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan 

Pemetaan Kota 

Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan 

Pemetaan Kota merupakan retribusi atas pelayanan 

pertanahan dan pemetaan yang diukur berdasarkan  

jenis pekerjaan, tingkat keahlian dan jangka waktu 

dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak 

peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, 

biaya operasional dan kemampuan masyarakat 

serta aspek keadilan. Pengelolaan retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan Pertanahan. 

Retribusi Surat Izin Bekerja Ahli Pengukuran dan 

Pemetaan Kota Tahun Anggaran 2011 semula tidak 

ditargetkan, pada anggaran perubahan menjadi 

Rp5.000.000,00. Tidak ada realisasi retribusi ini 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011  

gg. Retribusi  Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan 

Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan 

merupakan retribusi atas pelayanan kesehatan yang 

diukur  pelayanan kesehatan yang diukur 

berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di 

puskesmas, jenis pelayanan kesehatan dasar, dan 

jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum 

daerah dengan memperhatikan biaya investasi, 

biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional 

dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta 

aspek keadilan. Pengelolaan retribusi ini dilakukan 

oleh Dinas Kesehatan. 

Retribusi Izin Sarana/Fasilitas Kesehatan Tahun 

Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp2.562.500.000,00, sama dengan anggaran 

perubahan. Realisasi retribusi ini sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 
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Rp2.492.468.616,00 atau 97,27%, dengan demikian 

realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar 

Rp70.031.384,00 atau 2,73%. 

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan 

dengan realisasi Retribusi Izin Sarana/Fasilitas 

Kesehatan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp1.778.240.000,00, terlihat penerimaan 

retribusi ini di tahun 2011 mengalami kenaikan 

sebesar Rp714.228.616,00 atau 40,16%. 

Hambatan dalam pencapaian target retribusi 

tersebut diantaranya karena: 

1) Pemberlakuan pemberian izin sarana/fasilitas 

kesehatan masih baru sehingga tidak ada 

kenaikan secara signifikan. 

2) Beberapa sarana kesehatan (apotek) yang sudah 

beroperasi sejak tahun 2006, masa berlaku 

izinnya adalah seumur hidup sehingga tidak ada 

pengajuan perpanjangan. 

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 

Anggaran 2011, semula ditetapkan sebesar 

Rp225.000.000.000,00 naik sebesar 18.677.628.025,00 atau 

8,30% pada target perubahan sehingga menjadi 

Rp243.677.628.025,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 sebesar Rp278.789.767.934,40 atau 

114,41%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut 

melampaui target sebesar Rp35.112.139.909,40 atau 

14,41%.  

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan 

realisasi Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat 

sebesar Rp223.005.615.402,00, terlihat pendapatan di tahun 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 97 

 

 

2011 terjadi peningkatan sebesar Rp55.784.152.532,40 atau 

25,01%. 

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Yang Dipisahkan Tahun Anggaran  2011 digambarkan pada 

tabel  5.8. 

TABEL 5.8 

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

% 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6(5:4) 7 

1 Bagian Laba 
Perusahaan Milik 
Daerah 

44.912.957.917,00 44.912.957.917,00 43,023,548,697.40 95,79 39.368.262.730,00 

2 Penyertaan 
Modal Daerah 
Kepada Pihak 
Ketiga 

175.787.042.083,00 187.194.170.108,00 232,446,306,834.00 124,17 179.495.811.341,00 

3 Badan 
Pengelola 

550.000.000,00 3.550.000.000,00 381,922,000.00 10,76 340.136.131,00 

4 Royalty 0,00 166.500.000,00 0.00 0,00 0,00 

5 Hasil Sewa Aset 
Daerah 

1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 81,000,000.00 7,71 81.000.000,00 

6 Hasil Kerja 
sama Aset 
Daerah 

2.700.000.000,00 6.804.000.000,000 2,856,990,403.00 41,99 3.720.405.200,00 

Jumlah 225.000.000.000,00 243.677.628.025,00 278.789.767.934,40 114,41 223.005.615.402,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

 

Terdapat pendapatan sebesar Rp3.319.912.403,00 yang 

sebenarnya tidak termasuk pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tetapi belum bisa 

direklasifikasikan karena belum tersedia kode rekening 

tersendiri di Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan 

dimaksud terdiri dari: 

1. Badan Pengelola sebesar Rp381.922.000,00 

2. Hasil Sewa Aset Daerah sebesar Rp81.000.000,00 

3. Hasil Kerja sama Aset Daerah sebesar 

Rp2.856.990.403,00 
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Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan 

masing-masing objek dari Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah  

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun Anggaran 

2011, semula ditargetkan sebesar Rp44.912.957.917,00, 

tidak berubah pada perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

sebesar Rp43.023.548.697,40 atau 95,79%, realisasi 

bagian laba ini tidak melampaui target sebesar 

Rp1.889.409.219,60 atau 4.21%.  

Apabila Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 

Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan realisasi 

Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah tahun 2010 yang 

jumlahnya sebesar Rp39.368.262.730,00 maka terlihat 

pendapatan di tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar 

Rp3.655.285.967,40 atau 9,28%. 

Realisasi Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah Tahun 

Anggaran 2011 dapat digambarkan pada tabel 5.9. 

TABEL 5.9 

Realisasi Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah  

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2011  % 
Realisasi 

2010 

Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah Perubahan 

Realisasi 
2011 

  

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

1 PDAM Jaya 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 8.600.000.000,00 122,86 7.000.000.000,00 

2 
PD Dharma 
Jaya 

305.775.000,00 305.775.000,00 0,00 0,00 265.891.331,00 

3 PD Pasar Jaya 30.121.453.145,00 30.121.453.145,00 24.467.650.082.00 81,23 24,097,162,516.00 

4 PD 
Pembangunan  
Sarana Jaya 

3.391.146.962,00 3.391.146.962,00 5.717.305.667.00 168,60 4,182,860,874.00 

5 PD PAL Jaya 4.094.582.810,00 4.094.582.810,00 4.238.592.948.40 103,52  3,822,348,009.00 

Jumlah 44.912.957.917,00 44.912.957.917,00 43.023.548.697,40 95,79 39.368.262.730,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 
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2. Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga          

(PT Patungan) 

Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga (PT 

Patungan) Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan  

sebesar Rp175.787.042.083,00, setelah perubahan 

anggaran tahun 2011 naik sebesar Rp11.407.128.025,00 

atau 6,09% menjadi Rp187.194.170.108,00. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

Rp232.446.306.834.00 atau 124,17%, dengan demikian 

penyertaan modal melampaui target sebesar 

Rp45.252.136.726,00 atau 24,17%.  

Apabila Realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada 

pihak ketiga Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan 

realisasi Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga 

tahun 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 

Rp179.495.811.341,00, terlihat pendapatan di tahun 

2011 terjadi peningkatan sebesar Rp52.950.495.493,00 

atau 29,50%.  

Rincian lebih lanjut realisasi Penyertaan Modal Daerah 

Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) Tahun Anggaran 

2011 dapat di lihat pada tabel 5.10. 

TABEL 5.10 

Realisasi Penerimaan Penyertaan Modal Daerah 

Kepada Pihak Ketiga (PT Patungan) 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No. Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi  

2010 
Anggaran 

Semula 
Anggaran 

Setelah 
Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

1 
PT Pembangunan 
Jaya 

8.320.000.000,00 8.320.000.000,00 8.000.000.000,00 96,15 6.400.000.000,00 

2 
PT Food Station 
Cipinang 

2.146.439.022,00 2.146.439.022,00 2.647.996.087,00 123,37  1.907.945.797,00 

3 PT JIEP 4.916.042.704,00 4.916.042.704,00 6.255.868.371,00 127,25  4.096.702.253,00 

4 PT Delta Jakarta 18.900.000.000,00 18.900.000.000,00 44.142.147.000,00 233,56  39.938.133.000,00 

5 
PT Pembangunan 
Jaya Ancol 

47.731.491.679,00 44.731.491.679,00 47.807.999.959,00 106,88  46.079.999.960,00 

6 PT Ratax Armada 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
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No. Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi  

2010 
Anggaran 

Semula 
Anggaran 

Setelah 
Perubahan 

Realisasi 
2011 

7 PT Rheem Indonesia 0,00 4.757.128.025,00 0,00 0,00 0,00 

8 
PT Kawasan Berikat 
Nusantara 

2.086.525.903,00 2.086.525.903,00 3.166.023.845,00 151,74  1.545.547.743,00 

9 
PT Asuransi Bangun 
Askrida 

2.216.542.775,00 2.216.542.775,00 2.339.177.508,00 105,53  1.927.482.588,00 

10 
PT Jakarta 
Propertindo 

16.100.000.000,00 16.100.000.000,00 14.962.094.064,00 92,93  14.000.000.000,00 

11 PT Bank DKI 70.150.000.000,00 70.150.000.000,00 100.000.000.000,00 142,55  61.000.000.000,00 

12 PT Jakarta Toursindo 3.120.000.000,00 3.120.000.000,00 3.125..000.000,00 100,16  2.600.000.000,00 

              Jumlah 175.787.042.083,00 187.194.170.108,00 232.446.306.834.00 124,17 179,495,811,341.00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

3. Badan Pengelola (BP) 

Badan Pengelola Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan sebesar Rp550.000.000,00, setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 naik sebesar 

Rp3.000.000.000,00 atau 84,50% menjadi 

Rp3.550.000.000,00.  Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp381.922.000,00 atau 

10,76%, dengan demikian terlihat realisasi penerimaan 

tidak mencapai target sebesar Rp3.168.078.000,00 atau 

89,24%.  

Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 

2010 yang tercatat sebesar Rp340.136.131,00, terlihat 

realisasi penerimaan dari Badan Pengelola di tahun 2011 

naik sebesar Rp41.785.869,00  atau 12,29%. 

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan Badan 

Pengelola Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada       

tabel 5.11. 

 

 

 

 

 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 101 

 

 

TABEL 5.11 

Realisasi Penerimaan Badan Pengelola 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi 

2010 
Anggaran 

Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

1 BP THR Lokasari 550.000.000,00 550.000.000,00 381.922.000,00 69,44  340.136.131,00 

2 BPLIP Pulo Gadung 0,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 550.000.000,00 3.550.000.000,00 381.922.000,00 10,76  340.136.131,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

 

4. Hasil Sewa Aset Daerah 

Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan sebesar Rp1.050.000.000,00, sama dengan 

target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran 

tahun 2011. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 mencapai Rp81.000.000,00 atau 7,71%, 

dengan demikian terlihat realisasinya tidak mencapai 

target sebesar Rp969.000.000,00 atau 92,29%.  

Realisasi Hasil Sewa Aset Daerah Tahun Anggaran 2011 

tidak mengalami perubahan dengan realisasi pada Tahun 

Anggaran 2010. 

Rincian lebih lanjut realisasi penerimaan  Hasil Sewa 

Aset Daerah Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada       

tabel 5.12. 

TABEL 5.12 

Realisasi Penerimaan Hasil Sewa Aset Daerah 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi 

2010 

Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

1 Eks Komplek Unit Aloca 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

2 Eks Toko Tastra Jaya 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 0,00 
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No Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi 

2010 

Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

3 PD Undagi Klender 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Tanah Kav No. I C2 (PT 
Jaya Nur S) 

150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Tanah Kav. Blok III A.A 
No 9 & 10 

150.000.000,00 150.000.000,00 81.000.000,00 54,00  81.000.000,00 

6 Eks Toko Pradipta 130.000.00,00 130.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 81.000.000,00 7,71 81.000.000,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

5. Hasil Kerja Sama Aset Daerah 

Hasil Kerja Sama Aset Daerah Tahun Anggaran 2011, 

semula ditargetkan sebesar Rp2.700.000.000,00, setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 naik 

Rp4.104.000.000,00 atau 152,00% menjadi 

Rp6.804.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar  Rp2.856.990.403,00 

atau 41,99%, dengan demikian realisasi Hasil Kerja 

Sama Aset Daerah turun sebesar Rp3.947.009.597,00  

atau 58,01%.  

Apabila realisasi Hasil Kerja Sama Aset Daerah Tahun 

Anggaran 2011 tersebut dibandingkan dengan realisasi 

Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar 

Rp3.720.405.200,00, maka realisasi Hasil Kerja Sama 

Aset Daerah di tahun 2011 turun sebesar 

Rp863.414.797,00 atau 23,21%. 

Rincian lebih lanjut penerimaan Hasil Kerja Sama Aset 

Daerah pada Tahun Anggaran 2011 dapat terlihat pada 

tabel 5.13. 
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TABEL 5.13 

Realisasi Penerimaan Hasil Kerja Sama Aset Daerah  

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

% 
Realiasi 

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

1 
PT Langgeng 
Ayom Lestari 

300,000,000.00 300,000,000.00 160.000.000,00 53,33 160.000.000,00 

2 
Yayasan Sapta 
Nawami Bhakti 

50,000,000.00 50,000,000.00 70.600.000,00 141,20 62.691.000,00 

3 
PT Hotel Cikini 
Realty 

100,000,000.00 100,000,000.00 0,00 0,00 0,00 

4 PT Duta Pertiwi 0,00 520.000.000,00 275.190.000,00 52,92 520.000.000,00 

5 
PT Bakrie 
Investindo 

0,00 3.000.000.000,00 120.000.000,00 4,00 723.635.645,00 

6 
PT Dharma 
Alumas Sakti 

100,000,000.00 100,000,000.00 146.544.817,00 146.54  146.544.817,00 

7 
PT Rointa Eka 
Jaya 

200,000,000.00 200,000,000.00 0,00 0,00 0,00 

8 
PT Perwita 
Margasakti 

0,00 0,00 54.000.000,00 ~ 54.000.000,00 

9 
PT Wahana Cipta 
Sejahtera 

600,000,000.00 600,000,000.00 0,00 0,00 500.000.000,00 

10 PT AGB Tuna 500,000,000.00 450.000,000.00 0,00 0.00  432.625.000,00 

 
PT Pasifik Prima 
Buana Mas 

0,00 0,00 179.867.956,00 ~  

11 
PT Pesona Marga 
Mandiri 

250,000,000.00 250,000,000.00 269.500.000,00 107,80 269.500.000,00 

12 
Yayasan Dharma 
Bhakti Mahaka 

600,000,000.00 600,000,000.00 0,00 0,00 0,00 

13 
PT Metropolitan 
Kencana Tbk. 

0,00 634.000.000,00 634.000.000,00 100,00 604.000.000,00 

14 
PT Gama Investa 
Lestari 

0,00 0,00 60.000.000,00 ~ 60.000.000,00 

15 
PT Fajar Setia 
Mandiri 

0,00 0,00 206.865.800,00 ~  

16 Yayasan Fatmos 0,00 0,00 55.000.000,00 ~ 52.300.000,00 

 
Yayasan Tiara 
Kasih 

0,00 0,00 22.500.000,00 ~ 0,00 

 
Yayasan Tunas 
Muda 

0,00 0,00 33.275.000,00 ~ 0,00 

17 
Yayasan 
Pelatihan E dan P 

0,00 0,00 53.146.830,00 ~ 135.108.738,00 

 
Yayasan 
Pendidikan Bukit 
Sion 

0,00 0,00 200.000.000,00 ~ 0,00 

 
PT Grand 
Indonesia 

0,00 0,00 166.500.000,00 ~ 0,00 

 
Yayasan Bina 
Tugasku 

0,00 0,00 150.000.000.00 ~ 0,00 

Jumlah 2,700,000,000.00 6.804.000.000.00 2.856.990.403,00 41,99 3.720.405.200,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen 

penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah 

dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.  
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Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan 

sebesar Rp1.628.580.846.665,00 setelah perubahan 

anggaran tahun 2011 turun sebesar Rp13.372.850.000,00 

atau 0,83% menjadi Rp1.615.207.996.665,00. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp1.716.599.322.802,96 atau 106,28%, dengan demikian 

realisasi penerimaan Lain-Lain PAD melampaui target 

sebesar Rp101.391.326.137,96 atau 6,28%.  

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp1.478.030.506.977,95, terlihat pendapatan di tahun 2011 

naik sebesar Rp238.568.815.825,01 atau 16,14%. 

Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Tahun Anggaran 2011, digambarkan pada tabel 5.14. 

TABEL 5.14 

Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi 

2010 
Anggaran  
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Hasil Penjualan Aset 
Daerah Yang Tidak 
Dipisahkan  

62.700.000.000,00 62.730.150.000,00 7.978.292.967,00 12,72 14.321.189.973,00 

2 
Hasil Penerimaan Pihak 
Ketiga  

10.000.000.000,00 7.000.000.000,00 8.205.774.318,00  117,23 6.396.399.781,00  

3 Sewa  7.800.000.000,00 12.350.000.000,00 16.184.605.900,00 131,05 4.580.689.977,00 

4 
Hasil Lelang Titik 
Reklame  

60.000.000.000,00 60.000.000.000,00 39.035.438.399,00 65,06 50.529.985.032,00 

5 Klaim Asuransi Aset 0,00 0,00 0,00 ~  

6 Jasa Giro  130.000.000.000,00 150.000.000.000,00 175.822.551.158,92 117,22 176.903.336.350,01 

7 Pendapatan Bunga  336.383.000.000,00 221.370.744.000,00 361.495.023.064,35 163,30 295.134.916.220,50 

8 
Tuntutan Ganti Rugi 
(TGR)  

15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 23.683.739.909,00 157,89 22.528.894.695,00 

9 
Pendapatan Hasil 
Eksekusi atas Jaminan  

1.200.000.000,00 6.200.000.000,00 13.062.436.623,00 210,68 4.707.013.372,00 

10 
Fasilitas Sosial dan 
Fasilitas Umum  

10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 1.000.000.000,00 10,00 2.432.157.481,00 

11 
Pendapatan dari 
Angsuran/Cicilan Penjual  

5.010.000.000,00 5.863.840.000,00 5.769.511.253,00 98,39 2.737.412.225,00 

12 
Pendapatan dari Badan 
Layanan Usaha Daerah  

914.445.976.665,00 942.171.392.665,00 868.498.530.116,00 92,18 737.139.971.477,00 

13 
Sumbangan Jaminan 
Keselamatan di luar ja  

4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 6.131.173.641,00 136,25 5.442.600.498,00 

14 
Perjanjian Kerjasama 
Taman Marga Satwa 
Ragunan  

1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.343.334.550,00 
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No Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

 % 
Realisasi 

2010 
Anggaran  
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 7 

15 
Sumbangan dari Perum 
Jasa Raharja  

6.500.000.000,00 8.280.000.000,00 9.038.845.450,00 109,16 7.799.488.000,00 

16 
Penerimaan Pemakaian 
Rumah Kaca 

0,00 0,00 1.780.000,00 ~  

17 
Pemakaian rusun 
sederhana Marunda  

250.000.000,00 250.000.000,00 780.354.000,00 312,14 762.979.000,00 

18 
Pemakaian rusun 
sederhana Kapuk  

1.250.000.000,00 1.250.000.000,00 1.741.412.000,00 139,31 1.392.313.420,00 

19 
Pendapatan dari 
Pengembalian Setelah 
Tutup Anggaran 

0,00 38.000.000.000,00 0,00 0,00  

20 Hasil Tagih Eks BPPN  0,00 0,00 4.025.767.485,00 ~ 4.640.430.685,00 

21 
Pembayaran PDAM dan 
Listrik Rusun 

1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 2.747.896.271,00 171,74 2.652.752.878,00 

22 Nilai Strategis Reklame 0,00 0,00 30.474.201.942,00 ~  

23 Pendapatan Lain-lain 0,00 0,00 29.339.482.470,60 ~ 34.714.641.175,44 

24 
Pendapatan Denda atas 
Keterlambatan 
Pelaksanaan Pekerjaan 

0,00 0,00 31.104.755,00 ~ 474.335.309,00 

25 Pendapatan Sanksi Pajak  59.441.870.000,00 58,541.870.000,00 93.018.588.563,09 158,89 86.308.044.745,00 

26 
Pendapatan Denda 
Retribusi  

1.000.000.000,00 8.500.000.000,00 18.456.078.234,00 217,13 14.089.216.338,00 

27 
Pendapatan Denda Lain-
Lain PAD 

0,00 100.000.000,00 76.734.283,00 76,73 998.403.796,00 

Jumlah 1.628.580.846.665,00 1.615.207.996.665,00 1.716.599.322.802,96 106,28 1.478.030.506.977,95 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD 

Tahun Anggaran 2011, antara lain sebagai berikut: 

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 

Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar 

Rp62.700.000.000,00, naik sebesar Rp30.150.000,00 atau 

0,05% pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2011 

menjadi Rp62.730.150.000,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp7.978.292.967,00 atau 12,72%, dengan demikian 

realisasi penerimaannya tidak dapat melampaui target 

sebesar Rp54.751.857.033,00 atau 87,28%.  

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan Tahun 

Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp14.321.189.973,00, terlihat realisasi di Tahun Anggaran 
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2011 turun cukup signifikan sebesar Rp6.342.897.006,00 

atau 44,29%. 

 Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang 

Tidak Dipisahkan dalam Tahun Anggaran 2011 diperoleh 

dari upaya antara lain: 

a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi 

pelepasan hak atas tanah jalan; 

b. Penjualan inventaris/barang bekas Milik Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta yang telah dihapuskan karena 

usia pemakaiannya bertambah seperti kendaraan 

bermotor, gedung dan bangunan lainnya serta 

inventaris kantor yang tidak terpakai; 

c. Penerimaan dari hasil penjualan brandgang yang 

penggunaannya diberikan kepada masyarakat dengan 

membayar biaya kompensasi kepada Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. 

Realisasi penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang 

Tidak Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2011 

digambarkan pada tabel 5.15. 

TABEL 5.15 

Realisasi Penerimaan Hasil Penjualan  

Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No. Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

% 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

1 
Pelepasan Hak Atas 
Tanah 

50.000.000.000,00 50.000.000.000,00 3.425.839.360,00 6,85 8.924.942.201,00  

2 Penjualan Brandgang 8.000.000.000,00  8.000.000.000,00  0,00 0,00 71.609.372,00  

3 
Penjualan 
Peralatan/Perlengkapan 
Kantor tidak terpakai 

1,160.000.000,00  1,160.000.000,00  96.050.000,00 8,28 1.635.010.000,00 

4 
Penjualan Mesin / Alat-
alat berat tidak Terpakai 

0,00 20.150.000,00 218.450.000,00 1.084,12 0,00 

5 
Penjualan Gedung dan 
Bangunan Lainnya 

500.000.000,00  500.000.000,00  2.544.090.000,00 508,82 1.305.128.500,00  

6 
Penjualan Kendaraan 
Dinas Roda Dua 

1.000.000.000,00  1.000.000.000,00  49.764.157,00 5,09 473.497.700,00  

7 
Penjualan Kendaraan 
Dinas Roda Empat 

2.000.000.000,00  2.000.000.000,00  1.609.099.450,00 80,47 1.811.002.200,00  
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No. Uraian 

Tahun Anggaran 2011 

% 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

8 Penjualan Drum Bekas 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Penjualan Lampu Hias 
Bekas 

30.000.000,00  30.000.000,00  0,00 0,00 0,00 

10 
Penjualan 
Perlengkapan Lalu 
Lintas 

0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00  

11 
Penjualan Alat-alat 
Kesehatan tidak 

terpakai 

10.000.000,00  10.000.000,00  0,00 0,00 0,00 

12 Penjualan Hasil Sitaan 0,00 0,00 35.000.000,00 ~ 0,00 

Jumlah 62.700.000.000,00 62.730.150.000,00 7.978.292.967,00 12,71 14.321.189.973,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

2. Hasil Penerimaan Pihak Ketiga 

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2011, 

semula ditargetkan sebesar Rp10,000,000,000,00, 

mengalami penurunan target yang ditetapkan setelah 

perubahan anggaran tahun 2011 menjadi sebesar 

Rp7.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 yang diperoleh dari Rekomendasi 

HGB/HPL mencapai Rp8.205.774.318,00 atau 117,23%. 

Realisasi penerimaan ini melampaui target sebesar 

Rp1.205.774.318,00 atau 17,23%.  

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

Hasil Penerimaan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2010 

yang tercatat sebesar Rp6.396.399.781,00, penerimaan 

di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 

Rp1.809.374.537,00 atau 28,29%.  

Penerimaan  Retribusi atas Rekomendasi HGB/HPL 

ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur KDKI 

Jakarta  Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tata Cara 

Pemberian  Rekomendasi atas Permohonan Sesuatu 

Hak  di Atas Bidang Tanah Pengelolaan, Tanah Desa 

dan Tanah eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta. 
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3. Sewa 

Sewa Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp7.800.000.000,00, mengalami peningkatan pada 

target yang ditetapkan setelah perubahan anggaran 

tahun 2011 yaitu sebesar Rp12.350.000.000. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp16.184.605.900,00 atau 131,05%, realisasi 

penerimaan sewa melampaui target sebesar 

Rp3.834.605.900,00 atau 31,05%.  

Realisasi penerimaan sewa ini diperoleh dari: 

a. Hasil Sewa atas Tanah sebesar Rp4.881.151.360,00;  

b. Hasil Sewa Gedung sebesar Rp11.282.754.540,00; 

c. Hasil Sewa Rumah Panggung sebesar 

Rp20.700.000,00. 

Apabila realisasi sewa tahun 2011 dibandingkan dengan 

realisasi yang sama ditahun 2010 sebesar 

Rp4.580.689.977,00, realisasi di tahun 2011 terjadi 

peningkatan sebesar Rp11.603.915.923,00 atau 

253,32%. 

4. Hasil Lelang Titik Reklame 

Hasil Lelang Titik Reklame Tahun Anggaran 2011 

semula ditargetkan sebesar Rp60.000.000.000,00, sama 

dengan target yang ditetapkan setelah perubahan 

anggaran tahun 2011. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar  Rp39.035.438.399,00 

atau 65,06%, dengan demikian realisasi penerimaan 

Hasil Lelang Titik Reklame tidak dapat mencapai target 

sebesar Rp20.964.561.601,00 atau 34,94%. 

Realisasi penerimaan ini diperoleh dari:  

a. Hasil Lelang Titik Reklame atas Aset Pemerintah 

Daerah sebesar Rp36.717.789.239,00. 
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b. Hasil Lelang Titik Reklame atas Non Aset 

Pemerintah Daerah sebesar Rp2.317.649.160,00. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan Hasil Lelang Titik Reklame tahun 2010 yang 

tercatat sebesar Rp50.529.985.032,00, maka realisasi di 

tahun 2011 menurun sebesar Rp11.494.546.633,00 

atau 22,75%. 

5. Jasa Giro 

Jasa Giro Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan 

sebesar Rp130.000.000.000,00, naik sebesar 

Rp20.000.000.000,00 atau 13,33% pada perubahan 

anggaran Tahun Anggaran 2011 menjadi 

Rp150.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp175.822.551.158,92 

atau 117,22%, dengan demikian  realisasi Jasa Giro 

melampaui target sebesar Rp25.822.551.158,92 atau 

17,22%.  

Apabila realisasi Jasa Giro tahun 2011 dibandingkan 

dengan realisasi tahun 2010 yang tercatat sebesar 

Rp176.903.336.350,01 terlihat realisasi di tahun 2011 

terjadi penurunan sebesar Rp1.080.785.191,09 atau 

0,61%. 

Pencapaian realisasi penerimaan Jasa Giro tersebut 

disebabkan oleh  besarnya saldo kas yang ada di Kas 

Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang dicatat sebagai 

SILPA tahun berjalan.  Jasa Giro ini sangat bergantung 

kepada jumlah akumulasi dana yang belum digunakan 

dan tersimpan di rekening Kantor Perbendaharaan dan 

Kas Daerah. 

6. Pendapatan Bunga 

Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2011, semula 

ditargetkan Rp336.383.000.000,00 turun sebesar 
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Rp115.012.256.000,00 atau 51,95% menjadi 

Rp221.370.744.000,00. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp361.495.023.064,35 

atau 163,30%, dengan demikian realisasi Pendapatan 

Bunga melampaui target sebesar Rp140.124.279.064,35 

atau 63,30%. 

Apabila realisasi Pendapatan Bunga tahun 2011 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 yang tercatat 

sebesar Rp295.134.916.220,50 terlihat realisasi di tahun 

2011 terjadi kenaikan sebesar Rp66.360.106.843,85 

atau 22,48%. 

Berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, bahwa 

penghasilan  yang diperoleh dari Investasi atas  Dana 

Cadangan Daerah secara otomatis akan digunakan 

untuk menambah Pokok Dana Cadangan Daerah. 

Penghasilan yang diperoleh dari investasi diatas DCD 

dan penambahan Pokok DCD dicatat melalui 

mekanisme APBD. 

Penerimaan bunga deposito yang diperoleh dari Dana 

Cadangan Daerah Periode Januari 2011 sampai dengan 

Desember 2011 sebesar Rp54.556.325.705,00 dicatat 

sebagai penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan 

sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Akun 

Pembentukan Dana Cadangan Daerah (menambah 

Pokok Dana Cadangan Daerah). 

7. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun Anggaran 2011 

semula ditargetkan sebesar Rp15.000.000.000,00, sama 

dengan target yang telah ditetapkan setelah perubahan 

anggaran tahun 2011. Realisasi sampai dengan akhir 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp23.683.739.909,00 
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atau 157,89%, realisasi penerimaan TGR melampaui 

target sebesar Rp8.683.739.909,00 atau 57,89%. 

Realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tersebut diperoleh 

dari: 

a. Kerugian Uang Daerah sebesar Rp21.985.837.269,00; 

b. Kerugian Barang Daerah sebesar Rp198.453.712,00. 

c. Kerugian Daerah Hasil Pemeriksaan Reguler sebesar 

Rp1.499.448.928,00. 

Apabila realisasi Tuntutan Ganti Rugi (TGR) tahun 2011 

dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 

Rp22.528.894.695,00 maka di Tahun 2011 terjadi 

kenaikan sebesar Rp1.154.845.214,00 atau 5,13%. 

8. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 

Pendapatan dari Fasos Fasum Tahun Anggaran 2011 

dianggarkan sebesar Rp.10.000.000.000,00 dengan 

realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2011 tidak 

mencapai target karena hanya mencatatkan realisasi 

sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 10,00%. Apabila 

realisasi pendapatan dari Fasos Fasum tahun 2011 

dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 

Rp2.432.157.481,00 maka di Tahun 2011 terjadi 

penurunan sebesar Rp1.432.157.481,00 atau 58,88%. 

9. Pendapatan Dari Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) 

Badan Layanan Umum Daerah  (BLUD) mulai diterapkan 

secara efektif pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan 

fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan 

yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, 
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efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen 

keuangan berbasis pada hasil kinerja (seperti layanan 

kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan dan 

lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan 

fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 

prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik 

bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di 

delegasikan oleh Pemerintah Daerah. 

Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan sebesar Rp914.445.976.665,00, setelah 

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target 

BLUD naik menjadi Rp942.171.392.665,00 atau 

103,03%. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 sebesar Rp868.498.530.116,00 atau 

92,18%, dengan demikian realisasi BLUD di tahun 2011 

tidak mencapai target sebesar Rp73.672.862.549,00 

atau 7,82%. 

Apabila realisasi BLUD tersebut dibandingkan dengan 

realisasi BLUD Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp737.139.971.477,00, terlihat realisasi Tahun 

Anggaran 2011 naik sebesar Rp131.358.558.639,00 

atau 17,82%. 

Sumber realisasi penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta 

Tahun Anggaran 2011, sebagaimana pada tabel 5.16. 

 

 

 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 113 

 

 

TABEL 5.16 

Realisasi Penerimaan BLUD Provinsi DKI Jakarta 

Tahun Anggaran 2011 

       (dalam rupiah) 

No U r a i a n 

Tahun Anggaran 2011 

  % Anggaran  
Semula 

Anggaran 
Setelah perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 

1 
Pendapatan dari 
BLUD Kesehatan 
Masyarakat 

83.659.565.165,00  84.562.565.165,00  186.105.268.069,00  220,08 

2 
Pendapatan dari 
BLUD RSUD 

413.686.846.665,00  439.471.262.665,00  342.458.719.686,00  77,93 

3 
Pendapatan dari 
BLUD Perhubungan 

366.958.388.127,00  366.958.388.127,00  307.170.702.089,00  83,71 

4 
Pendapatan dari 
BLUD Olahraga dan 
Pemuda 

3.700.000.000,00  3.700.000.000,00  2.534.898.342,00  68,51 

5 

Pendapatan dari 
BLUD Pengelolaan 
Kawasan dan 
Rekreasi 

22.000.000.000,00  22.000.000.000,00  18.661.770.770,00  84,83 

6 
Pendapatan dari 
BLUD Sarana 
Pendidikan 

764.145.000,00  1.552.145.000,00  1.044.277.937,00  67,28 

7 

Pendapatan dari 
BLUD 
Pengembangan 
Ekonomi Masyarakat 

16.677.031.708,00  16.677.031.708,00  4.133.262.606,00  24,78 

8 

Pendapatan dari 
BLUD Fasilitas 
Ambulan Gawat 
Darurat dan 
Laboratorium 
Kesehatan Daerah 

7.000.000.000,00  7.250.000.000,00  6.389.630.617,00  88,13 

Jumlah 914.445.976.665,00  942.171.392.665,00  868.498.530.116,00  92,18 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah  Prov. DKI Jakarta 

10. Pendapatan Lain-Lain 

Pendapatan Asli Daerah Lainnya terealisasi sebesar 

Rp28.273.667.881,60. Penerimaan ini merupakan 

penampungan dari penerimaan daerah yang tidak 

terdapat dalam kode rekening yang telah ditetapkan 

dalam Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 

Tahun 2008 tentang Daftar Susunan Rekening Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah. 

5.1.1.2 Pendapatan Transfer 

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 71 tahun 2010, adalah penerimaan dari Pemerintah 

Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana 

Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, 

yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan 

terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp9.462.619.828.000,00, setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011 targetnya naik sebesar 

Rp508.939.575.161,00 atau 5,38% menjadi 

Rp9.971.559.403.161,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 mencapai Rp10.462.963.410.649,00 atau 

104,93%, dengan demikian di tahun 2011 realisasi Pendapatan 

Transfer dapat melampaui target sebesar 

Rp491.404.007.488,00 atau 4,93%. 

Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2011 

dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 yang tercatat 

sebesar Rp10.133.994.811.087,00 realisasi Pendapatan 

Transfer di tahun 2011 naik sebesar Rp328.968.599.562,00 

atau 3.25%. 

Rincian realisasi Pendapatan Transfer untuk periode yang 

berakhir sampai dengan 31 Desember 2011 disajikan pada tabel 

5.17. 
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TABEL 5.17 

Realisasi Pendapatan Transfer 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No. Uraian 

 

Tahun Anggaran 2011 
 

    % 
Realisasi 

2010 

 

Anggaran 

Semula 

Anggaran 

Setelah Perubahan 

 

Realisasi 

2011 

1 2 3 4 5 6 (5:4) 7 

1 Transfer 

Pemerintah Pusat - 

Dana Perimbangan 

8.909.900.000.000,00 8.658.411.159.801.00 9.149.708.963.289,00  105,67  9.537.609.058.087,00 

1.1 Bagi Hasil Pajak 8.600.000.000.000,00 8.310.336.683.859.00 8.747.636.169.886,00  105,26  9,398,613,243,892.00  

a Pajak Bumi dan 

Bangunan 
2.400.000.000.000,00 2.400.000.000.000.00 2.705.955.836.226,00  112,75  2.455.327.142.055,00  

b Bea Perolehan Hak 

atas Tanah dan 

Bangunan 

0,00 0.00 0,00  ~ 2.031.990.605.391,00  

c Pajak Penghasilan  6.200.000.000.000,00 5.910.336.683.859.00 6.041.680.333.660,00  102,22  4.911.295.496.446,00  

1.2 Bagi Hasil Bukan 

Pajak/Sumber Daya 

Alam 

100.000.000.000,00 138.165.033.942.00 192.163.351.403,00  139,08  138.995.814.195,00  

a Iuran Hak 

Pengusahaan Hutan 
0,00 1.503.393.714.00 0,00  0,00  0,00 

b Pungutan  Hasil 

Perikanan 
1.448.692.228,00 1.448.692.228.00 1.566.290.097,00  108,12  800.007.986,00  

c Pertambangan  

Minyak Bumi 
88.092.862.772,00 124.754.503.000.00 166.416.356.633,00  133,40  113.068.470,871.00  

d Pertambangan Gas 

Bumi 
10.458.445.000,00 10.458.445.000.00 22.460.032.198,00  214,75  24.395.908.300.00  

e Cukai Hasil 

Tembakau 
0,00 0.00 1.720.672.475,00  ~ 731.427.038,00 

1.3 
Dana Alokasi 

Umum 
209.900.000.000,00 209.909.442.000.00 209.909.442.000,00  100,00  0,00 

2 Transfer 

Pemerintah Pusat 

Lainnya 

552.719.828.000,00 1.313.148.243.360.00 1.313.254.447.360,00  100,01  596.385.753.000,00 

2.1 Dana Penyesuaian 552.719.828.000,00 1.313.148.243.360.00 1.313.254.447.360,00  100,01  596.385.753.000,00 

Jumlah 9.462.619.828.000,00 9.971.559.403.161.00 10.462.963.410.649,00 104.93 110.133.994.811.087,00 

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos Pendapatan Transfer 

adalah sebagai berikut: 

5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan 

5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak 

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan sebesar Rp8.600.000.000.000,00, 
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setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 

2011 target Bagi Hasil Pajak turun sebesar 

Rp289.663.316.141,00 atau 3,37% menjadi sebesar 

Rp8.310.336.683.859,00. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp8.747.636.169.886,00 atau 105.26%, dengan 

demikian tahun 2011 penerimaan Bagi Hasil Pajak 

melampaui target sebesar Rp437.229.486.027,00 

atau 5,26%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi    Bagi Hasil Pajak tahun 2010 yang tercatat 

Rp9.398.613.243.892,00, penerimaan Bagi Hasil 

Pajak di Tahun 2011 turun sebesar 

Rp650.977.074.006,00 atau 6,93%. 

Realisasi  penerimaan Bagi Hasil Pajak yang 

diperoleh dari: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 172/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

ditetapkan pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta  menerima alokasi bagi hasil dari 

Pemerintah Pusat dari Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) sebesar 

Rp2.023.104.123.154,00. Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2011 semula 

ditetapkan sebesar Rp2.400.000.000.000,00 

sama dengan target yang telah ditetapkan 

setelah perubahan anggaran tahun 2011. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 mencapai sebesar 

Rp2.705.955.836.226,00 atau 112,75%, dengan 
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demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 

melampaui target sebesar 

Rp305.955.836.226,00  atau  12,75%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2010 

yang  tercatat sebesar Rp2.455.327.142.055,00, 

penerimaan bagi hasil PBB di tahun 2011 naik 

sebesar Rp250.628.694.171,00 atau 10,21%. 

Upaya intensif yang dilakukan untuk pencapaian 

target realisasi penerimaan PBB antara lain: 

a. Pemberitahuan kepada masyarakat Wajib 

Pajak melalui pemasangan spanduk-spanduk 

dan leafleat Pajak Bumi dan Bangunan di 

setiap kantor pelayanan pajak dan kelurahan, 

kecamatan di Provinsi DKI Jakarta. 

b. Melaksanakan kegiatan Penyesuaian harga 

pasaran tanah di Provinsi DKI Jakarta melalui 

NJOP bersama Biro Tata Pemerintahan, untuk 

usulan kepada Direktorat Jenderal Pajak 

Kementerian Keuangan RI. 

c. Pelaksanaan penilaian terhadap objek PBB 

tertentu secara individual. 

d. Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan 

intensifikasi dengan instansi terkait. 

e. Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi 

Pengamanan Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) bersama instansi terkait baik 

dari Pemerintah Pusat seperti Kanwil 

Direktorat Jenderal Pajak maupun Kota 

Administrasi dan Kabupaten Kepulauan 

Seribu. 
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f. Melaksanakan Rekonsiliasi bersama Kanwil 

DJP, Kanwil Perbendaharaan serta Bank 

Operasional III (BO-III) setiap bulan, dengan 

hasil Berita Acara Rekonsiliasi. 

g. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi dan 

penyuluhan kepada aparat dan masyarakat 

wajib pajak. 

h. Pemutakhiran data objek dan subjek PBB 

bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak. 

i. Pelaksanaan Pekan Panutan Pembayaran 

PBB di tingkat Kota Administrasi dan 

KabupatenKepulauan Seribu  guna 

percepatan penerimaan pembayaran PBB 

teutama bagi wajib pajak PBB potensial. 

j. Pelaksanaan penagihan yang intensif, melalui 

kegiatan pencairan tunggakan PBB, kegiatan 

jemput bola dan operasi sisir. 

2. Pajak Penghasilan (PPh) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 229/PMK.07/2010 tentang Alokasi 

Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan 

Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang 

Pribadi Dalam Negri dan Pajak Penghasilan 

Pasal 21 yang telah diperbaharui dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

210/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dana Bagi 

Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri dan 

Pajak Penghasilan Pasal 21, ditetapkan pada 

tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

menerima alokasi  bagi hasil dari Pemerintah 

Pusat dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 
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Rp6.036.355.912.176,00. Penerimaan PPh 

semula ditetapkan sebesar 

Rp6.200.000.000.000,00, berkurang sebesar 

Rp289.663.316.141,00 atau 4,67% menjadi 

Rp5.910.336.683.859,00. Realisasi sampai 

dengan akhir 31 Desember 2011 tercatat 

sebesar Rp6.041.680.333.660,00 atau 102,22%. 

Dengan demikian realisasi penerimaan PPh 

sampai dengan akhir 31 Desember 2011 

melampaui target sebesar 

Rp131.343.649.801,00 atau 2,22%. 

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan 

realisasi Tahun Anggaran 2010 yang tercatat 

sebesar Rp4.911.295.496.446,00, realisasi PPh 

sampai dengan akhir 31 Desember 2011 naik 

sebesar Rp1.130.384.837.214,00 atau 23,02%. 

Upaya yang intensif dilakukan untuk pencapaian 

target realisasi penerimaan PPhantara lain:   

a. Peningkatan koordinasi ekstensifikasi dan 

intensifikasi dan kerjasama dengan instansi 

terkait baik dengan Dirjen Pajak maupun dari 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

b. Melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dan 

intensifikasi (Canvassing) dengan Kanwil DJP 

untuk peningkatan penerimaan Pajak 

Penghasilan. 

c. Pelaksanaan  penjaringan objek pajak  pada   

kawasan tertentu, seperti: mal, pusat 

pertokoan, pusat bisnis dan perdagangan. 

d. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan 

kepada  masyarakat dan aparat (khususnya 

para Bendaharawan Pemerintah dan Badan 

Usaha). 
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5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

222/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan 

Gas Bumi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

232/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil 

Sumber Daya Alam Perikanan, ditetapkan pada 

tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  

menerima alokasi bagi hasil dari Pemerintah Pusat 

dari Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA sebesar 

Rp155.542.013.320,00.Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 

semula ditetapkan sebesar Rp138.165.033.942,00. 

Realisasi sampai dengan  31 Desember 2011 

mencapai Rp192.163.351.403,00 atau 139,08%. 

Dengan demikian realisasi penerimaan Bagi Hasil 

Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) melebihi 

target sebesar Rp53.998.317.461,00 atau 39,08 %. 

Realisasi penerimaan bagian daerah atas Bagi Hasil 

Bukan Pajak/SDA per 31 Desember 2011 bersumber 

dari: 

1. Tidak ada Penerimaan SDA Bagi Hasil dari Iuran 

Hak Pengusahaan Hutan. 

2. Penerimaan SDA Bagi Hasil dari Pungutan Hasil 

Perikanan sebesar  Rp1.566.290.097,00. 

3. Pendapatan SDA Bagi Hasil dari Pertambangan 

Minyak Bumi sebesar  Rp166.416.356.633,00. 

4. Penerimaan SDA Bagi Hasil dari Pertambangan 

Gas Bumi sebesar Rp22.460.032.198,00. 

5. Penerimaan SDA Bagi Hasil dari Cukai Hasil 

Tembakau sebesar Rp1.720.672.475,00. 
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Apabila realisasi sampai dengan akhir 31 Desember 

2011 dibandingkan dengan realisasi Tahun 

Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp138.995.814.195,00, realisasi penerimaan Bagi 

Hasil Bukan Pajak/SDA naik sebesar 

Rp53.167.537.208,00 atau 38,25%. 

Dalam rangka pencapaian target realisasi 

penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya 

Alam (SDA), dilakukan langkah-langkah dan upaya 

yang intensif, seperti: 

1. Berkoordinasi dengan Departemen Teknis 

sehingga penerimaan untuk Provinsi DKI Jakarta 

tidak terlambat diterima. 

2. Melakukan berbagai macam kegiatan yang 

mendukung seperti memfasilitasi pelaksanaan 

rekonsiliasi perhitungan produksi lifting migas dan 

dana bagi hasil migas di Provinsi DKI Jakarta. 

3. Secara intensif telah dilakukan rapat koordinasi 

dengan instansi terkait dalam rangka koordinasi 

perhitungan produksi lifting dan penerimaan bagi 

hasil migas di Provinsi DKI Jakarta. 

4. Melakukan pemantauan dan monitoring di 

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral 

(ESDM) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas. 

5. Peningkatan koordinasi dan rekonsiliasi dalam 

rangka perhitungan lifting produksi dari dana bagi 

hasil SDA yang akan diberikan ke daerah. 

6. Dilakukannya konfirmasi data realisasi 

penerimaan SDA secara periodik. 
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5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 

Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mendapat Dana Alokasi Umum sebesar 

Rp209.909.442.000,00 dan terealisasi 100 % sampai 

akhir tahun 2011. 

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya 

5.1.1.2.2.1 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

Dana Penyesuaian pada tahun 2011 ditargetkan 

sebesar Rp1.313.148.243.360,00 dan sampai akhir 

tahun 2011 realisasinya melampaui target menjadi 

sebesar Rp1.313.254.447.360,00 atau bertambah 

sebesar Rp106.204.000,00 atau 100,01%.   

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar 

Rp594.000.000.000,00 merupakan Pendapatan Hibah. Adapun 

realisasinya sebesar Rp8.410.777.790,00 atau 1,42% yang 

merupakan Pendapatan Hibah dari Luar Negeri. Rincian 

pendapatan hibah tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Hibah dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan Mass Rapid 

Transit  sebesar Rp6.780.777.790,00 digunakan untuk 

pembayaran pelaksanaan jasa konsultasi manajemen 

(management consultancy services) sesuai dengan Naskah 

Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Nomor NPPH-

001/PK/2009 tanggal 25 Maret 2009 untuk Kegiatan Mass 

Rapid Transit DKI Jakarta.  

Hibah tersebut merupakan pemberian pinjaman dari Japan 

International Cooperation Agency (JICA) kepada Pemerintah 

Pusat sesuai dengan Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 

28 November 2006 sebagai  mana telah diubah dengan 

Amandemen Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal 25 Juni 

2008.  Loan Agreement tersebut menyatakan bahwa jumlah 
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pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Pusat adalah 

sebesar ¥1.869.000.000, dan atas sejumlah dana terebut, 

Pemerintah Pusat menghibahkan kepada Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta sebesar ¥758.000.000 yang ditarik dari waktu ke 

waktu berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah yang 

diajukan kepada Departemen Keuangan (sekarang menjadi 

Kementerian Keuangan). 

2) Hibah dari Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan 

akses pelayanan sanitasi melalui kegiatan percontohan 

pembangunan saluran air limbah sebesar 

Rp1.630.000.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian 

Penerusan Hibah (NPPH) Nomor NPPH-097/PK.4/2010 

tanggal 23 September 2010. 

 

5.1.2   Belanja Daerah  

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 disajikan berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011. 

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat 

terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. 

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang 

merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan 

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan 
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Kerja Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD), 

yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya 

(performance-based budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan. 

5.1.2.1. Target dan Realisasi Belanja 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp27.875.807.120.065,00, setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011 target belanja daerah naik 

sebesar Rp3.046.554.599.237,38 atau 10,93% menjadi 

sebesar Rp30.922.361.719.302,38. Realisasi sampai 

dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp26.423.599.893.297,00 

atau 85,45%,  sehingga sisa anggaran di tahun 2011 yang 

tidak dapat diserap yaitu sebesar Rp4.498.761.826.005,38 

atau 14,55%. 

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2011 tersebut dibandingkan dengan realisasi 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 

Rp21.552.895.838.935,00, terlihat peningkatan/kenaikan 

realisasi belanja di tahun 2011 sebesar 

Rp4.870.704.054.362,00 atau 22,60%. 

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 

tergambar pada tabel 5.18. 

TABEL 5.18 

Realisasi Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No Uraian 

 

Tahun Anggaran 2011 
 

 % 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

 

Realisasi 
2011 

 

1 2 3 4 5 
6 

(5:4) 
7 

 JENIS BELANJA      

I Belanja Operasi 19.734.794.389.131,30 21.160.423.456.267,32 19.107.266.558.546,00 90,30 16.309.749.142.137,00 

1 Belanja Pegawai 9.733.848.848.179,68 10.557.976.596.808.06 9.895.560.039.177,00 93,73 8.537.848.251.424,00 

2 Belanja Barang 9.071.099.996.132,66 9.655.899.614.640,26 8.341.831.218.443,00 86,39 7.312.154.901.037,00 

3 Belanja Bunga 4.353.828.000.00 4.353.828.000.00 4.353.524.981,00 99,99 7.421.194.046,00 

4 Belanja Hibah 865.613.816.819.00 882.574.016.819.00 825.595.987.217,00 93,54 423.468.762.400,00 
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No Uraian 

 

Tahun Anggaran 2011 
 

 % 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Semula 

Anggaran 
Setelah 

Perubahan 

 

Realisasi 
2011 

 

1 2 3 4 5 
6 

(5:4) 
7 

5 Belanja Bantuan 

Sosial 
58.527.900.000.00 58.269.400.000.00 38.587.205.558,00 66,22 27.517.450.000,00 

6 Belanja Bantuan 

Keuangan 
1,350,000,000.00 1,350,000,000.00 1.338.583.170,00 99,15 1.338.583.230,00 

II Belanja Modal 8.057.934.260.752.66 9.707.228.263.035.06 7.316.333.334.751,00 75,37 5.243.146.696.798,00 

1 Belanja Tanah 1.303.337.508.223.00 1.977.985.635.535.00 836.875.205.034,00 42,31 789.628.585.455,00 

2 Belanja Peralatan  

danMesin 
2.223.623.427.237.00 2.702.210.968.249.00 2.230.836.678.548,00 82,56 1.814.555.325.146,00 

3 Belanja Gedung dan 

Bangunan 
2.277.754.681.548,64 2.486.381.104.151.04 2.178.504.183.603,00 87,62 1.272.971.144.201,00 

4 Belanja Jalan, Irigasi, 

dan Jaringan 
1.822.013.627.375.00 2.065.648.431.216.00 1.661.022.855.743,00 80,41 1.162.459.219.136,00 

5 Belanja Aset Tetap 

Lainnya 
431.205.016.369.02 475.002.123.884.02 409.094.411.823,00 86,12 203.532.422.860,00 

III Belanja Tak Terduga 83.078.470.181.00 54.710.000.000.00 0,00 0,00 0,00 

1 Belanja Tak Terduga 83.078.470.181.00 54.710.000.000.00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah (I,II dan III) 27.875.807.120.065.00 30.922.361.719.302.38 26.423.599.893.297,00 85,45 21.552.895.838.935,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

Penjelasan lebih lanjut mengenai klasifikasi Belanja Daerah 

yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006, antara lain menurut klasifikasi ekonomi, 

urusan pemerintahan dan kelompok belanja dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

5.1.2.1.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di 

klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu 

pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja 

untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi 

berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri 

dari Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja 

Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, 

serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga. 

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) 

Tahun Anggaran 2011, dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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1. Belanja Operasi 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi 

manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, 

Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan 

Sosial. 

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2011 semula 

diproyeksikan Rp19.734.794.389.131,30, setelah 

ditetapkan perubahan anggaran tahun 2011 alokasinya 

naik sebesar Rp1.425.229.067.135,60 atau 7,22% 

menjadi sebesar Rp21.160.423.456.267,32. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp19.107.266.558.546,00 atau 90,30%,  dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp2.053.156.897.721,32 atau 9,70%. 

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun 

Anggaran 2011 adalah sebagai berikut: 

a. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi 

dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan 

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil 

yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk 

peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang 

obyektif dengan memperhatikan kemampuan 

keuangan daerah. 

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 semula 

diproyeksikan sebesar Rp9.733.848.848.179.68 

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 

2011, belanja ini mendapat alokasi tambahan sebesar 

Rp824.127.748.628,02 atau 8,47% sehingga menjadi 

sebesar Rp10.557.976.596.808,06. 
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Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 sebesar Rp9.895.560.039.177,00 atau 

93,73%,  dari realisasi tersebut, sisa anggaran yang 

tidak terserap sebesar Rp662.416.557.631,06 atau 

6,27%. 

b. Belanja Barang 

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang 

dan jasa yang pakai habis guna memproduksi barang 

dan jasa. Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 

semula ditargetkan sebesar Rp9.071.099.996.132,66, 

setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2011 

alokasi belanja ini naik sebesar Rp584.399.618.507,60 

atau 6,44% menjadi sebesar Rp9.655.899.614.640,26.  

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

sebesar Rp8.341.831.218.443,00 atau 86,39%,  

dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp1.314.068.396.197,26 atau 

13,61%. 

Dari realisasi Belanja Barang tersebut di atas terdapat 

perolehan aset yang memenuhi kriteria pengakuan 

aset tetap sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga 

dikapitalisasi ke aset tetap sebesar 

Rp486.059.750.953,00. 

c. Belanja Bunga 

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga 

yang dihitung atas kewajiban pokok utang, 

berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, 

jangka menengah dan jangka panjang. Belanja Bunga 

Tahun Anggaran 2011 semula diproyeksikan sebesar 

Rp4.353.828.000,00 sama dengan target yang 

ditetapkan setelah perubahan anggaran tahun 2011. 
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Realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 

2011 sebesar Rp4.353.524.981,00 atau 99,99%, 

dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp303.019,00 atau 0,01%. 

Realisasi tersebut dimanfaatkan untuk membiayai 

pembayaran utang pada Lembaga Keuangan Bank 

Dunia untuk Proyek JUDP I, II, dan III, dan pada 

Lembaga Keuangan Jepang untuk Proyek 

Pemetaan/Geis, Proyek Jaringan Air Minum dan 

Proyek Kebersihan. 

d. Belanja Hibah 

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam 

bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau 

pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi 

kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya. 

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dan 

Pertanggungjawaban Anggaran Belanja 

Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan, bantuan 

hibah  diberikan secara tidak mengikat/tidak secara 

terus menerus dengan mempertimbangkan pada 

kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas 

kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. 

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 semula 

diproyeksikan sebesar Rp865.613.816.819,00 setelah 

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011, 

alokasi belanja ini naik sebesar Rp16.960.200.000,00 

atau 1,96% menjadi sebesar Rp882.574.016.819,00. 

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran 2011 sebesar Rp825.595.987.217,00 atau 
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93,54%,  adapun sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp56.978.029.602,00 atau 6,46%. 

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2011 diantaranya 

direalisasikan untuk: 

NO URAIAN NILAI (Rp) 

1 Belanja Hibah kepada KONI 319.000.000.000,00 

2 Belanja Hibah kepada Guru Bantu  dan 

BOS 

170.021.442.300,00 

3 Belanja Hibah untuk Yayasan Beasiswa 

Jakarta 

20.000.000.000,00 

4 Belanja Hibah kepada PMI dan Lembaga 

Penanggulangan AIDS 

33.735.000.000,00 

5 Belanja Hibah kepada Pemerintah Kota / 

Pemerintah Daerah Bodetabekjur 

45.000.000.000,00 

6 Belanja Hibah kepada PPMK Bina Fisik 

dan Sosial 

88.000.000.000,00 

7 Belanja Hibah kepada lembaga/badan 

dan organisasi lainnya  

149.839.544.917,00 

 Jumlah 825.595.987.217,00 

e. Belanja Bantuan Sosial 

Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam 

bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota 

rnasyarakat yang bertujuan untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Bantuan ini tidak dapat 

diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif 

dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 

23 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemberian Dan Pertanggungjawaban Anggaran 

Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan.  

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011 semula 

diproyeksikan sebesar Rp58.527.900.000,00 setelah 

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011, 

alokasi belanja ini turun sebesar Rp258.500.000,00 

atau 0,44% menjadi Rp58.269.400.000,00. 
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Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

sebesar Rp38.587.205.558,00 atau 66,22%,  

sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar 

Rp19.682.194.442,00 atau 33,78%. 

f. Belanja Bantuan Keuangan 

Bantuan Keuangan adalah Pemberian bantuan dalam 

bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada 

pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan 

kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik, 

pemberian bantuan keuangan ini diatur dalam 

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Dan 

Pertanggungjawaban Anggaran Belanja 

Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan. 

Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2011 

dianggarkan setelah anggaran perubahan tahun 2011 

sebesar Rp1.350.000.000,00. Realisasi sampai 

dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp1.338.583.170,00 atau 99,15%, sisa anggaran yang 

tidak terserap sebesar Rp11.416.830,00 atau 0,85%. 

2. Belanja Modal 

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan 

aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, 

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi 

dan jaringan, dan aset tetap lainnya. 

Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan 

sebesar Rp8.057.934.260.752,66 setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011, alokasi belanja ini naik 

sebesar Rp1.649.294.002.282,40 atau 20,47% menjadi 

sebesar  Rp9.707.228.263.035,06. 
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Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

sebesar Rp7.316.333.334.751,00 atau 75,37%,  dengan 

demikian tahun 2011, sisa anggaran Belanja Modal yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp2.390.894.928.284,06 atau 

24,63%. 

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Belanja Tanah 

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2011 semula 

ditargetkan sebesar Rp1.303.337.508.223,00, setelah 

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 belanja 

ini mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar 

Rp674.648.127.312,00 atau 51,76% menjadi sebesar 

Rp1.977.985.635.535,00. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

sebesar Rp836.875.205.034,00 atau 42,31% dan sisa 

anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp1.141.110.430.501,00 atau 57,69%. 

Realisasi belanja tanah tersebut diantaranya terdapat 

pada 3 SKPD, yaitu: 

1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman. 

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas 

Pertamanan dan Pemakaman Tahun Anggaran 

2011 dianggarkan sebesar Rp706.169.664.480,00. 

Realisasinya adalah sebesar 

Rp325.857.668.138,00 atau 46,14% yang terdiri 

dari: 

a) Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum 

Taman 

Dalam rangka memperluas Ruang Terbuka Hijau 

(RTH) guna peningkatan kualitas lingkungan 

hidup di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 
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2007 tentang Penataan Ruang maka Dinas 

Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI 

Jakarta melakukan penambahan Ruang Terbuka 

Hijau melalui pengadaan tanah sarana umum 

taman. Realisasi Belanja Modal Pengadaan 

Tanah Sarana Umum Taman Tahun Anggaran 

2011 adalah sebesar Rp316.864.437.539,00 

yang terbagi atas : 

(1) Wilayah Jakarta Barat Rp      100.146.800,00 

(2) Wilayah Jakarta Selatan Rp156.712.440.453,00 

(3) Wilayah Jakarta Timur Rp100.487.458.432,00 

(4) Wilayah Jakarta Utara Rp  59.564.391.854,00 

b) Belanja Modal Pengadaan Tanah Makam 

Dalam rangka peningkatan pelayanan 

pemakaman pada Tahun Anggaran 2011 Dinas 

Pertamanan dan Pemakaman melakukan 

pengadaan tanah makam pada 2 Tempat 

Pemakaman Umum (TPU), yaitu: 

TPU Srengseng                 Rp2.696.438.154,00 

TPU Pondok Rangon         Rp6.296.792.445,00 

2) Dinas Pekerjaan Umum 

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas 

Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2011 

dianggarkan sebesar      Rp734.470.815.074,00. 

Realisasinya adalah sebesar 

Rp308.087.311.310,00 atau 41,95% yang terdiri 

dari: 

a) Belanja Modal Pengadaan 

Tanah Waduk 

 Rp144.392.201.937,00 

b) Belanja  Modal Pengadaan 

Tanah Saluran Air 

 Rp    1.748.475.868,00 

c) Belanja Modal Pengadaan 

Tanah Jalan 

 Rp161.946.633.505,00 
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3)  Dinas Perhubungan 

Belanja Modal Pengadaan Tanah pada Dinas 

Perhubungan Tahun Anggaran 2011 dianggarkan 

sebesar Rp265.515.227.981,00 Realisasinya 

adalah sebesar Rp140.015.066.900,00 atau 

52,73%. Pengadaan tanah Tahun Anggaran 2011 

pada Dinas Perhubungan adalah untuk 

pembebasan tanah pembangunan terminal Mass 

Rapid Transit (MRT) kawasan sekitar Lebak Bulus, 

Area Utama Terminal Lebak Bulus, Kawasan 

Metropolitan Kencana, Kolam Renang, 

Pemukiman, Stadion, Sekolah, Pom Bensin dan 

Perumahan POLRI. 

b. Belanja Peralatan dan Mesin 

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2011 

semula di targetkan sebesar Rp2.223.623.427.237,00, 

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 

alokasi belanja ini naik  Rp478.587.541.012,00 atau 

21,52% menjadi sebesar Rp2.702.210.968.249,00. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

sebesar Rp2.230.836.678.548,00 atau 82,56%  dan 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp471.374.289.701,00 atau 17,44%. Realisasi Belanja 

Modal tersebut belum termasuk hibah aset tetap 

Peralatan dan Mesin sebesar  Rp10.453.435.650,00. 

Belanja Modal pengadaan peralatan dan mesin 

terdapat di hampir seluruh SKPD, adapun jenis 

belanjanya adalah sebagai berikut: 

1) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat 

dianggarkan sebesar Rp67.075.042.745.00. 

Realisasinya adalah sebesar Rp58.489.820.846.00 

atau 87,20%; 
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2) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan 

Darat Bermotor dianggarkan sebesar 

Rp687.371.823.362.00. Realisasinya adalah 

sebesar Rp569.856.191.262.00 atau 82,90%;  

3) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan 

Darat Tidak Bermotor dianggarkan sebesar 

Rp26.619.143.793.00. Realisasinya adalah 

sebesar Rp21.463.007.968,00 atau 80,63%;  

4) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air 

Bermotor dianggarkan sebesar 

Rp38.703.006.400,00. Realisasinya adalah 

sebesar Rp19.957.665.000,00 atau 51,57%;  

5) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan di Air 

Tidak Bermotor dianggarkan sebesar 

Rp10.889.700.000,00. Realisasinya adalah 

sebesar Rp9.551.100.100,00 atau 87,71%; 

6) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel 

dianggarkan sebesar Rp29.969.201.555,00. 

Realisasinya adalah sebesar Rp27.550.508.572,00 

atau 91,93%;  

7) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan 

Pertanian dan Peternakan dianggarkan sebesar 

Rp9.896.067.250,00. Realisasinya adalah sebesar 

Rp6.193.205.245,00 atau 62,58%;  

8) Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor 

dianggarkan sebesar Rp89.757.142.457,00. 

Realisasinya adalah sebesar Rp78.820.879.182,00 

atau 87,82%;  

9) Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan kantor 

dianggarkan sebesar Rp260.984.571.313,00. 

Realisasinya adalah sebesar 

Rp203.317.959.092,00 atau 77,90%;  

10) Belanja Modal Pengadaan Komputer dianggarkan 

sebesar Rp130.173.652.116,00. Realisasinya 
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adalah sebesar Rp103.686.996.082,00 atau 

79,65%;  

11) Belanja Modal Pengadaan Mebeulair dianggarkan 

sebesar Rp275.997.932.382,00. Realisasinya 

adalah sebesar Rp208.992.791.444,00 atau 

75,72%;  

12) Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 

dianggarkan sebesar Rp9.645.596.157,00. 

Realisasinya adalah sebesar Rp7.216.461.973,00 

atau 74,82%;  

13) Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan 

Rumah Tangga dianggarkan sebesar 

Rp5.817.394.091,00. Realisasinya adalah sebesar 

Rp4.734.317.854,00 atau 81,38%; 

14) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio 

dianggarkan sebesar Rp186.968.358.938,00. 

Realisasinya adalah sebesar 

Rp143.395.628.035,00 atau 76,70%;  

15) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi 

dianggarkan sebesar Rp82.021.046.282,00. 

Realisasinya adalah sebesar Rp72.631.590.420,00 

atau 88,55%;  

16) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur 

dianggarkan sebesar Rp18.475.418.339,00. 

Realisasinya adalah sebesar Rp10.455.695.444,00 

atau 56,59%;  

17) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran 

dianggarkan sebesar Rp266.160.669.742,00. 

Realisasinya adalah sebesar 

Rp247.446.261.885,00 atau 92,97%;  

18) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium 

dianggarkan sebesar Rp443.412.785.477,00. 

Realisasinya adalah sebesar 

Rp378.772.257.942,00 atau 85,42%; dan 
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19) Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat 

Persenjataan/Keamanan dianggarkan sebesar 

Rp62.272.415.850,00. Realisasinya adalah 

sebesar Rp58.304.340.202,00 atau 93,63%.  

Realisasi tersebut termasuk Belanja Modal 

Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan 

sebesar Rp13.439.250.000,00, namun 

dikembalikan ke kas daerah pada bulan Februari 

2012. 

c. Belanja Gedung dan Bangunan 

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 

semula ditargetkan sebesar Rp2.277.754.681.548,64, 

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 

2011, alokasi belanja ini naik sebesar 

Rp208.626.422.602,40 atau 9,16% menjadi sebesar 

Rp2.486.381.104.151,04. Realisasi sampai dengan 

akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

Rp2.178.504.183.603,00 atau 87,62%,  dan sisa 

anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp307.876.920.548,04 atau 12,38%. Belanja Modal 

tersebut belum termasuk hibah gedung dan bangunan 

sebesar  Rp670.227.800,00. 

Realisasi belanja gedung dan bangunan tersebut 

diantaranya: 

1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemda 

Menganggarkan sebesar Rp668.252.060.640,04 

dengan realisasi sebesar Rp579.837.054.850,00 

atau 86,77%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar sebagai berikut: 

a) Kegiatan pembangunan gedung DPRD dan 

pengembangan Balaikota dengan anggaran 

sebesar Rp194.071.779.864,04 dan terealisasi 

sebesar Rp194.010.211.399,00 atau 99,96%; 
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b) Pengembangan Islamic Center Kramat Raya 

Jakarta Utara dengan anggaran sebesar 

Rp87.665.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp87.665.000.000,00 atau 100%; dan 

c) Perbaikan/penggantian Fassade (Kulit Luar) 

Blok G Balaikota dengan anggaran sebesar 

Rp72.358.022.443,00 dan terealisasi sebesar 

Rp67.052.947.055,00 atau 92,67%. 

2) Dinas Pendidikan 

Menganggarkan sebesar Rp422.332.428.020,00 

dengan realisasi sebesar Rp376.377.132.584,00 

atau 89,12%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar terdapat pada: 

a) Penyelesaian rehabilitasi total gedung SMPN 

dianggarkan sebesar Rp89.282.428.020,00 

dan realisasinya sebesar 

Rp80.423.327.350,00 atau 90,07%; 

b) Rehabilitasi total gedung SDN dianggarkan 

sebesar Rp75.700.000.000,00 dan 

realisasinyasebesar Rp68.909.581.173,00 

atau 91,03%; dan 

c) Rehabilitasi total gedung SMAN 29/65/20 dan 

SMKN 15/28 dianggarkan sebesar 

Rp63.250.000.000,00 dan realisasinya 

sebesar Rp59.204.342.315,00 atau 93,60%. 

3. Dinas Perhubungan 

Menganggarkan sebesar Rp439.340.365.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp403.345.182.165,00 

atau 91,81%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar terdapat pada: 

a) Pembangunan Terminal Bus Pulogebang 

Tahap II dianggarkan sebesar 
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Rp289.800.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp268.254.103.371,00 atau 92,56%; 

b) Program pembangunan Busway Koridor XI – 

XV dianggarkan sebesar 

Rp100.000.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp88.847.385.345,00 atau 88,85%; 

dan 

c) Pembangunan ITS dianggarkan sebesar 

Rp30.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp28.326.624.632,00 atau 94,42%. 

4. Dinas Sosial 

Menganggarkan sebesar Rp41.000.000.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp38.983.159.741,00 

atau 95,08%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar terdapat pada: 

a) Rehabilitasi Total Gedung PSTW Budi Mulia 1 

dianggarkan sebesar Rp18.000.000.000,00 

dan terealisasi sebesar Rp17.066.393.576,00 

atau 94,81%; dan 

b) Rehabilitasi Total Gedung Panti Sosial Bina 

Insan Bangun Daya 2 dianggarkan sebesar 

Rp23.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp21.916.766.165,00 atau 95,29%. 

5. Dinas Olahraga dan Pemuda 

Menganggarkan sebesar Rp36.000.000.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp33.890.113.396,00 

atau 94,14%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar sebagai berikut: 

a) Pembangunan Fasilitas Luar Ruang 

Gelanggang Remaja Kecamatan Tanjung 

Priok dianggarkan sebesar 
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Rp5.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp4.613.616.620,00 atau 92,27%; 

b) Penyelesaian pembangunan Gelanggang 

Remaja Kecamatan Cempaka Putih 

dianggarkan sebesar Rp23.000.000.000,00 

dan terealisasi sebesar Rp21.781.860.108,00 

atau 94,70%; dan 

c) Pembangunan Gedung KNPI dianggarkan 

sebesar Rp8.000.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp7.494.636.668,00 atau 93,68%. 

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 

2011 semula ditargetkan sebesar 

Rp1.822.013.627.375,00 setelah ditetapkannya 

perubahan anggaran tahun 2011 alokasi belanja ini 

naik sebesar Rp243.634.803.841,00 atau 13,37% 

menjadi sebesar Rp2.065.648.431.216,00. Realisasi 

sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai 

sebesar Rp1.661.022.855.743,00 atau 80,41%,  dan 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap adalah sebesar 

Rp404.625.575.473,00 atau 19,59%. 

Realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan tersebut 

diantaranya pada SKPD : 

1) Dinas Pekerjaan Umum 

Menganggarkan sebesar 

Rp1.415.049.503.816,00 dengan realisasi 

sebesar Rp1.160.233.156.690,00 atau 81,99%. 

Adapun rincian penyerapan terbesar sebagai 

berikut: 

a) Pembangunan Busway Koridor Kampung 

Melayu sampai Pulo Gebang (Segmen 1) 

dengan anggaran sebesar 
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Rp43.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp37.420.447.634,00 atau 86,02%; 

b) Pembangunan Jalan Layang Non Tol 

Pangeran Antasari sampai Blok M (Stage 1: 

Pasar Inpres Cipete – Lap. Mabak Blok M) 

Paket Pasar Cipete dengan anggaran sebesar 

Rp158.400.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp140.222.291.140,00 atau 88,52%;  

c) Pembangunan Jalan Layang Non Tol 

Pangeran Antasari sampai Blok M (Stage 1: 

Pasar Inpres Cipete – Lap. Mabak Blok M) 

Paket Cipete Utara dengan anggaran sebesar 

Rp114.700.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp104.372.201.700,00 atau 91%; 

d) Pembangunan Jalan Layang Non Tol 

Pangeran Antasari sampai Blok M (Stage 1: 

Pasar Inpres Cipete – Lap. Mabak Blok M) 

Paket Taman Brawijaya dengan anggaran 

sebesar Rp132.600.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp122.077.046.470,00 atau 92,06%; 

dan 

e) Pembangunan Jalan Layang Non Tol 

Pangeran Antasari sampai Blok M (Stage 1: 

Pasar Inpres Cipete – Lap. Mabak Blok M) 

Paket Prapanca dengan anggaran sebesar 

Rp124.600.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp113.855.721.760,00 atau 91,38%. 

2) Dinas Perindustrian dan Energi  

Menganggarkan sebesar Rp162.886.158.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp135.070.601.606,00 

atau 82,92%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar terdapat pada: 
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a. Program Pengembangan Penerangan Jalan 

dan Sarana Umum dianggarkan sebesar 

Rp36.261.158.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp29.192.630.727,00 atau 80,51%, kegiatan 

tersebut terdiri dari: 

(1) Normalisasi Jaringan Untuk Materialisasi 

di Wilayah Jakarta; 

(2) Pembangunan Pencahayaan pada Sisi 

Kanan dan Sisi Kiri BKT Seksi 1 sampai 

Seksi 4; 

(3) Pembangunan Pencahayaan pada 

Kawasan Pelabuhan Penyeberangan  

Muara Angke; 

(4) Pemasangan Lampu JPO pada Busway 

Koridor XI; 

(5) Relokasi & Peningkatan Kualitas Lampu 

Penerangan pada Busway Koridor XI; 

(6) Pembangunan Pencahayaan Kota untuk 

Pelaksanaan SEA GAMES XXVI/2011; 

(7) Pembangunan Pencahayaan Rumah 

Ibadah; 

(8) Pembangunan Pencahayaan pada sekitar 

Taman Ayodia; 

(9) Peningkatan Kualitas Pencahayaan 

dengan Lampu LED; dan 

(10) Pembangunan Pencahayaan Kota pada 

Gang/MHT. 

b. Program Pemeliharaan dan Operasional 

Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota 

seperti Pembangunan Pencahayaan Jalan 

Layang Non Tol Kampung Melayu-Tanah 

Abang dan Pembangunan Pencahayaan Jalan 

Layang Non Tol Antasari-Blok M dianggarkan 
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sebesar Rp100.000.000,00 dan tidak 

terealisasi seluruhnya; 

c. Program Peningkatan Energi seperti 

Pembangunan Kabel Bawah Laut di 

Kepulauan Seribu Utara, Pembangunan 

Pencahayaan Energi Alternatif di Kepulauan 

Seribu dan Pencahayaan untuk Venue SEA 

GAMES dianggarkan sebesar 

Rp125.525.000.000 dan terealisasi sebesar 

Rp105.260.972.536,00 atau 83,86%; dan 

d. Program Pengendalian Air Bawah Tanah 

seperti Pembangunan Sumur Resapan di 

Wilayah DKI Jakarta dianggarkan sebesar 

Rp1.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp611.998.343,00 atau 61,20%. 

3) Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Menganggarkan sebesar Rp18.401.500.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp14.995.357.480,00 

atau 81,49%. Adapun rincian penyerapan terbesar 

terdapat pada: 

a) Pembangunan Breakwater di Suaka 

Margasatwa Pulau Rambut dianggarkan 

sebesar Rp7.600.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp5.687.456.880,00 atau 74,83%; 

b) Pembangunan Jalan Kontrol Hutan Lindung 

Angke Kapuk dianggarkan sebesar 

Rp5.800.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp4.556.382.600,00 atau 78,56%; 

c) Pembangunan Sarana Arboretum Mangrove 

dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp4.750.418.000,00 atau 

95,01%; dan 
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d) Pembuatan Sistem Informasi Pangan 

dianggarkan sebesar Rp1.500.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp1.100.000,00 atau 

73,33%. 

4) Dinas Pertamanan dan Pemakaman 

Menganggarkan sebesar Rp9.130.000.000,00  

dengan realisasi sebesar Rp6.359.411.007,00 atau 

69,65%. Adapun rincian penyerapan terbesar 

sebagai berikut: 

a) Program Pembangunan dan Pemeliharaan 

Taman kota seperti Pembangunan Lampu 

Taman, Pembangunan Sarana Penyiraman di 

Taman Ayodia dan Taman Suropati dianggarkan 

sebesar Rp1.160.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp952.367.461,00 atau 82,10%; 

b) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka 

Hijau; seperti Rehabilitasi Sarana Penyiraman 

Medan Merdeka Barat, Medan Merdek Utara 

dan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 

Penggantian Pompa Air Mancur Hotel Indonesia, 

Penggantian Lampu Air Mancur Bundaran HI 

dan Pencahayaan Rumah Kaca Taman Menteng 

dianggarkan sebesar Rp5.900.000.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp3.867.856.157,00 atau 

65,56%; 

c) Program Peningkatan Kapasitas Pemakaman; 

seperti Pembangunan Saluran Air TPU Pondok 

Rangon dan TPU Semper, Pembangunan Turap 

Batu Kali TPU Kampung Kandang dan TPU 

Tanah Kusir, Pembangunan Jalan TPU Tanah 

Kusir, TPU Semper, TPU Pondok Kelapa, TPU 

Tegal Alur dan TPU Menteng Pulo dianggarkan 
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sebesar Rp1.870.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp1.354.457.189,00 atau 72,43%; dan 

d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Lingkungan Hidup seperti Pengadaan lampu 

Taman dan Pengadaan Sarana Penyiraman 

dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp184.730.200,00 atau 

92,37%. 

5) Dinas Perhubungan 

Menganggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp1.580.548.000,00 atau 

79,02%. Penyerapan tersebut digunakan untuk 

Pembangunan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan 

Muara Angke yang dianggarkan sebesar 

Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp1.580.548.000,00 atau 79,02%. 

e. Belanja Aset Tetap Lainnya 

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2011 

semula ditargetkan sebesar Rp431.205.016.369,02, 

setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 

alokasi belanja ini naik sebesar Rp43.797.107.515,00 

atau 10,16% menjadi sebesar Rp475.002.123.884,02. 

Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 

mencapai sebesar Rp409.094.411.823,00 atau 

86,12%,  dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp65.907.712.061,02 atau 

13,88%. 

Realisasi belanja aset tetap lainnya tersebut 

diantaranya: 

1) Dinas Pendidikan 

Menganggarkan sebesar Rp83.306.300.350,00 

dengan realisasi sebesar Rp67.725.930.850,00 
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atau 81,30%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar sebagai berikut: 

a) Program Pendidikan Anak Usia Dini 

dianggarkan sebesar Rp1.179.800.350,00 dan 

terealisasi sebesar Rp1.024.760.000,00 atau 

86,86%; 

b) Penyediaan Biaya Operasional Buku (BOB) 

SMA/MA Swasta dianggarkan sebesar 

Rp24.634.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp19.078.479.002,00 atau 77,45%; 

c) Penyediaan Biaya Operasional Buku (BOB) 

SMK Swasta dianggarkan sebesar 

Rp48.167.500.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp39.045.745.348,00 atau 81,06%; 

d) Pengadaan Buku Pengetahuan Al-Quran (7 

Jilid) dianggarkan sebesar 

Rp3.750.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp3.443.355.000,00 atau 91,82%; 

e) Pengadaan Buku Sejarah Al Quran (3 Jilid) 

dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp1.862.850.000,00 atau 

93,14%; 

f) Pengadaan Buku Ensiklopedia Anak Nasional 

untuk Sekolah Dasar (SD) dianggarkan 

sebesar Rp3.575.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp3.270.741.500,00 atau 91,49%; 

g) Terdapat belanja modal Dana BOS yang 

dianggarkan sebesar Rp121.421.603.400,00 

dan terealisasi sebesar Rp119.983.865.439,00 

atau 98,82% oleh 2.560 sekolah. Dari belanja 

modal Dana BOS sebesar 

Rp119.983.865.439,00 tersebut yang datanya 

sudah terhimpun dari 2.099 sekolah dan 

memenuhi kriteria pengakuan aset tetap 
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sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Gubernur Nomor 133 Tahun 2007 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sebesar Rp28.512.681.925,00. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih 

melakukan inventarisasi dan verifikasi untuk 

mengakui aset tetap dari belanja modal BOS 

oleh 461 sekolah. 

2) Dinas Pertamanan dan Pemakaman 

Menganggarkan sebesar Rp41.564.497.124,00 

dengan realisasi sebesar Rp28.724.688.394,00 

atau 69,11%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar sebagai berikut: 

a) Program Pembangunan dan Pemeliharaan 

Taman Kota; seperti Penataan Eks SPBU, 

Pembangunan Taman, Penataan Jalur 

Hijau/Pedestrian, Pembangunan Green Wall 

Fly Over dan Perbaikan Taman dianggarkan 

sebesar Rp22.456.119.980,00 dan terealisasi 

sebesar Rp16.025.195.668,00 atau 71,36%; 

b) Program Peningkatan Kualitas Ruang 

Terbuka; seperti Persediaan Pohon Pelindung, 

Penataan Jalur Hijau Tepian Kali KBT dan 

Peningkatan Kualitas Taman dianggarkan 

sebesar Rp17.600.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp12.416.332.894,00 atau 70,55%; 

dan 

c) Program Peningkatan Kapasitas Pemakaman; 

seperti Penghijauan TPU dianggarkan sebesar 

Rp1.508.377.144,00 dan terealisasi sebesar 

Rp283.259.832,00 atau 18,78%. 
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3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 

Menganggarkan sebesar Rp17.568.320.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp14.661.599.199,00 

atau 83,45%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar sebagai berikut: 

a) Program Penerapan Prinsip Good 

Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Perpustakaan; seperti Pengadaan Bahan 

Bacaan E-Library dan Pengadaan E-Book 

dianggarkan sebesar Rp11.206.070.000,00 

dan terealisasi sebesar Rp9.887.543.800,00 

atau 88,23%; 

b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan; seperti Pengadaan Bahan 

Perpustakaan, Pengadaan Sarana & Bahan 

Pustaka Permainan Anak, Pengadaan 

Peralatan Buku Kunjungan Pemustaka Digital, 

Pengadaan Bahan Pustaka Ensiklopedia 

Terbaru, Pengadaan Bahan Pustaka CD-DVD, 

Pengadaan Sarana & Bahan Pustaka 

Permainan Anak (Edu Games), Pengadaan 

Bahan Pustaka Herbarium & Isektarium dan 

Pengadaan Bahan Pustaka Peta Gambar, 

Pengadaan Perabot Penunjang Sarana 

Layanan Perpustakaan dianggarkan sebesar 

Rp6.332.250.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp4.744.289.129,00 atau 74,92%; dan 

c) Program Pemberdayaan Komunitas 

Perpustakaan dalam Pengelolaan 

Perpustakaan seperti Pengadaan Current 

Issue dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 

dan terealisasi sebesar Rp29.766.990,00 atau 

99,22%. 
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4) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Menganggarkan sebesar Rp6.769.350.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp5.746.652.820,00 

atau 84,89%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar sebagai berikut: 

a) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pariwisata; seperti Pengadaan mebeller 

Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

dianggarkan sebesar Rp525.000.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp385.260.000,00 atau 

73,38%; 

b) Program Pembinaan Keanggotaan pada 

Lembaga/Forum Kepariwisataan 

Nasional/Internasional; seperti Keikutsertaan 

pada Tourism Kegiatan TPO dianggarkan 

sebesar Rp64.350.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp56.650.000,00 atau 88,03%; 

c) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

seperti Pengadaan Levelling Portable 

Panggung Teater Jakarta dianggarkan 

sebesar Rp50.000.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp48.465.000,00 atau 96,93%; 

d) Program Pengembangan Kerjasama 

Pengelolaan Kekayaan Budaya seperti 

Pemberdayaan Lembaga-lembaga Kesenian 

dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dan 

terealisasi sebesar Rp19.715.500,00 atau 

98,58%; dan 

e) Program Peningkatan Sarana Prasarana 

Kebudayaan seperti Pengadaan Peralatan 

Tata Cahaya Gedung Wayang Orang Bharata, 

Pengadaan Peralatan Tata Cahaya Balai 

Latihan Kesenian Jakarta Utara, Jakarta Barat 

dan Jakarta Timur dan Meubeler Taman 
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Arkeologi Pulau Onrust dianggarkan sebesar 

Rp6.110.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp5.236.562.320,00 atau 85,70%. 

5) Dinas Olahraga dan Pemuda 

Menganggarkan sebesar Rp5.500.000.000,00 

dengan realisasi sebesar Rp5.387.059.400,00 

atau 97,95%. Adapun rincian penyerapan 

terbesar sebagai berikut: 

a) Program Penerapan Prinsip Good 

Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Pemuda dan Olahraga; seperti Pengadaan 

Alat Latihan Beban dan Pengadaan Ring 

Basket untuk Sekolah dianggarkan sebesar 

Rp2.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp2.465.979.400,00 atau 98,64%; dan 

b) Program Peningkatan Sarana Prasarana 

Pemuda dan Olahraga; seperti Peralatan 

Kolam Renang dianggarkan sebesar 

Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp2.921.080.000,00 atau 97,37%. 
 

 

3. Belanja Tidak Terduga 

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan 

sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah 

ditutup. Disamping itu digunakan dalam rangka 

pencegahan gangguan terhadap stabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya 

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011 semula di 

targetkan sebesar Rp83.078.470.181,00, setelah 

ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 alokasi 
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belanja ini turun sebesar Rp27.968.470.181,00 atau 

33,67% menjadi sebesar Rp54.710.000.000,00. 

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 belanja ini 

tidak terealisasikan. 

5.1.2.1.2 Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 

Belanja Daerah Menurut Urusan sebagaimana ditetapkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, terdiri dari; urusan wajib, urusan pilihan 

dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang 

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara 

pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah 

daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan. Belanja Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan 

dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang 

wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban 

daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi 

kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal. Yang 

dimaksud dengan Urusan Pilihan meliputi urusan 

pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan 

kondisi dan potensi daerah. 

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 

Tahun Anggaran 2011, dapat digambarkan pada tabel 5.19 

berikut ini. 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 151 

 

 

TABEL 5.19 

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan 

Tahun Anggaran 2011 

(dalam rupiah) 

No 
Urusan Pemerintah 

Daerah 

 

Tahun Anggaran 2011 
% 

Realisasi 
2010 

Anggaran 
Setelah Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 3 4 5 (4:3) 6 

I URUSAN  WAJIB 29.852.065.469.945,38 25.466.769.964.215,00 85.31 21.090.535.857.670,00  

1. Pendidikan 8,293,729,076,679.00 7,877,004,259,720.00 94.98 6.926.570.313.728,00  

2. Kesehatan 2,698,984,021,400.00 2,455,766,331,391.00 90.99 2.046.841.557.770,00  

3. Pekerjaan Umum 5,209,226,640,690.00 4,129,798.029.746.00 79.28 3.850.935.038.210,00  

4. Perumahan 555,787,783,946.00 310,127,372,137.00 55.80 401.700.753.837,00  

5. Penataan Ruang 165,015,480,460.00 134,659,826,637.00 81.60 144.734.118.898,00  

6. Perencanaan Pembangunan 113,312,029,620.00 71,384,148,185.00 63.00 65.375.376.491,00  

7. Perhubungan 2,017,384,317,645.00 1,696,741,514,636.00 84.11 1.057.927.967.734,00  

8. Lingkungan Hidup 1,592,778,273,362.00 1,037,445,130,715.00 65.13 815.805.360.920,00  

9. Pertanahan 8,100,000,000.00 6,255,965,314.00 77.23 2.253.376.726,00  

10. 
Kependudukan dan Catatan 
Sipil 

134,743,146,115.00 105,614,331,227.00 78.38 84.683.204.400,00  

11. Pemberdayaan Perempuan 4,975,987,600.00 4,708,381,930.00 94.62 3.137.113.171,00  

12. 
Keluarga Berencana dan 
Keluarga Sejahtera 

34,181,232,349.00 25,916,766,755.00 75.82 12.001.278.347,00  

13. Sosial 377,776,481,311.00 354,562,438,867.00 93.86 223.785.285.603,00  

14. Ketenagakerjaan 307,716,598,218.00 280,138,466,853.00 91.04 226.015.288.038,00  

15. 
Koperasi dan Usaha Kecil 
Menengah 

122,342,920,687.00 94,528,331,138.00 77.27 75.773.060.534,00  

16. Penanaman Modal 46,055,010,378.00 28,700,893,113.00 62.32 28.079.184.605,00  

17. Kebudayaan 341,212,008,099.00 281,894,165,843.00 82.62 261.458.551.166,00  

18. Pemuda dan Olahraga 460,363,622,437.00 372,367,579,050.00 80.89 341.633.038.468,00  

19. 
Kesatuan Bangsa & Politik 
Dalam Negeri 

71,154,097,089.00 62,215,901,981.00 87.44 36.786.102.945,00  

20. 
Pemerintahan Umum dan 
Kepegawaian 

6,789,530,170,590.38 5,696,840.759.328.00 83.90 4.065.663.683.411,00  

21. Ketahanan Pangan 30,371,408,757.00 24,485,337,449.00 80.62 26.529.941.209,00  

22. 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa 

143,106,160,661.00 135,120,530,448.00 94.42 218.027.506.337,00  

23. Statistik 4,300,000,000.00 4,053,914,050.00 94.28 3.426.350.000,00  

24. Kearsipan 30,641,511,803.00 22,715,051,137.00 74.13 7.224.149.970,00  

25. Komunikasi dan Informatika 176,977,549,269.00 147,507,258,222.00 83.35 103.348.436.116,00  

26. Perpustakaan 122,299,940,780.00 106,217,278,343.00 86.85 60.819.819.036,00  

II URUSAN PILIHAN 1.070.296.249.357,00 956.829.929.082,00 89.40 462.359.981.265,00  

1. Pertanian 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Kehutanan 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Energi dan Sumberdaya Mineral 484,615,643,397.00 439,689.793.279.00 90.73 0,00 

4. Pariwisata 137,945,558,960.00 118,494,835,573.00 85.90 91.188.308.088,00  

5. Kelautan dan Perikanan 322,151,066,213.00 291,902,972,004.00 90.61 278.297.418.962,00  

6. Perdagangan 86,840,049,994.00 73,663,932,648.00 84.83 67.272.146.427,00  

7. Industri 38,743,930,793.00 33,078,395,578.00 85.38 25.602.107.788,00  

Jumlah (I dan II) 30.922.361.719.302,38 26.423.599.893.297,00 85.45 21.552.895.838.935,00 

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 
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Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Wajib sampai 

dengan Tahun Anggaran 2011 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Urusan Pendidikan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Pendidikan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp8.293.729.076.679,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp7.877.004.259.720,00 atau 94,98%, dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp416.724.816.959,00.  

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan ini antara lain: 

1) Program Wajib Belajar 12 Tahun  

Untuk Program Wajib Belajar 12 Tahun, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.520.907.709.250,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.451.308.526.376,00 atau 95,42%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp69.599.182.874,00. 

2) Program Peningkatan Mutu Pendidikan 

Untuk Program Peningkatan Mutu Pendidikan, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp145.244.596.022,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp121.706.875.924,00 atau 83,79%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp23.537.720.098,00. 
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3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal 

Untuk Program Pendidikan Non Formal dan 

Informal, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp11.544.390.600,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp10.458.690.214,00 atau 

90,60%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1.085.700.386,00. 

4) Program Pendidikan Luar Biasa 

Untuk Program Pendidikan Luar Biasa, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp3.202.815.500,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.690.695.512,00 atau 84,01%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp512.119.988,00. 

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pendidikan  

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pendidikan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.435.907.147.011,00 dan 

telah direalisasikan sebesar 

Rp1.240.756.785.598,00 atau 86,41%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp195.150.361.413,00. 

2. Urusan Kesehatan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Kesehatan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.698.984.021.400,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.455.766.331.391,00 atau 90,99%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp243.217.690.009,00. Disamping Program 
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Penerapan Kaidah Good governance dan Program 

Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan Kelembagaan yang 

merupakan program untuk kegiatan operasional dan 

pemeliharaan kantor. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program yang telah dilaksanakan dan output yang 

dihasilkan pada pelaksanaan urusan kesehatan antara 

lain: 

1) Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular 

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Menular, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp53.985.138.474,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp39.675.435.954,00 atau 73,49%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp14.309.702.520,00. 

2) Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi 

Untuk Program Penurunan Angka Kematian Ibu dan 

Bayi, pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp6.606.082.500,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp5.061.751.462,00 atau 

76,62%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1.544.331.038,00. 

3) Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita 

Untuk Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp3.749.827.835,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.967.735.271,00 atau 

79,14%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp782.092.564,00. 
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4) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 

Untuk Program Pengembangan Lingkungan Sehat, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp12.052.692.320,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp9.586.258.255,00 atau 

79,54%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp2.466.434.065,00. 

5) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan 

Masyarakat 

Untuk Program Promosi Kesehatan dan 

Pemberdayaan Masyarakat, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp10.916.789.908,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp9.155.672.710,00 atau 83,87%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp1.761.117.198,00. 

6) Program Pencegahan Penyakit Tidak Menular 

Untuk Program Pencegahan Penyakit Tidak 

Menular, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp3.865.633.400,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.578.559.759,00 atau 

92,57%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp287.073.641,00. 

7) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan 

Untuk Program Peningkatan Mutu Pelayanan 

Kesehatan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp10.934.622.261,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp7.466.318.451,00 atau 

68,28%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp3.468.303.810,00. 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 156 

 

 

8) Program Pengawasan Obat dan Makanan  

Untuk Program Pengawasan Obat dan Makanan, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp63.375.546.156,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp57.867.393.349,00 atau 

91,31%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp5.508.152.807,00. 

9) Program Jaminan Pelayanan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM) 

Untuk Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 

Masyarakat (JPKM), pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp590.654.271.500,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp527.913.383.121,00 atau 89,38%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp62.740.888.379,00. 

10) Program Peningkatan Gizi Masyarakat  

Untuk Program Peningkatan Gizi Masyarakat , pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp7.328.787.500,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp6.499.704.149,00 atau 88,69%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp829.083.351,00. 

11) Program Kesehatan Jiwa Masyarakat 

Untuk Program Kesehatan Jiwa Masyarakat, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.832.433.502,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.463.843.373,00 atau 86,99%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp368.590.129,00. 
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12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Rumah Sakit 

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Rumah Sakit, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.536.849.145,00 atau 

50,53%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp3.463.150.855,00. 

13) Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan 

Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan 

Jaringannya  

Untuk Program Peningkatan dan Perbaikan Sarana 

dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu 

dan Jaringannya, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp93.382.435.883,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp79.801.443.665,00 atau 85,46%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp13,580,992,218.00. 

3. Urusan Pekerjaan Umum 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Pekerjaan Umum pada Tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp5.209.226.640.690,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp4.129.798.029.746,00 atau 79,28%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp1,079,428,610,944.00. Disamping program 

penerapan kaidah good governance dan program 

sinkronisasi kebijakan pembiayaan kelembagaan yang 

merupakan program untuk kegiatan operasional dan 

pemeliharaan kantor. 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 158 

 

 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Program yang telah dilaksanakan dan output yang 

hasilkan pada pelaksanaan urusan pekerjaan umum 

antara lain: 

1) Program Pengendalian Banjir 

Untuk Program Pengendalian Banjir, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp249,824,500,000.00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp165,674,801,518.00 atau 66,32%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp 84,149,698,482.00. 

2) Program Pengembangan Sistem Drainase  

Untuk Program Pengembangan Sistem Drainase, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp162,912,000,031.00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp94,650,608,480.00 atau 

58,10%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp68,261,391,551.00. 

3) Program Pemeliharaan dan Operasional 

Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi 

Untuk Program Pemeliharaan dan Operasional 

Infrastruktur Pengendali Banjir, Drainase dan Irigasi, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp439,372,506,030.00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp368,392,772,746.00 atau 

83,85%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp70,979,733,284.00. 

4) Program Pengerukan dan Pemeliharaan Sungai 

Untuk Program Pengerukan dan Pemeliharaan 

Sungai, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp220,550,000,000.00 dan telah 
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direalisasikan sebesar Rp146,124,469,937.00 atau 

66,25%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp74,425,530,063.00. 

5) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Untuk Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp846,063,088,337.00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp679,158,969,343.00 atau 

80,27%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp166,904,118,994.00. 

6) Program Pembangunan dan Penataan Bangunan 

Gedung Pemda 

Untuk Program Pembangunan dan Penataan 

Bangunan Gedung Pemda, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp439,825,391,113.00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp402,077,073,582.00 atau 91,42%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp37,748,317,531.00. 

7) Program Penyediaan Gedung Untuk Layanan Publik 

dan Pemerintahan  

Untuk Program Penyediaan Gedung Untuk Layanan 

Publik dan Pemerintahan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp143,471,842,000.00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp125,739,411,772.00 atau 87,64%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp17,732,430,228.00. 
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8) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan 

Untuk Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan 

Persampahan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp325,104,720,122.00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp309,302,738,046.00 atau 

95,14%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp15,801,982,076.00. 

9) Program Peningkatan Kebersihan Kota 

Untuk Program Peningkatan Kebersihan Kota, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp328,974,047,072.00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp311,388,132,955.00 atau 94,65%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp17,585,914,117.00. 

10) Program Penerapan 3R (Reuse, Reduce, Recycle) 

Untuk Program Penerapan 3R (Reuse, Reduce, 

Recycle), pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp5,860,000,000.00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp4,782,707,297.00 atau 

81,62%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1,077,292,703.00. 

11) Program Pengembangan Penerangan Jalan dan 

Sarana Umum 

Untuk Pengembangan Penerangan Jalan dan 

Sarana Umum, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp59,017,466,364.00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp49,296,122,175.00 atau 

83,53%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp9,721,344,189.00. 
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12) Program Pemeliharaan dan Operasional 

Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota 

Untuk Program Pemeliharaan dan Operasional 

Penerangan Jalan dan Sarana Umum Kota, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp267,659,677,033.00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp258,149,089,540.00 atau 96,45%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp9,510,587,493.00. 

13) Program Peningkatan Regulasi Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

Untuk Program Peningkatan Regulasi Energi dan 

Sumber Daya Mineral, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp2,601,260,000.00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp2,143,997,490.00 atau 82,42%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp457,262,510.00. 

14) Program Peningkatan Energi 

Untuk Program Peningkatan Energi, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp128,097,500,000.00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp107,311,334,156.00 atau 83,77%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp20,786,165,844.00. 

15) Program Pengendalian Air Bawah Tanah 

Untuk Program Pengendalian Air Bawah Tanah, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp2,350,000,000.00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1,920,217,312.00 atau 

81,71%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp429,782,688.00. 
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16) Program Penelitian Tentang Geologi, Geofisik dan 

Geokimia 

Untuk Program Penelitian Tentang Geologi, Geofisik 

dan Geokimia, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2,485,300,000.00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2,304,764,000.00 atau 

92,74%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp180,536,000.00. 

4. Urusan Perumahan Rakyat 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Perumahan Rakyat, pada Tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp555.787.783.946,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp310.127.372.137,00 atau 55,80%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp245,660,411,809.00. Disamping Program Penerapan 

Kaidah Good governance dan Program Sinkronisasi 

Kebijakan Pembiayaan Kelembagaan yang merupakan 

program untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan 

kantor, program yang telah dilaksanakan dan output 

yang hasilkan pada pelaksanaan urusan perumahan 

rakyat antara lain Program Penyediaan Perumahan 

Rakyat. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Perumahan Rakyat yaitu Program Penyediaan 

Perumahan Rakyat. Untuk Program Penyediaan 

Perumahan Rakyat, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp219.950.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp78.657.784.280,00 atau 

35,76%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp141.292.215.720,00. 
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5. Urusan Penataan Ruang 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Penataan Ruang pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp165.015.480.460,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp134.659.826.637,00 

atau 81,60%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp30.355.653.823,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Penataan Ruang antara lain:  

1) Program Penerapan Kaidah Good governance 

Dalam Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang 

Untuk Program Penerapan Kaidah Good 

governance Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Penataan Ruang, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp2.235.549.219,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.397.103.700,00 atau 62,49%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp838.445.519,00. 

2) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang 

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan dan Regulasi Penataan Ruang, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp432.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp154.710.668.00 atau 35,81%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp277.289.332,00. 
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3) Program Peningkatan Pelayanan Ketatakotaan 

Untuk Program Peningkatan Pelayanan 

Ketatakotaan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.620.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp4.680.000,00 atau 0,29%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp1.615.320.000,00. 

4) Program Penataan dan Pengawasan Bangunan 

Untuk Program Penataan dan Pengawasan 

Bangunan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp7.130.530.500,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp5.820.554.750,00 atau 

81,63%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1.309.975.750,00. 

5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Penataan Ruang 

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Penataan Ruang, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp11.118.348.599,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp7.745.102.906,00 atau 69,66%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp3.373.245.693,00. 

6. Urusan Perencanaan Pembangunan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan pada Tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran penetapan sebesar 

Rp108.131.494.480,00 dan setelah proses perubahan 

alokasi anggaran menjadi Rp113.312.029.620,00 

dengan realisasi penyerapan anggaran (SP2D) pada 

Tahun 2011 adalah Rp71.384.148.185,00 atau 63,00%. 
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Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp41,927,881,435.00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Perencanaan Pembangunan antara lain:  

a. Program Perencanaan Pembangunan 

Perekonomian 

Untuk Program Perencanaan Pembangunan 

Perekonomian, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp3.755.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.446.131.260,00 atau 

91,77%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp308.868.740,00. 

b. Program Perencanaan Pembangunan 

Kesejahteraan Rakyat  

Untuk Program Perencanaan Pembangunan 

Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp5.710.000.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp5.294.881.011,00 atau 92,73%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp415.118.989,00. 

c. Program Perencanaan Pembangunan Sarana 

Prasarana Kota 

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Sarana 

Prasarana Kota, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp34.620.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp4.182.524.685,00 atau 

12,08%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp30.437.475.315,00. 
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d. Program Perencanaan Pembangunan Lingkungan 

Hidup 

Untuk Program Perencanaan Pembangunan 

Lingkungan Hidup, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp95.813.073,00 

atau 95,81%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp4.186.927,00. 

e. Program Perencanaan Pembangunan Tata Praja 

Untuk Program Perencanaan Pembangunan Tata 

Praja, pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp3.355.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.954.549.480,00 atau 

88,06%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp400.450.520,00. 

f. Program Perencanaan Pembangunan Aparatur 

Untuk Program Perencanaan Pembangunan 

Aparatur, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp400.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp336.896.790,00 atau 

84,22%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp63.103.210,00. 

g. Program Pengelolaan Perencanaan Pembangunan 

Daerah 

Untuk Program Pengelolaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp13.815.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp11.733.158.213,00 atau 84,93%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp2.081.841.787,00. 
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7. Urusan Perhubungan  

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Perhubungan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.017.384.317.645,00 dan telah direalisasikan 

sebesar   Rp1.696.741.514.636,00 atau 84,11%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp320.642.803.009,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Pengelolaan Terminal Bis 

Antar Kota  

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Terminal 

Bis Antar Kota, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.065.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.904.425.750,00 atau 

92,22%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp160.574.250,00. 

2) Program Pembangunan Fasilitas Perhubungan  

Untuk Program Pembangunan Fasilitas 

Perhubungan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp59.077.725.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp55.728.524.414,00 atau 

94,33%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp3.349.200.586,00. 

3) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum 

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 

Umum, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.000.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp774.929.000,00 atau 

77,49%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp225.071.000,00. 
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4) Program Peningkatan Kinerja Jaringan Lampu Lalu 

Lintas  

Untuk Program Peningkatan Kinerja Jaringan Lampu 

Lalu Lintas, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp44.385.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp41.034.049.000,00 atau 

92,45%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp3.350.951.000,00. 

5) Program Peningkatan Pelayanan Pengujian 

Kendaraan Bermotor dan Sertifikasi Perangkat 

Telekomunikasi  

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Pengujian 

Kendaraan Bermotor dan Sertifikasi Perangkat 

Telekomunikasi, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggran sebesar Rp20.093.311.185,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp 17.288.990.668,00 atau 

86,04%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp2.804.320.517,00. 

6) Program Pemberdayaan Komunitas Perhubungan 

Untuk Program Pemberdayaan Komunitas 

Perhubungan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.120.991.303,00 atau 

84,84%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp379.008.697,00. 

7) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan 

Perhubungan 

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan 

Perhubungan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.304.016.412,00 atau 

93,14%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp95.983.588,00. 
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8. Urusan Lingkungan Hidup 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.592.778.273.362,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.037.445.130.715,00 atau 65,13%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp555.333.142.647,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Penataan Ruang antara lain: 

1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup 

Untuk Program Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup, pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp20.859.960.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp19.157.099.154,00 atau 91,84%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp1.702.860.846,00. 

2) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan 

Hidup dan Sumber Daya Alam 

Untuk Program Rehabilitasi dan Pemulihan 

Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp8.253.922.839,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.130.945.471,00 atau 25,82%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp6.122.977.368,00. 
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3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Untuk Program Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp4.676.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.589.476.245,00 atau 

76,76%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1.086.523.755,00. 

4) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman 

Kota 

Untuk Program Pembangunan dan Pemeliharaan 

Taman Kota, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp711.806.621.660,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp342.251.008.699,00 atau 

48,08%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp369.555.612.961,00. 

5) Program Peningkatan Kualitas Ruang Terbuka Hijau 

Untuk Program Peningkatan Kualitas Ruang 

Terbuka Hijau, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp157.300.780.237,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp121.369.181.741,00 atau 

77,16%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp35.931.598.496,00. 

6) Program Peningkatan Pengelolaan Pemakaman 

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan 

Pemakaman, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp120.443.642,00 atau 

24,09%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp379.556.358,00. 
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7) Program Adaptasi Strategi Pembangunan Daerah 

Terhadap Perubahan Iklim (Dedicated) 

Untuk Program Adaptasi Strategi Pembangunan 

Daerah Terhadap Perubahan Iklim (Dedicated), 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp450.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp427.116.580,00 atau 94,91%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp22.883.420,00. 

8) Program Penelitian Antisipasi Terhadap Dampak 

Perubahan Iklim Di Jakarta (Dedicated) 

Untuk Program Penelitian Antisipasi Terhadap 

Dampak Perubahan Iklim Di Jakarta (Dedicated), 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp1.000.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp948.831.580,00 atau 

94,88%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp51.168.420,00. 

9) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan Dan Regulasi Lingkungan Hidup 

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan Dan Regulasi Lingkungan Hidup, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp1.414.700.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.316.807.980,00 atau 

93,08%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp97.892.020,00. 

10) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 

Lingkungan Hidup 

Untuk Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 

Lingkungan Hidup, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp5.061.612.445,00 

dan telah direalisasikan sebesar 
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Rp4.750.786.981,00 atau 93,86%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp310.825.464,00. 

11) Program Penerapan Kaidah Good Governance 

Dalam Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup 

Untuk Program Penerapan Kaidah Good 

Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Lingkungan Hidup, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp3.746.277.957,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp3.344.834.640,00 atau 89,28%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp401.443.317,00. 

9. Urusan Pertanahan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Pertanahan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp8.100.000.000,00. 

Dan telah direalisasikan sebesar Rp6.255.965.314,00 

atau 77,23%,dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp1.844.034.686,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Pertanahan antara lain Pendataan Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

(P4T), yaitu: 

1) Otomasi P4T di 9 Kelurahan (Pelaksanaan Kegiatan 

Sesudah dilaksanakan Pendataan dari Wilayah) 

UntukOtomasi P4T di 9 Kelurahan (Pelaksanaan 

Kegiatan Sesudah dilaksanakan Pendataan dari 

Wilayah), pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp700.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp572.831.806,00 atau 
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81,83%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp127.168.194,00. 

2) Integrasi Data P4T Tahun 2005 – 2008 

UntukIntegrasi Data P4T Tahun 2005 – 2008, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp300.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp249.267.500,00 atau 83,09%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp50.732.500,00. 

3) Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 

dan Pemanfaatan Tanah (P4T)  Jakarta Pusat 

Untuk Pendataan Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)  

Jakarta Pusat, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.150.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.942.335.000,00 atau 

90,34%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp207.665.000,00. 

4) Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan 

dan Pemanfaatan Tanah (P4T)  Jakarta Selatan 

UntukPendataan Penguasaan, Pemilikan, 

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T)  

Jakarta Selatan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.150.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.018.092.165,00 atau 

93,86%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp131.907.835,00. 

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Kependudukan dan Catatan Sipil pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp134.743.146.115,00 serta telah direalisasikan 

sebesar Rp105.614.331.227,00 atau 78,38%. Dengan 
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demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp29.128.814.888,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain:  

1) Program Pengawasan dan Penegakan Peraturan 

Kependudukan 

Untuk Program Pengawasan dan Penegakan 

Peraturan Kependudukan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.960.230.222,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.253.550.700,00 atau 63,95%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp706.679.522,00. 

2) Program Peningkatan  Mutu  Layanan  

Kependudukan  dan   Catatan  Sipil   

Untuk Program Pengawasan dan Penegakan 

Peraturan Kependudukan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.511.623.500,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp919.386.300,00 

atau 60,82%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp592.237.200,00. 

3) Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi 

Kependudukan 

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan 

Administrasi Kependudukan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp17.431.746.660,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp14.514.910.654,00 atau 83,27%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp2.916.836.006,00. 
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4) Program Sistem    Informasi   Administrasi   

Kependudukan  (SIAK)   

Untuk Program Sistem Informasi Administrasi   

Kependudukan (SIAK), pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp11.324.567.100,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp6.212.533.368,00 atau 54,86%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp5.112.033.732,00. 

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran kepada 7 SKPD/UKPD sebesar 

Rp4.975.987.600,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp4.708.381.930,00 atau 94,62%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp267.605.670,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak antara lain:  

1) Program Prinsip Good Governance Dalam 

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Untuk Program Prinsip Good Governance Dalam 

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp105.674.800,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp89.034.600,00 atau 84,25%. Dengan demikian 
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sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp16.640.200,00. 

2) Program Kebijakan Tentang Keserasian 

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 

Untuk Program Kebijakan Tentang Keserasian 

Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp768.246.500,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp727.813.690,00 atau 94,74%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp40.432.810,00. 

3) Program Peningkatan Kualitas Perlindungan 

Perempuan  

Untuk Program Peningkatan Kualitas Perlindungan 

Perempuan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp100.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp100.000.000,00 atau 

100%. Dengan demikian tidak ada sisa anggaran. 

4) Program Penguatan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dan Anak 

Untuk Program Penguatan Kelembagaan 

Pengarusutamaan Gender dan Anak, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.699.668.200,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.614.515.932,00 atau 94,99%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp85.152.268,00. 

5) Program Pemberdayaan Perempuan Dalam 

Ekonomi Keluarga dan Masyarakat,  

Untuk Program Pemberdayaan Perempuan Dalam 

Ekonomi Keluarga dan Masyarakat, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 
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Rp2.302.398.100,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.177.017.708,00 atau 94,95%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp125.380.392,00. 

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga 

Sejahtera (KS) pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran kepada 8 SKPD/UKPD sebesar 

Rp34.181.232.349,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp25.916.766.755,00 atau 75,82%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp8.264.465.594,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga 

Sejahtera (KS) antara lain : 

1) Program Keluarga Berencana (KB) 

Untuk Program Keluarga Berencana (KB), pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp16.487.146.453,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp9.359.435.331,00 atau 56,77%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp7.127.711.122,00. 

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 

Untuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp639.351.510,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp593.254.167,00 atau 92,79%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp46.097.343,00. 
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3) Program Pelayanan Kontrasepsi 

Untuk Program Pelayanan Kontrasepsi, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp148.314.600,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp146.414.865,00 atau 98.72%. dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp1.899.735,00. 

4) Program Pengembangan Pusat Pelayanan 

Informasi dan Konseling Remaja 

Untuk Program Pengembangan Pusat Pelayanan 

Informasi dan Konseling Remaja, pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp159.276.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp156.559.440,00 atau 98,29%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp2.716.560,00. 

5) Program Pengembangan Model Operasional  BKB 

(Bina Keluarga Balita) – Posyandu.  

Untuk Program Pengembangan Model Operasional  

BKB (Bina Keluarga Balita) – Posyandu, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.101.209.100,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp995.391.245,00 atau 90,39%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp105.817.855,00. 

6) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam 

Pelayanan KB/KR yang Mandiri  

Untuk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 

Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp133.284.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp130.326.820,00 atau 97,78%. Dengan demikian 
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sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp2.957.180,00. 

7) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Keluarga 

Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan 

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp487.233.100,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp467.458.790,00 atau 95,94%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp19.774.310,00. 

13. Urusan Sosial 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Sosial pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp377.776.481.311,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp354.562.438.867,00 

atau 93,86%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp23.214.042.444,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan sosial antara lain:  

1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial 

Untuk Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp118.054.319.243,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp111.845.943.874,00 atau 

94,74%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp6.208.375.369,00. 
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2) Program Pembinaan Peran Serta Lembaga 

Kesejahteraan Sosial 

Untuk Program Pembinaan Peran Serta Lembaga 

Kesejahteraan Sosial, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp17.942.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp17.313.346.247,00 atau 96,50%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp628.653.753,00. 

3) Program Pembinaan Lembaga Mental Spiritual 

Untuk Program Pembinaan Lembaga Mental 

Spiritual, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp24.775.400.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp23.243.528.817,00 atau 

93,82%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1.531.871.183,00. 

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial 

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sosial, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp84.825.692.973,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp79.211.914.345,00 atau 

93,38%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp5.613.778.628,00. 

14. Urusan Ketenagakerjaan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp307.716.598.218,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp280.138.466.853,00 

atau 91,04%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp27.578.131.365,00. 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja 

Untuk Program Peningkatan Kesempatan Kerja, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp12.662.974.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp11.892.617.168,00 atau 

93,92%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp770.356.832,00. 

2) Program Perlindungan dan Pengembangan 

Lembaga Ketenagakerjaan 

Untuk Program Perlindungan dan Pengembangan 

Lembaga Ketenagakerjaan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp9.486.530.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp8.984.256.785,00 atau 94,71%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp502.273.215,00 

3) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas 

Tenaga Kerja  

Untuk Program Peningkatan Kualitas dan 

Produktivitas Tenaga Kerja, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp67.317.697.550,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp60.375.221.852,00 atau 89,69%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp6.942.475.698,00. 

4) Program Pengembangan Wilayah  Transmigrasi 

Untuk Program Pengembangan Wilayah 

Transmigrasi, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp10.070.974.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp8.599.537.223,00 atau 

85,39%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1.471.436.777,00. 
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15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp122.342.920.687,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp94.528.331.138,00 atau 77,27%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp27.814.589.549,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

1) Program Pembinaan dan Pengembangan Lembaga 

Koperasi dan UKM 

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan 

Lembaga Koperasi dan UKM, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp2.645.000.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp2.229.425.238,00 atau 84,29%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp415.574.762,00. 

2) Program Penerapan Prinsip Good Governance 

Dalam Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan UKM 

Untuk Program Penerapan Prinsip Good 

Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Koperasi dan UKM, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp47.892.538.058,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp33.008.895.734,00 atau 68,92%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp14.883.642.324,00. 

3) Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha Mikro 

Kecil Menengah 

Untuk Program Peningkatan Dukungan Bagi Usaha 

Mikro Kecil Menengah, pada tahun 2011 telah 
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dialokasikan anggaran sebesar Rp3.365.750.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp2.878.131.575,00 atau 85,51%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp487.618.425,00. 

4) Program Pembinaan Kewirausahaan dan 

Keunggulan UKM 

Untuk Program Pembinaan Kewirausahaan dan 

Keunggulan UKM, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp5.960.355.554,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp4.483.975.780,00 atau 75,23%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp1.476.379.774,00. 

16. Urusan Penanaman Modal  

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Penanaman Modal pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp46.055.010.378,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp28.700.893.113,00 atau 62,32%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp17.354.117.265,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Penanaman Modal antara lain: 

1) Program Peningkatan Investasi 

Untuk Program Peningkatan Investasi, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.565.042.995,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.354.353.805,00 atau 86,54%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp210.689.190,00. 
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2) Program Peningkatan Promosi Investasi 

Untuk Program Peningkatan Promosi Investasi, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp7.760.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp6.833.935.638,00 atau 

88,07%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp926.064.362,00. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Penanaman Modal 

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Penanaman Modal, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.627.850.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.087.181.864,00 atau 66,79%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp540.668.136,00. 

4) Program Peningkatan Kinerja BBUMD 

Untuk Program Peningkatan Kinerja BUMD, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.330.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.133.203.196,00 atau 91,55%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp196.796.804,00. 

17. Urusan Kebudayaan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Kebudayaan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp341.212.008.099,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp281.894.165.843,00 

atau 82,62%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp59.317.842.256,00. 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Kebudayaan antara lain:  

1) Program Pengelolaan Keragaman Budaya 

Untuk Program Pengelolaan Keragaman Budaya, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp59.239.231.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp53.771.054.842,00 atau 

90,77%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp5.468.176.158,00. 

2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 

Untuk Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp28.016.852.500,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp25.671.280.516,00 atau 

91,63%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp2.345.571.984,00. 

3) Program Pengembangan Nilai Budaya 

Untuk Program Pengembangan Nilai Budaya, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp284.700.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp283.650.000,00 atau 99,63%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp1.050.000,00. 

4) Program Peningkatan Sarana Prasarana 

Kebudayaan 

Untuk Program Peningkatan Sarana Prasarana 

Kebudayaan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp126.090.100.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp83.947.321.988,00 atau 
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66,58%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp42.142.778.012,00. 

18. Urusan Olahraga dan Pemuda 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Olahraga dan Pemuda pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp460.363.622.437,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp372.367.579.050,00 atau 80,89%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp87.996.043.387,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Olahraga dan Pemuda antara lain:  

1) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 

Untuk Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 

Olahraga, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp63.998.500.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp56.942.589.212,00 atau 

88,97%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp7.055.910.788,00. 

2) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 

Terhadap Pemuda  

Untuk Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat 

Terhadap Pemuda, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp58.955.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp53.821.745.850,00 atau 91,29%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp5.133.254.150,00. 
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3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pemuda dan Olahraga 

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Pemuda dan Olahraga, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp217.582.434.008,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp153.622.570.874,00 atau 70,60%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp63.959.863.134,00. 

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri  

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam 

Negeri pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

penetapan sebesar Rp47.754.552.148,00 dan setelah 

proses perubahan menjadi sebesar 

Rp71.154.097.089,00 serta telah direalisasikan sebesar 

Rp62.215.901.981,00 atau 87,44%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserapsebesar 

Rp8.938.195.108,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 

antara lain:  

1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Untuk Program Pengembangan Wawasan 

Kebangsaan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp9,136.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp8.852.972.405,00 atau 

96,90%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp283.027.595,00. 
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2) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik  

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Konflik, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp10.041.500.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp9.257.003.000,00 atau 

92,19 %. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp784.497.000,00. 

3) Program Pendidikan Politik Masyarakat 

Untuk Program Pendidikan Politik Masyarakat, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp28.329.934.694,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp22.953.964.930,00 atau 81,02%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp5.375.969.764,00. 

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegawaian dan Persandian 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, 

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 

Kepegewaian dan Persandian pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp6.789.530.170.590,38 dan serta telah direalisasikan 

sebesar Rp5.696.840.759.328,00 atau 83,90%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp1.092.689.411.262,32. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun realisasi belanja urusan Otonomi Daerah, 

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, 

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian 

antara lain:  
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1) Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan 

Kota/Kabupaten Administrasi 

Untuk Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan 

Kota/Kabupaten Administrasi. Diantaranya 

dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur 

yang pada tahun 2011 telah mengalokasikan 

anggaran sebesar Rp38.748.631.500,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp23.061.516.819,00 atau 

59,52%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp15.687.114.681,00. Selain 

itu, Kota Administrasi Jakarta Pusat yang pada 

tahun 2011 telah mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp23.319.996.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp21.272.045.437,00 atau 91,22%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp2.047.950.563,00. 

2) Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan 

Kota/Kabupaten Administrasi 

Untuk Program Peningkatan Koordinasi 

Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi. 

Diantaranya dilaksanakan oleh Kota Administrasi 

Jakarta Barat yang pada tahun 2011 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp17.734.338.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp12.807.989.344,00 atau 72,22%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp4.926.348.656,00. Selain itu, 

Kota Administrasi Jakarta Utara yang pada tahun 

2011 telah mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp7.790.965.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp7.176.646.300,00 atau 92,11%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp614.318.700,00. 
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3) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan 

Kecamatan 

Untuk Program Peningkatan Pelayanan 

Pemerintahan Kecamatan. Diantaranya 

dilaksanakan oleh Kota Administrasi Jakarta Timur 

yang pada tahun 2011 telah mengalokasikan 

anggaran sebesar Rp27.085.586.406,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp24.534.191.256,00 atau 

90,58%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp2.551.395.150,00. Selain 

itu, Kota Administrasi Jakarta Selatan yang pada 

tahun 2011 telah mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp22.404.397.200,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp18.568.430.646,00 atau 82,88%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp3.835.966.554,00. 

4) Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan 

Kelurahan 

Untuk Program Peningkatan Pelayanan 

Pemerintahan Kelurahan. Diantaranya dilaksanakan 

olehKota Administrasi Jakarta Timur yang pada 

tahun 2011 telah mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp169.032.777.061,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp160.365.038.574,00 atau 94,87%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp8.667.738.487,00. Selain itu, 

Kota Administrasi Jakarta Selatanyang pada tahun 

2011 telah mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp141.750.207.779,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp124.703.464.348,00 atau 87,97%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp17.046.743.431,00. 
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5) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 

Untuk Program Pembinaan dan Pengembangan 

Aparatur. Diantaranya dilaksanakan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah yang pada tahun 2011 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp6.888.780.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp3.727.447.994,00 atau 54,11%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp3.161.332.006,00. 

6) Program Peningkatan dan Kesejahteraan Pegawai 

Untuk Program Peningkatan dan Kesejahteraan 

Pegawai. Diantaranya dilaksanakan oleh Badan 

Kepegawaian Daerah yang pada tahun 2011 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp2.296.001.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.136.379.953,00 atau 93,05%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp159.621.047,00. Selain itu, Kota 

Administrasi Jakarta Timur yang pada tahun 2011 

telah mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp1.162.996.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.078.534.400,00 atau 92,74%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp84.461.600,00. 

7) Program Pendidikan dan Pelatihan 

Untuk Program Pendidikan dan Pelatihan. 

Diantaranya dilaksanakan oleh Badan Pendidikan 

dan Pelatihan yang pada tahun 2011 telah 

mengalokasikan anggaran sebesar 

Rp45.342.984.435,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp33.328.717.866,00 atau 73,50%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp12.014.266.569,00. 
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8) Program Penataan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan 

Untuk Program Penataan Kelembagaan dan 

Ketatalaksanaan. Diantaranya dilaksanakan oleh 

Sekretariat Daerah dengan alokasi anggaran pada 

tahun 2011 sebesar Rp4.276.396.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.466.426.655,00 atau 

81,06%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp809.969.345,00. Selain itu, 

Kota Administrasi Jakarta Barat dengan alokasi 

anggaran pada tahun 2011 sebesar 

Rp1.843.200.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.840.200.000,00 atau 99,84%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp3.000.000,00. 

9) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 

Untuk Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan 

HAM. Diantaranya dilaksanakan oleh Sekretariat 

Daerah dengan alokasi anggaran pada tahun 2011 

sebesar Rp1.830.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.281.088.600,00 atau 

70,00%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp548.911.400,00.  

10) Program Pelayanan dan Bantuan Hukum 

Untuk Program Pelayanan dan Bantuan Hukum. 

Diantaranya dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah 

dengan alokasi anggaran pada tahun 2011 sebesar 

Rp2.135.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.670.497.100,00 atau 78,24%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp464.502.900,00. 
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11) Program Peningkatan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Untuk Program Peningkatan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Diantaranya dilaksanakan oleh Inspektorat dengan 

alokasi anggaran pada tahun 2011 sebesar 

Rp51.406.386.500,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp32.972.940.858,00 atau 64,14%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp18.433.445.642,00. 

12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah 

Untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga 

Perwakilan Rakyat Daerah. Dilaksanakan oleh 

Sekretariat DPRD dengan alokasi anggaran pada 

tahun 2011 sebesar Rp71.525.084.980,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp51.846.137.730,00 atau 

72,49%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp19.678.947.250,00. 

13) Program Keprotokolan Daerah 

Untuk Program Keprotokolan Daerah. Diantaranya 

dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dengan 

alokasi anggaran pada tahun 2011 sebesar 

Rp24.812.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp19.650.644.326,00 atau 79,20%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp5.161.355.674,00. 

14) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 

Untuk Program Peningkatan Kerjasama Antar 

Daerah. Diantaranya dilaksanakan oleh Sekretariat 

Daerah dengan alokasi anggaran pada tahun 2011 

sebesar Rp2.840.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.358.319.385,00 atau 
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47,83%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1.481.680.615,00. 

15) Program Pelayanan Kerumahtanggaan dan 

Persandian Terlaksananya Pelatihan MFD dan 

Komunikasi Bagi Anggota Satpamdal 

Untuk Program Pelayanan Kerumahtanggaan dan 

Persandian Terlaksananya Pelatihan MFD dan 

Komunikasi Bagi Anggota Satpamdal. Diantaranya 

dilaksanakan olehSekretariat Daerah dengan 

alokasi anggaran pada tahun 2011 sebesar 

Rp62.162.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp55.380.040.764,00 atau 89,09%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp6.781.959.236,00. 

16) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan 

Ketertiban Umum,  

Untuk Program Peningkatan Kinerja Ketentraman 

dan Ketertiban Umum. Diantaranya dilaksanakan 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan alokasi 

anggaran pada tahun 2011 sebesar 

Rp393.126.066.708,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp315.948.606.219,00 atau 80,37%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp77.177.460.489,00. Selain itu, 

Kota Administrasi Jakarta Timur dengan alokasi 

anggaran pada tahun 2011 sebesar 

Rp22.068.700.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp7.928.889.795,00 atau 35,93%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp14.139.810.205,00. 

17) Program Peningkatan Pengelolaan Bahaya 

Kebakaran  

Untuk Program Peningkatan Pengelolaan Bahaya 

Kebakaran. Diantaranya dilaksanakan oleh Dinas 
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Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana dengan alokasi anggaran pada tahun 2011 

sebesar Rp27.352.750.054,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp21.915.879.501,00 atau 

80,12%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp5.436.870.553,00. 

21. Urusan Ketahanan Pangan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp30.371.408.757,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp24.485.337.449,00 atau 80,62%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp5.886.071.308,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan ketahanan pangan antara lain : 

1) Program Pengamanan Sembilan Bahan Pokok 

(Sembako) 

Untuk Program Pengamanan Sembilan Bahan 

Pokok (Sembako), pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.028.400.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp820.685.700,00 

atau 79,80%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp207.714.300,00. 

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Ketahanan Pangan 

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Ketahanan Pangan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.250.000.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar 
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Rp1.191.997.230,00 atau 95,36%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp58.002.770,00. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Ketahanan Pangan 

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Ketahanan Pangan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.473.500.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.233.749.875,00 atau 83,73%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp239.750.125,00. 

4) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Ketahanan 

Pangan  

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan 

Ketahanan Pangan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp100.000.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp97.468.000,00 

atau 97,47%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp2.532.000,00. 

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran kepada 7 

SKPD/UKPD sebesar Rp143.106.160.661,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp135.120.530.448,00 atau 

94,42%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp7.985.630.213,00. 
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b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara 

lain:  

1) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan dan Regulasi Pemberdayaan 

Masyarakat 

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan dan Regulasi Pemberdayaan 

Masyarakat, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.096.629.800,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.989.378.739,00 atau 

94,88%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp107.251.061,00. 

2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 

Kelurahan   

Untuk Program Peningkatan Keberdayaan 

Masyarakat Kelurahan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp12.479.220.960,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp10.963.252.796,00 atau 87,85%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp1.515.968.164,00. 

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Membangun Kelurahan 

Untuk Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Membangun Kelurahan, pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.452.821.640,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.157.021.855,00 atau 79,64%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp295.799.785,00. 
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4) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) 

Untuk Program Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(RW), pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp8.761.295.148,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp7.271.133.011,00 atau 

82,99%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp1.490.162.137,00. 

23. Urusan Statistik 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Statistik pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp4.300.000.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar  Rp4.053.914.050,00 

atau 94,28%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp246.085.950,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan statistik antara lain: 

1) Program Penerapan Kaidah Good Governance 

Dalam Penyelenggaraan Urusan Perencanaan 

Pembangunan 

Untuk Program Penerapan Kaidah Good 

Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Perencanaan Pembangunan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp6.090.382.255,00 

dan telah direalisasikan sebesar 

Rp3.636.724.823,00 atau 59,71%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp2.453.657.432,00. 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 199 

 

 

2) Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan dan Regulasi Perencanaan 

Pembangunan 

Untuk Program Sinkronisasi Kebijakan Pembiayaan, 

Kelembagaan dan Regulasi Perencanaan 

Pembangunan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.105.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp920.709.300,00 atau 

83,32%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp184.290.700,00. 

24. Urusan Kearsipan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Kearsipan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp30.641.511.803,00 

sedangkan realisasinya sebesar Rp22.715.051.137,00 

atau 74,13%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp7.926.460.666,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Kearsipan antara lain: 

1) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan 

Arsip Daerah 

Untuk Program Pengembangan Kapasitas 

Penyimpanan Arsip Daerah, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp20.100.000,00 

atau 80,40%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp4.900.000,00. 

2) Program Peningkatan Pelayanan Arsip Daerah 

Untuk Program Peningkatan Pelayanan Arsip 

Daerah, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.124.790.000,00 dan telah 
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direalisasikan sebesar Rp1.027.328.859,00 atau 

91,34%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp97.461.141,00. 

3) Program Penyelamatan Arsip Daerah 

Untuk Program Penyelamatan Arsip Daerah, pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp729.361.390,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp627.697.196,00 atau 86,06%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp101.664.194,00. 

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kearsipan  

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kearsipan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp25.314.050.863,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp18.459.752.609,00 atau 

72,92%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp6.854.298.254,00. 

5) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan Kearsipan 

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan 

Kearsipan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp3.388.309.550,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.520.569.673,00 atau 

74,39%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp867.739.877,00. 

25. Urusan Komunikasi dan Informatika   

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Komunikasi dan Informatika pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp176.977.549.269,00 serta telah direalisasikan 

sebesar Rp147.507.258.222,00 atau 83,35%. Dengan 
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demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp29.470.291.047,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Komunikasi dan Informatika antara lain:  

1) Program Peningkatan Citra Positif Pemerintah 

Untuk Program Peningkatan Citra Positif 

Pemerintah, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp41.470.420.340,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp35.257.735.435,00 atau 

85,02%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp6.212.684.905,00. 

2) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan 

Media Massa 

Untuk Program Pengembangan Komunikasi, 

Informasi dan Media Massa, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp16.893.639.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp14.130.537.548,00 atau 83,64%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp2.763.101.452,00. 

3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 

Informasi 

Untuk Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi 

Informasi, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp4.155.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.356.826.100,00 atau 

80,79%. Dengan demikian sisa anggaran yang tidak 

dapat diserap sebesar Rp798.173.900,00. 
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26. Urusan Perpustakaan 

a. Alokasi APBD 2011 dan Realisasi 

Untuk Urusan Perpustakaan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp122.299.940.780,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp106.217.278.343,00 

atau 86,85%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp16.082.662.437,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Perpustakaan antara lain:  

1) Program Pengembangan Perpustakaan Jakarta 

Untuk Program Pengembangan Perpustakaan 

Jakarta, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp23.875.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp21.050.691.365,00 atau 

88,17%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp2.824.308.635,00. 

2) Program Pemberdayaan Komunitas Perpustakaan 

Dalam Pengelolaan Perpustakaan 

Untuk Program Pemberdayaan Komunitas 

Perpustakaan Dalam Pengelolaan Perpustakaan, 

pada tahun 2011 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp5.757.491.900,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp4.661.397.697,00 atau 

80,96%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp1.096.094.203,00. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan 

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perpustakaan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp42.431.064.000,00 dan telah 
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direalisasikan sebesar Rp36.526.325.343,00 atau 

86,08%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp5.904.738.657,00. 

4) Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan 

Perpustakaan 

Untuk Program Pelaksanaan SPM Lain Urusan 

Perpustakaan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp4.069.963.295,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.300.404.179,00 atau 

81,09%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp769.559.116,00. 

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pilihan sampai 

dengan Tahun Anggaran 2011 dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral 

a. Program dan Kegiatan 

Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral pada 

tahun 2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp484.615.643.397,00 dan telah direalisasikan 

sebesarRp439.689.793.279,00 atau 90,73%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp44.925.850.118,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan energi dan sumberdaya mineral  antara lain:  

1) Program Peningkatan Regulasi Energi dan Sumber 

Daya Mineral 

Untuk Program Peningkatan Regulasi Energi dan 

Sumber Daya Mineral, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.601.260.000,00 dan telah direalisasikan 
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sebesar Rp2.143.997.490,00 atau 82,42%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp457.262.510,00. 

2) Program Peningkatan Energi 

Untuk Program Peningkatan Energi, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp128.097.500.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp107.311.334.156,00 atau 83,77%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp20.786.165.844,00. 

2. Urusan Pariwisata 

a. Program dan Kegiatan 

Untuk Urusan Pariwisata pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp137.945.558.960,00 

dan telah direalisasikan sebesarRp118.494.835.573,00 

atau 85,90%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp19.450.723.387,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Pariwisata  antara lain:  

1) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 

Untuk Program Pengembangan Destinasi 

Pariwisata, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp21.700.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp20.174.278.485,00 atau 

92,97%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp1.525.721.515,00. 

2) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 

Untuk Program Pengembangan Pemasaran 

Pariwisata, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp46.319.500.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp42.501.134.217,00 atau 
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91,76%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp3.818.365.783,00. 

3) Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata  

Untuk Program Pengembangan Kemitraan 

Pariwisata, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp6.205.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp6.034.109.370,00 atau 

97,25%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp170.890.630,00. 

4) Program Fasilitasi Wisata Meeting, Incentive, 

Convention Exhibition (MICE) 

Untuk Program Fasilitasi Wisata Meeting, Incentive, 

Convention Exhibition (MICE, pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp6.000.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp5.066.400.750,00 atau 84,44%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp933.599.250,00. 

5) Program Pembinaan Keanggotaan pada 

Lembaga/Forum Kepariwisataan Nasional dan 

Internasional 

Untuk Program Pembinaan Keanggotaan pada 

Lembaga/Forum Kepariwisataan Nasional dan 

Internasional, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.450.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.041.421.130,00 atau 

83,32%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp408.578.870,00. 
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6) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana 

Pariwisata 

Untuk Program Peningkatan Sarana Dan 

Prasarana Pariwisata, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp24.549.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp18.631.699.929,00 atau 75,90%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp5.917.300.071,00 

3. Urusan Kelautan dan Perikanan 

a. Program dan Kegiatan 

Untuk Urusan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp322.151.066.213,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp291.902.972.004,00 atau 90,61%. Dengan demikian 

sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar 

Rp30.248.094.209,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Kelautan dan Perikanan antara lain: 

1) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran 

Produksi Perikanan 

Untuk Program Optimalisasi Pengelolaan dan 

Pemasaran Produksi Perikanan, pada tahun 2011 

telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp4.249.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp3.587.971.741,00 atau 84,44%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp661.028.259,00. 
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2) Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya 

Kelautan 

Untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam 

Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya 

Kelautan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.441.500.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.176.218.942,00 atau 

89,13%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp265.281.058,00. 

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perikanan, Kelautan dan Peternakan 

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perikanan, Kelautan dan Peternakan, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp58.295.155.496,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp48.117.175.448,00 atau 82,54%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp10.177.980.048,00 

4) Program Pengembangan Usaha Peternakan, 

Budidaya Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Perikanan 

Tangkap 

Untuk Program Pengembangan Usaha Peternakan, 

Budidaya Ikan Konsumsi, Ikan Hias dan Perikanan 

Tangkap, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp17.105.440.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp15.907.055.606,00 atau 

92,99%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp1.198.384.394,00. 

5) Program Pengelolaan Sumberdaya Peternakan 

Perikanan dan Kelautan 

Untuk Program Pengelolaan Sumberdaya 

Peternakan Perikanan dan Kelautan, pada tahun 

2011 telah dialokasikan anggaran sebesar 
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Rp12.220.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp11.484.581.870,00 atau 93,98%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp735.418.130,00. 

6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

Untuk Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp3.235.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.828.910.064,00 atau 

87,45%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp406.089.936,00. 

7) Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Ternak 

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Ternak, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp34.971.560.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp30.828.607.927,00 atau 88,15%. 

Dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat 

diserap sebesar Rp4.142.952.073,00. 

4. Urusan Perdagangan 

a. Program dan Kegiatan 

Untuk Urusan Perdagangan pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp86.840.049.994,00 

dan telah direalisasikan sebesar   Rp73.663.932.648,00 

atau 84,83%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp13.176.117.346,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Perdagangan antara lain:  
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1) Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan 

Untuk Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp630.000.000,00  

dan telah direalisasikan sebesar Rp442.359.000,00  

atau 70,22%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp187.641.000,00. 

2) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 

Dalam Negeri 

Untuk Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan 

Dalam Negeri, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp410.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp194.530.500,00 atau 

47,45%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp215.469.500,00. 

3) Program Peningkatan Promosi dan Pengembangan 

Ekspor 

Untuk Program Peningkatan Promosi dan 

Pengembangan Ekspor, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp5.420.168.504.00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp4.078.995.130,00 atau 75,26%. Dengan 

demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp1.341.173.374,00. 

4) Program Pengembangan Strategi Industri Kecil dan 

Menengah 

Untuk Program Pengembangan Strategi Industri 

Kecil dan Menengah, pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar 

Rp9.190.000.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp6.909.460.329,00 atau 75,18%. Dengan 
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demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp2.280.539.671,00. 

5) Program Peningkatan Kualitas Produk Sentra 

Industri 

Untuk Program Peningkatan Kualitas Produk 

Sentra Industri, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp4.000.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.465.891.603,00 atau 

86,65%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp534.108.397,00. 

5. Urusan Industri 

a. Program dan Kegiatan 

Untuk Urusan Industri pada tahun 2011 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp38.743.930.793,00 

dan telah direalisasikan sebesar   Rp33.078.395.578,00 

atau 85,38%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp5.665.535.215,00. 

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan 

urusan Industri antara lain: 

1) Program Penerapan Kaidah Good Governance 

Dalam Penyelenggaraan Urusan Perdagangan 

Untuk Program Penerapan Kaidah Good 

Governance Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Perdagangan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.225.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp856.642.275,00 atau 

69,93%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp368.357.725,00. 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perdagangan  

Untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perdagangan, pada tahun 2011 telah dialokasikan 
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anggaran sebesar Rp13.628.950.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp10.544.074.383,00 atau 

77,37%. Dengan demikian sisa anggaran yang 

tidak dapat diserap sebesar Rp3.084.875.617,00. 

5.1.2.1.3 Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja 

Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari 

belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja Tidak 

Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan; sedangkan belanja langsung, merupakan belanja 

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan.  

Rincian Belanja Daerah menurut kelompok Belanja Tidak 

Langsung dan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2011, 

disajikan pada tabel 5.20. 

 

TABEL 5.20 

Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung 

Tahun Anggaran 2011 
(dalam rupiah) 

No 
 

Kelompok/Jenis 
 

Tahun Anggaran 2011 

    % 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Setelah Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 4 5 6(5:4) 7 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.244.198.936.446,38 9.627.347.326.824,00  93,98 7.936.672.808.252,00  

I BELANJA PEGAWAI 9.242.941.691.627,38 8.757.472.025.898,00  94,75 7.476.926.818.576,00  

 1. Gaji dan Tunjangan 3.711.473.658.423,38 3.514.434.650.203,00 94,69  3.161.758.566.698,00 

 2. Tambahan Penghasilan PNS 4.252.809.272.046,00 3.992.831.055.143,00 93,89  3.485.652.561.275,00 

 
3. Belanja Penerimaan Lainnya 

Pimpinan dan Anggota DPRD 
27.792.355.000,00 27.702.300.356,00 99,68  25.071.418.105,00 

 
4. Belanja Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah 

422.329.316.243,00 413.826.255.281,00 97,99  161.432.359.091,00 

 5. Biaya Kematian Pegawai 0,00 0,00 0,00  14.974.786.062,00 

 6. Biaya Cuti Bersama Pegawai 0,00 0,00 0,00  0,00 

 7. Biaya Guru NIP 15 38.436.000.000,00 37.576.675.000,00 97,76  37.676.000.000,00 

 8. Belanja Penghasilan Lainnya 771.101.089.915,00 771.101.089.915,00 100,00  590.361.127.345,00 

 
9. Belanja Insentif Pemungutan 
Retribusi Daerah 

19.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 

II BELANJA BUNGA 4.353.828.000,00 4.353.524.981,00  99,99 7.421.194.046,00  

 Bunga Utang Pinjaman 4.353.828.000,00 4.353.524.981,00  99,99 7.421.194.046,00  

III BELANJA HIBAH 882.574.016.819,00 825.595.987.217,00  93,54 423.468.762.400,00  

 
1. Belanja Hibah Kepada Badan / 
Lembaga / Organisasi Swasta 

858.099.016.819,00 802.157.266.719,00  93,48 404.438.909.900,00  

 
2. Belanja Hibah Kepada 
Kelompok / Anggota 
Masyarakat 

24.475.000.000,00 23.438.720.498,00  95,77 19.029.852.500,00  

IV BELANJA BANTUAN SOSIAL 58.269.400.000,00 38.587.205.558,00  66,22 27.517.450.000,00  

 
Belanja Bantuan Sosial Kepada 
Organisasi Sosial Kemasyarakatan 

58.269.400.000,00 38.587.205.558,00 66,22 27.517.450.000,00 
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No 
 

Kelompok/Jenis 
 

Tahun Anggaran 2011 

    % 
Realisasi 

2010 Anggaran 
Setelah Perubahan 

Realisasi 
2011 

1 2 4 5 6(5:4) 7 

V 
BELANJA BANTUAN 
KEUANGAN 

1.350.000.000,00 1.338.583.170,00  99,15 1.338.583.230,00  

 
Belanja Bantuan Keuang Kepada 
Partai Politik 

1.350.000.000,00 1,338,583,170,00  99,15 1,338,583,230,00  

VI BELANJA TIDAK TERDUGA 54.710.000.000,00 0,00  0,00 0,00 

 Belanja Tidak Terduga 54.710.000.000,00 0,00  0,00 0,00 

 BELANJA LANGSUNG 20.678.162.782.856,00 16.796.252.566.473,00  81,23 13.616.223.030.683,00  

I BELANJA PEGAWAI 1.315.034.905.180,68 1.138.088.013.279,00  86,54 1.060.921.432.848,00  

 1. Honorarium PNS 288.113.279.284,68 216.573.046.176,00  75,17 258.101.502.366,00  

 2. Honorarium Non PNS 937.698.012.796,00 836.097.154.226,00  89,16 802.636.550.482,00  

 3. Uang Lembur 8.275.877.500,00 5.434.530.875,00  65,67 183.380.000,00  

 4. Biaya Pegawai BOS 80.947.735.600,00 79.983.282.002,00 98,81 0,00 

II BELANJA BARANG DAN JASA 9.655.899.614.640,26 8.341.831.218.443,00  86,39 7.312.154.901.037,00  

III BELANJA MODAL 9.707.228.263.035,06 7.316.333.334.751,00  75,37 5.243.146.696.798,00  

Jumlah 30.922.361.719.302,38 26.423.599.893.297,00  85,45 21.552.895.838.935,00  

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta 

5.1.3 Pembiayaan Daerah 

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2011 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2011 sebesar 

Rp4.926.078.266.154,38. Nilai tersebut diperoleh dari Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran Tahun lalu berdasarkan Laporan Keuangan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2010 yang telah 

diaudit oleh BPK-RI yaitu sebesar Rp4.911.196.018.129,38. 

Ditambah dengan penerimaan yang berasal dari Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa penjualan saham 

sebesar Rp14.882.248.025,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. PT Bumi Grafika Jaya  Rp     1.200.000.000,00 

b. PT Determinan Indah Rp     2.175.120.000,00 

c. PT Rheem Indonesia Rp     4.757.128.025,00 

d. PT Jaya Nur Sukses Rp     6.750.000.000,00 

 Jumlah Rp   14.882.248.025,00 
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2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan, sampai dengan akhir              

31 Desember 2011 tercatat sebesar Rp329.221.365.219,00 terdiri 

dari: 

a. Pembentukan Dana Cadangan Rp 54.556.325.705,00 

b. Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemda 
Rp 136.780.777.790,00 

c. Pembayaran Pokok Utang Rp 11.227.980.606,00 

d. Pembayaran Utang Kepada Pihak 

Ketiga 
Rp 120.985.101.023,00 

e. Pembayaran Utang Kepada 

Pegawai 
Rp 1.346.657.473,00 

f. Pemberian Pinjaman Daerah Rp 4.324.522.622,00 

 Jumlah Rp 329.221.365.219,00 

Pembentukan dana cadangan sebesar Rp54.556.325.705,00 

merupakan pengeluaran pembiayaan yang tidak berasal dari APBD 

Tahun Anggaran 2011, melainkan penerimaan jasa giro dana 

cadangan yang terlebih dahulu sudah dicatat sebagai Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah.  

Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp36.780.777.790,00 

dikeluarkan untuk PT MRT Jakarta yang alokasinya berasal dari 

APBD murni sebesar  Rp30.000.000.000,00 dan dana hibah dari 

Pemerintah Pusat sebesar Pp6.780.777.790,00 untuk pembayaran 

Oriental Consultants Company Limited and Partners, mengacu 

pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 Tahun 2011. Selain 

itu terdapat Penyertaan Modal Pemerintah untuk PT Jakarta 

Propertindo sebesar Rp100.000.000.000,00 mengacu pada 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 dan Surat Keputusan 

Gubernur Nomor 1617 Tahun 2011.  

Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp4.324.522.622,00 

merupakan hasil pengelolaan Dana Bergulir yang akan digulirkan 

kembali kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur 
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Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2009, 

bahwa salah satu sumber Dana Bergulir berasal dari 30 % 

pendapatan bagi hasil yang diperoleh Unit Pelaksana Teknis. 

Pendapatan ini juga diakui sebagai Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah dan secara bersamaan menambah nilai Investasi Non 

Permanen-Dana Bergulir pada Neraca Daerah Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta per 31 Desember 2011. 

 

5.1.4 Aset 

5.1.4.1 Aset Lancar 

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset 

tersebut: 

1. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau 

digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal 

badan/unit; atau 

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka 

pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka 

waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau  

3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak 

dibatasi. 

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas 

diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. 

1. Kas dan Setara Kas 

Kas adalah aset yang paling lancar (liquid), merupakan 

medium standar nilai tukar dan basis untuk pengukuran 

dan penghitungan seluruh item. Agar dapat dilaporkan 

sebagai kas maka aset harus dapat digunakan untuk 

pembayaran kewajiban lancar dan aset tersebut juga harus 

terbebas dari ketentuan perjanjian yang membatasi 

penggunaannya dalam membayar utang. Kas terdiri dari 

saldo kas (cash on hand)  dan rekening giro. 
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Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya 

sangat lancar, berjangka pendek dan dapat dengan cepat 

dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi 

risiko perubahan nilai yang signifikan. 

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2011 adalah 

Rp6.604.170.595.035,20 terdiri dari : 
 

a. Uang Kas di Bank Rp6.415.285.572.576,20 

b. Potongan Pajak dan Jamsostek 
yang belum disetor ke 
Pemerintah yang merupakan 
Utang Perhitungan Fihak Ketiga 
(PFK) di PPKD 

Rp   180.324.484.427,00 

c. Kas Non Anggaran Rp       8.560.538.032,00 

 

Potongan Pajak dan Jamsostek yang belum disetor ke 

Pemerintah sebesar Rp180.324.484.427,00 mencakup 

Utang PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar 

Rp1.221.750.000,00 dan Rp183.262.500,00, yang berasal 

dari Belanja Modal Pengadaan senjata bius/gas Tahun 

Anggaran 2011 yang dibatalkan pada Tahun 2012 (Lihat 

Pengungkapan dalam Catatan Nomor 5.1.2.1.1 Belanja 

Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi  dan Catatan Nomor 

5.1.5.1 Kewajiban Jangka Pendek – Utang PFK). 

 

Rincian dari saldo kas bank per 31 Desember 2011 dan 

2010 masing-masing sebesar Rp6.604.170.595.035,20 dan 

Rp5.149.410.691.628,38 tersaji pada tabel 5.21. 

TABEL 5.21 

Kas di Kas Daerah 

Per 31 Desember 2011 dan 2010 

NAMA  BANK  31 DESEMBER  2011 31 DESEMBER  2010 

1. Bank Mandiri (Rek. 123-00-9715820-0) Rp 2.832.030.522,60  Rp  12.590.195.059,29  

2. Bank Mandiri (Rek. 123-00-9815797-9) Rp 5.167.136.261,05   Rp  119.688.458.345,49  

3. Bank Mandiri (Rek. 119-00-0107716-1) Rp 49.934.033,60 Rp  48.702.425,49  

4. Bank Mandiri (Rek. 104-00-9700002-5) Rp  54.191.697.164,28   Rp  32.384.645.454,39  

5. Bank Mandiri (Rek. 104-00-9800029-7) Rp 4.737.014.155,58 Rp  249.021.369.561,18  

6. Bank DKI (Rek. 139-02-01605-4) Rp 643.351.506.153,00 Rp  491.390.452.345,00  
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NAMA  BANK  31 DESEMBER  2011 31 DESEMBER  2010 

7. Bank DKI (Rek. 111-02-11605-9) Rp 108.884.815.463,00  Rp  76.129.412.743,00  

8. Bank DKI (Rek. 201-02-21605-2) Rp 78.010.282.051,00  Rp  52.466.627.536,00  

9. Bank DKI (Rek. 303-02-51605-9) Rp 96.069.763.636,00 Rp  69.798.441.649,00  

10. Bank DKI (Rek. 404-02-41605-9) Rp 88.575.048.591,00  Rp  63.063.535.725,00  

11. Bank DKI (Rek. 503-02-31605-2) Rp  118.583.845.140,00  Rp  93.535.415.199,00  

12. Bank DKI (Rek. 101-02-06015-3) Rp 32.761.829.980,00  Rp  16.501.620.937,00  

13. Bank DKI (Rek. 139-02-12174-5) Rp 48.899.098.864,00  Rp  13.025.324.769,00  

14. Bank DKI (Rek. 200-02-02828-2) Rp 4.654.104.375,00  Rp  4.435.017.632,00  

15. Bank DKI (Rek. 200-02-02829-1) Rp 12.613.644.481,00  Rp  12.113.653.880,00  

16. Bank DKI (Rek. 108-16-12680-9) Rp 10.732.433.351,00  Rp  10.132.810.751,00  

17. Bank DKI (Rek. 139-02-01575-9) Rp 2.258.555.153.891,09 Rp  866.286.601.260,54  

18. Bank DKI (Rek. 108-02-61605-1) Rp 78.466.002.316,00   Rp  92.001.202.326,00  

19. BRI (Rek. 00000019-01-00094-30-5) Rp 1.338.330.108.066,00  Rp 2.367.237.115.348,00  

20. BRI (Rek. 00000019-01-00096-30-7) Rp 609.756.937.886,00  Rp  480.681.644.659,00  

21. BNI (Rek. 8920644) Rp 252.770.537,00  Rp  3.226.080.953,00  

22. BNI (Rek. 8920688) Rp 134.900.085,00  Rp  16.087.309.844,00  

23. Deposito Bank BRI (0019-01-008133-40-4) Rp 500.000.000.000,00    Rp  -   

24. Deposito Bank BRI (0019-01-008167-40-3) Rp 500.000.000.000,00    Rp  -   

25. Kas Non Anggaran–Bank DKI 
(139.02.00025-5) 

Rp 8.560.538.032,00 Rp  7.565.053.226,00  

Total Saldo Kas di Kas Daerah Rp 6.604.170.595.035.20 Rp 5.149.410.691.628,38 

Sumber data:  Berdasarkan saldo tercatat di BPKD yang telah dilakukan penutupan  dan  rekonsiliasi 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2008 

mengelola Kas Non Anggaran yaitu penerimaan dan 

pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi Anggaran 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah. 

Pengelolaan Kas Non Anggaran ini, sebagai tindak lanjut 

pelaksanaan ketentuan Pasal 75 ayat 8 Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kas 

Non Anggaran. Adapun saldo Kas Non Anggaran per  31 

Desember 2011 tercatat sebesar Rp8.560.538.032,00 yaitu 

berupa penerimaan uang jaminan bongkar reklame dan 

BP3W Sunter Jakarta Utara. 

2. Kas di Bendahara Pengeluaran 

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 

2010 masing-masing sebesar Rp63.322.260.315,00 dan 

sebesar Rp47.195.181.722,00. Saldo kas per 31 Desember 

2011 diperoleh dari neraca-neraca SKPD yang merupakan 
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akumulasi sisa uang persediaan sebesar 

Rp55.332.917.932,00, Jasa Giro di SKPD yang belum 

disetor sebesar Rp1.589.554,00 dan pajak di SKPD yang 

Belum Disetor ke kas Negara sebesar Rp7.987.752.829,00 

seperti tersaji pada lampiran 1. 

3. Kas di Bendahara Penerimaan 

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember  2011 dan 

2010 masing – masing sebesar Rp471.150.214.490,00 dan  

Rp359.983.830.423,00 dengan rincian sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 Pendapatan yang Belum Disetor 62.176.350,00 110.337.000,00 

2 Kas BLUD (Unit Swadana) 468.769.267.507,00 359.257.088.075,00 

3 Uang Titipan 0,00 1.626.400,00 

4 
Pajak di BLUD yang Belum 
Disetor 

1.958.141.015,00 614.778.948,00 

5 Uang Muka Pasien RSUD 360.629.618,00 0,00 

 JUMLAH 471.150.214.490,00 359.983.830.423,00 

Pendapatan yang belum disetor sebesar Rp62.176.350,00 

adalah pendapatan di SKPD selain BLUD yang diterima 

oleh Bendahara Penerimaan  dan belum disetorkan ke kas 

daerah. 

Kas BLUD (Unit Swadana) sebesar Rp468.769.267.507,00 

adalah saldo kas di BLUD yang karena pengelolaannya 

bersifat khusus, sehingga pada akhir tahun tidak disetorkan 

ke kas daerah untuk dapat digunakan kembali dalam 

kegiatan operasional di tahun berikutnya.  

Saldo kas BLUD di dalamnya terdapat saldo belanja 

operasional BLUD yang pada akhir tahun belum dilakukan 

proses pengesahan SP2D nihil di Kas Daerah sebesar 

Rp51.930.333.484,00 dengan rincian sebagai berikut: 
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No. Uraian 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 RSUD Cengkareng  17.442.038.176,00 10.719.373.030,00 

2 UPK PPUMKMP Pulogadung  12.323.893.936,00 7.279.997.651,00 

3 RSUD Koja 10.677.200.351,00 11.209.463.634,00 

4 RSUD Pasar Rebo 4.851.838.246,00 7.924.991.119,00 

5 BLUD lainnya di bawah              

3 Miliar Rupiah 

6.635.362.775,00 1.008.309.418,00 

 Jumlah 51.930.333.484,00 38.142.134.852 

Saldo belanja operasional BLUD RSUD dan BLUD lainnya 

di bawah 3 Miliar Rupiah yang pada akhir tahun 2010 

belum dilakukan proses pengesahan SP2D nihil di Kas 

Daerah, pada tahun 2011 sudah dilakukan proses 

pengesahan SP2D nihil.  

Saldo belanja operasional BLUD UPK PPUMKMP 

Pulogadung yang belum dilakukan proses pengesahan 

SP2D nihil di Kas Daerah tahun 2011, merupakan 

akumulasi dari tahun 2011 dan 2010 masing-masing 

sebesar Rp5.043.896.285,00 dan Rp7.279.997.651,00. 

Laporan Keuangan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung 

tahun 2010 telah dilakukan Audit oleh Kantor Akuntan 

Publik dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP). 

Pajak di BLUD yang belum disetor sebesar 

Rp1.958.141.015,00 merupakan potongan pajak yang 

berasal dari dana operasional BLUD dan belum disetorkan 

ke kas negara pada akhir tahun. 

Uang Muka Pasien RSUD sebesar Rp360.629.618,00 

merupakan uang muka yang diterima dari pasien yang 

belum menjadi pendapatan RSUD. 

Jumlah kas di bendahara penerimaan BLUD tersebut tidak 

termasuk jumlah kas di rekening penampungan di Bank 

BRI sebagai pelaksanaan program Dana Jamkesmas yang 

baru dapat dicairkan setelah jumlah klaim diverifikasi dan 
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disetujui oleh Kementrian Kesehatan, adapun rinciannya 

sebagai berikut: 

a. BLUD RSUD Tarakan   Rp   649.815.296,00 

b. BLUD RSUD Koja    Rp1.435.806.085,00 

c. BLUD RSUD Pasar Rebo  Rp   800.294.956,00 

d. BLUD RSUD Cengkareng  Rp     84.952.249,00 

e. BLUD RSKD Duren Sawit  Rp     48.645.467,00 

f. BLUD RSUD Budhi Asih   Rp   316.550.963,00 

  Jumlah    Rp3.336.065.016,00 

 
Rincian saldo kas di Bendahara Penerimaan tersebut 

tersaji pada lampiran 2. 

4. Piutang Pajak 

Piutang Pajak per 31 Desember 2011 sebesar 

Rp318.360.404.837,00 dan saldo per 31 Desember 2010 

sebesar Rp270.137.069.957,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sumber data: Laporan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta 

Piutang pajak sebesar Rp318.360.404.837,00 adalah hasil 

gabungan antara Dinas, Suku Dinas dan UPPD di 

lingkungan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta, 

dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut: 

  

JENIS PIUTANG PAJAK 
31 Desember2011 

(Rp) 
31 Desember2010 

(Rp) 

1. Piutang Pajak Kendaraan Bermotor 3.733.637.146,00 4.621.890.692,00 

2. Piutang Balik Nama Kendaraan 
Bermotor 

1.217.038.410,00 597.996.010,00 

3. Piutang Pajak Hotel 16.653.392.552,00 23.182.554.706,00 

4. Piutang Pajak Restoran 107.130.290.458,00 106.059.414.268,00 

5. Piutang Pajak Hiburan 43.735.944.732,00 52.251.294.236,00 

6. Piutang Pajak Reklame 63.148.211.222,00 34.196.807.745,00 

7. Piutang Pajak Parkir 3.335.167.612,00 4.417.373.344,00 

8. Piutang Pajak Air Bawah Tanah 54.537.428.175,00 44.809.738.956,00 

9. Bea Perolehan atas Hak Tanah 
dan Bangunan 

 

24.869.294.530,00 

 

0,00 

Jumlah Piutang Pajak 318.360.404.837,00 270.137.069.957,00 
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a. Piutang Awal per 31 Desember 2010 Rp 270.137.069.957,00 

Penerimaan Pembayaran Rp 53.961.882.318,00 

Keputusan Keberatan dan koreksi Rp 11.534.329.129,00 

Sisa Piutang Akhir per 31 Desember 

2010 Rp 204.640.858.510,00 

b. Piutang Pajak Tahun Berjalan  

(Januari - Desember 2011) Rp 378.914.120.875,00 

Penerimaan Pembayaran  

(Januari - Desember 2011) Rp 261.542.593.816,00 

Kep. Keberatan Tahun Berjalan  

(Januari - Desember 2011) Rp 3.651.980.732,00 

Sisa Piutang Tahun Berjalan   

(Januari - Desember 2011) Rp 113.719.546.327,00 

Piutang per 31 Desember 2011 (a+b) Rp 

 

318.360.404.837,00 

 

Piutang BPHTB tahun 2011 sebesar Rp24.869.294.530,00 

merupakan pengalihan dari Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Jumlah piutang tersebut diakui berdasarkan pengalihan 

kewenangan pemungutan BPHTB dari Pemerintah Pusat 

dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan penandatanganan 

Berita Acara Serah Terima antara KPP Pratama di 

lingkungan Kanwil DJP dengan Kepala Suku Dinas 

Pelayanan Pajak sesuai kewenangan wilayahnya. 

Rincian lebih lanjut atas mutasi Piutang Pajak disajikan 

dalam lampiran 3.  

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan jenis 

pajak per 31 Desember 2011 tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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NO. 

 
JENIS PAJAK 

 
<1 Th. 

 
1 s.d2Th. 

 
2 s.d3Th. 

 
3s.d4Th. 

 
4s.d5Th. 

 
>5Th. 

 
JUMLAH 

         1   PKB       1.567.285.400,00          785.929.090,00          734.746.750,00          645.675.906,00                                 -                                 -          3.733.637.146,00  

         2  BBN-KB          997.586.800,00            27.454.000,00              9.420.050,00          182.577.560,00                               -                                -          1.217.038.410,00  

         3 HOTEL  2.299.758.261,00 1.803.560.983,00 3.779.874.049,88 1.570.249.410,14 1.825.701.295,42 5.374.248.553,05 16.653.392.552,00 

         4 RESTORAN     19.521.481.246,20     35.352.191.522,26     14.279.550.405,70     18.759.693.619,63     5.766.679.381,34     13.450.694.283,13     107.130.290.458,00 

         5   HIBURAN       5.614.359.398,75     11.658.673.680,16     14.869.313.528,45       2.699.616.714,72     3.045.489.226,50       5.848.492.183,68        43.735.944.732,00 

         6  REKLAME     41.144.769.696,49     12.498.389.060,25       6.366.874.901,10       2.201.655.304,00        325.216.200,00          611.306.060,20        63.148.211.222,00 

         7  PARKIR          749.254.249,44       1.459.149.209,00          476.547.900,00          519.088.969,00           22.068.366,00          109.058.918,50   3.335.167.612,00 

         8   PABT     16.955.756.744,60     15.398.941.864,00     12.551.112.459,00       7.436.948.941,00         112.143.035,00       2.082.525.131,00   54.537.428.175,00 

         9   BPHTB            84.642.800,00       2.407.148.716,00     13.227.650.505,00       2.106.135.078,00     6.397.356.237,00          646.361.194,00        24.869.294.530,00  

  JUMLAH 88.934.894.596,48 81.391.438.124,67 66.295.090.549,13 36.121.641.502,49 17.494.653.741,26 28.122.686.323,56 318.360.404.837,00 

Klasifikasi umur piutang (aging) pajak berdasarkan unit 

pencatat per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut: 

NO JENIS PAJAK ≤ 1 Tahun 1 s.d 2 Tahun 2  s.d 3 Tahun 3 s.d 4 Tahun 4 s.d 5 Tahun ≥ 5 Tahun JUMLAH 

1 Sudin Jakarta Pusat I 17.597.415.292,43 22.499.905.126,68 7.402.452.168,90 8.106.345.964,60 4.275.031.729,62 6.220.884.147,15 66.102.034.429,00 

2 Sudin Jakarta Pusat II 5.793.995.085,03 5.938.216.095,00 4.338.689.629,80 2.327.858.244,00 5.412.910.481,00 1.443.186.879,94 25.254.856.415,00 

3 Sudin Jakarta Selatan I 14.029.750.019,35 15.436.727.260,50 12.578.436.380,52 1.610.163.530,00 2.435.112.343,72 3.018.838.430,76 49.109.027.965,00 

4  Sudin Jakarta Selatan II 10.640.755.713,00 5.628.041.656,00 3.336.530.596,00 8.976.786.105,00 2.283.929.981,00 1.994.366.245,78 32.860.410.297,00 

5 Sudin Jakarta Barat I 1.791.638.028,00 3.513.244.786,00 5.503.963.123,00 1.644.389.387,00 241.518.950,00 123.457.260,20 12.818.211.534,00 

6  Sudin Jakarta Barat II 12.925.553.466,00 8.797.664.030,00 5.510.664.403,65 844.004.576,15 - 6.521.119.502,62 34.599.005.978,00 

7  Sudin Jakarta Timur I 3.547.557.340,00 1.970.446.536,50 93.626.515,00 2.954.226.379,00 528.406.022,00 356.174.973,50 9.450.437.766,00 

8  Sudin Jakarta Timur II 8.008.484.321,24 3.334.772.996,00 12.210.047.837,90 1.801.315.050,50 12.768.366,00 240.730.688,00 25.608.119.260,00 

9  Sudin Jakarta Utara I 6.825.368.352,43 10.270.410.157,00 6.494.439.852,31 1.932.885.542,74 1.349.703.620,00 3.247.557.077,83 30.120.364.602,00 

10 Sudin Jakarta Utara II 5.209.504.779,00 3.188.626.390,99 8.082.073.242,05 5.095.413.257,50 955.272.247,92 4.956.371.117,78 27.487.261.035,00 

11  Samsat Jakarta Pusat 159.655.100,00 295.939.700,00 273.889.100,00 149.179.600,00 - - 878.663.500,00 

12  Samsat Jakarta Selatan 683.676.400,00 336.873.950,00 198.332.700,00 276.347.200,00 - - 1.495.230.250,00 

13  Samsat Jakarta Barat 41.269.550,00 38.121.400,00 77.384.300,00 18.917.500,00 - - 175.692.750,00 

14  Samsat Jakarta Timur 231.374.750,00 85.932.650,00 163.754.400,00 234.052.510,00 - - 715.114.310,00 

15  Samsat Jakarta Utara 1.448.896.400,00 56.515.390,00 30.806.300,00 149.756.656,00 - - 1.685.974.746,00 

  JUMLAH 88.934.894.596,48 81.391.438.124,67 66.295.090.549,13 36.121.641.502,49 17.494.653.741,26 28.122.686.323,56 318.360.404.837,00 

5. Piutang Retribusi 

Piutang Retribusi per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-

masing sebesar Rp52.164.511.797,00 dan sebesar 

Rp113.747.162.263,00 dengan rincian sebagai berikut: 
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NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan 35.999.305.209,00 100.368.828.056,00 

2 
Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air 
Bawah Tanah 

4.424.686.924,00 5.142.443.551,00 

3 
Piutang Retribusi Pemakaian Peralatan 

Laboratorium 
0,00 509.000,00 

4 Piutang Retribusi Peralatan Ukur Mobilisasi  0,00 1.076.600,00 

6 
Piutang Retribusi Pengawasan 
Pembangunan 

1.387.577.166,00 375.076.382,00 

7 Piutang Retribusi PengawasanTata Kota 0,00 4.630.353.046,00 

8 
Piutang Retribusi Pengawasan Bangunan 
Tambahan 

5.754.756.255,00 0,00 

9 
Piutang Retribusi Kelayakan Menggunakan 

Bangunan 
0,00 682.490.628,00 

10 
Piutang Retribusi Izin Pelaku Teknis 
Bangunan 

1.200.000,00 900.000,00 

11 
Piutang Retribusi Pemakaian Penginapan 
Graha Wisata Ragunan 

4.041.985.000,00 2.545.485.000,00 

12 
Piutang Retribusi Penempatan Kabel dan 
Pipa Tanpa Menggunakan Bangunan Koker 

40.000,00 0,00 

13 Piutang Retribusi Pemakaian Toilet Berjalan 150.150.000,00 0,00 

14 
Piutang Retribusi Administrasi Perijinan 
Bangunan 

593.760,00 0,00 

15 Piutang Denda Retribusi Perijinan Tertentu  394.766.983,00 0,00 

16 Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha 3.003.000,00 0,00 

17 Piutang Retribusi Persampahan/Kebersihan 6.447.500,00 0,00 

 JUMLAH 52.164.511.797,00 113.747.162.263,00 

Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan adalah piutang 

retribusi-retribusi yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi 

yang pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Tata Ruang dan 

Pertanahan.  

Piutang Retribusi Tata Letak Bangunan di Dinas Tata 

Ruang dan Pertanahan sebesar Rp35.999.305.209,00 

adalah hasil gabungan atas SKRD yang diterbitkan oleh 

Dinas dan Suku Dinas di lingkungan Dinas Tata Ruang dan 

Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian mutasi 

piutang sebagai berikut: 

- Piutang per 31 Desember 2010 Rp    100.368.828.056,00 

- Dikurangi penerimaan pembayaran 

piutang yang belum tercatat 

sebagai pembayaran piutang 

Rp (10.669.400.750,00) 

- Dikurangi pembatalan SKRD karena ada 

penyempurnaan dengan 

penerbitan SKRD baru 

Rp (71.772.477.655,00) 

- Dikurangi koreksi aritmatik Rp (20.940.000,00) 

- Ditambah penerbitan SKRD tahun 2011 Rp 365.464.370.899,00 

- Dikurangi penerimaan selama tahun 

2011 

Rp (347.371.075.341,00) 

- Piutang per 31 Desember 2011 Rp 35.999.305.209,00 
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Piutang Denda Retribusi Kelebihan Debit Air Bawah Tanah 

adalah piutang retribusi yang belum dibayar oleh Wajib 

Retribusi dan pengelolaannya dilakukan oleh Badan 

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah. 

Piutang Retribusi Penempatan Kabel dan Pipa Tanpa 

Menggunakan Bangunan Koker adalah piutang retribusi 

yang belum dibayar oleh Wajib Retribusi dan 

pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum. 

Piutang Retribusi Pengawasan Pembangunan, Piutang 

Retribusi Pengawasan Bangunan Tambahan, Piutang 

Retribusi Izin Pelaku Teknis Bangunan, Piutang Retribusi 

Administrasi Perizinan Bangunan dan Piutang Denda 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang belum 

dibayar oleh Wajib Retribusi yang pengelolaannya 

dilakukan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban 

Bangunan. Klasifikasi umur piutang (aging) atas retribusi-

retribusi tersebut adalah sebagai berikut: 

No Jenis Retribusi < 1 tahun 1-2 tahun 2-3 tahun Jumlah 

1 
Pengawasan 
Pembangunan 

1.354.256.014 28.876.152 4.445.000  1.387.577.166  

2 
Pengawasan Bangunan 
Tambahan 

2.301.418.868 2.506.938.918 946.398.469  5.754.756.255  

3 
Kelaikan Menggunakan 
Bangunan 

- - -  -   

4 
Izin Pelaku Teknis 
Bangunan 

1.200.000 - -  1.200.000  

5 
Administrasi Perizinan 
Bangunan 

593.760 - -  593.760  

6 
Denda Retribusi 
Tertentu 

394.766.983 - -  394.766.983  

Nilai Piutang 7.538.894.164 

Piutang pemakaian Penginapan Graha Wisata Ragunan 

adalah piutang retribusi yang belum dibayar oleh Wajib 

Retribusi dan pengelolaannya dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan. 

Piutang Retribusi Pemakaian Toilet Berjalan, Piutang 

Denda Retribusi Jasa Usaha. Dan Piutang Retribusi 

Persampahan/Kebersihan adalah piutang retribusi yang 
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belum dibayar oleh Wajib Retribusi dan pengelolaannya 

dilakukan oleh Dinas Kebersihan. 

6. Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan 

Perbendaharaan 

Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2011 dan 

2010 masing-masing sebesar Rp6.010.554.773,00 dan 

Rp14.553.317.787,00. 

Piutang Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan 

Perbendaharaan tersebut merupakan Piutang TP/TGR 

yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan 

Pembebanan dari  Majelis Pertimbangan TP/TGR.  

Klasifikasi umur  piutang TP/TGR per 31 Desember 2011 

adalah sebagai berikut: 

No Jenis Kasus Di bawah 5 Tahun 5 s.d 10 Tahun Di atas 10 Tahun Jumlah 

1 Kasus Badan Peradilan 0,00 0,00 900.648.727,00 900.648.727,00 

2 Kasus Kehilangan Mobil 336.113.492,00 234.504.800,00 102.166.222,00 672.784.514,00 

3 Kasus Kehilangan Motor 9.570.000,00 3.015.625,00 3.570.000,00 16.155.625,00 

4 Kasus Ketekoran Kas 2.536.257.045,00 173.532.000,00 0,00 2.709.789.045,00 

5 Kasus Lain-lain 0,00 9.200.000,00 0,00 9.200.000,00 

6 Kasus P3D 0,00 0,00 88.695.279,00 88.695.279,00 

7 Kasus Walikota Jaksel 0,00 0,00 393.181.816,00 393.181.816,00 

8 Kasus Wisma Jaya Raya 0,00 0,00 1.220.099.767,00 1.220.099.767,00 

 
Jumlah 2.881.940.537,00 420.252.425,00 2.708.361.811,00 6.010.554.773,00 

 

Selain jumlah tersebut, masih terdapat tuntutan ganti rugi 

dan tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses 

penuntutan. Dalam proses pencatatan. Dalam proses 

penghapusan dan informasi kerugian daerah. 

Untuk kasus kerugian daerah yang masih dalam proses 

penuntutan tercatat sebesar Rp11.069.404.418,00. Namun 

dari jumlah tersebut telah disetor ke Kas Daerah sebesar 

Rp4.010.000,00, sehingga masih tersisa sebesar 

Rp11.065.394.418,00. Nilai tersebut termasuk di dalamnya 

kasus bendahara di Walikota Jakarta Barat yang masih 

dalam proses dan belum ditetapkan pembebanannya 

sebesar Rp8.447.952.348,00. 
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Kasus pencatatan sebanyak 5 kasus dengan nilai sebesar 

Rp48.596.576,00. 

Kasus penghapusan sebanyak 6 kasus dengan nilai 

sebesar Rp34.341.525,00 dan informasi kerugian daerah 

hasil pemeriksaan BPK RI sebanyak  4 kasus dengan nilai 

sebesar Rp4.732.835.000,00. 

7. Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset 

Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset per 31 Desember 

2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp17.433.576.963,00 dan sebesar Rp12.660.935.779,00 

terdiri dari: 

 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 Piutang Sewa Aset Daerah 8.209.981.629,00 6.276.326.166,00 

2 Piutang Kerjasama Pemanfaatan Aset 4.143.541.564,00 3.262.316.563,00 

3 Piutang Titik Reklame 5.080.053.770,00 3.122.293.050,00 

 Jumlah 
17.433.576.963,00 12.660.935.779,00 

Piutang sewa aset daerah merupakan hak tagih pemerintah 

atas pemberian fasilitas/jasa kepada pihak ketiga 

berdasarkan perjanjian sewa. 

Piutang kerjasama pemanfaatan aset merupakan hak tagih 

pemerintah atas kewajiban yang telah diberikan sesuai 

dengan perjanjian kerjasama pemanfaatan aset dalam 

bentuk Build, Operate, Transfer (BOT) atau Build, Transfer, 

Operate (BTO). 

Piutang Titik Reklame merupakan hak tagih pemerintah 

atas pemanfaatan titik reklame oleh pihak ketiga pada aset 

milik Pemerintah Daerah. 

Mutasi Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset tersaji pada   

lampiran 4. 
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8. Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 

Piutang Penjualan Barang Bergerak Kendaraan per          

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp647.865.846,00  dan Rp1.077.567.683,00.  

Saldo Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan 

tersebut merupakan tagihan atas penjualan barang 

bergerak berupa kendaraan dinas operasional yang 

diperkirakan dapat tertagih dalam jangka waktu 12 bulan. 

9. Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN  

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN per 31 Desember 

2011 dan 2010 masing-masing sebesar  

Rp82.806.023.066,00 dan Rp86.831.790.551,00. 

Piutang Tagihan Aset Kredit Eks BPPN tersebut timbul 

pada tahun 2003 sebagai hibah aset kredit Eks BPPN  

dengan nilai sebesar Rp205.509.066.572,00.  

Pada tahun 2011 diterima pembayaran sebesar 

Rp4.025.767.485,00 dan pembayaran tersebut diakui 

sebagai lain-lain pendapatan asli daerah. 

10. Piutang Penjualan Saham 

Piutang penjualan saham per 31 Desember 2010 sebesar 

Rp6.005.000.000,00, merupakan piutang atas divestasi 

saham PT Rheem Indonesia sebesar Rp4.805.000.000,00 

sesuai dengan Akta Jual Beli Saham Nomor 187 Tanggal 

17 Desember 2010 oleh Notaris Humberg Lie, SH, SE, 

MKn. Dan divestasi saham PT Bumi Grafika Jaya sebesar 

Rp1.200.000.000,00 sesuai dengan Akta Jual Beli Saham 

Nomor 192 Tanggal 17 Desember 2010 oleh Notaris 

Humberg Lie, SH, SE, MKn. 

Atas piutang penjualan saham tersebut telah diterima 

pembayaran sebesar Rp5.957.128.025,00 pada tanggal      

17 Januari 2011 dan 19 Januari 2011, sehingga saldo 

piutang penjualan saham per 31 Desember 2011 adalah 

sebesar Rp47.871.975,00. Saldo ini merupakan 
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kekurangan pembayaran milik PT Rheem Indonesia yang 

sudah disetorkan ke kas daerah pada tanggal  

1 Maret 2012. 

11. Piutang Dana Bagi Hasil 

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2011 dan 2010 

masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp63.460.296.760,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 Piutang Dana Bagi Hasil – PBB 0,00 17.252.239.217,00 

2 Piutang Dana Bagi Hasil- BPHTB 0,00 6.346.534.683,00 

3 Piutang Dana Bagi Hasil – PPh 0,00 5.324.421.504,00 

4 
Piutang Dana Bagi Hasil Bukan Pajak - 

SDA Migas 
0,00 34.537.101.356,00 

  Jumlah 0,00 63.460.296.760,00 

Selama Tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 

menerima transfer bagi hasil dari Pemerintah Pusat sesuai 

dengan alokasi yang diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 172/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dana 

Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2011 tentang 

Alokasi PBB Bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan 

kepada seluruh Kabupaten dan Kota, Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 210/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 

21, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.07/2011 

tentang Sumber Daya Alam Perikanan, Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 222/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi 

dan Gas Bumi. Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

195/PMK.07/2011 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai 

Hasil Tembakau. Realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil 

tahun 2011 di dalamnya termasuk pelunasan piutang Dana 

Bagi Hasil tahun 2010, sehingga saldo Piutang Dana Bagi 

Hasil per 31 Desember 2011 menjadi nihil. 
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12. Piutang Lainnya 

Piutang Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-

masing sebesar Rp360.736.484.563,00 dan sebesar 

Rp391.446.311.001,00 terdiri dari: 

 JENIS PIUTANG LAINNYA 
31 DESEMBER 2011 

(Rp) 

31 DESEMBER 2010 

(Rp) 

a. 
Piutang Dividen Perusahaan/Kontribusi 

Perusahaan 
0,00 331.399.397,00 

b. Piutang Tunjangan  4.419.140.000,00 4.419.140.000,00 

c. Piutang Tagihan Listrik dan Air  2.246.287.675,00 1.187.758.599,00 

d. Piutang Sewa 7.099.814.420,00 5.091.155.627,00 

e. 
Piutang Kelebihan Pembayaran Kepada 

Pihak Ketiga 
2.817.730.006,00 0,00 

   f. Piutang di BLUD 55.638.874.076,00 46.563.698.705,00 

g. 
Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan 

sewa asset 
97.531.776.717,00 92.675.329.418,00 

h. Piutang Bunga Deposito 2.902.739.726,00 0,00 

i. Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 2.515.206.855,00 0,00 

j. Piutang Lain-lain 185.564.915.088,00 241.177.829.255,00 

Jumlah 360.736.484.563,00 391.446.311.001,00 

Penjelasan lebih lanjut atas saldo Piutang Lainnya adalah 

sebagai berikut: 

a. Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan 

Piutang Dividen/Kontribusi Perusahaan per                   

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp0,00 dan Rp331.399.397,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

 

 

Berikut penjelasan mengenai mutasi piutang dividen dari 

Tahun 2010 ke Tahun 2011. 

1) Pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

telah menerima dividen atas laba BUMD dan  

NAMA PERUSAHAAN 
31 Desember 2011 

(Rp) 

31 Desember 2010 

(Rp) 

1. PD. Pasar Jaya 0,00 240.001.257,00 

2. PD. Pembangunan Sarana Jaya 0,00 91.398.094,00 

3. PT  JIEP 0,00 50,00 

4. BP THR Lokasari 0,00 (4,00) 

Jumlah 0,00 331.399.397,00 
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PT Patungan atas laba tahun buku 2010 sebesar 

Rp275.851.777.531,40. 

2) Sesuai dengan Keputusan Gubernur Provisi DKI 

Jakarta Nomor 1935/2011 tentang Pengesahan 

Laporan Tahunan PD Dharma Jaya Tahun Buku 

2010, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyetujui 

untuk tidak menerima dividen dari PD Dharma Jaya 

karena PD Dharma Jaya mengalami kerugian pada 

tahun 2010, sehingga tidak terdapat piutang dividen 

dari PD Dharma Jaya per 31 Desember 2011. 

3) Berdasarkan laporan keuangan audited PT Alakasa 

Industrindo Tbk, PT Cemani Toka, dan PT Ratax 

Armada tidak melakukan pembagian dividen pada 

tahun 2011. 

4) Untuk Penyertaan Modal pada PT Pakuan 

International, PT Grahasahari Suryajaya, PT Jakarta 

International Expo, dan PT Rumah Sakit Haji, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum memperoleh 

informasi mengenai dividen yang seharusnya 

diterima. 

5) Terdapat koreksi reklasifikasi piutang dividen dari PD 

Pasar Jaya ke PD Pembangunan Sarana Jaya 

sebesar Rp240.000.000,00. Reklasifikasi tersebut 

dikarenakan adanya kesalahan pencatatan di tahun 

2010, sehingga saldo piutang dividen PD Pasar Jaya 

per 31 Desember 2010 seharusnya sebesar Rp0,00 

dan PD Pembangunan Sarana Jaya sebesar 

Rp331.399.397,00. Terhadap saldo Piutang dividen 

PD Pembangunan Sarana Jaya tersebut, pada tahun 

2011 telah dilunasi seluruhnya sehingga saldo 

piutang dividen PD Pembangunan Sarana Jaya per 

31 Desember 2011 adalah nihil. 
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b. Piutang Tunjangan 

Piutang Tunjangan berasal dari Pemberian Tunjangan 

Komunikasi Intensif (TKI) dan Dana Operasional 

Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24 

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.  

Tunjangan yang sudah diterima oleh pimpinan dan 

anggota DPRD tersebut harus disetorkan kembali ke kas 

umum daerah sesuai dengan amanat yang ditetapkan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 

tentang Perubahan Ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 

2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah.  

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan peraturan 

tersebut, jumlah tunjangan yang harus dikembalikan 

seluruhnya sebesar Rp6.063.640.000,00. Selama tahun 

2010 telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar 

Rp1.644.500.000,00 dan pada tahun 2011 tidak ada 

penyetoran atas piutang tersebut, sehingga saldo 

Piutang Tunjangan per 31 Desember 2011 menjadi 

sebesar Rp4.419.140.000,00. 

c. Piutang Tagihan Listrik dan Air  

Piutang Listrik dan Air merupakan tagihan listrik dan air 

di beberapa rumah susun yang belum dibayar oleh 

penghuni rumah susun yang pengelolaannya dilakukan 

oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah. 

Saldo per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing 

sebesar Rp2.246.287.675,00 dan Rp1.187.758.599,00. 
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Rincian lebih lanjut atas Piutang Tagihan Listrik dan Air 

disajikan dalam lampiran 5.  

d. Piutang Sewa  

Piutang Sewa per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-

masing sebesar Rp7.099.814.420,00 dan sebesar 

Rp5.091.155.627,00 dengan rincian sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 
Piutang Sewa Rumah Susun di Dinas 
Perumahan 

6.931.898.721,00 4.132.202.361,00 

2 
Piutang Sewa lapangan  Stadion Lebak 
Bulus 

167.915.699,00 253.867.266,00 

3 
Piutang Sewa pemakaian ruangan dan 
fasilitas lainnya oleh PT Jasa Raharja 

0,00 705.086.000,00 

 JUMLAH 7.099.814.420,00 5.091.155.627,00 

Piutang Sewa Rumah Susun sebesar 

Rp6.931.898.721,00 merupakan piutang atas 

penyewaan rumah susun yang pengelolaannya 

dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Gedung 

Pemerintah Daerah dengan rincian disajikan dalam 

lampiran 5. Selain itu terdapat piutang atas sewa 

lapangan Stadion Lebak Bulus sebesar 

Rp167.915.699,00 yang dikelola oleh Dinas Olahraga 

dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta. 

e. Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga 

Piutang Kelebihan Pembayaran pada Pihak Ketiga per     

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp2.817.730.006,00 dan Rp0,00.   

Piutang tersebut merupakan piutang kelebihan 

pembayaran pelaksanaan pekerjaan di Dinas Pekerjaan 

Umum sebesar Rp2.771.168.669,00 dan Sudin 

Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat sebesar 

Rp46.561.337,00. Atas piutang kelebihan pembayaran 

pelaksanaan pekerjaan tersebut telah disetorkan 

seluruhnya ke kas daerah pada tahun 2012. 
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f. Piutang di BLUD 

Piutang BLUD per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-

masing sebesar Rp55.638.874.076,00dan 

Rp46.563.698.705,00. Dengan rincian sebagai berikut: 

1) Piutang Pelayanan Kesehatan 

Piutang Pelayanan Kesehatan tercatat per  

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp27.864.559.387,00 dan Rp18.281.367.475,00, 

merupakan piutang atas pelayanan kesehatan yang 

tercatat pada Neraca Dinas Kesehatan seperti 

Puskesmas, Laboratorium Kesehatan Daerah. Dan 

Rumah Sakit dengan rincian sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 BLUD RS Koja 4.976.003.491,00 2.355.597.687,00 

2 BLUD RS Tarakan  4.699.423.781,00 1.510.904.953,00 

3 BLUD RS Cengkareng 5.812.729.200,00 4.535.495.371,00 

4 BLUD RS Pasar Rebo 8.472.680.267,00 8.886.340.364,00 

5 BLUD RS Budhi Asih 2.416.638.051,00 195.022.080,00 

6 BLUD RS Duren Sawit 338.061.813,00 322.016.820,00 

7 
BLUD Laboratorium Kesehatan 
Daerah dan BLUD Puskesmas 
di bawah Dinas Kesehatan 

1.149.022.784,00  
 

475.990.200,00 

 JUMLAH 27.864.559.387,00 18.281.367.475,00 

2) Piutang Lainnya di BLUD 

Piutang Lainnya di BLUD per 31 Desember 2011 dan 

2010 masing-masing sebesar Rp27.774.314.689,00 

dan Rp28.282.331.230,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 
(BPLIP) UPK PPUMKMP 
Pulogadung 

27.271.180.217,00 28.036.902.474,00 

2 BLUD RS Cengkareng 152.125.971,00 187.506.755,00 

3 BLUD Transjakarta Busway 21.819.501,00 21.819.501,00 

4 BLUD RS Tarakan 48.749.000,00 19.965.000,00 

5 
BLUD Akademi Keperawatan 
(AKPER) Jayakarta 

0,00 16.137.500,00 

 JUMLAH 27.774.314.689,00 28.282.331.230,00 
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Piutang lainnya di BLUD UPK PPUMKMP 

Pulogadung per 31 Desember 2011 dan 2010 

sebesar Rp27.271.180.217,00 dan 

Rp28.036.902.474,00 dapat dirinci sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 Piutang Sewa SKH 1.678.665.220,00 1.542.019.477,00 

2 Piutang Sewa Barak Kerja 39.796.000,00 45.764.000,00 

3 Piutang Sewa Ruang Pamer 130.000.000,00 136.400.000,00 

4 
Piutang PHU dari KSO (Tanah 
1,5 Ha) 

20.342.000.000,00 20.342.000.000,00 

5 
Piutang PHU dari KSO (Tanah 
0,394 Ha) 

3.285.850.000,00 4.130.850.000,00 

6 
Piutang Tanah Hasil  PHU dari 
KSO 

98.168.000,00 98.168.000,00 

7 Piutang Kavling Siap Bangun 11.596.540,00 11.596.540,00 

8 
Piutang Sarana Kerja dan 
Hunian 

1.440.000,00 1.440.000,00 

9 Piutang PBB Pengusaha 25.712.109,00 25.712.109,00 

10 
Piutang Pra Opreasional 
Business Center 

1.274.052.348,00 1.324.052.348,00 

11 
Piutang Partisipasi 
Pengembangan Wilayah 

80.000.000,00 80.000.000,00 

12 Piutang Karyawan 303.900.000,00 303.900.000,00 

 JUMLAH 27. 271.180.217,00 28.036.902.474,00 

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan 

saldo piutang pembagian hasil usaha atas 

pengembangan aset kerjasama operasi yang 

dilakukan BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung 

Provinsi DKI Jakarta dengan PT Cakra Sarana 

Persada ( Tanah seluas 15,125 Ha). 

Piutang PHU dari KSO Jatinegara Baru merupakan 

saldo piutang pembagian hasil usaha atas 

pengembangan aset KSO yang dilakukan BLUD UPK 

PPUMKMP Pulogadung Provinsi DKI Jakarta dengan 

PT Cakra Sarana Persada (Tanah seluas 0,394 Ha). 

Piutang lainnya di BLUD RS Cengkareng per  

31 Desember 2011 dan 2010 sebesar 

Rp152.125.971,00 dan Rp187.506.755,00 dapat 

dirinci sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 PPN ex PT RS Cengkareng 103.106.179,00 103.106.179,00 

2 
Piutang Karyawan (Short 
Kasir) 

39.015.661,00 47.850.761,00 

3 Piutang Pendidikan Karyawan 10.004.131,00 17.633.583,00 

4 
Pendapatan yang masih harus 
diterima 

0,00 18.916.232,00 

 JUMLAH 152.125.971,00 187.506.755,00 
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g. Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset 

Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa Aset per    

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp97.531.776.717,00 dan Rp92.675.329.418,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 Piutang Denda Sewa Aset 
Daerah 

Rp   6.390.562.039,00 Rp  4.419.699.394,00 

2 Piutang Denda Kerjasama 
Pemanfaatan Aset 

Rp 91.141.214.678,00 Rp88.237.366.154,00 

3 Piutang Denda 

Keterlambatan Pekerjaan 

 Rp                       0,00 Rp       18.263.870,00 

 JUMLAH Rp97.531.776.717,00 Rp92.675.329.418,00 

Piutang Denda Kerjasama tersebut merupakan piutang 

atas pengenaan denda kepada mitra kerjasama yang 

terlambat memenuhi kewajibannya membayar uang 

sewa dan kontribusi. 

Sebagai gambaran mutasi tambah-kurang, rekapitulasi 

saldo Piutang Denda Kerjasama Pemanfaatan Sewa 

Aset tersaji dalam lampiran 4. 

h. Piutang Bunga Deposito 

Piutang Bunga Deposito per 31 Desember 2011 tercatat 

sebesar Rp2.902.739.726,00. Nilai ini merupakan 

pencatatan akrual atas bunga rekening deposito Kas 

Daerah yang masih outstanding dan jatuh tempo pada 

bulan Januari 2012 sebesar Rp2.409.589.041,00. 

Ditambah dengan pencatatan bunga atas rekening 

deposito tahun 2011yang kurang dibayarkan 

sebesarRp493.150.684,93. 

Rincian perhitungan piutang bunga deposito pada Tahun 

Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel 5.22 berikut. 

 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 235 

 

 

i. Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan 

Piutang Bunga Deposito Dana Cadangan per  

31 Desember 2011 sebesar Rp2.515.206.855,00, 

merupakan pencatatan akrual bunga deposito Dana 

Cadangan Daerah Tahun Anggaran 2011. Rincian 

piutang akrual bunga deposito Dana Cadangan Daerah 

di 6 bank pada Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada 

tabel 5.23 berikut. 

TABEL 5.23 

Perhitungan Akrual Bunga Dana Cadangan 

Per 31 Desember 2011 

(dalam rupiah) 

No Nama Bank 

Suku 
Bunga       

J.Tempo 
Jan 
2012 

Jangka 
Waktu 

No Rekening 
Jatuh 

Tempo 
Bunga 

Akrual Des 

1 2 3 4 5 6 10 

1 Bank DKI Cab. Balaikota 6,75% 1 Bulan 108-25-00424-9 11-Des-2011 797.272.553 

2 BRI Cab. Jakarta Kota 6,80% 1 Bulan 0019-01-005175-40-7 14-Des-2011 1.139.572.895 

3 BRI Cab. Jakarta Kota 6,80% 1 Bulan 0019-01-005268-40-4 14-Des-2011 260.853.678 

4 Bank DKI Cab. Juanda 6,75% 1 Bulan 101-25-08463-6 16-Des-2011 225.240.343 

5 Bank DKI Cab. Juanda 6,75% 1 Bulan 101-25-08464-4 16-Des-2011 49.658.302 

6 BRI Cab. Jakarta Kota 6,50% 1 Bulan 0019-01-006200-40-9 24-Des-2011 42.609.084 

Jumlah  2.515.206.855 

  

TABEL 5. 22 

Perhitungan Piutang Bunga Deposito  

Per 31 Desember 2011 
     (dalam rupiah)   

No No Rekening 
Tgl 

Transak
si 

Jatuh 
Tempo 

Suku 
Bung

a   
Nilai Deposito Bunga Piutang Keterangan 

1 
BANK BRI 
0019.01.008167.40.3 

08-Des-
11 

31-Des-
11 

6,80% 500.000.000.000,00 
    

2.142.465.753,42  Bunga akrual dari 
Deposito yang tidak 
dicairkan tahun 2011 

2 
BANK BRI 
0019.01008133.40.4 

28-Des-
11 

31-Des-
11 

6,50% 500.000.000.000,00 
        

267.123.287,67  

3 
BANK BRI 
0019.01008133.40.4 

28-Nop-
11 

28-Des-
11 

0,30% 500.000.000.000,00 
        

123.287.671,23  Kekurangan bunga 
deposito tahun 2011. 

Total 
Rp493.150.684,93 

4 
BANK DKI 
139.25.00430.3 

17-Des-
11 

19-Des-
11 

6,75% 500.000.000.000,00 
        

184.931.506,85  

5 
BANK DKI 
139.25.00431.1 

17-Des-
11 

19-Des-
11 

6,75% 500.000.000.000,00 
        

184.931.506,85  

JUMLAH   =   2.902.739.726,03 
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j. Piutang Lain-Lain 

Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2011 dan 2010 

sebesar Rp185.564.915.088,00 dan 

Rp241.177.829.255,00 dengan rincian sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 Asuransi Dibayar di Muka  16.575.490.628,00 5.564.930.970,00 

2 Belanja Dibayar di Muka 0,00 757.616.610,00 

3 Uang muka kerja di SKPD 168.989.424.460,00 234.484.000.000,00 

4 Uang muka kerja di BLUD 0,00 371.281.675,00 

 Jumlah 185.564.915.088,00 241.177.829.255,00 

Asuransi Dibayar di Muka sebesar Rp16.575.490.628,00 

di antaranya adalah asuransi gedung dan kendaraan 

yang dikelola oleh BPKD sebesar Rp12.724.884.515,00 

serta asuransi kebakaran gedung rumah susun di Dinas 

Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah sebesar 

Rp2.408.200.086,00. 

Uang Muka Kerja di SKPD sebesar 

Rp168.989.424.460,00 merupakan  uang muka kerja 

pada Dinas Pekerjaan Umum atas proyek pembangunan 

Akses Terminal Pulo Gebang sebesar 

Rp1.930.200.000,00, proyek pembangunan Jalan 

Layang Non Tol Kampung Melayu - Tanah Abang 

sebesar Rp55.643.264.200,00 dan proyek 

pembangunan Jalan Layang Non Tol Antasari - Blok M 

ruas Pasar Cipete Wijaya tahap  sebesar 

Rp111.415.960.260,00. 

Piutang tersebut belum termasuk kelebihan pembayaran 

tunjangan Pajak Penghasilan yang disetorkan ke Kas 

Negara pada Tahun Anggaran 2008 sebesar 

Rp102.136.505.522,00 dan pada Tahun Anggaran 2010 

sebesar Rp5.040.061.552,00. Atas kelebihan 

pemungutan pajak tersebut Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, 

dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mengupayakan kompensasi. 
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Terdapat klaim atas uang ganti rugi pembebasan tanah 

milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena 

proyek pembangunan Jalan Tol Ulujami - Pondok Aren 

sebesar Rp17.709.912.000,00 yang merupakan 

konsinyasi  

PT Jasa Marga pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  

yang belum disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan: 

1) Putusan Peninjauan Kembali No.421 PK/PDT/2007 

tanggal 19 Juni 2008 jo.Putusan Mahkamah Agung 

RI No.2086 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005 

jo.Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

No.415/PDT/2003/PT.DKI tanggal 8 Desember 2003 

jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

Nomor 63/PDT.G/2002/PN.Jak.Sel tanggal 24 

Desember 2002. 

2) Putusan Peninjauan Kembali No.102 PK/PDT/2007 

tanggal 23 Januari 2008 jo. Putusan Mahkamah 

Agung RI No.3640 K/PDT/1999 tanggal 26 Juli 2002 

jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta 

No.417/PDT/1998/PT.DKI tanggal 3 Desember 1998 

jo.Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

No.95/PDT.G/1997/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Maret 

1998. 

13. Persediaan 

Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-

masing sebesar Rp530.477.129.539,00 dan 

Rp359.914.727.571,00.  

Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau 

perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan 

dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah dan 

barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada 

masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. 
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Khusus untuk penilaian persediaan obat-obatan pada 

BLUD RSUD dan Puskesmas menggunakan harga 

perolehan terakhir. 

Nilai persediaan yang tersaji di Neraca merupakan 

akumulasi jumlah persediaan yang tercatat pada Neraca 

SKPD, di antaranya adalah: 

a. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda sebesar 

Rp117.325.982.989,00,  

Nilai persediaan tersebut termasuk di dalamnya aset 

berupa gedung dan bangunan yang akan diserahkan 

ke instansi lain sebesar Rp117.282.856.004,00, yang 

terdiri dari:  

Uraian Nilai 

Pembangunan Gedung Islamic 
Center 

Rp 98.255.366.707,00 

Pembangunan Gedung DE Kejari 
Jakarta Selatan 

Rp 11.136.907.860,00 

Pembangunan Gedung Rutan 
Pondok Bambu 

Rp 5.516.667.555,00 

Pengembangan GOR TNI AU Rp 264.668.240,00 

Pembangunan Mesjid Komplek 
Marinir Cilandak, Jakarta Selatan 

Rp 2.109.245.642,00 

Jumlah Rp 117.282.856.004,00 

Pada laporan keuangan tahun 2010 aset tersebut 

dicatat sebagai Aset Lain-Lain yang kemudian 

dilakukan reklasifikasi ke akun Persedian pada tahun 

2011 sesuai dengan SAP No. 71 tahun 2010.  

b. Dinas Perindustrian dan Energi sebesar 

Rp45.283.643.744,00,  di antaranya adalah komponen 

Penerangan Jalan Umum (PJU) sebesar    

Rp45.165.891.285,00. 

c. Satpol PP sebesar Rp30.130.099.450,00 di antaranya 

adalah alat perlengkapan PAM pilkada 2012 sebesar 
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Rp26.799.976.280,00 antara lain berupa Pakaian Dinas 

Lapangan, Sepatu Dinas Lapangan, Kopel Rim, dll. 

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan 

Keluarga Berencana sebesar Rp21.715.322.039,00, di 

antaranya adalah alat kontrasepsi sebesar 

Rp16.135.483.777 dan alat kesehatan non kontrasepsi 

sebesar Rp5.543.017.072,00. 

e. BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah sebesar 

Rp11.815.815.651,00 di antaranya adalah alat 

laboratorium sebesar Rp6.797.888.183,00 dan bahan 

kimia sebesar Rp4.749.184.822,00. 

f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana sebesar Rp11.018.287.238,00 di antaranya 

adalah persediaan suku cadang sebesar 

Rp7.538.708.205,00 dan persediaan bahan pemadam 

sebesar Rp2.183.032.500,00. 

Rincian nilai persediaan SKPD disajikan pada lampiran 6. 

5.1.4.2 Investasi Jangka Panjang 

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2011 dan                       

31 Desember 2010 masing-masing sebesar 

Rp6.023.955.690.786,00 dan Rp5.846.608.363.633,00 terdiri 

dari: 

1. Investasi Non Permanen – Dana Bergulir 

Pada Neraca per 31 Desember 2010 saldo Investasi Non 

Permanen tercatat sebesar Rp832.473.068.615,00. 

Rekapitulasi Investasi Non Permanen per                           

31 Desember 2010 tergambar pada tabel 5.24. 
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TABEL 5.24 

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) 

Per 31 Desember 2010 

(dalam rupiah) 

NO URAIAN 

Bina Ekonomi 
PPMK (2001 s.d 

2007) 

UPT Dana Bergulir       
(2008 s.d 2010) TOTAL 

1 2 3 4 5 

I Dana Awal 560.895.943.615,00 271.577.125.000,00 832.473.068.615,00 

II Dana yang sudah dialihkan ke UPDB (42.015.388.131,00) 42.015.388.131,00 0,00 

III Jumlah dana awal setelah 

pengalihan dari PPMK (I+II) 

518.880.555.484,00 313.592.513.131,00 832.473.068.615,00 

IV Saldo Kas dan Bank 79.063.065.460,00 176.618.623.131,00 255.681.688.591,00 

V Dana di Pemanfaat 432.159.652.493,00 136.974.000.000,00 569.133.652.493,00 

VI Jumlah Kas, Bank dan  Dana di 

Pemanfaat (IV+V) 

511.222.717.953,00 313.592.623.131,00 824.815.341.084,00 

VII Kelebihan / (Kekurangan) Dana (III-

VI) 

7.657.837.531,00 (110.000,00) 7.657.727.531,00 

Pada tahun 2001 sampai dengan 2007, dana bergulir 

dengan program Bina Ekonomi Program Pemberdayaan 

Masyarakat Kota (PPMK) dikelola oleh Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dengan saldo per 31 

Desember 2007 sebesar Rp560.895.943.615,00.  

Pada Tahun 2008 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

membentuk UPT Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, 

Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dengan saldo 

Dana Bergulir per tanggal 31 Desember 2010 sebesar 

Rp271.577.125.000,00.  Dengan demikian saldo dana 

bergulir per 31 Desember 2010 seluruhnya sebesar 

Rp832.473.068.615,00. 

Sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 84 

Tahun 2010 tentang Pengalihan Pengelolaan Dana Bina 

Ekonomi PEMK dari Dana Bina Ekonomi PPMK, telah 

dilakukan pengalihan dana dari Bina Ekonomi PPMK ke 

rekening UPT Dana Bergulir PEMK, yaitu sebesar 

Rp42.015.388.131,00 pada tahun 2010 dan 

Rp82.423.604.358,00 pada tahun 2011, sehingga total 
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dana yang telah dialihkan dari Bina Ekonomi PPMK ke 

rekening UPT Dana Bergulir PEMK per 31 Desember 2011 

sebesar Rp124.438.992.489,00.  

Selama  Tahun Anggaran 2011 tidak ada alokasi dana dari 

APBD untuk Pencairan Dana Bergulir kepada Unit 

Pengelola Dana Bergulir PEMK, namun terdapat 

penambahan dana yang berasal dari jasa giro dan bagi 

hasil dari Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011 sebesar 

Rp4.324.522.622,00. Keduanya dicatat sebagai 

pendapatan dan digunakan untuk digulirkan kembali 

kepada masyarakat, sehingga menambah nilai investasi 

dana bergulir. 

Dengan adanya pengalihan dana dan pendapatan hasil 

pengelolaan dana bergulir tersebut, maka saldo Dana 

Bergulir yang tercatat pada Unit Pengelola Dana Bergulir 

PEMK per 31 Desember 2011 menjadi sebesar 

Rp400.340.640.111,00, sedangkan saldo dana awal di Bina 

Ekonomi PPMK berkurang Rp124.438.992.489,00 menjadi 

sebesar Rp436.456.951.126,00, sehingga nilai Investasi 

Dana Bergulir per 31 Desember 2011 menjadi sebesar 

Rp836.797.591.237,00. Adapun selisih sebesar 

Rp7.552.469.483,00 belum terjelaskan karena kelemahan 

pengadministrasian dana PPMK. 

Rekapitulasi Dana Bergulir per 31 Desember 2011 tersaji 

pada tabel 5.25. 

TABEL 5.25 

Rekapitulasi Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) 

Per  31 Desember 2011 

 (dalam rupiah)  

NO. URAIAN 

 Bina Ekonomi 

PPMK (2001 s.d 

2007)  

 UPT Dana 

Bergulir (2008 s.d 

2011)  

 TOTAL  

1 2 3 4 5 

I Dana Awal   560.895.943.615,00  271.577.125.000,00  832.473.068.615,00  

II Dana yang sudah dialihkan ke UPDB (124.438.992.489,00) 124.438.992.489,00  0,00  
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NO. URAIAN 

 Bina Ekonomi 

PPMK (2001 s.d 

2007)  

 UPT Dana 

Bergulir (2008 s.d 

2011)  

 TOTAL  

III Pendapatan Jasa Giro dan Bagi Hasil 0,00     4.324.522.622,00      4.324.522.622,00  

IV 
Jumlah dana awal setelah pengalihan dari 

PPMK (I+II+III) 
436.456.951.126,00  400.340.640.111,00  836.797.591.237,00  

V Saldo Kas dan Bank 0,00  176.752.208.159,00  176.752.208.159,00 

VI Dana di Pemanfaat   428.799.113.595,00  223.693.800.000,00  652.492.913.595,00  

VII Jumlah Kas, Bank dan Dana di Pemanfaat    428.799.113.595,00  400.446.008.159,00  829.245.121.754,00 

VIII Kelebihan/ (Kekurangan) Dana (IV-VII)       7.657.837.531,00      (105.368.048,00) 7.552.469.483,00 

2. Investasi Permanen  

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah 

yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan 

perusahaan daerah, pemerintah menyetorkan modal 

tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian 

perusahaan.  

Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah 

yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal 

dalam perusahaan negara/daerah. Suatu perusahaan 

dapat disebut sebagai perusahaan daerah jika pemerintah 

daerah memiliki mayoritas atau lebih dari 51% saham 

perusahaan dimaksud.  

Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui 

dari Peraturan Daerah, akte pendirian perusahaan beserta 

perubahannya,  dan bukti setoran modal yang telah 

dilakukan oleh pemerintah. 

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2011 dan 2010 

masing-masing sebesar Rp5.187.158.099.549,00 dan 

Rp5.014.135.295.018,00 dengan Ikhtisar perhitungan 

Penyertaan Modal Pemerintah dalam lampiran 7. 

Penilaian investasi permanen tersebut terdiri dua metode 

yaitu metode ekuitas dan metode biaya. Untuk pencatatan 
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dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah 

daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada pada laporan 

keuangan perusahaan bersangkutan yang telah diaudit 

dikalikan dengan persentase kepemilikan. Sedangkan 

metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. 

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian 

hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya 

investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.  

Berikut resume penilaian investasi permanen dengan 

metode ekuitas dan metode biaya. 

a. Investasi dengan Metode Ekuitas 

Nilai investasi permanen dengan metode ekuitas per     

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp4.841.011.272.549,00  dan Rp4.659.063.348.018,00. 

Dengan rincian dalam tabel 5.26 sebagai berikut: 

TABEL 5.26 

Penyertaan Modal dengan Metode Ekuitas 

Per 31 Desember 2011 dan 2010 

(dalam rupiah) 

 No. Nama 
Persentase 

Kepemilikan 
31 Desember 2011 31 Desember 2010 

Perusahaan Daerah (BUMD) 

1. PDAM Jaya 100% 0,00 0,00 

2. PD Dharma Jaya 100% 37.425.012.275,00 41.986.097.819,00 

3. PD Pembangunan Sarana Jaya 100% 89.961.884.886,00 85.444.003.305,00 

4. PD Pasar Jaya 100% 387.248.131.582,00 455.699.334.613,00 

5. PD PAL Jaya 100% 120.542.934.774,00 113.998.401.828,00 

 Jumlah  635.177.963.517,00 697.127.837.565,00 

PT Patungan 

1. PT Pembangunan Jaya 38,80% 609.828.914.716,00 609.828.914.716,00 

2. PT Food Station Tjipinang 74,67% 11.995.198.013,00 10.852.457.711,00 

3. PT Jakarta Industrial Estate 
Pulogadung 

50,00% 104.573.943.127,00 87.136.122.729,00 

4. PT Delta Djakarta, Tbk. 26,25% 145.586.286.563,00 151.926.661.382,00 

5. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. 72,00% 821.255.307.513,00 752.480.163.616,00 

6. PT Ratax Armada 28,00% 455.043.277,00 1.719.125.000,00 

7. PT Jakarta Propertindo 99,92% 683.192.751.178,00 563.971.058.930,00 

8. PT Bank DKI Jakarta 99,84% 1.246.854.835.200,00 1.215.834.769.146,00 
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 No. Nama 
Persentase 

Kepemilikan 
31 Desember 2011 31 Desember 2010 

9. PT Jakarta Tourisindo 99,34% 466.835.609.931,00 470.715.365.281,00 

10. PT Mass Rapid Transit Jakarta 99,68% 115.255.419.514,00 97.470.871.942,00 

  Jumlah 4.205.833.309.032,00 3.961.935.510.453,00 

  Jumlah PMP dengan Metode Ekuitas 4.841.011.272.549,00 4.659.063.348.018,00 

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berrkaitan dengan 

Investasi yang menggunakan metode ekuitas adalah 

sebagai berikut: 

1) Pada Tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

merealisasikan pengeluaran pembiayaan seluruhnya 

sebesar Rp136.780.777.790,00, terdiri dari: 

a) Penambahan penyertaan modal pada PT Mass 

Rapid Transit Jakarta (PT MRT Jakarta) Tahun 

2011 adalah sebesar Rp36.780.777.790,00 yang 

alokasinya berasal dari APBD murni sebesar 

Rp30.000.000.000,00 dan dana hibah dari 

Pemerintah Pusat sebesar Rp6.780.777.790,00. 

Pencairan penyertaan modal dan dana hibah ini 

mengacu pada Surat Keputusan Gubernur Nomor 

1517/2011. 

Hibah dari Pemerintah Pusat tersebut digunakan 

untuk pembayaran pelaksanaan jasa konsultasi 

manajemen (management consultancy services) 

sesuai dengan Naskah Perjanjian Penerusan 

Hibah (NPPH) Nomor NPPH-001/PK/2009 tanggal 

25 Maret 2009 untuk Kegiatan Mass Rapid Transit 

DKI Jakarta.  

Hibah tersebut merupakan pemberian pinjaman 

dari Japan International Cooperation Agency 

(JICA) kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan 

Loan Agreement Nomor IP-536 tanggal  

28 November 2006 sebagai mana telah diubah 
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dengan Amandemen Loan Agreement Nomor  

IP-536 tanggal 25 Juni 2008.  Loan Agreement 

tersebut menyatakan bahwa jumlah pinjaman 

yang diterima oleh Pemerintah Pusat adalah 

sebesar ¥1.869.000.000,00 dan atas sejumlah 

dana terebut, Pemerintah Pusat menghibahkan 

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 

¥758.000.000,00 yang ditarik dari waktu ke waktu 

berdasarkan permintaan penyaluran dana hibah 

yang diajukan kepada Departemen Keuangan 

(sekarang menjadi Kementerian Keuangan). 

b) Penambahan penyertaan modal pada PT Jakarta 

Propertindo sebesar Rp100.000.000.000,00 

mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2011 dan Surat Keputusan Gubernur Nomor 

1617/2011.  

2) Investasi pada PDAM disajikan sebesar nol rupiah 

karena PDAM memiliki ekuitas negatif. Laporan 

Keuangan PDAM Audited tahun 2010 menyajikan 

ekuitas negatif sebesar Rp948.466.289.992,00 dan 

Laporan Keuangan PDAM Unaudited tahun 2011 

menyajikan ekuitas negatif sebesar 

Rp927.344.151.418,00. 

3) Pada tahun 2011, nilai penyertaan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta kepada PT Jakarta Tourisindo 

mengalami penurunan dari Rp470.715.365.281,00 

menjadi Rp466.835.609.931,00. Hal ini disebabkan 

adanya penyajian kembali Laporan Keuangan          

PT Jakarta Tourisindo untuk tahun yang berakhir  

31 Desember 2010 sebagai dampak penerapan 

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 

Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Di mana nilai 

ekuitas PT Jakarta Tourisindo yang disajikan pada 
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Laporan Keuangan Audited 2010 adalah sebesar 

Rp473.842.727.281,00 dan setelah disajikan kembali  

menggunakan SAK ETAP menjadi sebesar 

Rp469.875.842.316,00. 

4) Penilaian penyertaan modal menggunakan metode 

ekuitas dengan persentase kepemilikan 20% sampai 

50% yaitu pada PT Pembangunan Jaya (38,80%), PT 

Delta Jakarta Tbk (26,25%). Dan PT Ratax Armada 

(28,00%) dikarenakan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta memiliki tingkat pengaruh/pengendalian yang 

signifikan pada perusahaan tersebut dengan dicirikan 

oleh variabel sebagai berikut: 

a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan 

komisaris. 

b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan 

direksi. 

c) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti 

dewan direksi perusahaan investee. 

d) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara 

dalam rapat/pertemuan dewan direksi. 

5) Terdapat 2 perusahaan yang belum menyerahkan 

Laporan Keuangan Audited Tahun 2011, yaitu         

PD Dharma Jaya dan PT Pembangunan Jaya. 

Dengan nilai penyertaan masing-masing tercatat 

sebesar Rp37.425.012.275,00 dan 

Rp609.828.914.716,00. Dengan total sebesar 

Rp647.253.926.991,00. Terhadap nilai investasi pada 

PD Dharma Jaya disajikan berdasarkan Laporan 

Keuangan Unaudited Tahun 2011 dan untuk PT 

Pembangunan Jaya disajikan berdasarkan Laporan 

Keuangan Audited Tahun 2010.  
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b. Investasi dengan Metode Biaya 

Nilai investasi permanen dengan metode biaya per        

31 Desember 2011 dan 2010 adalah sebesar 

Rp346.146.827.000,00 dan Rp355.071.947.000,00 

dengan rincian sebagaimana tersaji dalam tabel 5.27.  

TABEL 5.27 

Penyertaan Modal dengan Metode Biaya 

Per 31 Desember 2011 dan  2010 
(dalam rupiah) 

No. Nama 
Persentase 

Kepemilikan 
31 Desember 2011 31 Desember 2010 

PT Patungan 

1. PT Determinan Indah - 0,00 2.175.120.000,00 

2. PT Kawasan Berikat Nusantara 26,85% 209.692.695.000,00 209.692.695.000,00 

3. PT Alakasa Industrindo, Tbk. 4,81% 4.885.650.000,00 4.885.650.000,00 

4. PT Cemani Toka 35,00% 27.059.360.000,00 27.059.360.000,00 

5. PT Pakuan International 1,94% 1.345.900.000,00 1.345.900.000,00 

6. PT Grahasahari Suryajaya 8,08% 3.951.000.000,00 3.951.000.000,00 

7. PT Jaya Nur Sukses - 0,00 6.750.000.000,00 

8. PT Asuransi Bangun Askrida 4,47% 8.680.000.000,00 8.680.000.000,00 

9. PT Jakarta International Expo 13,14% 39.375.000.000,00 39.375.000.000,00 

10. PT Rumah Sakit Haji Jakarta 51,00% 51.157.222.000,00 51.157.222.000,00 

 Jumlah PMP dengan Metode Biaya 346.146.827.000,00 355.071.947.000,00 

 

 

Beberapa hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan 

Investasi yang menggunakan metode biaya: 

1) Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

telah menandatangani akta jual beli saham 

(divestasi) atas penyertaan modal di PT Jaya Nur 

Sukses dengan harga sebesar Rp6.750.000.000,00 

dan penyertaan modal di PT Determinan Indah 

dengan harga sebesar Rp2.175.120.000,00. Hal ini 

merupakan tindak lanjut atas Peraturan Gubernur 

Provinsi DKI Jakarta Nomor 77 Tahun 2008 tentang 

Penjualan Saham (Divestasi) Milik Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada  

PT Jaya Nur Sukses, PT Pakuan International,  

PT Bumi Grafika Jaya, PT Alakasa Industrindo Tbk, 
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PT Determinan Indah dan PT Rheem Indonesia serta 

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 

2165/2010 tentang Penetapan Harga Jual Saham 

Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada PT 

Alakasa Industrindo Tbk, PT Jaya Nur Sukses,  

PT Pakuan Internasional, PT Bumi Grafika Jaya,  

PT Determinan Indah dan PT Rheem Indonesia.  

2) Penilaian penyertaan modal menggunakan metode 

biaya dengan persentase kepemilikan diatas 20% 

yaitu pada PT Cemani Toka (35%), PT Kawasan 

Berikat Nusantara (26,85%) dikarenakan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki tingkat 

pengaruh/pengendalian yang signifikan pada 

perusahaan tersebut. 

3) Penilaian penyertaan pada RS Haji Jakarta 

menggunakan metode biaya, yaitu disajikan sesuai 

dengan akta pendirian dan perubahannya dengan 

alasan Pemerintah Provinsi  DKI Jakarta tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. Sampai saat ini 

RS Haji Jakarta masih dalam status sengketa, dan 

berdasarkan Surat Tugas Menteri Kesehatan Nomor 

334/Menkes/IV/2008 untuk sementara pengelolaan 

manajemen RS Haji Jakarta di bawah kendali 

Departemen Kesehatan dan sedang dipersiapkan 

menjadi instansi pemerintah dengan menerapkan 

pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.  

Persentase kepemilikan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta atas saham RS Haji Jakarta sesuai dengan 

akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 73 tanggal 14 

Desember 2004 tentang Perubahan Anggaran Dasar 

RS Haji Jakarta adalah sebesar 51%.  
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Jumlah ekuitas RS Haji Jakarta berdasarkan Laporan 

Audited Tahun 2008 dan 2009 adalah sebesar 

Rp94.799.085.614,00 dan Rp100.606.184.824,00, 

sedangkan berdasarkan Laporan Keuangan 

Unaudited Tahun 2010 dan 2011 jumlah ekuitasnya 

sebesar Rp104.278.108.807,00 dan 

Rp101.494.711.962,00. Selain itu, RS Haji Jakarta 

sejak tahun 2005 hingga saat ini belum pernah 

memberikan kontribusi berupa pendapatan dividen 

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  

Laporan keuangan tahun 2011 (unaudited) 

menyajikan bahwa RS Haji mengalami kerugian 

sebesar Rp2.783.397.000,00 dan saldo laba ditahan 

tercatat sebesar Rp1.186.433.962,00. 

5.1.4.3 Aset Tetap 

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh 

pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk 

kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

satu tahun.  

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan 

termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-

masing sebesar Rp335.071.237.986.116,00 dan 

Rp372.437.062.346.299,00, dengan rincian sebagai berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 Tanah 280.270.515.025.054,00  324.425.352.369.781,00  

2 Peralatan dan Mesin  11.292.005.795.458,00   8.875.908.865.229,00  

3 Gedung dan Bangunan  17.708.599.595.514,00   16.274.161.176.936,00  

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan  21.875.489.499.979,00   20.757.902.864.604,00  

5 Aset Tetap Lainnya  1.326.742.286.822,00   1.053.027.313.008,00  

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan  2.597.885.783.289,00   1.050.709.756.741,00  

 JUMLAH 335.071.237.986.116,00 372.437.062.346.299,00 
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Daftar mutasi selama tahun 2011, tersaji pada lampiran 8. 

Mutasi Aset Tetap Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut: 

1. Penambahan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2011 

adalah sebesar Rp10.262.041.928.488,00 yang terdiri dari: 

a. Penambahan aset dari Belanja Modal sampai dengan 31 

Desember 2011 sebesar Rp7.224.862.151.237,00, 

terdiri dari: 

1) Tanah Rp   835.380.811.026,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp2.256.864.596.055,00 

3) Gedung dan Bangunan Rp1.145.125.657.150,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp   819.760.207.709,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp   291.574.115.927,00 

6) Konstruksi Dalam pengerjaan Rp1.876.156.763.370,00 

 Jumlah Rp7.224.862.151.237,00 

Penambahan aset tetap tersebut di atas sudah termasuk 

penambahan sebesar Rp28.512.681.925,00 berupa 

peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya masing-

masing  sebesar Rp26.027.917.507,00 dan 

Rp2.484.764.418,00 yang berasal dari belanja modal 

aset tetap lainnya Dana BOS oleh 2.560 sekolah 

sebesar Rp119.983.865.439,00 yang datanya sudah 

terhimpun dari 2.099 sekolah dan memenuhi kriteria 

pengakuan aset tetap sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 133 

Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan 

inventarisasi dan verifikasi untuk mengakui aset tetap 

dari belanja modal BOS oleh 461 sekolah. 

Selain itu termasuk pula realisasi Belanja Modal 

Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan sebesar 

Rp13.439.250.000,00, namun dikembalikan ke kas 

daerah pada bulan Februari 2012. 
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Penambahan aset Konstruksi Dalam Pengerjaan 

sebesar Rp1.876.156.763.370,00 merupakan 

reklasifikasi dari belanja modal tahun anggaran 2011 

yang terdiri dari: 

1) Tanah                                  Rp        1.494.394.008,00 

2) Peralatan dan Mesin           Rp                              0,00 

3) Gedung dan Bangunan       Rp 1.033.378.526.453,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan  Rp     841.262.648.034,00 

5) Aset Tetap Lainnya             Rp              21.194.875,00 

Jumlah Rp  1.876.156.763.370,00 

Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa 

tanah sebesar Rp1.494.394.008,00 adalah berupa biaya 

inventarisasi dan sosialisasi pembebasan tanah di Dinas 

Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, 

dan Dinas Kelautan dan Pertanian.  

b. Penambahan Aset Tetap dari Kapitalisasi Non Belanja 

Modal, sebesar Rp486.059.750.953,00  dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Tanah Rp          260.430.000,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp     87.313.914.469,00 

3) Gedung dan Bangunan         Rp   259.639.842.447,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp     62.831.170.206,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp       2.446.491.373,00 

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp     73.567.902.458 00 

     Jumlah Rp   486.059.750.953,00 

c. Penambahan Aset Tetap dari Dana Operasional BLUD 

sebesar Rp6.175.078.846,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) Tanah Rp                            0,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp       5.917.739.745,00 

3) Gedung dan Bangunan        Rp          254.439.101,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan    Rp                            0,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp              2.900.000,00 

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp                            0,00 
     Jumlah Rp       6.175.078.846,00 
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d. Penambahan Aset Tetap dari Utang Pihak Ketiga 

sebesar Rp8.202.261.738,00 yang terdiri dari Peralatan 

dan Mesin sebesar Rp97.212.500,00, Jalan, Irigasi dan 

Jaringan sebesar Rp1.967.516.792,00 dan Konstruksi 

Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.137.532.446,00. 

e. Penambahan Aset Tetap dari Hibah dan Tukar Menukar 

sebesar Rp60.988.739.177,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) Tanah Rp     43.132.960.000,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp     11.061.215.123,00 

3) Gedung dan Bangunan         Rp       6.794.564.054,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp                            0,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp                            0,00 

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp                            0,00 
     Jumlah Rp     60.988.739.177,00  

Penambahan Aset Tetap dari hibah sebesar 

Rp11.123.663.450,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Peralatan dan Mesin Rp     10.453.435.650,00 

2) Gedung dan Bangunan         Rp          670.227.800,00 

Jumlah Rp     11.123.663.450,00 

Diantaranya di Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana sebesar Rp9.779.000.000,00 

berupa mobil pemadam kebakaran dari PT Pertamina. 

Penambahan Aset Tetap dari hasil proses tukar 

menukar terdapat di Kelurahan Setiabudi Kota 

Administrasi Jakarta Selatan berupa Aset Tetap Tanah 

sebesar Rp43.132.960.000,00, Peralatan dan Mesin 

sebesar Rp607.779.473,00 dan Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp6.124.336.254,00. Tukar menukar aset 

tersebut berupa Kompleks Kantor Kelurahan Setiabudi 

terdiri dari kantor lurah, puskesmas, rumah dinas lurah 

dan rumah dinas dokter, yang terletak di Jalan Setiabudi 

Barat VII RT 003 RW 003, Kota Administrasi Jakarta 
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Selatan seluas 3.165 m2 milik Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dengan aset milik Asuransi Jiwa Bersama Bumi 

Putera 1912 yang terletak di Jalan Setiabudi Barat RT 

004 RW 004, Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 

2.848 m2. Hal ini sesuai dengan Perjanjian Tukar 

Menukar antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 

Tentang Tukar Menukar Tanah Beserta Bangunan 

Berupa Kompleks Kantor Kelurahan Setiabudi tanggal 

24 September 2008. 

f. Penambahan Aset Tetap dari hasil koreksi lain-lain di 

antaranya terjadi karena kurang catat, reklasfikasi antar 

aset tetap dan penyelesaian konsinyasi aset tetap 

berupa tanah proyek Banjir Kanal Timur (BKT) sebesar  

Rp1.797.971.792.469,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Tanah Rp   944.937.408.240,00   

2) Peralatan dan Mesin Rp   252.440.435.784,00    

3) Gedung dan Bangunan   Rp   192.148.266.680,00   

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp     91.425.163.312,00   

5) Aset Tetap Lainnya Rp     47.187.067.761,00  

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp   269.833.450.692,00  

     Jumlah Rp1.797.971.792.469,00      

2. Pengurangan Aset Tetap pada Tahun Anggaran 2011 

adalah sebesar Rp47.627.866.288.671,00, yang terdiri dari: 

a. Pengurangan Aset Tetap karena penghapusan sebesar 

Rp202.498.366.611,00 terdiri dari: 

1) Tanah Rp    69.315.750.000,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp      6.941.102.784,00 

3) Gedung dan Bangunan Rp  125.406.552.477,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp           19.888.000,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp           77.605.000,00 

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp          737.468.350,00 

Jumlah  Rp   202.498.366.611,00 
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Penghapusan aset tetap tersebut diantaranya berupa 

Tanah seluas 3.165 m2 sebesar Rp69.315.750.000,00 

serta Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp1.288.096.000,00 di Kelurahan Setiabudi Kota 

Administrasi Jakarta Selatan. Penghapusan tersebut 

sebagai bagian dari proses tukar menukar aset tetap 

dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 

sesuai dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI 

Jakarta Nomor 693/2008 tentang Tukar Menukar dan 

Pelepasan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 

Tanah dan Bangunan Milik Asuransi Jiwa Bersama Bumi 

Putera 1912. 

Pengurangan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan 

sebesar Rp737.468.350,00 merupakan koreksi atas 

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang tidak dilanjutkan 

pengerjaannya. 

b. Pengurangan Aset Tetap karena diserahkan ke pihak 

ketiga sebesar Rp12.300.515.913,00 dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Tanah Rp                            0,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp       8.796.816.599,00 

3) Gedung dan Bangunan Rp          365.743.361,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp          118.366.030,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp       3.019.589.923,00 

6) Konstruksi dalam Pengerjaan Rp                            0,00 

Jumlah Rp     12.300.515.913,00 

Aset tetap yang diserahkan tersebut berasal dari belanja 

modal tahun anggaran 2011 dan tahun anggaran 

sebelumnya. 
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c. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap 

ke persediaan sebesar Rp151.853.542.163,00 karena 

tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap dengan 

rincian sebagai berikut: 

1) Tanah Rp                            0,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp   121.507.403.755,00 

3) Gedung dan Bangunan Rp       5.223.465.513,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp     12.655.004.500,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp     12.467.668.395,00 

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp                            0,00 

     Jumlah                                  Rp   151.853.542.163,00 

d. Pengurangan Aset Tetap karena reklasifikasi Aset Tetap 

ke Aset Rusak Berat sebesar Rp34.866.899.254,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Tanah Rp                           0,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp    30.154.649.754,00 

3) Gedung dan Bangunan Rp      4.512.249.500,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp         200.000.000,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp                           0,00 

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp                           0,00 

     Jumlah Rp    34.866.899.254,00 

e. Pengurangan Aset Tetap dari hasil koreksi lain-lain 

sebesar Rp46.548.564.810.662,00   dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Tanah                                 Rp45.909.830.687.133,00  

2) Peralatan dan Mesin          Rp       33.189.125.960,00   

3) Gedung dan Bangunan      Rp     351.283.897.635,00  

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan  Rp     202.330.362.005,00  

5) Aset Tetap Lainnya             Rp       51.930.737.929,00  

6) Konstruksi Dalam PengerjaanRp                              0,00 

Jumlah Rp46.548.564.810.662,00 

Pengurangan Aset tetap tersebut diantaranya terdapat di 

Dinas Pekerjaan Umum yaitu: 
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1) Aset Tanah Waduk seluas 522.000 m2 sebesar 

Rp2.076.220.000.000,00 sebagai akibat pencatatan 

ganda; 

2) Aset Tanah Waduk seluas 808.284 m2 sebesar 

Rp4.756.905.482.970,00 sebagai akibat kelebihan 

pencatatan; 

3) Aset Tanah Jalan seluas 2.615.744 m2 sebesar 

Rp36.951.132.580.875,90 sebagai akibat kelebihan 

pencatatan; 

4) Aset Tanah Jalan TB. Simatupang seluas 338.040 m2 

sebesar Rp1.300.301.100.000,00 yang seharusnya 

sebagai Jalan Nasional tetapi masih dicatat sebagai 

aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

3. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

Saldo per 31 Desember 2010 

 

Rp1.050.709.756.741,00  

Penambahan: 

  Belanja Modal KDP Rp1.876.156.763.370,00  

 Kapitalisasi Non Belanja Modal  Rp73.567.902.458,00  

 Hutang Pihak ketiga Rp6.137.532.446,00  

 Koreksi tambah kurang catat 2008 Rp4.309.484.050,00  

 Koreksi tambah kurang catat 2009 Rp5.218.607.625,00  

 Koreksi tambah kurang catat 2010 Rp260.305.359.017,00  

 Jumlah Penambahan 

 

Rp2.225.695.648.966,00  

   Pengurangan: 

  KDP selesai dikerjakan 

 a. Tanah Rp597.483.140,00  

 b. Peralatan dan Mesin Rp2.990.915.405,00  

 c. Gedung dan Bangunan Rp317.267.557.632,00  

 d. Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp356.926.197.891,00  

 Penghapusan KDP Rp737.468.350,00  

 Jumlah Pengurangan 

 

Rp678.519.622.418,00  

Saldo per 31 Desember 2011 

 

Rp2.597.885.783.289,00  

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa tanah 

sebesar Rp597.483.140,00 merupakan biaya inventarisasi 

dan sosialisasi pembebasan tanah di Dinas Pekerjaan 

Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, dan Dinas 
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Kelautan dan Pertanian yang direklasifikasi ke aset tetap 

tanah karena telah terealisasi pembelian tanahnya pada 

tahun 2011.  

Konstruksi Dalam Pengerjaan yang signifikan terdapat di 

SKPD: 

a. Dinas Pekerjaan Umum, antara lain pembangunan jalan 

layang non tol Antasari - Blok M sebesar  

Rp518.950.183.233,00 dan pembangunan jalan layang 

non tol Kampung Melayu - Tanah Abang sebesar  

Rp231.051.912.819,00; 

b. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, antara lain 

pembangunan gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta 

sebesar Rp314.197.570.481,00 dan pembangunan 

gedung Sarana Wisma Islamic Center sebesar 

Rp141.277.304.320,00; 

c. Dinas Pendidikan, antara lain pembangunan dan 

rehabilitasi total gedung sekolah sebesar 

Rp534.101.355.962,00; 

d. Dinas Perhubungan, antara lain pembangunan terminal 

Pulogebang Tahap I sebesar Rp302.788.603.371,00 

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan tersaji dalam 

lampiran 9. 

Nilai aset tetap per 31 Desember 2011tersebut di atas sudah 

termasuk nilai bangunan-bangunan bersejarah yang dimiliki 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Keputusan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang 

Penetapan Bangunan-Bangunan di DKI Jakarta Sebagai Benda 

Cagar Budaya, diantaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum 

Wayang, Museum Taman Prasasti, Museum Seni Rupa dan 

Keramik, Museum Bahari, Museum Tekstil, Museum Djoeang 

45, Museum Taman Arkeologi, Gedung Eks KODIM 0505, 

Gedung Eks Imigrasi, Gedung Balai Konservasi, Gedung 

Kesenian, Monumen Nasional, Jembatan Kota Intan, dan 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 258 

 

 

Museum M.H. Thamrin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah 

mencatat aset bersejarah (heritage assets) yang sudah tercatat 

dalam sensus barang daerah di beberapa SKPD. Aset 

bersejarah tersebut dicatat dalam akun aset tetap dan belum 

dilakukan revaluasi pada sensus tahun 2008. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Kerja 

Sama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional 

tentang Optimalisasi Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2008, telah melakukan 

proses sertifikasi tanah. Sejak tahun 2009 sampai dengan 2011 

telah dilakukan pensertifikatan untuk 239 bidang tanah seluas 

1.735.156 m2. Dari jumlah tersebut telah diperoleh sertifikat 

untuk 55 bidang tanah, seluas 218.390 m2 dan 184 bidang 

tanah, seluas 1.516.766 m2  masih dalam proses sertifikasi. 

Selain itu terdapat aset tetap tanah yang masih bermasalah 

pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi dan 

peninjauan kembali di tingkat Mahkamah Agung. Aset tetap 

bermasalah tersebut meliputi: 

1. Empat bidang tanah seluas 252.655 m2 masih dalam 

proses di tingkat pengadilan negeri; 

2. Sembilan bidang tanah seluas 407.779,99 m2 dalam proses 

di tingkat pengadilan tinggi; 

3. Empat bidang tanah seluas 36.743 m2 dalam proses di 

tingkat kasasi di Mahkamah Agung; 

4. Dua puluh dua bidang tanah seluas 244.033 m2 dalam 

proses Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. 

5.1.4.4 Dana Cadangan 

Pengalokasian Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

1999 tentang Dana Cadangan Daerah. Tujuan Dana Cadangan 

Daerah adalah untuk menanggulangi keadaan yang memaksa 
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yang tidak dapat diduga sebelumnya dan atau membiayai 

pelaksanaan pembangunan yang strategis dan berskala besar 

yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.  

Dana Cadangan Daerah hanya dapat dipergunakan untuk 

keadaan memaksa yang tidak dapat diduga sebelumnya 

sepanjang biaya yang tersedia pada pos pengeluaran tak 

tersangka anggaran tahun berjalan. Selain itu  Dana Cadangan 

Daerah juga dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan-

kegiatan yang bersifat strategis dan berskala besar (mega 

proyek) yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun 

anggaran serta berdampak positif terhadap kepentingan 

masyarakat luas dan menyangkut citra Jakarta. 

Saldo Dana Cadangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta per 31 Desember 2010 sebesar 

Rp738.879.058.817,00. Jumlah tersebut termasuk pengakuan 

bunga secara akrual sebesar Rp2.420.120.527,00. 

Pada tahun 2011 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak 

menggunakan Dana Cadangan Daerah tersebut. 

Dana cadangan tersebut pada Tahun Anggaran 2011 

bertambah sebesar penerimaan bunga deposito DCD sebesar 

Rp54.556.325.705,00 dan dikurangi perhitungan akrual atas 

bunga deposito Tahun Anggaran 2010 sebesar 

Rp2.420.120.527,00 atau seluruhnya sebesar 

Rp52.136.205.178,00, sehingga saldo DCD per 31 Desember 

2011 menjadi sebesar Rp791.015.263.995,00. 

Rincian Rekening Deposito DCD Tahun Anggaran 2011 tersaji 

dalam tabel 5.28 sebagai berikut. 
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Per 31 Desember 2011 

(dalam rupiah) 

No Nama Bank 

Suku 
Bunga       

J.Tempo 
Jan 
2012 

Jangka 
Waktu 

No Rekening 
Jatuh 

Tempo 
 Saldo Awal          
31 Des 2010  

Bunga Jatuh 
Tempo               

Jan-Des 

 Saldo DCD 
Tanggal Jatuh 

Tempo  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 

1 
Bank DKI 
Cab. 
Balaikota 

6.75% 1 Bulan 108-25-00424-9 11-Des 200.695.720.109 14.863.155.433 215.558.875.542 

2 
BRI Cab. 
Jakarta 
Kota 

6.80% 1 Bulan 
0019-01-
005175-40-7 

14- Des 334.987.517.780 24.825.723.168 359.813.240.948 

3 
BRI Cab. 
Jakarta 
Kota 

6.80% 1 Bulan 
0019-01-
005268-40-4 

14- Des 76.680.242.777 5.682.726.606 82.362.969.383 

4 
Bank DKI 
Cab. 
Juanda 

6.75% 1 Bulan 101-25-08463-6 16- Des 75.612.932.559 5.584.820.593 81.197.753.152 

5 
Bank DKI 
Cab. 
Juanda 

6.75% 1 Bulan 101-25-08464-4 16- Des 16.670.237.085 1.231.274.408 17.901.511.493 

6 
BRI Cab. 
Jakarta 
Kota 

6.50% 1 Bulan 
0019-01-
006200-40-9 

24- Des 31.812.287.980 2.368.625.497 34.180.913.477 

Jumlah     736.458.938.290 54.556.325.705 791.015.263.995 

5.1.4.5 Aset Lainnya 

Aset Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing  

sebesar Rp25.351.783.833.367,00 dan 

Rp21.197.434.601.303,00 dengan rincian dalam tabel 5.29 

sebagai berikut: 

Per 31 Desember 2011 dan 2010 

(dalam rupiah) 

NAMA ASET LAINNYA 31 Desember 2011 31  Desember 2010 

1. Tagihan Penjualan Angsuran   37.890.238.255,00  5.472.077.262,00 

2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga   3.160.513.773.625,00  3.203.396.892.190,00 

3. Aset Tidak Berwujud  13.192.113.229,00  8.783.701.766,00 

4. Aset di BP THR Lokasari  12.571.834.631,00  12.458.773.028,00 

5. Aset Lain-Lain   22.127.615.873.627,00   17.967.323.157.057,00 

        Jumlah Aset Lainnya   25.351.783.833.367,00  21.197.434.601.303,00 

 

TABEL 5.28 

Rincian Rekening Deposito Dana Cadangan Daerah 

TABEL 5.29 

Aset Lainnya 
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Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lainnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Tagihan Penjualan Angsuran 

Nilai Tagihan Penjualan Angsuran yang tercatat pada 

neraca merupakan tagihan penjualan angsuran rumah 

susun pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Saldo 

Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2011 dan 

2010 masing-masing  sebesar Rp37.890.238.255,00 dan 

Rp5.472.077.262,00. 

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 

2011 dan 2010 adalah sebesar Rp3.160.513.773.625,00 

dan Rp3.203.396.892.190,00. Dengan rincian sebagai 

berikut:  

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 
Bangun Guna Serah (Build, 
Operate and Transfer/BOT) 

339.015.103.572,00 362.515.103.572,00 

2 
Bangun Serah Guna (Build, 
Transfer and Operate/BTO) 

1.008.667.348.780,00 1.008.667.348.780,00 

3 Kerjasama Operasi (KSO) 268.354.876.000,00 46.470.678.000,00 

4 
Aset Kerjasama Pihak 
Ketiga Lainnya 

1.544.476.445.273,00 1.785.743.761.838,00 

 JUMLAH 3.160.513.773.625,00 3.203.396.892.190,00 

Pada Tahun Anggaran 2011 terdapat penambahan 

Perjanjian Kerja Sama (PKS) baru dengan PT Jaya Real 

Property berupa pembangunan Jembatan Penyeberangan 

Multiguna (JPM). Penambahan PKS ini tidak menambah 

nilai aset kerjasama karena bentuk perjanjian merupakan 

BOT. 

Aset Kerja Sama Pihak Ketiga Lainnya merupakan barang 

milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga 

meliputi (a) Sewa Umum; (b) Sewa Umum dalam Proses; 

(c) Menara Telkom; dan (d) Pinjam Pakai. 
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Mutasi Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dari Tahun 

2010 ke 2011 sebesar Rp42.883.118.565,00 dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

a. Mutasi kurang Aset Bangun Guna Serah (Build, Operate 

and Transfer/BOT) sebesar Rp23.500.000.000,00 

merupakan reklasifikasi gedung Nyi Ageng Serang yang 

sebelumnya tercatat sebagai aset BOT menjadi Aset 

Tetap Gedung dan Bangunan yang tercatat pada Dinas 

Pendidikan. 

b. Mutasi Aset Kerjasama Operasi (KSO) sebesar 

Rp221.884.198.000,00 terdiri dari:  

1) Mutasi kurang sebesar Rp25.082.078.000,00, 

merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan aset 

KSO antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dengan PT Cakra Sarana Persada. 

2) Mutasi tambah sebesar Rp246.966.276.000,00 

merupakan  reklasifikasi aset tetap tanah HPL 1 dan 

HPL 2 Penggilingan, serta HPL 10 dan HPL 11 

Jatinegara seluas 307.938 m2 menjadi aset KSO 

antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan    

PT Cakra Sarana Persada. 

c. Mutasi Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya sebesar 

Rp241.267.316.565,00 terdiri dari:  

1) Mutasi tambah sebesar Rp91.387.875.000,00 

merupakan koreksi atas nilai tanah dan bangunan 

yang disewakan kepada PT Rukun Gaya Baru,  

PT Jaya Fibrindo Karsa Pratama, dan Sukijat 

Hidayat. Nilai ini diperoleh dari hasil sensus aset 

kerjasama pihak ketiga yang dilakukan pada tahun 

2008, namun belum tercatat pada Laporan 

Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 

2010. 
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2) Mutasi tambah sebesar Rp10.556.535.443,00 

merupakan aset kerjasama pihak ketiga yang 

disewakan kepada Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia, Yayasan Pendidikan Karya 

Kasih, Majelis Jemaat GKI Kedoya, Yayasan 

Pendidikan Kemurnian, Yayasan El Shaddai, 

Yayasan Mahatma Gading, dan Yayasan 

Diannanda. 

3) Mutasi kurang sebesar Rp3.306.570.808,00 

merupakan koreksi atas Aset Kerjasama Pihak 

Ketiga Lainnya yang disewakan kepada 

Perkumpulan Pemberantasan Tuberkolosis 

Indonesia (PPTI), PT BNI, PT Bank Mandiri, dan 

Yayasan Masyarakat Olahraga. Aset yang 

disewakan merupakan bagian dari Aset Tanah, 

Gedung dan Bangunan yang secara keseluruhan 

tercatat di neraca SKPD. 

4) Mutasi kurang sebesar Rp357.141.750.000,00 

merupakan koreksi atas Aset Pinjam Pakai kepada 

Paguyuban Werdatama berupa Tanah yang telah 

tercatat pada KIB A (Tanah) PSTW Budi Mulia 4 

Margaguna. 

5) Mutasi tambah sebesar Rp23.986.593.800,00 

merupakan penambahan Aset Kerjasama Pihak 

Ketiga Lainnya milik Dinas Kebersihan. 

6) Mutasi kurang sebesar  Rp6.750.000.000,00 

merupakan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya 

milik Dinas Olahraga dan Pemuda yang 

direklasifikasi menjadi Aset Tetap karena Perjanjian 

Kerjasama yang sudah berakhir. 

Daftar rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersaji 

pada lampiran 10. 
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3. Aset Tidak Berwujud 

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2011 sebesar 

Rp13.192.113.229,00. Sedangkan saldo per 31 Desember 

2010 adalah sebesar Rp8.783.701.766,00, dengan rincian 

sebagai berikut: 

NO SKPD 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1. 
Kota Administrasi Jakarta 
Utara  

8.785.701.766,00 8.783.701.766,00 

2. 
Badan Perpustakaan dan 
Arsip Daerah  

 1.771.311.860,00 - 

3. 

Badan Pengelola 
Lingkungan Hidup 
Daerah  

 1.536.349.358,00 - 

4. 
Kota Administrasi Jakarta 
Timur  

   530.012.075,00 - 

5. 
Dinas Tata Ruang dan 
Pertanahan  

   194.280.000,00 - 

6. Dinas Sosial     158.776.900,00 - 

7. 
Dinas Pengawasan dan 
Penertiban Bangunan  

   138.213.770,00 - 

8. Dinas Pendidikan      48.757.500,00 - 

9. 
Kota Administrasi Jakarta 
Selatan  

     14.850.000,00 - 

10. Dinas Kesehatan       13.860.000,00 - 

 JUMLAH 13.192.113.229,00 8.783.701.766,00 

4. Aset di BP THR Lokasari 

Saldo Aset di BP THR Lokasari per 31 Desember 2011 dan 

2010 masing-masing sebesar Rp12.571.834.631,00 dan 

Rp12.458.773.028,00. Jumlah tersebut merupakan nilai 

penyertaan bersih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di 

Badan Pengelola Taman Hiburan Rakyat Lokasari. 

Penyertaan pada BP THR Lokasari untuk sementara diakui 

di kelompok aset lainnya, karena belum ada peraturan 

daerah yang mengatur penyertaan modal tersebut. 

5. Aset Lain-lain 

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 dan 2010 

masing-masing sebesar Rp22.127.615.873.627,00 dan 

Rp17.967.323.157.057,00, rinciannya dapat dilihat pada 

tabel 5.30 berikut ini. 
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Per 31 Desember 2011 dan 2010 

(dalam rupiah) 

ASET LAIN-LAIN 31 Desember 2011 31 Desember 2010 

1. Aset Rusak Berat 286.840.762.551,00           273.669.949.055,00 

2. Aset Belum Validasi 
0,00             15.754.944.225,00 

3. Aset Lain-Lain – BLUD 3.548.392.265,00               3.548.392.265,00 

4. Kas Dikonsinyasikan 110.739.341.062,00           151.963.511.062,00 

5. Aset Fasos Fasum 21.710.623.902.472,00 17.404.994.973.394,00 

6. Tuntutan perbendaharaan yang belum 

ditetapkan statusnya 

108.531.052,00                  108.531.052,00 

7. Aset yang akan diserahkan kepada instansi lain 0,00           117.282.856.004,00 

8. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 15.754.944.225,00 0,00 

Jumlah 22.127.615.873.627,00 17.967.323.157.057,00 

Penjelasan lebih lanjut saldo Aset Lain-lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Aset lain-lain rusak berat adalah barang-barang kondisi 

rusak berat yang akan/diusulkan oleh SKPD untuk 

dihapus/diperbaiki kembali. Saldo per  

31 Desember 2010 sebesar Rp273.669.949.055,00. 

Penambahan aset lain-lain rusak berat pada tahun 2011 

berasal dari reklasifikasi aset tetap sebesar 

Rp34.866.899.254,00 dan hasil koreksi sebesar 

Rp4.047.851.992,00 Pengurangan aset lain-lain rusak 

berat tahun 2011 berasal dari penghapusan sebesar 

Rp18.335.135.925,00 dan hasil koreksi sebesar 

Rp7.408.801.825,00. Sehingga saldo aset lain-lain 

rusak berat per 31 Desember 2011 sebesar 

Rp286.840.762.551,00. 

 

 

                               TABEL 5.30 

                              Aset Lain-lain 
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b. Terdapat Aset tetap sebesar Rp15.754.944.225,00 yang 

merupakan aset tetap belum divalidasi di Sekretariat 

Daerah Provinsi DKI Jakarta pada TA 2010 yang 

berada di: 

1) Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran sebesar 

Rp6.616.623.386,00;  

2) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an sebesar 

Rp94.020.000,00;  

3) Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah 

Rp3.261.838.236,00;  

4) Jakarta Islamic Centre Rp5.623.642.103,00. Dan 

Koordinator Dakwah Islamiyah Rp158.820.500,00. 

Pada TA 2011 aset tetap belum validasi tersebut 

direklasifikasi ke aset lembaga di Biro Pendidikan 

Mental dan Spiritual. 

c. Saldo Aset Lain-Lain BLUD per 31 Desember 2011 dan 

2010 sebesar Rp3.548.392.265,00, sampai dengan 31 

Desember 2011 tidak terdapat mutasi atas nilai aset 

tersebut. Aset ini terdapat di BLUD UPK Pusat 

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta 

Permukiman Pulogadung dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) HAKKI Batik Betawi  Rp    240.230.000,00 

2) Pengamanan Aset  Rp 1.106.500.000,00 

3) Master Plan dan Sisdur  Rp 2.201.662.265,00 

Jumlah    Rp 3.548.392.265,00 

d. Kas Dikonsinyasikan adalah kas yang dikonsinyasikan 

ke pengadilan pada kegiatan pembebasan pengadaan 

tanah. Jumlah kas yang dikonsinyasi  per  

31 Desember 2010 sebesar Rp151.963.511.062,00. 

Pada tahun 2011  terdapat  penambahan Kas 

Konsinyasi yang berasal  dari Belanja Modal Tanah 

Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp507.000.600,00 yang 
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merupakan  konsinyasi tanah proyek Banjir Kanal Timur 

pada Dinas Pekerjaan Umum. 

Pada tahun 2011 terdapat penyelesaian tanah 

konsinyasi sebesar Rp41.731.170.600,00 atas Kas 

Konsinyasi tanah yang sudah ada penetapan sehingga 

saldo Kas Dikonsinyasikan per 31 Desember 2011 

menjadi sebesar Rp110.739.341.062,00. Saldo kas 

dikonsinyasi per 31 Desember 2011 tersebut terdiri dari: 

1) Tahun 2004 sebesar Rp11.069.824.878,00  

2) Tahun 2008 sebesar Rp16.649.938.284,00 

3) Tahun 2009 sebesar Rp70.155.074.800,00  

4) Tahun 2010 sebesar Rp12.523.331.100,00   

5) Tahun 2011 sebesar Rp     341.172.000,00 

e. Aset Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos 

Fasum) 

Saldo Aset Fasos Fasum per 31 Desember 2010 

tercatat sebesar Rp17.404.994.973.394,00,  terdiri dari: 

1) Tanah  Rp12.321.298.954.771,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp       45.592.044.056,00 

3) Gedung dan Bangunan Rp  1.360.743.083.228,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp  3.676.388.599.873,00 

5) Aset Tetap lainnya Rp            972.291.467,00 

Jumlah Rp17.404.994.973.394,00 

Nilai tersebut merupakan Hasil Audit tahun 2010 yang 

belum dapat diyakini kewajarannya, karena tidak 

memadainya pencatatan dan monitoring penyerahan 

aset fasos fasum dari pihak ketiga serta belum 

selesainya pelaksanaan sensus aset fasos fasum 

secara menyeluruh. 

Dalam rangka memperoleh nilai aset fasos fasum yang 

handal, pada tahun 2011 dilakukan inventarisasi dan 
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penelusuran ulang atas seluruh BAST terkait aset fasos 

fasum dari berbagai sumber di lingkungan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta seperti BPKD, Badan Pengendali 

Pembangunan Oleh Pengembang Wilayah (BP3W), 

Dinas Tata Ruang dan Pertanahan serta Gedung 

Penyimpanan Dokumen Aset Pulomas sehingga 

didapatkan sebanyak 500 BAST yang terdiri dari 

penyerahan aset  berdasarkan SIPPT sebanyak  414 

BAST dan berdasarkan selain SIPPT sebanyak 86 

BAST.  

Jumlah tersebut termasuk diantaranya 140 BAST yang 

belum ditemukan dan dicatat sebagai saldo aset fasos 

fasum tahun 2010 dan BAST tahun 2011 sebanyak 14 

BAST. 

Atas 500 BAST tersebut, kemudian dilakukan 

pendataan kembali dengan menggunakan aplikasi yang 

didesain khusus dan dilakukan penilaian berdasarkan 

Surat Keputusan Kepala BPKD Nomor 301 Tahun 2011 

yang dikuatkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 

Tahun 2012 sehingga diperoleh Database Aset Fasos 

Fasum sebesar Rp22.356.536.738.553,90. 

Atas database aset fasos fasum tersebut kemudian 

dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk menghindari 

duplikasi pencatatan dengan aset BOT/BTO dan aset 

kerjasama dengan hasil terdapat 17 BAST yang 

merupakan aset BTO/BOT/KSO  sebesar 

Rp157.247.830.188,00, aset sewa/pinjam pakai sebesar 

Rp111.060.658.407,00 dan aset Gedung Nyi Ageng 

Serang sebesar Rp23.500.000.000,00 serta koreksi 

aritmetik sebesar Rp354.104.347.487,00. Dengan 

demikian saldo aset fasos fasum per 31 Desember 

2011 menjadi sebesar Rp21.710.623.902.472,00.  
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Nilai tersebut merupakan nilai dari 483 BAST yang 

terdiri dari penyerahan aset berdasarkan SIPPT 

sebanyak 405 BAST dan berdasarkan selain SIPPT 

sebanyak 78 BAST, dengan rincian sebagai berikut: 

1) 332 BAST yang 
ditemukan sampai 
dengan Tahun 2010 

Rp15.687.512.280.264,00 

2) 137 BAST yang 
ditemukan dalam 
inventarisasi dokumen 
tahun 2011 

Rp  5.607.410.565.178,00 

3) 14 BAST Tahun 2011 Rp     415.701.057.030,00 
 Total 483 BAST 

per 31 Desember 2011 
Rp21.710.623.902.472,00 

  

Berdasarkan peruntukannya, nilai aset fasos fasum 

sebesar Rp21.710.623.902.472,00 dapat dirinci sebagai 

berikut : 

1) Tanah Rp18.856.645.661.702,00 

2) Peralatan dan Mesin Rp         6.766.641.322,00 

3) Gedung dan Bangunan Rp     608.025.619.494,00 

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp  2.223.700.116.272,00 

5) Aset Tetap Lainnya Rp       15.485.863.682,00 

   Total Rp21.710.623.902.472,00 

Dari jumlah tersebut, yang telah dilakukan cek fisik 

lapangan berdasarkan laporan kegiatan sensus tahun 

2009 sampai dengan 2011 sebanyak 172 BAST yaitu: 

1) Cek fisik hasil sensus sampai dengan Tahun 2010 

sebanyak 129 BAST, dan 

2) Cek fisik hasil sensus Tahun 2011 sebanyak 43 

BAST 

Selain itu, berdasarkan laporan stock opname dokumen 

kepemilikan aset tanah dan bangunan milik/dikuasai 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari fasos fasum 

berdasarkan SIPPT diketahui bahwa hak milik atas 

tanah yang ada terdiri dari Sertifikat Hak Pakai (SHP) 
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atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 

115 buah/lokasi dan atas nama pihak lain sebanyak 263 

buah/lokasi.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih melakukan 

proses identifikasi dan rekonsiliasi data aset fasos 

fasum dengan data aset SKPD untuk mengetahui status 

penggunaannya. 

Aset fasos fasum merupakan aset yang diperoleh dari 

pemenuhan kewajiban pemegang SIPPT. Berdasarkan 

data Dinas Tata Ruang dan Pertanahan jumlah Surat 

Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang 

telah diterbitkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

sebagai berikut : 

1) SIPPT yang diterbitkan sejak Januari 1971 sampai 

dengan Desember 2011 sebanyak 2.935 SIPPT. 

2) Dari 2.935 SIPPT yang terbit, jumlah SIPPT yang 

efektif sebanyak 2.462 SIPPT sedangkan sisanya 

sebanyak 473 SIPPT merupakan: 

a) SIPPT Penyempurnaan : 232 SIPPT 

b) SIPPT Pencabutan  : 137 SIPPT 

c) SIPPT Peralihan  : 104 SIPPT 

3) Dari jumlah SIPPT efektif sebesar 2.462 SIPPT, tidak 

semuanya mencantumkan kewajiban aset fasos 

fasum. Dengan rincian: 

a) Jumlah SIPPT yang tidak mencantumkan 

kewajiban menyerahkan dan menyediakan aset 

fasos fasum sebanyak 1.100 SIPPT. 

b) Jumlah SIPPT yang mencantumkan kewajiban 

untuk menyerahkan aset fasos fasum sebanyak 

1.326 SIPPT. 
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c) Jumlah SIPPT yang hanya mencantumkan 

kewajiban untuk menyediakan  aset fasos fasum 

36 SIPPT. 

f. Tuntutan perbendaharaan yang belum ditetapkan 

statusnya per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 

2010 adalah sebesar Rp108.531.052,00, merupakan 

saldo kas operasional BLUD yang belum 

dipertanggungjawabkan oleh bendahara di BLUD 

Puskesmas Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. 

g. Aset yang akan diserahkan kepada pihak ketiga per  

31 Desember 2010 sebesar Rp117.282.856.004,00 

merupakan pekerjaan pembangunan yang ada di Dinas 

Perumahan dan Gedung Pemda. Sesuai dengan 

Pergub 133 tahun 2007 bahwa yang termasuk 

persediaan adalah barang yang disimpan untuk dijual 

atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka 

kegiatan pemerintahan, maka aset yang akan 

diserahkan kepada pihak ketiga tersebut di rekalsifikasi 

ke persediaan. Sehingga Aset yang akan diserahkan 

kepada pihak ketiga per 31 Desember 2011 menjadi 

nihil. 

h. Aset Lembaga di Biro Pendidikan dan Mental Spiritual 

per 31 Desember 2011 sebesar Rp15.754.944.225,00. 

Aset tersebut berada di 5 (lima) Lembaga Keagamaan 

yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

yaitu: 

1) Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran sebesar 

Rp6.616.623.386,00;  

2) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an sebesar 

Rp94.020.000,00; 

3) Badan Amil Zakat, Infak dan Sadaqah sebesar 

Rp3.261.838.236,00;  
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4) Jakarta Islamic Centre sebesar Rp5.623.642.103,00; 

dan 

5) Koordinator Dakwah Islamiyah sebesar 

Rp158.820.500,00. 

Lembaga keagamaan tersebut menempati dan 

menggunakan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

baik tanah, gedung maupun sarana dan prasarana. 

Selain itu, sebagian pegawai di lembaga tersebut 

berasal dari pegawai negeri sipil daerah.  
 

 

5.1.5 Kewajiban 

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar 

Rp715.436.707.127,00, terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek 

Rp695.013.485.072,00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar 

Rp20.423.222.055,00. Sedangkan Kewajiban per 31 Desember 2010 

sebesar Rp589.437.245.479,00, terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek 

sebesar Rp560.844.734.603,00 dan Kewajiban Jangka Panjang 

sebesar Rp28.592.510.876,00.  

Penjelasan lebih lanjut Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban 

Jangka Panjang adalah sebagai berikut. 

5.1.5.1 Kewajiban Jangka Pendek 

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 2010 

masing-masing sebesar Rp695.013.485.072,00 dan 

Rp560.844.734.603,00, terdiri dari:  

No 
JENIS KEWAJIBAN JANGKA 

PENDEK 

31 Desember 2011 

(Rp) 

31 Desember2010 

(Rp) 

1. Utang PFK di PPKD 180.324.484.427,00 270.021.907.185,00 

2. Utang PFK di SKPD 10.187.965.044,00 8.679.223.114,00 

3. 
Bagian Lancar Utang Jk. 
Panjang-Bunga 

1.287.854.344,00 1.771.253.235,00 

4. 
Bagian Lancar Utang Jk. 
Panjang-Pokok 

8.169.288.822,00 11.227.980.601,00 
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No 
JENIS KEWAJIBAN JANGKA 

PENDEK 

31 Desember 2011 

(Rp) 

31 Desember2010 

(Rp) 

5. 
Pendapatan Diterima Di 
Muka  

13.412.097.456,00 9.559.245.462,00 

6. 
Utang kepada Pihak 
Ketiga di SKPD 

39.645.760.836,00 44.863.228.782,00 

7. 
Utang kepada Pihak 
Ketiga di BLUD 

58.326.707.080,00 32.018.346.509,00 

8. 
Utang Pajak PT Jakarta 
Tourisindo 

100.591.407.536,00 0,00 

9. Utang Jaminan  8.560.538.032,00 7.565.053.226,00 

10. 
Belanja yang masih harus 
dibayar – BLUD 

61.726.666.062,00 46.983.860.725,00 

11. 
Belanja yang masih harus 
dibayar – TAL 

5.150.637.064,00 6.104.259.345,00 

12. 

Utang Dana Keluarga 
Miskin, Surat Keterangan 
Tidak Mampu, Gizi Buruk, 
dan Jaminan Pelayanan 
Kesehatan PNS 

207.630.078.369,00 122.050.376.419,00 

 Jumlah 695.013.485.072,00 560.844.734.603,00 

Penjelasan lebih lanjut saldo Kewajiban Jangka Pendek adalah 

sebagai berikut: 

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di PPKD 

Kewajiban Jangka Pendek berupa utang PFK di PPKD per 

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp180.324.484.427,00 dan Rp270.021.907.185,00 terdiri 

dari:  

JENIS KEWAJIBAN PFK di 

KAS DAERAH 
31 Desember 2011 31 Desember 2010 

1. Utang PPh Pusat Rp 16.887.022.126,00 Rp 73.533.866.844,00 

2. Utang PPN Pusat Rp 163.318.732.790,00 Rp 194.586.132.936.00 

3. Utang Jamsostek Rp 99.389.511,00 Rp 826.527.405,00 

4. Utang Asuransi Rp 19.340.000,00 Rp      1.075.380.000,00 

Jumlah Rp 180.324.484.427,00 Rp 270.021.907.185,00 

 

Seperti diungkapkan dalam Catatan Nomor 5.1.2.1.1 

Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi  dan Catatan 
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Nomor 5.1.4.1.1 Kas dan Setara Kas, Utang PFK di PPKD 

sebesar Rp180.324.484.427,00 mencakup Utang PPN dan 

PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp1.221.750.000,00 

dan Rp183.262.500,00, yang berasal dari Belanja Modal 

Pengadaan senjata bius/gas Tahun Anggaran 2011 yang 

dibatalkan pada Tahun 2012. 

2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) di SKPD 

Utang PFK di SKPD adalah uang yang dipungut oleh 

Bendahara Pengeluaran sampai dengan akhir Tahun 

Anggaran belum disetor ke kas negara. Utang PFK di SKPD 

per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 adalah 

sebesar Rp10.187.965.044,00 dan Rp8.679.223.114,00 

dengan rincian sebagai berikut : 

No. Uraian 31 Desember 2011 

(Rp) 

31 Desember 2010 

(Rp) 

1. Utang Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

    1.679.042.575,00  2.841.818.400,00 

2. Utang Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 22 

       193.169.890,00  210.829.350,00 

3. Utang Pemotongan Pajak 

Pertambahan Nilai 

 1.937.549.507,00  1.459.094.572,00 

4. Utang Asuransi 0,00 1.626.400,00 

5. Utang Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 23 

        134.037.668,00  174.650.140,00 

6. Utang Pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) 

    6.244.165.404,00  3.991.204.252,00 

 Jumlah 10.187.965.044,00 8.679.223.114,00 

Rincian lebih lanjut Utang PFK di SKPD disajikan dalam 

lampiran 11. 

3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga 

Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat per  

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing 

Rp1.287.854.344,00  dan Rp1.771.253.235,00 terdiri dari:  
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NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 OECF IP – 346 SLA – 614 0,00 86.791.639,00 

2 OECF IP-365 SLA – 650 0,00 28.648.868,00 

3 OECF IP-414 SLA –876 1.287.854.344,00 1.655.812.728,00 

 JUMLAH 1.287.854.344,00   1.771.253.235,00   

 

Perhitungan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Bunga 

per 31 Desember 2011 sebesar Rp1.287.854.344,00 tersaji 

pada tabel 5.31. 

TABEL 5.31 

Perhitungan Utang Bunga (Akrual) 

Per 31 Desember 2011 

(dalam rupiah) 

No Jenis Pinjaman 
Periode 

Bunga 

Suku 

Bunga 

Hutang 

(bulan) 

Pembayaran Bunga 

Semester I 2011 

Hutang Bunga 

Akrual 

Bunga Berjalan Jasa Bank per 31 Des 10 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (5)/6 * [(6)+(7)] 

1 
OECF IP-414 SLA 

876 

15-8-10 s.d 

15-2-11 
11.75% 4.5 1.680.604.250,00 36.534.875,00 1.287.854.344,00 

JUMLAH 1.680.604.250,00 36.534.875,00 1.287.854.344,00 

 

4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok 

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Pokok per   

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp8.169.288.822,00 dan Rp11.227.980.601,00 terdiri dari: 

Uraian 31 Desember 2011 31 Desember 2010 

1. OECF IP – 346 SLA – 614 Rp 0,00 Rp        2.002.670.022,00 

2. OECF IP-365 SLA – 650 Rp 0,00 Rp        1.056.021.758,00 

3. OECF IP-414 SLA –876 Rp 8.169.288.822,00 Rp        8.169.288.821,00 

Jumlah Rp 8.169.288.822,00 Rp    11.227.980.601,00 

5. Pendapatan Diterima Dimuka 

Pendapatan Diterima Dimuka adalah penerimaan 

pembayaran dimuka atas penerimaan yang diterima 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  
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Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2011 

dan 2010 masing-masing sebesar Rp13.412.097.456,00 

dan sebesar Rp9.559.245.462,00. 

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2011  

terdiri dari pendapatan diterima dimuka sewa aset 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 

Rp5.909.398.723,00 seperti tersaji pada lampiran 12, 

pendapatan diterima dimuka kontribusi BOT/BTO sebesar 

Rp7.142.069.115,00 seperti tersaji pada lampiran 13 dan 

pendapatan diterima dimuka - BLUD sebesar 

Rp360.629.618,00. 

6. Utang kepada Pihak Ketiga di SKPD 

Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD per 31 Desember 

2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp39.645.760.836,00 dan Rp44.863.228.782,00. Selama 

tahun 2011 terjadi penambahan utang kepada pihak ketiga 

di SKPD sebesar Rp118.893.214.801,00 dan telah 

dilakukan pembayaran atas utang sebesar 

Rp122.331.758.496,00. Selain itu terdapat koreksi 

pengurangan atas utang kepada pihak ketiga di SKPD 

tahun 2011 sebesar Rp1.778.924.251,00.     

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga di SKPD tahun 2011 

sebesar Rp39.645.760.836,00 terdiri dari utang di SKPD 

diantaranya sebagai berikut: 

NO NAMASKPD  
JUMLAH  

(Rp) 

1. Sekretariat Daerah Rp 25.438.471.464,00 

2. Dinas Pekerjaan Umum Rp 5.900.928.131,00 

3. Dinas Pelayanan Pajak Rp 4.183.175.979,00 

4. Badan Pengelola Keuangan Daerah Rp 768.864.430,00 

4. Walikotamadya Jakata Barat Rp 1.149.731.217,00 

Utang Kepada Pihak Ketiga di Sekretariat Daerah sebesar 

Rp25.438.471.464,00 merupakan kekurangan Iuran Wajib 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Semester II Tahun 2010 

kepada PT Askes. 
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Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Pekerjaan Umum 

sebesar Rp5.900.928.131,00 diantaranya merupakan utang 

atas pekerjaan Jembatan Cakung, pembangunan Jalan 

Tembus dan Missing Link Lanjutan (Kelapa Gading menuju 

Terminal Pulogadung – Jln. Boulevard Timur – Pegangsaan 

Dua), dan pemeliharaan rehabilitasi sistem drainase di 

wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. 

Utang Kepada Pihak Ketiga di Dinas Pelayanan Pajak 

sebesar Rp4.183.175.979,00 merupakan utang atas biaya 

pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan 

Pajak Penerangan Jalan bulan November sampai dengan 

Desember tahun 2009 kepada PT PLN. 

Rincian lebih lanjut Utang kepada pihak ketiga di SKPD 

disajikan dalam lampiran 14. 

7. Utang Kepada Pihak Ketiga – BLUD 

Penyajian akun ini merupakan konversi dari laporan 

keuangan BLUD versi Standar Akuntansi Keuangan ke 

laporan keuangan versi Standar Akuntansi Pemerintahan.  

Utang kepada pihak ketiga – BLUD per 31 Desember 2011 

dan 2010 masing-masing sebesar Rp58.326.707.080,00 

dan Rp32.018.346.509,00 dengan rincian diantaranya 

sebagai berikut: 

a. BLUD RS Pasar Rebo 

Kewajiban BLUD RS Pasar Rebo per 31 Desember 2011 

dan 2010 masing-masing sebesar Rp20.783.779.700,00 

dan Rp13.103.636.909,00 terdiri dari: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 
Pembelian obat dan jasa 
pemeliharaan 

12.434.295.495,00 7.811.249.592,00 

2 Imbalan Pasca Kerja 5.785.066.251,00 1.905.264.525,00 

3 Notaris 30.000.000,00 30.000.000,00 

4 
Pajak-pajak yang belum 
dibayar 

3.357.122.792,00 3.357.122.792,00 

 JUMLAH 20.783.779.700,00 13.103.636.909,00 
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Selain kewajiban tersebut di atas masih terdapat 

kewajiban yang belum jelas statusnya atas proses 

likuidasi PT RS Pasar Rebo sebesar 

Rp1.794.475.500,00 terdiri dari Kompensasi Komisaris 

dan Direksi Rp1.170.480.000,00, Penghargaan 

Komisaris dan Direksi Rp134.485.500,00. Dan Honor 

Tim Likuidasi Rp489.510.000,00. 

b. BLUD RS Cengkareng 

Kewajiban BLUD RS Cengkareng  per 31 Desember 

2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp18.751.413.650,00 dan Rp12.512.777.506,00 terdiri 

dari: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 
Pembelian obat dan jasa 
pemeliharaan 10.346.400.105,00 5.168.002.068,00 

2 Imbalan Pasca Kerja 6.223.793.824,00 5.163.555.717,00 

3 Notaris dan Konsultan 68.500.000,00 68.500.000,00 

4 Pajak-pajak yang belum dibayar 2.112.719.721,00 2.112.719.721,00 

 JUMLAH 18.751.413.650,00 12.512.777.506,00 

Selain kewajiban tersebut di atas masih terdapat 

kewajiban yang belum jelas statusnya atas proses 

likuidasi PT RS Cengkareng sebesar 

Rp1.586.680.854,00 terdiri dari Kompensasi Komisaris 

dan Direksi Rp802.498.095,00, Penghargaan Komisaris 

dan Direksi Rp294.672.759,00. Dan Honor Tim Likuidasi 

Rp489.510.000,00. 

c. BLUD RS Tarakan 

Kewajiban BLUD RS Tarakan per 31 Desember 2011 

dan 2010 masing-masing sebesar Rp9.484.755.498,00 

dan Rp2.336.948.219,00. Merupakan kewajiban atas 

pembelian obat dan jasa pemeliharaan.  
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d. BLUD UPK PPUMKMP Pulogadung 

Kewajiban BLUD PPUMKMP pada tahun 2011 per 31 

Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar 

Rp9.306.758.232,00 dan Rp4.064.983.875,00 dengan 

rincian sebagai berikut:  

No. Uraian 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1. Biaya Iuran Jamsostek 0,00 256.528.657,00 

2. Biaya Iuran Dana Pensiun 6.816.258.854,00 2.440.903.709,00 

3. Biaya Operasional Kendaraan 153.000.000,00 0,00 

4. Biaya Jasa Konsultan Hukum 90.000000,00 0,00 

5. Biaya Pembuatan Company Profile 92.400.000,00 0,00 

6. Biaya Perencanaan Pemagaran 52.500.000,00 0,00 

7. Biaya Pesangan Pegawai 400.646.516,00 0,00 

8. Biaya Pembuatan Plank 4.353.049,00 0,00 

9. Dana Talangan KoPeg 43.045.816,00 0,00 

10. Pinjaman Kepada Pihak Ketiga 360.000.000,00 0,00 

11. 

Utang PBB Tahun 1993 s/d Tahun 

2005 
839.247.997,00 839.247.997,00 

12. Sewa diterima dimuka 455.306.000,00 495.498.000,00 

13. Utang kepada pihak ketiga lainnya 0,00 32.805.512,00 

Jumlah 9.306.758.232,00 4.064.983.875,00              

8. Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo 

Dengan terjadinya perubahan bentuk badan hukum dari 

Perusahaan Wisata Niaga Jaya  dan Yayasan Wisma Jaya 

Raya menjadi Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo yang 

merupakan penyertaan modal Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Nomor 5 Tahun 2004  maka seluruh kekayaan, usaha-

usaha, hak dan kewajiban Perusahaan Daerah (PD Wisata 

Niaga Jaya) dan Yayasan Wisma Jaya Raya dialihkan 

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui                

PT. Jakarta Tourisindo termasuk   utang  PPN dan Utang 

PPh eks PD Wisata Niaga Jaya sebesar 
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Rp100.591.407.536,00 yang belum dicatat pada laporan 

keuanganya. 

Adapun rincian utang PPN dan PPh adalah  sebagai 

berikut: 

No Jenis Utang Pajak Nilai Utang Pajak 
Rp 

Keterangan 

1. PPN Pasal 16 D Rp. 61.985.239.661,00 SKPKB  Ditjen Pajak 
No:Kep: 1145/WPJ.06/2011 

2. PPN Pasal 16 D Rp. 8.376.383.738,00 SKPKB Ditjen Pajak 
 No:Kep:-1144/WPJ.06/2011 

3. PPh Pasal 4 (2) Rp 30.229.784.137,00 STP PPN Ditjen Pajak  
No:00001/137/04/024/09 

Jumlah Rp 100.591.407.536,00  

9. Utang Jaminan 

Saldo Utang Jaminan per 31 Desember 2011 dan 2010 

masing-masing sebesar Rp8.560.538.032,00 dan 

Rp7.565.053.226,00. 

Utang Jaminan tersebut merupakan uang jaminan bongkar 

reklame dan BP3W Sunter Jakarta Utara yang diakui 

sebagai Kas Non Anggaran di Kas Daerah, yang disimpan 

di Rekening Giro Kas Non Anggaran Bank DKI dengan 

nomor rekening 139.02.00025. Rekening ini ditetapkan 

berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 114/2008 

Tentang Penunjukan Bank DKI untuk Pembukaan dan 

Penyimpanan Rekening Giro Kas Non Anggaran. 

10. Belanja yang Masih Harus Dibayar 

Belanja yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2011 

dan 2010 masing-masing sebesar Rp66.877.303.126,00 

dan sebesar Rp53.088.120.070,00 dengan rincian sebagai 

berikut: 

NO URAIAN 2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1 
Belanja yg masih harus 

dibayar – BLUD 61.726.666.062,00 46.983.860.725,00 

2 
Belanja yg masih harus 

dibayar –T A L 5.150.637.064,00 6.104.259.345,00 

 JUMLAH 66.877.303.126,00 53.088.120.070,00 

Belanja yang masih harus dibayar – BLUD tersebut 

diantaranya terdapat pada BLUD Trans Jakarta Busway 
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sebesar Rp40.896.001.000,00 yang merupakan utang 

pelayanan Bulan Desember 2011 kepada operator, BLUD 

Rumah Sakit Budhi Asih sebesar Rp6.786.073.438,00 yang 

merupakan utang pada Supplier Obat Rp3.768.654.235,00, 

utang Jasa Pelayanan dan Pegawai Rp3.017.419.203,00, 

dan BLUD di bawah Dinas Kesehatan sebesar 

Rp1.210.389.851,00 yang merupakan utang Renumerasi 

Pegawai Bulan Desember 2011. 

11. Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak 

Mampu,  dan Gizi Buruk 

Saldo Utang Dana Keluarga Miskin, Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM), Gizi Buruk, dan Jaminan Pelayanan 

Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) yang tercatat di 

Dinas Kesehatan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-

masing adalah sebagai berikut: 

12.   

No. 
Utang Gakin, SKTM, Gizi 

Buruk, dan JPK PNS 

2011 (Rp) 2010 (Rp) 

1. Utang Gakin, SKTM, dan 

Gizi Buruk 

194.676.438.825,00 122.050.376.419,00 

2. Jaminan Pelayanan 

Kesehatan PNS 
12.953.639.544,00        0,00        

 Jumlah 207.630.078.369,00 122.050.376.419,00 

Dinas Kesehatan mencatat Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, 

dan JPK PNS kepada RSUD, Puskesmas, UPT, dan 

lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada 

Puskesmas, UPT, dan RSUD adalah utang hubungan 

istimewa di Dinas Kesehatan yang saling mengeliminasi 

dengan piutang hubungan istimewa di Puskesmas, UPT, 

dan RSUD pada saat konsolidasi laporan keuangan.  

Utang kepada Lembaga Medis di luar Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta per 31 Desember 2011 merupakan tagihan dari 

95 lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

dengan rincian mutasi sebagai berikut: 
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a. Utang per 31 Desember 2010 Rp   122.050.376.419,00  

 Koreksi kesalahan catat 2010 Rp           (45.600.000,00) 

 Penambahan Utang 

 (Januari - Desember 2011) Rp   543.152.404.020,00  

 Penerimaan Pembayaran 

 (Januari - Desember 2011) Rp (400.880.252.231,00) 

 Utang Tahun 2011 
 

264.276.928.208,00 

b. Pengurangan atas utang yang tidak layak klaim 

(Selisih Paket Pelayanan Esensial/Katastropik) Rp   (24.009.665.573,00) 

 Pengurangan atas utang yang dokumennya tidak 

lengkap untuk diverifikasi: 

 - Tahun 2007 Rp     (5.403.324.779,00) 

 - Tahun 2008 Rp     (6.334.265.191,00) 

 - Tahun 2009 Rp   (19.782.619.225,00) 

 Penghapusan utang Tahun 2010 Rp     (1.116.975.071,00) 

 Pengurangan atas utang Rp (56.646.849.839,00) 

  

Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS              

per 31 Desember 2011  (a+b) Rp   207.630.078.369,00  

Utang Gakin, SKTM, Gizi Buruk, dan JPK PNS kepada 

lembaga medis di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per 

31 Desember 2011 sebesar Rp207.630.078.369,00 

diantaranya adalah utang kepada lembaga medis sebagai 

berikut: 

No. Lembaga Medis 
Utang Gakin, 

SKTM, dan Gizi 
Buruk 

Utang JPK PNS 
Jumlah                      

(Rp) 

1. 
RS Cipto 
Mangunkusumo 

51.331.403.969,00 721.571.823,00 52.052.975.792,00 

2. RS Persahabatan 22.782.707.265,00 123.059.004,00 22.905.766.269,00 

3. RS Fatmawati 15.392.974.614,00 703.278.696,00 16.096.253.310,00 

4. 
RS Jantung Harapan 
Kita 

15.156.921.633,00 325.393.476,00 15.482.315.109,00 

5. 
RS Islam Cempaka 
Putih 

8.739.691.554,00 2.393.844.854,00 11.133.536.408,00 

6. RS Kartika Pulomas 8.644.463.060,00 41.086.411,00 8.685.549.471,00 

7. RS Kanker Dharmais 6.238.572.623,00 387.675.582,00 6.626.248.205,00 

8. 
RS Jiwa Soeharto 
Herdjan 

5.273.465.891,00 - 5.273.465.891,00 

9. RS Budi Kemuliaan 5.002.712.069,00 - 5.002.712.069,00 

10. 
Utang dengan nilai di 
bawah 5 Miliar Rupiah 

56.113.526.147,00 8.257.729.698,00 64.371.255.845,00 

 Jumlah 194.676.438.825,00 12.953.639.544,00 207.630.078.369,00 

 

5.1.5.2 Kewajiban Jangka Panjang 

Saldo Kewajiban Jangka Panjang merupakan Utang Dalam 

Negeri kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2011 dan 

2010 masing–masing sebesar Rp20.423.222.055,00 dan 

sebesar  Rp28.592.510.876,00. 
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Saldo per 31 Desember 2011 merupakan utang  kepada 

Pemerintah Pusat dengan nomor OECF IP–414 SLA–876 yang 

jatuh temponya akan berakhir pada tanggal 15 Februari 2015. 

5.1.6 Ekuitas Dana 

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing 

sebesar Rp375.029.883.560.336,20 dan Rp406.506.971.007.698,38. 

5.1.6.1 Ekuitas Dana Lancar 

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2011 dan 2010 

masing-masing sebesar Rp7.812.314.008.127,20 dan 

Rp6.315.579.148.522,38 terdiri dari: 

No. Uraian 
31 Desember 2011 

(Rp) 

31 Desember 2010 

(Rp) 

1 
Sisa Lebih Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA) 

6.470.618.490.508,20 4.911.196.018.129,38 

2 Pendapatan yang ditangguhkan 468.833.033.411,00 359.369.573.319,00 

3 Cadangan Piutang 838.207.293.820,00 959.919.451.781,00 

4 Cadangan Persediaan 530.477.129.539,00 359.914.727.571,00 

5 

Dana yg Harus Disediakan 
untuk Pembayaran Utang Jk 
Pendek 

(495.821.939.151,00) (274.820.622.278,00) 

 Jumlah 7.812.314.008.127,20 6.315.579.148.522,38 

5.1.6.2 Ekuitas Dana Investasi 

Saldo  Ekuitas  Dana  Investasi   per   31   Desember  2011 dan 

2010 masing-masing sebesar Rp366.426.554.288.214,00 dan 

Rp399.452.512.800.359,00 dengan rincian sebagai berikut: 

No Uraian 31 Desember 2011 (Rp) 31 Desember 2010 (Rp) 

1 
Diinvestasikan dalam Invetasi 
Jangka Panjang 

6.023.955.690.786,00 5.846.608.363.633,00 

2 
Diinvestasikan Dalam Aset 
Tetap 

335.071.237.986.116,00 372.437.062.346.299,00 

3 
Diinvestasikan Dalam Aset 
Lainnya 

25.351.783.833.367,00 21.197.434.601.303,00 

4 
Dana yang Harus Disediakan 
untuk Pembayaran Utang Jk. 
Panjang 

(20.423.222.055,00) (28.592.510.876,00) 

 Jumlah 366.426.554.288.214,00 399.452.512.800.359,00 
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5.1.6.3 Ekuitas Dana Cadangan 

Saldo Ekuitas Dana Cadangan per 31 Desember 2011 dan 

2010 masing-masing sebesar Rp791.015.263.995,00 dan 

Rp738.879.058.817,00. 

 

5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas  

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo 

Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas 

selama satu tahun anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan 

pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi,  

Aktivitas Pembiayaan. Dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan     

31 Desember 2011.  

Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan          

31 Desember 2011. 

5.1.7.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan informasi 

mengenai kemampuan dalam menghasilkan kas yang cukup, 

untuk membiayai aktivitas operasional Pemerintah Daerah 

dalam menyelenggarakan pemerintahan di masa yang akan 

datang, tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari pihak 

ketiga. Berdasarkan data Penetapan Arus Kas per                   

31 Desember 2011, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta mampu membiayai Aktivitas Operasional yang 

ditunjukkan dari jumlah arus kas masuk sebesar 

Rp28.289.383.189.902,82 dan jumlah arus kas keluar sebesar 

Rp19.107.266.558.546,00. Sehingga terdapat arus kas bersih 

dari aktivitas operasi per 31 Desember 2011 sebesar 

Rp9.182.116.631.356,82. 

Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus  Kas Masuk 

yaitu dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi 

Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 
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yang Dipisahkan, Lain-lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil 

Pajak, Dana Bagi Hasil/Sumber Daya alam, Dana Alokasi 

Umum, Dana Penyesuaian, Pendapatan Hibah, dan 

Pendapatan Lainnya dan  (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: 

Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, 

Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan 

Keuangan, serta Belanja Tidak Terduga.  

Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi sampai 

dengan 31 Desember 2011, sebagai berikut: 

1. Arus Kas Masuk 

a. Pendapatan Pajak Daerah 

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp15.221.249.152.689,46, apabila dibandingkan 

dengan tahun 2010 tercatat sebesar  

Rp10.751.745.151.388,10 maka untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 naik sebesar 

Rp4.469.504.694.865,36 atau 41,57 %. 

b. Pendapatan Retribusi Daerah 

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp609.349.051.004,00. Apabila dibandingkan dengan 

tahun 2010 yang tercatat sebesar 

R439.210.908.273,00  maka untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 naik sebesar 

Rp170.138.142.731,00 atau 38,74 %. 

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang  Dipisahkan 

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 

2011 sebesar Rp278.789.767.934,40. Apabila realisasi 
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tersebut dibandingkan dengan periode tahun 2010  

yang tercatat sebesar Rp223.005.615.402,00 maka 

untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 naik 

sebesar Rp55.784.152.532,40 atau 25,01 %. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp1.708.621.029.835,96. Apabila realisasi tersebut 

dibandingkan dengan periode tahun 2010 yang tercatat 

sebesar Rp1.463.709.317.004,95 maka untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2011 naik sebesar 

Rp244.911.712.831,01. atau 16,73 %. Nilai tersebut 

termasuk pendapatan jasa bank berupa bunga 

deposito dari Dana Cadangan Daerah sebesar 

Rp54.556.325.705,00 dan pendapatan hasil 

pengelolaan dana bergulir sebesar 

Rp4.324.522.622,00. 

e. Dana Bagi Hasil Pajak 

Realisasi  Dana Bagi Hasil Pajak untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp8.747.636.169.886,00. Apabila dibandingkan 

dengan periode tahun 2010 yang tercatat sebesar 

Rp9.398.613.243.892,00 maka untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 turun sebesar 

Rp650.977.074.006,00 atau 6,93 %. 

f. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 

Realisasi  Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya 

Alam untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 

sebesar Rp192.163.351.403,00. Apabila dibandingkan 

dengan realisasi periode tahun 2010 yang tercatat 

sebesar  Rp138.995.814.195,00 maka untuk periode 
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yang berakhir 31 Desember 2011 naik sebesar 

Rp53.167.537.208,00  atau 38,25 %. 

g. Dana Alokasi Umum 

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp209.909.442.000,00. Pada tahun 2010 Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta tidak memperoleh DAU dari 

Pemerintah Pusat.  

h. Dana Penyesuaian 

Realisasi Dana Penyesuaian untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp1.313.254.447.360,00. Apabila dibandingkan 

dengan periode tahun 2010 tercatat sebesar 

Rp515.460.978.000,00 maka untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 naik sebesar 

Rp797.793.469.360,00 atau 154,77 %. 

i. Pendapatan Hibah 

Realisasi Pendapatan Hibah untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp8.410.777.790,00.  Pendapatan hibah ini diperoleh 

dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan Mass Rapid 

Transit  sebesar Rp6.780.777.790,00 sesuai dengan 

Naskah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH) Nomor 

NPPH-001/PK/2009 tanggal 25 Maret 2009. Dan untuk 

peningkatan akses pelayanan sanitasi melalui kegiatan 

percontohan pembangunan saluran air limbah sebesar 

Rp1.630.000.000,00 sesuai dengan Naskah Perjanjian 

Penerusan Hibah (NPPH) Nomor NPPH-

097/PK.4/2010 tanggal 23 September 2010. Pada 

tahun 2010 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak 

memperoleh pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat. 
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Pendapatan hibah tersebut belum termasuk hibah aset 

tetap sebesar  Rp11.123.663.450,00 berupa: 

1) Peralatan dan Mesin Rp     10.453.435.650,00 

2) Gedung dan Bangunan         Rp          670.227.800,00 

2. Arus Kas Keluar 

a. Belanja Pegawai 

Belanja Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah 

pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta, untuk membiayai belanja pegawai 

pada periode yang berakhir 31 Desember 2011.  

Besarnya Belanja Pegawai sampai dengan 31 

Desember 2011 sebesar Rp9.895.560.039.177,00 

sebagaimana dijelaskan dalam CaLK Nomor 

5.1.2.1.1.1.a. Apabila dibandingkan dengan periode 

tahun 2010 tercatat sebesar Rp8.537.848.251.424,00 

maka untuk periode yang berakhir 31 Desember 2011 

naik sebesar Rp1.357.711.787.753,00 atau 15,90 %. 

b. Belanja Barang dan Jasa 

Belanja Barang dan Jasa menunjukkan nilai rupiah 

pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk membiayai 

seluruh belanja, baik untuk kepentingan aparatur 

maupun pelayanan publik pada periode yang berakhir                  

31 Desember 2011. Besarnya Belanja Barang dan 

Jasa sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar 

Rp8.341.831.218.443,00 sebagaimana dijelaskan 

dalam CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.b. Apabila 

dibandingkan dengan periode tahun 2010 tercatat 

sebesar Rp7.312.154.901.037,00 maka untuk periode 

yang berakhir 31 Desember 2011 naik sebesar 

Rp1.029.676.317.406,00 atau  14,08%. 
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c. Belanja  Bunga 

Belanja Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas 

yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga pada 

periode yang berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp4.353.524.981,00 sebagaimana dijelaskan dalam 

CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.c. Apabila dibandingkan 

dengan periode tahun 2010 tercatat sebesar 

Rp7.421.194.046,00 maka untuk periode yang berakhir 

31 Desember 2011 turun sebesar Rp3.067,669.065,00 

atau 41,34%. 

d. Belanja Hibah  

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp825.595.987.217,00 sebagaimana dijelaskan dalam 

CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.d. Apabila dibandingkan 

dengan periode tahun 2010 tercatat sebesar 

Rp423.468.762.400,00 maka untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 naik sebesar 

Rp402.127.224.817,00 atau 94,96%. 

e. Belanja Bantuan Sosial 

Belanja Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah 

pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan 

bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga 

pada periode yang berakhir 31 Desember 2011. 

Belanja Bantuan Sosial sampai dengan periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp38.587.205.558,00 sebagaimana dijelaskan dalam 

CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.e. Apabila dibandingkan 

dengan periode tahun 2010 tercatat sebesar 

Rp27.517.450.000,00 maka untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 naik sebesar 

Rp11.069.755.558,00 atau 40,23%. 
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f. Belanja Bantuan Keuangan 

Belanja Bantuan Keuangan menunjukkan nilai rupiah 

pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan 

bantuan keuangan atau sejenisnya. Sampai dengan 

periode yang berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp1.338.583.170,00 sebagaimana dijelaskan dalam 

CaLK Nomor 5.1.2.1.1.1.f. Apabila dibandingkan 

dengan periode tahun 2010 tercatat sebesar 

Rp1.338.583.230,00 maka untuk periode yang berakhir 

31 Desember 2011 turun sebesar Rp60,00. 

5.1.7.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan 

mencerminkan kemampuan dalam menghasilkan kas yang 

cukup untuk membiayai aktivitas investasi Pemerintah Daerah 

dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, 

sehubungan dengan perolehan dan pelepasan sumber daya 

ekonomi, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung 

pelayanan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan 

datang.  

Berdasarkan data Arus Kas Tahun 2010, Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta meningkatkan sarana dan 

prasarana  pelayanan  kepada  masyarakat yaitu ditunjukkan 

oleh pengadaan Belanja Modal sebesar 

Rp5.243.146.696.798,00 dan penjualan aset sebesar 

Rp14.321.189.973,00. Sedangkan pada periode yang berakhir 

31 Desember 2011 realisasi belanja modal sebesar 

Rp7.316.333.334.751,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 

Nomor 5.1.2.1.1.2 dan penjualan aset sebesar  

Rp7.978.292.967,00 sebagaimana dijelaskan dalam CaLK 

Nomor 5.1.1.1.4.1. 

Kemampuan mencapai Arus kas investasi sejalan dengan 

program prioritas dan indikator kinerja yang telah ditetapkan 
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untuk Tahun Anggaran 2011. Arus Kas Aktivitas Investasi 

terdiri atas (1) Arus Kas Masuk: Penjualan Aset Tetap dan Aset 

Lainnya (2) Arus Kas Keluar: Perolehan Aset Tetap. Secara 

rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Investasi selama Tahun 

2010 dan periode yang berakhir 31 Desember 2011, sebagai 

berikut: 

1. Arus Kas Masuk 

Arus Kas Masuk berasal dari Penjualan Aset Tetap dan 

Penjualan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

kepada pihak ketiga. Selama periode Tahun 2010 dan 2011 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

melakukan Penjualan Aset Tetap dan Penjualan Aset 

Lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas masuk ke Kas 

Daerah Tahun Anggaran 2010 Rp14.321.189.973,00. 

Sedangkan periode yang berakhir 31 Desember 2011 

sebesar Rp7.978.292.967,00. 

2. Arus Keluar Kas 

Arus Kas Keluar berasal dari Perolehan Aset Tetap 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membiayai belanja 

aktivitas fisik yang bersifat menambah aset dan akan 

menambah aset tetap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Belanja Modal tahun 2010 sebesar Rp5.243.146.696.798,00, 

sedangkan pada periode yang berakhir 31 Desember 2011 

Belanja Modal sebesar Rp7.316.333.334.751,00. 

5.1.7.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan 

Arus Kas Aktivitas Pembiayaan mencerminkan kemampuan 

dalam menghasilkan kas yang cukup, untuk membiayai 

aktivitas Pembiayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

menjalankan penyelenggaraan pemerintahan sehubungan 

dengan defisit/surplus anggaran. Informasi Arus Kas dari 

Aktivitas Pembiayaan bertujuan untuk memprediksi klaim 
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pihak ketiga yang terkait terhadap Arus Kas Pemerintah 

Daerah di masa akan datang.  

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan terdiri atas (1) Arus Kas 

Masuk; Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Transfer dari 

Dana Cadangan, Penjualan Aset yang Dipisahkan, 

Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang 

Tahun Lalu, Penerimaan Belanja dibayar dimuka (Sisa UUDP 

Tahun Lalu)  dan (2) Arus Kas Keluar; Pembayaran Pinjaman 

dan Obligasi, Transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal 

dan Penerimaan Pinjaman, Belanja dibayar dimuka (Sisa 

Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran Tahun 

Sekarang). Secara rinci nilai rupiah Arus Kas Aktivitas 

Pembiayaan selama periode yang berakhir 31 Desember 

2011 sebagai berikut. 

1.  Arus Kas Masuk 

a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2011, 

tidak terdapat arus kas masuk yang berasal dari 

aktivitas penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

b. Belanja dibayar dimuka (Sisa Uang Persediaan 

Tahun Lalu) 

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2011, 

realisasi belanja dibayar dimuka (Sisa UUDP Tahun 

Lalu) sebesar Rp39.372.286.912,00 dan pada Tahun 

Anggaran 2010 adalah sebesar Rp63.092.347.377,00. 

2. Arus Kas Keluar 

a. Pembentukan Dana Cadangan 

Sebagaimana telah diungkapkan pada Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah, penerimaan bunga deposito 

yang diperoleh dari Dana Cadangan Periode                      

1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 293 

 

 

sebesar Rp54.556.325.705,00 dicatat sebagai 

penerimaan Lain-lain PAD dan dikeluarkan sebagai 

Pengeluaran Pembiayaan pada pos Pembentukan 

Dana Cadangan (menambah Pokok Dana Cadangan). 

b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Penyertaan Modal menunjukkan nilai rupiah 

pengeluaran kas untuk Penyertaan Modal Pemda pada 

BUMD, PT Patungan, Badan Pengelola (BP), Yayasan. 

Pada tahun 2010 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

melakukan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada 

PT Patungan sebesar Rp80.912.965.000,00. 

Sedangkan untuk periode yang berakhir                             

31 Desember 2011, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

melakukan Penyertaan Modal Pemerintah sebesar 

Rp136.780.777.790,00 dengan rincian : 

1) PT Mass Rapid Transit Jakarta   Rp  36.780.777.790,00 

2) PT Jakarta Propertindo      Rp100.000.000.000,00 

c. Pembayaran  Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi 

Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi 

menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang 

diakibatkan untuk Pembayaran Utang Pokok 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Lembaga-

Lembaga Keuangan. Realisasi Utang Pokok Pinjaman 

sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar 

Rp24.683.619.364,00. Sedangkan Realisasi Utang 

Pokok Pinjaman sampai dengan 31 Desember 2011 

sebesar Rp11.227.980.606,00, sebagaimana disajikan 

pada tabel  5.32. 
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TABEL 5.32 

Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman 

Per 31 Desember 2011 

 

No Uraian 

Pembayaran 

s.d 31 Desember 
2011 

(Rp) 

Pembayaran 

Tahun 2010 

(Rp) 

1. IBRD 3219 SLA – 529  0,00 1.411.924.907,00 

2. IBRD 3219 IND SLA – 529 0,00 1.411.924.907,00 

3. IBRD 3246 SLA – 538  0,00 5.315.894.472,00 

4. IBRD 3246 IND SLA – 538  0,00 5.315.894.472,00 

5. OECF IP – 346 SLA – 614 1.001.335.012,00 1.001.335.012,00 

6. OECF IP – 346 SLA – 614 1.001.335.012,00 1.001.335.012,00 

7. OECF IP - 365 SLA – 650             528.010.880,00 528.010.880,00 

8. OECF IP - 365 SLA – 650             528.010.880,00 528.010.880,00 

9. OECF IP – 414 SLA – 876 4.084.644.411,00 4.084.644.411,00 

10. OECF IP – 414 SLA – 876 4.084.644.411,00 4.084.644.411,00 

 Jumlah 11.227.980.606,00 24.683.619.364,00 

d. Pembayaran Utang Pihak Ketiga 

Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga  

menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang 

diakibatkan untuk Pembayaran Utang Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta kepada pihak ketiga selama 

periode yang berakhir 31 Desember 2011. Pembayaran 

Utang Kepada Pihak Ketiga yang dilakukan Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2010 sebesar 

Rp24.295.092.565,00 dan pembayaran utang 

Tunjangan Kesra dan TPP sebesar 

Rp3.477.962.500,00. Sedangkan pada periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp120.985.101.023,00 dan pembayaran utang 

Tunjangan Kesra dan TPP sebesar 

Rp1.346.657.473,00. 

 



 

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2011   Bab V hal 295 

 

 

e. Pemberian Pinjaman Daerah 

Pemberian Pinjaman Daerah untuk periode yang 

berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp4.324.522.622,00 merupakan pemberian pinjaman 

yang berasal dari hasil pengelolaan dana bergulir 

(PPMK) yang digulirkan kembali kepada masyarakat 

dan pada tahun 2010 sebesar Rp127.000.000.000,00. 

f. Belanja Dibayar Dimuka 

Tahun Anggaran 2010 realisasi Belanja Dibayar 

Dimuka atau sisa kas di Bendahara Pengeluaran 

sebesar Rp39.372.286.912,00. Sedangkan pada 

periode yang berakhir 31 Desember 2011 sebesar 

Rp55.332.917.932,00. 

5.1.7.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran 

1. Penerimaan dan Pengeluaran Uang Jaminan  

Penerimaan Uang Jaminan pada periode yang berakhir       

31 Desember 2011 sebesar Rp995.484.806,00 dan pada 

Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.105.302.300,00. 

Pada tahun 2011 tidak terdapat pengeluaran uang jaminan, 

sedangkan pada tahun anggaran 2010 terdapat pengeluaran 

uang jaminan sebesar Rp130.595.575,00. 

2. Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Giro Rekening Kas 

Non Anggaran 

Pada periode yang berakhir 31 Desember 2011 terdapat 

penerimaan jasa giro Kas Non Anggaran sebesar 

Rp323.165.720,00 dan pengeluaran transfer ke rekening kas 

daerah sebesar Rp323.165.720,00. Sedangkan pada Tahun 

Anggaran 2010 terdapat penerimaan dari jasa giro Kas Non 

Anggaran sebesar Rp383.959.483,00 dan pengeluaran 

transfer ke rekening kas daerah sebesar Rp957.919.569,00. 
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3. Penerimaan dan Pengeluaran PFK  

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2011 jumlah 

penerimaan dan pengeluaran PFK masing-masing sebesar 

Rp1.759.665.947.862,00 dan Rp1.849.363.370.620,00 

sebagaimana disajikan pada tabel  5.33. Sedangkan pada 

tahun 2010 jumlah penerimaan dan pengeluaran PFK 

masing-masing sebesar Rp1.551.588.252.577,00 dan 

sebesar Rp1.485.317.810.824,00. 

TABEL 5.33 

Perhitungan Pihak Ketiga 

Per 31 Desember 2011 
                    (dalam rupiah)  

No Jenis Potongan 
Penerimaan PFK 

per 31 Desember 2011 
Pengeluaran PFK 

Per 31 Desember 2011 

1. PPN           831.629.596.338,00   862.896.996.484,00 

2. PPh Pasal 21         433.102.064.822,00  460.804.492.649,00 

3. PPh Pasal 22          39.056.741.506,00 39.955.946.296,00 

4. PPh Pasal 23         33.685.972.163,00 66.110.532.861,00 

5. PPh Pasal 4 ayat 2 125.511.222.848,00 121.131.874.251,00 

6. Jamsostek           6.106.066.194,00   7.162.106.194,00 

7. Asuransi 16.359.800.000,00 17.086.937.894,00 

8. Dana Pensiun            126.732.930.662,00 126.732.930.662,00 

9. Askes 53.361.283.921,00 53.361.283.921,00 

10. Tabungan Hari Tua            86.711.777.408,00            86.711.777.408,00 

11. Taperum            7.408.492.000,00            7.408.492.000,00 

 Jumlah      1.759.665.947.862,00     1.849.363.370.620,00  

4.1.7.5  Kenaikan (Penurunan) Kas  

Selama Tahun Anggaran 2010 terjadi kenaikan kas bersih 

sebesar Rp1.172.150.344.688,05 sedangkan pada periode 

yang berakhir 31 Desember 2011 terjadi kenaikan sebesar 

Rp1.454.759.903.406,82. Saldo awal kas di BUD tahun 2011 

sebesar Rp 5.149.410.691.628,38, sehingga atas kenaikan 

yang terjadi maka saldo akhir kas di BUD/Kas Daerah per       

31 Desember 2011 menjadi sebesar Rp6.604.170.595.035,20. 
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BAB VI 

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI  

NON KEUANGAN 

 

 

Informasi Non Keuangan yang dapat dijelaskan pada bagian ini antara lain 

adalah : 

a. Domisili dan Bentuk Hukum serta Yurisdiksi 

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 

Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 30 juli 2007 dalam lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, sebagai pengganti 

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi 

Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, maka kedudukan 

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom 

tingkat provinsi. 

Provinsi DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 

(tujuh) meter di atas permukaan laut, luas wilayah adalah 7.659,02 km² terdiri 

dari darat seluas 661,52 km² termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu dan 

luas lautan 6.997,50 km².  Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah 

Kotamadya dan 1 Kabupaten Administratif yaitu Kodya Jakarta Pusat, Jakarta 

Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten 

Administratif Kepulauan Seribu. Di sebelah utara kota Jakarta membentang 

pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang  ± 35 km, yang menjadi 

bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Batas wilayah Provinsi DKI 

Jakarta, di sebelah utara Laut jawa, sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi 

dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan dengan Kota Depok 

Provinsi Jawa Barat dan sebelah Barat dengan Kabupaten Tangerang dan 

Kota Tangerang Provinsi Banten.  

Bentuk Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta adalah Otonomi yang diletakkan 

pada tingkat provinsi, adapun penyelenggaraan pemerintahannya 
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dilaksanakan menurut azas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan 

dan kekhususan sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Bentuk Kekhususan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga diatur dalam Pasal 

32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa: 

1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena 

kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, 

diatur dengan Undang-Undang tersendiri. 

2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus 

sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak 

dibentuk daerah yang berstatus otonom. 

b. Penjelasan mengenai sifat operasi dan kegiatan Pokok  

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas 

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan 

desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang 

didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan 

pemerintahan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan pelaksanaan 

pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan 

urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 

Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21  Tahun 2011 dan ditindaklanjuti dengan Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012. Selain bertugas 

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta juga memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan tugas umum 

Pemerintahan.  
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Dalam hal ini, yang menjadi Urusan Wajib mencakup: 

1) Pendidikan; 

2) Kesehatan; 

3) Pekerjaan Umum; 

4) Perumahan Rakyat; 

5) Penataan Ruang; 

6) Perencanaan Pembangunan; 

7) Perhubungan; 

8) Lingkungan Hidup; 

9) Pertanahan; 

10) Kependudukan dan Catatan Sipil; 

11) Pemberdayaan Perempuan; 

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 

13) Sosial; 

14) Ketenaga Kerjaan; 

15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 

16) Penanaman Modal; 

17) Kebudayaan; 

18) Pemuda dan Olahraga; 

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 

20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah; 

21) Ketahanan Pangan; 

22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

23) Statistik; 

24) Kearsipan; 

25) Perpustakaan; 

26) Komunikasi dan Informatika. 

 

Selanjutnya yang menjadi Urusan Pilihan mencakup : 

1) Pariwisata; 

2) Perikanan, Kelautan dan Peternakan; 

3) Perdagangan; 

4) Industri; 

5) Energi. 
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c. Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi Kegiatan Operasional 

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 

Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaannya seperti 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, 

dalam rangka melaksanakan Kebijakan Pemerintah Daerah telah ditetapkan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2007-2012, yang telah 

diundangkan pada tanggal 26 Februari 2008 dalam Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 1, yang 

bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah 

melalui langkah-langkah seperti, 1) mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan; 2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi 

antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat; 3) menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan; 4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan 5) 

menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif 

berkeadilan dan berkelanjutan. 

Dari tujuan tersebut, berdasarkan kondisi dan tantangan yang akan dihadapi 

serta memperhitungkan modal dasar, maka Visi dan Misi Pembangunan 

2007-2012 yaitu : 

1) Visi; 

Visi Pembangunan 2007-2012 adalah ”JAKARTA YANG NYAMAN DAN 

SEJAHTERA UNTUK SEMUA”. 

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah Jakarta sebuah kota yang bisa 

menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika 

pemerintah dan masyarakat sepakat untuk secara optimal menjawab 

tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi 

dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. 
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Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan. Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata 

kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu 

memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia. 

2) Misi; 

Misi adalah untuk mewujudkan visi, oleh karena itu misi pembangunan 

2007-2012 adalah sebagai berikut. 

a) Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan 

kaidah-kaidah ”Good Governance”; 

b) Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima; 

c) Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada 

masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan 

mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan; 

d) Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, 

dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan; 

e) Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam 

mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan.  

 

Untuk melaksanakan Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta , dituangkan melalui kebijakan yaitu: 

1) Kebijakan Pemerintah Daerah. 

Kebijakan Pemerintah Daerah tertuang dalam Rencana Strategi 

Kebijakan Pemerintah Daerah dan Rencana Program Pembangunan 

Daerah. 

Rencana Strategi Pembangunan Daerah antara lain : 

a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota; 

b) Mengembangkan jejaring kerjasama nasional, regional dan 

internasional; 

c) Menerapkan sistem manajemen mutu pada setiap layanan publik; 
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d) Membangun, meningkatkan dan memelihara semua infrastruktur 

ekonomi/ sosial kota yang strategis; 

e) Meningkatkan efisiensi dan kinerja belanja, diversifikasi dan 

optimalisasi pendapatan daerah, kemampuan pembiayaan daerah 

dan kemitraan strategis pemerintah dengan swasta; 

f) Membentuk birokrasi yang efektif; 

g) Menjamin akses layanan publik untuk keluarga miskin; 

h) Menetapkan kinerja dan menuangkan dalam bentuk performance 

agreement contract antara pimpinan dan bawahan secara 

berjenjang. 

 

Rencana Program Pembangunan Daerah antara lain : 

a) Program dedicated, yaitu seperti pengendalian banjir, 

pembangunan perhubungan dan transportasi, penanggulangan 

polusi, peningkatan kualitas kebutuhan dasar masyarakat, 

pengembangan budaya keragaman, penerapan kaidah ”good 

governence” dan pengelolaan bencana. 

b) Program menurut urusan pemerintahan yaitu urusan wajib dan 

urusan pilihan. 

c) Program Kewilayahan yaitu kerjasama wilayah Jabodetabekjur, 

program kerjasama provinsi se Jawa-Bali, pengembangan 

kawasan, implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

 

2) Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2010 pelaksanaannya  mengacu 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21. 
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Kriteria umum dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu 

menjadi perhatian antara lain : 

a) Pemahaman standar pelayanan publik minimal di daerah; 

b) Peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah; 

c) Keseimbangan anggaran, terkait dengan batas defisit anggaran dan 

batas pinjaman/utang; 

d) Netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap 

perkembangan ekonomi daerah maupun nasional; 

e) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi masyarakat. 

Dari kriteria umum tersebut, ditetapkan mengenai kebijakan 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yaitu: 

1) Kebijakan Pendapatan Daerah 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pengelompokan Pendapatan Daerah 

Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi : 

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:  

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. 

b) Dana Perimbangan, terdiri dari:  

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum 

dan Dana Alokasi Khusus. 

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah : 

     Secara umum, kebijakan pendapatan daerah meliputi : 

a) Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang 

bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana 

Perimbangan; 

b) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan; 
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c) Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi 

dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional 

dan proporsional. 

2) Kebijakan Belanja Daerah 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011, pengelompokan belanja daerah terbagi menjadi : 

a) Belanja daerah menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari; belanja 

operasi (belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah 

dan bantuan sosial), belanja modal dan belanja tak terduga; 

b) Klasifikasi belanja menurut urusan terdiri dari; urusan wajib, 

urusan pilihan, dan menurut urusan pemerintahan; 

c) Klasifikasi belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja 

tidak langsung dan belanja langsung. 

Arah kebijakan belanja daerah antara lain : 

a) Menitikberatkan pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sesuai 

dengan prioritas Pembangunan Daerah; 

b) Menjalankan participatory program and budgeting untuk isu-isu 

yang dominan antara lain: pendidikan, kesehatan, dan 

transportasi, serta masalah banjir dan polusi; 

c) Melakukan efisiensi belanja; 

d) Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran/target kinerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang harus dicapai 

setiap tahunnya (perfomance-based budgeting). 

e) Memperjelas kerangka regulasi untuk setiap penetapan jenis 

belanja dan pagu alokasi dari setiap SKPD; 
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f) Meningkatkan proporsi alokasi belanja pada tingkat Kotamadya, 

Kecamatan, Kelurahan dan UPT; 

g) Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang 

langsung menyentuh kepentingan masyarakat. 

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan daerah yang 

dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah 

dan Belanja Daerah, yang terdiri dari sumber penerimaan daerah 

dan pengeluaran daerah. 

 

d. Kerjasama Antar Daerah 

Kerjasama antar daerah merupakan amanat undang-undang dan juga 

tuntutan kebutuhan, akibat tidak semua sumber daya dapat diperoleh dari 

daerah sendiri. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah lama menjalin 

kerjasama antar daerah (dalam negeri) maupun antar kota/sister cities (kota 

di luar negeri) untuk berbagai keperluan dalam segala bidang. 

1) Kerjasama Antar Daerah (Dalam Negeri) 

Kerjasama antar daerah meliputi beberapa bidang, antara lain 

pemeliharaan situ di Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, 

Bekasi, Cianjur), Pendidikan dan Kesehatan, Manajemen Sampah, 

Kependudukan, Sosial dan Lingkungan Hidup, Perindustrian, Pertanian, 

Pariwisata, Perikanan, Kehutanan, Transmigrasi, Perdagangan, 

Perhubungan dan Pemerintahan. 

2) Kerjasama Antar Kota (Luar Negeri) 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menandatangani Memorandum of 

Understanding (MoU) dengan 15 kota diseluruh dunia yaitu Jeddah, Seoul, 

Islamabad, Rotterdam, Tokyo, Los Angeles, Casablanca, Beijing, Berlin, 

Arkansas, New South Wales, Paris, Bangkok, Hanoi dan Istambul. Selain 

itu telah pula ditandatangani Letter of Intent (LoI) Kyiv, Athena, Kwazulu 

Natal, Maputo dan Tripoli. Perjanjian kerjasama ini ada yang masih aktif 

adapula yang sudah tidak aktif.   
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e. Pemekaran dan Pengembangan  Wilayah Provinsi DKI Jakarta 

Perlunya keterpaduan tata ruang wilayah selain karena amanat undang-

undang, juga karena adanya kesadaran dan kebutuhan bahwa suatu daerah 

tidak bisa berkembang secara sendiri, terutama bila terdapat urusan-urusan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang secara nyata saling 

berhubungan dengan daerah lain, seperti tata air (sistem drainase),  jalan, 

perumahan, kehutanan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks 

yang lebih luas, maka kesatuan tata ruang wilayah antar daerah sebagai 

salah satu wujud nyata implementasi Negara Kesatuan.  

Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek  yang pertama kali 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 1993 

tanggal 8 Oktober  1993, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 15 Maret 2006, yang kini telah 

berkembang menjadi Jabodetabekjur, dapat dijadikan potensi untuk 

pengembangan konsep Megapolitan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Laporan Keuangan Tahun 2011, disajikan dengan berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, 

teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 

2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2011 

merupakan tahun keempat dimana SKPD harus menyusun Laporan Keuangan 

berupa Realisasi Anggaran, Neraca SKPD, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Gubernur melalui 

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.  

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah 

Tahun 2011 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk keempat kali penyusunannya 

dilaksanakan dengan cara konsolidasian. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 merupakan konsolidasian dari 

Laporan Keuangan SKPD-SKPD selaku entitas akuntansi sebanyak 727 

SKPD/UKPD dan selanjutnya menjadi 46 entitas akuntansi penggabungan. 

Laporan Keuangan SKPD merupakan gabungan dari UKPD dibawahnya. 

Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Kota Administrasi/Kabupaten  merupakan 

gabungan dari Kecamatan-Kecamatan dan Kelurahan, Suku Dinas-Suku Dinas 

Unit Pelayanan Teknis menginduk pada Dinas-Dinas, sedangkan untuk Dinas 

Kesehatan selain menggabungkan laporan keuangan Suku Dinas-Suku Dinas 
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juga Laporan Keuangan BLUD Puskesmas, untuk Laporan Keuangan Biro-Biro 

menginduk pada SKPD Sekretaris Daerah. Hal ini diatur dalam Keputusan 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1284 Tahun 2011 tentang Entitas 

Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta. 

Pencapaian target keuangan Tahun Anggaran 2011 didasarkan pada target 

pendapatan pada Perubahan Anggaran Tahun 2011 sebesar 

Rp26.845.693.060.531,00. Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 

2011 sebesar Rp28.297.361.482.869,82 atau 105,41%, melebihi target sebesar 

Rp1.451.668.422.338,82 atau 5,41%. Disisi lain capaian anggaran belanja 

setelah perubahan di Tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp30.922.361.719.302,38.  

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar 

Rp26.423.599.893.297,00 atau 85,45%, sisa anggaran yang tidak dapat diserap 

sebesar Rp4.498.761.826.005,38 atau 14,55%. Dari kondisi tersebut dapat 

digambarkan bahwa di tahun 2011 terjadi surplus sebesar 

Rp1.873.761.589.572,82, surplus ini disebabkan realisasi pendapatan yang 

ditargetkan lebih besar dibandingkan dengan realisasi belanja. Sedangkan 

pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar 

Rp4.911.196.018.129,38 terealisasi Rp4.926.078.266.154,38 atau 100,30%. 

Pengeluaran pembiayaan dianggarkan setelah perubahan sebesar 

Rp834.527.359.358,00 terealisasi sebesar Rp329.221.365.219,00 atau 39,45%. 

Perhitungan SiLPA Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar 

Rp6.470.618.490.508,20 dikarenakan Realisasi Pendapatan Daerah lebih besar 

dari Realisasi Belanja sebesar Rp1.873.761.589.572,82 dan selisih pembiayaan 

neto sebesar Rp4.596.856.900.935,38. 

 

  





Lampiran 1

No. NAMA SKPD/UKPD
Sisa Pengisian Uang 

Persediaan

Jasa Giro di SKPD 

yang Belum Disetor

Pajak di SKPD yang 

Belum Disetor

Jumlah                                 

      Kas di Bendahara 

Pengeluaran

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

1  SEKRETARIAT DAERAH 410.770.421                        -                           3.976.811                      414.747.232                  

2  BIRO UMUM 3.006.735                            -                           -                                 3.006.735                      

3  BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP 91.399.275                          -                           -                                 91.399.275                    

4  Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 110.901.300                        -                           17.774.884                    128.676.184                  

5  DINAS PEKERJAAN UMUM -                                       -                           39.865.255                    39.865.255                    

6  Sudin PU Tata Air - JAKPUS -                                       -                           979.625                         979.625                         

7  Sudin PU Jalan - JAKTIM 270.000                               -                           -                                 270.000                         

8  Sudin Pekerjaan Umum - Kep. Seribu -                                       -                           3.648.321                      3.648.321                      

9  Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL 16.700.000                          -                           -                                 16.700.000                    

10  Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep.Seribu 3.670.424                            -                           -                                 3.670.424                      

11  DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 43.264.295.525                   -                           6.532.035.201               49.796.330.726             

12  Sudin Pemakaman - JAKPUS -                                       -                           12.445.527                    12.445.527                    

13  Sudin Pemakaman - JAKUT -                                       -                           4.548.053                      4.548.053                      

14  Sudin Pertamanan - JAKSEL -                                       -                           15.501.817                    15.501.817                    

15  Sudin Pertamanan - JAKTIM 5.418.487                            -                           -                                 5.418.487                      

16  DINAS PERHUBUNGAN 8.294.088.877                     -                           431.385.926                  8.725.474.803               

17  BLUD Transjakarta Busway -                                       -                           253.835.343                  253.835.343                  

18  Sudin Perhubungan - JAKPUS -                                       -                           522.540                         522.540                         

19  Sudin Perhubungan - JAKSEL -                                       -                           248.500                         248.500                         

20  BLUD RS Kepulauan Seribu 30.000.000                          -                           6.055.700                      36.055.700                    

21  BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta 500.000                               -                           -                                 500.000                         

22  BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS 482.194.025                        -                           10.859.034                    493.053.059                  

23  BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR -                                       -                           2.225.455                      2.225.455                      

24  BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 14.297.190                          -                           4.703.175                      19.000.365                    

25  BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL 450.000.000                        -                           -                                 450.000.000                  

26  BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM -                                       -                           164.622                         164.622                         

27  Sudin Kesehatan - JAKPUS 160.593.137                        -                           -                                 160.593.137                  

28  Sudin Kesehatan - JAKTIM 68.869.000                          -                           -                                 68.869.000                    

29  DINAS PENDIDIKAN -                                       -                           31.978.694                    31.978.694                    

30  BP3LS -                                       -                           731.818                         731.818                         

31  Sudin Pendidikan Menengah  - JAKPUS 6.268.000                            -                           -                                 6.268.000                      

32  Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL 260.345                               -                           -                                 260.345                         

33  Gelanggang Olahraga Ragunan 5.000                                   -                           -                                 5.000                             

34  Gelanggang Remaja Jakarta Selatan -                                       -                           14.773.382                    14.773.382                    

35  Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL 6.936.400                            -                           -                                 6.936.400                      

36  Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM 351.959.000                        -                           -                                 351.959.000                  

37
 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta 

Permukiman Pulogadung -                                       229.459                   -                                 229.459                         

38  Satpol PP - JAKSEL 500.000                               -                           -                                 500.000                         

39  UPT Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan 8.750.000                            -                           -                                 8.750.000                      

40
 UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil 

Hutan -                                       -                           137.500                         137.500                         

41  UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan 20.000                                 -                           -                                 20.000                           

42  UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hasil Hutan 
30.933.650                          -                           -                                 30.933.650                    

43  Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKTIM 115.732.777                        -                           -                                 115.732.777                  

44  UPT Balai Tekstil 474.500                               -                           10.032.245                    10.506.745                    

45  Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT 1.824.800                            -                           -                                 1.824.800                      

46  Sudin Pelayanan Pajak I - JAKTIM 9.949.970                            -                           -                                 9.949.970                      

47  DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 367.630.406                        -                           -                                 367.630.406                  

48  Sudin Kebersihan - JAKSEL 200                                      -                           1.746.391                      1.746.591                      

49  UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisataan 100                                      -                           -                                 100                                

50  Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu 400                                      -                           -                                 400                                

51  BLKD Jakarta Barat 10.070                                 -                           -                                 10.070                           

52  BLKD Jakarta Selatan 1.393.000                            -                           2.763.937                      4.156.937                      

53  Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) -                                       -                           95.336.165                    95.336.165                    

54  Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Kep.Seribu -                                       -                           8.614.600                      8.614.600                      

55  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKPUS 100                                      -                           858.697                         858.797                         

56  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKUT -                                       -                           149.864                         149.864                         

57  Kota Administrasi Jakarta Pusat 600.000                               -                           -                                 600.000                         

58  Kecamatan Menteng - JAKPUS 22.788.403                          -                           41.042.591                    63.830.994                    

59  Kelurahan Menteng - JAKPUS 3.239.710                            -                           -                                 3.239.710                      

60  Kelurahan Cempaka Putih Timur - JAKPUS -                                       -                           1.415.822                      1.415.822                      

61  Kelurahan Petojo Utara - JAKPUS 21.517.999                          -                           -                                 21.517.999                    

62  Kecamatan Koja - JAKUT 3                                          -                           -                                 3                                    

63  Kelurahan Joglo - JAKBAR -                                       -                           84.853.373                    84.853.373                    
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Lampiran 1

No. NAMA SKPD/UKPD
Sisa Pengisian Uang 

Persediaan

Jasa Giro di SKPD 

yang Belum Disetor

Pajak di SKPD yang 

Belum Disetor

Jumlah                                 

      Kas di Bendahara 

Pengeluaran

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

64  Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR 45.686.550                          -                           23.588.121                    69.274.671                    

65  Kelurahan Kedaung Kali Angke - JAKBAR 2.705.985                            -                           12.726.510                    15.432.495                    

66  Kelurahan Pegadungan - JAKBAR 198.500                               -                           -                                 198.500                         

67  Kelurahan Grogol - JAKBAR 2.259.250                            -                           -                                 2.259.250                      

68  Kecamatan Palmerah - JAKBAR -                                       -                           643.425                         643.425                         

69  Kelurahan Kemanggisan - JAKBAR 3.008                                   -                           -                                 3.008                             

70  Kelurahan Kota Bambu Utara - JAKBAR 69.200                                 -                           -                                 69.200                           

71  Kelurahan Tambora - JAKBAR 28.053.877                          -                           -                                 28.053.877                    

72  Kelurahan Pekojan - JAKBAR 15.640.350                          -                           -                                 15.640.350                    

73  Kecamatan Pasar Minggu - JAKSEL 1.707.000                            -                           54.075                           1.761.075                      

74  Kelurahan Pejaten Timur - JAKSEL 23.918.000                          -                           -                                 23.918.000                    

75  Kelurahan Mampang Prapatan - JAKSEL 88.584.900                          -                           -                                 88.584.900                    

76  Kelurahan Pela Mampang - JAKSEL 138.471.095                        -                           -                                 138.471.095                  

77  Kelurahan Cipete Utara - JAKSEL -                                       -                           40.834.745                    40.834.745                    

78  Kelurahan Pasar Manggis - JAKSEL 308.100                               -                           -                                 308.100                         

79  Kelurahan Pondok Labu - JAKSEL -                                       -                           24.073.083                    24.073.083                    

80  Kelurahan Gedong - JAKTIM -                                       -                           50.367.637                    50.367.637                    

81  Kelurahan Bambu Apus - JAKTIM 100.000                               -                           -                                 100.000                         

82  Kecamatan Kramat Jati - JAKTIM 50                                        -                           -                                 50                                  

83  Kecamatan Jatinegara - JAKTIM 44.044.970                          -                           9.284.888                      53.329.858                    

84  Kelurahan Bali Mester - JAKTIM 57.617.960                          -                           51.256.212                    108.874.172                  

85  Kecamatan Matraman - JAKTIM 15.877.924                          -                           -                                 15.877.924                    

86  Kelurahan Pal Meriam - JAKTIM 291.300                               -                           -                                 291.300                         

87  Kelurahan Rawamangun - JAKTIM -                                       1.360.095                -                                 1.360.095                      

88  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu 504.064.484                        -                           130.773.233                  634.837.717                  

89  Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu 5.546.200                            -                           8.940.032                      14.486.232                    

55.332.917.932               1.589.554             7.987.752.829            63.322.260.315          SALDO KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN
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Lampiran 2

No. NAMA SKPD/UKPD
Pendapatan 

yang Belum Disetor

Kas BLUD

(Unit Swadana)

Pajak di BLUD 

yang Belum Disetor

Uang Muka Pasien 

RSUD

Jumlah Kas 

di Bendahara Penerimaan

1 2 3 4 5 8 6 = 3 + 4 + 5

1  DINAS PERHUBUNGAN 47.703.350             -                              -                                -                            47.703.350                          

2  BLUD Transjakarta Busway -                          319.446.917.669         1.515.333.013               -                            320.962.250.682                 

3  UPT Pengelola Perparkiran -                          20.913.600.134           -                                -                            20.913.600.134                   

4  BLUD RS Koja -                          14.792.557.943           6.065.411                     26.116.564                14.824.739.918                   

5  BLUD RS Tarakan -                          6.180.508.352             -                                83.683.381                6.264.191.733                     

6  BLUD RS Cengkareng -                          24.613.813.653           25.661.322                   78.695.889                24.718.170.864                   

7  BLUD RS Pasar Rebo -                          8.142.510.907             411.081.269                 93.529.784                8.647.121.960                     

8  BLUD RS Budhi Asih -                          4.792.138.440             -                                72.154.000                4.864.292.440                     

9  BLUD RS Duren Sawit -                          2.109.486.191             -                                6.450.000                  2.115.936.191                     

10  BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah -                          2.854.494.803             -                                -                            2.854.494.803                     

11  BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta -                          1.004.629.930             -                                -                            1.004.629.930                     

12  BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) -                          63.959.021                  -                                -                            63.959.021                          

13  BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS -                          1.249.306.425             -                                -                            1.249.306.425                     

14  BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS -                          980.667.365                -                                -                            980.667.365                        

15  BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS -                          600.598.765                -                                -                            600.598.765                        

16  BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS -                          770.149.086                -                                -                            770.149.086                        

17  BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS -                          791.496.380                -                                -                            791.496.380                        

18  BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS -                          813.853.513                -                                -                            813.853.513                        

19  BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS -                          155.380.384                -                                -                            155.380.384                        

20  BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS -                          395.713.860                -                                -                            395.713.860                        

21  BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT -                          313.133.076                -                                -                            313.133.076                        

22  BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT -                          1.364.978.868             -                                -                            1.364.978.868                     

23  BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT -                          1.689.651.780             -                                -                            1.689.651.780                     

24  BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT -                          1.077.074.392             -                                -                            1.077.074.392                     

25  BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT -                          306.005.738                -                                -                            306.005.738                        

26  BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT -                          499.214.490                -                                -                            499.214.490                        

27  BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR -                          648.905.979                -                                -                            648.905.979                        

28  BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR -                          297.749.754                -                                -                            297.749.754                        

29  BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR -                          938.379.668                -                                -                            938.379.668                        

30  BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR -                          209.509.184                -                                -                            209.509.184                        

31
 BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - 

JAKBAR -                          198.888.598                -                                -                            198.888.598                        

32  BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR -                          997.517.155                -                                -                            997.517.155                        

33  BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR -                          217.789.079                -                                -                            217.789.079                        

34  BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR -                          198.328.805                -                                -                            198.328.805                        

35
 BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - 

JAKSEL -                          218.809.555                -                                -                            218.809.555                        

36  BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL -                          497.470.607                -                                -                            497.470.607                        

37  BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL -                          2.063.327.767             -                                -                            2.063.327.767                     

38  BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL -                          656.703.141                -                                -                            656.703.141                        

39
 BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - 

JAKSEL -                          253.611.138                -                                -                            253.611.138                        

40  BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL -                          420.289.415                -                                -                            420.289.415                        

41  BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL 
-                          355.549.387                -                                -                            355.549.387                        

42  BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL -                          131.642.721                -                                -                            131.642.721                        

43  BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL -                          159.592.676                -                                -                            159.592.676                        

44  BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL -                          489.025.552                -                                -                            489.025.552                        

45  BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM -                          509.707.243                -                                -                            509.707.243                        

46  BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM -                          660.213.009                -                                -                            660.213.009                        

47  BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM -                          287.787.581                -                                -                            287.787.581                        

48  BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM -                          830.394.842                -                                -                            830.394.842                        

49  BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM -                          1.385.102.118             -                                -                            1.385.102.118                     

50  BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM -                          1.397.411.425             -                                -                            1.397.411.425                     

51  BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM -                          507.144.091                -                                -                            507.144.091                        

52  BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM -                          546.952.707                -                                -                            546.952.707                        

53  BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM -                          465.100.800                -                                -                            465.100.800                        

54  BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM -                          1.011.049.432             -                                -                            1.011.049.432                     

55
 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. 

Seribu -                          76.785.021                  -                                -                            76.785.021                          

56
 BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. 

Seribu -                          45.552.097                  -                                -                            45.552.097                          

57  Planetarium 7.693.000               -                              -                                -                            7.693.000                            

58  BLUD UPT Stadion Lebak Bulus -                          2.593.148.955             -                                -                            2.593.148.955                     

59  UPT Dana Bergulir -                          13.401.637.952           -                                -                            13.401.637.952                   

60
 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah serta Permukiman Pulogadung -                          12.556.146.796           -                                -                            12.556.146.796                   

61
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 

SIPIL 6.460.000               -                              -                                -                            6.460.000                            

62  UPT Taman Margasatwa Ragunan -                          7.620.202.092             -                                -                            7.620.202.092                     
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Lampiran 2

No. NAMA SKPD/UKPD
Pendapatan 

yang Belum Disetor

Kas BLUD

(Unit Swadana)

Pajak di BLUD 

yang Belum Disetor

Uang Muka Pasien 

RSUD

Jumlah Kas 

di Bendahara Penerimaan

1 2 3 4 5 8 6 = 3 + 4 + 5

63  DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 320.000                  -                              -                                -                            320.000                               

62.176.350          468.769.267.507     1.958.141.015           360.629.618           471.150.214.490             SALDO KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN
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Lampiran 3

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10

1 PKB 4.621.890.692,00              (30.626.400,00)                  2.424.912.546,00              -                                 3.987.276.400,00             2.419.991.000,00              -                                 1.567.285.400,00            3.733.637.146,00              

2 BBN-KB 597.996.010,00                 30.626.400,00                   409.170.800,00                 -                                 2.860.056.200,00             1.862.469.400,00              -                                 997.586.800,00               1.217.038.410,00              

3 HOTEL 23.182.554.706,00            (1,00)                                  3.508.243.236,00              5.320.677.177,22          8.885.194.038,25             6.374.763.882,00              210.671.896,00             2.299.758.260,25            16.653.392.552,00            

4 RESTORAN 106.059.414.268,00          -                                     15.419.422.421,90            3.031.182.633,70          44.952.750.446,75           23.229.414.281,55            2.201.854.919,00          19.521.481.246,20          107.130.290.458,00          

5 HIBURAN 52.251.294.236,00            -                                     11.411.544.835,58            2.718.164.068,00          21.458.431.353,00           14.973.318.271,25            870.753.683,00             5.614.359.398,75            43.735.944.732,00            

6 REKLAME 34.196.807.745,00            (1,00)                                  12.116.971.643,50            76.394.576,00               190.812.036.992,34         149.559.866.258,75          107.401.036,00             41.144.769.697,59          63.148.211.222,00            

7 PARKIR 4.417.373.344,00              -                                     1.445.616.260,00              385.843.722,00             5.222.849.219,19             4.212.295.771,75              261.299.198,00             749.254.249,44               3.335.167.612,00              

8 ABT 44.809.738.956,00            -                                     7.226.000.575,00              2.066.951,00                 74.720.021.991,60           57.764.265.247,00            -                                 16.955.756.744,60          54.537.428.175,00            

9 BPHTB -                                     -                                     -                                     -                                 26.015.504.234,00           1.146.209.704,00              -                                 24.869.294.530,00          24.869.294.530,00            

11.534.329.128,00 378.914.120.875,00 261.542.593.816,00 3.651.980.732,00 113.719.546.327,00 318.360.404.837,0053.961.882.318,00JUMLAH TOTAL 270.137.069.957,00                                        (2)
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Lampiran 4.1

Mulai Berakhir  Pokok  Denda 

Pokok per 31 

Des 2010 

(Audited)

Penambahan Pengurangan
Saldo Audited 

31-12-2011

Saldo Per 31-12-2010 

(Audited)
Penambahan Pengurangan

Saldo Audited 

31-12-2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 10+11-12 14 15 16  17 = 14+15-16 

1 Nireta Vista Creative 4.337.656.250     3-Oct-08 3-Sep-13 -                    -                    694.025.000           10-Mar-11 -                     694.025.000         694.025.000          -                              -                             694.025             694.025           -                         

2 Koppenda DKI Jakarta 150.000.000        31-Jan-08 30-Jan-13 -                    8.610.000          30.000.000             30-Jan-11 -                     27.500.000           27.500.000                 8.610.000                   9.750.000          18.360.000            

3 PT. Bank DKI 802.035.000        22-Feb-08 21-Feb-13 12.030.520        160.407.000           6-Mar-11 -                     160.407.000         160.407.000          -                              12.030.520                 12.030.520            

4 Happy Day Utama 580.000.000        23-Dec-08 22-Dec-13 -                    113.750             150.000.000           3-Jan-11 -                     150.000.000         150.000.000          -                              113.750                      1.500.000          1.463.750        150.000                 

Indonesia 8-Apr-11 -                              -                             -                         

8-Jul-11 -                              -                             -                         

7-Oct-11 -                              -                             -                         

5 Metro Penata Sarana 200.000.000        16-Jul-08 15-Jul-13 -                    -                    40.000.000             27-Aug-11 -                     40.000.000           40.000.000            -                              -                             -                         

6 PT. Bank DKI (Abdul Muis) 375.000.000        6-Jun-06 6-May-11 -                    -                    -                         - -                     -                              -                             -                         

7 Nusantara Sejahtera Raya 1.060.000.000     19-Aug-09 18-Aug-14 -                    -                    210.000.000           26-Aug-11 -                     210.000.000         210.000.000          -                              -                             5.040.000          3.990.000        1.050.000              

8 Yay. Mahatma Gading 750.000.000        24-Mar-06 23-Mar-11 -                    -                    -                         - -                     -                              -                             -                         

9 Yay. Masyarakat Olahraga 

Jakarta Utara

519.375.000        22-Dec-06 21-Dec-11 311.625.000      229.356.000      -                         - 311.625.000       103.875.000         103.875.000          311.625.000                229.356.000               151.553.625      135.349.125    245.560.500          

10 Yay. Jemaat Sungai Yordan 100.000.000        13-Nov-07 12-Nov-12 -                    -                    20.000.000             23-Nov-11 -                     20.000.000           20.000.000            -                              -                             320.000             320.000           -                         

11 Gereja Tiberias Indonesia 250.000.000        14-May-07 13-May-12 83.333.333        -                    50.000.000             2011 83.333.333         50.000.000           133.333.333                -                             -                         

12 Yay. Harapan Bangsa 320.000.000        5-Jun-07 4-Jun-12 -                    12.224.000        64.000.000             14-Jun-11 -                     64.000.000           64.000.000            -                              12.224.000                 12.224.000            

13 UD. Restu Ibu 84.556.394          5-Dec-08 4-Dec-13 -                    15.000               17.865.240             20-Dec-11 -                     17.865.240           17.865.240            -                              15.000                        900                   15.900                   

14 Yay. Pendidikan Elka 1.150.000.000     23/3/2008 22/3/2013 -                    14.030.000        230.000.000           1-Apr-11 -                     230.000.000         230.000.000          -                              14.030.000                 14.030.000            

15 Yay. Korpri Kodya Jakut 460.409.000        20-Oct-08 19-Oct-13 -                    10.995.025        97.276.000             28-Oct-11 -                     97.276.000           97.276.000            -                              10.995.025                 10.995.025            

16 Prima Indo Bahari 738.190.006        15-Jun-09 14-Jun-14 -                    21.931.883        147.137.948           10-Jul-11 -                     147.137.948         147.137.948          -                              21.931.883                 15.596.622        37.528.505            

17 Yay. The Gandhi Memorial 

International School

1.409.273.240     13-Jan-09 12-Jan-14 2.250.000          280.900.000           26-Jan-11 -                     578.654.200         578.654.200          -                              2.250.000                   65.449.700        64.887.900      2.811.800              

18 Prima Alto Sejahtera 2.367.579.043     3-Feb-10 3-Jan-15 -                    -                    445.200.000           17-Mar-11 -                     445.200.000         445.200.000          -                              -                             -                         

19 UD. Matahari Terbit 84.556.394          5-May-10 5-Apr-15 10.000.000        3.450.000          15.900.000             15-May-11 10.000.000         15.600.000           15.000.000            10.600.000                 3.450.000                   4.662.000          8.112.000              

20 Yay. Al Amanah Sunter 

Agung

164.000.000        1-Oct-09 1-Sep-14 55.000.000        -                    88.000.000             12-Jan-11 55.000.000         33.000.000           88.000.000            -                              -                             -                         

16-Jan-11

21 Yay. Pendidikan Karya Kasih 56.370.930          6-Jan-07 5-Jan-12 -                    -                    56.370.930             - -                     56.370.930           56.370.930            -                              -                             36.000               36.000             -                         

22 PT Pembangunan Jaya Ancol 1.183.789.522     5-Apr-10 4-Apr-15 -                    -                    210.000.000           7-Apr-11 -                     432.600.000         432.600.000          -                              -                             -                         

23 Koperasi Pegawai Dinas 

Perikanan (coldstorage)

270.606.000        19-Apr-11 19-Apr-14 -                    -                    85.000.000             3-May-11 -                     85.000.000           85.000.000            -                              -                             -                         

24 Koperasi Pegawai Dinas 

Perikanan (SPBU)

981.593.198        16-Feb-11 17-Feb-16 -                    -                    174.131.100           3-Mar-11 -                     174.131.100         174.131.100          -                              -                             -                         

25 PD. Sumber Alam 225.483.718 16-Feb-11 16-Feb-16 -                    -                    40.000.000             -                     40.000.000           40.000.000            -                              -                             80.000               80.000                   

26 PT Bank DKI 14.300.660.100   31-May-11 30-May-16 -                    -                    2.536.885.600        14-Jun-11 -                     2.536.885.600      2.536.885.600       -                              -                             -                         

27 PT Bank DKI (38 lokasi utk 41 

ruang ATM)

3.120.130.953     7-Jul-11 6-Jul-16 -                    -                    553.500.000           21-Jul-11 -                     553.500.000         553.500.000          -                              -                             -                         

28 PT Bank  DKI (22 kantor 

kecamatan)

2.609.622.450     7-Jul-11 6-Jul-16 -                    -                    462.937.550           22-Jul-11 -                     462.937.550         462.937.550          -                              -                             -                         

29 PT Astra Daihatsu Motor          298.765.927 3-Jan-11 2-Jan-16 -                    -                                 53.000.000 21-Jul-11 -                                 53.000.000             53.000.000 -                              -                             -                         

30 Perkumpulan Pemberantasan 

Tuberculosis Indonesia (PPTI)

25.000.000          18-Oct-11 17-Oct-16 -                    -                    5.000.000              1-Nov-11 -                     5.000.000             5.000.000              -                              -                             -                         

31 PT Petroleum Sukses 882.950.000        27-Apr-06 26-Apr-11 647.496.667      555.729.230      -                         - 647.496.667       58.863.333           706.360.000                555.729.230               257.821.400      813.550.630          

32 Yay. Pendidikan Citra Kasih 380.000.000        8-Sep-06 7-Sep-11 -                    6.800.000          -                         - -                     -                              6.800.000                   6.800.000              

33 PT Pentrago Fertila Utama 500.000.000        23-Oct-07 23-Oct-12 316.666.666      244.000.000      316.666.666       100.000.000         416.666.666                244.000.000               152.000.000      396.000.000          

34 Yay. Jemaat Gereja Kristen 

Kedoya Jakarta Barat

100.000.000        14-Nov-07 14-Nov-12 -                    -                    20.000.000             13-Dec-11 -                     20.000.000           20.000.000            -                              -                             -                         

35 Kadin Jakarta Barat 40.000.000          22-Feb-08 21-Feb-13 10.666.666        4.004.000          8.000.000              22-Feb-11 10.666.666         8.000.000             18.666.666                 4.004.000                   6.152.000          10.156.000            

22-Aug-11 -                     -                              -                             -                         

36 PT Davalti Mugi Utama 1.664.553.982     15-Mar-07 14-Mar-12 -                    82.828.729        398.797.544           22-Mar-11 -                     398.797.543         398.797.543          -                              82.828.729                 82.828.729            

37 Yay. Pendidikan Islam Al 

Huda

45.000.000          29-Apr-08 28-Apr-11 10.000.000        18.165.000        -                         - 10.000.000         5.000.000             15.000.000                 18.165.000                 5.475.000          23.640.000            

38 Yay. Pusat Pelatihan E & P 500.000.000        25-Aug-08 24-Aug-13 -                    -                    100.000.000           24-Sep-11 -                     100.000.000         100.000.000          -                              -                             -                         

39 PT Antilope Madju Puri Indah 690.000.000        30-Nov-08 30-Nov-13 11.500.000        101.154.000      138.000.000           14-Dec-11 11.500.000         138.000.000         138.000.000          11.500.000                 101.154.000               46.644.000        147.798.000          

40 Palang Merah Indonesia 

Jakarta Barat

30.000.000          19-Sep-08 18-Sep-13 -                    -                    -                         - -                     -                              -                             -                         

41 Yay. Pendidikan Citra Kasih 530.000.000        29-Jul-09 29-Jul-14 -                    -                    110.000.000           8-Aug-11 -                     110.000.000         110.000.000          -                              -                             8.470.000          8.470.000              

42 Yay. Pedidikan Cengkareng 339.243.885        18-Aug-09 17-Aug-14 -                    13.925.087        67.732.585             18-Sep-11 -                     67.732.585           67.732.585            -                              13.925.087                 13.925.087            
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43 PT Petross Gas 2.778.654.183     1-Apr-10 31-Mar-15                       -                         -   492.923.250           5-Jul-11 -                     884.797.234         884.797.234                -                             50.771.095        50.771.095            

44 Yay. Pendidikan Kemurnian 350.000.000        26-Apr-08 25-Apr-13 86.666.667        73.570.000        70.000.000             9-May-11 86.666.667         93.333.333           180.000.000          -                              73.570.000                 73.570.000      -                         

45 Yay. Pendidikan Pelita 

Harapan

1-Jul-05 30-Jun-10 -                    -                                               -   - -                     -                              -                             -                         

45 Yay. Pendidikan Pelita 

Harapan

      2.500.000.000                       -                         -           2.500.000.000 -                            2.500.000.000        2.500.000.000 -                              -                             -                         

47 Yayasan Diannanda          169.112.789 21-Nov-07 20-Nov-12                       -                         -                37.874.309 25-Nov-11 -                               109.112.789           109.112.789 -                              -                             3.675.545          3.561.924        113.621                 

48 Yay. Pendidikan Dian Kasih           46.000.000 7-Sep-09 7-Sep-14 10.000.000        12.302.000                     10.000.000 17-Sep-11 10.000.000         10.000.000                 12.302.000                 12.302.000            

49 PT. Harco Jaya Abadi       2.100.000.000 1-Jun-06 30-May-11 35.000.000        2.100.000          35.000.000                     70.000.000           105.000.000 -                              2.100.000                   2.100.000        -                         

50 PT Ratax Armada 500.000.000        11-Aug-06 11-Aug-11 41.666.667        24.600.000                                   -   - 41.666.667         58.333.333           100.000.000          -                              24.600.000                 8.650.000          33.250.000            

51 Lembaga Konsultasi Bantuan 

Hukum Perempuan dan 

Keluarga

37.500.000          13-Oct-06 12-Oct-11 1.875.000          525.000                                        -   - 1.875.000           5.625.000             7.500.000              -                              525.000                      210.000             735.000                 

52 Univ. Indraprasta PGRI 75.000.000          22-Dec-06 21-Dec-11 -                    3.330.000          -                         - -                     -                              3.330.000                   3.330.000        -                         

53 Koperasi Taman Marga Satwa 

Ragunan

600.000.000        1-Jan-07 1-Jan-12 90.000.000        -                    120.000.000           - 90.000.000         120.000.000         210.000.000                -                             -                         

54 Yay. Golf DKI Jakarta 200.000.000        20-Jul-07 19-Jul-12 16.666.667        19.000.000        40.000.000             20-Jul-11 16.666.667         40.000.000           56.666.667                 19.000.000                 21.160.000        1.840.000        38.320.000            

55 PT Figur Karya Semesta 311.625.000        10-Dec-07 9-Dec-12 -                    140.854.500      -                         - -                     -                              140.854.500               140.854.500          

56 Univ. Indraprasta PGRI 162.000.000        11-Dec-07 30-Nov-12 -                    1.555.200          32.400.000             21-May-11 -                     18.900.000           16.200.000            2.700.000                   1.555.200                   1.182.600          2.737.800              

21-Nov-11 -                             -                         

57 PT Jaya Real Property 475.000.000        31-Dec-07 30-Dec-11 -                    -                    95.000.000             3-Mar-11 -                     95.000.000           95.000.000            -                              -                             -                         

3-Sep-11 -                     -                              -                             -                         

58 CV Satu Nafas 500.000.000        3-Jul-08 2-Jul-13 100.000.000      36.250.000        100.000.000           13-Jan-11 100.000.000       100.000.000         200.000.000                36.250.000                 62.650.000        98.900.000            

13-Jul-11 -                     -                              -                             -                         

59 PT Bank DKI (Nyi Ageng 

Serang)

250.000.000        12-Nov-07 11-Nov-12 -                    4.300.000          50.000.000             21-Nov-11 -                     50.000.000           50.000.000            -                              4.300.000                   2.000.000          6.300.000              

60 Koperasi Pegawai Dinas 

Pariwisata

125.000.000        30-Dec-08 29-Nov-13 25.000.000        8.850.000          25.000.000             13-Jan-11 25.000.000         25.000.000           50.000.000                 8.850.000                   17.925.000        26.775.000            

61 Koperasi Pegawai Dinas 

Koperasi & UKM 

30.000.000          14-Jul-08 13-Jul-13 -                    90.000               6.000.000              23-Jul-11 -                     3.000.000             3.000.000                   90.000                        966.000             1.056.000              

62 PT PLN 75.000.000          4-Jun-07 4-Jun-12 -                    150.000             -                         - -                     -                              150.000                      150.000                 

63 PT Multi Kontrol Nusantara 250.000.000        14-Dec-09 13-Dec-14 -                    -                    -                         - -                     -                              -                             -                         

64 Yay. Putera Bahagia 967.328.750        15-Jun-09 14-Jun-14 -                    9.479.822          193.465.750           28-Jun-11 -                     193.465.750         193.465.750          -                              9.479.822                   9.479.822              

65 CV Kandang Mas 180.386.975        29-Dec-10 28-Dec-15 -                    -                    32.000.000             12-Jan-11 -                     32.000.000           32.000.000            -                              -                             -                         

66 Himpunan Penyayang 

Binatang

30.000.000          30-Jun-11 29-Jun-16 -                    -                    30.000.000             15-Jul-11 -                     30.000.000           30.000.000            -                              -                             -                         

67 Koperasi BLU Trans Jakarta 2.047.640.000     15-Jun-11 14-Jun-14 -                    -                    901.250.000           20-Jun-11 -                     901.250.000         901.250.000          -                              -                             -                         

Busway 30-Jun-11

15-Dec-11

68 PT Safari Persada          986.491.268 7-Jul-11 6-Jul-16 -                    -                               175.000.000 21-Jul-11 -                               175.000.000           175.000.000 -                              -                             -                         

69 PT. Harco Jaya Abadi 2.500.000.000     1-Jun-11 31-May-16 -                    -                    375.000.000           15-Jun-11 -                     375.000.000         375.000.000          -                              -                             1.000.000          1.000.000              

1-Sep-11

1-Dec-11

1-Mar-12

70 PT. Pal Jayabumi Utama 1.250.000.000     18-Jan-06 18-Jan-11 979.166.667      902.750.000      -                         - 979.166.667       20.833.333           1.000.000.000             902.750.000               365.000.000      13.500.000      1.254.250.000       

71 Yayasan Nurmala Hikmah 12.500.000          1-Jun-06 31-May-11 -                    67.500               -                         - -                     -                              67.500                        67.500                   

72 PT Aksara Andalan Prima                       

Lokasi Kp. Rambutan

4.246.908.500     21-Apr-08 21-Apr-13 1.415.636.167   709.233.719      1.415.636.167    849.381.700         2.265.017.867             709.233.719               819.653.340      1.528.887.059       

73 PT Hyunwoo Trading 

Indonesia

1.111.600.000     5-May-08 4-May-13 592.853.333      395.062.640      222.320.000           14-May-11 592.853.333       222.320.000         815.173.333                395.062.640               297.019.520      692.082.160          

74 PT T. Energy 2.700.000.000     1-Dec-08 30-Nov-13 585.000.000      217.080.000      316.342.950           31-Dec-11 585.000.000       242.295.137          342.704.863                217.080.000               126.753.003    90.326.997            

75 Yay. Perguruan Rakyat 500.000.000        2-Feb-09 1-Feb-14 -                    -                    100.000.000           11-Feb-11 -                     100.000.000         100.000.000          -                              -                             -                         

76 KSU Ceger Jaya 125.000.000        25-Apr-08 24-Apr-13 16.666.666        3.125.000          31.250.000             15-Apr-11 16.666.666         31.250.000           47.916.666            -                              3.125.000                   2.968.750          6.093.750        -                         

77 Yay. Dharma Diswa 75.000.000          27-Apr-08 26-Apr-13 10.000.000        -                    18.750.000             22-Apr-11 10.000.000         18.750.000           18.750.000            10.000.000                 -                             -                         

78 Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia

32.500.000          25-May-11 24-May-16 -                    -                    32.500.000             9-Jun-11 -                     32.500.000           32.500.000            -                              -                             -                         

79 PT Bank BNI (Persero) Tbk 375.000.000        1-Jun-09 31-May-14 -                    -                    375.000.000           16-Jun-11 -                     375.000.000         375.000.000          -                              -                             375.000             375.000                 

80 PT Bank Mandiri 300.000.000        7-Jun-09 6-Jun-14 -                    -                    300.000.000           4-Jan-12 -                     300.000.000         300.000.000          -                              -                             -                         

81 Yay. Rumah Bersalin Bidara 

Mulia

67.644.916          16-Jun-09 15-Jun-14 -                    -                    38.203.000             -                     38.203.000           38.203.000            -                              -                             -                         

82 PT Bianglala Metropolitan 2.189.585.000     13-Jan-11 12-Jan-16 -                    -                    437.917.000           15-Jul-11 -                     437.917.000         437.917.000          -                              -                             -                         

83 Kadin Jakarta Timur 125.000.000        13-Sep-11 12-Sep-16 -                    -                    25.000.000             28-Sep-11 -                     25.000.000           25.000.000            -                              -                             -                         

84 PT Nata Sempurna Abdi 75.000.000          4-Apr-05 3-Apr-10 60.000.000        70.500.000        -                         - 60.000.000         60.000.000                 70.500.000                 21.900.000        92.400.000            

85 Koperasi Karyawan Bina 

Sejahtera BP3W Kodya 

Jakarta Utara 

42.750.000          30-May-05 29-May-10 -                    718.200             -                         - -                     -                              718.200                      718.200                 

5 tahun
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86 PD Pembangunan Sarana 

Jaya

1.200.000.000     4-Apr-05 4-Apr-10 200.000.000      250.720.000      -                         - 200.000.000       40.000.000           -                        240.000.000                250.720.000               -                    -                   250.720.000          

87 PD Pasar Jaya 186.188.625        5-May-10 5-Nov-11 -                    1.489.509          -                         - -                     -                              1.489.509                   1.489.509              

88 PT. Flora Hijau Permai 48.000.000        -                    48.000.000         48.000.000                 -                             -                         

89 PT. Harkat Abadi Sukses 100.000.000      -                    100.000.000       100.000.000                -                             -                         

90 PT. Maya Saribakti Utama 424.800.000        22-Oct-07 22-Oct-12 84.960.000        69.412.320        84.960.000         28.320.000            56.640.000                 69.412.320                 69.412.320            

91 PT. Alita Praya Mitra 802.200.000        23-Nov-07 21-Feb-12 320.880.000      120.971.760      320.880.000       116.850.000          204.030.000                120.971.760               120.971.760          

92 PT Jaya Fibrindo -                    -                    -                         - -                     130.020.000         130.020.000          -                              -                             -                         

-                     -                              -                             -                         

6.276.326.166   4.419.699.394   14.943.262.756      6.276.326.166    16.991.351.501     15.057.696.038     8.209.981.629              4.419.699.394              2.408.352.122   437.489.477     6.390.562.039        
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1 PT. Kempas Indah Indonesia 1997 1999 s/d 2024 910.000.000              340.000.000          -                         340.000.000          -                         -                            -                         -                         -                            

2 PT. Duta Pertiwi 1997 1997 s/d 2017 460.000.000              -                         -                         -                         -                         7.500.000                  -                         7.500.000              -                            

3 PT. Duta Pertiwi 1999 1999 s/d 2029 1.450.000.000           -                         -                         -                         -                         11.400.000                -                         11.400.000            -                            

4 PT Rointa Eka Jaya 2001 2001 s/d 2031 1.250.000.000           -                         -                         -                         -                         14.400.000                -                         -                         14.400.000                

5 PT. Duta Masa Nusa 2003 2006 s/d 2031 2.000.000.000           500.000.000          -                         -                         500.000.000          -                            -                         -                         -                            

6 PT. Duta Pertiwi 2003 2004 s/d 2029 1.500.000.000           -                         -                         -                         -                         24.850.000                -                         24.850.000            -                            

7 PT. Gading Raya Propertindo 2004 2004 s/d 2029 3.500.000.000           -                         -                         -                         -                         28.000.000                -                         28.000.000            -                            

8 PT. Hotel Cikini Realty 2006 2008 s/d 2032 6.150.000.000           -                         -                         -                         -                         3.600.000                  -                         -                         3.600.000                  

9 PT. Grand Indonesia 2009 2008 s/d 2035 53.074.000.000         -                         166.500.000          166.500.000          -                         -                            -                         -                         -                            

10 PT. Jaya Real Properti 2011 2012 s/d 2037 6.957.000.000           -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            

11 PT. Fajar Setia Mandiri 2002 2003 s/d 2023 2.218.000.000           -                         80.000.000            80.000.000            -                         2.970.000                  176.945.800          56.865.800            123.050.000              

12 PT. AGB Tuna (cold storage) 2004 2004 s/d 2024 600.000.000              -                         -                         -                         -                         73.150.000                -                         -                         73.150.000                

13 Yay. Al-Muhajirin 2005 2005 s/d - -                             -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            

14 PT. Gamma Investa Lestari 2006 2005 s/d 2030 1.500.000.000           40.000.000            60.000.000            60.000.000            40.000.000            -                            105.060.000          -                         105.060.000              

15 Gereja Protestan Minahasa 2006 2006 s/d - -                             -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            

16 PT. AGB Tuna (pabrik es) 2006 2006 s/d 2026 450.000.000              -                         -                         -                         -                         46.400.000                11.000.000            -                         57.400.000                

17 PT. Duta Pertiwi Tbk 2008 2006 s/d 2031 7.453.280.000           36.666.667            225.333.333          220.000.000          42.000.000            11.440.000                -                         11.440.000            -                            

18 PT. Gerak Maju Abadi 1997 1997 s/d 2017 5.315.000.000           -                         -                         -                         -                         57.225.000                -                         -                         57.225.000                

19 PT. Bina Citra Tataswati 2000 2002 s/d 2040 200.000.000              -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            

20 Yay. Tunas Muda 2000 2000 s/d 2025 911.281.328              14.093.750            33.275.000            33.275.000            14.093.750            -                            -                         -                         -                            

21 Yay. Pendidikan Tiara Kasih 2001 2001 s/d 2026 562.500.000              -                         22.500.000            22.500.000            -                         -                            -                         -                         -                            

22 Yay. Katolik Mardi Luhur 2001 2001 s/d 2026 911.281.326              79.910.417            33.275.000            -                         113.185.417          44.640.750                26.208.600            -                         70.849.350                

23 PT. Pesona Marga mandiri 2003 2004 s/d 2029 7.494.152.500           -                         269.500.000          269.500.000          -                         15.974.000                5.390.000              -                         21.364.000                

24 Yay. Patmos 2003 2006 s/d 2031 2.629.958.657           -                         55.000.000            55.000.000            -                         -                            -                         -                         -                            

25 Yay. Pusat Pelatihan E & P 2003 2006 s/d 2031 2.446.290.730           -                         53.146.830            53.146.830            -                         -                            -                         -                         -                            

26 Gereja Bethel Jemaat Ecclesia 2005 2005 s/d - -                             -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            

27 Yay. Pendidikan Bukit Sion 2006 2008 s/d 2033 6.929.568.694           66.666.667            208.333.334          200.000.000          75.000.001            5.100.000                  29.230.000            -                         34.330.000                

27 PT. Langgeng Ayom Lestari 1990 1991 s/d 2021 2.605.000.000           -                         160.000.000          160.000.000          -                         11.840.000                1.920.000              -                         13.760.000                

28 Yay. Sapta Nawami Bhakti 1992 1992 s/d 2012 351.779.690              -                         70.600.000            70.600.000            -                         -                            -                         -                         -                            

29 PT. Dharma Alumas Sakti 1992 1997 s/d 2044 22.271.759.150         -                         146.544.817          146.544.817          -                         60.103.173.143         1.758.538              -                         60.104.931.681         

30 PT. Bakrie Investindo 1992 1997 s/d 2044 18.237.500.000         -                         120.000.000          120.000.000          -                         27.477.233.262         -                         -                         27.477.233.262         

31 PT. Pasific Bangun Mas 2001 2001 s/d 2026 700.000.000              -                         -                         -                         -                         116.600.000              -                         -                         116.600.000              

32 PT. Perwita Margasakti 2003 2003 s/d 2028 2.500.000.000           -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            

33 PT. Metropolitan Kentjana 2008 2006 s/d 2031 24.912.000.000         264.166.667          647.333.333          634.000.000          277.500.000          22.552.000                -                         -                         22.552.000                

34 PT. Perwita Margasakti 2010 2010 s/d 2035 5.220.000.000           -                         54.000.000            54.000.000            -                         2.700.000                  -                         -                         2.700.000                  

35 Yay. Tugasku 1998 2004 s/d 2024 1.250.950.000           -                         1.250.950.000       150.000.000          1.100.950.000       -                            -                         -                         -                            

36 Yay. Pend. Pemb.Bangsa 2003 2003 s/d 2028 -                             -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            

37 PT. Fajar Setia Mandiri 2003 2003 s/d 2023 1.600.000.000           -                         130.000.000          70.000.000            60.000.000            6.868.000                  168.240.000          -                         175.108.000              

38 PT. Pacific Prima Buana Mas 2004 2004 s/d 2029 250.000.000              -                         -                         -                         -                         51.500.000                2.698.019.341       179.867.956          2.569.651.385           

39 PT. Wahana Cipta Sejahtera 2004 2004 s/d 2029 2.350.000.000           -                         -                         -                         -                         6.750.000                  -                         -                         6.750.000                  

40 PT. Wahana Cipta Sejahtera 2006 2006 s/d 2031 3.000.000.000           -                         -                         -                         -                         91.500.000                -                         -                         91.500.000                

41 Yay. Darul Ma'arif 2006 2006 s/d - -                             -                         -                         -                         -                         -                            -                         -                         -                            

42 PT. AAP 4.302.396                  4.302.396              -                         -                         4.302.396              -                            

43
Eks. Unit Komp. Aloca (PT Tunas 

Dipta Persada)
30 Tahun 400.000.000              540.000.000          -                         -                         540.000.000          -                            

44 Eks. PDUK 30 Tahun 330.000.000              400.000.000          -                         -                         400.000.000          -                            

45 Tanah Kavling No. I.C.2 25 Tahun 450.000.000              525.000.000          -                         -                         525.000.000          -                            

46 Tanah Kavling Blok III A (PT. MML) 30 Tahun 82.510.000                1.510.000              81.000.000            81.000.000            1.510.000              -                            

47 Tanah Kav Blok II/J.14  (Eks. PD. P) 30 Tahun 375.000.000              450.000.000          -                         -                         450.000.000          -                            

JUMLAH 203.763.114.471     3.262.316.563     3.867.291.647     2.986.066.647     4.143.541.564     88.237.366.155      3.223.772.279     319.923.756        91.141.214.678      

DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DALAM BENTUK BOT/BTO PER 31 DESEMBER 2011

No. Pihak Ketiga
Mutasi 2011  Saldo Audited 

31-12-2011 

Mutasi 2011  Saldo Audited 

31-12-2011 
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Lampiran 4.3

 Pelunasan  Pembatalan  

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8=4+5-6-7) (9)

1 PT. Nindhotama Kharisma          341.500.000,00               341.500.000                                  -                                  -                                  -               341.500.000 

2 PT. Caesar          170.000.000,00               170.000.000                                  -                                  -                                  -               170.000.000 

3 PT. Griya Karya Kreasi          305.000.000,00               305.000.000                                  -                                  -                                  -               305.000.000 

4 PT. Billy Sinar Pratama            39.500.000,00                 39.500.000                                  -                                  -                                  -                 39.500.000 

5 PT. Ditadini Neo Swara            25.000.000,00                 25.000.000                                  -                                  -                                  -                 25.000.000 

6 PT. Starindo Pota Abadi            25.741.000,00                 25.741.000                                  -                                  -                                  -                 25.741.000 

7 PT. Garis Mediatama          157.500.000,00               157.500.000                                  -                                  -                                  -               157.500.000 

8 PT. Sundul Langit Media 

Indonesia

           29.500.000,00                 29.500.000                                  -                                  -                                  -                 29.500.000 

9 PT. Dinamika Mitra Internusa          372.000.670,00                                  -               372.000.670               186.000.335                                  -               186.000.335 Tahap I Lunas 6 Sept 2011

10 PT. Dinamika Mitra Internusa            68.000.670,00                                  -                 68.000.670                 34.000.335                                  -                 34.000.335 Tahap I Lunas 18 Nov 2011

11 PT. Dinamika Mitra Internusa            27.000.670,00                                  -                 27.000.670                 13.500.335                                  -                 13.500.335 Tahap I Lunas 18 Nov 2011

12 PT. Dinamika Mitra Internusa          400.000.670,00                                  -               400.000.670               200.000.335                                  -               200.000.335 Tahap I Lunas 6 Sept 2011

13 PT. Dinamika Mitra Internusa          226.000.670,00                                  -               226.000.670               113.000.335                                  -               113.000.335 Tahap I Lunas 7 Sept 2011

14 PT. Puri Anugerah Utama          105.000.670,00                                  -               105.000.670                 52.500.335                                  -                 52.500.335 Tahap I Lunas 18 Nov 2011 

15 PT. Puri Anugerah Utama          353.000.670,00                                  -               353.000.670               176.500.335                                  -               176.500.335 Dikeluarkan 2x SPS

16 PT. Simpati Advertising              6.690.450,00                                  -                   6.690.450                                  -                                  -                   6.690.450 Belum dibayar Denda Pembatalan 

Sewa Tirek

17 PT. Mida Jaya            25.995.300,00                                  -                 25.995.300                                  -                                  -                 25.995.300 Belum dibayar Denda Pembatalan 

Sewa Tirek

18 PT. Simpati Advertising            10.035.675,00                                  -                 10.035.675                                  -                                  -                 10.035.675 Belum dibayar Denda Pembatalan 

Sewa Tirek

19 PT. Puri Anugerah Utama          254.589.000,00                                  -               254.589.000                                  -                                  -               254.589.000 Belum dibayar 

20 PT. Puri Anugerah Utama          250.000.000,00                                  -               250.000.000                                  -                                  -               250.000.000 Belum dibayar

21 PT. Puri Anugerah Utama          289.900.000,00                                  -               289.900.000                                  -                                  -               289.900.000 Belum dibayar

22 PT. Semarak Tata Pariwara          250.000.000,00                                  -               250.000.000                                  -                                  -               250.000.000 Belum dibayar

23 PT. Puri Anugerah Utama          285.500.000,00                                  -               285.500.000                                  -                                  -               285.500.000 Belum dibayar

24 PT. Caesar          472.600.000,00                                  -               472.600.000               236.300.000                                  -               236.300.000 Tahap I Lunas 7 Sept 2011

25 PT. Caesar          472.600.000,00                                  -               472.600.000               236.300.000                                  -               236.300.000 Tahap I Lunas 7 Sept 2011

26 PT. A&S Cipta Sentra Komunika          480.000.000,00                                  -               480.000.000               240.000.000                                  -               240.000.000 Tahap I Lunas 18 Okt 2011

27 PT. Genta Cipta Pariwara          515.000.000,00                                  -               515.000.000                                  -                                  -               515.000.000 

28 PT. Caesar          945.000.000,00                                  -               945.000.000               472.500.000                                  -               472.500.000 Tahap I Lunas 7 Sept 2011

29 PT. Indira Dadi Jaya            16.000.000,00                                  -                 16.000.000                                  -                                  -                 16.000.000 Belum dibayar Denda Pembatalan 

Sewa Tirek

30 PT. Mida Jaya          122.000.000,00                                  -               122.000.000                                  -                                  -               122.000.000 Belum dibayar Denda Pembatalan 

Sewa Tirek

DAFTAR PIUTANG KERJASAMA ATAS PEMANFAATAN ASET MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

DALAM BENTUK SEWA  TITIK REKLAME PER 31 DESEMBER 2011

No Nama Perusahaan Nilai SPS

 Piutang per                 

31 Des 2010 

(Audited) 

 Penambahan 

 Pengurangan  Piutang per              

31 Des 2011 

(Unaudited) 

Keterangan
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Lampiran 4.3

 Pelunasan  Pembatalan  

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8=4+5-6-7) (9)

No Nama Perusahaan Nilai SPS

 Piutang per                 

31 Des 2010 

(Audited) 

 Penambahan 

 Pengurangan  Piutang per              

31 Des 2011 

(Unaudited) 

Keterangan

31 PT. Pesona Creative 13          225.000.000,00               225.000.000                                  -               225.000.000                                  -                                  - Lunas 10 Jan 2011

32 PT. Lestari Cipta Mandiri          246.802.050,00               246.802.050                                  -               246.802.050                                  -                                  - Lunas 17 Jan 2011

33 PT. Eftri Internasional            97.000.000,00                 97.000.000                                  -                 97.000.000                                  -                                  - Lunas 13 Jan 2011 Lunas 8 Mar 

2011

34 PT. Billy Sinar Pratama            62.750.000,00                 62.750.000                                  -                 62.750.000                                  -                                  - SPS tidak Terbit

35 PT. Billy Sinar Pratama            40.500.000,00                 40.500.000                                  -                 40.500.000                                  -                                  - SPS tidak Terbit

36 PT. Puri Anugerah Utama          412.500.000,00               412.500.000                                  -               412.500.000                                  -                                  - Lunas 24 Mei 2011

37 PT. Cipta Dua Kreasi            80.000.000,00                 80.000.000                                  -                 80.000.000                                  -                                  - Lunas 22 Des 2011

38 PT. Netra Estha Muda          864.000.000,00               864.000.000                                  -               864.000.000                                  -                                  - Lunas 19 Jan 2011

39 PT. Media Indra Buana            36.752.872,00                                  -                 36.752.872                 36.752.872                                  -                                  - Lunas 24 Feb 2011

40 PT. Media Indra Buana          342.490.450,00                                  -               342.490.450               342.490.450                                  -                                  - Lunas 24 Feb 2011

41 PT. Media Indra Buana       2.367.943.632,00                                  -            2.367.943.632            2.367.943.632                                  -                                  - Lunas 7 Mar 2011

42 CV. Multi Pratama Indonesia          162.500.000,00                                  -               162.500.000               162.500.000                                  -                                  - Lunas 25 Feb 2011

43 PT. Prisma Harapan            75.000.000,00                                  -                 75.000.000                 75.000.000                                  -                                  - Lunas 14 Mar 2011

44 PT. Creative Media Indonesia            75.000.000,00                                  -                 75.000.000                 75.000.000                                  -                                  - Lunas 25 Mar 2011

45 PT. Avabanindo Perkasa          595.000.000,00                                  -               595.000.000               595.000.000                                  -                                  - Lunas 13 Apr 2011

46 PT. Pixel Media Inovasi          608.000.000,00                                  -               608.000.000               608.000.000                                  -                                  - Lunas 13 Apr 2011

47 PT. Prisma Harapan          235.000.000,00                                  -               235.000.000               235.000.000                                  -                                  - Lunas 4 Apr 2011

48 PT. Lestari Cipta Mandiri                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  - Tidak Dibayarkan Terbit SK & SPS 

pembatalan 178/SPS/BPKD-

PPTR/XI/2011

49 PT. Rainbow Asia Posters       1.649.999.999,00                                  -            1.649.999.999            1.649.999.999                                  -                                  - Lunas 7 Apr 2011

50 PT. Rainbow Asia Posters       1.799.999.999,00                                  -            1.799.999.999            1.799.999.999                                  -                                  - Lunas 29 Jul 2011

51 PT. Indira Dadi Jaya                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  - Tidak Dibayarkan Terbit SK & SPS 

pembatalan 184/SPS/BPKD-

PPTR/XI/2011

52 PT. Mida Jaya       1.600.000.000,00                                  -            1.600.000.000            1.600.000.000                                  -                                  - Lunas 14 Okt 2011                  -

Teguran 1 : 23 Mei 2011              -

Teguran ke 2 : 30 Juni 2011

53 PT. Mida Jaya                                  -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  - Tidak Dibayarkan Terbit SK & SPS 

pembatalan 180/SPS/BPKD-

PPTR/XI/2011

54 PT. Mida Jaya          600.000.000,00                                  -               600.000.000               600.000.000                                  -                                  - Lunas 4 Apr 2011

55 PT. Mida Jaya          200.000.000,00                                  -               200.000.000               200.000.000                                  -                                  - Lunas 4 Apr 2011

56 PT. Trendhika Mediatama          130.000.000,00                                  -               130.000.000               130.000.000                                  -                                  - Lunas 31 Mar 2011

57 PT. Raisa Promosindo            55.500.000,00                                  -                 55.500.000                 55.500.000                                  -                                  - Lunas 24 Mar 2011

58 PT. Raisa Promosindo            55.600.000,00                                  -                 55.600.000                 55.600.000                                  -                                  - Lunas 24 Mar 2011

59 PT. Billy Sinar Pratama          111.000.000,00                                  -               111.000.000               111.000.000                                  -                                  - Lunas 1 Apr 2011

60 PT. Billy Sinar Pratama          170.000.000,00                                  -               170.000.000               170.000.000                                  -                                  - Lunas 4 Apr 2011

61 PT. Media Indra Buana       1.200.000.000,00                                  -            1.200.000.000            1.200.000.000                                  -                                  - Lunas 29 Mar 2011

62 PT. Raisa Promosindo            17.500.000,00                                  -                 17.500.000                 17.500.000                                  -                                  - Lunas 19 Apr 2011

Halaman 2 dari 6



Lampiran 4.3

 Pelunasan  Pembatalan  

(1) (2) (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8=4+5-6-7) (9)

No Nama Perusahaan Nilai SPS

 Piutang per                 

31 Des 2010 

(Audited) 

 Penambahan 

 Pengurangan  Piutang per              

31 Des 2011 

(Unaudited) 

Keterangan

63 PT. Raisa Promosindo            15.750.000,00                                  -                 15.750.000                 15.750.000                                  -                                  - Lunas 19 Apr 2011

64 PT. Raisa Promosindo            13.500.000,00                                  -                 13.500.000                 13.500.000                                  -                                  - Lunas 19 Apr 2011

65 PT. Raisa Promosindo            15.750.000,00                                  -                 15.750.000                 15.750.000                                  -                                  - Lunas 19 Apr 2011

66 PT. Semarak Tata Pariwara            95.000.000,00                                  -                 95.000.000                 95.000.000                                  -                                  - Lunas 17 Okt 2011

67 PT. Neonlite          157.550.609,00                                  -               157.550.609               157.550.609                                  -                                  - Lunas 23 Mei 2011

68 PT. Indomedia Outdoor          411.687.625,00                                  -               411.687.625               411.687.625                                  -                                  - Lunas 1 Jun 2011

69 PT. Rekindo Tamayasa            20.038.500,00                                  -                 20.038.500                 20.038.500                                  -                                  - Lunas 25 Mei 2011 Denda 

Pembatalan Sewa Tirek

70 PT. Indomedia Outdoor            19.123.080,00                                  -                 19.123.080                 19.123.080                                  -                                  - Lunas 1 Jun 2011 Denda 

Pembatalan Sewa Tirek

71 PT. Pariwara          150.000.000,00                                  -               150.000.000               150.000.000                                  -                                  - Lunas 28 Jun 2011

72 PT. Pariwara          340.000.000,00                                  -               340.000.000               340.000.000                                  -                                  - Lunas 28 Jun 2011

73 PT. Pariwara          300.000.000,00                                  -               300.000.000               300.000.000                                  -                                  - Lunas 4 Jul 2011 

74 PT.Pariwara          427.500.000,00                                  -               427.500.000               427.500.000                                  -                                  - Lunas 4 Jul 2011 

75 PT.Pariwara          155.000.000,00                                  -               155.000.000               155.000.000                                  -                                  - Lunas 28 Jun 2011

76 PT. Genta Cipta Pariwara          515.000.000,00                                  -               515.000.000               515.000.000                                  -                                  - Lunas 3 Agst 2011

77 PT. Media Indra Buana          550.000.000,00                                  -               550.000.000               550.000.000                                  -                                  - Lunas 11 Jul 2011

78 PT. Netra Estha Muda          530.000.000,00                                  -               530.000.000               530.000.000                                  -                                  - Lunas 3 Agst 2011

79 PT. Indomedia Outdoor          550.000.000,00                                  -               550.000.000               550.000.000                                  -                                  - Lunas 6 Okt 2011

80 PT. Jaya Adhimedia          125.000.000,00                                  -               125.000.000               125.000.000                                  -                                  - Lunas 21 Jun 2011

81 PT. Mitrasindo Jayatama          450.000.000,00                                  -               450.000.000               450.000.000                                  -                                  - Lunas 17 Jun 2011

82 PT. Avabanindo Perkasa          113.500.000,00                                  -               113.500.000               113.500.000                                  -                                  - Lunas 28 Nov 2011

83 PT. Avabanindo Perkasa          421.500.000,00                                  -               421.500.000               421.500.000                                  -                                  - Lunas 28 Nov 2011

84 PT. Avabanindo Perkasa          380.000.000,00                                  -               380.000.000               380.000.000                                  -                                  - Lunas 28 Nov 2011

85 PT. Avabanindo Perkasa          421.500.000,00                                  -               421.500.000               421.500.000                                  -                                  - Lunas 2 Des 2011

86 PT. Media Indra Buana            82.000.000,00                                  -                 82.000.000                 82.000.000                                  -                                  - Lunas 21 Nov 2011

87 PT. Media Indra Buana            47.667.000,00                                  -                 47.667.000                 47.667.000                                  -                                  - Lunas  21 Nov 2011

88 PT. Media Indra Buana          204.000.000,00                                  -               204.000.000               204.000.000                                  -                                  - Lunas  21 Nov 2012

89 PT. Media Indra Buana       1.455.000.000,00                                  -            1.455.000.000            1.455.000.000                                  -                                  - Lunas  21 Nov 2013

90 PT. Media Indra Buana       1.455.000.000,00                                  -            1.455.000.000            1.455.000.000                                  -                                  - Lunas  21 Nov 2014

91 PT.Bigstarindo Mandiri       3.725.000.000,00                                  -            3.725.000.000            3.725.000.000                                  -                                  - Lunas 28 Nov 2011

92 PT. Lestari Cipta Mandiri            28.000.000,00                                  -                 28.000.000                 28.000.000                                  -                                  - Lunas 29 Des 2011 Denda 

Pembatalan Sewa Tirek

93 PT. Supra Advertising Nusantara            80.000.000,00                                  -                 80.000.000                 80.000.000                                  -                                  - Lunas 25 Okt 2011

94 PT. Media Indra Buana            24.722.472,00                                  -                 24.722.472                 24.722.472                                  -                                  - Lunas 18 Jul 2011

95 CV. Multi Pratama Indonesia            55.000.000,00                                  -                 55.000.000                 55.000.000                                  -                                  - Lunas 12 Des 2011

96 PT. Kharisma Karya          450.000.000,00                                  -               450.000.000               450.000.000  -  - Lunas (STS blm ketemu)

97 CV. Mutiara Citra Mediatama            55.000.000,00                                  -                 55.000.000                 55.000.000                                  -                                  - Lunas 26 Jul 2011

    34.995.284.403,00            3.122.293.050          31.872.991.353          29.915.230.633                                  -            5.080.053.770 JUMLAH SELURUHNYA
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Lampiran 5

NO NAMA LOKASI RUMAH SUSUN  RETRIBUSI SEWA 
 UTILITAS 

AIR/LISTRIK 

 JUMLAH 

TUNGGAKAN 

1 Flamboyan 504.347.000              79.925.217,00            584.272.217               

2 Karang Anyar 62.508.000                6.307.267,00              68.815.267                 

3 Jatirawasari 90.100.000                54.576.167,00            144.676.167               

4 Tambora 232.022.000              292.496.697,00          524.518.697               

5 Tipar Cakung 2.452.699.700           513.721.021,00          2.966.420.721            

6 Pulo Jahe 127.180.000              5.344.900,00              132.524.900               

7 Pondok Bambu 262.129.000              42.528.040,00            304.657.040               

8 Cipinang Besar Utara 30.187.560                11.015.965,00            41.203.525                 

9 Cipinang Muara 109.909.000              62.857.384,00            172.766.384               

10 Sukapura 197.581.000              36.582.300,00            234.163.300               

11 Penjaringan 1.260.693.461           489.156.381,00          1.749.849.842            

12 Kapuk Muara 912.004.000              632.236.336,00          1.544.240.336            

13 Marunda 690.538.000              19.540.000,00            710.078.000               

JUMLAH 6.931.898.721        2.246.287.675,00    9.178.186.396         

REKAPITULASI PIUTANG SEWA RUMAH SUSUN DAN PIUTANG UTILITAS AIR DAN LISTRIK

PADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2011

Halaman 1 dari 1



Lampiran 6

No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI 

PERSEDIAAN

1 2 3

1  PPKD -                                   

2  SEKRETARIAT DPRD 485.796.672                    

3  SEKRETARIAT DAERAH 1.551.000                        

4  BIRO TATA PEMERINTAHAN 11.375.031                      

5  BIRO KEPALA DAERAH DAN KERJASAMA LUAR NEGERI 525.089.305                    

6  BIRO HUKUM 70.050.640                      

7  BIRO ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 39.856.875                      

8  BIRO UMUM 245.063.207                    

9  BIRO PEREKONOMIAN 30.981.147                      

10  BIRO PRASARANA DAN SARANA KOTA 155.236.220                    

11  BIRO PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL 17.852.643                      

12  BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL 129.889.870                    

13  BIRO TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP 31.978.127                      

14  Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 6.707.711                        

15  DINAS PEKERJAAN UMUM 6.077.113.007                 

16  Sudin PU Jalan - JAKPUS -                                   

17  Sudin PU Tata Air - JAKPUS 1.779.580                        

18  Sudin PU Jalan - JAKUT 4.350.500                        

19  Sudin PU Tata Air - JAKUT 16.894.900                      

20  Sudin PU Jalan - JAKBAR -                                   

21  Sudin PU Tata Air - JAKBAR 18.550.400                      

22  Sudin PU Jalan - JAKSEL 5.028.925                        

23  Sudin PU Tata Air - JAKSEL 27.088.700                      

24  Sudin PU Jalan - JAKTIM 6.693.000                        

25  Sudin PU Tata Air - JAKTIM 2.791.250                        

26  Sudin Pekerjaan Umum - Kep. Seribu -                                   

27  DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA 117.325.982.989             

28  Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKPUS 2.266.500                        

29  Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKUT 424.600                           

30  Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKBAR -                                   

31  Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKSEL 5.924.251                        

32  Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - JAKTIM 16.349.135                      

33  Sudin Perumahan dan Gedung Pemda - Kep.Seribu 90.060.300                      

34  DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 5.545.255.113                 

35  Sudin Pertamanan - JAKPUS 18.354.600                      

36  Sudin Pemakaman - JAKPUS 10.451.100                      

37  Sudin Pertamanan - JAKUT 18.251.375                      

38  Sudin Pemakaman - JAKUT 8.073.945                        

39  Sudin Pertamanan - JAKBAR 65.664.115                      

40  Sudin Pemakaman - JAKBAR 180.781.150                    

41  Sudin Pertamanan - JAKSEL 110.011.599                    

42  Sudin Pemakaman - JAKSEL 17.748.500                      

43  Sudin Pertamanan - JAKTIM 831.750                           

44  Sudin Pemakaman - JAKTIM 112.826.285                    

45  DINAS PERHUBUNGAN 4.185.896.285                 

46  BLUD Transjakarta Busway 5.086.866.711                 

47  UPT Pengelola Perparkiran 1.971.972.944                 

48  Sudin Perhubungan - JAKPUS 8.376.000                        

49  Sudin Perhubungan - JAKUT 22.834.130                      

50  Sudin Perhubungan - JAKBAR -                                   

51  Sudin Perhubungan - JAKSEL 12.321.200                      

52  Sudin Perhubungan - JAKTIM 106.490.140                    

53  Sudin Perhubungan - Kep. Seribu 7.586.550                        

54  BLUD RS Koja 7.256.064.253                 

55  BLUD RS Tarakan 5.654.411.588                 

56  BLUD RS Cengkareng 4.511.523.616                 

57  BLUD RS Pasar Rebo 5.317.717.289                 

58  BLUD RS Budhi Asih 3.082.451.698                 

59  BLUD RS Duren Sawit 7.354.539.494                 

60  DINAS KESEHATAN 7.263.925.450                 

61  BLUD RS Kepulauan Seribu 348.633.230                    

62  BLUD Laboratorium Kesehatan Daerah 11.815.815.651               

63  BLUD Akademi Keperawatan (AKPER) Jayakarta 828.158                           

64  Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai 1.893.917.782                 

65  BLUD Ambulan Gawat Darurat (AGD) 569.335.811                    
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66  BLUD Puskesmas Kec. Tanah Abang - JAKPUS 3.205.697.928                 

67  BLUD Puskesmas Kec. Menteng - JAKPUS 2.533.253.740                 

68  BLUD Puskesmas Kec. Senen - JAKPUS 2.744.445.410                 

69  BLUD Puskesmas Kec. Cempaka Putih - JAKPUS 5.320.326.771                 

70  BLUD Puskesmas Kec. Johar Baru - JAKPUS 2.230.366.513                 

71  BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS 1.509.640.563                 

72  BLUD Puskesmas Kec. Sawah Besar - JAKPUS 2.375.003.311                 

73  BLUD Puskesmas Kec. Gambir - JAKPUS 1.819.497.861                 

74  BLUD Puskesmas Kec. Penjaringan - JAKUT 2.866.357.469                 

75  BLUD Puskesmas Kec. Pademangan - JAKUT 1.688.837.508                 

76  BLUD Puskesmas Kec. Tanjung Priok - JAKUT 1.496.500.553                 

77  BLUD Puskesmas Kec. Koja - JAKUT 1.997.421.449                 

78  BLUD Puskesmas Kec. Kelapa Gading - JAKUT 2.156.169.542                 

79  BLUD Puskesmas Kec. Cilincing - JAKUT 1.490.318.385                 

80  BLUD Puskesmas Kec. Kebon Jeruk - JAKBAR 3.158.884.740                 

81  BLUD Puskesmas Kec. Kembangan - JAKBAR 2.580.718.211                 

82  BLUD Puskesmas Kec. Cengkareng - JAKBAR 2.177.500.553                 

83  BLUD Puskesmas Kec. Kalideres - JAKBAR 4.427.764.397                 

84  BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR 1.665.845.882                 

85  BLUD Puskesmas Kec. Pal Merah - JAKBAR 2.274.308.207                 

86  BLUD Puskesmas Kec. Tambora - JAKBAR 1.534.502.907                 

87  BLUD Puskesmas Kec. Taman Sari - JAKBAR 2.163.856.375                 

88  BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Lama - JAKSEL 1.819.494.453                 

89  BLUD Puskesmas Kec. Pesanggrahan - JAKSEL 1.518.592.772                 

90  BLUD Puskesmas Kec. Pasar Minggu - JAKSEL 1.351.845.415                 

91  BLUD Puskesmas Kec. Jagakarsa - JAKSEL 3.297.042.174                 

92  BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 1.364.409.631                 

93  BLUD Puskesmas Kec. Pancoran - JAKSEL 2.661.316.681                 

94  BLUD Puskesmas Kec. Kebayoran Baru - JAKSEL 1.939.515.478                 

95  BLUD Puskesmas Kec. Setiabudi - JAKSEL 2.454.797.121                 

96  BLUD Puskesmas Kec. Tebet - JAKSEL 2.414.326.009                 

97  BLUD Puskesmas Kec. Cilandak - JAKSEL 3.617.705.254                 

98  BLUD Puskesmas Kec. Pasar Rebo - JAKTIM 3.911.474.628                 

99  BLUD Puskesmas Kec. Ciracas - JAKTIM 2.469.189.319                 

100  BLUD Puskesmas Kec. Cipayung - JAKTIM 1.329.095.443                 

101  BLUD Puskesmas Kec. Kramat Jati - JAKTIM 2.645.495.227                 

102  BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM 2.349.245.824                 

103  BLUD Puskesmas Kec. Jatinegara - JAKTIM 1.885.200.014                 

104  BLUD Puskesmas Kec. Duren Sawit - JAKTIM 1.195.132.277                 

105  BLUD Puskesmas Kec. Matraman - JAKTIM 1.717.712.915                 

106  BLUD Puskesmas Kec. Pulo Gadung - JAKTIM 2.774.045.678                 

107  BLUD Puskesmas Kec. CAKUNG - JAKTIM 2.129.839.393                 

108  BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Utara - Kep. Seribu 356.426.862                    

109  BLUD Puskesmas Kec. Kep.Seribu Selatan - Kep. Seribu 301.828.370                    

110  Sudin Kesehatan - JAKPUS 320.911.764                    

111  Sudin Kesehatan - JAKUT 377.597.995                    

112  Sudin Kesehatan - JAKBAR 278.435.242                    

113  Sudin Kesehatan - JAKSEL 1.987.814.060                 

114  Sudin Kesehatan - JAKTIM 683.847.153                    

115  Sudin Kesehatan - Kep. Seribu 16.865.215                      

116  DINAS PENDIDIKAN 23.704.941                      

117  BPTKD (Balai Pelatihan Tenaga Kependidikan Dasar) 3.717.714                        

118  BPPK Budi Utomo 10.236.490                      

119  BPPK Jakarta Barat 19.688.500                      

120  BPPK Lenteng Agung 8.630.140                        

121  BPPK Pulogadung 4.486.955                        

122  BPPK Duren Sawit 1.010.130                        

123  BP3LS 512.444.737                    

124  Planetarium 42.951.740                      

125  Sudin Pendidikan Dasar - JAKPUS 96.603.748                      

126  Sudin Pendidikan Menengah  - JAKPUS 4.628.910                        

127  Sudin Pendidikan Dasar - JAKUT 42.258.040                      

128  Sudin Pendidikan Menengah   - JAKUT 1.434.125                        

129  Sudin Pendidikan Dasar - JAKBAR 19.818.100                      

130  Sudin Pendidikan Menengah   - JAKBAR 1.047.750                        

131  Sudin Pendidikan Dasar - JAKSEL 11.903.170                      

132  Sudin Pendidikan Menengah - JAKSEL -                                   

133  Sudin Pendidikan Dasar - JAKTIM 15.910.000                      

134  Sudin Pendidikan Menengah   - JAKTIM 1.727.200                        

135  Sudin Pendidikan - Kep. Seribu 3.380.850                        

136  DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 6.353.068.833                 
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137  Gelanggang Olahraga Rawamangun 6.543.231                        

138  Gelanggang Olahraga Ragunan 10.151.085                      

139  Gelanggang Olahraga Sunter 13.556.059                      

140  Gelanggang Olahraga Bahtera Jaya 34.309.000                      

141  Gelanggang Olahraga Cendrawasih 3.834.600                        

142  Gelanggang Olahraga Ciracas Jakarta Timur 7.660.081                        

143  Gelanggang Remaja Jakarta Pusat 17.493.811                      

144  Gelanggang Remaja Jakarta Utara 15.106.772                      

145  Gelanggang Remaja Jakarta Barat 10.887.157                      

146  Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 11.206.707                      

147  Gelanggang Remaja Jakarta Timur 8.863.859                        

148  BLUD UPT Stadion Lebak Bulus 1.780.350                        

149  Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKPUS 2.611.950                        

150  Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKUT 28.013.920                      

151  Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKBAR 5.720.200                        

152  Sudin Pemuda dan Olah Raga - JAKSEL 913.575.600                    

153  Sudin Olah Raga dan Pemuda - JAKTIM 7.188.155                        

154  BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 95.395.866                      

155  DINAS SOSIAL 103.284.925                    

156  PSAA Putra Utama 1 Klender 664.840                           

157  PSAA Putra Utama 2 Plumpang 23.413.830                      

158  PSAA Putra Utama 3 Tebet 694.985                           

159  PSAA Putra Utama 4 Ceger 10.133.120                      

160  PSAA Putra Utama 5 Duren Sawit 12.426.037                      

161  PSAA Putra Utama 6 Cengkareng 83.579.710                      

162  PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung 2.056.500                        

163  PSBR Taruna Jaya Tebet 919.765                           

164  PSTW Budi Mulia 1 Cipayung 28.581.250                      

165  PSTW Budi Mulia 2 Cengkareng 61.753.200                      

166  PSTW Budi Mulia 3 Ciracas 925.514                           

167  PSTW Budi Mulia 4 Margaguna 20.144.650                      

168  PSTW Usada Mulia 5 37.304.164                      

169  PSBI Bangun Daya 1 Kedoya 26.310.425                      

170  PSBI Bangun Daya 2 Ceger 14.953.150                      

171  PSBI Bangun Daya 3 Pondok Bambu 24.631.500                      

172  PSBD Budi Bhakti Cengkareng 2.837.000                        

173  PSBN Cahaya Bathin Cengkareng 25.532.350                      

174  PSBG Belaian Kasih Pegadungan 1.832.270                        

175  PSBL Harapan Sentosa 1 Cengkareng 47.038.416                      

176  PSBL Harapan Sentosa 2 Cipayung 43.452.420                      

177  PSBL Harapan Sentosa 3 Ceger 38.792.155                      

178  PSBL Harapan Sentosa 4 4.900.775                        

179  PSBK Harapan Jaya Balaraja 27.802.780                      

180  PSPP Khusnul Khotimah Serpong 23.544.304                      

181  PSBKW Harapan Mulya Kedoya 10.605.265                      

182  PSP Bhakti kasih Kebon Kosong 2.817.650                        

183  Sudin Sosial - JAKPUS 557.150                           

184  Sudin Sosial - JAKUT 1.464.285                        

185  Sudin Sosial - JAKBAR 363.070                           

186  Sudin Sosial - JAKSEL 31.042.751                      

187  Sudin Sosial - JAKTIM 1.784.750                        

188  BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KB 21.715.322.039               

189  Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKPUS 4.156.000                        

190  Kantor Keluarga Berencana - JAKPUS 898.119.283                    

191  Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKUT 2.862.800                        

192  Kantor Keluarga Berencana - JAKUT 1.014.928.126                 

193  Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKBAR 342.100                           

194  Kantor Keluarga Berencana - JAKBAR 31.164.177                      

195  Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKSEL 786.500                           

196  Kantor Keluarga Berencana - JAKSEL 996.616.222                    

197  Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan - JAKTIM 800.000                           

198  Kantor Keluarga Berencana - JAKTIM 754.348.027                    

199
 Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Adm - 

Kep. Seribu 23.103.303                      

200  UPT Pusdiklat KB dan Kesetaraan Gender -                                   

201  DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 11.018.287.238               

202  Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKPUS 2.511.655.293                 

203  Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKUT 52.098.338                      

204  Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKBAR 41.308.300                      

205  Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKSEL 7.393.794.638                 

206  Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana - JAKTIM 80.057.175                      
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207  Sudin Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana - Kep.Seribu 1.619.000                        

208
 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN 

PERDAGANGAN 360.517.146                    

209  UPT Balai Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah 11.980.100                      

210  UPT Dana Bergulir 17.869.401                      

211  UPT Balai Metrologi 208.486.850                    

212
 UPK Pusat Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Permukiman 

Pulogadung -                                   

213  Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKPUS 
8.371.000                        

214  Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKUT 5.679.850                        

215  Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKBAR 
-                                   

216  Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKSEL 
37.504.980                      

217  Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - JAKTIM 
4.072.197                        

218  Sudin Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan - Kep.Seribu 
13.713.920                      

219  SATPOL PP 30.130.099.450               

220  Satpol PP - JAKPUS 252.712                           

221  Satpol PP - JAKUT 10.741.452                      

222  Satpol PP - JAKBAR 12.355.695                      

223  Satpol PP - JAKSEL 2.374.500                        

224  Satpol PP - JAKTIM 3.789.280                        

225  Satpol PP - Kab. Adm Kep. Seribu 4.375.681                        

226  DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.420.334.701                 

227  Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKPUS 174.611.746                    

228  Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKUT 287.659.351                    

229  Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKBAR 217.159.324                    

230  Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKSEL 234.264.871                    

231  Sudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil - JAKTIM 227.103.770                    

232  Sudin Kependudukan Dan Catatan Sipil - Kep.Seribu 85.076.112                      

233  DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 589.419.448                    

234  UPT Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan 90.375.105                      

235  UPT Balai Proteksi Tanaman 107.768.430                    

236  UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil Hutan 12.361.800                      

237  UPT Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan 4.644.036.043                 

238  UPT Balai Budidaya Perikanan 403.231.962                    

239  UPT Balai Teknologi Penangkapan Ikan (BTPI) 4.534.100                        

240  UPT Balai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan 731.898.625                    

241  UPT Teknologi Pengembangan Produksi Peternakan 74.040.187                      

242  UPT Taman Margasatwa Ragunan 1.851.609.770                 

243  UPT Pusat Promosi dan Pemasaran Hasil Pertanian dan Hasil Hutan 4.092.000                        

244  UPT Sekolah Pertanian dan Pembangunan 13.335.300                      

245  UPT Pusat Perkayuan 90.923.690                      

246  UPT Pusat Peredaran Hasil Hutan 108.388.570                    

247  UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) 1.205.808.731                 

248  UPT Pengelola Kaw. Pelabuhan Perikanan dan Pangk. Pendaratan Ikan 12.480.463                      

249  Sudin Pertanian dan Peternakan - JAKPUS 23.808.950                      

250  Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKUT 13.478.850                      

251  Sudin Peternakan, Perikanan dan Kelautan - JAKUT 706.000                           

252  Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKBAR 277.289.155                    

253  Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKBAR 3.374.250                        

254  Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKSEL 3.549.250                        

255  Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKSEL 4.077.480                        

256  Sudin Pertanian dan Kehutanan - JAKTIM 9.277.400                        

257  Sudin Peternakan dan Perikanan - JAKTIM 8.282.670                        

258  Sudin Kelautan dan Pertanian - KEP. SERIBU 15.012.195                      

259  DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI 45.283.643.744               

260  UPT Balai Tekstil 192.917.560                    

261  UPT Balai Kerajinan 77.139.700                      

262  UPT Balai Bahan dan Barang Teknik 40.500.860                      

263  UPT Kelistrikan - Kepulauan Seribu 2.364.397.815                 

264  Sudin Perindustrian dan Energi - JAKPUS 1.007.926.832                 

265  Sudin Perindustrian dan Energi - JAKUT 2.709.212.616                 

266  Sudin Perindustrian dan Energi - JAKBAR 4.210.713.650                 

267  Sudin Perindustrian dan Energi - JAKSEL 3.199.878.882                 

268  Sudin Perindustrian dan Energi - JAKTIM 3.562.454.080                 

269  BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI 559.091.919                    

270  BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 4.340.736.133                 
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271  UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS BALAIKOTA 47.445.090                      

272  UPT. MOBILISASI DAN PEMELIHARAAN ASET 89.265.528                      

273  UPT. PUSAT PENYIMPANAN BARANG DAERAH 1.316.919.876                 

274  UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA PUSAT 16.465.075                      

275  UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA UTARA 151.488.249                    

276  UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA BARAT 124.496.900                    

277  UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA SELATAN 92.759.524                      

278  UNIT PERBENDAHARAAN DAN PELAYANAN KAS JAKARTA TIMUR 168.822.170                    

279  DINAS PELAYANAN PAJAK 8.731.271.667                 

280  Sudin Pelayanan Pajak I - JAKPUS 59.332.554                      

281  Sudin Pelayanan Pajak II - JAKPUS 574.742.902                    

282  Sudin Pelayanan Pajak I - JAKUT 71.835.857                      

283  Sudin Pelayanan Pajak II - JAKUT 168.419.120                    

284  Sudin Pelayanan Pajak I - JAKBAR 34.639.838                      

285  Sudin Pelayanan Pajak II - JAKBAR 95.143.032                      

286  Sudin Pelayanan Pajak I - JAKSEL 30.381.029                      

287  Sudin Pelayanan Pajak II - JAKSEL 36.704.098                      

288  Sudin Pelayanan Pajak I - JAKTIM 36.509.090                      

289  Sudin Pelayanan Pajak II - JAKTIM 64.470.938                      

290  INSPEKTORAT 312.392.929                    

291  Inspektorat Pembantu - JAKPUS 5.194.640                        

292  Inspektorat Pembantu - JAKUT 71.849.250                      

293  Inspektorat Pembantu - JAKBAR 12.576.850                      

294  Inspektorat Pembantu - JAKSEL 2.018.500                        

295  Inspektorat Pembantu - JAKTIM 4.886.070                        

296  Inspektorat Pembantu - Kep. Seribu 32.439.220                      

297  DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN 1.982.755.610                 

298  Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKPUS 171.924.265                    

299  Sudin Perizinan Bangunan - JAKPUS 165.570.790                    

300  Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKUT 7.767.430                        

301  Sudin Perizinan Bangunan - JAKUT 5.093.000                        

302  Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKBAR 67.300.200                      

303  Sudin Perizinan Bangunan - JAKBAR -                                   

304  Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKSEL 30.003.050                      

305  Sudin Perizinan Bangunan - JAKSEL 60.554.335                      

306  Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan - JAKTIM 15.657.802                      

307  Sudin Perizinan Bangunan - JAKTIM 291.500                           

308  Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan Kab - Adm. Kep. Seribu 6.737.550                        

309  BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 639.591.343                    

310  Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKPUS 30.137.000                      

311  Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKUT 45.441.000                      

312  Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKBAR 16.926.800                      

313  Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKSEL 20.526.165                      

314  Kantor Perencanaan Pembangunan - JAKTIM 31.377.500                      

315  Kantor Perencanaan Pembangunan Kab. Adm - Kep. Seribu 51.255.930                      

316  DINAS TATA RUANG DAN PERTANAHAN 795.192.750                    

317  Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKPUS 186.492.042                    

318  Sudin Tata Ruang dan Pertanahan  - JAKUT 448.441.805                    

319  Sudin Tata Ruang dan Pertanahan  - JAKBAR 11.045.100                      

320  Sudin Tata Ruang dan Pertanahan - JAKSEL 324.518.480                    

321  Sudin Tata Ruang dan Pertanahan  - JAKTIM 299.178.679                    

322  Sudin Tata Ruang dan Pertanahan  - Kep. Seribu 6.640.810                        

323  BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 4.112.643.837                 

324  Kantor Lingkungan Hidup - JAKPUS 12.117.380                      

325  Kantor Lingkungan Hidup - JAKUT 12.477.100                      

326  Kantor Lingkungan Hidup - JAKBAR 1.180.410                        

327  Kantor Lingkungan Hidup - JAKSEL 3.417.250                        

328  Kantor Lingkungan Hidup - JAKTIM 151.204.019                    

329  Kantor Lingkungan Hidup - Kab Adm Kep. Seribu 2.511.582                        

330  DINAS KEBERSIHAN 9.299.008.669                 

331  Sudin Kebersihan - JAKPUS 3.777.076.640                 

332  Sudin Kebersihan - JAKUT 4.754.577.320                 

333  Sudin Kebersihan - JAKBAR 48.419.800                      

334  Sudin Kebersihan - JAKSEL 340.602.960                    

335  Sudin Kebersihan - JAKTIM 1.202.246.422                 

336  Unit Pengolahan Limbah Septictank 45.163.126                      

337  DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 3.406.152.690                 

338  UPT Graha Wisata 138.345.900                    

339  UPT Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII 269.169.065                    

340  UPT Pusat Pengembangan dan Pelayanan Informasi Pariwisata 1.481.015.010                 

341  UPT Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Kepariwisataan 1.765.500                        
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342  Balai Latihan Kesenian Jakpus 37.648                             

343  Balai Latihan Kesenian Jakut 444.400                           

344  Balai Latihan Kesenian Jakbar 126.500                           

345  Balai Latihan Kesenian Jaksel 2.829.475                        

346  Balai Latihan Kesenian Jaktim 2.512.400                        

347  Monumen Nasional (Monas) 340.914.998                    

348  Museum Sejarah 601.731.544                    

349  Museum Bahari 86.288.015                      

350  Museum Tekstil 613.977.804                    

351  Museum Senirupa dan Keramik 206.379.151                    

352  Museum Wayang 160.980.050                    

353  Museum Joang 45 340.068.200                    

354  Taman Arkeologi P. Onrust -                                   

355  Balai Konservasi 65.329.660                      

356  UPT PENATAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KOTA TUA 16.077.600                      

357  Sudin Pariwisata - JAKPUS 4.388.263                        

358  Sudin Kebudayaan - JAKPUS 2.755.000                        

359  Sudin Pariwisata - JAKUT 11.400.000                      

360  Sudin Kebudayaan - JAKUT 66.007.700                      

361  Sudin Pariwisata - JAKBAR 115.350.400                    

362  Sudin Kebudayaan - JAKBAR 1.693.450                        

363  Sudin Pariwisata - JAKSEL 14.124.880                      

364  Sudin Kebudayaan - JAKSEL -                                   

365  Sudin Pariwisata - JAKTIM 71.692.544                      

366  Sudin Kebudayaan - JAKTIM 2.384.030                        

367  Sudin Pariwisata dan Kebudayaan - Kep. Seribu 2.795.770                        

368  BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 205.427.917                    

369  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKPUS -                                   

370  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKUT 4.355.780                        

371  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKBAR -                                   

372  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKSEL 6.144.050                        

373  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik - JAKTIM 46.221.030                      

374  BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 18.042.310                      

375  Kantor Kepegawaian - JAKPUS 2.039.750                        

376  Kantor Kepegawaian - JAKUT 3.911.270                        

377  Kantor Kepegawaian - JAKBAR 5.269.007                        

378  Kantor Kepegawaian - JAKSEL 3.231.600                        

379  Kantor Kepegawaian -  JAKTIM 4.313.100                        

380  Kantor Kepegawaian - KEP SERIBU 4.439.820                        

381  DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 51.870.918                      

382  BLKD Jakarta Pusat 3.852.200                        

383  BLKD Jakarta Utara 62.823.422                      

384  BLKD Jakarta Barat 14.395.325                      

385  BLKD Jakarta Selatan 19.679.220                      

386  BLKD Jakarta Timur 1.972.850                        

387  Balai Latihan Kerja Khusus Pengembangan Las Condet 3.423.282                        

388  BLKPI Pasar Rebo 12.980.550                      

389  Balai Higiene Persh, Kesehatan dan Keselamatan Kerja 4.836.700                        

390  Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) 1.237.500                        

391  Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) 7.996.208                        

392  Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKPUS 2.153.200                        

393  Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKUT 2.555.000                        

394  Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKBAR 8.948.000                        

395  Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKSEL -                                   

396  Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi - JAKTIM 332.200                           

397  DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN 1.699.701.482                 

398  Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKPUS 28.066.196                      

399  Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKUT 13.137.630                      

400  Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKBAR -                                   

401  Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKSEL 18.577.350                      

402  Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - JAKTIM 31.915.345                      

403  Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Kep.Seribu 1.062.600                        

404  BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 670.667.982                    

405  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKPUS 168.677.655                    

406  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKUT 61.727.700                      

407  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKBAR 215.853.173                    

408  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKSEL 76.292.150                      

409  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKTIM -                                   

410  Kantor Perpustakaan dan Arsip - P. SERIBU -                                   

411  Kota Administrasi Jakarta Pusat 207.327.571                    

412  Kecamatan Tanah Abang - JAKPUS 16.569.795                      
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413  Kelurahan Gelora - JAKPUS 12.101.385                      

414  Kelurahan Bendungan Hilir - JAKPUS 4.962.710                        

415  Kelurahan Karet Tengsin - JAKPUS 3.877.500                        

416  Kelurahan Petamburan - JAKPUS 1.447.490                        

417  Kelurahan Kebon Melati - JAKPUS 2.575.005                        

418  Kelurahan Kebon Kacang - JAKPUS 5.762.625                        

419  Kelurahan Kampung Bali - JAKPUS 6.109.400                        

420  Kecamatan Menteng - JAKPUS 1.583.450                        

421  Kelurahan Menteng - JAKPUS 1.446.500                        

422  Kelurahan Pegangsaan - JAKPUS 970.000                           

423  Kelurahan Cikini - JAKPUS 643.200                           

424  Kelurahan Gondangdia - JAKPUS 1.173.900                        

425  Kelurahan Kebon Sirih - JAKPUS 3.660.037                        

426  Kecamatan Senen - JAKPUS 12.765.950                      

427  Kelurahan Kenari - JAKPUS 2.031.450                        

428  Kelurahan Paseban - JAKPUS 79.024.000                      

429  Kelurahan Kramat - JAKPUS 6.337.595                        

430  Kelurahan Kwitang - JAKPUS 1.133.000                        

431  Kelurahan Senen - JAKPUS 2.883.100                        

432  Kelurahan Bungur - JAKPUS 1.906.163                        

433  Kecamatan Cempaka Putih - JAKPUS 18.700.330                      

434  Kelurahan Rawasari - JAKPUS 11.324.940                      

435  Kelurahan Cempaka Putih Timur - JAKPUS 4.452.140                        

436  Kelurahan Cempaka Putih Barat - JAKPUS 2.699.500                        

437  Kecamatan Johar Baru - JAKPUS 4.031.610                        

438  Kelurahan Johar Baru - JAKPUS 2.013.429                        

439  Kelurahan  Kampung Rawa - JAKPUS 1.221.000                        

440  Kelurahan Galur - JAKPUS 9.935.640                        

441  Kelurahan Tanah Tinggi - JAKPUS 9.519.455                        

442  Kecamatan Kemayoran - JAKPUS 247.346                           

443  Kelurahan Harapan Mulia - JAKPUS 468.710                           

444  Kelurahan Cempaka Baru - JAKPUS 4.164.000                        

445  Kelurahan Sumur Batu - JAKPUS 2.283.050                        

446  Kelurahan Serdang - JAKPUS 15.740.148                      

447  Kelurahan Kebon Kosong - JAKPUS 1.477.850                        

448  Kelurahan Kemayoran - JAKPUS 3.053.200                        

449  Kelurahan Utan Panjang - JAKPUS 56.373.076                      

450  Kelurahan Gunung Sahari Selatan - JAKPUS 396.000                           

451  Kecamatan Sawah Besar - JAKPUS 4.009.280                        

452  Kelurahan Pasar Baru - JAKPUS 365.200                           

453  Kelurahan Karang Anyar - JAKPUS 2.824.250                        

454  Kelurahan Kartini - JAKPUS 1.247.070                        

455  Kelurahan Gunung Sahari Utara - JAKPUS 2.331.742                        

456  Kelurahan Mangga Dua Selatan - JAKPUS 1.516.790                        

457  Kecamatan Gambir - JAKPUS 5.091.075                        

458  Kelurahan Cideng - JAKPUS 10.990.189                      

459  Kelurahan Petojo Selatan - JAKPUS 526.500                           

460  Kelurahan Gambir - JAKPUS 555.500                           

461  Kelurahan Kebon Kelapa - JAKPUS 4.270.860                        

462  Kelurahan Petojo Utara - JAKPUS 4.383.396                        

463  Kelurahan Duri Pulo - JAKPUS 192.500                           

464  Kota Administrasi Jakarta Utara 68.271.515                      

465  Kecamatan Penjaringan - JAKUT 6.585.040                        

466  Kelurahan Kamal Muara - JAKUT 3.333.000                        

467  Kelurahan Kapuk Muara - JAKUT 9.229.590                        

468  Kelurahan Pejagalan - JAKUT 3.838.010                        

469  Kelurahan Penjaringan - JAKUT 5.968.820                        

470  Kelurahan Pluit - JAKUT 17.990.390                      

471  Kecamatan Pademangan - JAKUT 5.997.114                        

472  Kelurahan Ancol - JAKUT 1.236.950                        

473  Kelurahan Pademangan Barat - JAKUT 5.291.512                        

474  Kelurahan Pademangan Timur - JAKUT 2.590.900                        

475  Kecamatan Tanjung Priok - JAKUT 5.054.500                        

476  Kelurahan Sunter Jaya - JAKUT 7.864.340                        

477  Kelurahan Sunter Agung - JAKUT 3.558.500                        

478  Kelurahan Papanggo - JAKUT 966.240                           

479  Kelurahan Warakas - JAKUT 2.625.000                        

480  Kelurahan Sungai Bambu - JAKUT 2.380.400                        

481  Kelurahan Kebon Bawang - JAKUT 1.994.889                        

482  Kelurahan Tanjung Priok - JAKUT 11.654.280                      

483  Kecamatan Koja - JAKUT 136.555.728                    
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484  Kelurahan Tugu Utara - JAKUT 6.173.860                        

485  Kelurahan Tugu Selatan - JAKUT 24.155.670                      

486  Kelurahan Rawa Badak Utara - JAKUT 530.365                           

487  Kelurahan Koja - JAKUT 14.215.520                      

488  Kelurahan Rawa Badak Selatan - JAKUT 5.876.750                        

489  Kelurahan Lagoa - JAKUT 7.240.910                        

490  Kecamatan Kelapa Gading - JAKUT 11.905.968                      

491  Kelurahan Kelapa Gading Timur - JAKUT 7.497.600                        

492  Kelurahan Kelapa Gading Barat - JAKUT 2.845.370                        

493  Kelurahan Pegangsaan Dua - JAKUT 9.167.400                        

494  Kecamatan Cilincing - JAKUT 10.825.376                      

495  Kelurahan Sukapura - JAKUT 66.136.420                      

496  Kelurahan Rorotan - JAKUT 478.060                           

497  Kelurahan Marunda - JAKUT 1.058.650                        

498  Kelurahan Cilincing - JAKUT 3.833.500                        

499  Kelurahan Semper Timur - JAKUT 410.300                           

500  Kelurahan Semper Barat - JAKUT 1.004.250                        

501  Kelurahan Kalibaru - JAKUT 8.023.400                        

502  Kota Administrasi Jakarta Barat 724.573.328                    

503  Kecamatan Kebon Jeruk - JAKBAR 4.816.020                        

504  Kelurahan Sukabumi Selatan Jakbar 12.875.445                      

505  Kelurahan Sukabumi Utara - JAKBAR -                                   

506  Kelurahan Kelapa Dua - JAKBAR 1.799.000                        

507  Kelurahan Duri Kepa - JAKBAR 8.431.170                        

508  Kelurahan Kedoya Utara - JAKBAR 6.048.900                        

509  Kelurahan Kebon Jeruk - JAKBAR 4.024.405                        

510  Kelurahan Kedoya Selatan - JAKBAR 35.566.135                      

511  Kecamatan Kembangan - JAKBAR 25.018.070                      

512  Kelurahan Kembangan Selatan - JAKBAR 3.589.100                        

513  Kelurahan Meruya Utara - JAKBAR 554.950                           

514  Kelurahan Meruya Selatan - JAKBAR 2.535.302                        

515  Kelurahan Srengseng - JAKBAR 10.050.150                      

516  Kelurahan Joglo - JAKBAR 437.700                           

517  Kelurahan Kembangan Utara - JAKBAR 3.027.750                        

518  Kecamatan Cengkareng - JAKBAR 729.960                           

519  Kelurahan Cengkareng Barat - JAKBAR 2.125.200                        

520  Kelurahan Cengkareng Timur - JAKBAR 8.037.920                        

521  Kelurahan Kapuk - JAKBAR 891.000                           

522  Kelurahan Duri Kosambi - JAKBAR 1.538.717                        

523  Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR 5.955.070                        

524  Kelurahan Kedaung Kali Angke - JAKBAR 1.580.590                        

525  Kecamatan Kalideres - JAKBAR 40.092.460                      

526  Kelurahan Kamal - JAKBAR 20.799.999                      

527  Kelurahan Tegal Alur - JAKBAR 784.000                           

528  Kelurahan Pegadungan - JAKBAR 1.521.500                        

529  Kelurahan Kalideres - JAKBAR 5.148.200                        

530  Kelurahan Semanan - JAKBAR 1.835.900                        

531  Kecamatan Grogol Petamburan - JAKBAR -                                   

532  Kelurahan Tomang - JAKBAR -                                   

533  Kelurahan Tanjung Duren Utara - JAKBAR 15.008.976                      

534  Kelurahan Grogol - JAKBAR -                                   

535  Kelurahan Jelambar - JAKBAR 2.535.750                        

536  Kelurahan Jelambar Baru - JAKBAR 11.876.700                      

537  Kelurahan Wijaya Kusuma - JAKBAR 17.681.400                      

538  Kelurahan Tanjung Duren Selatan - JAKBAR -                                   

539  Kecamatan Palmerah - JAKBAR 17.631.350                      

540  Kelurahan Palmerah - JAKBAR 969.518                           

541  Kelurahan Kemanggisan - JAKBAR 15.816.737                      

542  Kelurahan Slipi - JAKBAR 4.309.947                        

543  Kelurahan Kota Bambu Utara - JAKBAR 4.509.450                        

544  Kelurahan Jati Pulo - JAKBAR 71.937.470                      

545  Kelurahan Kota Bambu Selatan - JAKBAR -                                   

546  Kecamatan Tambora - JAKBAR -                                   

547  Kelurahan Kalianyar - JAKBAR -                                   

548  Kelurahan Duri Utara - JAKBAR -                                   

549  Kelurahan Tanah Sereal - JAKBAR 6.521.350                        

550  Kelurahan Krendang - JAKBAR -                                   

551  Kelurahan Jembatan Besi - JAKBAR -                                   

552  Kelurahan Angke - JAKBAR 1.702.470                        

553  Kelurahan Jembatan Lima - JAKBAR 1.752.960                        

554  Kelurahan Duri Selatan - JAKBAR -                                   
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555  Kelurahan Tambora - JAKBAR 3.466.000                        

556  Kelurahan Pekojan - JAKBAR 3.266.780                        

557  Kelurahan Roa Malaka - JAKBAR -                                   

558  Kecamatan Taman Sari - JAKBAR -                                   

559  Kelurahan Krukut - JAKBAR 4.972.550                        

560  Kelurahan Maphar - JAKBAR 6.092.526                        

561  Kelurahan Taman Sari - JAKBAR 11.048.400                      

562  Kelurahan Tangki - JAKBAR 773.300                           

563  Kelurahan Mangga Besar - JAKBAR 1.256.200                        

564  Kelurahan Keagungan - JAKBAR 17.645.100                      

565  Kelurahan Glodok - JAKBAR 9.558.600                        

566  Kelurahan Pinangsia - JAKBAR 2.765.400                        

567  Kota Administrasi Jakarta Selatan 558.507.278                    

568  Kecamatan Kebayoran Lama - JAKSEL 46.840.450                      

569  Kelurahan Kebayoran Lama Utara - JAKSEL 2.810.100                        

570  Kelurahan Kebayoran Lama Selatan - JAKSEL 2.034.035                        

571  Kelurahan Pondok Pinang - JAKSEL 8.412.451                        

572  Kelurahan Cipulir - JAKSEL 11.671.956                      

573  Kelurahan Grogol Selatan - JAKSEL 1.589.555                        

574  Kelurahan Grogol Utara - JAKSEL 4.801.500                        

575  Kecamatan Pesanggrahan - JAKSEL 2.730.200                        

576  Kelurahan Pesanggrahan - JAKSEL 2.245.980                        

577  Kelurahan Petukangan Selatan - JAKSEL 7.130.805                        

578  Kelurahan Petukangan Utara - JAKSEL 4.315.333                        

579  Kelurahan Ulujami - JAKSEL 565.681                           

580  Kelurahan Bintaro - JAKSEL 231.550                           

581  Kecamatan Pasar Minggu - JAKSEL 19.441.620                      

582  Kelurahan Pasar Minggu - JAKSEL 1.887.600                        

583  Kelurahan Jati Padang - JAKSEL 4.164.050                        

584  Kelurahan Ragunan - JAKSEL 11.292.600                      

585  Kelurahan Cilandak Timur - JAKSEL 5.378.725                        

586  Kelurahan Kebagusan - JAKSEL 1.637.020                        

587  Kelurahan Pejaten Barat - JAKSEL 10.938.950                      

588  Kelurahan Pejaten Timur - JAKSEL 620.000                           

589  Kecamatan Jagakarsa - JAKSEL 2.879.250                        

590  Kelurahan Jagakarsa - JAKSEL 3.475.846                        

591  Kelurahan Ciganjur - JAKSEL 11.666.650                      

592  Kelurahan Srengseng Sawah - JAKSEL 948.420                           

593  Kelurahan Lenteng Agung - JAKSEL 393.500                           

594  Kelurahan Tanjung Barat - JAKSEL 2.957.470                        

595  Kelurahan Cipedak - JAKSEL 3.234.330                        

596  Kecamatan Mampang Prapatan - JAKSEL 6.001.160                        

597  Kelurahan Tegal Parang - JAKSEL 12.890.551                      

598  Kelurahan Mampang Prapatan - JAKSEL 1.120.790                        

599  Kelurahan Pela Mampang - JAKSEL 5.198.663                        

600  Kelurahan Kuningan Barat - JAKSEL 14.196.050                      

601  Kelurahan Bangka - JAKSEL 8.483.664                        

602  Kecamatan Pancoran - JAKSEL 127.675.520                    

603  Kelurahan Pancoran - JAKSEL 2.560.800                        

604  Kelurahan Duren Tiga - JAKSEL 2.831.400                        

605  Kelurahan Kalibata - JAKSEL 6.890.400                        

606  Kelurahan Rawa Jati - JAKSEL 2.602.149                        

607  Kelurahan Pangadegan - JAKSEL 9.009.287                        

608  Kelurahan Cikoko - JAKSEL 4.158.000                        

609  Kecamatan Kebayoran Baru - JAKSEL 1.178.100                        

610  Kelurahan Gandaria Utara - JAKSEL 6.153.824                        

611  Kelurahan Cipete Utara - JAKSEL 13.793.450                      

612  Kelurahan Pulo - JAKSEL 21.115.030                      

613  Kelurahan Petogogan - JAKSEL 4.505.380                        

614  Kelurahan Melawai - JAKSEL 3.843.620                        

615  Kelurahan Kramat Pela - JAKSEL 11.109.357                      

616  Kelurahan Gunung - JAKSEL 17.353.489                      

617  Kelurahan Selong - JAKSEL 4.754.200                        

618  Kelurahan Rawa Barat - JAKSEL 4.293.080                        

619  Kelurahan Senayan - JAKSEL 3.907.200                        

620  Kecamatan Setiabudi - JAKSEL 9.364.000                        

621  Kelurahan Karet Semanggi - JAKSEL 5.851.800                        

622  Kelurahan Kuningan Timur - JAKSEL 58.052.885                      

623  Kelurahan Karet Kuningan - JAKSEL 6.602.750                        

624  Kelurahan Karet - JAKSEL 15.807.820                      

625  Kelurahan Menteng Atas - JAKSEL 9.776.800                        
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626  Kelurahan Pasar Manggis - JAKSEL 16.002.580                      

627  Kelurahan Guntur - JAKSEL 8.301.700                        

628  Kelurahan Setiabudi - JAKSEL 21.665.270                      

629  Kecamatan Tebet - JAKSEL 11.837.100                      

630  Kelurahan Menteng Dalam - JAKSEL 2.364.934                        

631  Kelurahan Tebet Barat - JAKSEL 787.650                           

632  Kelurahan Tebet Timur - JAKSEL 3.087.040                        

633  Kelurahan Kebon Baru - JAKSEL 5.297.370                        

634  Kelurahan Bukit Duri - JAKSEL 4.422.495                        

635  Kelurahan Manggarai Selatan - JAKSEL 7.875.505                        

636  Kelurahan Manggarai - JAKSEL 3.740.000                        

637  Kecamatan Cilandak - JAKSEL 49.792.854                      

638  Kelurahan Lebak Bulus - JAKSEL 15.162.345                      

639  Kelurahan Pondok Labu - JAKSEL 1.458.490                        

640  Kelurahan Cilandak Barat - JAKSEL 2.782.230                        

641  Kelurahan Gandaria Selatan - JAKSEL -                                   

642  Kelurahan Cipete Selatan - JAKSEL 6.584.600                        

643  Kota Administrasi Jakarta Timur 956.040.827                    

644  Kecamatan Pasar Rebo - JAKTIM 12.675.785                      

645  Kelurahan Pekayon - JAKTIM 26.096.686                      

646  Kelurahan Kalisari - JAKTIM 810.150                           

647  Kelurahan  Baru - JAKTIM 8.556.810                        

648  Kelurahan Cijantung - JAKTIM 2.875.400                        

649  Kelurahan Gedong - JAKTIM 9.156.409                        

650  Kecamatan Ciracas - JAKTIM 37.755.080                      

651  Kelurahan Cibubur - JAKTIM 453.640                           

652  Kelurahan  Rambutan - JAKTIM 1.228.700                        

653  Kelurahan Kelapa Dua Wetan - JAKTIM 3.641.605                        

654  Kelurahan Susukan - JAKTIM 9.539.750                        

655  Kelurahan Ciracas - JAKTIM 949.300                           

656  Kecamatan Cipayung - JAKTIM 7.200.050                        

657  Kelurahan Cipayung - JAKTIM 2.803.350                        

658  Kelurahan Lubang Buaya - JAKTIM 1.138.280                        

659  Kelurahan Ceger - JAKTIM 47.222.214                      

660  Kelurahan Bambu Apus - JAKTIM 4.778.613                        

661  Kelurahan Setu - JAKTIM -                                   

662  Kelurahan Cilangkap - JAKTIM 12.682.395                      

663  Kelurahan Munjul - JAKTIM 3.088.938                        

664  Kelurahan Pondok Rangon - JAKTIM 3.590.092                        

665  Kecamatan Kramat Jati - JAKTIM 1.132.450                        

666  Kelurahan  Tengah - JAKTIM 9.138.300                        

667  Kelurahan  Dukuh - JAKTIM 10.440.650                      

668  Kelurahan Kramat Jati - JAKTIM 862.950                           

669  Kelurahan Batu Ampar - JAKTIM 2.997.500                        

670  Kelurahan Bale Kambang - JAKTIM 17.398.750                      

671  Kelurahan Cililitan - JAKTIM -                                   

672  Kelurahan Cawang - JAKTIM 6.799.045                        

673  Kecamatan Makasar - JAKTIM 8.862.000                        

674  Kelurahan Cipinang Melayu - JAKTIM 5.847.200                        

675  Kelurahan Halim Perdana Kusuma - JAKTIM 9.647.264                        

676  Kelurahan Kebon Pala - JAKTIM 1.973.726                        

677  Kelurahan Makasar - JAKTIM 10.373.550                      

678  Kelurahan Pinang Ranti - JAKTIM 2.400.750                        

679  Kecamatan Jatinegara - JAKTIM 6.181.934                        

680  Kelurahan  Melayu - JAKTIM 2.580.850                        

681  Kelurahan Bidara Cina - JAKTIM 5.722.200                        

682  Kelurahan Bali Mester - JAKTIM 989.450                           

683  Kelurahan Rawa Bunga - JAKTIM 4.477.000                        

684  Kelurahan Cipinang Cempedak - JAKTIM 8.189.500                        

685  Kelurahan Cipinang Muara - JAKTIM 9.266.961                        

686  Kelurahan Cipinang Besar Selatan - JAKTIM 3.073.180                        

687  Kelurahan Cipinang Besar Utara - JAKTIM 1.062.710                        

688  Kecamatan Duren Sawit - JAKTIM 19.252.998                      

689  Kelurahan Klender - JAKTIM 5.547.035                        

690  Kelurahan Pondok Bambu - JAKTIM 6.446.940                        

691  Kelurahan Duren Sawit - JAKTIM 38.804.569                      

692  Kelurahan Malaka Sari - JAKTIM 4.903.019                        

693  Kelurahan Malaka Jaya - JAKTIM 66.000                             

694  Kelurahan Pondok Kopi - JAKTIM 2.972.299                        

695  Kelurahan Pondok Kelapa - JAKTIM 1.371.150                        

696  Kecamatan Matraman - JAKTIM 7.357.330                        
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No. NAMA SKPD/UKPD
NILAI 

PERSEDIAAN

1 2 3

697  Kelurahan Pisangan Baru - JAKTIM 31.489.700                      

698  Kelurahan Utan Kayu Selatan - JAKTIM 8.439.145                        

699  Kelurahan Utan Kayu Utara - JAKTIM 15.715.810                      

700  Kelurahan Kayu Manis - JAKTIM 27.827.100                      

701  Kelurahan Pal Meriam - JAKTIM 3.090.669                        

702  Kelurahan Kebon Manggis - JAKTIM 8.986.186                        

703  Kecamatan Pulogadung - JAKTIM 11.790.508                      

704  Kelurahan Pisangan Timur - JAKTIM 1.987.315                        

705  Kelurahan Cipinang - JAKTIM 5.316.080                        

706  Kelurahan Jatinegara Kaum - JAKTIM 7.667.000                        

707  Kelurahan Pulogadung - JAKTIM 4.744.300                        

708  Kelurahan Rawamangun - JAKTIM 3.251.930                        

709  Kelurahan Jati - JAKTIM 42.636.000                      

710  Kelurahan Kayu Putih - JAKTIM 6.489.534                        

711  Kecamatan Cakung - JAKTIM 21.916.840                      

712  Kelurahan Jatinegara - JAKTIM 24.097.700                      

713  Kelurahan Rawa Terate - JAKTIM 7.278.354                        

714  Kelurahan Penggilingan - JAKTIM 5.166.150                        

715  Kelurahan Pulo Gebang - JAKTIM 2.827.392                        

716  Kelurahan Ujung Menteng - JAKTIM 23.278.585                      

717  Kelurahan Cakung Timur - JAKTIM 69.874.640                      

718  Kelurahan Cakung Barat - JAKTIM 7.591.200                        

719  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu 667.219.080                    

720  Kecamatan Kep. Seribu Utara - Kep. Seribu 17.442.700                      

721  Kelurahan P. Panggang - Kep. Seribu 24.386.166                      

722  Kelurahan P. Kelapa - Kep. Seribu 3.736.040                        

723  Kelurahan P. Harapan - Kep. Seribu 1.315.050                        

724  Kecamatan Kep. Seribu Selatan - Kep. Seribu 2.237.958                        

725  Kelurahan P. Untung Jawa - Kep. Seribu 567.930                           

726  Kelurahan P. Tidung - Kep. Seribu 2.698.800                        

727  Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu 26.499.992                      

JUMLAH PERSEDIAAN 530.477.129.539         
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Cost Method Equity Method

Tambahan Modal Disetor 

(dari APBD TA 2011 dan 

Konversi cadangan/laba 

ditahan menjadi 

modal/saham)

Jumlah 

(Audited)

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ( 11 x 12 ) 15 16

1 PD AM Jaya Audited 2011 1992
Perda No. 

13/1992
Lainnya 288.364.100.112,00                   -                                                  -                                               (1.221.139.808.544,00)               (932.775.708.432,00)                 100,00% -                                             -                                                  -                                             -                                                   

2 PD Dharma Jaya Unaudited 2011 1985
Perda 

No.20/2010
Lainnya 31.377.432.000,00                     -                                                  9.341.974.153,00                   (3.294.393.878,00)                       37.425.012.275,00                     100,00% -                                             37.425.012.275,00                    -                                             37.425.012.275,00                     

3 PD Pembangunan Sarana Jaya Audited 2011 1982 Perda No. 6/1990 Lainnya 200.000.000.000,00                   -                                                  (133.997.229.164,00)              23.959.114.050,00                      89.961.884.886,00                     100,00% -                                             89.961.884.886,00                    -                                             89.961.884.886,00                     

4 PD Pasar Jaya Audited 2011 1982 Perda No. 2/2009 Lainnya 15.203.308.120,40                     318.356.193.457,00                  -                                               53.688.630.005,00                      387.248.131.582,40                   100,00% -                                             387.248.131.582,00                  -                                             387.248.131.582,00                   

5 PD PAL Jaya Audited 2011 1991
Perda No. 

14/1997
Lainnya 94.752.401.828,00                     -                                                  -                                               25.790.532.946,00                      120.542.934.774,00                   100,00% -                                             120.542.934.774,00                  -                                             120.542.934.774,00                   

Jumlah Penyertaan Modal Pada BUMD 629.697.242.060,40           318.356.193.457,00         (124.655.255.011,00)      (1.120.995.925.421,00)       (297.597.744.914,60)         -                                    635.177.963.517,00          -                                    635.177.963.517,00          

6 PT Pembangunan Jaya Audited 2010 1961
Akta No.256-

265/2005
Saham 3.117.000.000,00                        131.653.737.000,00                  93.393.941.000,00                 1.343.559.329.000,00                1.571.724.007.000,00               38,80% -                                             609.828.914.716,00                  -                                             609.828.914.716,00                   

7 PT Food Station Tjipinang Audited 2011 1972
RUPS 26-08-

1991
Saham 300.000.000,00                           -                                                  -                                               15.764.280.184,00                      16.064.280.184,00                     74,67% -                                             11.995.198.013,00                    -                                             11.995.198.013,00                     

8
PT Jakarta Industrial Estate 

Pulogadung
1) Audited 2011 1973

Akta No.77/19-02-

2009
Saham 80.000.000.000,00                     -                                                  3.122.089,00                           129.144.764.165,00                    209.147.886.254,00                   50,00% -                                             104.573.943.127,00                  -                                             104.573.943.127,00                   

9 PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2011 1970
Laporan 

Keuangan th. 
Saham 16.013.181.000,00                     19.015.656.000,00                    -                                               519.585.588.000,00                    554.614.425.000,00                   26,25% -                                             145.586.286.563,00                  -                                             145.586.286.563,00                   

10 PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Audited 2011 1991
Akta No. 13/1-04-

2004
Saham 400.000.000.000,00                   36.709.233.000,00                    -                                               703.923.138.546,00                    1.140.632.371.546,00               72,00% -                                             821.255.307.513,00                  -                                             821.255.307.513,00                   

11 PT Determinan Indah Audited 05 1973
Akta No. 250/28-

12-95
Saham -                                             -                                                  -                                             -                                                   

12 PT Ratax Armada Audited 2011 1971
Akta No. 23/11-05-

99
Saham 5.500.000.000,00                        -                                                  -                                               (3.874.845.440,00)                       1.625.154.560,00                       28,00% -                                             455.043.277,00                         -                                             455.043.277,00                          

13 PT Kawasan Berikat Nusantara
2) Audited 2010 2002

Akta No. 13/05-06-

03
Saham 363.945.000.000,00                   111.967.695.000,00                  85.668.958.612,00                 34.484.520.699,00                      596.066.174.311,00                   26,85% 209.692.695.000,00             -                                                  -                                             209.692.695.000,00                   

14 PT Alakasa Industrindo, Tbk. Audited 2011 1996
Akta No. 31/21-02-

1972
Saham 73.503.957.000,00                     200.000.000,00                         (583.014.000,00)                     (24.560.509.000,00)                    48.560.434.000,00                     4,81% 4.885.650.000,00                 -                                                  -                                             4.885.650.000,00                       

15 PT Cemani Toka Audited 2011 1971
Akta No. 5/7-07-

99
Saham 112.968.859.000,00                   -                                                  (2.869.839.019,00)                  (114.535.323.884,00)                  (4.436.303.903,00)                      27,00% 27.059.360.000,00               -                                                  -                                             27.059.360.000,00                     

16 PT Pakuan International
Audited 2010

1971 - Saham 50.000.000.000,00                     236.600.000,00                         2.039.534.252,00                   (13.416.224.197,00)                    38.859.910.055,00                     1,94% 1.345.900.000,00                 -                                                  -                                             1.345.900.000,00                       

17 PT Grahasahari Suryajaya Audited 08 1992
Akta No. 172/20-

07-1992
Saham 48.870.000.000,00                     592.242.795.672,00                  -                                               (402.776.309.526,00)                  238.336.486.146,00                   8,08% 3.951.000.000,00                 -                                                  -                                             3.951.000.000,00                       

18 PT Jaya Nur Sukses Audited 09 1993
Akta No. 27/6-04-

98
Saham -                                             -                                                  -                                             -                                                   

19 PT Asuransi Bangun Askrida unAudited 2011 1989
Akta No. 1192/25-

7-05
Saham 159.860.000.000,00                   34.290.000.000,00                    34.595.524.942,00                 110.222.706.640,00                    338.968.231.582,00                   5,99% 8.680.000.000,00                 -                                                  -                                             8.680.000.000,00                       

20 PT Jakarta Propertindo Audited 2011 1997
Akta No. 293/30-

06-05
Saham 429.995.757.000,00                   -                                                  100.000.000.000,00               153.743.985.972,00                    683.739.742.972,00                   99,92% -                                             583.192.751.178,00                  100.000.000.000,00             683.192.751.178,00                   

21 PT Bank DKI Jakarta Audited 2011 1999
Akta No. 12/14-01-

10
Saham 631.159.000.000,00                   -                                                  147.000.000,00                      617.547.000.000,00                    1.248.853.000.000,00               99,84% -                                             1.246.854.835.200,00               1.246.854.835.200,00                

22 PT Jakarta International Expo Audited 07 2004
Akta Hibah No. 

67/22-07-2004
Saham 300.000.000.000,00                   -                                                  -                                               (9.652.573.230,00)                       290.347.426.770,00                   13,14% 39.375.000.000,00               -                                                  -                                             39.375.000.000,00                     

23 PT Jakarta Tourisindo Audited 2011 2004
Akta No. 6/17-09-

04
Saham 455.511.000.000,00                   -                                                  (8.931.935.163,00)                  23.358.130.584,00                      469.937.195.421,00                   99,34% -                                             466.835.609.931,00                  -                                             466.835.609.931,00                   

24 PT RS Haji Jakarta 
4) unAudited 2011 2004

Perda No. 

12/2004
Saham 100.308.278.000,00                   -                                                  -                                               1.186.433.962,00                        101.494.711.962,00                   51,00% 51.157.222.000,00                                                                  - -                                             51.157.222.000,00                     

25 PT Mass Rapid Transit Jakarta Audited 2011 2008
Perda No. 4 

Tahun 2008
Saham 155.000.000.000,00                   6.780.777.790,00                      -                                               (46.155.356.929,00)                    115.625.420.861,00                   99,68% 78.474.641.724,00                    36.780.777.790,00               115.255.419.514,00                   

Jumlah Penyertaan Modal Pada PT Patungan 3.386.052.032.000,00        933.096.494.462,00         303.463.292.713,00       3.037.548.735.546,00        7.660.160.554.721,00       346.146.827.000,00     4.069.052.531.242,00       136.780.777.790,00     4.551.980.136.032,00       

JUMLAH 4.015.749.274.060,40        1.251.452.687.919,00      178.808.037.702,00       1.916.552.810.125,00        7.362.562.809.806,40       346.146.827.000,00     4.704.230.494.759,00       136.780.777.790,00     5.187.158.099.549,00       

d i v e s t a s i

d i v e s t a s i

Modal Tambahan Modal Disetor Ekuitas Lainnya Laba Ditahan Total Ekuitas

%                         

PMP Prov 

DKI 

Jakarta

NAMA AKUN : INVESTASI PERMANEN

IKHTISAR PERHITUNGAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH (PMP) 

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2011

No. Perusahan Daerah

Lapkeu 

Tahun 

2011/2010

Tahun 

Penyertaan
Dasar Hukum

Bentuk 

Penyertaan

Nilai PMP per 31 Desember 2011
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Lampiran 8

Uraian  Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Jaringan, Irigasi  Aset Tetap Lainnya 
 Konstruksi Dalam 

Pengerjaan 
 Jumlah Aset Tetap 

Saldo  per 31 Desember 2010      

(Audited BPK)
324.425.352.369.781,00        8.875.908.865.229,00      16.274.161.176.936,00       20.757.902.864.604,00      1.053.027.313.008,00       1.050.709.756.741,00       372.437.062.346.299,00             

Belanja Modal 835.380.811.026,00               2.256.864.596.055,00      1.145.125.657.150,00         819.760.207.709,00           291.574.115.927,00          1.876.156.763.370,00       7.224.862.151.237,00                 

Kapitalisasi Non Belanja Modal 260.430.000,00                      87.313.914.469,00           259.639.842.447,00            62.831.170.206,00             2.446.491.373,00              73.567.902.458,00            486.059.750.953,00                    

Hibah dan Tukar Menukar 43.132.960.000,00                 11.061.215.123,00           6.794.564.054,00                -                                         -                                         -                                         60.988.739.177,00                      

Pengadaan Dari Dana Operasional BLUD -                                             5.917.739.745,00             254.439.101,00                   -                                         2.900.000,00                     -                                         6.175.078.846,00                        

KDP Sudah Selesai Dilaksanakan 597.483.140,00                      2.990.915.405,00             317.267.557.632,00            356.926.197.891,00           -                                         -                                         677.782.154.068,00                    

Hutang Pihak Ke-3 -                                             97.212.500,00                  -                                           1.967.516.792,00               -                                         6.137.532.446,00              8.202.261.738,00                        

Koreksi Kurang Catat/Salah Catat 893.431.589.640,00               73.700.798.404,00           86.746.010.892,00              9.249.390.272,00               56.134.117,00                   269.833.450.692,00          1.333.017.374.017,00                 

Koreksi Penambahan 51.505.818.600,00                 178.739.637.380,00         105.402.255.788,00            82.175.773.040,00             47.130.933.644,00            -                                         464.954.418.452,00                    

Jumlah Mutasi Penambahan 1.824.309.092.406,00            2.616.686.029.081,00      1.921.230.327.064,00         1.332.910.255.910,00        341.210.575.061,00          2.225.695.648.966,00       10.262.041.928.488,00               

Penghapusan 69.315.750.000,00                 6.941.102.784,00             125.406.552.477,00            19.888.000,00                    77.605.000,00                   737.468.350,00                 202.498.366.611,00                    

Reklas ke Persediaan/Inventaris -                                             121.507.403.755,00         5.223.465.513,00                12.655.004.500,00             12.467.668.395,00            -                                         151.853.542.163,00                    

Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ke-3 -                                             8.796.816.599,00             365.743.361,00                   118.366.030,00                  3.019.589.923,00              -                                         12.300.515.913,00                      

Reklas ke Aset Rusak Berat -                                             30.154.649.754,00           4.512.249.500,00                200.000.000,00                  -                                         -                                         34.866.899.254,00                      

KDP Sudah Selesai Dilaksanakan -                                             -                                        -                                           -                                         -                                         677.782.154.068,00          677.782.154.068,00                    

Koreksi Pencatatan Ganda/Salah Catat 143.297.462.000,00               19.306.518.638,00           264.476.662.776,00            -                                         47.520.000,00                   -                                         427.128.163.414,00                    

Koreksi Pengurangan 45.766.533.225.133,00          13.882.607.322,00           86.807.234.859,00              202.330.362.005,00           51.883.217.929,00            -                                         46.121.436.647.248,00               

Jumlah Mutasi Pengurangan 45.979.146.437.133,00          200.589.098.852,00         486.791.908.486,00            215.323.620.535,00           67.495.601.247,00            678.519.622.418,00          47.627.866.288.671,00               

Saldo  per 31 Desember 2011      

(Audited BPK)
280.270.515.025.054,00        11.292.005.795.458,00    17.708.599.595.514,00       21.875.489.499.979,00      1.326.742.286.822,00       2.597.885.783.289,00       335.071.237.986.116,00             

DAFTAR MUTASI ASET TETAP DAERAH

PER 31 DESEMBER 2011

Mutasi Penambahan

Mutasi Pengurangan
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Lampiran 9

2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (4+5+6+7+8-9) 12

-                                                 

1. -                              -                                 1.410.287.606            415.843.482.203        873.979.672.521        (356.168.189.981)      935.065.252.349               

DINAS PEKERJAAN UMUM -                              -                                 1.285.559.606            403.693.947.148        869.390.867.471        (344.018.654.926)      930.351.719.299               

1 Pembangunan Jembatan FO Bandengan 732.253.803                      69.437.695.659                 (70.169.949.462)                -                                                 

2 Pembangunan Jembatan Tubagus Angke 553.305.803                      49.707.015.325                 (50.260.321.128)                -                                                 

3 Pembangunan Jalan layang non tol Antasari-Blok M 81.766.110                        518.868.417.123               518.950.183.233                         

4 Pembangunan Jalan layang non Kp Melayu-Tanah Abang 49.059.666                        231.002.853.153               231.051.912.819                         

5

Pembangunan On/Off Ramp Timur JLNT Kp Melayu-Tanah Abang 

Tahap 1 33.312.740                        33.312.740                                 

6 Pembangunan Jembatan Muara angke 2.042.684.786                   (2.042.684.786)                  -                                                 

7 Pembangunan Pump Gate Kapuk Poglar 20.850.556.539                 (20.850.556.539)                -                                                 

8 Penyelesaian Sistem Pompa Air cideng 17.425.063.907                 (17.425.063.907)                (0)                                               

9 Pembangunan Polder Kampung Bandan 9.240.260.375                   9.775.589.491                   19.015.849.866                           

10 Peningkatan kapasitas Long Storage Kali Siantar dan Kali Cideng 12.200.298.544                 (12.200.298.544)                -                                                 

11 Pembangunan Pompa Tomang 23.518.757.518                 (23.518.757.518)                (0)                                               

12 Pembangunan Pompa Duri 20.896.084.018                 (20.896.084.018)                -                                                 

13 Pembangunan pompa gate pada saluran penghubung 25.961.154.039                 (25.961.154.039)                (0)                                               

14 Penanggulangan sampah di kali pesing 30.430.404.222                 (30.430.404.222)                (0)                                               

15

Pembuatan dan Pembersihan saluran di Jl. Thamrinm wahid 

Hasyim,Sunda dan sekitarnya 36.328.320.937                 (36.328.320.937)                -                                                 

16 Perluasan dan pembangunan turap Situ Babakan 17.901.724.336                 (17.901.724.336)                -                                                 

17 Perbaikan dan pemeliharaan Saringan sampah 15.698.494.850                 (15.698.494.850)                -                                                 

18

Pembangunan jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen 

Marunda-Rorotan) 14.069.575.092                 20.223.424.132                 34.292.999.224                           

19

Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejakar BKT (segmen rorotan-

cakung timur) 10.206.563.541                 10.206.563.541                           

20 Pelebaran jalan kembangan raya 4.680.415.081                   7.129.857.460                   11.810.272.541                           

21

Pemb. Jalan dan saluran pengaman sejajar BKT (segmen cakung timur-

Raya Bekasi) 9.060.329.517                   24.012.102.950                 33.072.432.467                           

22

Pemb, jalan tembus Kelapa Gading/Boulevard timur terminal Pulo 

Gadung 13.572.882.446                 8.293.587.299                   21.866.469.745                           

23

Program penataan dan penertiban sepadan sungai, situ, saluran dan 

waduk kegiatan invent dan PT. waduk Bintaro Rt07/05 kelurahan 

Bintaro Jaksel 31.043.500                        (31.043.500)                       -                                                 

24 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 8.679.000                          (8.679.000)                         -                                                 

25

Program pemb. Jalan dan jembatan keg pembebasan tanah untuk 

pelebaran jalan pada koridor busway 50.000.000                        (50.000.000)                       -                                                 

26

Program pembangunan Jalan dan jembatan keg pembebasan lahan 

untuk sejajar tol W2 (pondok pinang-kebon jeruk) 75.000.000                        (75.000.000)                       -                                                 batal dilaksanakan

27

Program pembangunan jalan dan jembatan keg inventarisasi dan 

pembebasan tanah FO tubagus angke 160.088.140                      (160.088.140)                     -                                                 

28

Program pembangunan jalan dan jembatan keg inventarisasi dan PT 

on/off ramp jalann layang non tol antasari-blok M 10.030.000                        (10.030.000)                       -                                                 

29 Rumah Pompa di muara Kali Banglio/Muara Baru 3.152.834.811                   3.152.834.811                            

30 Penurapan Kali Baru Timur 1.497.881.833                   1.497.881.833                            

31

Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi 

genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah kotamadya jakbar dan 

jakut 17.047.972.330                 17.047.972.330                           

32

Pemb akses terminal Pulo Gebang/pemb Akses (FO) Terminal Bus Pulo 

Gebang 17.222.105                        17.222.105                                 

33 Jembatan Jl. Pluit Utara (depan PLTU) 11.366.707.255                 11.366.707.255                           

34 Jembatan Cakung Drain Sisi Utara 16.549.979.789                 16.549.979.789                           

35 Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono 25.000.000                        25.000.000                                 

36 Biaya Keg Invent dan PT Kali Grogol Sigit 25.000.000                        25.000.000                                 
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37 Keg. Invent dan PT Kali Grogol Sigit Pramono 4.125.000                          4.125.000                                   

38

Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan 

Pembebasan Tanah Krukut Jak-Sel (Kemang s/d Petogogan) Sigit 

Pramono 25.000.000                        25.000.000                                 

39

Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg Inventarisasi dan 

Pembebasan Tanah Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono 25.000.000                        25.000.000                                 

40 Keg. Invent dan PT Kali Sunter (Cipinang Melayu) Sigit Pramono 25.000.000                        25.000.000                                 

41

Prog. Pengembangan Sistem Drainase Keg. Inventarisasi dan 

Pembebasan Tanah Kali Angke Hulu Sigit Pramono 25.000.000                        25.000.000                                 

42 Keg. Invent dan PT kali Angke Hulu Sigit Pramono 50.000.000                        50.000.000                                 

43

Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -

Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono 5.000.000                          5.000.000                                   

44

Prog. Optimalisasi, Perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan Keg 

Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulogdung - Rajiman- 

Dr. Sumarno Sigit Pramono 40.000.000                        40.000.000                                 

45

Keg. Invent dan PT Jl. Tembus (Missing Link) Industri Pulo Gadung -

Rajiman - Dr. Sumarno Sigit Pramono 25.000.000                        25.000.000                                 

46

Program Keg. Pembebasan tanah Jln. Tbs Missing Link (Jl. KH Mas 

Mansyur-Jl. Sudirman, STIE Perbanas Kuningan-Jl. Satrio, Jl. Asia 50.000.000                        50.000.000                                 

47

Keg. PT Jln. Tembus Missing Link (Jl. KH Mas Mansyur - Jl. Sudirman dll) 

Sigit Pramono 20.000.000                        20.000.000                                 

48

Prog. Optimalisasi, perluasan dan Penambahan Jaringan Jalan, keg. 

Pembebasan Tanah Jl. Tbs, Missing Link Sigit Pramono 25.000.000                        25.000.000                                 

49 Keg. Pembebasan Tanah Jl. Tbs Missing Link Sigit Pramono 50.000.000                        50.000.000                                 

SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA PUSAT -                              -                                 -                                 9.471.733.983            -                                 (9.471.733.983)          -                                         

1

001/Peningkatan Sistem Drainase dan konservasi air kawasan Monas 

sisi barat 1.484.261.371,20              (1.484.261.371)                  -                                                 

2

003/Peningkatan sistem drainase dan konservasi air kawasan Monas sis 

Selatan 2.336.657.062,94              (2.336.657.063)                  -                                                 

3

004/Peningkatan sistem drainase dan konservasi air kawasan Monas 

sisi Utara 1.619.361.335,86              (1.619.361.336)                  -                                                 

4 008/Peningkatan saluran kawasan Achmad Yani 1.321.665.642,45              (1.321.665.642)                  -                                                 

5 013/Normalisasi Sal.. Jl. Suprapto (galur) 474.689.057,75                 (474.689.058)                     -                                                 

6 025/Normalisasi Sal.. Jl. Suprapto Sentiong--rawa Kerbo 403.994.848,48                 (403.994.848)                     -                                                 

7 035/Peningkatan Turap Situ Lembang/Saluran di sekitarnya 432.759.772,85                 (432.759.773)                     -                                                 

8 036/Peningkatan Saluran di kawasan karet tengsin 621.324.775,83                 (621.324.776)                     -                                                 

9 051/Peningkatan saluran kawasan Kel.Kramat 507.527.855,56                 (507.527.856)                     -                                                 

10

052/Peningkatan pompa, RM Pompa, PA dan penurunan DS saluran 

PHB Kawi-kawi bawah 269.492.260,53                 (269.492.260,53)                -                                                 

SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA UTARA -                              -                                 124.728.000               -                                 -                                 -                                 124.728.000                      

1 Inventarisasi lahan pantai publik Kawasan Marunda wil Jakarta Utara 124.728.000                      -                                        124.728.000                               

SUDIN PU. JALAN JAKARTA SELATAN -                              -                                 -                                 -                                 4.518.805.050            -                                 4.518.805.050                   

1 Ducting System Kawasan Blok M 4.326.899.050,00              4.326.899.050                            

2

Inventarisasi dan pembebasan Tanah Jl. Cilandak I Ujung (Kel Cilandak 

Barat) 73.726.000,00                   73.726.000                                 

3

Inventarisasi dan Pembebasan Tanah Tembus Mampang Prapatan 

(Kantor Kec. Mampang) 118.180.000,00                 118.180.000                               

Halaman 2 dari 9



Lampiran 9

2007 2008 2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (4+5+6+7+8-9) 12

KeteranganNo Kode Rekening Nama Kegiatan/Pekerjaan

Realisasi
Sudah selesai 

dikerjakan Per 31 

Desember 2011

Jumlah Akumulasi s.d 31 

Desember 2011

SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA SELATAN -                              -                                 -                                 2.677.801.072            -                                 (2.677.801.072)          -                                         

1 Pembangunan/peningkatan sal. Kawasan Blok M (Melawai) 310.400.597,00                 (310.400.597)                     -                                                 

2 Pembangunan/peningkatan sal. Kawasan Lamandau 763.157.185,00                 (763.157.185)                     -                                                 

3 Pembangunan/peningkatan sal. Tanjung Barat/TB Simatupang Lanjutan 1.604.243.290,00              (1.604.243.290)                  -                                                 

-                                                 

SUDIN PU. TATA AIR JAKARTA TIMUR -                              -                                 -                                 -                                 70.000.000                 -                                 70.000.000                        

1 Inventarisasi saluran Phb Cipayung (Dokumen Pengukuran) 70.000.000,00                   -                                        70.000.000                                 

2. -                              11.370.438.265          8.256.514.361            175.751.256.314        352.409.024.289        -                                 547.787.233.229               

DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA -                              11.370.438.265          8.256.514.361            175.751.256.314        352.409.024.289        -                                 547.787.233.229               

1 Perencanaan penyelesaian rusun Pulogebang 8.256.514.361                   8.799.095.962                   17.055.610.323                           

2 Pembangunan gedung DPRD dan Balaikota DKI Jakarta 11.318.397.265                 -                                        104.559.477.767               198.319.695.449               314.197.570.481                         

3 Pembangunan gedung Sarana wisma islamic center 51.840.334.120                 89.436.970.200                 141.277.304.320                         

4 Perencanaan/DE gedung Blok A Dinas Kesehatan 52.041.000                        52.041.000                                 

5 Pembangunan rusun Dinas Kebakaran Boker Jaktim 2 blok 10.552.348.465                 4.111.074.503                   14.663.422.968                           

6 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta 19.871.722.849                 19.871.722.849                           

7 Perencanaan Konstruksi Rusun (3 Kontrak) 957.480.816                      957.480.816                               

8 Konstruksi Rusun Cipinang Besar Selatan 9.905.793.932                   9.905.793.932                            

9 Konstruksi Rusun Waduk Pulit 28.819.554.165                 28.819.554.165                           

10 Kontrak Perencanaan tahun 2009 378.700.750                      378.700.750                               kurang catat di tahun 2009

11 Konstruksi Rusun Jatinegara kaum 182.128.000                      182.128.000                               

12 Kontrak Perencanaan Rusun DamKar Pegadungan 425.903.625                      425.903.625                               kurang catat di tahun 2009

13 Pembangunan Gedung Dinas Kesehatan Prov. DKI Jakarta

14

3. DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN -                              6.220.241.600            247.801.130               204.028.000               642.779.883               (471.829.130)             6.843.021.483                   

1 Pembangunan jembatan TPU Tanah Kusir 6.118.241.600                   6.118.241.600                            

2

Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rawajati, Kec. Pancoran, Jakarta 

Selatan 70.000.000                        70.000.000                                 

3 Lahan Ruang Terbuk Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta Barat 6.000.000                          6.000.000                                   

4 Lahan Ruang terbuka Hijau (RTH) Padat Penduduk Wil. Jakarta Selatan 6.000.000                          6.000.000                                   

5 Tanah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Swadarma Ulujami 20.000.000                        (20.000.000)                       -                                                 

6

Lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jl. Muara Karang RT 007 RW 010 Kel. 

Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara 35.000.000                        (35.000.000)                       -                                                 

7

Lahan Terbuka Hijau (RTH) Jl. Mufakat, Pondok Ranggon, Kel. Cipayung, 

Jakarta Timur 169.028.000                      (169.028.000)                     -                                                 

8 Pembuatan pagar pracetak (precash) TPU 247.801.130                      (247.801.130)                     -                                                 sudah selesai

9

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Haji sapiih/ Jl. Lebak Bulus III, Kel. Pondok 

Labu 74.054.600                        74.054.600                                 

10

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kampung Rekreasi RT 007/04 Kel. Cilincing, 

Kec. Cilincing 134.488.508                      134.488.508                               

11

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Tanah mas Raya RT 003/01 Kel. Kayu Putih, 

Kec. Cempaka Putih 20.000.000                        20.000.000                                 

12 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Centex Gg. Masjid Kec. Ciracas 20.000.000                        20.000.000                                 

13

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah Bawah RT 001/012 Kel. Bintaro 

Kec. Pesanggrahan 8.000.000                          8.000.000                                   

14 Biaya Sosialiasasi Tanah Jl. Moh. Kahfi I. Kel Cipedak Kec. Jagakarsa 125.695.100                      125.695.100                               

15

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Madrasah RT 002/12, Kel. Bintaro Kec. 

Pesanggrahan 26.000.000                        26.000.000                                 

16

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Teluk Jakarta RT 006/08 Kel. Pasar Minggu, 

Kec. Pasar Minggu 11.200.000                        11.200.000                                 

17 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Mawar Ujung Kec. Pesanggrahan 14.000.000                        14.000.000                                 

18 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. RC-Veteran, Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan 28.000.000                        28.000.000                                 
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19

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Perdatam Terusan RW 06 Kel. Ulujami, Kec. 

Pesanggrahan 40.000.000                        40.000.000                                 

20

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Sampi Kosambi Baru RT 001/10, Kel. Duri 

Kosambi, Kec. Cengkareng 62.046.800                        62.046.800                                 

21

Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Masjid Nur Imam RT 002/02 Kel. Semanan, 

Kec. Kalideres 31.100.000                        31.100.000                                 

22 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Srengseng Sawah RW 07 Kec. Jagakarsa 20.000.000                        20.000.000                                 

23 Biaya Sosialisasi Tanah Jl. Kp. Joglo, Kel. Kembangan, kec. Kembangan 7.000.000                          7.000.000                                   

24

Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto Sisi Utara, Jakarta 

Selatan 19.390.500                        19.390.500                                 

25 Biaya Perencanaan Tanaman Jl. Gatot Subroto (Segmen Slipi-Semanggi) 1.804.375                          1.804.375                                   

4. DINAS PENDIDIKAN -                              -                                 22.039.949.000          38.209.332.077          595.079.162.025        (99.609.094.790)        555.719.348.312               

DINAS PENDIDIKAN -                              -                                 12.304.526.000          33.475.182.427          587.930.742.325        (99.609.094.790)        534.101.355.962               

1 5.2.3.26 SMK 56 -                                    -                                        3.886.060.000                   4.361.298.125                   (8.247.358.125)                  -                                                 

2 5.2.3.26 SMK 44 6.594.878.000                   36.774.750                        6.631.652.750                            

3 5.2.3.26 SMA 111 1.823.588.000                   702.214.425                      (2.525.802.425)                  -                                                 

4 SEMANAN 4.500.468.351                   1.502.804.000                   6.003.272.351                            

5 SMP SUPURA 15.847.615.000                 15.847.615.000                           

6 SDN CIPINANG BESAR UTARA 09 4.831.052.096                   (4.831.052.096)                  -                                                 

7 BARU 07 9.279.250.000                   9.279.250.000                            

8 BENHIL 01-03 10.842.514.000                 10.842.514.000                           

9 SUMUR BATU 14/15 3.799.449.212                   1.763.956.400                   5.563.405.612                            

10 SDN JELAMBAR 01 4.464.593.000                   (4.464.593.000)                  -                                                 

11 SDN KEDAUNG KLANGKE 05/09 5.328.030.000                   (5.328.030.000)                  -                                                 

12 P KELAPA 02 8.291.064.000                   8.291.064.000                            

13 KELAPA GADING TIMUR 01/02 3.846.199.425                   2.589.990.610                   6.436.190.035                            

14 SDN CIPEDAK 02 5.792.190.544                   (5.792.190.544)                  -                                                 

15 BATU AMPAR 08 8.776.513.000                   8.776.513.000                            

16 KELAPA DUA WETAN 01 7.780.205.000                   7.780.205.000                            

17 JATINEGARA KAUM 03 5.553.662.000                   5.553.662.000                            

18 PEGANGSAAN DUA 05 7.957.487.000                   7.957.487.000                            

19 CILANDAK TIMUR 05/07/08 13.847.286.000                 13.847.286.000                           

20 MAKASAR 06 8.977.771.000                   8.977.771.000                            

21 JATI 03/04 8.772.381.000                   8.772.381.000                            

22 KALISARI 01 3.642.894.770                   1.958.527.000                   5.601.421.770                            

23 SDN SUMUR BATU 06/07 5.256.255.000                   (5.256.255.000)                  -                                                 

24 SDN BANGKA 07 6.212.292.000                   (6.212.292.000)                  -                                                 

25 PINANGRANTI 05 6.763.870.500                   6.763.870.500                            

26 KAYU PUTIH 09 6.411.207.000                   6.411.207.000                            

27 SMP 139 16.369.060.000                 16.369.060.000                           

28 SMPN 119 14.653.350.000                 (14.653.350.000)                -                                                 

29 SMP 37 13.945.611.000                 13.945.611.000                           

30 SMP 86 13.151.784.765                 13.151.784.765                           

31 SMP 34 7.336.231.139                   7.615.531.455                   14.951.762.594                           

32 SMPN 165 9.202.195.000                   (9.202.195.000)                  -                                                 

33 SMP 167 11.436.086.000                 11.436.086.000                           

34 SMP 1 8.849.917.000                   8.849.917.000                            

35 SMP 228 11.153.995.240                 11.153.995.240                           

36 SMP 166 14.011.508.000                 14.011.508.000                           

37 SMPN 277 9.532.808.000                   (9.532.808.000)                  -                                                 

38 SMP 110 9.861.994.000                   9.861.994.000                            

39 SMP 77 12.182.336.000                 12.182.336.000                           

40 SMP 147 12.360.461.000                 12.360.461.000                           

41 SMPN 243 11.893.558.500                 (11.893.558.500)                -                                                 

42 SMP 249 15.223.521.600                 15.223.521.600                           
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43 SMP 149 12.115.167.000                 12.115.167.000                           

44 SMP 184 13.345.015.250                 13.345.015.250                           

45 SMPN 206 9.689.733.000                   (9.689.733.000)                  -                                                 

46 SMAN 13 1.979.877.100                   (1.979.877.100)                  -                                                 

47 SMP 96 9.350.243.000                   9.350.243.000                            

48 KALIANGKE 06/16 4.874.753.000                   4.874.753.000                            

49 PASAR BARU 07/09/10 5.697.255.472                   5.697.255.472                            

50 SUNTER AGUNG 12 4.731.122.000                   4.731.122.000                            

51 KEBON JERUK 02 5.967.440.000                   5.967.440.000                            

52 PASEBAN 11 5.413.560.246                   5.413.560.246                            

53 PLUIT 03/04 5.486.000.000                   5.486.000.000                            

54 PLUIT 05/06 5.384.410.000                   5.384.410.000                            

55 KALISARI 04 5.548.873.000                   5.548.873.000                            

56 CEMPAKA BARU 03 5.493.857.000                   5.493.857.000                            

57 CAKUNG BARAT 04 5.512.076.000                   5.512.076.000                            

58 TEGAL ALUR 09/16 5.590.270.000                   5.590.270.000                            

59 MAKASAR 05 4.219.093.162                   4.219.093.162                            

60 PONDOK BAMBU 15 4.597.305.293                   4.597.305.293                            

61 SMPN 103 5.520.922.000                   5.520.922.000                            

62 SMPN 176 11.569.336.000                 11.569.336.000                           

63 SMPN 28 11.913.910.000                 11.913.910.000                           

64 SMPN 178 10.040.154.000                 10.040.154.000                           

65 SMA RAGUNAN 3.731.277.157                   3.731.277.157                            

66 SMK TERPADU CENGKARENG 18.143.324.000                 18.143.324.000                           

67 SMA 20 9.933.926.000                   9.933.926.000                            

68 SMA 29 15.766.213.000                 15.766.213.000                           

69 SMKN 44 2.976.623.900                   2.976.623.900                            

70 SMKN 28 9.555.570.000                   9.555.570.000                            

71 SMA 21 2.346.642.000                   2.346.642.000                            

72 SMP 38 3.771.262.000                   3.771.262.000                            

73 SMP 258 2.163.491.985                   2.163.491.985                            

74 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMKN 54 384.750.000                      384.750.000                               

75 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 27 383.175.000                      383.175.000                               

76 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMAN 14 384.575.000                      384.575.000                               

77 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 241 (Pulau Tidung) 294.225.000                      294.225.000                               

78 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SMPN 196 301.443.750                      301.443.750                               

79 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Mampang Prapatan 03/04/05 252.437.500                      252.437.500                               

80 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Sukabumi Utara 07 160.737.500                      160.737.500                               

81 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Pulogadung 03/04 169.437.500                      169.437.500                               

82 Perencanaan X-1 Pembangunan Kantor BPPK Kampung Jawa 166.500.000                      166.500.000                               

83 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung SDN Eks SDN Balimester 218.937.500                      218.937.500                               

84 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 03/04 216.425.000                      216.425.000                               

85 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Barat 11/12 167.600.000                      167.600.000                               

86 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kembangan Utara 06/07 152.037.500                      152.037.500                               

87 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cengkareng Barat 05/06 163.275.000                      163.275.000                               

88 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Semper Timur 05 153.000.000                      153.000.000                               

89 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Karet Tengsin 13 164.625.000                      164.625.000                               

90 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pegangsaan Dua 07 145.062.500                      145.062.500                               

91 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Malaka Sari 06 168.912.500                      168.912.500                               

92 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cilangkap 02 163.187.500                      163.187.500                               

93 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Cipinang Besar Selatan 02 171.275.000                      171.275.000                               

94 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kalibata 07 157.850.000                      157.850.000                               

95 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Bidara Cina 05 159.512.500                      159.512.500                               

96 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Palmerah 19 162.487.500                      162.487.500                               

97 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Joglo 09 163.100.000                      163.100.000                               

98 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 09 170.968.750                      170.968.750                               

99 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Pejagalan 11 165.762.500                      165.762.500                               

100 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Jagakarsa 06 156.887.500                      156.887.500                               
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101 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN/SMPN Satu Atap Pulau Sebira 2.000.000                          2.000.000                                   

102 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Dukuh 09 158.375.000                      158.375.000                               

103 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Tebet Barat 07/08 287.800.000                      287.800.000                               

104 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Kebagusan 05 161.656.250                      161.656.250                               

105 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Penggilingan 01 169.000.000                      169.000.000                               

106 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 238 293.443.750                      293.443.750                               

107 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 30 297.200.000                      297.200.000                               

108 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 156 299.037.500                      299.037.500                               

109 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 173 275.600.000                      275.600.000                               

110 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 214 2.100.000                          2.100.000                                   

111 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 162 301.400.000                      301.400.000                               

112 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 257 2.100.000                          2.100.000                                   

113 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 172 296.937.500                      296.937.500                               

114 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMPN 198 290.725.000                      290.725.000                               

115 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMKN 5 379.500.000                      379.500.000                               

116 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SMAN 15 379.500.000                      379.500.000                               

117 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung Taman Kanak-Kanak Negeri Papanggo 110.675.000                      110.675.000                               

118 Perencanaan X-1 Rehabilitasi Total Gedung RKB SMKN 4 187.687.500                      187.687.500                               

119 Perencanaan X-1 Rehab Total Gedung SDN Rawa Badak 11/12 161.218.750                      161.218.750                               

120 Perencanaan Rehabilitasi Total Komplek Pendidikan SDN Tambora 01-03,SMPN 63, SMAN 19 583.375.000                      583.375.000                               

121 Perencanaan pembangunan gedung sekolah 10.349.939.530                 10.349.939.530                           

SUDIN PENDIDIKAN DASAR JAKPUS -                              -                                 -                                 -                                 1.012.576.200            -                                 1.012.576.200                   

1 Perencanaan rehab sekolah 1.012.576.200                   1.012.576.200                            

SUDIN PENDIDIKAN MENENGAH JAKPUS -                              -                                 9.735.423.000            4.734.149.650            5.586.673.500            -                                 20.056.246.150                 

1 Pembangunan Kantor Sudin Dikmen Kota Adm. Jakarta Pusat 9.735.423.000                   4.734.149.650                   5.586.673.500                   20.056.246.150                           

SUDIN PENDIDIKAN DASAR JAKARTA SELATAN -                              -                                 -                                 -                                 549.170.000               -                                 549.170.000                      

1 Perencanaan rehab sekolah 549.170.000                      549.170.000                               

5. DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 850.811.125           -                                 19.872.922.300          27.757.435.842          40.046.947.027          (40.055.979.042)        48.472.137.252                 

DINAS OLAH RAGA DAN PEMUDA 850.811.125           -                                 19.555.185.250          27.573.062.842          40.046.947.027          (39.871.606.042)        48.154.400.202                 

1

Pembangunan Gelanggang Remaja dan Gedung Judo Kec. Cempaka 

Putih Jakarta Pusat (termasuk AMP/Perencanaan) 850.811.125                  14.953.972.250                 (15.804.783.375)                -                                                 

2 Perencanaan Gelanggang Remaja Kec. Tanjung Priok -                                    -                                        4.601.213.000                   19.081.909.752                 (23.683.122.752)                -                                                 diserahkan ke GR Tanjung Priok

3 Perencanaan Gelanggang Remaja Kec. Tanjung Priok 329.568.915                      (329.568.915)                     -                                                 diserahkan ke GR Tanjung Priok

4 Rehabilitasi Total Gedung KNPI Provinsi DKI Jakarta 2.876.307.555                   7.494.636.668                   10.370.944.223                           

5 Perencanaan Stadion Sepakbola Taman BMW 4.763.805.625                   4.763.805.625                            

6

Perencanaan DED Rehabilitasi total Gedung KONI Provinsi DKI Jakarta

398.864.995                      398.864.995                               

7 Perencanaan Desain Interior Gelanggang Olahraga Ciracas 29.557.000                        (29.557.000)                       -                                                 diserahkan ke GOR Ciracas

8 Perencanaan Desain Interior Gelanggang Remaja Pulogadung 29.502.000                        29.502.000                                 

9 Perencanaan Desain Interior Gedung KNPI 38.973.000                        38.973.000                                 

10 Perencanaan Desain Interior Gelanggang Remaja Tanjung Priok 24.574.000                        (24.574.000)                       -                                                 diserahkan ke GR Tanjung Priok

11 Rehabilitasi Total Gelanggang Olahraga Grogol Peta,buran 24.378.820.294                 24.378.820.294                           

12 DED Gelanggang Olahraga Ragunan 4.029.252.000                   4.029.252.000                            

13 DED Gelanggang Olahraga Kec. Tanah Abang 796.200.000                      796.200.000                               

14 DED Gelanggang Olahraga Kec. Matraman 801.872.000                      801.872.000                               

15 DED Gelanggang Olahraga Kec.  Cilandak 800.262.000                      800.262.000                               

16 DED Gelanggang Olahraga Kec. Cengkareng 799.485.300                      799.485.300                               

17 DED Gelanggang Olahraga Kec. Koja 799.263.000                      799.263.000                               

18

Perencanaan Penyusunan Harga Satuan Sarana Kebutuhan Dinas 

Olahraga dan Pemda 147.155.765                      147.155.765                               

SUDIN OLAHRAGA JAKARTA BARAT -                              -                                 317.737.050               -                                 -                                 -                                 317.737.050                      

1 Perencanaan Pembangunan gedung Olah raga 317.737.050                      317.737.050                               
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SUDIN OLAHRAGA JAKARTA TIMUR -                              -                                 -                                 184.373.000               -                                 (184.373.000)             -                                         

1 Tanah GOR Ciracas 184.373.000                      (184.373.000)                     -                                                 batal dilaksanakan

6. DINAS KOPERASI DAN UKM -                              -                                 -                                 196.806.500               -                                 -                                 196.806.500                      

SUDIN KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN JAKARTA UTARA -                              -                                 -                                 196.806.500               -                                 -                                 196.806.500                      

1

Perencanaan Pembangunan Blok B dan C Lokbin Lorong 103 Permai

196.806.500                      196.806.500                               

-                                                 

7 DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN -                              -                                 -                                 149.475.050               2.478.094.875            (119.307.200)             2.508.262.725                   

DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN -                              -                                 -                                 113.614.500               361.053.375               (113.614.500)             361.053.375                      

1 Pembebasan lahan untuk RTH Hutan Kota di Jakarta Utara 113.614.500                      (113.614.500)                     -                                                 

2 Pembebasan lahan untuk RTH Hutan Kota di Jakarta Barat 191.778.000                      191.778.000                               

3 Perencanaan Pemb. Gedung Terpadu/Serbaguna Klender 169.275.375                      169.275.375                               

UPT Balai Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan -                              -                                 -                                 -                                 265.559.500               -                                 265.559.500                      

1 Perencanaan Rehab Gedung Serba Guna 169.958.500                      169.958.500                               

2 Perencanaan Pembangunan Rumah Jaga 95.601.000                        95.601.000                                 

UPT Balai Teknologi Penangkapan Ikan (BTPI) -                              -                                 -                                 -                                 1.837.525.000            -                                 1.837.525.000                   

1 Peninggian Pelataran dan Rehab Mesjid 1.837.525.000                   1.837.525.000                            

UPT Taman Margasatwa Ragunan 13.957.000                 13.957.000                        

-                                                 

UPT PUSAT PERKAYUAN -                              -                                 -                                 35.860.550                 -                                 (5.692.700)                 30.167.850                        

1 Perencanaan Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menteng 29.202.250                        29.202.250                                 

2 Dokumen tender Perluasan Ruang Pengolah TPK Ujung Menten 465.600                             465.600                                      

3 Honor Lelang Ruang Pengolah 500.000                             500.000                                      

4 Bangunan Pengering Kayu Pemanas Listrik PLN 5.692.700                          (5.692.700)                         -                                                 

-                                                 

8 DINAS KEBERSIHAN -                              -                                 -                                 2.936.784.405            1.477.947.000            (2.936.784.405)          1.477.947.000                   

Sudin Kebersihan - Jakarta Barat -                              -                                 -                                 2.936.784.405            -                                 (2.936.784.405)          

1 Pengadaan Meubelair 2.936.784.405                   (2.936.784.405)                  -                                                 

Sudi Kebersihan - Jakarta Timur -                              -                                 -                                 -                                 1.477.947.000            -                                 1.477.947.000                   

1 Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor 1.477.947.000                   1.477.947.000                            

9 DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI -                              -                                 -                                 4.776.727.143            -                                 (1.092.848.550)          3.683.878.593                   

DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI -                              -                                 -                                 1.092.848.550            -                                 (1.092.848.550)          -                                         

1

Jasa Konsultan Pembangunan Instalasi Listrik Kabel Laut Kepulauan 

Seribu 1.092.848.550                   (1.092.848.550)                  -                                                 

UPT BALAI TEKSTIL -                              -                                 -                                 3.683.878.593            -                                 -                                 3.683.878.593                   

1 Pembangunan Gedung Workshop 3.683.878.593                   3.683.878.593                            

10 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN -                              -                                 -                                 2.509.280.953            3.487.318.995            -                                 5.996.599.948                   

UPT ANJUNGAN TMII -                              -                                 -                                 2.509.280.953            1.319.173.195            -                                 3.828.454.148                   

1 Rehabilitasi Gedung Sangkrini Jaya Raya 2.509.280.953                   1.319.173.195                   3.828.454.148                            

-                                                 

Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur -                              -                                 -                                 -                                 2.114.716.800            -                                 2.114.716.800                   

1 Pemb. Gedung Kantor Permanen 2.114.716.800                   2.114.716.800                            

-                                                 

Sudin Kebudayaan Jakarta Barat -                              -                                 -                                 -                                 53.429.000                 -                                 53.429.000                        

1 Perencanaan Rumah Betawi 53.429.000                        53.429.000                                 

-                                                 
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11 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA -                              271.305.350               93.100.000                 -                                 4.100.517.980            (364.405.350)             4.100.517.980                   

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA -                              271.305.350               93.100.000                 -                                 (364.405.350)             -                                         

1 Perencanaan dan biaya lelang Pemb. Asrama Kary di Jagakarsa                                     -                       222.931.062                                         - (222.931.062)                     -                                                  batal dilaksanakan 

2 Biaya perencanaan pematangan tanah di Pegadungan -                                    48.374.288                        -                                        (48.374.288)                       -                                                  batal dilaksanakan 

3 Pembuatan gambar dan RAB oleh KTBG untuk pematangan dan 

pemagaran tanah di pegadungan 

                                    -                                         -                         49.750.000 

(49.750.000)                       -                                                 

 batal dilaksanakan 

4 Pembuatan gambar dan RAB oleh KTBG untuk pembuatan asrama tipe 

36 Ciganjur 

                                    -                                         -                         43.350.000 

(43.350.000)                       -                                                 

 batal dilaksanakan 

-                                                 

SUDIN PEMADAM KEBAKARAN - JAKARTA TIMUR -                              -                                 -                                 -                                 4.100.517.980            -                                 4.100.517.980                   

1 Pembangunan Kantor Sektor Pemadam Kebakaran Duren Sawit                                     -                                         -                     4.100.517.980 4.100.517.980                            

-                                                 

12 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT -                              -                                 -                                 -                                 9.326.360.555            -                                 9.326.360.555                   

1 Rehabilitasi Total Gedung Kecamatan Kalideres                     9.326.360.555 9.326.360.555                            

13 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR -                              -                                 -                                 10.251.537.436          10.079.018.740          (10.195.187.386)        10.135.368.790                 

1 Pembangunan Gedung Kantor                   10.195.187.386                 (10.195.187.386) -                                                 

2 Perencanaan Rehab sedang Kantor Kecamatan Pulogadung                         16.462.050 16.462.050                                 

3 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Bidara Cina                         39.888.000 39.888.000                                 

4 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Cipinang Muara                       146.417.000 146.417.000                               

5 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan                       146.417.000 146.417.000                               

6 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Kalisari                       133.034.500 133.034.500                               

7 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Malaka sari                       152.622.000 152.622.000                               

8 Perencanaan Rehab Total Kantor Kelurahan Bambu Apus                       149.920.500 149.920.500                               

8 Gedung Kantor Kecamatan Duren Sawit                     9.350.607.740 9.350.607.740                            

14 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU -                              84.573.189.400          (38.000.000)               2.600.000                   5.167.563.616            -                                 89.705.353.016                 

1 Pembangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar Permanen                   84.573.189.400                        (38.000.000) 84.535.189.400                           

2 Gapura                           2.600.000 2.600.000                                   

3 Pemb. Gedung Kantor                     5.167.563.616 5.167.563.616                            

15 DINAS PERHUBUNGAN 11.476.072.685      10.701.254.000          77.145.967.854          63.915.477.785          270.472.575.397        (128.704.272.324)      305.007.075.397               

DINAS PERHUBUNGAN 11.476.072.685      10.701.254.000          77.145.967.854          63.915.477.785          270.472.575.397        (128.704.272.324)      305.007.075.397               

1 5.2.3.26.17 Pembangunan pelabuhan Muara Angke 11.476.072.685             10.701.254.000                 42.611.467.854                 63.915.477.785                 (128.704.272.324)              -                                                 

2 5.2.3.26.16 Pembangunan terminal Pulogebang Tahap I 34.534.500.000                 268.254.103.371               302.788.603.371                         

3 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pulogebang 2.218.472.026                   2.218.472.026                            

16 DINAS KESEHATAN -                              -                                 2.729.461.950            13.229.569.742          9.213.177.470            (2.939.976.020)          22.232.233.142                 

DINAS KESEHATAN -                              -                                 -                                 -                                 3.250.614.750            -                                 3.250.614.750                   

1 Pembangunan konstruksi gedung RSUD Jakarta Selatan 3.250.614.750,00              3.250.614.750                            

-                                                 

LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH -                              -                                 2.729.461.950            -                                 -                                 (2.729.461.950)          -                                         

1 5.2.2.3.26.01 Pembangunan konstruksi gedung 2.729.461.950                   (2.729.461.950)                  -                                                 

-                                                 

SUDIN KESEHATAN JAKARTA PUSAT -                              -                                 -                                 7.977.676.142            4.777.489.720            -                                 12.755.165.862                 

1

Bangunan Gedung Kantor Permanen  - Pembangunan PKM Rawat Inap 

Kec. Cempaka Putih 7.977.676.142,00              4.584.523.470,00              12.562.199.612                           

2 Rehab Total Puskesmas Kelurahan Galur 192.966.250,00                 192.966.250                               

SUDIN KESEHATAN JAKARTA UTARA -                              -                                 -                                 146.813.070               -                                 (146.813.070)             -                                         

1 Pemb. Puskesmas Rawat Inap PKM Cilincing 146.813.070,00                 (146.813.070)                     -                                                 

SUDIN KESEHATAN JAKARTA BARAT -                              -                                 -                                 -                                 254.966.500               -                                 254.966.500                      

SUDIN KESEHATAN JAKARTA SELATAN -                              -                                 -                                 -                                 757.046.500               -                                 757.046.500                      

1 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kec. Pasar Minggu 338.625.000,00                 338.625.000                               

2 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kel. Kalibata I 166.547.500,00                 166.547.500                               

3 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kelurahan Ulujami 167.930.000,00                 167.930.000                               

4

Perencanaan Pengembangan/Pembangunan Puskesmas Rawat Inap 

selain RB dan Alat Kamar Ruang Perawatan di Puskesmas Kec. 

Pesanggrahan 83.944.000,00                   83.944.000                                 
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SUDIN KESEHATAN JAKARTA TIMUR -                              -                                 -                                 5.041.379.530            -                                 -                                 5.041.379.530                   

1 Rehab Total PKL Cipinang Muara 1.240.525.730,00              1.240.525.730                            

2 Rehab Pengembangan PKC Kramat Jati selain RB 2.220.179.800,00              2.220.179.800                            

3 Rehab Pengembangan PKC Ciracas selain RB 1.580.674.000,00              1.580.674.000                            

SUDIN KESEHATAN KEPULAUAN SERIBU -                              -                                 -                                 63.701.000                 75.000.000                 (63.701.000)               75.000.000                        

1 Rehab Total Puskesmas Kel. Pulau Panggang 63.701.000,00                   (63.701.000)                       -                                                 

2 Perencanaan Rehab Total Puskesmas Kel. Pulau Kelapa 75.000.000,00                   75.000.000                                 

BLUD RS Kep. Seribu -                              -                                 -                                 -                                 98.060.000                 -                                 98.060.000                        

1 Jasa konsultan utk pembelian ambulan laut 98.060.000,00                   98.060.000                                 

-                                                 

17 BLUD RS Budi Asih -                              -                                 369.084.350               -                                 1.065.607.500            -                                 1.434.691.850                   

1 5.2.2.21.02.02 Pengembangan master plan RSUD Budi Asih -                                    -                                        369.084.350                      369.084.350                               

2 Pengembangan master plan RSUD Budi Asih -                                    -                                        1.065.607.500                   1.065.607.500                            

18 BLUD RS PASAR REBO -                              -                                 459.287.000               892.262.075               35.743.375.355          -                                 37.094.924.430                 

1 5.2.2.21.02.02 Pengembangan master plan RSUD Pasar Rebo -                                    -                                        459.287.000                      459.287.000                               

2 DED Gedung baru 892.262.075                      892.262.075                               

3 Pembangunan Fisik Gedung dan Konsultan 35.671.819.560                 35.671.819.560                           

4 Belanja Konsultasi 61.628.500                        61.628.500                                 

5 Pembangunan fisik gedung pelayanan kegawatdaruratan terpadu 9.927.295                          

19 BLUD RS KOJA -                              -                                 -                                 18.720.979.500          -                                 (18.720.979.500)        -                                         

Gedung Rumah Sakit 18.720.979.500                 (18.720.979.500)                -                                                 

20 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI -                              -                                 -                                 113.690.000               -                                 (113.690.000)             -                                         

BLKD JAKARTA UTARA -                              -                                 -                                 113.690.000               -                                 (113.690.000)             -                                         

1 Pembangunan Gudang dan Musholla 113.690.000                      (113.690.000)                     -                                                 

24 BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH -                              -                                 -                                 17.199.343.740          1.470.320.288            (17.027.078.740)        1.642.585.288                   

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH -                              -                                 -                                 86.625.000                 998.246.863               -                                 1.084.871.863                   

1 Master Plan 86.625.000,00                   86.625.000                                 

2

Pengadaan Jasa Konsultasi  Perencanaan Pembangunan Gedung 

Perpustakaan BPAD 998.246.863,00                 998.246.863                               

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKPUS -                              -                                 -                                 -                                 94.927.425                 -                                 94.927.425                        

1 X-1 Rehabilitasi Total Gedung Kantor 94.927.425,00                   94.927.425                                 

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKUT -                              -                                 -                                 85.640.000                 -                                 -                                 85.640.000                        

1 X-1 Rehabilitasi Total Gedung Perpustakaan Gereja Tugu 85.640.000,00                   85.640.000                                 

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKBAR -                              -                                 -                                 17.027.078.740          -                                 (17.027.078.740)        -                                         

1 Pemb. Gedung Perpustakaan Permanen 17.027.078.740,00            (17.027.078.740)                -                                                 

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKSEL -                              -                                 -                                 -                                 88.742.500                 -                                 88.742.500                        

X-1 Pembangunan Gedung Kantor 88.742.500,00                   88.742.500                                 

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP - JAKTIM -                              -                                 -                                 -                                 288.403.500               -                                 288.403.500                      

1 X-1 Rehab Gedung KPAK Jakarta Timur 288.403.500,00                 288.403.500                               

25 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT -                              -                                 -                                 -                                 9.456.185.450            -                                 9.456.185.450                   

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT -                              -                                 -                                 -                                 9.456.185.450            -                                 9.456.185.450                   

1 Pembangunan Kantor Camat Senen 9.456.185.450,00              9.456.185.450                            

Jumlah 12.326.883.810      113.136.428.615        132.586.375.551        792.660.068.765        2.225.695.648.966     (678.519.622.418)      2.597.885.783.289            

Halaman 9 dari 9



Lampiran 10

Nilai Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama

Investasi/Bangunan BTO BOT KSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I BPMP

1 PT. Bakrie Investindo Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan Tanah 41.990.830.572,00    9.983.361.000,00           -                                  51.974.191.572,00    -                                   

2 PT. Metropolitan Kencana JPO & JPO Multiguna PIM I dan PIM 2 Jembatan 32.924.000.000,00    -                                  -                                  -                             -                                   

3 PT. Langgeng Ayom Lestari Pengelolaan Lingkungan Terminal Blok M Tanah Terminal -                             449.585.220.000,00       449.585.220.000,00       -                             -                                   

4 Yayasan Sapta Nawami Bhakti Pembangunan Rumah Sakit Hewan Tanah 2.469.840.000,00 23.164.125.000,00         25.633.965.000,00         -                             -                                   

5 PT. Gerak Maju Abadi Pengelolaan Gd. Pertokoan Jl. Blustro Gedung -                             18.243.975.000,00         -                                  18.243.975.000,00    -                                   

6 PT. Duta Pertiwi JPU Gd JICT dengan Gd. Dusit Mangga dua JP Jembatan -                             -                                  -                                  -                             -                                   

7 PT. Duta Pertiwi
JPU Harco Madu & Gedung Mangga dua Jl. 

Aquarium Jakarta Pusat
Jembatan 20.127.253.186,90    -                                  -                                  -                             -                                   

8 PT. Duta Pertiwi Jembatan/Bangunan Multiguna Mangdu Jembatan 50.409.075.784,00    -                                  -                                  -                             -                                   

9 PT. Kempas Indah Indonesia  Jembatan -                             -                                  -                                  -                             -                                   

10 PT. Rointa Eka Jaya JPO Grosir Tanah Abang & Pertokoan Jembatan 20.092.540.000,00    -                                  -                                  -                             -                                   

11 PT. Pacific Bangun Mas* JPO Pasar Cipulir Jaksel Jembatan 14.624.400.000,00    -                                  -                                  -                             -                                   

12 PT. Dharma Alumas Sakti Pengelolaan GOR Sumantri Kuningan Gedung 17.039.520.000,00    3.078.200.000,00           -                                  20.117.720.000,00    -                                   

13 PT. Bina Citra Tataswati* JPO Pertokoan Glodok Jembatan 9.768.000.000,00      -                                  -                                  -                             -                                   

14 PT. Bumi Grafika jaya
Pengembangan BUMD DKI Jaya, Tanah dan 

Bangunan Jl. MT. Haryono Luas 12.127 M
Tanah -                             48.508.000.000,00         -                                  48.508.000.000,00    -                                   

15 PT. Pacific Prima Buana Mas
Jl. Bekasi Barat Raya,Rawa Bunga Jaktim Nomor 

Aset 01.11.04.01 Luas 5300M2

Tanah Bangunan Toko 

dan SRO
-                             29.812.500.000,00         -                                  29.812.500.000,00    -                                   

16 PT. AGB Tuna
Pelelangan Ikan Muare Angke Pluit Jakarta Utara 

Luas 2800 M2 
Tanah -                             22.806.000.000,00         -                                  22.806.000.000,00    -                                   

17 PT. AGB Tuna
Jl. Dermaga Kav.I Pluit Penjaringan Jakarta Utara 

3234 m2
Tanah -                             5.087.082.000,00           -                                  5.087.082.000,00      -                                   

18 PT. Gading Raya Propertindo*
Pengelolaan JPO beserta fasilitasnya/ Pasar 

Ragional Tanah Abang Blok A Seluas 5858M
Jembatan 123.467.608.000,00  71.438.310.000,00         -                                  71.438.310.000,00    -                                   

19 PT. Duta Masa Nusa*
JPO Jl. Karel ST. Tubun & PS Kebon Jati Tnh 

Abang Blok D luas tanah 8310,52M
Jembatan 28.782.859.949,00    -                                  -                                  -                             -                                   

20 PT. Perwita Margasakti*
JPO Mal Ambasador Kuningan, Jembatan 1.338M 

dan 1.662M
Jembatan 46.794.087.000,00    -                                  -                                  -                             -                                   

21 PT. Hotel Cikini Realty*
Pembangunan Hotel Cikini Raya luas 5.115 M2 

dengan Nomor Aset 01.11.04.08.00001
Tanah 70.000.000.000,00    53.477.325.000,00         -                                  53.477.325.000,00    -                                   

22 PT. Grand Indonesia*
Jembatan Multiguna di Jl. Teluk Betung Kel. 

Kebon Melati Kec.Tanah Abang Jak-Pus.
Jembatan Multiguna 222.000.000.000,00  -                                  -                                  -                                   

700.490.014.491,90  735.184.098.000,00       475.219.185.000,00       321.465.103.572,00  -                                   

II Dinas Perhubungan (KSO)

1 PT. Suar Andika WU
Tempat Uji KIR di Kecamatan Jagakarsa Jakarta 

Selatan
Tanah -                             -                                  -                                  -                             -                                   

2 PT. Nakia Dwipradita
Tempat uji KIR  di Kedaung Angke Jakarta Barat 

Luas 23.350 m2 
Tanah -                             21.388.600.000,00         -                                  -                             21.388.600.000,00          

BP LIP

1. PT. Cakra Sarana Persada
Pengembangan dan Pembangunan Proyek 

Lingkungan Permukiman dalam Areal Kerja BP LIP
Tanah -                             246.966.276.000,00       246.966.276.000,00        

JUMLAH I

DAFTAR ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA BOT,BTO DAN KSO

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

PER 31 DESEMBER 2011

No Nama Pihak Ketiga Lokasi Jenis Aset Nilai Aset

Halaman 1 dari 3



Lampiran 10

Nilai Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama

Investasi/Bangunan BTO BOT KSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Nama Pihak Ketiga Lokasi Jenis Aset Nilai Aset

-                             268.354.876.000,00       -                                  -                             268.354.876.000,00        JUMLAH II

Halaman 2 dari 3



Lampiran 10

Nilai Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama Nilai Aset Kerjasama

Investasi/Bangunan BTO BOT KSO

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No Nama Pihak Ketiga Lokasi Jenis Aset Nilai Aset

III BPKD (Eks Biro Perlengkapan)

1 Yayasan Pendidikan Tiara Kasih Perumahan Taman Semanan Kalideres Jakbar Tanah  Sekolah 5.684.000.000,00      6.223.392.000,00           11.907.392.000,00         -                             -                                   

2 Yayasan Pendidikan Tunas Muda* Tanah seluas 2.149m2 Kedoya Selatan  Tanah Sekolah 6.179.320.000,00      9.896.145.000,00           16.075.465.000,00         -                             -                                   

3 PT. Fajar Setia Mandiri (Jaktim)*
Tanah Seluas 2.000 m2 Jl. DI Penjaitan 

Jatinegara Jakarta Timur
Tanah SPBU 721.710.000,00         7.128.225.000,00           7.849.935.000,00           -                             -                                   

4 PT. Fajar Setia Mandiri (Jakut)
Tanah Seluas 3.088 m2 Jl. Danau Sunter Selatan 

Sunter Jaya Tg.Priok Jakut
Tanah SPBU 4.313.800.000,00      11.564.560.000,00         15.878.360.000,00         -                             -                                   

5 Yayasan Patmos
Tanah di Taman Meruya ilir Blok E7 Kembangan 

Jakarta Barat
Tanah Sekolah 2.457.000.000,00      5.880.000.000,00           8.337.000.000,00           -                             -                                   

6
Yayasan Pusat Pelatihan E&P 

Indonesia

Tanah di Perumahan Permata Buana Blok L4 

Kembangan Jakarta Barat
Tanah Sekolah 10.438.260.000,00    10.387.500.000,00         20.825.760.000,00         -                             -                                   

7 PT. Pesona Marga Mandiri
Pembangunan Pengelolaan Kios Petak Psr Pagi 

luas 3300m,Jl. Petak Baru Pasar pagi
Tanah 5.710.320.000,00      16.813.500.000,00         22.523.820.000,00         -                             -                                   

8
Yayasan Pendidikan Katolik Mardi 

Luhur*

Komplek Perumahan Taman Alfa Indah Blok A9 

Joglo Kembangan Jakarta Barat
Tanah Sekolah 5.499.270.000,00      5.309.436.000,00           10.808.706.000,00         -                             -                                   

9 Yayasan Bukit Sion*

Tanah Seluas 5,180 m2 di Komplek Perumahan 

Taman Kebon Jeruk Blok.G.VII.Srengseng 

Kembangan Jakbar

Tanah Sekolah 17.640.000.000,00    21.522.900.000,00         39.162.900.000,00         -                             -                                   

10 PT. Gama Investa Lestari
Komplek Bola Basket Internasional Kelapa Gading 

Jakarta Utara
Tanah 89.415.700.000,00    195.432.825.000,00       284.848.525.000,00       -                             -                                   

11 PT. Wahana Sejahtera Tanah Terminal Transit Cililitan Tanah -                             17.550.000.000,00         -                                  17.550.000.000,00    -                                   

12 Yayasan Tugasku
Jl. Pulo Mas Jaya Kel. Kayu Putih Kec. Pulo 

Gadung Jaktim seluas 4000 M2
Tanah 2.242.240.000,00      35.500.000.000,00         37.742.240.000,00         -                             -                                   

13
Gereja Protestan Minahasa Sidang 

Yeremia Jakarta

Sarana Ibadah di Blok HF 4 Kel. Kelapa gading 

Barat Jakarta Utara.
Gereja 1.465.000.000,00      19.329.075.000,00         20.794.075.000,00         -                             -                                   

14 Yayasan Al-Muhajirin Kelapa Gading*
Sarana Ibadah di Jl. Pendet RW 07 Kel. Kelapa 

gading Timur Jakarta Utara.
Masjid 11.105.600.000,00    9.504.000.000,00           20.609.600.000,00         -                             -                                   

15
Gereja Bethel Indonesia Jemaat 

Ecclesia*

Sarana Ibadah di Kompleks Taman Semanan 

Indah Blok NA No.1 Duri Kosambi Cengkareng 

Jakarta Barat.

Gereja 3.080.986.780,00      6.039.936.000,00           9.120.922.780,00           -                             -                                   

16
Yayasan Pendidikan Pembangunan 

Bangsa*

Sarana Pendidikan di JL. Swadaya Kelurahan 

Duren Sawit Jakarta Timur.
Sekolah -                             3.675.936.000,00           3.675.936.000,00           -                             -                                   

17 Yayasan Darul Ma'arif*
Sarana Ibadah di Jl. Lembah Aren Blok K3 Kavling 

DKI Kel.Pondok Kelapa Jakarta Timur.
Masjid 1.588.327.000,00      1.699.200.000,00           3.287.527.000,00           -                             -                                   

17 PT. Jaya Real Property
Jembatan Penyebrangan Multiguna di Daerah 

Senen Jakarta Pusat
Tanah Jalan 19.011.075.000,00    -                                  -                                  -                             -                                   

186.552.608.780,00  383.456.630.000,00       533.448.163.780,00       17.550.000.000,00    -                                   

887.042.623.271,90  1.386.995.604.000,00    1.008.667.348.780,00    339.015.103.572,00  268.354.876.000,00        

1.616.037.328.352,00     

JUMLAH III

JUMLAH I + II + III

TOTAL ASET KERJASAMA BOT, BTO DAN KSO

Halaman 3 dari 3



Lampiran 11

No. NAMA SKPD/UKPD

Utang Pemotongan 

Pajak Penghasilan              

    Pasal  21

Utang Pemotongan 

Pajak Penghasilan 

Pasal  22

Utang Pemunggutan 

Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN)

Utang 

Pemunggutan Pajak 

Penghasilan Pasal 

23 Jasa 1

Utang Pemotongan 

Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2)

Jumlah 

Utang PFK di SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

1  PPKD 242.071.200                    -                                -                                 -                             -                               242.071.200                                                 

2  SEKRETARIAT DAERAH 3.114.675                        108.150                        565.698                         188.288                     -                               3.976.811                                                     

3  Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 8.931.350                        749.925                        7.589.462                      504.147                     -                               17.774.884                                                   

4  DINAS PEKERJAAN UMUM 35.956.150                      1.169.405                     2.739.700                      -                             -                               39.865.255                                                   

5  Sudin PU Tata Air - JAKPUS 979.625                           -                                -                                 -                             -                               979.625                                                         

6  Sudin Pekerjaan Umum - Kep. Seribu -                                    -                                3.648.321                      -                             -                               3.648.321                                                     

7  DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 271.087.725                    9.659.998                     39.895.322                    151.752                     6.211.240.404             6.532.035.201                                              

8  Sudin Pemakaman - JAKPUS 2.536.800                        1.651.455                     8.257.272                      -                             -                               12.445.527                                                   

9  Sudin Pemakaman - JAKUT -                                    -                                3.790.044                      758.009                     -                               4.548.053                                                     

10  Sudin Pertamanan - JAKSEL -                                    -                                12.918.183                    2.583.634                  -                               15.501.817                                                   

11  DINAS PERHUBUNGAN 406.351.967                    523.696                        20.969.988                    3.540.275                  -                               431.385.926                                                 

12  BLUD Transjakarta Busway 269.730.913                    117.693.047                 1.283.730.170               98.014.226                -                               1.769.168.356                                              

13  Sudin Perhubungan - JAKPUS 37.500                              112.500                        250.000                         122.540                     -                               522.540                                                         

14  Sudin Perhubungan - JAKSEL 127.300                           121.200                        -                                 -                             -                               248.500                                                         

15  BLUD RS Koja 324.211                           -                                5.451.000                      290.200                     -                               6.065.411                                                     

16  BLUD RS Cengkareng -                                    22.314.193                   3.347.129                      -                             -                               25.661.322                                                   

17  BLUD RS Pasar Rebo 290.869.336                    7.303.021                     110.789.080                  2.119.832                  -                               411.081.269                                                 

18  BLUD RS Kepulauan Seribu 3.832.100                        204.600                        1.364.000                      655.000                     -                               6.055.700                                                     

19  BLUD Puskesmas Kec. Kemayoran - JAKPUS 5.809.400                        721.888                        4.327.746                      -                             -                               10.859.034                                                   

20  BLUD Puskesmas Kec. Grogol Petamburan - JAKBAR 1.234.250                        51.105                          742.500                         197.600                     -                               2.225.455                                                     

21  BLUD Puskesmas Kec. Mampang Prapatan - JAKSEL 126.875                           762.700                        3.813.600                      -                             -                               4.703.175                                                     

22  BLUD Puskesmas Kec. Makasar - JAKTIM -                                    -                                137.184                         27.438                       -                               164.622                                                         

23  DINAS PENDIDIKAN 366.025                           4.148.460                     27.464.209                    -                             -                               31.978.694                                                   

24  BP3LS 40.905                              54.550                          636.363                         -                             -                               731.818                                                         

25  Gelanggang Remaja Jakarta Selatan 14.773.382                      -                                -                                 -                             -                               14.773.382                                                   

26  UPT Balai Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Hasil Pertanian Dan Hasil Hutan 137.500                           -                                -                                 -                             -                               137.500                                                         

27  UPT Balai Tekstil 4.618.025                        701.220                        4.713.000                      -                             -                               10.032.245                                                   

28  Sudin Kebersihan - JAKSEL 1.485.000                        34.091                          227.300                         -                             -                               1.746.391                                                     

29  BLKD Jakarta Selatan 2.763.937                        -                                -                                 -                             -                               2.763.937                                                     

30  Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) 17.205.300                      3.705.886                     35.000.351                    6.499.628                  32.925.000                  95.336.165                                                   

DAFTAR UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA ( PFK )

PER 31 DESEMBER 2011

Halaman 1 dari 2



Lampiran 11

No. NAMA SKPD/UKPD

Utang Pemotongan 

Pajak Penghasilan              

    Pasal  21

Utang Pemotongan 

Pajak Penghasilan 

Pasal  22

Utang Pemunggutan 

Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN)

Utang 

Pemunggutan Pajak 

Penghasilan Pasal 

23 Jasa 1

Utang Pemotongan 

Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2)

Jumlah 

Utang PFK di SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7

31  Sudin Komunikasi, Informatika dan Kehumasan - Kep.Seribu -                                    636.600                        4.313.000                      3.665.000                  -                               8.614.600                                                     

32  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKPUS 601.500                           33.547                          223.650                         -                             -                               858.697                                                         

33  Kantor Perpustakaan dan Arsip - JAKUT 149.864                           -                                -                                 -                             -                               149.864                                                         

34  Kecamatan Menteng - JAKPUS 5.198.510                        109.734                        35.734.347                    -                             -                               41.042.591                                                   

35  Kelurahan Cempaka Putih Timur - JAKPUS -                                    184.672                        1.231.150                      -                             -                               1.415.822                                                     

36  Kelurahan Joglo - JAKBAR 24.010.750                      -                                60.842.623                    -                             -                               84.853.373                                                   

37  Kelurahan Rawa Buaya - JAKBAR 8.220.000                        -                                15.368.121                    -                             -                               23.588.121                                                   

38  Kelurahan Kedaung Kali Angke - JAKBAR 6.206.250                        1.916.270                     2.916.490                      1.687.500                  -                               12.726.510                                                   

39  Kecamatan Palmerah - JAKBAR 643.425                           -                                -                                 -                             -                               643.425                                                         

40  Kecamatan Pasar Minggu - JAKSEL -                                    54.075                          -                                 -                             -                               54.075                                                           

41  Kelurahan Cipete Utara - JAKSEL 3.997.675                        4.804.444                     32.032.626                    -                             -                               40.834.745                                                   

42  Kelurahan Pondok Labu - JAKSEL -                                    2.921.183                     21.151.900                    -                             -                               24.073.083                                                   

43  Kelurahan Gedong - JAKTIM 12.411.300                      4.940.150                     32.700.437                    315.750                     -                               50.367.637                                                   

44  Kecamatan Jatinegara - JAKTIM -                                    -                                7.737.407                      1.547.481                  -                               9.284.888                                                     

45  Kelurahan Bali Mester - JAKTIM -                                    4.327.856                     46.928.356                    -                             -                               51.256.212                                                   

46  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu - Kep. Seribu 28.443.300                      1.109.878                     91.732.505                    9.487.550                  -                               130.773.233                                                 

47  Kelurahan P. Pari - Kep. Seribu 4.648.550                        340.391                        2.269.273                      1.681.818                  -                               8.940.032                                                     

1.679.042.575              193.169.890              1.937.549.507            134.037.668           6.244.165.404          10.187.965.044                                       SALDO PERHITUNGAN 

Halaman 2 dari 2



Lampiran 12

PKS

NO & TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7

1 PT.NIRETA VISTA CREATIVE Tanah dan Bangunan Gedung Eks. Kantor 20/AK/BP/XI/2007        2 72.294.271           144.588.542,00                       

Imigrasi, Jl. Teuku Umar No. 1 Menteng  Kota       26/11/2007

Administrasi Jakarta Pusat                          

(Galeri Budaya, Kunstring dan Restoran)

2 PT. BANK DKI (3 KTR SAMSAT) Kantor Kas Samsat Jakarta Timur Lt III 2/AK/BP/II/2008 2 13.367.250           26.734.500,00                         

Kantor Kas Samsat Jakarta Barat Lt III 22/02/2008

Kantor Kas Samsat Jakarta Utara Pusat (Gdg

Anex) lt. 1

(Kantor Cabang Utama)

3 PT. METRO PENATA SARANA Halaman dan Basement Gedung Blok A & D RSUD Tarakan 11/AK/BP/VII/2008 7 3.333.333             23.333.331,00                         

Jl. Kyai Caringin No. 7 Kota Administrasi 16/07/2008

Jakarta Pusat

(Pengelolaan parkir)

4 PT. NUSANTARA SEJAHTERA Gedung Bioskop Taman Ismail Marzuki 11/05/2010 8 17.500.000           140.000.000,00                       

RAYA Komplek Taman Ismail Marzuki

Jln. Raya Cikini  No. 73 Jakarta Pusat

(Sarana Hiburan/Gedung Bioskop)

5 PT. HAPPY DAY UTAMA Bangunan/ Gedung 21.1/AK/XII/2008 3 12.500.000           37.500.000,00                         

INDONESIA Jl. H. Juanda Nomor 19 Kota Adminisrasi 23/12/2008

Jakarta Pusat

(Restoran)

6 PT. PRIMA ALTO SEJAHTERA 20 Buah Halte Busway 135/PKS/BPKD-PKA/III/2010 2 37.100.000           74.200.000,00                         

untuk penempatan ATM Bank DKI 03/02/2010

7 YAYASAN PENDIDIKAN ELKA Tanah dan Bangunan berupa 15 unit Gdg 01/BPKD/BP/II/2009 3 19.166.667           57.500.000,00                         

Sekolah 16/1/2009

Perumahan Kelapa Gading Permai dan

Perumahan Sunter Hijau, Kota Administrasi

Jakarta Utara

(Sarana Pendidikan)

 - TK/SD Tunas Karya I

 - TK/SD Tunas Karya II

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH DALAM BENTUK SEWA

PER 31 DESEMBER 2011

NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET 

SISA BULAN YANG 

BELUM DIGUNAKAN 

PER 31 DES 2011

 KONTRIBUSI 

PER BULAN 

 PENDAPATAN 

DITERIMA DIMUKA 

PER 31 DES 2011 
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PKS

NO & TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7

NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET 

SISA BULAN YANG 

BELUM DIGUNAKAN 

PER 31 DES 2011

 KONTRIBUSI 

PER BULAN 

 PENDAPATAN 

DITERIMA DIMUKA 

PER 31 DES 2011 

 - TK/SD Tunas Karya III

 - SMP/SMU Tunas Karya

 - TK/SD Tunas Karya 

Pusat

(untuk kantor Cabang Bank DKI)

8 YAYASAN  KORPRI JAKARTA Tanah dan Bangunan terdiri dari : 06/BPKD/BP/2009 10 8.106.333             81.063.333,00                         

UTARA Poliklinik Kesehatan Medikarya ±   2.750 M2 29/6/2009

Lapangan Tenis Khayangan ±  1.579 M2

Lapangan Tenis Fiks ±  2.618 M2

Lap. Tenis Taman Pegangsaan ±  2.445 M2

Lapangan Tenis Mandiri ±  3.785 M2

Lapangan Tenis Gading Griya ±  2.360 M2

Perumahan Kelapa Gadinr Permai dan

Taman Pegangsaan Indah, Kota Administrasi

Jakarta Utara

(Poliklinik Kesehatan dan sarana olahraga)

9 YAYASAN JEMAAT SUNGAI Tanah 16/AK/BP/XI/2007 10 1.666.667             16.666.667,00                         

YORDAN Jalan Danau Indah, Kel. Sunter Jaya 13/11/2007

Kec. Tanjung Priok Kota Adminisrasi

Jakarta Utara (Pembangunan Sarana pen-

didikan, Klinik dan sarana ibadah)

10 YAYASAN HARAPAN BANGSA Tanah dan Bangunan 3 unit gedung sekolah 9/AK/BP/IV/2008 5 5.333.333             26.666.667,00                         

Perumahan Bisma Setjen Hankmanas 14/5/2008

dan Perumahan Sunter Garden Jakarta Utara

(Taman Kanak-Kanak)

11 UD. RESTU IBU Lahan di Areal Pasar Ikan Luar Batang 17/AK/BP/XII/2008 11 1.488.770             16.376.470,00                         

Penjaringan Kota Adminisrasi Jakarta Utara 12/05/2008

(Coldstorage/Penyimpanan Ikan)

12 PT. PRIMA INDO BAHARI Lahan 04/AK/BP/VI/2009 5 12.261.496           61.307.478,00                         

Kawasan Pelabuhan Perikanan Muara 15/6/2009

Angke Penjaringan, Jakarta Utara

(Coldstorage/pembekuan ikan)
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13 YAY. GANDHI MEMORIAL INTERNATIONAL Tanah seluas +/- 2.970 M2 13/1/2009 12 24.812.850           297.754.200,00                       

SCHOOL Jln. Parang Tritis VI, Kel. Ancol Pademangan

Kec. Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara

(Sarana Pendidikan)

14 PT. DAVALTI MUGI UTAMA Tanah dan Bangunan SPBG Depo K serta 7/AK/BP/V/2008 2 33.233.129           66.466.257,00                         

fasilitasnya  02/05/2008

Jl. Daan Mogot No. 94-95 (Pesing) Kelurahan

Kali Angke Kec. Cengkareng Kota Administrasi

Jakarta Barat

(Pengoperasian SPBG)

15 YAYASAN PENDIDIKAN Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan - 7 9.166.667             64.166.667,00                         

CITRA KASIH Perumahan Citra 5 Blok E.7 Kel. Pegadungan 29/7/2009

Kec. Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat

(Sarana Pendidikan/Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama)

16 YAYASAN PUSAT PELATIHAN Tanah di Blok I.1 Perumahan Permata Buana 13/AK/BP/VIII/2008 8 8.333.333             66.666.667,00                         

E DAN P INDONESIA Kel. Kembangan Kec. Kembangan Kota 25/08/2008

Administrasi Jakarta Barat

(Pembangunan Sarana Pendidikan)

17 YAYASAN PENDIDIKAN Tanah di Kawasan Rumah Susun Cengkareng - 8 5.644.382             45.155.057,00                         

CENGKARENG Kelurahan Cengkareng Timur, Kec. Cengkareng 18/8/2009

Kota Administrasi Jakarta Barat

(Mengelola dan Membangun Sarana Pendidikan)

18 YAYASAN JEMAAT GEREJA Tanah dan Bangunan Gereja 17/AK/BP/XI/2007 10 1.666.667             16.666.667,00                         

KRISTEN INDONESIA KEDOYA Jl. Angsana Raya Blook D8 Perumahan 14/11/2007

JAKARTA Taman Kedoya Baru Kel. Kedoya Selatan

Kec. Kebon Jeruk Kota Adminisrasi Jakarta

Barat (Sarana Ibadah)

19 PMI Cabang Jakarta Barat Tanah dan Bangunan 15.1/AK/BP/IX/2008 21 500.000                10.500.000,00                         

Eks. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan 19/9/2008

Jl. Kamal Raya Kel. Cengkareng Kota Adm.

Halaman 3 dari 6



Lampiran 12

PKS

NO & TANGGAL

1 2 3 4 5 6 7

NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET 

SISA BULAN YANG 

BELUM DIGUNAKAN 

PER 31 DES 2011

 KONTRIBUSI 

PER BULAN 

 PENDAPATAN 

DITERIMA DIMUKA 

PER 31 DES 2011 

20 PT. MULTI KONTROL Atap Gedung Nyi Ageng Serang - 35 4.166.667             145.833.333,00                       

NUSANTARA (untuk pemasangan Antena Parabola) 14/12/2009

21 YAYASAN PUTERA BAHAGIA Tanah dan Bangunan - 5 16.122.146           80.610.729,00                         

Desa palasari Kec. Pacet Kab. Cianjur 15/6/2009

Provinsi Jawa Barat

(Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dan 

sarana pendidikan)

 

22 PT. FIGUR KARYA SEMESTA Tanah 16/AK/BP/X/2008 11 5.193.750             57.131.250,00                         

Di depan Kantor Walikotamadya Jakarta 23/10/2008

Selatan (Penempatan ATM Drive Thrue)

23 PT. Bank DKI Gedung Nyi Ageng Serang, Komplek Kuningan 15/AK/BP/IX/2008 10 4.166.667             41.666.667,00                         

Sumantri Broonegoro, Jakarta Selatan 19/9/2008

(Kantor Kas Cabang) 

24 PT. PERUSAHAAN LISTRIK Lahan di Areal SMPN 43 Jakarta Selatan 18/AK/BP/XII/2008 5 1.250.000             6.250.000,00                           

NEGARA (Penempatan Stop Joint) 15/12/2008

25 YAYASAN PERGURUAN Tanah dan Bangunan Sekolah 02/02/2009 1 8.333.333             8.333.333,00                           

RAKYAT Jl. Lampiri Raya No. 28 Kel. Duren Sawit

Kec. Duren Sawit Kota Administrasi

Jakarta Timur

(Sarana Pendidikan)

26 YAYASAN PENDIDIKAN Tanah dan Bangunan PKS Tgl. 20-01-2010 4 5.833.333             23.333.333,00                         

KEMURNIAN Blok B.6 dan A.3 Perumahan Citra 2

Kel. Kalideras, Kec. Kalideras

(Sarana Pendidikan)

27 PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tanah dan Bangunan Eks. BP Pantura PKS Tgl. 23-3-2011 3 18.550.000           55.650.000,00                         

Jalan Lodan Timur

Kel. Ancol, Kec. Pademangan

28 PERKUMPULAN KELUARGA Tanah Bangunan Kantor Eks. Kantor BP-7 PKS Tgl. 25-5-2011 53 541.667                28.708.333,00                         

BERENCANA INDONESIA Jalan Pisangan Baru Timur No 2A

Kel. Pisangan Baru, Kec. Matraman
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29 KOPERASI PEGAWAI BLU TRANS Sarana dan Prasarana Halte Busway pada Koridor I - VIII PKS Tgl. 15-6-2011 5 43.750.000           218.750.000,00                       

JAKARTA BUSWAY (Penempatan 20 & 50 Vending Machine)

30 KOPERASI PEGAWAI DINAS Tanah seluas kurang lebih 2.214 M2 PKS Tgl. 16-2-2011 2 14.510.925           29.021.850,00                         

PERIKANAN Areal Pasar Ikan Muara Angke Penjaringan

31 PD SUMBER ALAM Tanah seluas kurang lebih 760 M2 PKS Tgl. 16-2-2011 2 3.333.333             6.666.667,00                           

Areal Pasar Ikan Muara Angke Penjaringan

32 PT BANK DKI Tanah dan Bangunan PKS Tgl 31-05-2011 5 211.407.133         1.057.035.667,00                    

(Kantor Operasional Bank DKI)

33 YAYASAN RUMAH BERSALIN Tanah di Jalan Otista Raya No. 64 PKS Tgl 16-8-2011 6 1.123.583             6.741.500,00                           

Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara

34 YAYASAN PENDIDIKAN PELITA Tanah dan Bangunan PKS Tgl 11-5-2011 42 41.666.667           1.750.000.000,00                    

HARAPAN Perumahan Daan Mogot Baru

Kel. Kalideres, Kec. Kalideres

(Sarana Pendidikan)

35 KOPERASI PEGAWAI DINAS Ruangan Coldstorage dan Air Blast Freezer seluas kurang PKS Tgl 19/4/2011 4 7.083.333             28.333.333,00                         

PERIKANAN lebih 248 M2

Areal Pasar Ikan Muara Angke Penjaringan

36 PERKUMPUULAN PEMBERANTASAN Tanah Klinik Pemberantasan Penyakit Paru seluas kurang PKS tgl 18-10-2011 10 416.667                4.166.667,00                           

TUBERKULOSIS (PPTI) lebih 1.130 M2

Kompleks Pemukiman Nelayan Muara Angke Penjaringan

37 PT SAFARI PERSADA Bangunan Gedung Kantor Kota Administrasi Jakarta Selatan PKS tgl 7-7-2011 6 14.583.333           87.500.000,00                         

Sayap Belakang Lantai Dasar

Jalan Prapanca Raya Nomor 9 

Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru

38 PT BANK DKI (38 LOKASI UNTUK 41 Tanah dan Gedung sebanyak 38 Lokasi yang terletak di PKS tgl 7-7-2011 6 46.125.000           276.750.000,00                       

RUANG ATM) Lima Wilayah Kota Administrasi DKI Jakarta

(41 Ruang ATM)
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39 PT BANK DKI (22 KANTOR KECAMATAN) Sebagian Ruangan pada 22 Kantor Kecamatan di Lima PKS tgl 7-7-2011 6 38.578.129           231.468.775,00                       

Wilayah Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

(Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah)

40 PT BANK BNI (PERSERO) TBK Tanah dan Bangunan di Komplek Perkantoran Balai Pelayanan PKS Tgl 13-12-2011 29 6.250.000             181.250.000,00                       

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Jalan Raya Bogor KM 23

41 PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK Tanah dan Bangunan di Komplek Perkantoran Balai Pelayanan PKS Tgl 20-12-2011 29 5.000.000             145.000.000,00                       

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

Jalan Raya Bogor KM 23

42 YAYASAN DIANNANDA Tanah da Bangunan Sekolah Taman Kanak-Kanak PKS tgl 26-8-2009 11 3.156.192             34.718.117,00                         

Perumahan Citra 2 Blok G.6

Kel. Kalideres, Kec. Kalideres

(Sarana Pendidikan)

43 HIMPUNAN PENYAYANG BINATANG Tanah dan Banguan seluas kurang lebih 5.960 M2 PKS tgl 30-6-2011 54 500.000                27.000.000,00                         

Jalan Harsono RM No. 10

Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu

(Tempat Penampungan Satwa Terlantar)

44 KADIN JAKARTA TIMUR Sebagian Bangunan Kantor di Gedung Komplek Perkantoran PKS tgl 13-9-2011 8 2.083.333             16.666.667,00                         

Suku Dinas Tehnis Blok C Lantai III

Jalan Jatinegara Barat No. 142

Kel. Kampung Melayu, Kec. Jatinegara

45 PT HARCO ABADI JAYA Sebagian Tanah dan Bangunan di Areal Lahan BLUD Taman Margasatwa PKS tgl 1-6-2011 2 41.666.667           83.333.333,00                         

Ragunan

Jalan Harsono RM No. 1

Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu

(Sarana Rekreasi)

46 KSU CEGER JAYA Tanah seluas 357 M2 dan Bangunan Kantor seluas 144 M2 PKS tgl 8-6-2009 1 4.166.666             4.166.666,00                           

RT: 01 RW: 02, Kel. Ceger, Kec. Cipayung

Jakarta Timur

(Kegiatan Usaha Koperasi)

5.909.398.723,00                    JUMLAH SELURUHNYA

Halaman 6 dari 6



Lampiran 13

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1 PT. Duta Pertiwi BOT PKS Tgl 8 Oktober 1997 20 Tahun 20/03/2009 14/03/2014 14.000.000          27 1.166.667           31.500.000                                       

Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan 

Kec. Sawah Besar JakPus

(JPO antara Gedung Dusit Mangga Dua & Mal 

Mangga Dua)

2 PT. Duta Pertiwi BOT PKS No. 65 Tahun 1999 30 Tahun 13/09/2010 12/09/2011 31.666.667          212 2.638.889           559.444.450                                    

Jln. Mangga Dua Raya Kel. Mangga Dua Selatan Tgl 13 September 1999

Kec. Sawah Besar JakPus

(JPO beserta fasilitas pertokoan antara Gedung ITC 

dan Gedung Mal Mangga Dua

3 PT Rointa Eka Jaya BOT PKS No. 27 Tahun 2001 30 Tahun 30/03/2010 29/03/2011 30.000.000          231 2.500.000           577.500.000                                    

Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus Tgl 30 Maret 2001

(Jembatan Multiguna antara Blok B Pasar Tanah Abang

dengan Pertokoan di sisi Timur Jln. Fakhrudin)

4 PT. Duta Pertiwi BOT PKS Tgl 14 Mei 2003 25 Tahun 14/05/2011 13/05/2012 40.000.000          196 3.333.333           653.333.333                                    

Jln. Aquarium Kel. Mangga Dua Selatan Addendum Tgl 30 Agustus 2005

Kec. Sawah Besar JakPus

(jembatan multiguna antara Gedung Harcomas Mangga

Dua dengan Mal Mangga Dua)

5 PT. Gading Raya 

Propertindo
BOT PKS Tgl 27 Oktober 2004 25 Tahun 27/10/2010 26/10/2011 100.000.000        214 8.333.333,33     1.783.333.262                                 

Kawasan Pasar Tanah Abang JakPus

(jembatan multiguna antara Blok A & Bangunan Sisi 

Timur & bangunan sisi utara Pasar Tn. Abang JakPus)

6 PT. Hotel Cikini Realty BOT PKS Tgl 17 Jul 2006 25 Tahun 08/08/2010 07/08/2011 150.000.000        31 12.500.000         387.500.000                                    

Jln. Cikini Raya No. 75 Kec. Menteng JakPus

(pengelolaan hotel & fasilitasnya)

7 PT. Grand Indonesia BOT PKS Tgl 4 Mei 2009 28 Tahun 18/01/2011 18/01/2012 166.500.000        1 13.875.000         13.875.000                                       

Jln. Teluk Betung Kel. Kebon Melati 

Kec. Tanah Abang JakPus

(jembatan multiguna antara Hotel Indonesia & Eks

Hotel Wisata - 7 lantai & 2 basement)

KONTRIBUSI 

PER BULAN

PENDAPATAN 

DITERIMA DIMUKA 

PER  31 DES 2011

6

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS KONTRIBUSI BOT/BTO

PER 31 DESEMBER 2011

NO. NAMA PIHAK KETIGA JENIS DAN LOKASI ASET PKS NO & TANGGAL

JANGKA 

WAKTU 

PKS

JANGKA WAKTU SEWA 

BERJALAN

KONTRIBUSI 

TAHUN 2011

SISA BULAN YG 

BLM DIGUNAKAN 

PER 31 

DESEMBER 2011
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8 PT. Fajar Setia Mandiri BTO PKS No. 1500/073.511 20 Tahun 03/09/2010 02/09/2011 80.000.000          8 6.666.667           53.333.333                                       

Jln. Danau Sunter Selatan, Kel. Sunter Jaya Tgl 10 Mei 2002

Kec. Tanjung Priok JakUtara

(stasiun pengisian bahan bakar umum)

9 PT. AGB Tuna (cold storage) BOT
PKS Tgl 28 Peb 2004 20 Tahun 28/02/2011 27/02/2012

20.000.000          146 1.666.667           243.333.382                                    

Jln. Dermaga Kavling I (Muara Angke) Kel. Pluit 

Kec. Penjaringan JakUtara

(pembangunan & pengelolaan Cold Storage beserta

sarana pelengkapnya)

10 PT. AGB Tuna (pabrik es) BOT PKS Tgl 21 November 2006 20 Tahun 21/11/2010 20/11/2011 22.500.000          99 1.875.000           185.625.000                                    

Jln. Pelelangan (Muara Angke) Kel. Pluit 

Kec. Penjaringan JakUtara

(pembangunan & pengelolaan pabrik es beserta sarana

pelengkapnya)

11 PT. Gerak Maju Abadi BOT PKS Tgl 21 Juli 1997 20 Tahun 21/07/2010 20/07/2011 100.000.000        7 8.333.333           58.333.333                                       

Jl. Blustru, Kelurahan Glodok Jakarta Barat

(Gedung Pertokoan & Fasilitas Parkir)

12 Yay. Pendidikan Tiara Kasih 
BTO PKS No. 256/073.511 25 Tahun 30/01/2010 29/01/2011 22.500.000          1 1.875.000           1.875.000                                         

Jl. Dharma Grilia Komp. Taman Semanan Indah Blok C.1 Tgl 3 Januari 2005

Kel.Semanan Kec. Kalideres Jak-Bar (Sarana Pendidikan)

13 PT. Pesona Marga mandiri 
BTO PKS Tgl 21 Agustus 2003 25 Tahun 21/08/2010 20/08/2011 269.500.000        8 22.458.333         179.666.667                                    

Jl. Petak Baru Pasar Pagi Kel. Roa Malaka Addendum Tgl 30 Desember 2004

Kec. Tambora Jakarta Barat

(kios perdagangan)

14 Yay. Patmos BTO PKS No. 210/073.551 25 Tahun 06/02/2011 05/02/2012 55.000.000          56 4.583.333           240.733.333                                    

Perumahan Taman Meruya Ilir (Utara) Blok E.7 Tgl 6 Pebruari 2003

Kec. Kembangan Jakarta Barat Addendum No. 25/AK/BP/VI/2006

(sarana pendidikan ) Tgl 1 Juni 2006

15 Yay. Pusat Pelatihan E & P
BTO PKS No. 130/073.511 25 Tahun 28/01/2011 27/01/2012 53.146.830          1 4.428.903           4.428.903                                         

Jl. Pulau Sebaru Perumahan Permata Buana Blok L4, Tgl 28 Januari 2003

Kec. Kembangan Jakarta Barat BAST Bangunan Tgl. 8 Pebruari 2006

(sarana pendidikan )
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PER  31 DES 2011

6
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PER 31 

DESEMBER 2011

16 PT. Dharma Alumas Sakti BOT
PKS Tgl 22 Agustus 1992 48 Tahun 02/10/2010 01/10/2011

146.544.817        9 12.212.068         109.908.613                                    

Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro Addendum No. 1605 Tahun 1997

Kuningan JakSel Tgl 2 Oktober 1997

(Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail & Ged. KNPI)

17 PT. Bakrie Investindo BOT PKS Tgl 22 Agustus 1992 48 Tahun Rate Variatif 153.178.839                                    

Kawasan GOR Mahaiswa Soemantri Brodjonegoro 

Kuningan JakSel

(sarana olahraga an fasilitas komersil)

18 PT. Pasific Bangun Mas BOT PKS No. 40 Tahun 2001 25 Tahun 01/05/2011 30/04/2012 16.000.000          172 1.333.333           229.333.333                                    

Jl. Ciledug Raya Jakarta Selatan Tgl 1 Mei 2001

(Jembatan Multiguna Antara Pasar Cipulir dengan Cipulir Plaza)

19 PT. Perwita Margasakti BOT PKS Tgl 12 April 2010 25 Tahun 12/04/2011 11/04/2012 54.000.000          3 4.500.000           13.500.000                                       

Jln. Prof. DR. Satrio Kec. Setiabudi JakSel

(jembatan multiguna antara Mal Ambasador & ITC Kuningan 

Jaksel)

20 PT. Fajar Setia Mandiri BTO PKS No. 734/073.511 20 Tahun 28/03/2010 27/03/2011 70.000.000          3 5.833.333           17.500.000                                       

Jl. D.I Panjaitan Kel. Cipinang Besar Tgl 28 Maret 2003

Kec. Jatinegara Jakarta Timur

(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum)

21 PT. Wahana Cipta Sejahtera BOT
PKS Tgl 7 April 2004 25 Tahun 07/04/2010 06/04/2011

54.000.000          207 4.500.000           931.500.000                                    

Jl. Letjen Sutoyo Kav.76/ Jl. Dewi Sartika (Eks Terminal Cililitan) 

Jakarta Timur

(Jembatan Multiguna Antara Gedung Pertokoan (Bangunan A) 

& Gedung Parkir (Bangunan B))

25 PT. Wahana Cipta Sejahtera BOT
PKS Tgl 13 Juli 2006 25 Tahun 19/05/2011 18/05/2012

80.000.000          107 6.666.667           713.333.333                                    

Jl. Mayjen Sutoyo Kelurahan Cililitan 

Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur

7.142.069.115                                 JUMLAH SELURUHNYA
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 PEMBAYARAN  KOREKSI 

1 2 3 4 5  6 7 9 10

A. Utang Pada Pihak Ketiga di SKPD

1  Sekretariat Daerah                67.718.234 -                           67.718.234              -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah  

25.438.471.464       -                           -                               25.438.471.464       PT.Askes  Kekurangan Iuran Wajib Pemprov DKI Jakarta Semester II Tahun 2010 ke PT. ASKES 

2  Biro Prasarana dan Sarana Kota                               -   2.365.000                -                           -                               2.365.000                Era Ban Service Station  Pembayaran Perbaikan Suku Cadang Kendaraan  

3.629.500                3.629.500                Dinas Pelayanan Pajak  Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional 

3  Sekretaris Korpri 1.013.000                1.013.000                Dinas Pelayanan Pajak  Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Operasional 

4  Inspektorat Provinsi DKI Jakarta 1.968.502                -                           -                           1.968.502                -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah  

5  Badan Kepegawaian Daerah 19.549.563              26.302.500              16.649.563              2.900.000                26.302.500              PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah  

6
 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 

Perempuan Dan KB 
4.513.539                -                           4.513.539                -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah  

7  Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah 1.999.000                -                           1.999.000                -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah  

8  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21.603.813              -                           21.603.813              -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah  

9  Satuan Polisi Pamong Praja 2.250.000                -                           -                           2.250.000                -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah  

10  Dinas Pekerjaan Umum 2.284.572.271         -                           2.284.572.271         -                               -                           PT. Lince Romauli Raya,Cs  Utang eskalasi akibat adanya kenaikan BBM di tahun 2005 

364.545.100            432.996.800            797.541.900            -                               -                           PT. Asiana Technologies Lestary  Perbaikan dan pemeliharaan saringan sampah 

267.812.610            697.258.947            965.071.557            -                               -                           
PT. Jaya Konstruksi

 Pembuatan dan pembersihan saluran jalan tamrin,Jl. Wachid Hasyim,Jl. Sunda, dan sekitarnya. 

659.796.708            2.195.851.120         2.855.647.828         -                               -                           PT. Arkindo  Pembangunan turap situ babakan (fisik) 

26.322.797              106.607.203            132.930.000            -                               -                           PT. Roraya Engineering  Pembangunan turap situ babakan (pengawasan) 

353.593.112            6.560.273.996         6.913.867.108         -                               -                           Jo. Asiana-Amarta  Pembangunan Pump Gate pada saluran penghubung (fisik) 

4.981.263                83.467.317              88.448.580              -                               -                           
PT. Suwanda Karya Mandiri

 Pembangunan Pump Gate pada saluran penghubung (pengawasan) 

362.355.365            15.542.367.821       15.904.723.186       -                               -                           PT. Leo Tunggal Marindo Jo.  Pembangunan pump gate kapuk poglar (fisik) 

6.198.913                79.391.287              85.590.200              -                               -                           PT. Swuanda Karya Mandiri  Pembangunan pump gate kapuk poglar (pengawasan) 

171.805.957            208.448.043            380.254.000            -                               -                           PT. Idee Murni Pratama  Penyelesaian sistem pompa air cideng (fisik) 

-                           949.350                   -                           949.350                   -                           PT. Pratiwi Adhiguna Konsultan  Penyelesaian sistem pompa air cideng (pengawasan) 

49.927.315              9.775.589.491         9.825.516.806         -                               -                           PT. Ruhaak Pala Industri  Pembangunan folder kampung bandan (fisik) 

-                           -                           -                           -                               -                           PT. Sugitek Patih Perkasa  Pembangunan folder kampung bandan (Pengawasan) 

548.505.127            4.436.357.774         4.984.862.901         -                               -                           PT. Waskita Karya  Pembangunan pompa tomang (fisik) 

7.723.042                71.364.758              79.087.800              -                               -                           PT. Spektra Adhy Prasarana  Pembangunan pompa tomang (pengawasan) 

1.621.247.422         4.838.047.078         6.459.294.500         -                               -                           PT. Wijaya Karya  Penanggulangan sampah dikali angke pesing 

271.320.555            7.218.549.845         7.489.870.400         -                               -                           
PT. Rudy Jaya – Pt Graha 

 Peningkatan kapasitas longstorage kali siantar dan kali cideng (fisik) 

47                            224.629.353            224.629.400            -                               -                           
PT. Vitraha Consindotama

 Peningkatan kapasitas longstorage kali siantar dan kali cideng (pengawasan) 

328.348.718            12.557.743.281       12.886.091.999       -                               -                           PT. Waskita Karya  Pembangunan pompa duri (fisik)) 

-                           110.046.600            110.046.600            -                               -                           PT. Jasa Konsultasi  Pembangunan pompa duri (pengawasan) 

11.850.000              -                           3.950.000                7.900.000                -                            Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah  

288.136.200            288.136.200            PT.Tunggal Jaya Satya Penurapan Kali Baru Timur (fisik)

 PENAMBAHAN 
 PENGURANGAN 

DAFTAR  UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DI SKPD DAN UTANG PAJAK PT JAKARTA TOURISINDO

PADA LAPORAN KEUANGAN PROVINSI DKI JAKARTA TA 2011

PER 31 DESEMBER 2011

No. NAMA SKPD

 UTANG PER                            

                31 

DESEMBER 2010 

 PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2011  UTANG PER                            

                31 

DESEMBER 2011 

 NAMA PIHAK KETIGA  URAIAN 
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768.504.580            768.504.580            Kso Buminata Ruhaak Tunggal
Pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase untuk mengatasi genangan di jalan arteri dan kolektor wilayah 

kotamadya Jakarta Barat dan Jakarta Utara (fisik)

687.997.166            687.997.166            PT.Probicindo Tunggal Taruna Jembatan Jl.Pluit Utara (Depan PLTU) (fisik)

-                           -                           PT.Konsidotama Persadaloka Jembatan Jl.Pluit Utara (Depan PLTU) (pengawasan)

1.994.706.851         1.994.706.851         PT.Bunga Tanjung Raya Jembatan Cakung Drain Sisi Utara (fisik)

-                           -                           PT.Triduta Mitraparama Jembatan Cakung Drain Sisi Utara (pengawasan)

1.356.529.944         1.356.529.944         PT.Bunga Tanjung Raya
Pembangunan Jalan Tembus & Missing Link Lanjutan (Jl.Tb.Kelapa Gading Menuju Terminal Pulo Gadung - 

Jl.Tbs Boulevard Timur - Pegangsaan Dua) (fisik)

11  Sudin PU Tata Air Jakpus 226.568.971            192.382.529            418.951.500            -                               -                           PT. Adhikarya Teknik Perkasa  Peningkatan sistem drainase dan konservasi air kawasan monas sisi barat 

2.647.843                415.274.937            417.922.780            -                               -                           PT. Sartonia Agung  Peningkatan sistem drainase dan konservasi air kawasan monas sisi selatan 

181.045.731            671.807.300            852.853.031            -                               -                           PT. Rianty Punguan Jaya  Peningkatan sistem drainase dan konservasi air kawasan monas sisi utara 

65.622.278              812.724.637            878.346.915            -                           PT. Karang Unarang Jaya  Peningkatan saluran kawasan Achmad Yani 

55.894.992              362.480.698            418.375.690            -                               -                           PT. Sondang Putra Parhembang  Normalisasi saluran Jl. Suprapto lanjutan (Galur) 

17.528.063              368.552.641            386.080.704            -                           PT. Dasar Kreasi Dinamika  Normalisasi saluran Jl. Suprapto Sentiong/Rawa Kerbo 

34.970.487              362.421.409            397.391.896            -                               -                           PT. Rosimaju Sejahtera  Perbaikan turap Situ Lembang/saluran disekitarnya 

75.882.886              139.793.363            215.676.249            -                               -                           PT. Sigura-Gura Maju Jaya  Peningkatan saluran di kawasan Karet Tengsin 

41.003.862              397.275.279            438.279.141            -                               -                           PT. Titi Sarmauli Jaya  Peningkatan saluran  kawasan Kelurahan Kramat 

36.870.543              893.616.330            930.486.873            -                               -                           PT. Indah Bukit Nusatama  Pembangunan pompa,rumah pompa,PA dan penurunan DS saluran Phb kawi-kawi bawah 

12  Sudin PU Jalan - Jaktim 130.751.637                                          -   130.751.637            -                               -                           PT. Manrus Hatoguan Indah  Peningkatan Jl. Pengarengan Kel. Jatinegara dan Jl. Rajiman Kel. Rawa Terate /  

86.760.987              86.760.987              -                               -                           PT. Haloho Sinar Agung
 Peningkatan Jl. Kandang Sapi Kel. Cakung Timur, Jl. Lele kel. Cakung Timur dan Jl. Karang Taruna Kel. 

Cakung Timur  

75.411.600              75.411.600              -                               -                           PT. Andre Pati Utama  Peningkatan Jl. Setu PLN Kel. Setu 

121.721.325            121.721.325            -                               -                           PT. Arthaguna Mandiri
 Peningkatan Jl. Budi Murni Lanjt, Jl. Cilangkap Raya Lanjt, dan Jl. TPU Cipayung Lanjt, Jl. SLTP 196 Kel. 

Pondok Ranggon  

295.791.469            295.791.469            -                               -                           PT. Herlin Lariamegah  Peningkatan Jl. Komplek KOPTI dan Jl. TPU Pondok Ranggon lanjutan  

232.026.558            232.026.558            -                               -                           CV. Artha Norma  Peningkatan Jl. Bungur II, Jl. Manunggal II & III, cs 

76.338.625              76.338.625              -                               -                           CV. Joyce Cris Jaya
 Peningkatan Jl. Rawa Bambon, Jl. Mesjid Cibubur,Jl. H. Bain Kelapa Dua Wetan,Jl. Taruna Jaya & Jl. 

Telkom 

96.075.425              96.075.425              -                               -                           PT. Herlin Lariamegah  Peningkatan Jl. H. Zuki, Jl. Kober, Jl. Suci, Jl. Percetakan dan Jl. Pule Kel. Susukan  

211.752.750            211.752.750            -                               -                           PT. Manrus Hatoguan Indah  Peningkatan Trotoar dan Jl. Abadi  

86.768.000              86.768.000              -                               -                           PT. Haloho Sinar Agung
 Peningkatan Jl. Sejajar Kali Buaran lanj, Jl. Laut Maluku, Jl. Masjid Al Magfiroh, Jl. Pendidikan Lanjt, Jl. 

Bayu Kav PTB  

232.061.500            232.061.500            -                               -                           PT. Tusihita Sumber Jaya
 Peningkatan Jl. Nakula 1, Jl. Teratai, Jl. Teratai 1 & 2, Jl. Lingkar Duren Sawit Lanjutan, Jl. Buluh Perindu, 

Jl. Buluh Perindu 1, Jl. Melati / Masjid Al Amin Rw. 09 Duren Sawit dan Jl. Malaka Merah Pondok Kopi 

86.707.500              86.707.500              -                               -                           Pt Sumber Karya Asih  Peningkatan Jl. Pendidikan IA, II dan III, Jl. Rawa Domba dan Jl. Janur 8, 9 & 11 /  

116.091.250            116.091.250            -                               -                           PT. Manrus Hatoguan Indah  Peningkatan Jl. Masuk TPU Rawa Bunga ( Sejajar Kali Baru ), Jl. Pasar Burung Jatinegara  

233.599.726            233.599.726            -                               -                           PT. Maxindo Bintang Teknika
 Peningkatan Jl. Penghubung RW.04 (Jl. TB. Simatupang dengan wilayah Kampung Dukuh), Jl. Batu Ampar 

IV & V dan Jl. Ikan Hias  

101.427.416            101.427.416            -                               -                           PT. Lamarosha Jaya Agung  Peningkatan Jl. Masjid Assyukur, Jl. Pinang Ranti dan Jl. Pinang Ranti Barat  

151.416.676            151.416.676            -                               -                           PT. Citra Pamindo Riguna
 Peningkatan Jl. Jengki lanjt, Jl. Inspeksi Kali Tipa lanjt, Jl. Mars, Jl. Permata, Jl. Darul Khoirot, Jl. Al Fida 3 & 

4, Jl. Depan Kelurahan Kebon Pala (peninggian), Jl. Jagur Lanj, Jl. Harapan IV & V  

110.220.687            110.220.687            -                               -                           PT. Lamarosha Jaya Agung
 Peningkatan Jl. Kartika Eka Paksi, Jl. Perhubungan 1,2 & 3, Jl. Pembangunan, Jl. Puskesmas Kel. CIpinang 

Melayu  

102.501.531            102.501.531            -                               -                           PT. Lumban Ambar Berbakti  Peningkatan Jl. Kayu Manis I lama, Jl. Mundu dan Jl. Wahab  

58.679.517              57.720.530              958.987                   -                           PT. Herlin Lariamegah  Peningkatan Jl. Batas Villa Kalisari, Jl. H. Sabeni   

126.483.500            126.483.500            -                               -                           PT. Metro Gabe Jaya  Peningkatan Jl. Inspeksi lanjutan (Jl.Taruna s.d Jl. Kayu Mas Utara), Jl. Balap Sepeda 4  

95.557.000              95.557.000              -                               -                           PT. Lamarosha Jaya Agung  Peningkatan Jl. Pisangan Lama Raya Lanjutan 
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19.621.408              19.621.408              -                               -                           PT. Bahagia Catur Sentana  Peningkatan Trotoar Jl. Mahoni    

131.341.965            131.341.965            -                               -                           CV. Reksa Utama
 Peningkatan Trotoar Jl. Bujana Tirta Lanjt, Trotoar Jl. Perhubungan Lanjt, Trotoar Jl. Tawes Lanjt, Trotoar 

Jl. Pinang Lanjt   

117.736.847            117.736.847            -                               -                           PT. Huma Dano Raso
 Peningkatan Trotoar Jl. Wisma Jaya lanjt, Trotoar Jl. Kayu Putih Selatan Lanjt, Trotoar Jl. Balai Pustaka 

Barat Lanjt, Trotoar Jl.Tenggiri Lanjt  

163.762.500            163.762.500            -                               -                           PT. Aek Nauli Indah  Peningkatan Jl. Komarudin Lanj, Jl. // Tol Sisi Barat, Jl. Gergaji Lanjutan  

65.903.478              65.903.478              -                               -                           CV. Andal Pagar Alam  Peningkatan Jl. Gongseng Lanjutan  

144.973.814            144.973.814            -                               -                           CV. Arah Pemalang  Peningkatan Jl. Gongseng II  

127.435.000            127.435.000            -                               -                           PT. Sevenindo Prima Makmur  Peningkatan Jl. Kayu Mas Utara, Jl. Kayu Putih Utara II Lanjutan  

245.531.102            245.531.102            -                               -                           PT. Paesa Pasindo Engineering  Pemel. Berat (Layer Hotmix) Jl. Tanah Merdeka, Jl. Muhayang dan Jl. Delima  

285.089.750            285.089.750            -                               -                           PT. Todo Consult
 Pengw. Teknis Pemel. Brt Berkala pada Jalan kolektor sekunder (KS) & lokal Kec. Kramat Jati & Kec. Ps. 

Rebo 

-                           

13  Sudin PU Tata Air - Jaktim -                            001/ Penyelesaian Turap Sal. Jl. Tambun Rengas 

130.196.001            130.196.001            -                               -                           PT. Tamora Cipta Utama  Fisik 

-                           -                            002/ Penyelesaian Sal. Jl. Hamengkubuwono/ Bekasi Raya 

162.144.016            162.144.016            -                               -                           PT. Gompar Palluga Jaya  Fisik 

-                           -                           -                            003/ Penyelesaian Sal. Phb. Tol Cacing Sisi Barat Tembus Cakung Draine 

72.364.917              72.364.317              600                          -                           PT. Unedo Tolinti Jaya  Fisik 

-                           -                           -                            004/ Penyelesaian Sal. Jl. Komarudin Sisi Timur Sejajar TOL 

23.413.944              23.413.944              -                               -                           PT. Titi Sarmauli Jaya  Fisik 

-                           -                           -                            005/ Sodetan Sal. Phb. s/d Kali Petukangan 

428.153.000            428.153.000            -                               -                           PT.Ciasem Raya  Fisik 

14.375.000              14.375.000              -                               -                           PT. Doresti Jaya  Pengawasan 

-                           -                           -                            006/ Penyelesaian Sal. Phb. Munjul RW. 02 

341.607.742            341.607.743            -                               -                           PT. Lumban Ambar Barbekti  Fisik 

12.480.750              12.480.750              -                               -                           PT. Delima Laksana Tata  Pengawasan 

-                           -                           -                            007/ Penyelesaian Sal. Jl. Gebang Sari & Sal. Jl. Bambu Hitam 

364.281.803            203.679.630            160.602.173            -                           PT. Lamarosha Jaya Agung  Fisik 

-                           -                           -                            008/ Penyelesaian Sal. Jl. Ceger 

129.795.275            129.795.275            -                               -                           PT. Unedo Tolinti Jaya  Fisik 

-                           -                           -                            010/ Sal. Jl. Jambrong 

108.712.450            108.712.450            -                               -                           PT. Altekmas Siatolu Jaya  Fisik 

3.750.000                3.750.000                -                               -                           PT. Yasmien Medie  Pengawasan 

-                           -                           -                            011/ Sal . Jl. Hankam raya Dpn Polsek Cipayung 

244.067.991            244.067.991            -                               -                           PT. Samoa Raya  Fisik 

7.813.440                7.813.440                -                               -                           PT. Esya Megah Perkasa  Pengawasan 

-                           -                           -                            012/ Sal. Jl. Bulak Ringin 

172.150.849            172.150.849            -                               -                           PT. Asmar Tampu Jaya  Fisik 

10.759.421              10.759.421              -                               -                           PT. Esya Megah Perkasa  Pengawasan 

-                           -                           -                            013/ Penyelesaian Sal. Jl. Taruna Jaya + Cibubur 8 

403.623.000            403.623.000            -                               -                           PT. Asmar Tampu Jaya  Fisik 

12.600.000              12.600.000              -                               -                           PT. Esya Megah Perkasa  Pengawasan 

-                           -                           -                            014/ Penyelesaian Sal Jl. Masjid Fathul Ghofur 

64.627.326              64.627.326              -                               -                           CV. Rayulita Jaya  Fisik 

5.232.905                5.232.905                -                               -                           PT. Esya Megah Perkasa  Pengawasan 

-                           -                           -                            015/ Penyelesaian Sal. Jl. Pahlawan Revolusi (Sisi Timur & Barat) 

123.223.401            123.223.401            -                               -                           PT. Masiholongan  Fisik 

-                           -                           -                            016/ Turap Sal. Phb. Pondok Kopi 

30.228.000              30.228.000              -                               -                           PT. Sumber Karya Asri  Fisik 

5.099.000                5.099.000                -                               -                           PT. Bahana Nusantara  Pengawasan 
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-                           -                           -                            017/ Penyelesaian Sal. Lingkungan RT.03 RW 16 Duren Sawit (Dolog) 

289.790.000            289.790.000            -                               -                           CV. Putra Siampudan  Fisik 

9.037.000                9.037.000                -                               -                           PT. Bahana Nusantara  Pengawasan 

-                           -                           -                            018/ Sal. Jl. Manggar Raya + Sal. Manggar V + VII 

62.580.469              62.580.469              -                               -                           PT. Dishanovita Permai  Fisik 

2.754.387                2.754.387                -                               -                           PT. Bahana Nusantara  Pengawasan 

-                           -                           -                            019/ Sal. Jl. H. Sarbini 

190.619.362            190.619.362            -                               -                           CV. Mual Batu Konstruksi  Fisik 

6.241.610                6.241.610                -                               -                           PT. Yasmien Medie  Pengawasan 

-                           -                           -                            020/ Sal. Jl. Raya Condet Kel. Balekambang 

928.360.508            928.360.508            -                               -                           PT. Perhebindo Rarbuman Nusantara  Fisik 

-                           -                           -                            021/ Normalisasi Sal Jl. Bunga 

259.749.000            259.749.000            -                               -                           PT.Harumas Putra Mandiri  Fisik 

7.450.000                7.450.000                -                               -                           PT. Doresti Jaya  Pengawasan 

-                           -                           -                            022/ Sal. Jl. Kayu Manis Barat Sisi Timur dan  Sal. Jl. Pisangan Baru Tengah 

586.661.043          586.661.043            -                               -                           PT.Batuhobon Jaya  Fisik 

-                           -                           -                            023/ Normalisasi Sal. Jl. Pandan Raya 

77.387.249              77.387.249              -                               -                           PT. Herlin Laria Megah  Fisik 

9.125.000                9.125.000                -                               -                           PT. Doresti Jaya  Pengawasan 

-                           -                           -                            024/ Penyelesaian Sal. Jl. Kalisari 3 / Gongseng 

535.788.016            535.788.016            -                               -                           PT. Wandy Karya Roswa  Fisik 

-                           -                           -                            025/ Sal. SMP 102 Cijantung Pasar Rebo 

186.114.500            186.114.500            -                               -                           CV. Putra Siampudan  Fisik 

10.885.000              10.885.000              -                               -                           PT. Delima Laksana Tata  Pengawasan 

-                           -                           -                            026/ Normalisasi Sal. Jl. Hasan RW. 9/10 

280.942.449            280.942.449            -                               -                           PT. Titi Sarmauli Jaya  Fisik 

9.787.551                9.787.551                -                               -                           PT. Delima Laksana Tata  Pengawasan 

-                           -                           -                            027/ Sal. Jl. Lewa RW. 10 

189.153.878            189.153.878            -                               -                           PT. Sondang Putra Parhembang  Fisik 

7.496.000                7.496.000                -                               -                           PT. Delima Laksana Tata  Pengawasan 

-                           -                           -                            028/ Normalisasi Sal. Jl. Penggambiran Sisi Barat s/d Alu-Alu 

877.800.000            877.800.000            -                               -                           PT. Nikita Sari Jaya  Fisik 

-                           -                           -                            029/ Normalisasi / Kuras Sal. Jl. Food Station (Dpn Pasar Induk) 

305.101.584            305.101.584            -                               -                           PT. Angga Muara Rezeki  Fisik 

12.166.892              12.166.892              -                               -                           PT. Doresti Jaya  Pengawasan 

-                           -                           -                            035/ Sal. Jl. Pondok Bambu Sisi Timur ( LP wanita ) 

391.242.363            391.242.363            -                               -                           PT. Tangga Batu Jaya Abadi  Fisik 

-                           -                           -                            038/ Sal. Jl. Buni 

775.170.000            775.170.000            -                               -                           PT. Tamora Cipta Utama  Fisik 

-                           -                           -                            039/ Sal. Jl. Pondok Bambu Batas 

443.365.109            443.365.109            -                               -                           PT. Masiholongan  Fisik 

-                           -                            040/ Sal. Phb. Laut Banda 

714.686.644            714.686.644            -                               -                           PT. Nikita Sari Jaya  Fisik 

-                           -                           -                            041/ Sal. Jl. Ikan Hias, Batu Ampar 1 

178.750.107            178.750.107            -                               -                           PT. Rosana Jaya Indah  Fisik 

-                           -                           -                            042/ Sal. Jl. Matraman Raya Sisi Barat 

326.794.464            326.794.464            -                               -                           PT. Karang Unarang Jaya  Fisik 

-                           -                           -                            043/ Sal. Jl. Serut 

703.519.690            703.519.690            -                               -                           PT. Megumi Anugerah Mulia  Fisik 

-                           -                           -                            044/ Sal. Jl. Lembah Aren Blok Q 

7.500.000                7.500.000                -                               -                           PT. Bahana Nusantara  Pengawasan 
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-                           -                           -                            045/ Bangunan Penangkap Lumpur Pada Muka Krossing Jl. DI Panjaitan 

32.291.696              32.291.696              -                               -                           CV. Dachris Bellaputra  Pengawasan 

-                           -                           -                            047/ Bangunan Konservasi Air di Jl. Dr. Soemarno 

45.372.000              45.372.000              -                               -                           PT. Goldrose Sukses Tama  Pengawasan 

-                           -                           -                            049/ Pembangunan Turap Sal. Phb. Halim Perdana Kusuma Sisi Barat 

80.051.510              80.051.510              -                               -                           PT. Adelina Nauli  Fisik 

12.627.000              12.627.000              -                               -                           PT. Yasmien Medie  Pengawasan 

292.110.638            292.110.638            -                               -                           PT. Widya Graha Asana  031/ Pengawasan (Supervisi) Kegiatan Fisik, sistem Aliran Utara (Jasa Konsultansi) 

300.682.256            300.682.256            -                               -                           PT. Geo Ace  032/ Pengawasan (Supervisi) Kegiatan Fisik, sistem Aliran Selatan (Jasa Konsultansi) 

14  Sudin PU Tata Air Selatan -                           156.463.340            156.463.340            -                               -                           PT. Rospita Sulma Tata Kreasi  Pembangunan Saluran Kawasan Jl. Lamandau 

-                           1.720.644.792         1.720.644.792         -                               -                           PT. Sumber Kualas Tabas  Pembangunan/Peningkatan Saluran Kawasan Blok M (Melawai) 

15  Sudin PU Jalan Jakarta Selatan                               -   805.053.390            805.053.390            PT. Duta Pribumi Utama  Pekerjaan Ducting System Kawasan Blok M 

16  Dinas Pertamanan dan Pemakaman  12.420.098              -                           -                           12.420.098              -                            Kekurangan Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

17  Sudin Pertamanan - Jakbar 87.501.900              -                           87.501.900              -                               -                           CV. Juniko Jaya  Penataan Taman Komplek Aries Sisi Timur ke CV Juniko Jaya 

18  Dinas Perhubungan 86.328.688              142.746.678            229.075.366            -                               -                           CV. Cempaka Berlian  Pekerjaan Pengadaan Konstruksi pembelian pagar pengaman jalan (Komposit) 

48.786.184              76.558.405              125.344.589            -                               -                           CV. Roland Putra Perdana  Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan (Paving Blok/Beton) 

29.475.398              19.739.315              49.214.713              -                               -                           CV. Sukma Anugrah  Pengadaan Konstruksi Pembelian Taman 

237.844.133            1.016.899.060         1.254.743.193         -                               -                           PT. Bayu Sukses Pratama  Pengadaan Bangunan gedung kantor dan ruang tunggu 

13.285.707              43.656.293              56.942.000              -                               -                           PT. Alfriz Auliatama  Pengawasan pembangunan gedung kantor dan ruang tunggu 

544.327.525            -                           -                           544.327.525            -                            PT. Kharisma Tropisindo Makmur Abadi  Pembangunan Break Water 

80.197.949              1.796.113.400         1.876.311.349         -                               -                           PT. Asogalan Sejahtra  Pembangunan Dermaga 

65.935.046              -                           65.935.046              -                            Kekurangan Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

83.006.000              83.006.000              CV. Angeline Jaya Mandiri  Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kampung Rambutan  

6.930.000                6.930.000                PT. Todo Consult  Pemeliharaan Bangunan Terminal Kalideres ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                CV. Galuh  Pemeliharaan Bangunan Terminal Kampung Rambutan ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Bangunan Terminal Klender ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                CV. Galuh  Pemeliharaan Bangunan Terminal Kampung Melayu ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Terminal Manggarai ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Terminal Pasar Minggu ( Konsultan Pengawasan ) 

3.600.000                3.600.000                 Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti ( Konsultan Perencanaan ) 

6.930.000                6.930.000                CV. Galuh  Pemeliharaan Terminal Pinang Ranti ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                PT. Andalusia Konsulindo  Pemeliharaan Terminal Ragunan ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                PT. Andalusia Konsulindo  Pemeliharaan Terminal Tanjung Priok ( Konsultan Pengawasan ) 

3.600.000                3.600.000                 Pemeliharaan Emplesemen Terminal Kampung Rambutan              ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                CV. Galuh  Pemeliharaan Saluran Terminal Kampung Rambutan ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Terminal Pulo Gadung ( Konsultan Pengawasan )  

6.930.000                6.930.000                PT. Andalusia Konsulindo  Pemeliharaan Terminal Tanah Merdeka ( Konsultan Pengawasan ) 

6.930.000                6.930.000                PT. Andalusia Konsulindo  Pemeliharaan Terminal Muara Angke ( Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Todo Consult  Pemeliharaan Saluran Terminal Kalideres ( Konsultan Pengawasan )  

3.850.000                3.850.000                PT. Todo Consult  Pemeliharaan Saluran Terminal Senen ( Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Terminal Rawamangun ( Konsultan Pengawasan )  

Halaman 5 dari 10



Lampiran 14

 PEMBAYARAN  KOREKSI 

1 2 3 4 5  6 7 9 10

 PENAMBAHAN 
 PENGURANGAN No. NAMA SKPD

 UTANG PER                            

                31 

DESEMBER 2010 

 PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2011  UTANG PER                            

                31 

DESEMBER 2011 

 NAMA PIHAK KETIGA  URAIAN 

3.850.000                3.850.000                PT. Komsha Akur Consult  Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Kampung Melayu            ( Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Tanjung Priok (Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Emplesemen Terminal Bus Senen ( Konsultan Pengawasan ) 

1.950.000                1.950.000                 Pemeliharaan bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan             ( Konsultan Perencanaan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Komsha Akur Consult  Pemeliharaan bangunan Terminal Bus Kampung Rambutan ( Konsultan Perencanaan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharan Bangunan Terminal Bus Kalideres ( Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Komsha Akur Consult  Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Pulo Gadung ( Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Komsha Akur Consult  Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus TMB Pulo Gebang  ( Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kalideres ( Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Komsha Akur Consult  Pemeliharaan Pagar Terminal Bus Kampung Rambutan ( Konsultan Pengawasan ) 

3.850.000                3.850.000                PT. Alfriz Auliatama  Pemeliharaan Bangunan Terminal Bus Jakarta Kota ( Konsultan Pengawasan ) 

50.000.000              50.000.000              CV. Galuh  Pembebasan Kekurangan Lahan Terminal Pulo Gebang ( Konsultan Pembuatan Lampiran SK.Gub ) 

3.600.000                3.600.000                 Peningkatan Emplasemen Terminal / Depo ( Konsultan Perencanaan ) 

50.000.000              50.000.000              Sugeng W,M.Widigdo & Rekan  Pengadaan Armada Bus Busway Koridor X ( Konsultan-Legal Opinion) 

50.000.000              50.000.000              Sugeng W,M.Widigdo & Rekan  Pengadaan Armada Bus Busway Koridor XI ( Konsultan-Legal Opinion) 

12.364.000              12.364.000              PT. Alfriz Auliatama
 Pemeliharaan Gedung Kantor UPT Terminal, Gedung Sudinhub Jakarta Barat, Gedung Knator Penerbitan 

Sudinhub Jakarta Timur (Konsultam Pemgawasan) 

24.519.000              24.519.000              CV. Galuh
 Pemeliharaan Gedung Kantor Dishub Gedung 2, Gedung Eks Kanwil, Ruang Aula Dishub (Konsultan 

Pengawasan) 

12.364.000              12.364.000              PT. Andalusia Konsulindo
 Pemeliharaan Gedung kantor Dishub Gedung 1 ( eks Pertanian ), Gedung Kantor Sudin Jakarta Timur ( 

Konsultan Pengawasan ) 

29.305.500              29.305.500              CV. Cipta Sukses Raya  Suku Cadang Dan Pemeliharaan Kendaraan  

49.890.500              49.890.500              PT. Putra Galunggung  Kajian Kelembagaan Pengelolaan Terminal Bus Pulo Gebang 

37.180.000              37.180.000              PT. Qorina Konsultan Indonesia  Perawatan Tanah Sarana Umum Dermaga Pelabuhan Muara Angke ( Konsultan Pengawasan ) 

82.252.500              82.252.500              PT. Komsha Akur Consult  Pengerukan Kolam Pelabuhan Muara Angke ( Konsultan Pengawasan ) 

19  Dinas Kesehatan 903.794.289            569.115.497            334.678.792            -                            Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

20  Sudin Kesehatan - Jakpus 8.065.000                8.065.000                -                               -                           PT. Adikara Mitra Cipta
 Angsuran IV perencanaan pembangunan rehab total rawat inap Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih 

kepada PT Adikara Mitra Cipta 

17.210.000              -                           -                           17.210.000              -                           PT. Adikara Mitra Cipta
 Angsuran V perencanaan pembangunan rehab total rawat inap Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih 

kepada PT Adikara Mitra Cipta 

21.969.000              -                           21.969.000              -                               -                           PT. Catur Eka Cipta
 Angsuran III pengawasan pembangunan rawat inap Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih kepada PT 

Catur Eka Cipta  

19.200.000              -                           19.200.000              -                               -                           CV. Ina Inti Tara Bahtera  Pengadaan mesin absensi Puskesmas Kecamatan Senen kepada CV Ina Inti Tara Bahtera  

38.560.500              -                           38.560.500              -                               -                           CV. Bijar Sapta Tama
 Pengadaan non alkes (komputer, laptop, dan printer, UPS, dan stabilizer) untuk Puskesmas Kelurahan 

Kramat kepada CV Bijar Sapta Tama 

98.606.750              -                           98.606.750              -                               -                           CV. Ralephy  Pengadaan jasa kebersihan Cleaning Service bulan Juli s.d November 2009 kepada CV Ralephy 

21  Dinas Kelautan dan Pertanian 4.188.740                -                           238.740                   3.950.000                -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

22
 UPT. Balai Pengujian Mutu dan Pengolahan Hasil 

Perikanan dan Kelautan 
97.212.500              97.212.500              PT. Aldonial Putra Perkasa  Pengadaan Peralatan Digital (Kamer dan Ipad) 
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23  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 14.097.088              -                           -                           14.097.088              -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

24  Dinas Pendidikan 17.491.760              -                           17.491.760              -                               -                           PT. Arsirona Pancagraha  Pengawasan pembangunan SD Semanan 

34.755.000              -                           34.755.000              -                               -                           PT. Bayudaya Pancasegara  Pengawasan rehab total SDN Kelapa Gading Timur 01/02 

770.684.837            -                           339.953.466            430.731.371            -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Tunjangan Kinerja Daerah TA 2010 

25  Sudin Pendidikan Dasar - Jakpus                98.600.051 -                           98.600.051                                              - -                           CV. Ampapaga  Pekerjaan rehab rumah dinas penjaga sekolah dasar 

26  Dinas Pelayanan Pajak 1.516.066.128         1.516.066.128         PT. Pertamina
 Biaya Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bulan November s.d Desember 2009 ke PT. 

Pertamina 

2.667.109.851         2.667.109.851         PT.Pln  Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan  Bulan November s.d Desember 2009 ke PT. PLN 

27 Badan Pengelola Keuangan Daerah 115.005.000            -                           115.005.000            -                               -                           PT.  Bhaskara Jaya Abadi  Pengadaan meja rapat 

2.627.520.000         -                           2.627.520.000         -                               -                           Dinas Pelayanan Pajak  Bea Balik Nama Kurang Bayar (BBN-KB) kendaraan dinas operasional jenis Sedan Altis 1,8G A/T 

54.705.000              -                           -                           54.705.000              -                           Dinas Pelayanan Pajak  BBN-KB kendaraan dinas operasional jenis Jeep Toyota L.Cruis Prado 2,7 AT 

13.129.200              -                           -                           13.129.200              -                           Dinas Pelayanan Pajak  Denda Administrasi keterlambatan pembayaran BBN-KB 

415.800.000            -                           415.800.000            -                               -                           Dinas Pelayanan Pajak  BBN-KB kendaraan dinas operasional Harley Davidson 

99.792.000              -                           99.792.000              -                               -                           Dinas Pelayanan Pajak  Denda Administrasi keterlambatan pembayaran BBN-KB  

12.624.039              5.476.159                16.200.198              1.900.000                 Kekurangan tunjangan jabatan danKekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

70.273.118              -                           70.273.118              -                               -                           PT. Darmayana Jaya  Pekerjaan  Rehab Gedung  Villa Mega Mendung 

141.093.150            -                           141.093.150            -                               -                           PT. Cipta Sagita Utama  Jasa pengamanan  gedung Prasada Sasana Karya dan Gedung Induk Pulo Mas 

124.300.319            124.300.319            PT. Paharas Mitra Utama  Pekerjaan Cleaning Service Gedung Arsip Bulan Juli 2009  

78.963.000              78.963.000              CV. Cakra Nasional  Pekerjaan Cleaning Service Gedung Mitra Praja Bulan Juli 2009  

142.002.000            142.002.000            CV. Yosit Anugrah Nasional  Pekerjaan Cleaning Service Gedung PTA  Bulan Juli s.d September  2009  

99.696.378              99.696.378              PT. Rasatama Wulan Persada  Pekerjaan Cleaning Service Gedung PKK  Bulan Juli 2009  

122.701.810            122.701.810            CV. Dana Simba  Pekerjaan Cleaning Service Gedung UPT.Perparkiran  Bulan Januari s.d Juli  2009  

115.068.723            115.068.723            CV. Charles Marpa Prima  Pekerjaan Cleaning Service Gedung UPT.Perparkiran  Bulan Agustus s.d Desember  2009  

35.600.000              35.600.000              PD. Chandra Kirana  Pekerjaan Cleaning Service Villa Cipanas bulan Juli s.d Desember 2009 

48.632.200              48.632.200              PT. Sayidinah Utama  Pekerjaan Cleaning Service Gedung Villa Mega Mendung   Bulan Juli s.d Desember  2009  

28  Dinas Perindustrian dan Energi 3.950.000                -                           3.950.000                -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

29  Dinas Kebersihan 11.778.197              -                           8.087.550                3.690.647                -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan Tunjangan Kinerja Daerah    

30  Sudin Kebersihan - Jakbar 2.885.081.320         -                           2.885.081.320         -                               -                           Pt Anugrah Puriperkasa  Pengadaan meubelair kantor Sudin Kebersihan kepada                   
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31  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi              167.350.000 -                           140.250.000            27.100.000              -                           CV. Triputra Manunggal Jaya  Kegiatan Dialog Interaktif 

16.929.867              -                           8.529.867                8.400.000                -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

32  Dinas Komunikasi dan Informasi 678.439.300            -                           678.439.300            -                               -                           PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk.  Pengelolaan jaringan sluruh kecamatan bulan April s.d Oktober Tahun 2010 

677.545.000            -                           677.545.000            -                               -                           PT. Jaya Teknik  Penyempurnaan jaringan perkabelan software dan Hardware PABX kapasitas 500-2500 Ext. 

4.000.000                -                           4.000.000                -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Tunjangan Kinerja Daerah TA 2010 

99.650.000              -                           -                               99.650.000              An. Arif Rahman Cs.  Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber  Kegiatan Pengembangan Sistem E-TKD, an. Arif Rahman  

48.163.335              48.163.335              PT. Montex Buana Selaras  Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames  

45.823.800              45.823.800              PT. Socio Komunikasi Indonesia  Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames  

49.022.600              49.022.600              Expressa Putra Gemilang  Pembayaran Honorarium Tenaga Ahli Kegiatan Media dan Publikasi Seagames   

440.185.460            440.185.460            PT. Stars Yudhatama  Paket Pekerjaan TV. Magaine (Jakarta untuk Semua)  

33  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda 82.678.750              -                           82.678.750              -                               -                           PT. Griksa Cipta
 Kontrak Jasa Konsultasi atas kegiatan evaluasi dan revisi perencanaan pembagunan Gedung Dinas 

Kesehatan 

4.337.002.440                                       -   4.337.002.440         -                               -                           PT. Waskita Karya (Persero)  Kontrak pekerjaan pembangunan fasilitas rekreasi dan olahraga Boker Jakarta Timur 

1.648.235.270                                       -   1.648.235.270         -                               -                           PT. Waskita Karya (Persero)
 Klaim Kompensasi akibat keterlambatan pembayaran, proyek pembangunan fasilitas rekreasi dan olahraga 

Boker Jakarta Timur 

1.353.954.366                                       -   1.353.954.366         -                               -                           PT. Waskita Karya (Persero)
 Klaim Kompensasi akibat keterlambatan pembayaran, proyek pembangunan fasilitas rekreasi dan olahraga 

Boker Jakarta Timur 

-                           4.524.539.742         4.524.539.742         -                               -                           PT. Borisdo Jaya  Pengadaan Meubleir Interior Soundsystem dan alat belajar gedung diklat (sarana sosbud) 

3.158.296                                              -   -                           3.158.296                -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

34  Dinas Koperasi dan UKM 15.800.000              -                           -                           15.800.000              -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

-                           

35  Dinas Olahraga dan Pemuda 9.215.500                68.716.425              2.801.925                -                               75.130.000              PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

36  Gelanggang Remaja Jakarta Selatan -                           152.553.793            152.553.793            PNS Pemprov DKI Jakarta  Pekerjaan Jasa Cleaning Service 

37  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 11.550.000              -                           11.475.310              74.690                     -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

20.782.500              20.782.500              PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati  Pengadaan Peralatan Tata Suara Gedung Balai Latihan Kesenian Jakarta Barat 

47.916.000              47.916.000              PT. Isa Kreasi Mandiri Sejati  Pengadaan Alat Pendingin AC Gedung Kesenian 

38  Balai Latihan Kesenian Jakarta Timur 113.375.000            113.375.000            CV. Bahana Nusantara  Jasa Kosultasi Perencanaan Lingkungan 

39
 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana 
45.548.520              -                           34.167.042              11.381.478              -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

40  Dinas Tata Ruang 17.753.739              -                           17.753.739              -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

Halaman 8 dari 10



Lampiran 14

 PEMBAYARAN  KOREKSI 

1 2 3 4 5  6 7 9 10

 PENAMBAHAN 
 PENGURANGAN No. NAMA SKPD

 UTANG PER                            

                31 

DESEMBER 2010 

 PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2011  UTANG PER                            

                31 

DESEMBER 2011 

 NAMA PIHAK KETIGA  URAIAN 

41  Kota Administrasi Jakarta Barat 5.074.300                -                           5.074.300                -                               -                           CV. Ferdinand Mandiri  Pengadaan lemari yang belum terbayar 

54.337.244              -                           50.137.244              4.200.000                -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

112.353.881            112.353.881            PT. Theolive Marganda  Pekerjaan Cleaning Service Blok A Lt. 1 s.d 5 

101.401.080            101.401.080            CV. Cakrawala Mada Mombu  Pekerjaan Cleaning Service Blok A Lt. 6 s.d 11 

78.748.186              78.748.186              CV. Karya Mavoli  Pekerjaan Cleaning Service Blok B Lt. 1 s.d 4 

47.320.310              47.320.310              PT. Marlin Ekatama  Pekerjaan Cleaning Service Blok B Lt. 5 s.d 7 

59.382.038              59.382.038              CV. Sanggar Jaya  Pekerjaan Cleaning Service Gedung Parkir 

30.593.640              30.593.640              CV. Sigma Chittra Pratama  Pekerjaan Cleaning Service Kantor Walikota JB, Jl. S. Parman 

46.508.440              46.508.440              CV. Dana Simba  Pekerjaan Cleaning Service Masjid dan Ruang Serbaguna 

33.614.196              33.614.196              CV. Dharma Pratama  Pekerjaan Cleaning Service Pedestrian 

34.127.500              34.127.500              PT. Indocare Pasifik  Jasa Pengharum Ruangan Blok A 

6.274.400                6.274.400                PT. Dwi Mitra Cempaka  Pekerjaan Cleaning Service Sanitasi Blok A 

15.345.000              15.345.000              PT. Bonny Laksana Prima  Pekerjaan Jasa Pengharum Ruangan Blok B 

2.802.800                2.802.800                CV. Tiara Putri Persada  Pekerjaan Cleaning Service Sanitasi Blok B 

22.898.700              22.898.700              CV. Gitta Bally Indah  Pekerjaan Cleaning Service Sal. Penghubung Sisi Dalam 

13.454.000              13.454.000              PT. Nuansa Arga Surya  Pekerjaan Cleaning Service Sal. Penghubung Sisi Luar 

17.924.940              17.924.940              CV. Karya Bima Abadi  Pekerjaan Cleaning Service Gedung Sudin Penda I 

9.130.000                9.130.000                CV. Hati Mulia  Pekerjaan Pengharum Telepon 

12.617.000              12.617.000              PT. Cahaya Situ Alam  Pekerjaan Cleaning Service Aquarium 

65.708.538              65.708.538              PT. Bangkit Nitya Murni  Pekerjaan ME I 

101.753.400            101.753.400            CV. Azra Putri Persada  Pekerjaan ME II 

17.001.248              17.001.248              CV. Eka Intan Mandiri  Pekerjaan ME III 

84.617.242              84.617.242              CV. Nata Lambera Sejahtera  Pekerjaan ME IV 

27.134.140              27.134.140              CV. Rangindo Lestari  Pekerjaan ME Ktr Lama 

14.348.400              14.348.400              CV. Kidung Rahayu  PekerjaanME Masjid 

101.774.600            101.774.600            CV. Dwi Karya  Pekerjaan ME LIFT 

6.479.000                6.479.000                CV. Supinro Maju  Pekerjaan ME Gondola 

17.689.056              17.689.056              CV. Nuri Citra Utama  Pekerjaan ME Plumbing Blok A, B dan C 

3.967.700                3.967.700                CV. Damar Kesita  Pekerjaan ME Plumbing Ktr Lama 

2.976.700                2.976.700                CV. Manunggal Teguh Mandiri  Pekerjaan ME Plumbing Masjid 

23.362.768              23.362.768              CV. Dintam  Pekerjaan Perawatan Taman Depan Kantor Walikota 

15.732.904              15.732.904              CV. Monika Putri Sejati  Pekerjaan Perawatan Taman Belakang Kantor Walikota  

9.176.420                9.176.420                CV. Wigati Wicaksono  Pekerjaan Perawatan Taman Dalam ( Pot ) 

5.244.470                5.244.470                PT. Pancur Cahaya Rekeji  Pekerjaan Perawatan Taman Pendestrian 

8.268.520                8.268.520                CV. Baja Perkasa  Pekerjaan Perawatan Taman Kantor Lama 

42  Kota Administrasi Jakarta Selatan 36.546.400              -                           36.546.400              -                               -                           CV. Ujung Dolok Perkasa  Pengadaan meubelair (lemari pakaian) 

30.060.400              -                           30.060.400              -                               -                           PT. Rodime Bina Nusa  Pengadaan mesin handkey  

54.026.948              -                           54.026.948              -                               -                            Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

-                           119.792.921            -                           -                               119.792.921            PT. Marpan Jaya Abadi  Pemeliharaan Lift Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan 

173.096.000            
173.096.000            CV. Rosfer Indah  Pemeliharaan CCTV Gedung Kantor Walikotamadya Jakarta Selatan 

43  Kota Admistrasi Jakarta Pusat 11.545.411              -                           11.545.411              -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

44  Kota Admistrasi Jakarta Timur 55.879.787              -                           20.774.378              35.105.409              -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

43  Kota Admistrasi Jakarta Utara 28.875.147              -                           28.875.147              -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

45  Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 1.385.895.400         -                           1.385.895.400         -                               -                           PT. Dhana Julaga  Ekada  Pekerjaan pembangunan Kantor Camat Kepulauan Seribu Tahun 2009 
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 PEMBAYARAN  KOREKSI 

1 2 3 4 5  6 7 9 10

 PENAMBAHAN 
 PENGURANGAN No. NAMA SKPD

 UTANG PER                            

                31 

DESEMBER 2010 

 PERIODE JANUARI S.D. DESEMBER 2011  UTANG PER                            

                31 

DESEMBER 2011 

 NAMA PIHAK KETIGA  URAIAN 

26.579.960              26.579.960              -                               -                           PT. Catur Eka Cipta  Pekerjaan pengawasan pembangunan Kantor Camat Kepulauan Seribu 

10.000.000              -                           10.000.000              -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

46  RSUD Koja 5.040.000                -                           5.040.000                -                               -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

47  RSUD Cengkareng 4.200.000                -                           2.900.000                1.300.000                -                           PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

48  RSUD Duren Sawit 33.989.694              51.465.374              30.650.862              -                               54.804.206              PNS Pemprov DKI Jakarta  Kekurangan  Tunjangan Kinerja Daerah    

44.863.228.782       118.893.214.801     122.331.758.496     1.778.924.251         39.645.760.836       

B  Utang Pajak Pusat 

1  Utang Pajak PT Jakarta Tourisindo -                           100.591.407.536     100.591.407.536     Kantor Pelayanan Pajak  Kekurangan Pembayaran PPh Akibat Likuidasi PT. Jakarta Tourisindo 

-                           100.591.407.536     -                           -                           100.591.407.536     

44.863.228.782       219.484.622.337     122.331.758.496     1.778.924.251         140.237.168.372     

JUMLAH B

 SALDO UTANG KEPADA PIHAK KETIGA   (Jumlah 

A+B)                                    

JUMLAH A
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(Dalam Ribuan Rupiah)

Cost Method Equity Method Jumah

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 (16 X 17) 20 (18 + 19)

1 Bidang Perbankan

1. PT Bank DKI Audited 2011 18.994.158.000           511.230.000               19.505.388.000           16.653.187.000      1.603.348.000              18.256.535.000             -                   631.159.000     1.000                146.000          617.547.000         1.248.853.000      99,84% 1.246.854.835  1.246.854.835                

Sub Total 1 18.994.158.000           511.230.000               -                            19.505.388.000           16.653.187.000      1.603.348.000              18.256.535.000             -                   631.159.000     1.000                146.000          617.547.000         1.248.853.000      -                  1.246.854.835  1.246.854.835                

2 Bidang Asuransi

1. PT Asuransi Bangun Askrida Unaudited 2011 304.587.754                600.557.663               905.145.417                562.303.298           -                                    562.303.298                  159.860.000     34.290.000       144.062.728   755.503                338.968.232         4,47% 8.680.000       8.680.000                       

Sub Total 2 304.587.754                600.557.663               -                            905.145.417                562.303.298           -                                    562.303.298                  -                   159.860.000     34.290.000       144.062.728   755.503                338.968.232         8.680.000       -                   8.680.000                       

3 Bidang Konstruksi

1. PT Jakarta Propertindo Unaudited 2011 897.631.470                262.522.244               24.044.600           1.184.198.314             294.442.865           206.015.706                 500.458.571                  429.995.757     -                       100.000.000   153.743.986         683.739.743         99,92% 683.192.751     683.192.751                   

2. PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) Audited 2010 27.564.000                  483.260.000               2.736.000             513.560.000                70.263.000             7.835.000                     78.098.000                    -                   3.117.000         131.653.737     93.393.941     1.343.559.329      1.571.724.007      38,80% 609.828.915     609.828.915                   

3. PD Pembangunan Sarana Jaya Unaudited 2011 117.702.847                142.984.253               260.687.100                102.249.556           67.581.133                   169.830.689                  894.526        200.000.000     -                       (133.997.229)  23.959.114           89.961.885           100,00% 89.961.885       89.961.885                     

Sub Total 3 1.042.898.317             888.766.498               26.780.600           1.958.445.414             466.955.421           281.431.839                 748.387.260                  894.526        633.112.757     131.653.737     59.396.712     1.521.262.429      2.345.425.635      -                  1.382.983.551  1.382.983.551                

4 Bidang Jasa Lainnya

1. PT Jakarta International Expo Audited/2007 19.597.963                  1.317.961.793            -                            1.337.559.756             43.977.931             1.003.234.399              1.047.212.329               300.000.000     -                       -                      (9.652.573)           290.347.427         13,14% 39.375.000     39.375.000                     

2. PDAM Jaya Audited 2011 416.053.946                203.731.082               619.785.028                959.340.648           593.220.088                 1.552.560.736               288.364.100     -                       42.861.685     (1.264.001.494)    (932.775.708)       100,00% -                   -                                  

3. PD PAL Jaya Audited 2011 53.898.257                  79.621.483                 -                            133.519.740                6.281.502               6.695.303                     12.976.806                    94.752.402       -                       12.536.698     13.253.835           120.542.935         100,00% 120.542.935     120.542.935                   

4. PD Pasar Jaya Audited 2011 420.712.630                1.698.547.359            64.536.360           2.183.796.349             168.331.520           1.628.216.697              1.796.548.217               15.203.308       318.356.193     -                      53.688.630           387.248.132         100,00% 387.248.132     387.248.132                   

Sub Total 4 910.262.796                3.299.861.717            64.536.360           4.274.660.873             1.177.931.601        3.231.366.488              4.409.298.088               -                   698.319.810     318.356.193     55.398.383     (1.206.711.601)    (134.637.215)       39.375.000     507.791.066     547.166.066                   

5 Bidang Perdagangan

1. PT Food Station Tjipinang Unaudited 2011 10.370.162                  41.273.774                 -                            51.643.936                  12.388.649             23.191.007                   35.579.656                    300.000            -                       -                      15.764.280           16.064.280           74,67% 11.995.198       11.995.198                     

2. PD Dharma Jaya Unaudited 2011 29.733.547                  28.099.165                 14.253.310           72.086.021                  20.757.374             13.903.635                   34.661.009                    31.377.432       -                       9.341.974       (3.294.394)           37.425.012           100,00% 37.425.012       37.425.012                     

Sub Total 5 40.103.709                  69.372.938                 14.253.310           123.729.957                33.146.022             37.094.642                   70.240.665                    -                   31.677.432       -                       9.341.974       12.469.886           53.489.292           -                  49.420.210       49.420.210                     

6 Bidang Pariwisata

1. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Audited 2011 578.657.177                1.158.374.730            -                            1.737.031.907             426.262.591           131.544.066                 557.806.657                  38.592.878   400.000.000     36.709.233       -                      703.923.139         1.140.632.372      72,00% 821.255.308     821.255.308                   

2. PT Jakarta Tourisindo Unaudited 2011 48.923.800                  410.354.537               96.938.398           556.216.736                25.094.115             61.185.425                   86.279.540                    455.511.000     (8.931.935)      23.358.131           469.937.195         99,34% 466.835.610     466.835.610                   

3. PT Grahasahari Suryajaya Audited/2009 14.523.495                  359.294.759               -                            373.818.254                99.631.056             56.275.707                   155.906.763                  48.870.000       592.242.796     -                      (423.201.305)       217.911.491         8,08% 3.951.000       3.951.000                       

4. PT Pakuan International Audited 2010 820.579                       37.187.456                 3.149.640             41.157.675                  374.485                  1.923.279                     2.297.764                      50.000.000       236.600            2.039.534       (13.416.224)         38.859.910           2,69% 1.345.900       1.345.900                       

Sub Total 6 642.925.051                1.965.211.482            100.088.038         2.708.224.571             551.362.247           250.928.477                 802.290.724                  38.592.878   954.381.000     629.188.629     (6.892.401)      290.663.740         1.867.340.968      5.296.900       1.288.090.917  1.293.387.817                

7 Bidang Kawasan Industri

1. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung Unaudited 2011 156.331.456                81.250.064                 17.590.618           255.172.137                44.877.274             1.146.976                     46.024.251                    80.000.000       -                       3.122              129.144.764         209.147.886         50,00% -                  104.573.943     104.573.943                   

2. PT Kawasan Berikat Nusantara Audited 2010 182.026.700                480.537.430               63.637.980           726.202.110                72.839.710             29.672.490                   102.512.200                  363.945.000     111.967.700     104.893.290   42.883.940           623.689.930         26,85% 209.692.695   209.692.695                   

Sub Total 7 338.358.156                561.787.494               81.228.598           981.374.247                117.716.984           30.819.466                   148.536.451                  -                   443.945.000     111.967.700     104.896.412   172.028.704         832.837.816         209.692.695   104.573.943     314.266.638                   

8 Bidang Angkutan Darat

1. PT Ratax Armada Audited 2011 1.328.963                    3.498.780                   -                            4.827.743                    3.170.399               32.190                          3.202.589                      5.500.000         -                       -                      (3.874.845)           1.625.155             28,00% -                  455.043            455.043                          

2. PT Mass Rapid Transit Jakarta Audited 2011 101.889.007                21.805.472                 -                            123.694.479                6.336.272               1.732.786                     8.069.058                      155.000.000     6.780.778         (46.155.357)         115.625.421         99,68% 115.255.420     115.255.420                   

Sub Total 8 103.217.970                25.304.252                 -                            128.522.222                9.506.670               1.764.976                     11.271.647                    -                   160.500.000     6.780.778         -                      (50.030.202)         117.250.575         -                  115.710.463     115.710.463                   

9 Bidang Aneka Industri

1. PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2011 577.644.536                118.522.140               -                            696.166.676                96.129.303             27.101.946                   123.231.249                  18.321.002   16.013.181       19.015.656       -                      519.585.588         554.614.425         26,25% 145.586.287     145.586.287                   

2. PT Alakasa Industrindo, Tbk. Audited 2011 246.208.535                12.275.243                 -                            258.483.778                195.541.102           14.382.242                   209.923.344                  73.503.957       200.000            (583.014)         (24.560.509)         48.560.434           4,81% 4.885.650       4.885.650                       

3. PT Cemani Toka Audited 2011 275.373.409                87.962.609                 -                            363.336.018                223.513.229           144.259.093                 367.772.322                  112.968.859     (2.869.839)       14.479.580     (129.014.904)       (4.436.304)           27,42% 27.059.360     27.059.360                     

4. PT Determinan Indah

Sub Total 9 1.099.226.480             218.759.992               -                            1.317.986.472             515.183.634           185.743.281                 700.926.915                  18.321.002   202.485.997     16.345.817       13.896.566     366.010.175         598.738.555         31.945.010     145.586.287     177.531.297                   

10 Bidang Rumah Sakit

1. PT RS Haji Jakarta Unaudited 2011 40.906.790                  82.960.981                 3.078.587             126.946.359                11.687.336             13.764.311                   25.451.647                    100.308.278     -                       -                      1.186.434             101.494.712         51,00% 51.157.222     51.157.222                     

Sub Total 10 40.906.790                  82.960.981                 3.078.587             126.946.359                11.687.336             13.764.311                   25.451.647                    -                   100.308.278     -                       -                      1.186.434             101.494.712         51.157.222     51.157.222       51.157.222                     

Total Seluruh Bidang Industri 23.516.645.023           8.223.813.017            289.965.492         32.030.423.532           20.098.980.214      5.636.261.481              25.735.241.695             57.808.406   4.015.749.274  1.248.583.854  380.246.374   1.725.182.068      7.369.761.571      -                     346.146.827   4.892.168.495  5.187.158.100                

1

d i v e s t a s i     2 0 1 1

Tambahan 

Modal Disetor

Ekuitas 

Lainnya
Laba Ditahan Total Ekuitas

%  Saham 

Daerah

Kepemilikan Daerah

Total Aktiva
Kewajiban Jangka 

Pendek

Kewajiban Jangka 

Panjang
Total Kewajiban

Hak 

Minoritas
Modal Disetor

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH

AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS DANA

PER 31 DESEMBER 2011

No. Perusahan Daerah Sumber Lapkeu Aktiva Lancar Aktiva Tidak Lancar Aktiva Lainnya
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(Dalam Ribuan Rupiah)

2 3 4 5 6 4 5 6 7

1 Bidang Perbankan

1. PT Bank DKI Audited 2011 1.186.217.000                 (786.379.000)                   399.838.000                 7.249.000                  -                                 (105.755.000)             301.332.000                    

Sub Total 1 1.186.217.000                 (786.379.000)                   399.838.000                 7.249.000                  -                                 (105.755.000)             301.332.000                    

2 Bidang Asuransi

1. PT Asuransi Bangun Askrida Unaudited 2011 599.901.684                    (488.145.125)                   111.756.559                 -                                 (2.175.210)                 (114.146)                     109.467.203                    

Sub Total 2 599.901.684                    (488.145.125)                   111.756.559                 -                                 (2.175.210)                 (114.146)                     109.467.203                    

3 Bidang Konstruksi

1. PT Jakarta Propertindo Unaudited 2011 170.760.931                    (169.860.581)                   900.350                        82.692.505                (31.297.499)                52.295.355                      

2. PT Pembangunan Jaya (Konsolidasi) Audited 2010 107.592.000                    23.679.000                      83.913.000                   46.941.000                (882.000)                    (6.845.000)                  123.127.000                    

3. PD Pembangunan Sarana Jaya Unaudited 2011 47.518.921                      (41.621.635)                     5.897.286                     14.049.136                (3.904.398)                 (337.907)                     15.704.117                      

Sub Total 3 325.871.852                    (187.803.216)                   90.710.636                   143.682.641              (4.786.398)                 (38.480.406)                191.126.473                    

4 Bidang Jasa Lainnya

1. PT Jakarta International Expo Audited 2007 136.690.927                    (127.448.089)                   9.242.838                     259.482                     (8.501.489)                 1.000.832                        

2. PD AM Jaya Audited 2011 2.116.008.050                 (1.993.531.083)                122.476.967                 45.664.736                (111.729.676)            (3.992.011)                  52.420.016                      

3. PD PAL Jaya Audited 2011 34.717.067                      (20.696.350)                     14.020.717                   3.401.766                  (173.811)                    (4.005.567)                  13.243.105                      

4. PD Pasar Jaya Audited 2011 327.622.850                    (239.982.189)                   87.640.662                   17.439.601                (22.315.708)               (17.420.162)                65.344.392                      

Sub Total 4 2.615.038.895                 (2.381.657.711)                233.381.184                 66.765.584                (142.720.683)            (25.417.741)                132.008.344                    

5 Bidang Perdagangan

1. PT Food Station Tjipinang Unaudited 2011 30.379.136                      (21.293.022)                     9.086.114                     -                                 (106.398)                    (1.149.463)                  7.830.253                        

2. PD Dharma Jaya Unaudited 2011 53.351.550                      (56.640.314)                     (3.288.764)                    670.333                     (675.963)                    (3.294.394)                       

Sub Total 5 83.730.686                      (77.933.336)                     5.797.350                     670.333                     (782.360)                    (1.149.463)                  4.535.859                        

6 Bidang Pariwisata

1. PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk Audited 2011 932.949.889                    (512.621.453)                   420.328.436                 24.317.630                (236.021.592)            (46.685.248)                161.939.226                    

2. PT Jakarta Tourisindo Unaudited 2011 129.922.703                    (111.745.672)                   18.177.031                   889.041                     (3.199.972)                 (4.347.214)                  11.518.886                      

3. PT Grahasahari Suryajaya Audited 2009 54.289.392                      (67.118.462)                     (12.829.070)                 -                                 (4.363.938)                 (3.231.988)                  (20.424.996)                    

4. PT Pakuan Audited 2010 3.674.178                        (5.243.660)                       (1.569.482)                    97.737                       (57.106)                      -                                  (1.528.851)                       

Sub Total 6 1.120.836.162                 (696.729.247)                   424.106.915                 25.304.408                (243.642.608)            (54.264.450)                151.504.265                    

7 Bidang Kawasan Industri

1. PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung Unaudited 2011 101.479.077                    (52.008.224)                     49.470.852                   7.983.199                  -                             (10.102.880)                47.351.171                      

2. PT Kawasan Berikat Nusantara Unaudited 2011 263.355.420                    (144.218.950)                   119.136.470                 7.456.030                  (65.947.380)               (18.298.160)                42.346.960                      

Sub Total 7 364.834.497                    (196.227.174)                   168.607.322                 15.439.229                (65.947.380)               (28.401.040)                89.698.131                      

.

Jumlah dipindahkan 6.296.430.775                 (4.814.874.809)                1.434.197.966              259.111.195              (460.054.640)            (253.582.246)             979.672.276                    

Laba (Rugi) Usaha
Pendapatan Lain-

Lain

Beban Lain-lain /  

Hak Minoritas

Taksiran Pajak 

Penghasilan

Laba (Rugi)                   

Setelah pajak

1

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH

PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2011

No. Perusahan Daerah Sumber Lapkeu Pendapatan Usaha Beban Usaha
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2 3 4 5 6 4 5 6 7

Laba (Rugi) Usaha
Pendapatan Lain-

Lain

Beban Lain-lain /  

Hak Minoritas

Taksiran Pajak 

Penghasilan

Laba (Rugi)                   

Setelah pajak

1

No. Perusahan Daerah Sumber Lapkeu Pendapatan Usaha Beban Usaha

Jumlah pindahan 6.296.430.775                 (4.814.874.809)                1.434.197.966              259.111.195              (460.054.640)            (253.582.246)             979.672.276                    

8 Bidang Angkutan Darat

1. PT Ratax Armada Audited 2011 4.043.374                        (1.525.988)                       2.517.386                     2.348.004                  (9.379.967)                 -                              (4.514.578)                       

2 PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Audited 2011 -                                       (24.145.607)                     (24.145.607)                 4.988.552                  (119.048)                    258.425                      (19.017.678)                    

Sub Total 8 4.043.374                        (25.671.595)                     (21.628.221)                 7.336.556                  (9.499.015)                 258.425                      (23.532.256)                    

9 Bidang Aneka Industri

1. PT Delta Djakarta, Tbk Audited 2011 564.051.178                    (171.149.868)                   392.901.310                 12.666.240                (200.696.380)            (53.156.128)                151.715.042                    

2. PT Alakasa Industrindo, Tbk. Audited 2011 873.024.320                    (854.391.701)                   18.632.619                   3.785.990                  (9.830.730)                 (2.462.728)                  10.125.151                      

3. PT Cemani Toka Audited 2011 456.202.052                    (418.913.644)                   37.288.408                   5.141.479                  (22.590.549)               (5.306.554)                  14.532.785                      

4. PT Determinan Indah

Sub Total 9 1.893.277.550                 (1.444.455.213)                448.822.337                 21.593.709                (233.117.659)            (60.925.410)                176.372.978                    

10 Bidang Rumah Sakit

1. PT RS Haji Jakarta Unaudited 2011 143.767.578                    (147.538.308)                   (3.770.729)                    1.961.196                  (398.572)                    (575.292)                     (2.783.397)                       

Sub Total 10 143.767.578                    (147.538.308)                   (3.770.729)                    1.961.196                  (398.572)                    (575.292)                     (2.783.397)                       

Total Seluruh Bidang Industri 8.337.519.277                 (6.432.539.925)                1.857.621.352              290.002.657              (703.069.887)            (314.824.522)             1.129.729.601                 

d i v e s t a s i     2 0 1 1
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